
 
 

 

 

 

PUTUSAN 

NOMOR 13/PHP.GUB-XV/2017 
 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, 

[1.1]  Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam 

perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat 

Tahun 2017, yang diajukan oleh: 

1. Nama  : Dr. Suhardi Duka, M.M. 

 Pekerjaan : Wiraswasta 

 Alamat : Jalan Husni Thamrin Nomor 3 Kelurahan 

Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten 

Mamuju 

2. Nama  : H. Kalma Katta, S. Sos., M.M. 

 Pekerjaan : Bupati  

 Alamat : Jalan Andi Tenno Heira Nomor 1 Kelurahan 

Pangali Ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten 

Majene 

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan 

Wakil  Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017, Nomor Urut 1; 

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus  bertanggal 27 Februari 2017, memberi 

kuasa kepada Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., Agus Dwiwarsono, S.H., M.H., 
Zulkarnain Yunus, S.H., M.H., Gugum Ridho Putra, S.H. M.H., Adria Indra Cahyadi, 
S.H., M.H., Rozy Fahmi, S.H., Sururudin, S.H., Eddi Mulyono, S.H., Deni Aulia Ahmad, 
S.H., Ary Nizam, SH., Solihin, S.H., Nasrun S.H, Ilham Adhyatama, S.H., Randy 
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Kurniawan, S.H., Muh. Fadhly Prayodi, S.H., Bayu Nugroho, S.H., Muhammad Dzul 
Ikram, S.H., Elfano Eneilmy, S.H., Khairul Fadli, S.H., M.H., dan M. Iqbal Sumarlan 
Putra, S.H., M.H. Advokat/Kuasa Hukum/Advokat Magang/Asisten Advokat/Paralegal pada 

kantor Hukum IHZA & IHZA Law Firm, beralamat di 88 Kasablanka Office Tower, Tower A, 

Lantai 19, Kota Kasablanka, Jalan Casablanca Nomor 88, Jakarta Selatan, baik sendiri-

sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;   

Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------------------------- PEMOHON;  

terhadap: 

I. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat,  beralamat di Jalan Soekarno-Hatta 

Nomor 27 Mamuju, Sulawesi Barat; 

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/PHP-ANP/III/2017 tanggal 14 

Maret 2017, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., Arie Achmad, S.H., Budi 
Rahman, S.H., Bambang Sugiran, S.H., Indra Septiana, S.H., Deni Martin, S.H., Asep 
Andryanto, S.H., Arif Effendi, S.H., Agus Koswara, S.H., Hijriansyah Noor, S.H., 
Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum., Viky Sabana, S.H., 
Bagas Irawanputra, S.H., Indira Hapsari, S.H., Putera A. Fauzi, S.H., Achmad Ichsan, 
S.H., Maulana Mediansyah, S.H., Romadhoni Feby I, S.H., Windi Astriana, S.H., Reza 
Ria Nanda, S.H., Windi Saptarani, S.H., Ayuning Tirta P, S.H., Advokat/Asisten Advokat 

pada kantor hukum Ali Nurdin & Partners, beralamat di Jalan Panglima Polim IV Nomor 47, 

Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk 

dan atas nama Pemberi Kuasa;  

Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------------------------- TERMOHON;  

II. 1. Nama  : Drs. H. Muh. Ali Baal Masdar, M.Si. 

  Pekerjaan : Wiraswasta 

  Alamat : Jalan Poros Majene, Kelurahan Matakali, 

Kabupaten Polewali Mandar 

 2. Nama  : Hj. Enny Anggraeny Anwar 

  Pekerjaan : Wiraswasta 

  Alamat : Jalan Jenderal Sudirman, Simboro, Kabupaten 
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Mamuju 

 Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur 

dan Wakil  Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017, Nomor Urut 3; 

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 015/SK/ZP/III/2017 dan Nomor 

022/SK/ZP/III/2017 bertanggal 14 Maret 2017, memberi kuasa kepada R.A. Made 
Damayanti Zoelva, S.H., Didi Supriyanto, S.H., M.Hum., Heru Widodo, S.H., M.Hum., R. 
Ahmad Waluya M., S.H., Abdullah, S.H., Zainab Musyarrafah, S.H., Andi Ryza 
Fardiansyah, S.H., Idham Hayat, S.H., Erni Rasyid, S.H., M. Imam Nasef, S.H.. M.H., 
Ahmad, S.H., M.H., Titin Fatimah, S.H., Budiman Mubar, S.H., M.H., Muhammad Hatta, 
S.H., Muh. Amin Sangga, S.H., M.H., Rudi Sinaba, S.H., M.H., Samuel, S.H., Hidayat 
Pratama Putra, S.H., Dhimas Pradana, S.H., Zul Fahmi, S.H., Advokat/Kuasa Hukum 

pada Kantor Hukum Zoelva & Partners yang beralamat di Gandaria 8 Office Tower, Lt. 23 

Unit B, Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri 

atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; 

Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------------------ PIHAK TERKAIT; 

 [1.2]  Membaca permohonan Pemohon; 

 Mendengar keterangan Pemohon; 

 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon; 

 Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait; 

 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait; 

 Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait; 

 Mendengar dan membaca keterangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat; 

 Memeriksa bukti Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat; 

 Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait; 

2. DUDUK PERKARA 

[2.1]   Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat 

permohonannya bertanggal 1 Maret 2017 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah 

Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada  tanggal 1 Maret 2017 
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berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 46/PAN.MK/2017 dan dicatat 

dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 13/PHP.GUB-XV/2017 
tanggal 13 Maret 2017 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 

tanggal 17 Maret 2017, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: 

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 
1. Bahwa Permohonan Pemohon perihal “Permohonan Pembatalan Terhadap 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor 05/Kpts/KPU-

Prov-033/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara 

dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2017 

tertanggal Tanggal 26 Februari 2017 (Vide Bukti P-1) adalah produk hukum Komisi 

Pemilihan Umum (KPU) selaku Pejabat Tata Usaha Negara di Bidang Pemilihan 

Umum terkait dengan Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur 

Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2017. 

Dengan demikian, Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Barat tersebut dapat 

dikategorikan sebagai keputusan yang mandiri yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata 

Usaha Negara di Bidang Pemilu yang kewenangannya diberikan oleh Undang-

Undang, dan karenanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat 

Nomor 05/Kpts/KPU-Prov-033/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil 

Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 

Sulawesi Barat Tahun 2017 tertanggal Tanggal 26 Februari 2017 adalah sebagai 

objectum litis yang menjadi Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk 

menyelesaikannya; 
2. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pemilihan Gubernur, Gubernur, dan Walikota Menjadi Undang-Undang 

(selanjutnya disebut UU Nomor 8/2015), perkara perselisihan penetapan perolehan 
suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai 

dibentuknya badan peradilan khusus;  
3. Bahwa berdasarkan semua uraian di atas, Mahkamah berwenang untuk memeriksa 

dan memutus Permohonan a quo; 
II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 

1. Bahwa Pasal 1 angka 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 4 Tahun 2017 

tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 4 Tahun 2016  
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tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan 

Keterangan Pihak Terkait (selanjutnya disebut PMK No. 4 Tahun 2017) menyatakan 

bahwa, “Pemohon adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil gubernur, pasangan 

calon Gubernur dan Wakil Gubernur, atau pasangan calon Walikota dan Wakil 

Walikota serta Pemantau Pemilihan yang mengajukan keberatan terhadap Keputusan 

KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota.”; 

2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada 

Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2017 yang 

telah memenuhi syarat dan ditetapkan Oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi Sulawesi Barat Nomor: 24/Kpts/KPU-Prov-033/2016 Tentang Penetapan 

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2017 

Tertanggal 24 Oktober 2016 (Vide Bukti P-3) jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi Sulawesi Barat Nomor 29/Kpts/KPU-Prov-033/2016  tentang Penetapan 

Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi 

Barat Tahun 2017 Tertanggal 25 Oktober 2016 (vide Bukti P-4) telah menetapkan 

Pemohon sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 

(Satu). 

 

Tabel 1. Daftar Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur  Yang 
Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi 

Barat Tahun 2017 

No. 
Nama Pasangan Gubernur 

dan 
Wakil Gubernur 

Nomor Urut 
Pasangan Calon 

1 
Dr. H.Suhardi Duka, MM 

Dan 
H. Kalma Katta, S.Sos.,MM 

1 

2 
Mayjen TNI (Purn) Salim S. Mengga 

Dan 
H. Hasanuddi Mashud, S.Hut 

2 

3 
Drs. H. Muh. Ali Baal Masdar, M.Si 

Dan 
Hj. Enny Anggraeny Anwar 

3 

 

3. Bahwa Pemohon adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi 

Barat Tahun 2017 yang memperoleh suara terbanyak kedua dalam Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2017 berdasarkan Keputusan 
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Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor 05/Kpts/KPU-Prov-033/2017 

tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2017 tertanggal 

Tanggal 26 Februari 2017 sebagai berikut: 

 

Tabel 2. Daftar Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon 

No. 
Nama Pasangan Gubernur 

dan 
Wakil Gubernur 

Perolehan  
Suara 

1 
Dr. H.Suhardi Duka, MM 

Dan 
H. Kalma Katta, S.Sos.,MM 

240,010 

2 
Mayjen TNI (Purn) Salim S. Mengga 

Dan 
H. Hasanuddi Mashud, S.Hut 

146,774 

3 
Drs. H. Muh. Ali Baal Masdar, M.Si 

Dan 
Hj. Enny Anggraeny Anwar 

244,763 

 

4. Bahwa berdasarkan data BPS Provinsi Sulawesi Barat, dari statistik jumlah penduduk 

berdasarkan jenis kelamin Tahun 2015, diketahui bahwa jumlah penduduk laki-laki 

dan perempuan di Provinsi Sulawesi Barat adalah sebanyak 1.282.160 (satu juta dua 

ratus delapan puluh dua seratus enam puluh) jiwa; 

5. Bahwa ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf a UU Nomor 10 tahun 2016 Tentang 

Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan: 

 “Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, 

pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan 

paling banyak sebesar 2 % (dua persen) dari total suara sah hasil 

penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi” 

6. Bahwa hal senada juga ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan 

Mahkamah konstitusi Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Pedoman Beracara Dalam 

Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dimana 

dikatakan: 

 “Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, 

pengajuan perselisihan perolehan suara  dilakukan jika terdapat perbedaan 
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paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil 

penghitungan tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon” 

7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, sebagai Provinsi dengan penduduk sampai 

dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, maka Penyelesaian Perselisihan Pemilihan 

Gubernuar Provinsi Sulawesi Barat dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi harus 

memenuhi syarat minimal selisih sebesar 2% (da persen) sebagai berikut : 

Paslon 1  = 240.010 suara 

Paslon 2  = 146.774 suara 

Paslon 3  = 244.763 suara  

Total Suara Sah  = 631.547 suara 

Batas Selisih : 
Batas maksimal selisih 2% suara antara lain : 2%x 631.547 = 12.630, 94 Suara 
Perhitungan : 

• Selisih perolehan suara antara paslon 1 dan Paslon 2 yakni :  240.010-146.774 = 

93.236 suara 

• Selisih perolehan suara antara Paslon 1 dan Paslon 3 yakni : 240.010-244.763 = 

4.753 suara 

Dikarenakan selisih Paslon 1 dan Paslon 3 sebesar 4.753 suara, maka selisih 

keduanya masih berada di bawah ambang batas 2 % (12.630, 94) Suara, sehingga 

Paslon 1 (Pemohon) dapt mengajukan Permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil 

Pemilihan Gubernur Sulawesi Barat ke Mahkamah Konstitusi.  

8. Berdasarkan seluruh uraian yang telah Pemohon sampaikan di atas, naytalah bahwa 

Pemohon selaku Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) atas nama DR.H. Suhardi 
Duka, MM – H. Kalma Katta, S. Sos., MM memiliki kedudukan hukum (legal 

standing) sebagai PEMOHON dalam perkara a quo. 
III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN 

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 jo. 

Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 

1 Tahun 2017 atau Pasal 6 ayat (1) PMK Nomor 2 Tahun 2016 sebagaimana telah 

diubah dengan PMK Nomor 2 Tahun 2017, yang pada pokoknya mengatur bahwa 

Permohonan dapat dimohonkan kepada MK dalam jangka waktu paling lambat 3 

(tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil 

pemilihan; 
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2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor: 

05/Kpts/KPU-Prov-033/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan 

Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat 

Tahun 2017 ditetapkan Termohon pada tanggal 26 Februari 2017, Pukul 17.30 WITA 

(pukul tujuh belas lewat tiga puluh menit) Waktu Indonesia Tengah; sehingga batas 

waktu tiga hari sebagaimana ditentukan undang-undang akan jatuh pada hari Rabu 

Tanggal 01 Maret 2017, Pukul 16.30 WIB; 

3. Bahwa Permohonan ini didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari 

Rabu tanggal 01 Maret 2017 Pukul 13.37 WIB, sehingga permohonan Pemohon 

yang diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan;  
IV. POKOK PERMOHONAN 

1. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas hasil Penghitungan Suara, Pemilihan Calon 

Gubernur dan Wakil  Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, yang dibuat oleh Termohon, 

seperti yang tertuang dalam Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara 

Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil  Gubernur Provinsi Sulawesi Barat 

sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi 

Barat Nomor: 05/Kpts/KPU-Prov-033/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil 

Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 

Sulawesi Barat Tahun 2017 tertanggal Tanggal 26 Februari 2017 karena terjadi 
kecurangan-kecurangan yang mengurangi perolehan suara Pemohon secara 
massif;  

2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor: 

05/Kpts/KPU-Prov-033/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan 

Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat 

Tahun 2017 tertanggal Tanggal 26 Februari 2017, telah menetapkan sebagai berikut: 

(vide Tabel 2. Daftar Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon) sebagai 

berikut: 

No. Nama Pasangan 
Gubernur dan Wakil Gubernur Perolehan Suara 

1 
Dr. H.Suhardi Duka, MM 

Dan 
H. Kalma Katta, S.Sos.,MM 

240.010 

2 
Mayjen TNI (Purn) Salim S. 

Mengga 
Dan 

H. Hasanuddi Mashud, S.Hut 

146.774 
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3 
Drs. H. Muh. Ali Baal Masdar, M.Si 

Dan 
Hj. Enny Anggraeny Anwar 

244.763 

 Jumlah Suara Sah 631.547 
3. Bahwa kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam proses pemilihan membuahkan 

hasil perolehan suara yang keliru, sehingga Perolehan Suara Sah Pemohon yang 

ditetapkan Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi 

Barat Nomor: 05/Kpts/KPU-Prov-033/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil 

Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 

Sulawesi Barat Tahun 2017 tertanggal Tanggal 26 Februari 2017, adalah sebesar 

240.010 suara. padahal dari keseluruhan suara sah yakni 631.547, terdapat campuran 

suara-suara tidak sah yang terakumulasi dari pelanggaran – pelanggaran dengan 

berbagai modus yang pada akhirnya merugikan perolehan suara Pasangan Pemohon; 

4. Bahwa kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 yang merugikan Perolehan Suara 

Pemohon Secara Massif tersebut,  terjadi dengan lima pola / bentuk pelanggaran 

yakni: 

1. Pertama, Terdapat Penggelembungan Pemilih Tidak Sah Yang Merugikan 

Perolehan Suara Pemohon dengan Modus NIK Ganda yang terjadi pada tiga 

kabupaten yakni Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamuju dan Kabupaten 

Mamuju Utara; 

2. Kedua, Terdapat Penggelembungan Pemilih Tidak Sah Yang Merugikan 

Perolehan Suara Pemohon dengan Modus Penggunaan Surat Keterangan Pemilih 

(Suket) Tidak Sah yang terjadi pada tiga kabupaten yakni Kabupaten Polewali 

Mandar, Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamuju Utara; 

3. Ketiga, Terdapat Pengurangan Suara Pemohon Secara Massif dengan Modus 

Tidak Memberikan Form Undangan Kepada Pemilih yang Terjadi di Kabupaten 

Polewali Mandar; 

Ketiga bentuk Kecurangan ini secara nyata menguntungkan Pasangan Calon Nomor 

Urut 3 secara massif dan pada saat yang sama juga merugikan perolehan suara 

Pemohon selaku Pasangan Calon Nomor Urut 1, sehingga dengan segala bukti yang 

akan Pemohon uraikan pada bagian selanjutnya akan memberikan dasar dan alasan 

yang Cukup bagi Mahkamah untuk membatalkan penetapan perolehan suara ketiga 

pasangan calon yang secara keliru telah ditetapkan Termohon melalui Keputusan 
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Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor: 05/Kpts/KPU-Prov-033/2017 

(vide Bukti P-1). 
Adapun rincian masing-masing pelanggaran di atas Pemohon Uraikan sebagai berikut: 

IV.1 TERDAPAT PENGGELEMBUNGAN PEMILIH TIDAK SAH YANG MERUGIKAN 
PEROLEHAN SUARA PEMOHON DENGAN MODUS NIK GANDA YANG TERJADI 
PADA TIGA KABUPATEN YAKNI KABUPATEN POLEWALI MANDAR, 
KABUPATEN MAMUJU DAN KABUPATEN MAMUJU UTARA; 
Bahwa berdasarkan Berita Acara Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) 

Tingkat Provinsi Sulawesi Barat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat 

Tahun 2017, Nomor: 106/BA/XII/2016 tertanggal 16 Desember 2016 (Bukti P-...) dan 

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Provinsi oleh KPU Provinsi Sulawesi Barat, Model: 

A.3.4-KWK tertanggal 16 Desember 2016 telah ditetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di 6 

(enam) Kabupaten sebanyak 840.091, sebagai berikut: 

1. Mamasa  : L+P = 117.541 

2. Polewali Mandar : L+P = 301.325 

3. Majene  : L+P = 108.479 

4. Mamuju  : L+P = 157.896 

5. Mamuju Tengah : L+P = 70.949 

6. Mamuju Utara : L+P = 83.901 

Bahwa ternyata, terdapat fakta adanya Penggelembungan pemilih tidak sah dengan 

modus menggandakan NIK (Nomor Induk Kependudukan) Pemilih. Permasalahan NIK 

ganda ini sebelumnya telah menjadi pembahasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, dan 

terhadap permasalahan ini, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat telah mengeluarkan 

rekomendasi perbaikan bahkan sebanyak dua kali melalui Surat berikut : 

1. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor 

460/K.Bawaslu-Prov-SR/PM.00.01/XI/2016, tanggal 30 November 2016 Perihal 

Rekomendasi Perbaikan; (Bukti P-…) 
2. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor 

471/K.Bawaslu-Prov-SR/PM.00.01/XII/2016, tanggal 08 Desember 2016 Perihal 

Rekomendasi Perbaikan DPT (Bukti P-) 
Namun ternyata, pasca DPT Final disahkan pada tanggal 16 Desember 2016 ternyata 

Pemohon masih menemukan banyak NIK ganda yang tersebar secara massif se kabupaten 

Sulawesi Barat terutama pada 3 (tiga) kabupaten Yakni Kabupaten Majene, Mamuju Utara 

dan Polewalimandar. 
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Bahwa berdasarkan pengematan Pemohon, Bukti dan saksi-saksi yang telah Pemohon 

kumpulkan, Pemohon berkesimpulan bahwa data NIK ganda tersebut adalah salah satu 

modus penggelembungan Suara yang terbukti merugikan perolehan suara Pemohon. Para 

Pemilih ganda tersebut terbukti menggunakan hak Pilihnya di TPS-TPS tersebar di tiga 

kabupaten tersebut, sehingga telah terjadi hal yang dilarang oleh Undang-Undang yakni 

sebagaimana disebutkan dalam pasal 112 ayat (2) huruf d dan/atau huruf e  Undang-

Undang Nomor 1 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 2015 yang menyatakan :  

“(2) pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan 

Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut :  

d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang 

sama atau TPS yang berbeda; dan/atau 

e. lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat 

kesempatan memberikan suara pada TPS. 

Bahwa temuan NIK ganda dilakukan Termohon dengan dua pola yakni : (1) NIK sama, 

Nama sama; dan (2) NIK sama, Nama berbeda. Selain itu pola sebaran NIK ganda itu juga 

terjadi dalam dua pola yakni : (1) NIK ganda ditemukan pada dua Kabupaten yang sama dan 

NIK ganda yang ditemukan pada dua kabupaten yang berbeda. Adapun Praktik pemilih 

ganda tersebut terjadi secara massif di tiga kabupaten tersebut dengan rincian jumlah 

sebagai berikut : 

IV.1.1 KABUPATEN MAMUJU UTARA 
1.  KECAMATAN BAMBALAMOTU 

Bahwa terdapat 6 temuan Pemilih ganda pada Kecamatan Bambalamotu 

No NIK Nama Kecamatan Kelurahan TPS Kabupaten Vide 
Bukti 

1 7601011604830002 Retno Bambalamotu Pangiang 1 Mamuju Utara  
Retno Bambaira Kasoloang 3 Mamuju Utara  

2 7601013112610014 Yusi Bambalamotu Polewali 3 Mamuju Utara  
Sail Bambaira Tampaure 3 Mamuju Utara  

3 7601015606870003 Derita Bambalamotu Randomayang 4 Mamuju Utara  
Derita Bambaira Kasoloang 3 Mamuju Utara  

4 7601105111920001 Nurliani Bambalamotu Wulai 2 Mamuju Utara  
Nurliani Bambaira Kaluku Nangka 3 Mamuju Utara  

5 7601014608930002 Asmarita Bambalamotu Wulai 2 Mamuju Utara  
Asmarita Bambalamotu Randomayang 6 Mamuju Utara  

6 7601014701680001 Mariati Bambalamotu Wulai 4 Mamuju Utara  
Mariati Bambaira Kasoloang 4 Mamuju Utara  

 
2.  KECAMATAN BARAS 

No NIK Nama Kecamatan Kelurahan TPS Kabupaten Vide 
Bukti 
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1 7601036712520001 
Hj. Hasna. L Baras Kasano 4 Mamuju Utara  

Ni Wayan 
muri Baras Balanti 1 Mamuju Utara  

 
 
3.  KECAMATAN BULUTABA 

No NIK Nama Kecamatan Kelurahan TPS Kabupaten Vide 
Bukti 

1 7601030510850001 Buntu Paillin Bulu Taba Bukit 
Harapan 2 Mamuju Utara  

Buntu Pallin Baras Motu 7 Mamuju Utara  

2 7601075305850001 Sakka Bulu Taba Bukit 
Harapan 2 Mamuju Utara  

Irnawati Baras Kasano 1 Mamuju Utara  

3 7601037112690005 Muriati Bulu Taba Lilimori 5 Mamuju Utara  
Muriati M Baras Motu 5 Mamuju Utara  

4 7601070107700001 Anto Bulu Taba Ompi 2 Mamuju Utara  
Supardi Bulu Taba Lilimori 3 Mamuju Utara  

 
4.  KECAMATAN DAPURANG 
 

No NIK Nama Kecamatan Kelurahan TPS Kabupaten  Vide 
Bukti 

1 7601044107900029 Ida Faridah Dapurang Dapurang 4 Mamuju Utara  
Ida Faridah Baras Towoni 1 Mamuju Utara  

2 7601040806800001 Sudir C Dapurang Dapurang 5 Mamuju Utara  
Sudir C Bambalamotu Randomayang 7 Mamuju Utara  

3 7605042411840002 Fery 
Sahlan 
Gaspi 

Dapurang Dapurang 8 
Mamuju Utara  

Fery 
Sahlan 
Gaspi 

Baras Baras 2 
Mamuju Utara  

4 7601054202520001 Sitti Dapurang Sarasa 4 Mamuju Utara  
Sitti Bulu Taba Kastabuana 1 Mamuju Utara  

 
5. KECAMATAN DURIPOKU 

No NIK Nama Kecamatan Kelurahan TPS Kabupaten Vide 
Bukti 

1 7601062001580001 H Abdul 
Hamid 

Duripoku Saptanajaya 1 Mamuju Utara  

H Abdul 
Hamid 

Baras Towoni 1 Mamuju Utara  

2 7601060506790001 Burhan Duripoku Sipakainga 1 Mamuju Utara  
Burhan Bambalamotu Randomayang 2 Mamuju Utara  

3 7601043112820017 Sudirman D uripoku Sipakainga 2 Mamuju Utara  
Sudirman Dapurang Bulu Bonggu 6 Mamuju Utara  

4 7601050512990003 Aldi barai Duripoku Sipakainga 2 Mamuju Utara  
Aldi barai Dapurang Benggaulu 6 Mamuju Utara  

5 7601061006770001 Lukman Duripoku Taranggi 1 Mamuju Utara  
Lukman Dapurang Bulu Bonggu 2 Mamuju Utara  

6 7601065101820001 Sanniati Duripoku Taranggi 1 Mamuju Utara  
Sanniati Dapurang Bulu Bonggu 2 Mamuju Utara  

7 7601046708940004 Lismawati Duripoku Taranggi 2 Mamuju Utara  
Lismawati Dapurang Bulu Bonggu 3 Mamuju Utara  

 
6. KECAMATAN LARIANG 
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No NIK Nama Kecamatan Kelurahan TPS Kabupaten  Vide 
Bukti 

1 7601030807950001 Haidir Lariang Bambakoro 3 Mamuju Utara  
Haidir Bambalamotu Randomayang 6 Mamuju Utara  

2 7601127112760005 Hasmia Lariang Batu matoru 1 Mamuju Utara  
Hasmia Baras Balanti 4 Mamuju Utara  

3 601122703850001 Banang Lariang Kulu 1 Mamuju Utara  
Banang Bulu Taba Bukit Harapan 4 Mamuju Utara  

4 7601124206860001 Nurhidayati Lariang Kulu 1 Mamuju Utara  
Nurhidayati Bulu Taba Bukit Harapan 4 Mamuju Utara  

5 7601032008720002 Petrus seo Lariang Parabu 1 Mamuju Utara  
Samsu Baras Kasano 3 Mamuju Utara  

6 7601030903640002 Yosef Atolan Lariang Parabu 1 Mamuju Utara  
Yosef Atolan Bulu taba Ompi 2 Mamuju Utara  

7 '7601127112940002 
 

Devita Sari Lariang Parabu 2 Mamuju Utara  
Devita Sari Bulutaba Lilimori 3 Mamuju Utara  

8 7601127112760005 M.yusrang Lariang Singgani 3 Mamuju Utara  
M.yusrang Baras Kasano 4 Mamuju Utara  

 
7.  KECAMATAN PASANGKAYU 

No NIK Nama Kecamatan Kelurahan TP
S Kabupaten  Vide 

Bukti 
1 7601014510870004 Yusnirah Pasangkayu Ako 3 Mamuju Utara  

Yusnirah Bambalamotu Pangiang 3 Mamuju Utara  
2 7601021011350001 Muddin 

Suardi 
Pasangkayu Ako 3 Mamuju Utara  

Muddin Bambalamotu Pangiang 4 Mamuju Utara  
3 7601014707900002 Asnaeni Pasangkayu Gunung sari 3 Mamuju Utara  

Asnaeni Bambalamotu Polewali 4 Mamuju Utara  
4 7601101111880001 Atris Pasangkayu Gunung sari 3 Mamuju Utara  

Atris Bambaira Kasoloang 4 Mamuju Utara  
5 7601017005870001 Rosna H Pasangkayu Gunung sari 3 Mamuju Utara  

Rosna Bambalamotu Polewali 4 Mamuju Utara  
6 7601083112910006 

 
Iman Pasangkayu Gunung sari 3 Mamuju Utara  
Iman Bambaira Kasoloang 3 Mamuju Utara  

7 7601011805850001 Arman Pasangkayu Gunung sari 6 Mamuju Utara  
Arman Bambaira Kasoloang 3 Mamuju Utara  

8 7601107112940001 Rasdiana Pasangkayu Gunung sari 8 Mamuju Utara  
Rasdiana Bambaira Kasoloang 4 Mamuju Utara  

9 7601020202620001 
 

Muh Saleh Pasangkayu Karya 
Bersama 

4 Mamuju Utara  

Muh Saleh Bambalamotu Randomayang 6 Mamuju Utara  
10 7601026010640001 Farida Pasangkayu Martajaya 3 Mamuju Utara  

Farida Bambalamotu Polewali 3 Mamuju Utara  
11 7601076711950001 Jusmiati Pasangkayu Pakava 2 Mamuju Utara  

Jusmiati Bulu Taba Bukit Harapan 2 Mamuju Utara  
12 7601054909970002 Herna 

Nirwana 
Pasangkayu Pasangkayu 5 Mamuju Utara  

Herna 
Nirwana 

Dapurang Bulu Bonggu 6 Mamuju Utara  

13 7601014905930001 Hafsah H Pasangkayu Pasangkayu 6 Mamuju Utara  
Hafsah H Bambalamotu Randomayang 4 Mamuju Utara  

14 7601032806830001 Yonatan 
Tunliu 

Pasangkayu Pasangkayu 7 Mamuju Utara  

  Yonatan 
Tunliu 

Baras Motu 1 Mamuju Utara  

15 7601025007850003 Hasnatan Pasangkayu Pasangkayu 9 Mamuju Utara  
Hasnatan Lariang Kulu 1 Mamuju Utara  
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16 7601121603840001 Syarifuddin, 
S.Pd.I 

Pasangkayu Pasangkayu 9 Mamuju Utara  

Syarifuddin Lariang Kulu 1 Mamuju Utara  
17 7601024806860007 Nurdiana Pasangkayu Pasangkayu 11 Mamuju Utara  

Nurdiana Bambalamotu Randomayang 6 Mamuju Utara  
18 7601010312940002 

 
SAHRUL Pasangkayu Pasangkayu 12 Mamuju Utara  
SAHRUL Bambalamotu Polewali 6 Mamuju Utara  

19 7601014112960004 
 

SARTIKA. S Pasangkayu Pasangkayu 12 Mamuju Utara  
SARTIKA S Bambalamotu Polewali 6 Mamuju Utara  

20 7601021006870004 
 

HAMSIR Pasangkayu Pasangkayu 13 Mamuju Utara  

HAMSIR 
PASANGKAY
U 

KARYA 
BERSAMA 2 Mamuju Utara  

 
8. KECAMATAN PEDONGGA 

No NIK Nama Kecamatan Kelurahan TP
S Kabupaten Vide 

Bukti 

1 '7601071406780001 

ISMAIL 
BATARA Pedongga Martasari 4 Mamuju Utara  

ISMAIL 
BATARA Bulu Taba Bukit harapan 2 Mamuju utara  

2 7601097112830002 Sania Pedongga Martasari 5 Mamuju Utara  
Saniah Pasangkayu Pakava 5 Mamuju utara  

 
9.  KECAMATAN SARJO 

No NIK Nama Kecamatan Kelurahan TPS Kabupaten Vide 
Bukti 

1 7601112712800001 Rezki Sarjo Maponu 2 Mamuju Utara  
Rezki Bambalamotu Randomayang 7 Mamuju Utara  

2 7601111212720001 Arlin Sarjo Maponu 2 Mamuju Utara  
Arlin Pasangkayu Gunung Sari 6 Mamuju Utara  

3 7601046307820001 Hariani Sarjo Sarjo 1 Mamuju Utara  
Hariani Dapurang Bolu Bonggu 6 Mamuju Utara  

4 7601117105840001 Dadin Sarjo Sarjo 4 Mamuju Utara  
Dadin Baras Motu 6 Mamuju Utara  

5 7601014107570026 Suhura Sarjo Sarude 1 Mamuju Utara  
Sinar Pasangkayu Pasangkayu 12 Mamuju Utara  

6 7601016807750001 Dasriati N, 
S.Pd 

Sarjo Sarude 2 Mamuju Utara  

Dasriati N Bambalamotu Randomayang 6 Mamuju Utara  
 
10. KECAMATAN SARUDU 

No NIK Nama Kecamatan Kelurahan TPS Kabupaten Vide 
Bukti 

1 7601040408860001 Zaenal Arifin Sarudu Bulu Mario 2 Mamuju Utara  
Zaenal Arifin, 

S.Pd 
Pasangkayu Pasangkayu 9 Mamuju Utara  

2 7601045909790003 Siti Nurjanah Sarudu Bulu Mario 5 Mamuju Utara  
Siti Nurjanah Sarudu Bulu Mario 2 Mamuju Utara  

3 7601042512700002 Muh. Idris Sarudu Bulu Mario 5 Mamuju Utara  
Rasbi Dapurang  Sarasa 1 Mamuju Utara  

4 7601100410900001 Aril Sarudu Bulu Mario 5 Mamuju Utara  
Aril Bambaira Bambaira 4 Mamuju Utara  

5 7601040811700002 Palannari Sarudu Doda 1 Mamuju Utara  
Palannari Baras Balanti 2 Mamuju Utara  

6 7601047112750025 Hamzia Sarudu Sarudu 1 Mamuju Utara  
Hamzia Sarudu Bulu Mario 3 Mamuju Utara  

7 7601042504820003 Sudirman Sarudu Sarudu 1 Mamuju Utara  
Sudirman Dapurang Dapurang 1 Mamuju Utara  
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8 7601046505840002 Nursiah Sarudu Sarudu 1 Mamuju Utara  
Rosmini Dapurang Benggaulu 6 Mamuju Utara  

 
11.  KECAMATAN TIKKE RAYA 

No NIK Nama Kecamatan Kelurahan TPS Kabupaten Vide 
Bukti 

1 7601080511950001 Ahmad Tikke Raya Jengeng Raya 3 Mamuju Utara  
Ramandani Pedongga Martasari 3 Mamuju Utara  

2 7601015202910001 Suburiah Tikke Raya Lariang 4 Mamuju Utara  
Suburiah Bambalamotu Polewali 7 Mamuju Utara  

3 7601027112660028 Dalle Tikke Raya Lariang 4 Mamuju Utara  
Tandaria Pasangkayu ako 6 Mamuju Utara  

4 7601080512570001 Abd Kadir Tikke Raya Lariang 5 Mamuju Utara  
Abd. Kadir Bambalamotu Randomayang 7 Mamuju Utara  

5 7601083112780011 Sulaeman Tikke Raya Makmur Jaya 2 Mamuju Utara  
Saleman Pedongga Martasari 3 Mamuju Utara  

6 7601087112790011 Nurhaya Tikke Raya Makmur Jaya 2 Mamuju Utara  
Nurhaya Pedongga Martasari 3 Mamuju Utara  

7 7601044712930002 Nur Solika Tikke Raya Makmur Jaya 3 Mamuju Utara  
Nur Solika Sarudu Kumasari 1 Mamuju Utara  

8 7601021107960006 Ramli Tikke Raya Makmur Jaya 4 Mamuju Utara  
Ramli Pasangkayu Karya Bersama 4 Mamuju Utara  

9 7601021407920001 Ismail Tikke Raya Makmur Jaya 6 Mamuju Utara  
Ismail Bambalamotu Randomayang 6 Mamuju Utara  

10 7601120107860004 Anto Tikke Raya Makmur Jaya 6 Mamuju Utara  
Anto Lariang Batu Mataru 1 Mamuju Utara  

11 7601022108960001 Jordani 
Marhas 

Tikke Raya Pajalele 2 Mamuju Utara  

Irfan Pasangkayu Karya Bersama 2 Mamuju Utara  
12 7601025008630001 Khadijah Tikke Raya Pajalele 4 Mamuju Utara  

Khadijah Pasangkayu Pavaka 7 Mamuju Utara  
13 7601020710730001 Usman M Tikke Raya Pajalele 4 Mamuju Utara  

Usman M Pasangkayu Pavaka 7 Mamuju Utara  
14 7601067112520001 Hj. St. 

Aminah 
Tikke Raya tikke 5 Mamuju Utara  

Hj St Aminah DuriPoku Tammarunan 3 Mamuju Utara  
15 7601110212910001 Herman Tikke Raya tikke 5 Mamuju Utara  

Herman Sarjo Maponu 2 Mamuju Utara  
 
IV.1.2 KABUPATEN POLEWALI MANDAR 
1. KECAMATAN ALLU 
 

No NIK Nama Kecamatan Kelurahan TP
S Kabupaten Vide 

Bukti 
1 

7604152010970002 
 

ANMAR ALLU KALUMAMMAN
G 

3 Polewali 
Mandar  

MISBA ALLU ALU 3 Polewali 
Mandar  

 
2. KECAMATAN ANREAPI 

No NIK Nama Kecamatan Kelurahan TPS Kabupaten Vide 
Bukti 

1 7604137112860046 
 

WELSI ANREAPI KUNYI 
 

3 
 

Polewali 
Mandar  

RABANIA ANREAPI KELAPA DUA  
2 

Polewali 
Mandar  

 
3. KECAMATAN BALANIPA 
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No NIK Nama Kecamatan Kelurahan TPS Kabupaten Vide 
Bukti 

1 7604120107420121 
 

MUNA 
BALANIPA 

 

BALANIPA 
 
 

BALANIPA 
 

5 
 

Polewali 
Mandar  

MUNA 
BALANIPA 

 
BALANIPA BALANIPA 1 Polewali 

Mandar  

2 7604152611950001 
BASRAH BALANIPA MOSSO 3 Polewali 

Mandar  

BASRAH KP ALLU KALUMAMMAN 1 Polewali 
Mandar  

3 7602071411070001 
 

SAINA BALANIPA PALLIS 2 Polewali 
Mandar  

SUKURLI BALANIPA PALLIS 2 Polewali 
Mandar  

4 7604121707880001 
 

HERNI BALANIPA PAMBUSUANG 8 Polewali 
Mandar  

ADNAN BALANIPA PAMBUSUANG 8 Polewali 
Mandar  

5 7604127112470031 
 

HJ. SITTI 
ANNA BALANIPA SABANG SUBIK 1 Polewali 

Mandar  

SITTI NUR BALANIPA BALANIPA 5 Polewali 
Mandar  

6 7604127112760033 
 

SITTI 
SULAEHA BALANIPA SABANG SUBIK 5 Polewali 

Mandar  

RUHANIA BALANIPA PAMBUSUANG 8 Polewali 
Mandar  

7 7605013112830175 
 

Sainuddin BALANIPA SABANG SUBIK 6 Polewali 
Mandar  

SANI BANGGAE RANGAS 3 Majene  

8 7604127112720028 
 

ST NURMI BALANIPA TAMANGGALLE 1 Polewali 
Mandar  

HADRIA BALANIPA BALA 4 Polewali 
Mandar  

9 7604124107900220 
 NURHAYATI BALANIPA TAMANGGALLE 4 Polewali 

Mandar  

  NURHAYATI BANGGAE 
TIMUR 

BUTTU 
BARUGA 2 Majene  

10 7604123112870098 
 

AHMAD BALANIPA TAMMAJARRA 3 Polewali 
Mandar  

ALIMUDDIN BALANIPA BALA 2 Polewali 
Mandar  

11 7604127112670042 
 

SAHARA BALANIPA TAMMAJARRA 4 Polewali 
Mandar  

RAHMATIA BALANIPA SABANG SUBIK 4 Polewali 
Mandar  

 
4. KECAMATAN BINUANG 

No NIK Nama Kecamatan Kelurahan TPS Kabupaten Vide 
Bukti 

1 7604065307950002 
 

JUSRAENI BINUANG AMASSANGAN 1 Polewali 
Mandar  

NAGAWATI 
MELATI 
PUTRI 

PASANGKAYU PASANGKAYU 4 Mamuju 
Utara  

2 7604063112720273 
 

BURAHIMA BINUANG BATETANGNGA 1 Polewali 
Mandar  

BORAHIMA BANGGAE LABUANG 1 Majene  
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TIMUR UTARA 

3 '7604062306860003 
RIDWA BINUANG BATETANGNGA 1 Polewali 

Mandar  

RIDWAN, S.IP SARJO LETAWA 3 Mamuju 
Utara  

4 7604065402880001 
 

SUHAYYA BINUANG BATETANGNGA 5 Polewali 
Mandar  

SUHAYYAH PASANGKAYU KARYA 
BERSAMA 1 Mamuju 

Utara  

5 7604063112560101 
 

SELLE BINUANG KALEOK 3 Polewali 
Mandar  

BUNGAT BINUANG KALEOK 3 Polewali 
Mandar  

6 7604061010910009 
 

PARMAN BINUANG KALEOK 3 Polewali 
Mandar  

PARMAN BINUANG KALEOK 3 Polewali 
Mandar  

7 7604067112760064 
 

ATI BINUANG KALEOK 3 Polewali 
Mandar  

MARTINI BINUANG KALEOK 3 Polewali 
Mandar  

8 7605023112850064 
 

FARHAM BINUANG KUAJANG 5 Polewali 
Mandar  

FARHAM PAMBOANG BABABULO 
UTARA 1 Majene  

9 7604063112650246 
 

DALLE BINUANG KUAJANG 6 Polewali 
Mandar  

BA’DU BINUANG KALEOK 4 Polewali 
Mandar  

10 7604065312920002 
 

HASNIAH BINUANG MAMMI 2 Polewali 
Mandar  

HASNIAH ANREAPI KELAPA DUA 3 Polewali 
Mandar  

11 7604064703990001 
 

RAKNA BINUANG MAMMI 3 Polewali 
Mandar  

RATNA BINUANG MAMMI 3 Polewali 
Mandar  

12 7604060803840001 
 

SAHABUDDIN BINUANG MIRRING 7 Polewali 
Mandar  

MUH. 
HADDAD 
USMAN 

BINUANG KUAJANG 6 Polewali 
Mandar  

13 7605080812860001 
 

ARDIANSYAH. 
E BINUANG MIRRING 7 Polewali 

Mandar  

ARDIANSYAH. 
E 

BANGGAE 
TIMUR BAURUNG 2 Majene  

14 7604065405870002 
 

PATMAWATI BINUANG PAKU 4 Polewali 
Mandar  

ACO AHMAD BINUANG PAKU 4 Polewali 
Mandar  

15 7604063112700168 
 

SAUDI BINUANG PAKU 5 Polewali 
Mandar  

KAHARUDDIN BINUANG PAKU 5 Polewali 
Mandar  

16 7601016308920001 
 

SRI KHANTI BINUANG PAKU 6 Polewali 
Mandar  

SRIKANTI BAMBALAMOT POLEWALI 6 Mamuju 
Utara  

17 7604133112690093 AMIR TANDA BINUANG PAKU 6 Polewali  
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 Mandar 

AMIR TANDA ANREAPI KELAPA DUA 1 Polewali 
Mandar  

18 7604066906910004 
 

NURHALIMA BINUANG REA 1 Polewali 
Mandar  

NURHALIMA BINUANG AMASSANGAN 2 Polewali 
Mandar  

19 7604063112600257 
 

SAPARUDDIN BINUANG REA 2 Polewali 
Mandar  

SAPARUDDIN BINUANG KUAJANG 4 Polewali 
Mandar  

20 7604062303770001 
 

HAJAR BINUANG REA 3 Polewali 
Mandar  

HAJAR BINUANG REA 3 Polewali 
Mandar  

21 7604064206900001 
 

RATNAWATI BINUANG REA 4 Polewali 
Mandar  

RATNAWATI BINUANG MAMMI 1 Polewali 
Mandar  

22 7604137112950033 
 

IDA BINUANG REA 4 Polewali 
Mandar  

HARIDA BANGGAE BANGGAE 12 Majene  

23 7604063112840132 
 

RAUF BINUANG REA 5 Polewali 
Mandar  

APPE BINUANG AMOLA 2 Polewali 
Mandar  

24 7604060412860003 
 

SUKIMAN BINUANG REA 5 Polewali 
Mandar  

SUKIMAN BINUANG REA 3 Polewali 
Mandar  

25 7604066210900003 
 

WANNARIA BINUANG TONYAMAN 3 Polewali 
Mandar  

MASNIA BINUANG BATETANGNGA 3 Polewali 
Mandar  

26 7604062508890003 
 

TARDI BINUANG TONYAMAN 4 Polewali 
Mandar  

TARDI BINUANG AMASSANGAN 4 Polewali 
Mandar  

 
5. KECAMATAN BULO 

No NIK Nama Kecamatan Kelurahan TPS Nomor 
Urut DPT 

Vide 
Bukti 

1 7604161706960001 
 

JUMA’ BULO DAALA 
TIMUR 2 Polewali 

Mandar  

ANTIKA BULO DAALA 
TIMUR 2 Polewali 

Mandar  

2 7604161211930001 
 

HARIADI BULO IHING 2 Polewali 
Mandar  

JIRANA 
ASIKIN ALLU MOMBI 3 Polewali 

Mandar  

3 7604165806940001 
 

RAIS BULO KAROMBANG 2 Polewali 
Mandar  

NASRAWATI BULO KAROMBANG 2 Polewali 
Mandar  

4 7604124107940175 
 

HAISA BULO KAROMBANG 2 Polewali 
Mandar  

HAISA BALANIPA GALUNG 
TULUK 3 Polewali 

Mandar  

5 7604165806940001 NASRAWATI BULO LENGGO 3 Polewali  
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 Mandar 

NASRAWATI BULO KAROMBANG 2 Polewali 
Mandar  

6 7604164204920001 
 

MASRIANI. A BULO LENGGO 3 Polewali 
Mandar  

HASRIANI 
HAMIN BULO KAROMBANG 2 Polewali 

Mandar  

7 7604164107780010 
 

DARMA BULO LENGGO 4 Polewali 
Mandar  

MASNA BULO KAROMBANG 3 Polewali 
Mandar  

8 7604164107990021 
 

MULIANA BULO LENGGO 4 Polewali 
Mandar  

ULI BULO LENGGO 1 Polewali 
Mandar  

9 7604163112950002 
 

SARDIN BULO PATAMBANU
A 2 Polewali 

Mandar  

AHMAD 
JUNAEDI BULO IHING 2 Polewali 

Mandar  

10 7604160709870001 
 

ROMI 
CANDRA. P BULO PULLIWA 2 Polewali 

Mandar  

ROI CANDRA 
P BARAS MOTU 5 Mamuju 

Utara  

11 7604164501990001 
 

SARINA 
KASIM BULO PULLIWA 3 Polewali 

Mandar  

RUSNAWATI BULO KAROMBANG 1 Polewali 
Mandar  

12 7604164107780034 
 

BICCI BULO PULLIWA 4 Polewali 
Mandar  

BICCI BULO PULLIWA 1 Polewali 
Mandar  

13 7604163112710016 
 

SUMARRLIN BULO PULLIWA 4 Polewali 
Mandar  

MALIK BULO LENGGO 4 Polewali 
Mandar  

14 7604167112620014 
 

CICCI BULO PULLIWA 4 Polewali 
Mandar  

SAIPA BULO PULLIAW 4 Polewali 
Mandar  

15 7604163112890029 
 

ARDIANSYAH BULO PULLIWA 6 Polewali 
Mandar  

MARYAM BULO PULLIWA 3 Polewali 
Mandar  

16 7604160107770025 
 

HERMAN BULO SABURA 1 Polewali 
Mandar  

HERMAN BARAS BALANTI 4 Mamuju 
Utara  

17 7604167112840042 
 

HASLIANA BULO SABURA 1 Polewali 
Mandar  

HASLIANA BARAS BALANTI 4 Mamuju 
Utara  

18 7604163112890037 
 

FAISAL BULO SABURA 1 Polewali 
Mandar  

YUNUS BULO LENGGO 4 Polewali 
Mandar  

19 7604164107800066 
 

MADALIA BULO SABURA 1 Polewali 
Mandar  

NADIRA BULO KAROMBANG 1 Polewali 
Mandar  
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6. KECAMATAN CAMPALAGIAN 

No NIK Nama Kecamatan Kelurahan TPS Kabupaten Vide 
Bukti 

1 7604027112830146 
 

SANIA CAMPALAGIAN BONDE 5 Polewali 
Mandar  

SAMIAH CAMPALAGIAN BONDE 5 Polewali 
Mandar  

2 7604020107650304 
 

ABD. RAHMAN CAMPALAGIAN BONDE 5 Polewali 
Mandar  

ABD. RAHMAN CAMPALAGIAN BONDE 5 Polewali 
Mandar  

3 7604024805980008 ROSDIANA CAMPALAGIAN BOTTO 1 Polewali 
Mandar  

ROSDIANA BALANIPA TAMANGG
ALLE 

3 Polewali 
Mandar  

4 7604026503810002 RASLIATI CAMPALAGIAN BOTTO 2 Polewali 
Mandar  

RASLIATI CAMPALAGIAN BOTTO 2 Polewali 
Mandar  

5 7604024203960003 SUDIA CAMPALAGIAN GATTUNG
AN 

3 Polewali 
Mandar  

SAPRIANI CAMPALAGIAN BONDE 2 Polewali 
Mandar  

6 7604020105940001 ACO CAMPALAGIAN GATTUNG
AN 

3 Polewali 
Mandar  

SUBANDI CAMPALAGIAN BONDE 8 Polewali 
Mandar  

7 7604120107790199 JUPRI CAMPALAGIAN GATTUNG
AN 

3 Polewali 
Mandar  

JUFRI BALANIPA LEGO 1 Polewali 
Mandar  

8 7604025003810001 
HUSNIA 

CAMPALAGIAN KATUMBA
NGAN 

3 Polewali 
Mandar  

HUSNIAH BANGGAE 
TIMUR 

LABUANG 
UTARA 

10 Majene  

9 7604020603680001 
SYARIFUDDIN 

CAMPALAGIAN KATUMBA
NGAN 

6 Polewali 
Mandar  

SYARIFUDDIN 
PAMBOANG PESULOA

NG 
3 Majene  

10 7605080301950002 
MANSUR 

CAMPALAGIAN KATUMBA
NGAN 

6 Polewali 
Mandar  

MANSUR BANGGAE 
TIMUR 

TANDE 2 Majene  

11 7604027112610079 KU’ BIA CAMPALAGIAN KAATUMB
ANGAN 
LEMO 

2 Polewali 
Mandar  

KU’BIA CAMPALAGIAN KATUMBA
NGAN 

5 Polewali 
Mandar  

12 7604160708950003 ASMADI CAMPALAGIAN KATUMBA
NGAN 
LEMO 

2 Polewali 
Mandar  

ASMADI BULO PULLIWA 5 Polewali 
Mandar  

13 7604026711920003 ANITA CAMPALAGIAN KATUMBA
NGAN 
LEMO 

4 Polewali 
Mandar  

ANITA DAPURANG 
BULU 

BONGGU 
1 Mamuju 

Utara  
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14 7604022109900001 ACHMAD 
GHAZALI 

CAMPALAGIAN KENJE 1 Polewali 
Mandar  

ACHMAD 
GHAZALI 

SENDANA LIMBUA 4 Majene  

15 7604025807970003 
YESNAIDA 

CAMPALAGIAN KENJE 2 Polewali 
Mandar  

YESNEIDA 
CAMPALAGIAN KENJE 2 Polewali 

Mandar  

16 7604027112720305 
HAERIAH 

CAMPALAGIAN KENJE 2 Polewali 
Mandar 

 

HAERIA 
CAMPALAGIAN KENJE 2 Polewali 

Mandar 
 

17 7604027112450312 
MARIAMA 

CAMPALAGIAN KENJE 3 Polewali 
Mandar 

 

MARIAMA 
CAMPALAGIAN KENJE 3 Polewali 

Mandar 
 

18 7604021611850002 
HASANUDDIN 

CAMPALAGIAN KENJE 3 Polewali 
Mandar 

 

HASANUDDIN 
CAMPALAGIAN KENJE 3 Polewali 

Mandar 
 

19 7604026511880001 
HASRIANI 

CAMPALAGIAN KENJE 3 Polewali 
Mandar 

 

HASRIANI 
PAMBOANG TINAMBUN

G 
1 Majene  

20 7604023112300043 
ABDULLAH 

CAMPALAGIAN KENJE 4 Polewali 
Mandar 

 

 
ABDULLAH 

CAMPALAGIAN KENJE 4 Polewali 
Mandar 

 

21 7604023112640128 
HASMADI 

CAMPALAGIAN KENJE 4 Polewali 
Mandar 

 

 
USMAN 

CAMPALAGIAN KATUMBA
NGAN 

5 Polewali 
Mandar 

 

22 7604025610940001 MULTI 
MURADEWI 

CAMPALAGIAN KENJE 4 Polewali 
Mandar 

 

 MULTI 
MURADEWI 

CAMPALAGIAN KENJE 3 Polewali 
Mandar 

 

23 7604027112930096 
MASNIATI 

CAMPALAGIAN KENJE 4 Polewali 
Mandar 

 

 
MASNIATI 

BALANIPA BALA 3 Polewali 
Mandar 

 

24 7604023112750307 JAMALUDDIN. 
D 

CAMPALAGIAN KENJE 4 Polewali 
Mandar 

 

 JAMALUDDIN.
D 

CAMPALAGIAN KENJE 3 Polewali 
Mandar 

 

25 7604023112690176 
SAHABUDDIN 

CAMPALAGIAN KENJE 4 Polewali 
Mandar 

 

 
IDRIS 

CAMPALAGIAN KATUMBA
NGAN 

6 Polewali 
Mandar 

 

26 7604020107930336 
IBNU ZAIYYAD 

CAMPALAGIAN KENJE 4 Polewali 
Mandar 

 

NAWIR 
SARUDU BULU 

MARIO 
5 Mamuju 

Utara 
 

27 7604026802910002 
 SALMAWATI 

CAMPALAGIAN KENJE 5 Polewali 
Mandar 

 

SALMAWATI 
CAMPALAGIAN KENJE 4 Polewali 

Mandar 
 

28 7604021411770003 
 ABDUL HALIM 

CAMPALAGIAN KENJE 5 Polewali 
Mandar 

 

ABDUL HALIM CAMPALAGIAN KENJE 4 Polewali  
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Mandar 
29 7604064501910004 

 NURBAYANI 
CAMPALAGIAN LAGI-AGI 3 Polewali 

Mandar 
 

NURBAYANI 
BINUANG AMOLA 3 Polewali 

Mandar 
 

30 7604021201930006 
 SUDIRMAN 

CAMPALAGIAN LALIKO 2 Polewali 
Mandar 

 

SUDIRMAN 
CAMPALAGIAN KENJE 2 Polewali 

Mandar 
 

31 7604027112770096 
 HASNAWATI 

CAMPALAGIAN LALIKO 3 Polewali 
Mandar 

 

HASNAWATI 
BINUANG REA 4 Polewali 

Mandar 
 

32 7605081401900001 
 SUWANDI 

CAMPALGIAN LALIKO 3 Polewali 
Mandar 

 

SUWANDI 
BANGGAE 

TIMUR 
LABUANG 2 Majene  

33 7604023112850140 
 NASRIAH 

CAMPALAGIAN LALIKO 4 Polewali 
Mandar 

 

SYARIFUDDIN 
CAMPALAGIAN KENJE 4 Polewali 

Mandar 
 

34 7604023112690107 
 ALIMUDDIN 

CAMPALAGIAN LAMPOKO 4 Polewali 
Mandar 

 

ALIMUDDIN 
CAMPALAGIAN LAMPOKO 12 Polewali 

Mandar 
 

35 7604027112600373 
 RABI 

CAMPALAGIAN LAMPOKO 5 Polewali 
Mandar 

 

HAWIAH 
CAMPALAGIAN KATUMBA

NGAN 
4 Polewali 

Mandar 
 

36 7604133112700119 
 BAHARUDDIN 

CAMPALAGIAN LAMPOKO 5 Polewali 
Mandar 

 

BAHARUDDIN 
ANREAPI DUAMPAN

UA 
3 Polewali 

Mandar 
 

37 7604027112430111 
 SOGO 

CAMPALAGIAN LAMPOKO 5 Polewali 
Mandar 

 

RAHMA 
CAMPALAGIAN LAMPOKO 5 Polewali 

Mandar 
 

38 7604020705880003 
 USMAN 

CAMPALAGIAN LAMPOKO 6 Polewali 
Mandar 

 

USMAN 
CAMPALAGIAN BONDE 2 Polewali 

Mandar 
 

39 7604021909870003 
 

AHMAD 
ANWAR 

CAMPALAGIAN LAPEO 1 Polewali 
Mandar 

 

MUSTARING 

CAMPALAGIAN KATUMBA
NGAN 
LEMO 

1 Polewali 
Mandar 

 

40 7604021611960003 
 HERMAN 

CAMPALAGIAN LAPEO 2 Polewali 
Mandar 

 

HERMAN 
TIKKE RAYA TIKKE 3 Polewali 

Mandar 
 

41 7604021209800001 
SAMSUL 

CAMPALAGIAN LAPEO 2 Polewali 
Mandar 

 

SAFARUDDIN 
CAMPALAGIAN BONDE 5 Polewali 

Mandar 
 

42 7604022110850003 
 TASLIM 

CAMPALAGIAN LAPEO 2 Polewali 
Mandar 

 

TASLIM Spd 
BANGGAE 

TIMUR 
LEMBANG 3 Majene  

43 7604023112850153 AHMAD CAMPALAGIAN LAPEO 3 Polewali  
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 HIDAYAT TAU 
 

Mandar 

RISNA 
CAMPALAGIAN BOTTO 5 Polewali 

Mandar 
 

44 7604023112920106 
 HAPIL 

CAMPALAGIAN LAPEO 4 Polewali 
Mandar 

 

RAHMAN 

CAMPALAGIAN KATUMBA
NGAN 
LEMO 

3 Polewali 
Mandar 

 

45 7604024508630001 
 SUBAEDA 

CAMPALAGIAN LAPEO 4 Polewali 
Mandar 

 

  
SARIFAH 

CAMPALAGIAN BONDE 6 Polewali 
Mandar 

 

46 7604023112860071 
 ALI 

CAMPALAGIAN LAPEO 4 Polewali 
Mandar 

 

  
ALI 

CAMPALAGIAN LAPEO 1 Polewali 
Mandar 

 

47 7604124107570167 
 HJ. MINA 

CAMPALAGIAN LAPEO 4 Polewali 
Mandar 

 

  
Hj. MINA 

BALANIPA BALA 4 Polewali 
Mandar 

 

48 7604027112670140 
 JAHARA 

CAMPALAGIAN LAPEO 4 Polewali 
Mandar 

 

  
USMAN 

CAMPALAGIAN LAPEO 4 Polewali 
Mandar 

 

49 7604027112550193 
 MARDAWIA CAMPALAGIAN LAPEO 6 Polewali 

Mandar 
 

 

 SANABIAH CAMPALAGIAN 

KATUMBA
NGAN 
LEMO 4 

Polewali 
Mandar 

 

50 7604022308820001 
 HABIBI. B 

CAMPALAGIAN LAPEO 6 Polewali 
Mandar 

 

 
 

HABIBI 
BAHARSYAH CAMPALAGIAN KENJE 4 

Polewali 
Mandar 

 

51 
7604026010860004 NURYANTI 

CAMPALAGIAN LAPEO 6 Polewali 
Mandar 

 

  
NURYANTI CAMPALAGIAN KENJE 4 

Polewali 
Mandar 

 

52 7604024502950003 
 Anita 

CAMPALAGIAN ONGKO 1 Polewali 
Mandar 

 

 
 DERITA CAMPALAGIAN LAMPOKO 2 

Polewali 
Mandar 

 

53 
7604024107640165 St.Alimah 

CAMPALAGIAN ONGKO 1 Polewali 
Mandar 

 

  
SUNAWIA CAMPALAGIAN KENJE 3 

Polewali 
Mandar 

 

54 
7604023112820258 Sudirman 

CAMPALAGIAN ONGKO 4 Polewali 
Mandar 

 

  
ILYAS CAMPALAGIAN ONGKO 4 

Polewali 
Mandar 

 

55 7601084303950002 
 HUSNIAH 

CAMPALAGIAN PADANG 
TIMUR 

1 Polewali 
Mandar 

 

 
 HUSNIAH TIKKE RAYA LARIANG 5 

Mamuju 
Utara 

 

56 
7604022007920005 WARMAN 

CAMPALAGIAN PADANG 
TIMUR 

1 Polewali 
Mandar 

 

  
WARMAN BULO BULO 2 

Polewali 
Mandar 

 

57 7604023112490085 RASID CAMPALAGIAN PADANG 2 Polewali  
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 TIMUR Mandar 
 

 BAYA CAMPALAGIAN 
PADANG 
TIMUR 2 

Polewali 
Mandar 

 

58 
7604025605980003 NURMIATI 

CAMPALAGIAN PADANG 
TIMUR 

2 Polewali 
Mandar 

 

  
NURMIATI CAMPALAGIAN 

PADANG 
TIMUR 1 

Polewali 
Mandar 

 

59 7604020301970005 
 YUSUF CAMPALAGIAN 

PADANG 
TIMUR 3 

Polewali 
Mandar 

 

 
 YUSUF CAMPALAGIAN 

PADANG 
TIMUR 2 

Polewali 
Mandar 

 

60 
7604022710990001 IDRIS CAMPALAGIAN 

PADANG 
TIMUR 3 

Polewali 
Mandar 

 

  
IDRIS CAMPALAGIAN 

PADANG 
TIMUR 3 

Polewali 
Mandar 

 

61 
7604024908970006 HUSNIATI CAMPALAGIAN 

PADANG 
TIMUR 4 

Polewali 
Mandar 

 

  
HUSNIATI CAMPALAGIAN 

PADANG 
TIMUR 4 

Polewali 
Mandar 

 

62 7604024408860004 
 NURHAYATI CAMPALAGIAN PAYAMPA 2 

Polewali 
Mandar 

 

  
SADARIAH CAMPALAGIAN LAMPOKO 7 

Polewali 
Mandar 

 

63 
7604023112670156 MAHAMU CAMPALAGIAN PAYAMPA 4 

Polewali 
Mandar 

 

  
AMIR BULO PULLIWA 5 

Polewali 
Mandar 

 

64 7604024107430089 
 HJ. ST. ASIA CAMPALAGIAN PAPPANG 4 

Polewali 
Mandar 

 

 
 HADIAH CAMPALAGIAN BOTTO 3 

Polewali 
Mandar 

 

65 7604022504780002 
 ADNAN ILYAS CAMPALAGIAN PAPPANG 4 

Polewali 
Mandar 

 

 
 ADNAN ILYAS CAMPALAGIAN KENJE 4 

Polewali 
Mandar 

 

66 7604021003750001 
 ARIL CAMPALAGIAN PAPPANG 4 

Polewali 
Mandar 

 

 
 WAHAB CAMPALAGIAN LAGI-AGI 3 

Polewali 
Mandar 

 

67 
7604020107680292 HAKIM CAMPALAGIAN PAPPANG 4 

Polewali 
Mandar 

 

  
HAKIM CAMPALAGIAN PAPPANG 1 

Polewali 
Mandar 

 

68 7604024206950001 
 MULIANA CAMPALAGIAN PAPPANG 5 

Polewali 
Mandar 

 

 
 NURLIANTI CAMPALAGIAN KENJE 3 

Polewali 
Mandar 

 

69 
7604023112640048 BAHTIAR CAMPALAGIAN PAPPANG 5 

Polewali 
Mandar 

 

  
SYAMSUL CAMPALAGIAN KENJE 1 

Polewali 
Mandar 

 

70 
7604021106840003 

ILHAM 
CHAIDIR 

CAMPALAGIAN PARAPPE 2 Polewali 
Mandar 

 

  ILHAM 
CHAIDIR 
DJALIL CAMPALAGIAN KENJE 1 

Polewali 
Mandar 

 

71 7604023012900006 
 

MUHAMMAD 
IRFAN 

CAMPALAGIAN PARAPPE 3 Polewali 
Mandar 

 

  MUHAMMAD CAMPALAGIAN LAGI-AGI 3 Polewali  
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IRFAN Mandar 
62 

7604023107600003 HAMSA 
CAMPALAGIAN PARAPPE 3 Polewali 

Mandar 
 

  
HAMSA CAMPALAGIAN PARAPPE 3 

Polewali 
Mandar 

 

73 7604024304980004 
 ERRA CAMPALAGIAN PARAPPE 4 

Polewali 
Mandar 

 

 
 ERRA 

BANGGAE 
TIMUR LABUANG 1 Majene  

74 
7604027110790001 JANNA CAMPALAGIAN PARAPPE 4 

Polewali 
Mandar 

 

  
JANNA CAMPALAGIAN PARAPPE 4 

Polewali 
Mandar 

 

75 7604023112960080 
 BAHARUDDIN CAMPALAGIAN PARAPPE 6 

Polewali 
Mandar 

 

 
 MUNAWIR CAMPALAGIAN KENJE 5 

Polewali 
Mandar 

 

76 
7604023112790136 ISRAIL CAMPALAGIAN PARAPPE 6 

Polewali 
Mandar 

 

  
AGUS CAMPALAGIAN 

GATTUNG
AN 3 

Polewali 
Mandar 

 

77 7604026012970006 
 MASIDA CAMPALAGIAN PARAPPE 7 

Polewali 
Mandar 

 

  
MASIDA TIKKE RAYA PAJALELE 1 

Mamuju 
Utara 

 

78 
7604027112580216 HALIMAH CAMPALAGIAN 

SUMARRA
NG 1 

Polewali 
Mandar 

 

  
MASARIA CAMPALAGIAN BONDE 9 

Polewali 
Mandar 

 

79 604021501150007 
 JUMA CAMPALAGIAN 

SUMARRA
NG 3 

Polewali 
Mandar 

 

 
 TIKA CAMPALAGIAN PADANG 1 

Polewali 
Mandar 

 

80 
7604022804087226 MARAYANG CAMPALAGIAN 

SUMARRA
NG 3 

Polewali 
Mandar 

 

  
TAYA CAMPALAGIAN KENJE 4 

Polewali 
Mandar 

 

81 7604025008970001 
 IRMA CAMPALAGIAN 

SUMARRA
NG 4 

Polewali 
Mandar 

 

 
 SUPARNI CAMPALAGIAN BOTTO 1 

Polewali 
Mandar 

 

82 7604020207870002 
 SUKUR CAMPALAGIAN 

SUMARRA
NG 4 

Polewali 
Mandar 

 

 
 

ANSYAR 
IDRUS CAMPALAGIAN BONDE 1 

Polewali 
Mandar 

 

83 7604021709960001 
 MUKHLIS CAMPALAGIAN 

SUMARRA
NG 4 

Polewali 
Mandar 

 

 
 ANTO CAMPALAGIAN BOTTO 1 

Polewali 
Mandar 

 

84 
7604025207900003 DARMAWATI CAMPALAGIAN 

SUMARRA
NG 4 

Polewali 
Mandar 

 

  
JULIANA CAMPALAGIAN 

PANYAMP
A 5 

Polewali 
Mandar 

 

85 7604026103930002 
 JULIANA CAMPALAGIAN 

SUMARRA
NG 6 

Polewali 
Mandar 

 

  
suprianti CAMPALAGIAN 

PANYAMP
A 1 

Polewali 
Mandar 

 

86 7604023112690258 
 HAMALI CAMPALAGIAN 

SUMARRA
NG 7 

Polewali 
Mandar 
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 ENDANG CAMPALAGIAN 

KATUMBA
NGAN 6 

Polewali 
Mandar 

 

87 
7604024107870445 MUSDALIFAH CAMPALAGIAN 

SUMARRA
NG 7 

Polewali 
Mandar 

 

  
SITTI ASMA CAMPALAGIAN 

SUMARRA
NG 7 

Polewali 
Mandar 

 

88 7604023112700405 
 MUNTAR CAMPALAGIAN 

SUMARRA
NG 8 

Polewali 
Mandar 

 

  
KACO BIDOL CAMPALAGIAN 

SUMARRA
NG 5 

Polewali 
Mandar 

 

89 
7604020203630001 SUDIRMAN. M CAMPALAGIAN 

SUMARRA
NG 9 

Polewali 
Mandar 

 

  
SUDIRMAN M SARUDU 

BULU 
MARIO 5 

Mamuju 
Utara 

 

90 7604025208970001 
 SURIANTI CAMPALAGIAN 

SUMARRA
NG 10 

Polewali 
Mandar 

 

  
NURLAELAH CAMPALAGIAN LAMPOKO 5 

Polewali 
Mandar 

 

91 
7604023112710146 HUSAIN 

CAMPALAGIAN SURUANG 5 Polewali 
Mandar 

 

 
 Bachtiar CAMPALAGIAN KENJE 1 

Polewali 
Mandar 

 

 
7. KECAMATAN LIMBORO 

No NIK Nama Kecamata
n Kelurahan TPS Kabupaten Vide 

Bukti 
1 
 

7604154302960002 
 

ENI 
LIMBORO LEMBANG 

LEMBANG 
1 Polewali 

Mandar  

ENI ALLU 
PUPPU 
URING 4 

Polewali 
Mandar  

2 
 

7604113112800129 
 

NAHARUDDIN 
LIMBORO LEMBANG 

LEMBANG 
1 Polewali 

Mandar  

NAHARUDDIN BALANIPA BALANIPA 1 
Polewali 
Mandar  

3 
 

7604123112730047 
 

MUHAMMAD 
SABRI 

LIMBORO LEMBANG 
LEMBANG 

2 Polewali 
Mandar  

HAMMANUR BALANIPA 
GALUNG 
TULUK 3 

Polewali 
Mandar  

4 
 

7604065112890004 
 

IDA RAMADANI 
LIMBORO LEMBANG 

LEMBANG 
5 Polewali 

Mandar  

IDA RAMADANI BINUANG REA 5 
Polewali 
Mandar  

5 
 

7604063112850137 
 

RAMLI 
LIMBORO LEMBANG 

LEMBANG 
5 Polewali 

Mandar  

RAMLI BINUANG REA 5 
Polewali 
Mandar  

6 
 

7605020101840001 
 SYAMSUL 

LIMBORO LIMBORO 1 Polewali 
Mandar  

SAMSUL 
PAMBOAN

G PESULOANG 1 Majene  

7 
 

7604117112720155 
 

HAPSAH 
LIMBORO NAPO 1 Polewali 

Mandar  

HAPSA BINUANG PAKU 4 
Polewali 
Mandar  

8 
 

7604114712900001 
 

NIRMA 
LIMBORO NAPO 2 Polewali 

Mandar  

NIRMA BULO 
PATAMBANU

A 4 
Polewali 
Mandar  

9 7604117112420084 ST. AWAH LIMBORO PALECE 1 Polewali  
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  Mandar 

SITTI AWA LIMBORO PALECE 1 
Polewali 
Mandar  

10 
 

7604024512930003 
 

MEYRA 
LIMBORO PALECE 3 Polewali 

Mandar  

MEYRA 
CAMPALA

GIAN BONDE 9 
Polewali 
Mandar  

11 
 

7604114312950001 
 

DJIHAN 
ARMAN 

LIMBORO PALECE 3 Polewali 
Mandar  

JIHAN ARMAN 
BANGGAE 

TIMUR LEMBANG 5 Majene  

12 
 

7604111010640001 
 

ARMAN 
LIMBORO PALECE 3 Polewali 

Mandar  

DRS.ARMAN 
BANGGAE 

TIMUR LEMBANG 5 Majene  

13 
 

7601014606810001 
 

ANISA 
LIMBORO RENGGEANG 3 Polewali 

Mandar  

MARLINA BAMBAIRA 
KALUKU 
NANGKA 5 

Mamuju 
Utara  

14 
 7605014505940001 

 
NIRWANA 

LIMBORO RENGGEANG 3 Polewali 
Mandar  

FATMAWATI BANGGAE RANGAS 4 Majene  
15 

 
7604020607830001 

 

ASRIL 
LIMBORO SALARRI 2 Polewali 

Mandar  

ASRIL 
CAMPALA

GIAN PANYAMPA 3 
Polewali 
Mandar  

16 
 

7604120107850224 
 

SARIPUDDIN 
LIMBORO SALARRI 2 Polewali 

Mandar  

SARIPUDDIN BALANIPA MOSSO 3 
Polewali 
Mandar  

17 
 

7604110501860002 
 

MURSIDA 
LIMBORO SAMASUNDU 2 Polewali 

Mandar  

MURSIDA ALLU SARAGIAN 3 
Polewali 
Mandar  

18 
 

7604114101810004 
 

SUPIATI 
LIMBORO TANDASURA 3 Polewali 

Mandar 
 

SUPIATI 
BANGGAE 

TIMUR 
TANDE 
TIMUR 2 Majene  

19 
 

7604113112900074 
 

USMAN 
LIMBORO TANDASURA 3 Polewali 

Mandar 
 

USMAN BINUANG REA 4 
Polewali 
Mandar 

 

20 
 

7605087112870073 
 NASRAWATI 

LIMBORO TANGAN 
BARU 

1 Polewali 
Mandar 

 

HASNAH BANGGAE GALUNG 6 Majene  
21 

 
7605083112350018 

 MAAMUN 
LIMBORO TODANG 

TODANG 
1 Polewali 

Mandar 
 

MA'AMUN 
BANGGAE 

TIMUR 
LABUANG 

UTARA 3 
Majene  

22 
 

7604114701660095 
 

MASARIA 
LIMBORO TODANG 

TODANG 
3 Polewali 

Mandar 
 

MASARIA BAMBAIRA BAMBAIRA 4 
Mamuju 
Utara 

 

 
8. KECAMATAN LUYO 

No NIK Nama Kecamatan Kelurahan TPS Kabupaten Vide 
Bukti 

1 
 

7604100409930001 
 

MUHAMMAD 
NUR 

LUYO BARU 1 Polewali 
Mandar  
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RUSTAM LUYO BARU 1 
Polewali 
Mandar  

2 
 

7604103012650023 
 

H.SYAMSUDDI
N 

LUYO BARU 1 Polewali 
Mandar  

H.SAMSUDDIN LUYO BARU 1 
Polewali 
Mandar  

3 
 

7604026504930003 
 

MARDIAH 
LUYO BARU 4 Polewali 

Mandar  

MARDIAH 
CAMPALAGI

AN LAPEO 6 
Polewali 
Mandar  

4 
 

7604100405890003 
 SUDIRMAN 

LUYO 
BATUPANGA 

3 Polewali 
Mandar  

SUDIRMAN 
CAMPALAGI

AN LAPEO 5 
Polewali 
Mandar  

5 
 

604027112700171 
 

NURBIA 
LUYO 

BATUPANGA 
4 Polewali 

Mandar  

NURBIA 
CAMPALAGI

AN 
PADANG 
TIMUR 3 

Polewali 
Mandar  

6 
 

7604100205890003 
 

AMIRUDDIN 
LUYO 

BATUPANGA 
5 Polewali 

Mandar  

AMIRUDDIN LUYO BATUPANGA 5 
Polewali 
Mandar  

7 
 

7604104106730001 
 

HASMIA 
LUYO 

BATUPANGA 
5 Polewali 

Mandar  

HASMIA BALANIPA 
SABANG 

SUBIK 5 
Polewali 
Mandar  

8 
 

7604103112630065 
 

UDDIN 
LUYO 

BATUPANGA 
6 Polewali 

Mandar  

MUHAMMAD 
IDRIS LUYO BATUPANGA 6 

Polewali 
Mandar  

9 
 

7604101806930007 
 NURAMIN 

LUYO BATUPANGA 
DAALA 

2 Polewali 
Mandar  

Nur Amin 
BANGGAE 

TIMUR 
TANDE 
TIMUR 1 Majene  

10 
 

7604021002950006 
 

SAMA 
LUYO BATUPANGA 

DAALA 
3 Polewali 

Mandar  

SAMA 
CAMPALAGI

AN BOTTO 4 
Polewali 
Mandar  

11 
 

7604100311930001 
 TAMRIN 

LUYO LUYO 1 Polewali 
Mandar  

TAMRIN LUYO LUYO 1 
Polewali 
Mandar  

12 
 

7604101511850002 
 SULASMAN 

LUYO LUYO 3 Polewali 
Mandar  

SULASMAN BULO PULLIWA 6 
Polewali 
Mandar  

13 
 

7604040809770003 
 

RUSDI ARIF 
LUYO LUYO 4 Polewali 

Mandar  

Rusdi Arif BALANIPA 
SABANG 

SUBIK 5 
Polewali 
Mandar  

14 
 

7604107112770167 
 

HASNI 
LUYO LUYO 4 Polewali 

Mandar  

HASNI LUYO 
BATUPANGA 

DAALA 5 
Polewali 
Mandar  

15 
 

7604125008880001 
 LINA 

LUYO MAMBU 2 Polewali 
Mandar  

RUHANIAH BALANIPA 
SABANG 

SUBIK 1 
Polewali 
Mandar  

16 7604103112780110 ANCU LUYO MAMBU 3 Polewali  
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  Mandar 
TASWING 

LEWA BAMBAIRA 
KALUKU 
NANGKA 1 

Mamuju Utara  

17 
 

7604107112710102 
 

FARIDA 
LUYO MAMBU 3 Polewali 

Mandar  

FARIDA BINUANG PAKU 2 
Polewali 
Mandar  

18 
 

7604061204960003 
 

MUHAMMAD 
HUSAIN 

LUYO MAMBU 3 Polewali 
Mandar 

 

BAHRIL BINUANG REA 5 
Polewali 
Mandar 

 

19 
 

7604103112860145 
 

HASBI 
CAMING 

LUYO MAPILI 
BARAT 

1 Polewali 
Mandar 

 

Hasbi Caming MALUNDA MALIAYA 2 Majene  
20 
 

7604107112740055 
 MARYAM 

LUYO MAPILI 
BARAT 

1 Polewali 
Mandar 

 

MARYAM 
CAMPALAGI

AN PARAPPE 3 
Polewali 
Mandar 

 

21 
 

7604103112870084 
 NASRUL 

LUYO MAPILI 
BARAT 

2 Polewali 
Mandar 

 

NASRUL LIMBORO PALECE 2 

Polewali 
Mandar 

 
 
 

22 
 

7604100104850001 
 

Zainuddin 
LUYO MAPILI 

BARAT 
3 Polewali 

Mandar 
 

HAISA LUYO 
MAPILI 
BARAT 3 

Polewali 
Mandar 

 

23 
 

7604104212700004 
 

RAHMAWATI 
LUYO MAPILI 

BARAT 
4 Polewali 

Mandar 
 

RAHMAWATI, 
SE LUYO 

MAPILI 
BARAT 4 

Polewali 
Mandar 

 

24 
 

7604104204900003 
 

HASMIRA 
LUYO MAPILI 

BARAT 
4 Polewali 

Mandar 
 

SURYAH LUYO LUYO 4 
Polewali 
Mandar 

 

25 
 

7604117112680082 
 

BA'DARIA 
LUYO MAPILI 

BARAT 
4 Polewali 

Mandar 
 

BA'DARIA LIMBORO SALARRI 1 
Polewali 
Mandar 

 

26 
 

7604102103800002 
 

JUNAEDI LUYO 
PUCCADI 1 Polewali 

Mandar 
 

JUNAEDI LUYO PUCCADI 1 
Polewali 
Mandar 

 

27 
 

7604025308950004 
 

SURIANI LUYO 
PUCCADI 2 Polewali 

Mandar 
 

SURIANI 
CAMPALAGI

AN 
KATUMBANG

AN 6 
Polewali 
Mandar 

 

28 
 

7604023112900164 
 

SUAIB LUYO 
PUCCADI 2 Polewali 

Mandar 
 

SUAIB 
CAMPALAGI

AN LAMPOKO 4 
Polewali 
Mandar 

 

29 
 

7604107112920042 
 

RIA ASLAN LUYO 
PUCCADI 2 Polewali 

Mandar 
 

RIA ASLAN LUYO MAMBU 3 
Polewali 
Mandar 

 

30 
 

7604105007990002 
 

DEWI 
LUYO PUSSUI 1 Polewali 

Mandar 
 

SURIYANI ANREAPI ANREAPI 2 
Polewali 
Mandar 
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31 
 

7604107112590055 
 

BUNAS 
LUYO PUSSUI 4 Polewali 

Mandar 
 

JAMA LUYO BARU 2 
Polewali 
Mandar 

 

32 
 

7604104308920005 
 HADIA 

LUYO PUSSUI 
BARAT 

1 Polewali 
Mandar 

 

HADIA PAMBOANG SIMBANG 2 Majene  
33 
 

7605060905880002 
 

AKHSA BARAK LUYO 
SAMBALI 

WALI 
3 Polewali 

Mandar 
 

AKHSAN 
BARAK 

TAMMEROD
O SENDANA SEPPONG 4 

Majene  

34 
 7605011804830002 

 
BAHARUDDIN LUYO 

SAMBALI 
WALI 

3 Polewali 
Mandar 

 

BAHARUDDIN BANGGAE RANGAS 9 Majene  
35 
 

7604103112820120 
 

HASANUDDIN LUYO 
SAMBALI 

WALI 
3 Polewali 

Mandar 
 

HASANUDDIN 
CAMPALAGI

AN SUMARRANG 4 
Polewali 
Mandar 

 

36 
 

7604100304900002 
 

HABIB 
RAHMAN 

LUYO TENGGELAN
G 

1 Polewali 
Mandar 

 

HABIB 
RAHMAN 

CAMPALAGI
AN LAMPOKO 4 

Polewali 
Mandar 

 

37 
 

7604104208880001 
 

RAHABIAH 
LUYO TENGGELAN

G 
3 Polewali 

Mandar 
 

RAHABIAH 
CAMPALAGI

AN 
KATUMBANG

AN LEMO 3 
Polewali 
Mandar 

 

38 
 

7604103112740162 
 

NUSRI 
NURDIN 
WAHID 

LUYO TENGGELAN
G 

3 Polewali 
Mandar 

 

SAHARUDDIN LUYO 
MAPILI 
BARAT 4 

Polewali 
Mandar 

 

39 
 

7604104310950001 
 

LISMA 
LUYO TENGGELAN

G 
3 Polewali 

Mandar 
 

LISMA BINUANG TONYAMAN 1 
Polewali 
Mandar 

 

40 
 

7604103112700105 
 

DULLAH 
HAMMA 
TAGER 

LUYO TENGGELAN
G 

4 Polewali 
Mandar 

 

HAMMANUR LUYO BARU 4 
Polewali 
Mandar 

 

41 
 

7604106011930002 
 

ULZAM 
NURAFIFA 

LUYO TENGGELAN
G 

4 Polewali 
Mandar 

 

ULZUM 
NURAFIFA BANGGAE TOTOLI 3 

Majene  

42 
 

7604025110850006 
 

DAHLIA 
LUYO TENGGELAN

G 
4 Polewali 

Mandar 
 

DAHLIA 
CAMPALAGI

AN 
PADANG 
TIMUR 1 

Polewali 
Mandar 

 

43 
 

7604023112740238 
 

MUHAMMAD 
ARIF 

LUYO TENGGELAN
G 

4 Polewali 
Mandar 

 

MUHAMMAD 
ARIF 

CAMPALAGI
AN 

PADANG 
TIMUR 1 

Polewali 
Mandar 

 

44 
 

7604103112830146 
 

AHMAD 
LUYO TENGGELAN

G 
4 Polewali 

Mandar 
 

HUSAIN LUYO 
MAPILI 
BARAT 2 

Polewali 
Mandar 

 

45 
 7604105207820004 

 
SUHRA 

LUYO TENGGELAN
G 

5 Polewali 
Mandar 

 

Suhra LUYO MAMBU 1 Polewali  
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Mandar 
46 
 

7604105010880006 
 

PATMAWATI 
LUYO TENGGELAN

G 
5 Polewali 

Mandar 
 

FATMAWATI DAPURANG 
BULU 

BONGGU 4 
Mamuju Utara  

47 
 

7604104210860001 
 

HASMIAWATI 
LUYO TENGGELAN

G 
5 Polewali 

Mandar 
 

HASMIAWATI DAPURANG 
BULU 

BONGGU 4 
Mamuju Utara  

48 
 

7604105808940001 
 

RIJANIZAH 
LUYO TENGGELAN

G 
5 Polewali 

Mandar 
 

RIJANIZAH LIMBORO NAPO 2 
Polewali 
Mandar 

 

49 
 

7604101304950001 
 

IRFAN 
LUYO TENGGELAN

G 
5 Polewali 

Mandar 
 

IRFAN BALANIPA 
GALUNG 
TULUK 5 

Polewali 
Mandar 

 

 
9. KECAMATAN MAPILI 

No NIK Nama Kecamatan Kelurahan TPS Kabupaten Vide 
Bukti 

1 
 

7604085212450001 
 

GARATIA 
MAPILI BEROANGIN 1 Polewali 

Mandar  

GARATIA PAMBOANG 
BANUA 

ADOLANG 1 
Majene  

2 
 

7604104101970002 
 

INTAN 
MAPILI BEROANGIN 1 Polewali 

Mandar  

INTAN LUYO 
MAPILI 
BARAT 1 

Polewali 
Mandar  

3 
 

7604100708870003 
 

HABIBI 
MAPILI BEROANGIN 1 Polewali 

Mandar  

HABIBI LUYO BATUPANGA 5 
Polewali 
Mandar  

4 
 

7604162006860001 
 

RITTO 
MAPILI BEROANGIN 1 Polewali 

Mandar  

RITTO BULO PULLIWA 1 
Polewali 
Mandar  

5 
 

7604086505960003 
 

IRMA 
MAPILI BEROANGIN 1 Polewali 

Mandar  

IRMA LUYO 
BATUPANGA 

DAALA 3 
Polewali 
Mandar  

6 
 

7604120107850285 
 

KAMARUDDIN 
MAPILI BEROANGIN 2 Polewali 

Mandar  

KAMARUDDIN BALANIPA BALA 3 
Polewali 
Mandar  

7 
 

7604127112850060 
 

JUMIATI.K 
MAPILI BEROANGIN 2 Polewali 

Mandar  

JUMIATI. K BALANIPA BALA 3 
Polewali 
Mandar  

8 
 

7604083012820006 
 

MUH. TASLIM 
MAPILI BEROANGIN 3 Polewali 

Mandar  

MUH. TASLIM 
CAMPALAGI

AN 
KATUMBANG

AN 6 
Polewali 
Mandar  

9 
 

7604082008800001 
 

USMAN 
MAPILI BEROANGIN 3 Polewali 

Mandar  

USMAN 
CAMPALAGI

AN BOTTO 1 
Polewali 
Mandar  

10 
 

7604085107850001 
 ERNA 

MAPILI BEROANGIN 3 Polewali 
Mandar  
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ERNA 
CAMPALAGI

AN BOTTO 1 
Polewali 
Mandar  

11 
 

7604104609960006 
 

SALMIANA 
MAPILI BEROANGIN 4 Polewali 

Mandar  

SALMIANA LUYO 
BATUPANGA 

DAALA 6 
Polewali 
Mandar  

12 
 

7604080812920002 
 

IRFAN. S 
MAPILI BEROANGIN 4 Polewali 

Mandar  

IRFAN.S LUYO 
BATUPANGA 

DAALA 6 
Polewali 
Mandar  

13 
 

7604083112610035 
 LAMPA 

MAPILI BONNE 
BONNE 

1 Polewali 
Mandar  

LAMPA MAPILLI 
BONNE 
BONNE 1 

Polewali 
Mandar  

14 
 

7604025102850002 
 

WAHIDA 
MAPILI BONNE 

BONNE 
3 Polewali 

Mandar  

WAHIDA 
CAMPALAGI

AN 
KATUMBANG

AN 2 
Polewali 
Mandar  

15 
 

7604084212930002 
 

ARDILLA 
MAPILI BONNE 

BONNE 
3 Polewali 

Mandar  

ARDILLA BALANIPA 
GALUNG 
TULUK 3 

Polewali 
Mandar  

16 
 

7604081209870001 
 

ABD. 
RAHMAN 

MAPILI BONRA 1 Polewali 
Mandar  

ABD RAHMAN LUYO 
MAPILI 
BARAT 4 

Polewali 
Mandar  

17 
 

7604107112880074 
 

HASNA 
MAPILI BONRA 1 Polewali 

Mandar  

HASNA LUYO 
MAPILI 
BARAT 2 

Polewali 
Mandar  

18 
 

7604085012910003 
 

NURLELA 
MAPILI BONRA  Polewali 

Mandar 
 

NURLELA 
CAMPALAGI

AN BOTTO 2 
Polewali 
Mandar 

 

19 
 

7604023012830008 
 

RUSDI 
MAPILI BONRA  Polewali 

Mandar 
 

RUSDI 
CAMPALAGI

AN PAPPANG 3 
Polewali 
Mandar 

 

20 
 

7604124802980001 
 

ROSI 
MAPILI BONRA 3 Polewali 

Mandar 
 

ROSSI BALANIPA BALA 3 
Polewali 
Mandar 

 

21 
 

7604106703880001 
 

HALIMA 
MAPILI BONRA 4 Polewali 

Mandar 
 

HALIMA LUYO PUCCADI 1 
Polewali 
Mandar 

 

22 
 

7604025703870001 
 

ERNI SAFITRI 
MAPILI BONRA 5 Polewali 

Mandar 
 

ERNISAFITRI 
CAMPALAGI

AN BOTTO 3 
Polewali 
Mandar 

 

23 
 

7604086512980001 
 

SUKMAWATI 
MAPILI BONRA 5 Polewali 

Mandar 
 

SUKMAWATI BALANIPA 
PAMBUSUAN

G 10 
Polewali 
Mandar 

 

24 
 

7604025703840002 
 

SARIFAH 
FAHRIA 

MAPILI BUKU 1 Polewali 
Mandar 

 

SARIFAH 
FAHRIAH 

CAMPALAGI
AN BONDE 4 

Polewali 
Mandar 

 

25 7604083112790028 RIDWAN MAPILI BUKU 1 Polewali  
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  Mandar 

RIDWAN MAPILLI BUKU 1 
Polewali 
Mandar 

 

26 
 

7604082605810003 
 

ALIANDY 
MAPILI BUKU 1 Polewali 

Mandar 
 

ALIANDY 
CAMPALAGI

AN BONDE 6 
Polewali 
Mandar 

 

27 
 

7604084805910001 
 

HARMA 
MAPILI BUKU 3 Polewali 

Mandar 
 

HARMA 
CAMPALAGI

AN LALIKO 1 
Polewali 
Mandar 

 

28 
 

7604080107670122 
 

ARIFIN 
MAPILI BUKU 3 Polewali 

Mandar 
 

ARIFIN 
BANGGAE 

TIMUR LEMBANG 7 
Majene  

29 
 

7604022807840001 
 

RAMADHAN 
MAPILI BUKU 4 Polewali 

Mandar 
 

RAMADHAN 
CAMPALAGI

AN 
KATUMBANG

AN LEMO 5 
Polewali 
Mandar 

 

30 
 

7604087112840065 
 

KENI 
MAPILI BUKU 4 Polewali 

Mandar 
 

KENI LUYO LUYO 2 
Polewali 
Mandar 

 

31 
 

7604083112780061 
 

YADI 
MAPILI BUKU 4 Polewali 

Mandar 
 

YADI LUYO LUYO 2 
Polewali 
Mandar 

 

32 
 

7604023008910002 
 

AGUSALIM 
MAPILI BUKU 4 Polewali 

Mandar 
 

AGUSSALIM 
CAMPALAGI

AN LALIKO 5 
Polewali 
Mandar 

 

33 
 

7604110106990001 
 

ADE IRMAN. S 
MAPILI BUKU 4 Polewali 

Mandar 
 

ADE IRMAN S LIMBORO SALARRI 1 
Polewali 
Mandar 

 

34 
 

7604020104880001 
 

RUSLAN 
MAPILI BUKU 5 Polewali 

Mandar 
 

RUSLAN 
CAMPALAGI

AN 
KATUMBANG

AN 4 
Polewali 
Mandar 

 

35 
 

7604021408930002 
 

HERMAN 
MAPILI KURMA 1 Polewali 

Mandar 
 

HERMAN 
CAMPALAGI

AN LAMPOKO 2 
Polewali 
Mandar 

 

36 
 7604084509850009 

 
NUR DAHLIA 

MAPILI KURMA 1 Polewali 
Mandar 

 

NURDAHLIA SENDANA LIMBUA 4 Majene  
37 

 7604082203820001 
 

HARUNA 
MAPILI KURMA 1 Polewali 

Mandar 
 

HARUNA SENDANA LIMBUA 4 Majene  
38 

 
7604081112750003 

 

HARIS 
MAPILI KURMA 1 Polewali 

Mandar 
 

HARIS BULO PULLIWA 6 
Polewali 
Mandar 

 

39 
 

7604020107900358 
 

YUSUF 
MAPILI KURMA 1 Polewali 

Mandar 
 

YUSUF 
CAMPALAGI

AN KENJE 4 
Polewali 
Mandar 

 

40 
 

7604021812840002 
 MUSTAPA 

MAPILI KURMA 2 Polewali 
Mandar 
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MUSTAPA 
CAMPALAGI

AN PAPPANG 6 
Polewali 
Mandar 

 

41 
 

7604086709850001 
 

ROSITA 
NURHASANA

H 

MAPILI KURMA 3 Polewali 
Mandar 

 

ROSITA 
NURHASANA

H PEDONGGA MARTASARI 4 

Mamuju Utara  

42 
 

7604103112910091 
 

BOHARI 
MAPILI KURMA 3 Polewali 

Mandar 
 

BOHARI LUYO 
SAMBALI 

WALI 3 
Polewali 
Mandar 

 

43 
 

7604106806900001 
 

MUNA 
MAPILI KURMA 3 Polewali 

Mandar 
 

MUNA LUYO 
TENGGELAN

G 5 
Polewali 
Mandar 

 

44 
 

7604100510850002 
 

ANGGA.R 
MAPILI KURMA 4 Polewali 

Mandar 
 

ANGGA. R LUYO BARU 1 
Polewali 
Mandar 

 

45 
 

7604086805840001 
 

PATMAWATI 
MAPILI KURMA 4 Polewali 

Mandar 
 

FATMA ALLU SARAGIAN 1 
Polewali 
Mandar 

 

46 
 

7604084506710001 
 

YASNI 
MAPILI KURMA 4 Polewali 

Mandar 
 

NURLINA MAPILLI KURMA 4 
Polewali 
Mandar 

 

47 
 

7604107112820170 
 

MASDALIYAH,
S.Pd 

MAPILI KURMA 4 Polewali 
Mandar 

 

MASDALIYAH LUYO 
BATUPANGA 

DAALA 2 
Polewali 
Mandar 

 

48 
 7604080506900001 

 
IKRAR 

MAPILI KURMA 5 Polewali 
Mandar 

 

IKRAR BANGGAE BARU 9 Majene  
49 

 
7604104903930001 

 

RAHMATIA 
MAPILI KURMA 5 Polewali 

Mandar 
 

DARMAWATI LUYO PUSSUI 2 
Polewali 
Mandar 

 

50 
 

7604082006950001 
 

ANSAR 
MAPILI KURMA 5 Polewali 

Mandar 
 

ANSAR LUYO BARU 4 
Polewali 
Mandar 

 

51 
 

7604081208960008 
 

ZAKARIA 
MAPILI KURMA 5 Polewali 

Mandar 
 

ZAKARIA LUYO 
BATUPANGA 

DAALA 2 
Polewali 
Mandar 

 

52 
 

7604080103450001 
 

LELE 
RANDANG 

MAPILI LANDI 
KANUSUANG 

1 Polewali 
Mandar 

 

YAGE 
CAMPALAGI

AN BOTTO 5 
Polewali 
Mandar 

 

53 
 

7604083112980042 
 

PATRI 
MAPILI LANDI 

KANUSUANG 
2 Polewali 

Mandar 
 

ADIPUPA MAPILLI KURMA 3 
Polewali 
Mandar 

 

54 
 

7604084107980094 
 

SA'DIAN 
MAPILI LANDI 

KANUSUANG 
3 Polewali 

Mandar 
 

SADIANG MAPILLI 
LANDI 

KANUSUANG 3 
Polewali 
Mandar 
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55 
 

7604084603910001 
 

MAR 
MAPILI LANDI 

KANUSUANG 
3 Polewali 

Mandar 
 

MARWAH BULO PULLIWA 6 
Polewali 
Mandar 

 

56 
 

7604082111850001 
 

USMAN 
MAPILI LANDI 

KANUSUANG 
 Polewali 

Mandar 
 

USMAN LUYO 
BATUPANGA 

DAALA 4 
Polewali 
Mandar 

 

57 
 

7604165503940001 
 Indar Dewi 

Mapilli Mapili 1 Polewali 
Mandar 

 

Indar Dewi Bulo Sabura 2 
Polewali 
Mandar 

 

58 
 

7604060107670141 
 Mahmur 

Mapilli Mapili 1 Polewali 
Mandar 

 

Drs. Muh. Rijal Binuang Kuajang 2 
Polewali 
Mandar 

 

59 
 

7604087112870042 
 Hj. Nurhayati 

Mapilli Mapili 2 Polewali 
Mandar 

 

Jumriani Mapilli Bonne Bonne 1 
Polewali 
Mandar 

 

60 
 

7604081304650001 
 Haeruddin 

Mapilli Mapili 2 Polewali 
Mandar 

 

Haeruddin Bulo Sabura 1 
Polewali 
Mandar 

 

61 
 

7604081708900003 
 Agusman 

Mapilli Mapili 2 Polewali 
Mandar 

 

Agusman Mapilli Bonne Bonne 2 
Polewali 
Mandar 

 

62 
 

7604083112600109 
 Nurliah 

Mapilli Mapili 2 Polewali 
Mandar 

 

Iswan Mapilli Mapili 2 
Polewali 
Mandar 

 

63 
 

7604160909870001 
 Hasril 

Mapilli Mapili 2 Polewali 
Mandar 

 

Hasril Bulo Sabura 1 
Polewali 
Mandar 

 

64 
 

7604165507900001 
 

Suburiah, S. 
Pd 

Mapilli Mapili 2 Polewali 
Mandar 

 

Suburia Bulo Daala Timur 2 
Polewali 
Mandar 

 

65 
 

7604081710900001 
 Irpan Fadli 

Mapilli Mapili 3 Polewali 
Mandar 

 

Irpan Fadli, S. 
Pd.I Campalagian Kenje 1 

Polewali 
Mandar 

 

66 
 

7604165808770001 
 Murni 

Mapilli Mapili 3 Polewali 
Mandar 

 

Murni Bulo Sabura 1 
Polewali 
Mandar 

 

67 
 

7604160107780027 
 Nurdin 

Mapilli Mapili 3 Polewali 
Mandar 

 

Nurdin Bulo Sabura 1 
Polewali 
Mandar 

 

68 
 

7604087112820051 
 Hajjirah 

Mapilli Mapili 4 Polewali 
Mandar 

 

Rosmini Mapilli Kurma 3 
Polewali 
Mandar 

 

69 
 

7605017012820008 
 Suhura 

Mapilli Mapili 5 Polewali 
Mandar 

 

Haisa Banggae Rangas 3 Majene  
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70 
 

7604085103930001 
 Febi Padila 

Mapilli Rappang 
Barat 

1 Polewali 
Mandar 

 

Hasri Mapilli 
Rappang 

Barat 1 
Polewali 
Mandar 

 

71 
 

7604081507910001 
 Asdar 

Mapilli Rappang 
Barat 

1 Polewali 
Mandar 

 

Asdar Bulo Pulliwa 3 
Polewali 
Mandar 

 

72 
 

7604080907840001 
 Kannu 

Mapilli Rappang 
Barat 

1 Polewali 
Mandar 

 

Kannu Mapilli 
Landi 

Kanusuang 3 
Polewali 
Mandar 

 

73 
 

7604084107790131 
 Masaria 

Mapilli Rappang 
Barat 

1 Polewali 
Mandar 

 

Masaria Mapilli 
Landi 

Kanusuang 2 
Polewali 
Mandar 

 

74 
 

7604080107760095 
 Kasim 

Mapilli Rappang 
Barat 

1 Polewali 
Mandar 

 

Dinayanti Mapilli 
Landi 

Kanusuang 2 
Polewali 
Mandar 

 

75 
 

7604100406910001 
 Marsuki 

Mapilli Rappang 
Barat 

2 Polewali 
Mandar 

 

Marsuki Luyo Batupanga 2 
Polewali 
Mandar 

 

76 
 

7604100107810167 
 Halia 

Mapilli Rappang 
Barat 

2 Polewali 
Mandar 

 

Masdar Luyo Tenggelang 5 
Polewali 
Mandar 

 

77 
 

7604080512860002 
 Darwis 

Mapilli Rappang 
Barat 

3 Polewali 
Mandar 

 

Basri Mapilli Bonne Bonne 1 
Polewali 
Mandar 

 

78 
 

7604085205920002 
 Salmiati 

Mapilli Rappang 
Barat 

4 Polewali 
Mandar 

 

Irmawati Luyo Baru 6 
Polewali 
Mandar 

 

79 
 

7604156509950003 
 ARIATI 

Mapilli Rappang 
Barat 

5 Polewali 
Mandar 

 

ARIATI Allu Alu 2 
Polewali 
Mandar 

 

80 
 

7604111012830002 
 Mardiana 

Mapilli Rumpa 1 Polewali 
Mandar 

 

Mardiana Bulo Sabura 1 
Polewali 
Mandar 

 

81 
 

7604111012830002 
 Rudi 

Mapilli Rumpa 1 Polewali 
Mandar 

 

Rudi Limboro 
Lembang 
Lembang 3 

Polewali 
Mandar 

 

82 
 

7604087112650144 
 Ahmad 

Mapilli Rumpa 1 Polewali 
Mandar 

 

Lia Mapilli Rumpa 1 
Polewali 
Mandar 

 

83 
 

7604084107890117 
 Musdalipa 

Mapilli Rumpa 2 Polewali 
Mandar 

 

Musdalipa Campalagian Katumbangan 4 
Polewali 
Mandar 

 

84 
 

7604112909950001 
 Rudi 

Mapilli Rumpa 2 Polewali 
Mandar 

 

Rudi Limboro Napo 2 Polewali  
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Mandar 
85 

 
7604083112860063 

 Derhana 
Mapilli Rumpa 2 Polewali 

Mandar 
 

Rusman Mapilli Buku 4 
Polewali 
Mandar 

 

86 
 

7604087112860051 
 Murniati 

Mapilli Rumpa 2 Polewali 
Mandar 

 

Sappeami Mapilli Mapili 4 
Polewali 
Mandar 

 

87 
 

7604027112720283 
 Nurhayati 

Mapilli Rumpa 2 Polewali 
Mandar 

 

Nurhayati. T Campalagian Lagi-Agi 1 
Polewali 
Mandar 

 

88 
 

7604023112830159 
 Basri 

Mapilli Rumpa 3 Polewali 
Mandar 

 

Basri Campalagian Botto 2 
Polewali 
Mandar 

 

89 
 

7604025206990002 
 Yulang 

Mapilli Rumpa 3 Polewali 
Mandar 

 

Yulang Campalagian Katumbangan 5 
Polewali 
Mandar 

 

90 
 

7604085210850002 
 Sannang 

Mapilli Rumpa 3 Polewali 
Mandar 

 

Sannang Campalagian 
Katumbangan. 

L 3 
Polewali 
Mandar 

 

91 
 

7604084208930004 
 Dia 

Mapilli Rumpa 3 Polewali 
Mandar 

 

Dia Campalagian Katumbangan 1 
Polewali 
Mandar 

 

92 
 

7604023112620270 
 Ricu 

Mapilli Rumpa 3 Polewali 
Mandar 

 

Ricu Campalagian Botto 4 
Polewali 
Mandar 

 

93 
 

7604083112700140 
 Sardin 

Mapilli Rumpa 3 Polewali 
Mandar 

 

H. Sardin Mapilli Rumpa 1 
Polewali 
Mandar 

 

94 
 

7604080101900006 
 Ali 

Mapilli Rumpa 3 Polewali 
Mandar 

 

Ali Mapilli Buku 5 
Polewali 
Mandar 

 

95 
 

7604084701700149 
 Saratia 

Mapilli Rumpa 4 Polewali 
Mandar 

 

Saratia Luyo Puccadi 1 
Polewali 
Mandar 

 

96 
 

7604087112880045 
 

Maryam 
Rahman 

Mapilli Rumpa 4 Polewali 
Mandar 

 

Ansar Mapilli Beroangin 3 
Polewali 
Mandar 

 

97 
 

7604024504850006 
 Isa 

Mapilli Rumpa 5 Polewali 
Mandar 

 

Isa Campalagian Botto 3 
Polewali 
Mandar 

 

98 
 

7604086408870002 
 Rahmi 

Mapilli Rumpa 5 Polewali 
Mandar 

 

Rahmi Luyo Mapili Barat 3 
Polewali 
Mandar 

 

99 
 

7604083112690083 
 Amiruddin 

Mapilli Rumpa 5 Polewali 
Mandar 
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Amiruddin Mapilli Rumpa 2 
Polewali 
Mandar 

 

100 
 

7604104311880002 
 Rosita 

Mapilli Sattoko 1 Polewali 
Mandar 

 

Rosita Luyo Tenggelang 2 
Polewali 
Mandar 

 

101 
 

7604105904900001 
 Nurhidayah 

Mapilli Sattoko 1 Polewali 
Mandar 

 

Nurhidayah Luyo Pussui 1 
Polewali 
Mandar 

 

102 
 

7604027112860070 
 Nuraeni, S.Pd 

Mapilli Segerang 1 Polewali 
Mandar 

 

Nuraeni Campalagian Bonde 4 
Polewali 
Mandar 

 

103 
 

7604081508810001 
 Pattola 

Mapilli Segerang 1 Polewali 
Mandar 

 

Murdianti.A, 
S.Pd. I Mapilli Mapili 3 

Polewali 
Mandar 

 

104 
 

7604080107800173 
 Arman 

Mapilli Segerang 1 Polewali 
Mandar 

 

Arman Mapilli Beroangin 1 
Polewali 
Mandar 

 

105 
 

7604087112630064 
 Saku 

Mapilli Segerang 1 Polewali 
Mandar 

 

Rabaia Mapilli 
Rappang 

Barat 1 
Polewali 
Mandar 

 

106 
 

7604084107780122 
 Naharia 

Mapilli Segerang 1 Polewali 
Mandar 

 

Kamil Mapilli Segerang 1 
Polewali 
Mandar 

 

107 
 

7604087112440033 
 Hania 

Mapilli Segerang 2 Polewali 
Mandar 

 

Hania Mapilli Segerang 1 
Polewali 
Mandar 

 

108 
 

7604085212950001 
 Nirwana 

Mapilli Segerang 2 Polewali 
Mandar 

 

Nirwana Mapilli Segerang 2 
Polewali 
Mandar 

 

109 
 

7604020107840269 
 Maslia 

Mapilli Segerang 2 Polewali 
Mandar 

 

Hakim Campalagian Laliko 2 
Polewali 
Mandar 

 

110 
 

7604084412880001 
 Maslia 

Mapilli Segerang 2 Polewali 
Mandar 

 

Hakim Mapilli Segerang 2 
Polewali 
Mandar 

 

111 
 

7604085611960002 
 

Inggi Angraeni. 
R 

Mapilli Ugibaru 1 Polewali 
Mandar 

 

Inggi Angraeni. 
R Mapilli Ugibaru 1 

Polewali 
Mandar 

 

112 
 

7604082502920005 
 Rudi 

Mapilli Ugibaru 2 Polewali 
Mandar 

 

Rudi Campalagian Botto 5 
Polewali 
Mandar 

 

113 
 

7604086704940005 
 Sri Wahyuni 

Mapilli Ugibaru 2 Polewali 
Mandar 

 

Sri Wahyuni Pasangkayu Pasangkayu 1 Mamuju Utara  
114 

 
7604087112520058 

 Hj. Maryam 
Mapilli Ugibaru 2 Polewali 

Mandar 
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Hj. Maryam Mapilli Ugibaru 1 
Polewali 
Mandar 

 

115 
 

7604083112500075 
 Syamsi 

Mapilli Ugibaru 2 Polewali 
Mandar 

 

Samsi Mapilli Ugibaru 1 
Polewali 
Mandar 

 

116 
 

7604080308920002 
 

M. Syarif 
Guntur 

Mapilli Ugibaru 2 Polewali 
Mandar 

 

M.Syarif 
Guntur Luyo Batupanga 6 

Polewali 
Mandar 

 

117 
 

7604087112800113 
 Nursahida 

Mapilli Ugibaru 2 Polewali 
Mandar 

 

Sahida Mapilli Ugibaru 2 
Polewali 
Mandar 

 

118 
 

7604081304860002 
 Hermia S. 

Mapilli Ugibaru 3 Polewali 
Mandar 

 

Rahmat MAPILLI KURMA 3 
Polewali 
Mandar 

 

119 
 

7604081807890002 
 Alfiansyar 

Mapilli Ugibaru 3 Polewali 
Mandar 

 

Alpian Ansar Banggae Baru 5 Majene  
120 

 
7604083112600060 

 M.Saad 
Mapilli Ugibaru 5 Polewali 

Mandar 
 

Lannu Mapilli Bonne Bonne 1 
Polewali 
Mandar 

 

121 
 

7604084709680005 
 Ma,Imuna 

Mapilli Ugibaru 5 Polewali 
Mandar 

 

Ma,Imuna Limboro Palece 3 
Polewali 
Mandar 

 

122 
 

7604080512590001 
 Muh. Onang 

Mapilli Ugibaru 5 Polewali 
Mandar 

 

Muh.Onang Limboro Palece 3 
Polewali 
Mandar 

 

 
10. KECAMATAN MATAKALI 

No NIK Nama Kecamatan Kelurahan TPS Kabupaten Vide 
Bukti 

1 
 

7604141206850003 
 SULAIMAN 

MATAKALI BARUMBUNG 1 Polewali 
Mandar  

SULAIMAN LIMBORO LIMBORO 3 
Polewali 
Mandar  

2 
 

7604085610670001 
 

PURNAMAWA
TI .R 

MATAKALI BARUMBUNG 4 Polewali 
Mandar  

PURNAMAWA
TI RAHMAN MAPILLI UGIBARU 3 

Polewali 
Mandar  

3 
 

7604083112910056 
 

ILHAM 
RESKY ABADI MATAKALI 

BUNGA-
BUNGA 1 

Polewali 
Mandar  

ILHAM 
RESKY ABADI MAPILLI 

RAPPANG 
BARAT 4 

Polewali 
Mandar  

4 
 

7604137112740053 
 

JUMAISA MATAKALI 
INDOMAKKO

MBONG 2 
Polewali 
Mandar  

JUMAISA ANREAPI 
PAPANDANG

AN 4 
Polewali 
Mandar  

5 
 

7604130107970008 
 

SATTU MATAKALI 
INDOMAKKO

MBONG 2 
Polewali 
Mandar  

SATTU ANREAPI 
PAPANDANG

AN 4 
Polewali 
Mandar  

6 
 

7604147112740052 
 SUHURIAH 

MATAKALI MATAKALI 1 Polewali 
Mandar  
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MULYA MATAKALI 
INDOMAKKO

MBONG 4 
Polewali 
Mandar  

7 
 

7604064608750005 
 

RAHMAWATI.
M.S.Pd 

MATAKALI MATAKALI 5 Polewali 
Mandar  

RAHMAWATI. 
M BINUANG TONYAMAN 3 

Polewali 
Mandar  

8 
 7604142712930001 

 
YUSDAR 

MATAKALI MATAKALI 7 Polewali 
Mandar  

YUSDAR DAPURANG TIRTABUANA 1 Mamuju Utara  
9 
 

7604080108930002 
 

MAHMUD 
MATAKALI 

PASIANG 
2 Polewali 

Mandar  

MAHMUD MAPILLI KURMA 1 
Polewali 
Mandar  

10 
 

7604144107720144 
 

MEGAWATI 
MATAKALI 

PASIANG 
2 Polewali 

Mandar  

MEGAWATI MATAKALI MATAKALI 7 
Polewali 
Mandar  

11 
 

7604143012850009 
 

INDRAWATI 
MATAKALI 

PASIANG 
2 Polewali 

Mandar  

SAMSUL MATAKALI PASIANG 2 
Polewali 
Mandar  

12 
 

7604143112500061 
 

MALLU 
MATAKALI 

PASIANG 
2 Polewali 

Mandar  

NURBAETI MATAKALI MATAKALI 2 
Polewali 
Mandar  

13 
 

7604065509960001 
 

NURAENI 
MATAKALI 

PASIANG 
4 Polewali 

Mandar  

NURENI BINUANG 
BATETANGN

GA 9 
Polewali 
Mandar  

14 
 

7604027112880103 
 

HASRIANI 
MATAKALI 

PASIANG 
4 Polewali 

Mandar  

HASRIANI 
CAMPALAGI

AN GATTUNGAN 2 
Polewali 
Mandar  

15 
 

7604144606970001 
 

SUBRIA 
MATAKALI 

PASIANG 
6 Polewali 

Mandar  

NURUL 
FAISAH MATAKALI BARUMBUNG 4 

Polewali 
Mandar  

16 
 

7604140107750106 
 

RAMLI 
MATAKALI 

PASIANG 
6 Polewali 

Mandar  

RAMLI MATAKALI PASIANG 3 
Polewali 
Mandar  

17 
 

7604140112910002 
 

NASRA ULAN 
MATAKALI 

PASIANG 
6 Polewali 

Mandar  

M. FADLY MATAKALI PASIANG 6 
Polewali 
Mandar  

18 
 

7604143112350009 
 

SALI 
MATAKALI 

PASIANG 
6 Polewali 

Mandar 
 

JUMAILA MATAKALI PASIANG 6 
Polewali 
Mandar 

 

19 
 

7604067112580074 
 

SINA 
MATAKALI 

PASIANG 
7 Polewali 

Mandar 
 

SINA BINUANG TONYAMAN 1 
Polewali 
Mandar 

 

20 
 

7604127112690076 
 

RUHANI 
MATAKALI 

PASIANG 
7 Polewali 

Mandar 
 

Ruhani BALANIPA PALLIS 1 
Polewali 
Mandar 

 

21 
 

7604145107930001 
 SUKRIANI 

MATAKALI 
PASIANG 

7 Polewali 
Mandar 
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Sukriani ANREAPI DUAMPANUA 3 
Polewali 
Mandar 

 

22 
 

7604026208920004 
 

SAPRIANI 
MATAKALI 

PASIANG 
7 Polewali 

Mandar 
 

IFA 
CHAERUNNIS

YAH 
CAMPALAGI

AN LAPEO 1 

Polewali 
Mandar 

 

23 
 

7604140607900001 
 

SUKRI 
MATAKALI 

PASIANG 
7 Polewali 

Mandar 
 

SUKRI MATAKALI 
BUNGA-
BUNGA 1 

Polewali 
Mandar 

 

24 
 

7604083012870010 
 

BAHTIAR 
MATAKALI 

PASIANG 
7 Polewali 

Mandar 
 

IMAING MAPILLI UGIBARU 5 
Polewali 
Mandar 

 

25 
 

7604026604840001 
 

IRMAWATI 
MATAKALI PETAMPANU

A 
2 Polewali 

Mandar 
 

DAHLIA 
CAMPALAGI

AN 
KATUMBANG

AN LEMO 5 
Polewali 
Mandar 

 

26 
 

7604140107910068 
 

MUHLIS 
MATAKALI PETAMPANU

A 
2 Polewali 

Mandar 
 

ANDI 
JUFRIADI MATAKALI PASIANG 2 

Polewali 
Mandar 

 

27 
 

7604147112370015 
 

SI'A 
MATAKALI PETAMPANU

A 
4 Polewali 

Mandar 
 

SIA ANREAPI DUAMPANUA 5 
Polewali 
Mandar 

 

28 
 

7604144510750006 
 

RASDIANA 
MATAKALI PETAMPANU

A 
4 Polewali 

Mandar 
 

ST. 
WAHIDAH. A MATAKALI MATAKALI 3 

Polewali 
Mandar 

 

29 
 

7604145210940009 
 

RUSMIWATI 
MATAKALI PETAMPANU

A 
6 Polewali 

Mandar 
 

RUSMIWATI MATAKALI MATAKALI 5 
Polewali 
Mandar 

 

30 
 

7604147112740026 
 

SUHAEBA 
MATAKALI PETAMPANU

A 
6 Polewali 

Mandar 
 

DARMAWATI MATAKALI PASIANG 2 
Polewali 
Mandar 

 

31 
 

7604105006860005 
 

RASNAWATI 
MATAKALI PETAMPANU

A 
6 Polewali 

Mandar 
 

RASNAWATI LUYO 
MAPILI 
BARAT 4 

Polewali 
Mandar 

 

32 
 

7604140608740001 
 

ARIFIN 
MATAKALI PETAMPANU

A 
7 Polewali 

Mandar 
 

LIAS MATAKALI PASIANG 4 
Polewali 
Mandar 

 

33 
 

7604140210660001 
 

LATANG 
MATAKALI PETAMPANU

A 
8 Polewali 

Mandar 
 

Syafiuddin BALANIPA 
SABANG 

SUBIK 6 
Polewali 
Mandar 

 

34 
 

7604144304010001 
 NURAINUN 

MATAKALI TONROLIMA 1 Polewali 
Mandar 

 

MARSUKI MATAKALI TONROLIMA 1 
Polewali 
Mandar 

 

35 
 

7604125109840001 
 

NADIRA 
MATAKALI TONROLIMA 2 Polewali 

Mandar 
 

NADIRA BALANIPA 
TAMANGGAL

LE 3 
Polewali 
Mandar 
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36 
 

7604061302980001 
 

AHMAD 
JUMADIL 

MATAKALI TONROLIMA 2 Polewali 
Mandar 

 

AHMAD 
JUMADIL BINUANG TONYAMAN 3 

Polewali 
Mandar 

 

37 
 

7604145606930001 
 

SUBURIA 
MATAKALI TONROLIMA 2 Polewali 

Mandar 
 

FATMAWATI MATAKALI PASIANG 3 
Polewali 
Mandar 

 

38 
 

7604150709830003 
 

SUPRIADI 
MATAKALI TONROLIMA 3 Polewali 

Mandar 
 

SUPRIADI ALLU PAO-PAO 4 
Polewali 
Mandar 

 

39 
 

7604146305950001 
 

RUSMI 
MATAKALI TONROLIMA 3 Polewali 

Mandar 
 

MUH.YAHYA 
.B MATAKALI BARUMBUNG 1 

Polewali 
Mandar 

 

40 
 

7604140805660001 
 

LAUDA 
MATAKALI TONROLIMA 3 Polewali 

Mandar 
 

WAHYUDDIN MATAKALI 
PETAMPANU

A 6 
Polewali 
Mandar 

 

 
11. KECAMATAN MATANGNGA 

No NIK Nama Kecamatan Kelurahan TPS Kabupaten Vide 
Bukti 

1 
 

7604090107650038 
 

ABD. ASIS 
MATANGNG

A 
KATIMBAN
G 

1 Polewali 
Mandar  

SIDA ANREAPI 
DUAMPANU

A 2 
Polewali 
Mandar  

2 
 

7604094809800001 
 

NURADILA 
MATANGNG

A 
KATIMBAN
G 

1 Polewali 
Mandar  

NURADILA BULO SABURA 1 
Polewali 
Mandar  

3 
 

7604090507750002 
 

RONI 
MATANGNG

A 
KAT

IMBANG 
1 Polewali 

Mandar  

RONI BULO SABURA 1 
Polewali 
Mandar  

4 
 

7604090101540001 
 

TOPA 
MATANGNG

A 
KAT

IMBANG 
2 Polewali 

Mandar  

TOPA ANREAPI 
KELAPA 

DUA 1 
Polewali 
Mandar  

5 
 

7604097112870005 
 JUATRI 

MATANGNG
A 

     LILLI 1 Polewali 
Mandar  

JUATRI MATAKALI 
BUNGA-
BUNGA 1 

Polewali 
Mandar  

6 
 

7604090706940001 
 

SARFIKA 
MATANGNG

A 
MATANGN

GA 
2 Polewali 

Mandar  

SULKIFLI 
MATANGNG

A 
MAMBU 
TAPUA 1 

Polewali 
Mandar  

7 
 

7604090107950031 
 

RISDAYANTI 
MATANGNG

A 
MATANGN

GA 
2 Polewali 

Mandar  

WAHYUDI 
MATANGNG

A 
KATIMBAN

G 1 
Polewali 
Mandar  

8 
 

7604090208950002 
 

ANDAR 
MATANGNG

A 
RANGOAN 3 Polewali 

Mandar  

TASRI 
MATANGNG

A RANGOAN 3 
Polewali 
Mandar  

9 
 7604093112800007 

 
HUSNIA 

MATANGNG
A 

RANGOAN 3 Polewali 
Mandar  

KACO NURIA MATANGNG BA'BA 1 Polewali  
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A TAPUA Mandar 
 
12. KECAMATAN POLEWALI 

No NIK Nama Kecamatan Kelurahan TPS Kabupaten Vide 
Bukti 

1 
 

7604046410850014 
 

NURLIM RESKI 
SETIAWAN 

POLEWALI DARMA 1 Polewali Mandar  

DANIEL 
PERSYANTO 

PASENGO POLEWALI DARMA 1 

Polewali Mandar 
 

2 
 

7604046410850014 
 

NURUL HIKMAH POLEWALI DARMA 1 Polewali Mandar  
DANIEL 

PERSYANTO 
PASENGO POLEWALI DARMA 1 

Polewali Mandar 
 

3 
 

7604046410850014 
 

SYAHRAN. MS POLEWALI DARMA 1 Polewali Mandar  
DANIEL 

PERSYANTO 
PASENGO POLEWALI DARMA 1 

Polewali Mandar 
 

4 
 

7604046410850014 
 

LIA. M POLEWALI DARMA 2 Polewali Mandar  
DANIEL 

PERSYANTO 
PASENGO POLEWALI DARMA 1 

Polewali Mandar 
 

5 
 

7604045609930003 
 

SEFTILIA 
RAHMA 

SAPUTRI 

POLEWALI DARMA 2 Polewali Mandar 
 

SEFTILIA 
RAHMA 

SAPUTRI 
BANGGAE 

TIMUR 
LABUANG 

UTARA 11 

Majene 
 

6 
 

7604044511840007 
 

HANDANA POLEWALI DARMA 3 Polewali Mandar  
HANDANA LUYO PUCCADI 2 Polewali Mandar  

7 
 

7604040107800173 
 

HASANUDDIN POLEWALI DARMA 3 Polewali Mandar  
HASANUDDIN LUYO PUCCADI 2 Polewali Mandar  

8 
 

7604085703910002 
 

SAHARIA POLEWALI DARMA 3 Polewali Mandar  
SAHARIA MAPILLI KURMA 2 Polewali Mandar  

9 
 

7604135012700002 
 

IRMAWATI, A.Ma POLEWALI DARMA 3 Polewali Mandar  
IRMAWATI ANREAPI ANREAPI 1 Polewali Mandar  

10 
 

7604046410850014 
 

ROSMINI.AR POLEWALI DARMA 4 Polewali Mandar  
DANIEL 

PERSYANTO 
PASENGO POLEWALI DARMA 1 

Polewali Mandar 
 

11 
 7605082501690001 

 

SUNARDY. F POLEWALI DARMA 4 Polewali Mandar  

SUNARDY F 
BANGGAE 

TIMUR LABUANG 10 Majene  

12 
 

7604143112650082 
 

BOLONG POLEWALI DARMA 4 Polewali Mandar  
BOLONG MATAKALI PASIANG 7 Polewali Mandar  

13 
 7604135212940002 

 

RASMI POLEWALI DARMA 4 Polewali Mandar  

RASMI ANREAPI 
KELAPA 

DUA 4 
Polewali Mandar  

14 
 7604045003770001 

 

MASTURA POLEWALI DARMA 5 Polewali Mandar  

MASTURA ANREAPI 
DUAMPAN

UA 3 
Polewali Mandar  

15 
 7604025212920001 

 

ROSMINI POLEWALI DARMA 6 Polewali Mandar  

ROSMINI 
CAMPALAG

IAN LAPEO 4 
Polewali Mandar  

16 
 

7604041308740005 
 

AGUSSALIM POLEWALI LANTORA 5 Polewali Mandar  

AGUSSALIM MATAKALI 
PETAMPA

NUA 8 
Polewali Mandar  

17 7604040107730080 MURIBIN POLEWALI LANTORA 9 Polewali Mandar  
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  SARIFUDDIN POLEWALI LANTORA 5 Polewali Mandar  
18 

 7604040109900007 
 

ILHAM POLEWALI LANTORA 10 Polewali Mandar  
ILHAM 

ASYHARY BANGGAE 
PANGALI 

ALI 2 
Majene  

19 
 

7604043112660063 
 

LOTONG POLEWALI MANDATE 1 Polewali Mandar  
DRS. M. SAID BINUANG MAMMI 5 Polewali Mandar  

20 
 

7604160107610008 
 

ZAINUDDIN POLEWALI MANDATE 1 Polewali Mandar  
ZAINUDDIN BULO PULLIWA 6 Polewali Mandar  

21 
 7605034405910001 

 

WYKA 
FADLIANAH 

POLEWALI MANDATE 3 Polewali Mandar  

IRAWATI SENDANA MOSSO 4 Majene  
22 

 
7604121606920003 

 
UMAR MAJID POLEWALI MANDATE 4 Polewali Mandar  
UMAR MAJID POLEWALI MADATE 3 Polewali Mandar  

23 
 7604043112650158 

 

EMPANG POLEWALI MANDATE 4 Polewali Mandar  

EMPANG BINUANG 
AMASSAN

GAN 5 
Polewali Mandar  

24 
 

7604084106930002 
 

SYARIFAH 
MASTURA 

POLEWALI MANDATE 5 Polewali Mandar  

SYARIFAH 
MASTURAH MAPILLI MAPILI 1 

Polewali Mandar  

25 
 

7604086502910004 
 

NERA 
ERVIANTI, 

S.Kom 

POLEWALI MANDATE 6 Polewali Mandar  

NERA ERVIANTI MAPILLI UGIBARU 1 Polewali Mandar  
26 

 
7604045312900004 

 
MARDIA POLEWALI MANDATE 11 Polewali Mandar  

NURWAHIDAH POLEWALI DARMA 8 Polewali Mandar  
27 

 7604142009840001 
 

RUSLAN POLEWALI MANDATE 11 Polewali Mandar  

RUSLAN MATAKALI 
TONROLI

MA 1 
Polewali Mandar  

28 
 

7604043010690005 
 

BAHUDDIN POLEWALI MANDING 1 Polewali Mandar  
BAHUDDIN POLEWALI MADATE 1 Polewali Mandar  

29 
 

7604044608960005 
 

HARIANA POLEWALI MANDING 1 Polewali Mandar  
HARIANA POLEWALI MADATE 1 Polewali Mandar  

30 
 

7604042705880003 
 

ABD. AKBAR POLEWALI MANDING 1 Polewali Mandar  
ABD.KAHAR POLEWALI MANDING 1 Polewali Mandar  

31 
 

7604040701830171 
 

RASID NO KK POLEWALI MANDING 1 Polewali Mandar  
RASID NO KK POLEWALI MADATE 1 Polewali Mandar  

32 
 7604042107800004 

SUMARDIN POLEWALI MANDING 1 Polewali Mandar  
SUMARDIN LIMBORO PALECE 1 Polewali Mandar  

33 
 

7604047112640118 
 

ST. AMINAH POLEWALI MANDING 1 Polewali Mandar  
ST.AMINAH S.pd POLEWALI MANDING 1 Polewali Mandar  

34 
 7604042702900001 

 

MUKSIN POLEWALI MANDING 2 Polewali Mandar  

MUKSIM 
CAMPALAG

IAN LALIKO 5 
Polewali Mandar  

35 
 

7604045005600007 
 

MARYAM POLEWALI MANDING 2 Polewali Mandar  
MARYAM POLEWALI MADATE 1 Polewali Mandar  

36 
 

7604060110980011 
 

ADI SETIAWAN POLEWALI MANDING 2 Polewali Mandar  
adi setawan BINUANG KUAJANG 1 Polewali Mandar  

37 
 

7604043112670179 
 

MUSA. S POLEWALI MANDING 2 Polewali Mandar  
MUSA. S POLEWALI MANDING 1 Polewali Mandar  

38 
 7604041212830011 

 

IRHAM POLEWALI MANDING 2 Polewali Mandar  

IRHAM BALANIPA 
TAMMAJA

RRA 4 
Polewali Mandar  

39 
 

7604140601770002 
 

SYAHRIR POLEWALI MANDING 2 Polewali Mandar  
SYAHRIR MATAKALI PASIANG 4 Polewali Mandar  

40 
 

7604047112870078 
 

NASRA POLEWALI MANDING 3 Polewali Mandar  
NASRA POLEWALI MANDING 3 Polewali Mandar  

41 7604041511920005 SHANDY. M POLEWALI MANDING 3 Polewali Mandar  
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SHANDY.M MATAKALI 

PETAMPA
NUA 6 

Polewali Mandar  

42 
 

7605013107730002 
 

IRWAN 
TRISNAWAN, 

S.Sos 

POLEWALI MANDING 4 Polewali Mandar  

IRWAN 
TRISNAWAN BANGGAE BANGGAE 6 

Majene  

43 
 7604024103840002 

 

MARLINA AW POLEWALI MANDING 4 Polewali Mandar  

MARLINA. AW 
CAMPALAG

IAN KENJE 4 
Polewali Mandar  

44 
 

7604043005760002 
 

SAIFULLAH POLEWALI MANDING 4 Polewali Mandar  
SAIFULLAH POLEWALI MANDING 4 Polewali Mandar  

45 
 

7604160101960003 
 

A RAFIK POLEWALI MANDING 5 Polewali Mandar  
A. RAFIK BULO IHING 2 Polewali Mandar  

46 
 

7604040112900009 
 

HASDAR POLEWALI MANDING 5 Polewali Mandar  
HASDAR POLEWALI MANDING 1 Polewali Mandar  

47 
 

7604044107650113 
 

SITTI ARI POLEWALI MANDING 5 Polewali Mandar  
SITTI ARI POLEWALI MANDING 1 Polewali Mandar  

48 
 

7604040801680005 
 

RAKHMAT POLEWALI MANDING 5 Polewali Mandar  
YAMMANG POLEWALI MANDING 5 Polewali Mandar  

49 
 

7604041908970002 
 

MUSTIKA POLEWALI MANDING 5 Polewali Mandar  
MUSTIKA POLEWALI MADATE 4 Polewali Mandar  

50 
 7604041105840002 

 

LA TANG POLEWALI MANDING 5 Polewali Mandar  

LATANG ANREAPI 
DUAMPAN

UA 2 
Polewali Mandar  

51 
 

7604041107990004 
 

M. IMAM 
GHAZALI 

POLEWALI PEKKABA
TA 

1 Polewali Mandar  

MUHAMMAD 
IRWAN POLEWALI 

PEKKABA
TA 1 

Polewali Mandar  

52 
 

7604027112780178 
 

WAHIDA SYAM 
POLEWALI PEKKABA

TA 
1 Polewali Mandar  

WAHIDA SYAM 
CAMPALAG

IAN 
PADANG 
TIMUR 1 

Polewali Mandar  

53 
 

7604044208820002 
 

NURHAYATI 
POLEWALI PEKKABA

TA 
1 Polewali Mandar  

HAERANY 
RAMLY 

BANGGAE 
TIMUR 

LABUANG 
UTARA 6 

Majene  

54 
 

7604045010720005 
 

ARMAWATI 
PUANG KUMA 

POLEWALI PEKKABA
TA 

2 Polewali Mandar  

YERVINA 
MANAF SP 

BANGGAE 
TIMUR LABUANG 4 

Majene   

55 
 7604045710800004 

 
SUDIANI,S KOM 

POLEWALI PEKKABA
TA 

2 Polewali Mandar  

HARMI BINUANG KUAJANG 4 Polewali Mandar  
56 

 
7604021710670001 

 

ZAINUDDIN 
POLEWALI PEKKABA

TA 
3 Polewali Mandar  

ZAINUDDIN 
CAMPALAG

IAN LALIKO 5 
Polewali Mandar  

57 
 7604043112620152 

 
SUNARDI 

POLEWALI PEKKABA
TA 

3 Polewali Mandar  

ANDI ASMA POLEWALI MADATE 4 Polewali Mandar  
58 

 

7604141405540001 
 

SUKUR 
POLEWALI PEKKABA

TA 
3 Polewali Mandar  

SUKUR MATAKALI 

INDOMAK
KOMBON

G 3 

Polewali Mandar  

59 
 7604044505560001 

 
NURHAYATI. K 

POLEWALI PEKKABA
TA 

3 Polewali Mandar  

SITTI ISA POLEWALI LANTORA 9 Polewali Mandar  
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60 
 

7604041808850003 
 

TASLIM BASSAL 
POLEWALI PEKKABA

TA 
4 Polewali Mandar  

TASLIM 
BASSAL, S. KM 

CAMPALAG
IAN KENJE 1 

Polewali Mandar  

61 
 7604043112880141 

 
ISMAIL 

POLEWALI PEKKABA
TA 

4 Polewali Mandar  

RERUNG POLEWALI DARMA 4 Polewali Mandar  
62 

 7604040110700006 
 

ABD.KADIR 
POLEWALI PEKKABA

TA 
4 Polewali Mandar  

MUH. AFIAT POLEWALI LANTORA 3 Polewali Mandar  
63 

 7604131707920002 
 

ASDAR 
POLEWALI PEKKABA

TA 
5 Polewali Mandar  

ASDAR ANREAPI ANREAPI 3 Polewali Mandar  
64 

 
7604043112780104 

 

AGUS 
KOMARUDDIN 

SOLEH 

POLEWALI PEKKABA
TA 

5 Polewali Mandar  

SENNANG POLEWALI LANTORA 5 Polewali Mandar  
65 

 7604041104820006 
 

ABDUL 
RAHMAN 

POLEWALI PEKKABA
TA 

5 Polewali Mandar  

SAMSUL MATAKALI PASIANG 3 Polewali Mandar  
66 

 7604044508670006 
 

NURHAEMA 
POLEWALI PEKKABA

TA 
5 Polewali Mandar  

HJ.NAIMA POLEWALI MANDING 1 Polewali Mandar  
67 

 
7371011508810002 

 

HARDIANTI 
POLEWALI PEKKABA

TA 
5 Polewali Mandar  

SULFIKA POLEWALI 
PEKKABA

TA 5 
Polewali Mandar  

68 
 7604110107700009 

 
SUMAILA HAMU 

POLEWALI PEKKABA
TA 

6 Polewali Mandar  

SUMAILA HAMU LIMBORO NAPO 2 Polewali Mandar  
69 

 
7604043112630170 

 

GISMAN 
POLEWALI PEKKABA

TA 
7 Polewali Mandar  

GISMAN,S.SoS POLEWALI 
PEKKABA

TA 1 
Polewali Mandar  

70 
 

7604043112590123 
 

DRS.RAHMAT.M
.H. 

POLEWALI PEKKABA
TA 

7 Polewali Mandar  

RAHMAT POLEWALI 
PEKKABA

TA 1 
Polewali Mandar  

71 
 

7604101205700001 
 

SHARIR 
POLEWALI POLEWAL

I 
1 Polewali Mandar  

SHARIR LUYO 
MAPILI 
BARAT 3 

Polewali Mandar  

72 
 

7604047008930003 
 

MAYA SARI 
POLEWALI POLEWAL

I 
1 Polewali Mandar  

MAYA SARI MATAKALI 
PETAMPA

NUA 8 
Polewali Mandar  

73 
 

7604125808910001 
 

ASMAWATI 
POLEWALI POLEWAL

I 
2 Polewali Mandar  

ASMAWATI BALANIPA 
TAMANGG

ALLE 3 
Polewali Mandar  

74 
 

7604041105790004 
 

MUH. SYARIF 
POLEWALI POLEWAL

I 
2 Polewali Mandar  

SUHAENI T BINUANG 
TONYAMA

N 1 
Polewali Mandar  

75 
 

7604041703880006 
 

MUH. IKBAL S 
POLEWALI POLEWAL

I 
2 Polewali Mandar  

YUNUS 
PATANDA 

BAMBALAM
OTU 

RANDOM
AYANG 5 

Mamuju Utara  

76 7604066807940003 NIRWANA POLEWALI POLEWAL 2 Polewali Mandar  
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  I 
NIRWANA BINUANG MIRRING 4 Polewali Mandar  

77 
 7604041610920001 

 
BISMAN 

POLEWALI POLEWAL
I 

2 Polewali Mandar  

BISMAN BINUANG MIRRING 5 Polewali Mandar  
78 

 7604047112690106 
 

MASNA 
POLEWALI POLEWAL

I 
2 Polewali Mandar  

MASNA BINUANG MIRRING 5 Polewali Mandar  
79 

 
7604045610940005 

 

NETY 
LISMAYANTY 

POLEWALI POLEWAL
I 

2 Polewali Mandar  

NETY 
LISMAYANTY BINUANG MIRRING 5 

Polewali Mandar  

80 
 

7604041202880005 
 

ANDI 
BAITULLAH 

ASGAP 

POLEWALI POLEWAL
I 

2 Polewali Mandar  

ANDI 
BAITULLAH 

ASGAP BINUANG 
AMASSAN

GAN 4 

Polewali Mandar  

81 
 

7604143112770045 
 

NURSAM 
POLEWALI POLEWAL

I 
2 Polewali Mandar  

NURSAM MATAKALI 
PETAMPA

NUA 7 
Polewali Mandar  

82 
 

7604046702960006 
 

JULIUS ACO 
POLEWALI POLEWAL

I 
3 Polewali Mandar  

NISMA 
PURNAMA ANREAPI ANREAPI 3 

Polewali Mandar  

83 
 7604046405960002 

 
NINGSIH 

POLEWALI POLEWAL
I 

3 Polewali Mandar  

NENGSIH BINUANG MAMMI 5 Polewali Mandar  
84 

 7604047112760073 
 

MARIA KESSA 
POLEWALI POLEWAL

I 
3 Polewali Mandar  

MARIAKESSA BINUANG MAMMI 5 Polewali Mandar  
85 

 
7604042610970002 

 

NELSON 
WAWAN 

POLEWALI POLEWAL
I 

3 Polewali Mandar  

NELSON 
WAWAN BINUANG MAMMI 5 

Polewali Mandar  

86 
 

7604043112740091 
 

STEFANUS 
TIDUNG 

POLEWALI POLEWAL
I 

3 Polewali Mandar  

STEFANUS 
TIDUNG BINUANG MAMMI 5 

Polewali Mandar  

87 
 7604066403940005 

 
INDRAYANI 

POLEWALI POLEWAL
I 

3 Polewali Mandar  

INDRAYANI BINUANG KALEOK 1 Polewali Mandar  
88 

 
7604145010840003 

 

CHIYA ALWI 
POLEWALI POLEWAL

I 
3 Polewali Mandar  

Chiya alwi MATAKALI 
BUNGA-
BUNGA 2 

Polewali Mandar  

89 
 

7604040910150012 
 

MARLINA 
POLEWALI POLEWAL

I 
4 Polewali Mandar  

IWAN 
SETIAWAN, SE POLEWALI 

POLEWAL
I 4 

Polewali Mandar  

90 
 

7604043112350014 
 

SAING 
POLEWALI POLEWAL

I 
4 Polewali Mandar  

H. TAHSAD POLEWALI 
POLEWAL

I 4 
Polewali Mandar  

91 
 

7604046408980001 
 

NUGRAH WATI 
POLEWALI POLEWAL

I 
4 Polewali Mandar  

IRMA POLEWALI 
POLEWAL

I 4 
Polewali Mandar  
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92 
 

7604043112570119 
 

KECCUNG 
POLEWALI POLEWAL

I 
4 Polewali Mandar  

MARTINA POLEWALI 
POLEWAL

I 4 
Polewali Mandar  

93 
 7604060511890008 

 

MUHAMMAD 
ISMAIL 

POLEWALI POLEWAL
I 

4 Polewali Mandar  

ISMAIL BINUANG KALEOK 3 Polewali Mandar  
94 

 7604042501800003 
 

MUH. RAIS 
POLEWALI POLEWAL

I 
4 Polewali Mandar  

MUH. RAIS BINUANG MAMMI 2 Polewali Mandar  
95 

 
7604041205700002 

 

MUHAMMAD 
NATSIR 

POLEWALI POLEWAL
I 

4 Polewali Mandar  

MUHAMMAD 
NATSIR BINUANG 

TONYAMA
N 1 

Polewali Mandar  

96 
 

7604041212770012 
 

NURSAN 
POLEWALI POLEWAL

I 
4 Polewali Mandar  

NURSAN BINUANG 
TONYAMA

N 5 
Polewali Mandar  

97 
 

7604123112620049 
 

ABD. WAHID 
POLEWALI POLEWAL

I 
4 Polewali Mandar  

ABD. WAHID BALANIPA 
GALUNG 
TULUK 2 

Polewali Mandar  

98 
 

7604040807770004 
 

TAHIR 
POLEWALI POLEWAL

I 
4 Polewali Mandar  

TAHIR BINUANG 
TONYAMA

N 1 
Polewali Mandar  

99 
 

7604044107840054 
 

FITRI 
POLEWALI POLEWAL

I 
6 Polewali Mandar  

FITRI 
PASANGKA

YU 
PASANGK

AYU 10 
Mamuju Utara  

100 
 7604046602900002 

 
HASRIANI 

POLEWALI POLEWAL
I 

6 Polewali Mandar  

HASRIANI MAPILLI KURMA 1 Polewali Mandar  
101 

 
7604124101890007 

 

NUR ATIKA 
POLEWALI POLEWAL

I 
7 Polewali Mandar  

NURATIKA BALANIPA 
PAMBUSU

ANG 1 
Polewali Mandar  

102 
 7604042802830008 

 
WAHYUDDIN 

POLEWALI POLEWAL
I 

7 Polewali Mandar  

wahyuddin BINUANG KUAJANG 1 Polewali Mandar  
103 

 
7604045607730002 

 

HADRIANA 
POLEWALI POLEWAL

I 
7 Polewali Mandar  

NURDIANA POLEWALI 
PEKKABA

TA 4 
Polewali Mandar  

104 
 

7604060303870001 
 

JASMAN 
POLEWALI POLEWAL

I 
7 Polewali Mandar  

JASMAN BINUANG 
TONYAMA

N 3 
Polewali Mandar  

105 
 7604042004940005 

 
ABD. MUTTALIB 

POLEWALI POLEWAL
I 

7 Polewali Mandar  

IRSALDI POLEWALI MADATE 1 Polewali Mandar  
106 

 
7604020106960002 

 

AIMAN ARIFIN 
POLEWALI POLEWAL

I 
7 Polewali Mandar  

AIMAN ARIFIN 
CAMPALAG

IAN LALIKO 3 
Polewali Mandar  

107 
 

7604041011910001 
 

SULTAN 
POLEWALI POLEWAL

I 
7 Polewali Mandar  

HERIL POLEWALI 
POLEWAL

I 1 
Polewali Mandar  
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108 
 

7604063108760001 
 

ADHI ANDRI 
HAMZAH 

POLEWALI POLEWAL
I 

7 Polewali Mandar  

ADHI ANDRI 
HAMZAH BINUANG REA 5 

Polewali Mandar  

109 
 7604064312790002 

 
HASMIAH 

POLEWALI POLEWAL
I 

7 Polewali Mandar  

HASMIAH BINUANG REA 5 Polewali Mandar  
110 

 7604046404000013 
 

MAISI 
POLEWALI POLEWAL

I 
8 Polewali Mandar  

MAISI BINUANG MAMMI 5 Polewali Mandar  
111 

 
7604044104940008 

 

SARIFA 
HUSIRANA. M 

POLEWALI POLEWAL
I 

8 Polewali Mandar  

NUR AFIVAH 
RAHMA POLEWALI 

PEKKABA
TA 7 

Polewali Mandar  

112 
 7604043112590106 

 
AMIRUDDIN 

POLEWALI POLEWAL
I 

8 Polewali Mandar  

AMIRUDDIN BINUANG REA 3 Polewali Mandar  
113 

 7604043112830106 
 

KAMISTANG 
POLEWALI POLEWAL

I 
8 Polewali Mandar  

KAMISTANG BINUANG REA 3 Polewali Mandar  
114 

 
7604044101670013 

 

YULIANI 
POLEWALI POLEWAL

I 
9 Polewali Mandar  

YULIANI 
CAMPALAG

IAN LALIKO 1 
Polewali Mandar  

115 
 

7604042006620003 
 

ARIF BIN KOTE 
POLEWALI POLEWAL

I 
9 Polewali Mandar  

ARIF BIN KOTE 
CAMPALAG

IAN LALIKO 1 
Polewali Mandar  

116 
 7604042808740001 

 
MUHAMMAD ALI 

POLEWALI POLEWAL
I 

9 Polewali Mandar  

MUH. ALI POLEWALI LANTORA 1 Polewali Mandar  
117 

 7604043112730059 
 

RAHMAT IDRIS 
POLEWALI POLEWAL

I 
9 Polewali Mandar  

JADIL POLEWALI DARMA 3 Polewali Mandar  
118 

 7604046811820002 
 

IDAWATI 
POLEWALI POLEWAL

I 
9 Polewali Mandar  

IRNAYANTI S.Pd POLEWALI MADATE 2 Polewali Mandar  
119 

 
7604124107880262 

 

BURSA 
POLEWALI POLEWAL

I 
9 Polewali Mandar  

BUSRA BALANIPA 
PAMBUSU

ANG 8 
Polewali Mandar  

120 
 

7604044104850010 
 

ROSNI 
POLEWALI POLEWAL

I 
9 Polewali Mandar  

MASLIA POLEWALI 
PEKKABA

TA 7 
Polewali Mandar  

121 
 

7604047112460108 
 

BECCE 
POLEWALI POLEWAL

I 
9 Polewali Mandar  

BECCE POLEWALI 
POLEWAL

I 4 
Polewali Mandar  

122 
 

7604044610860006 
 

HERNAWATI 
POLEWALI POLEWAL

I 
9 Polewali Mandar  

HERNAWATI. B POLEWALI 
POLEWAL

I 5 
Polewali Mandar  

123 
 

7604041807770007 
 

ABD. RAHMAN 
POLEWALI POLEWAL

I 
9 Polewali Mandar  

ABD. RAHMAN POLEWALI 
POLEWAL

I 8 
Polewali Mandar  

124 
 

7604060202710001 
 ABD. RAHMAN 

POLEWALI POLEWAL
I 

9 Polewali Mandar  
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ABD. RAHMAN BINUANG 
TONYAMA

N 5 
Polewali Mandar  

125 
 

7604061909910004 
 

BURHANUDDIN 
POLEWALI POLEWAL

I 
9 Polewali Mandar  

BURHANUDDIN BINUANG 
TONYAMA

N 4 
Polewali Mandar  

126 
 7604041303830005 

 
MUHAMMAD ALI 

POLEWALI POLEWAL
I 

9 Polewali Mandar  

MUHAMMAD ALI BINUANG KUAJANG 3 Polewali Mandar  
127 

 
7604120107600174 

 

TALIB 
POLEWALI POLEWAL

I 
9 Polewali Mandar  

TALIB BALANIPA 
GALUNG 
TULUK 1 

Polewali Mandar  

128 
 

7604040102870002 
 

BURHAN 
POLEWALI POLEWAL

I 
10 Polewali Mandar  

BURHAN BINUANG 
TONYAMA

N 6 
Polewali Mandar  

129 
 

7604064212930001 
 

ASNIAR 
POLEWALI POLEWAL

I 
10 Polewali Mandar  

HASNIAR BINUANG 
TONYAMA

N 1 
Polewali Mandar  

130 
 

7604046510940004 
 MAYANG SARI 

POLEWALI SULEWAT
ANG 

1 Polewali Mandar  

MAYANG SARI 
BANGGAE 

TIMUR BAURUNG 4 
Majene  

131 
 

7604064107720213 
 

BUNGA TIA 
POLEWALI SULEWAT

ANG 
3 Polewali Mandar  

BUNGA TIA BINUANG 
TONYAMA

N 3 
Polewali Mandar  

132 
 

7604097112940007 
 

PUTRI 
POLEWALI SULEWAT

ANG 
3 Polewali Mandar  

FUTRI 
MATANGN

GA RANGOAN 2 
Polewali Mandar  

133 
 

7604045805810005 
 

RUSNAENI 
POLEWALI SULEWAT

ANG 
3 Polewali Mandar  

RUSNAENI BINUANG 
TONYAMA

N 6 
Polewali Mandar  

134 
 

7604047112640191 
 

NAJAMIA 
POLEWALI SULEWAT

ANG 
6 Polewali Mandar  

NAJAMIA POLEWALI 
SULEWAT

ANG 6 
Polewali Mandar  

135 
 

7604023112920079 
 

MAHYUDDIN 
POLEWALI SULEWAT

ANG 
7 Polewali Mandar  

MAHYUDDIN 
CAMPALAG

IAN SURUANG 1 
Polewali Mandar  

136 
 7604041304880005 

 
NURSYAMSIAH 

POLEWALI SULEWAT
ANG 

7 Polewali Mandar  

IRFAN.K BINUANG KUAJANG 4 Polewali Mandar  
137 

 
7604044101740008 

 

NURHAENI 
POLEWALI SULEWAT

ANG 
8 Polewali Mandar  

NURHAENI POLEWALI 
SULEWAT

ANG 7 
Polewali Mandar  

138 
 

7604042005980006 
 

DAHLIA 
POLEWALI TAKATIDU

NG 
1 Polewali Mandar  

AHMAD 
IRWANDI 
PRATAMA POLEWALI LANTORA 6 

Polewali Mandar  

139 
 

7604043008940005 
 RAHMAT 

POLEWALI TAKATIDU
NG 

1 Polewali Mandar  
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DAHLAN POLEWALI MANDING 3 Polewali Mandar  
140 

 7604040510880006 
 

ISMAIL 
POLEWALI TAKATIDU

NG 
1 Polewali Mandar  

ARHAM POLEWALI LANTORA 3 Polewali Mandar  
141 

 

7604046701860006 
 

ANDI 
ARDIANNAH 

TONRA 

POLEWALI 
TAKATIDU

NG 

1 Polewali Mandar  

GOESNIYANTI 
BUDI POLEWALI 

POLEWAL
I 5 

Polewali Mandar  

142 
 

7604140606760001 
 

HAMKA 
POLEWALI TAKATIDU

NG 
1 Polewali Mandar  

HAMKA AZIS MATAKALI 
PETAMPA

NUA 7 
Polewali Mandar  

143 
 

7604046103880003 
 

INDRAJANI SAID 
POLEWALI TAKATIDU

NG 
2 Polewali Mandar  

NURFADILAH 
KASIM 

BANGGAE 
TIMUR LABUANG 3 

Majene  

144 
 7604043112940065 

 
USMAN 

POLEWALI TAKATIDU
NG 

2 Polewali Mandar  

ASBAR POLEWALI MANDING 2 Polewali Mandar  
145 

 
7604040707870017 

 

HAERUL 
POLEWALI TAKATIDU

NG 
2 Polewali Mandar  

HAERUL 
ANWAR BINUANG KUAJANG 4 

Polewali Mandar  

146 
 

7604085504910001 
 

MASRA. Y 
POLEWALI TAKATIDU

NG 
2 Polewali Mandar  

MASRA. Y MAPILLI 
RAPPANG 

BARAT 1 
Polewali Mandar  

147 
 7604042104880008 

 
SIRAJUDDIN 

POLEWALI TAKATIDU
NG 

2 Polewali Mandar  

SUHARNI POLEWALI MANDING 4 Polewali Mandar  
148 

 7604040808800001 
 

ANI 
POLEWALI TAKATIDU

NG 
2 Polewali Mandar  

SUPRI POLEWALI DARMA 8 Polewali Mandar  
149 

 
7604042710850003 

 

MAHAMUDDIN 
POLEWALI TAKATIDU

NG 
2 Polewali Mandar  

MAHAMUDDIN MATAKALI 
PETAMPA

NUA 4 
Polewali Mandar  

150 
 7604043112500155 

 
HAMMA NUR 

POLEWALI TAKATIDU
NG 

3 Polewali Mandar  

TANDI POLEWALI LANTORA 6 Polewali Mandar  
151 

 7604040112800004 
 

RASMAN 
POLEWALI TAKATIDU

NG 
4 Polewali Mandar  

AGUSSALIM BINUANG KUAJANG 4 Polewali Mandar  
152 

 
7604041005910012 

 

BAHARULLAH 
POLEWALI TAKATIDU

NG 
4 Polewali Mandar  

BAHARULLAH MATAKALI 
PETAMPA

NUA 5 
Polewali Mandar  

153 
 

7604041602990002 
 

SARWAN 
POLEWALI TAKATIDU

NG 
4 Polewali Mandar  

ZULKARNAEN 
AL AYYUBI POLEWALI 

TAKATIDU
NG 1 

Polewali Mandar  

154 
 7604047112690121 

 
NURLINA 

POLEWALI TAKATIDU
NG 

4 Polewali Mandar  

NURLINA POLEWALI DARMA 4 Polewali Mandar  
155 

 7604043112850096 
 

HASRIANI 
POLEWALI TAKATIDU

NG 
4 Polewali Mandar  

ZAINUDDIN POLEWALI DARMA 7 Polewali Mandar  
156 7604046005950001 HUSNIAH. J POLEWALI TAKATIDU 4 Polewali Mandar  
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  NG 

HADRIYANTI POLEWALI 
PEKKABA

TA 1 
Polewali Mandar  

157 
 

7604024204920002 
 

NURLINA 
POLEWALI TAKATIDU

NG 
4 Polewali Mandar  

NURLINA 
CAMPALAG

IAN 

KATUMBA
NGAN 
LEMO 5 

Polewali Mandar  

158 
 7604045912920002 

 

ANDI WAHYUNI 
MUNSIR 

POLEWALI TAKATIDU
NG 

4 Polewali Mandar  

RAMLAH. J POLEWALI MADATE 2 Polewali Mandar  
159 

 
7604043112760123 

 

BASIR 
POLEWALI TAKATIDU

NG 
4 Polewali Mandar  

SUKWAN 
TIMPOR POLEWALI MADATE 7 

Polewali Mandar  

160 
 7604040907950008 

 

MUH. RESKIADI. 
S 

POLEWALI TAKATIDU
NG 

5 Polewali Mandar  

MUH. FADLI HD POLEWALI MANDING 3 Polewali Mandar  
161 

 7604040110690003 
 

AMIN 
POLEWALI TAKATIDU

NG 
6 Polewali Mandar  

SAKTIAWAN POLEWALI LANTORA 3 Polewali Mandar  
162 

 
7604042011960003 

 

M.YUSUF 
POLEWALI TAKATIDU

NG 
6 Polewali Mandar  

MURTADIN POLEWALI 
TAKATIDU

NG 3 
Polewali Mandar  

163 
 

7604043112650211 
 

ARSYAD 
POLEWALI TAKATIDU

NG 
6 Polewali Mandar  

MUKTAR POLEWALI 
TAKATIDU

NG 1 
Polewali Mandar  

164 
 

7604160306910001 
 

M. IRFAN 
YUSUF 

POLEWALI TAKATIDU
NG 

7 Polewali Mandar  

M. IRFAN 
YUSUF BULO LENGGO 3 

Polewali Mandar  

165 
 

7604025804990004 
 

MADELINE 
YUDITH 

POLEWALI TAKATIDU
NG 

7 Polewali Mandar  

MADELINE 
YUDITH 

CAMPALAG
IAN BONDE 2 

Polewali Mandar  

166 
 

7604041207680001 
 

HASANUDDIN POLEWALI WATTANG 1 Polewali Mandar  
HASANUDDIN POLEWALI WATTANG 1 Polewali Mandar  

167 
 7604043112650230 

 

MAKMUR POLEWALI WATTANG 1 Polewali Mandar  

MAKMUR POLEWALI 
POLEWAL

I 6 
Polewali Mandar  

168 
 

7604040912830001 
 

AMINUDDIN 
PAHARU 

POLEWALI 
WATTANG 

1 Polewali Mandar  

AMINUDDIN 
PAHARU MATAKALI 

BUNGA-
BUNGA 2 

Polewali Mandar  

169 
 

7604043112730133 
 

SYAMSUDDIN 
YUSUF 

POLEWALI 
WATTANG 

2 Polewali Mandar  

KADANG POLEWALI 
SULEWAT

ANG 6 
Polewali Mandar  

170 
 

7604044107700135 
 

SAPATIA POLEWALI WATTANG 2 Polewali Mandar  
ISA POLEWALI DARMA 6 Polewali Mandar  

171 
 7605081808750002 

 

JASMAN POLEWALI WATTANG 2 Polewali Mandar  

JASMAN 
BANGGAE 

TIMUR 
BARUGA 

DHUA 3 
Majene   

172 
 

7604041707890008 
 

RUSTAM POLEWALI WATTANG 3 Polewali Mandar  
NASWAR. S POLEWALI MADATE 4 Polewali Mandar  

173 
 

7604046207790002 
 

ANNISA POLEWALI WATTANG 3 Polewali Mandar  
HJ. FATIMA POLEWALI MADATE 9 Polewali Mandar  
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174 
 7604044708840005 

 

AMELIA YUSUF POLEWALI WATTANG 3 Polewali Mandar  

AMELIA YUSUF ANREAPI 
DUAMPAN

UA 6 
Polewali Mandar  

175 
 7604040708680002 

 

NASRULLAH,SE POLEWALI WATTANG 4 Polewali Mandar  
NURSIN 

YASINA.Md.Keb POLEWALI 
TAKATIDU

NG 7 
Polewali Mandar  

176 
 

7604042105590005 
 

DELLA GANNA POLEWALI WATTANG 4 Polewali Mandar  
DELLA GANNA POLEWALI WATTANG 4 Polewali Mandar  

177 7604044111980008 
 

MELATI ASTUTI POLEWALI WATTANG 4 Polewali Mandar  
ASTIANA SARI MAPILLI UGIBARU 4 Polewali Mandar  

178 
 

7604046309810003 
 

NURSARI 
NURITA 

POLEWALI 
WATTANG 

4 Polewali Mandar  

NURSAM 
MUCHTAR POLEWALI 

PEKKABA
TA 4 

Polewali Mandar  

179 
 

7604046812670003 
 

HJ. SURYANI POLEWALI WATTANG 4 Polewali Mandar  
HJ SURIANI POLEWALI WATTANG 4 Polewali Mandar  

180 
 7604043112810060 

 

A.HARDIANO POLEWALI WATTANG 4 Polewali Mandar  

ARWAN POLEWALI 
TAKATIDU

NG 6 
Polewali Mandar  

181 
 7604047112790089 

 

SULEHA POLEWALI WATTANG 4 Polewali Mandar  
ABYANA 
NABILAH BINUANG MAMMI 3 

Polewali Mandar  

182 
 

7604046105660001 
 

HJ.RASDIANA POLEWALI WATTANG 5 Polewali Mandar  
HJ. RASDIANA POLEWALI WATTANG 5 Polewali Mandar  

183 
 7604125204980002 

 

ERIN ADILLA POLEWALI WATTANG 5 Polewali Mandar  
ERING 

ANDILLAH BALANIPA 
SABANG 

SUBIK 6 
Polewali Mandar  

184 
 

7604044708850003 
 

NURBAETI, POLEWALI WATTANG 5 Polewali Mandar  
HURBAITI, S.Sos POLEWALI WATTANG 4 Polewali Mandar  

185 
 

7604045604840001 
 

ISNA APRIANI 
SALEH 

POLEWALI 
WATTANG 

5 Polewali Mandar  

NIKMATUL 
QAIRIAH POLEWALI MADATE 11 

Polewali Mandar  

186 
 

7604046808740001 
 

YUSYAENI POLEWALI WATTANG 5 Polewali Mandar  
YUSNAENY. Y POLEWALI WATTANG 5 Polewali Mandar  

187 
 

7604040109910004 
 

SUAIB POLEWALI WATTANG 5 Polewali Mandar  
SUAIB MALUNDA MALIAYA 3 Majene  

188 
 7604042709890002 

 

MIRWAN POLEWALI WATTANG 5 Polewali Mandar  

MIRWAN BINUANG 
TONYAMA

N 8 
Polewali Mandar  

189 
 

7604043112540124 
 

USMAN UMAR POLEWALI WATTANG 6 Polewali Mandar  
USMAN UMAR POLEWALI WATTANG 5 Mamuju Utara  

190 
 7604041211850007 

 

MUSTAKIM POLEWALI WATTANG 6 Polewali Mandar  
MUSTAKIM, 

S.Pd 
PASANGKA

YU AKO 5 
Polewali Mandar  

191 
 

7604042710820009 
 

MUH.ASRIADI POLEWALI WATTANG 6 Polewali Mandar  
MUH. ASRIADI POLEWALI WATTANG 6 Polewali Mandar  

192 
 

7604046404860006 
 

MILIANI POLEWALI WATTANG 7 Polewali Mandar  
MELIANI POLEWALI WATTANG 4 Polewali Mandar  

193 
 

7604045903900004 
 

MARNI FIRMAN POLEWALI WATTANG 7 Polewali Mandar  
WAHYUNI POLEWALI WATTANG 7 Polewali Mandar  

194 
 7604040708930003 

 

ASRI POLEWALI WATTANG 7 Polewali Mandar  

SALIM POLEWALI 
POLEWAL

I 7 
Polewali Mandar  

195 
 

7604041210990002 
 

MAHAPUTRI 
FATMAH 

POLEWALI 
WATTANG 

8 Polewali Mandar  

ALFIAND POLEWALI 
POLEWAL

I 3 
Polewali Mandar  

 
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 

Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 
 



54 
 

196 
 

7604040109860002 
 

RONALDO. S. 
SITURU 

POLEWALI 
WATTANG 

8 Polewali Mandar  

HERNA POLEWALI 
SULEWAT

ANG 8 
Polewali Mandar  

197 
 

7604044810760004 
 

SITTI FARIDA POLEWALI WATTANG 8 Polewali Mandar  
RAHMAWATY POLEWALI WATTANG 2 Polewali Mandar  

198 
 7604043112840098 

 

ARDI POLEWALI WATTANG 8 Polewali Mandar  

UDING MATAKALI 
BUNGA-
BUNGA 2 

Polewali Mandar  

199 
 

7604041212720011 
 

ANTONIUS 
SALEA BATTU 

POLEWALI 
WATTANG 

8 Polewali Mandar  

ANTONIUS 
SALEA BATTU POLEWALI WATTANG 5 

Polewali Mandar  

200 
 

7604047112680120 
 

SAKINA POLEWALI WATTANG 9 Polewali Mandar  
SAKINA POLEWALI WATTANG 9 Polewali Mandar  

201 
 7604047112630121 

 

ENDRA 
SEPTIAWAN 

POLEWALI 
WATTANG 

9 Polewali Mandar  

IDAWATI POLEWALI WATTANG 7 Polewali Mandar  
202 

 7604047112700230 
 

HJ. HARAFIAH POLEWALI WATTANG 9 Polewali Mandar  

NURBAYA POLEWALI 
TAKATIDU

NG 1 
Polewali Mandar  

203 
 

7604044107640105 
 

HUSNA POLEWALI WATTANG 9 Polewali Mandar  
HUSNA POLEWALI WATTANG 9 Polewali Mandar  

204 
 7604147112630049 

 

HALIJA POLEWALI WATTANG 9 Polewali Mandar  

HALIJA MATAKALI 
PETAMPA

NUA 7 
Polewali Mandar  

205 
 

7371015504820006 
 

NURMI POLEWALI WATTANG 10 Polewali Mandar  
NURMI POLEWALI WATTANG 10 Polewali Mandar  

206 
 

7604044209940001 
 

MAUDINAH 
ABDULLAH 

POLEWALI 
WATTANG 

 Polewali Mandar  

WULAN 
WINSBASARDIA

NTY. B POLEWALI LANTORA 3 

Polewali Mandar  

207 
 

7604047112420053 
 

HJ. ICCI POLEWALI WATTANG 10 Polewali Mandar  
HJ. ICCI POLEWALI WATTANG 10 Polewali Mandar  

208 
 7604040810840001 

 

KURSIA POLEWALI WATTANG 10 Polewali Mandar  

RUDIANTO POLEWALI 
POLEWAL

I 10 
Polewali Mandar  

209 
 

7604081307920003 
 

HARIANTO POLEWALI WATTANG 10 Polewali Mandar  
HARIANTO MAPILLI UGIBARU 3 Polewali Mandar  

210 
 7604040604960002 

 

NURSAM POLEWALI WATTANG 10 Polewali Mandar  

IGO RIVALDI POLEWALI 
POLEWAL

I 3 
Polewali Mandar  

211 
 7604042705790002 

 

MARLINA POLEWALI WATTANG 10 Polewali Mandar  

RIDWAN POLEWALI 
POLEWAL

I 8 
Polewali Mandar  

212 
 

7604043112730170 
 

ZAENAL ABIDIN POLEWALI WATTANG 10 Polewali Mandar  
ZAENAL ABIDIN POLEWALI WATTANG 7 Polewali Mandar  

213 
 

7604047112920095 
 

MARLIANI POLEWALI WATTANG 10 Polewali Mandar  
HERLINA POLEWALI WATTANG 7 Polewali Mandar  

 
13. KECAMATAN TAPANGO 

No NIK Nama Kecamatan Kelurahan TP
S Kabupaten Vide 

Bukti 
1 
 

7604073112570129 
 

Sudding Tapango Banato Rejo 1 Polewali Mandar  
Tansi Tapango Banato Rejo 1 Polewali Mandar  

2 
 

7604074107650079 Sumini Tapango Banato Rejo 2 Polewali Mandar  
Sumini Tapango Banato Rejo 2 Polewali Mandar  
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3 
 

7604073112460032 Kamari Tapango Banato Rejo 2 Polewali Mandar  
Komari Tapango Banato Rejo 2 Polewali Mandar  

4 
 

7604073112700173 Suparmen Tapango Banato Rejo 3 Polewali Mandar  
Suparmen Tapango Banato Rejo 2 Polewali Mandar  

5 
 

7604142201940003 Kasmiyanto Tapango Banato Rejo 3 Polewali Mandar  
Kamyanto Matakali Indomakkomb

on 
6 Polewali Mandar  

6 
 

7604074604960001 Dewi Lestari Tapango Banato Rejo 3 Polewali Mandar  
Dewi Lestari Matakali Indomakkomb

on 
7 Polewali Mandar  

7 
 

7604091205810002 Rida Tapango Batu 2 Polewali Mandar  
Rida Matangnga Rangoan 3 Polewali Mandar  

8 
 

7604073012540009 Halimuddin Tapango Batu 2 Polewali Mandar  
Halimuddin Campalagia

n 
Katumbangan. 

L 
3 Polewali Mandar  

9 
 

7604070107940039 Dedy 
Wahyudi 

Tapango Batu 2 Polewali Mandar  

Mipa Tapango Batu 2 Polewali Mandar  
10 

 
7604024609820002 Rais Tapango Batu 2 Polewali Mandar  

Rosdiana Campalagia
n 

Katumbangan. 
L 

2 Polewali Mandar  

11 
 

7604070603870001 Uddin Tapango Batu 2 Polewali Mandar  
Samaruddin Tapango Batu 2 Polewali Mandar  

12 
 

7604074304930001 Ulang Tapango Batu 2 Polewali Mandar  
Nurma Tapango Batu 2 Polewali Mandar  

13 
 

7604071412960001 Astriadi 
Bahtra 

Tapango Batu 3 Polewali Mandar  

Madawati Polewali Takatidung 4 Polewali Mandar  
14 

 
7604143112700096 Burhan Tapango Batu 3 Polewali Mandar  

Burhan Matakali Petampanua 8 Polewali Mandar  
15 

 
7604020112650002 Tapoggo Tapango Bussu 1 Polewali Mandar  

Taponggo Campalagia
n 

Sumarrang 2 Polewali Mandar  

16 
 

7604103112940071 Irdan Tapango Bussu 1 Polewali Mandar  
Irdan Luyo Mapili Barat 3 Polewali Mandar  

17 
 

7604081110830004 Syarifuddin Tapango Bussu 1 Polewali Mandar  
Syarifuddin Mapili Ugibaru 3 Polewali Mandar  

18 
 

7604070502950001 Kamin Tapango Bussu 1 Polewali Mandar  
Rusdi Tapango Riso 4 Polewali Mandar  

19 
 

7604151204890003 Syamsir Tapango Bussu 1 Polewali Mandar  
Syamsir allu Pao-Pao 2 Polewali Mandar  

20 
 

7604025005940005 Herelina Tapango Bussu 1 Polewali Mandar  
Herlina Campalagia

n 
Katumbangan 

Lemo 
6 Polewali Mandar  

21 
 

7604023112930089 Masdar Tapango Bussu 2 Polewali Mandar  
Masdar Campalagia

n 
Padang Timur 1 Polewali Mandar  

22 
 

7604041010770019 Sagena 
Durisia 

Tapango Bussu 2 Polewali Mandar  

Sagina Durisa Polewari Lantora 4 Polewali Mandar  
23 

 
7601020101780004 Nasir Tapango Bussu 2 Polewali Mandar  

Nasir Tapango Bussu 1 Polewali Mandar  
24 

 
7604083112810064 Mansyur Tapango Bussu 2 Polewali Mandar  

Mansur. H Mapilli Segerang 1 Polewali Mandar  
25 

 
7604074910730003 Salma Tapango Bussu 2 Polewali Mandar  

Salma Balanipa bala 5 Polewali Mandar  
26 

 
7604103112720089 Saparuddin Tapango Dakka 1 Polewali Mandar  

Baddu Luyo Baru 3 Polewali Mandar  
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27 
 

7604140404910002 Muhammad 
Irfan 

Tapango Dakka 2 Polewali Mandar  

Muhammad 
Irfan 

Matakali Tonrolima 1 Polewali Mandar  

28 
 

7604074107650087 
 

St. Amunah Tapango Dakka 3 Polewali Mandar  
St. Amunah Tapango Dakka 1 Polewali Mandar  

29 
 

7604060608910006 Agus Tapango Dakka 4 Polewali Mandar  
Agus Binuang Amassangan 4 Polewali Mandar  

30 
 

7605040303800001 Yusuf Tapango Dakka 4 Polewali Mandar  
M. Yusuf Malunda Lombong 2 Majene  

31 
 

7604073112890119 Bora Tapango Jambu Malea 2 Polewali Mandar  
Bora Campalagia

n 
Sumarrang 6 Polewali Mandar  

32 
 

7604075111870005 Nana 
Widianingsi 

Tapango Jambu Malea 2 Polewali Mandar  

Nanaa 
Widianingsih, 

S. Kom 

Matakali Petampanua 6 Polewali Mandar  

33 
 

7604162906950001 Arifuddin Tapango Jambu Malea 3 Polewali Mandar  
Arifuddin Bulo Pulliwa 4 Polewali Mandar  

34 
 

7604074107790068 Hasmiati Tapango Jambu Malea 3 Polewali Mandar  
Nasriah Tapanggo Dakka 1 Polewali Mandar  

35 
 

7604024705940002 Rawaiyah Tapango Jambu Malea 3 Polewali Mandar  
Nana Campalagia

n 
Padang 2 Polewali Mandar  

36 
 

7604086503950001 Nurhayati Tapango Jambu Malea 3 Polewali Mandar  
Nurhayati Mapilli Bonra 5 Polewali Mandar  

37 
 

7604073112800210 Hasang Tapango Kalimbua 1 Polewali Mandar  
Mansur Tapango Jambu Malea 1 Polewali Mandar  

38 
 

7604074101960009 Isra Tapango Kalimbua 1 Polewali Mandar  
Isra Tapango Banato Rejo 3 Polewali Mandar  

39 
 

7604076306990005 Nurmadia Tapango Kalimbua 1 Polewali Mandar  
Nur Madia Campalagia

n 
Sumarrang 10 Polewali Mandar  

40 
 

7604132812940001 Rahmat Tapango Kalimbua 2 Polewali Mandar  
Rahmat Anreapi Kelapa dua 4 Polewali Mandar  

41 
 

7604071110950006 Ahmad Yani. 
A 

Tapango Kalimbua 2 Polewali Mandar  

Ahmad Yani. 
A 

Tapango Jambu Malea 3 Polewali Mandar  

42 
 

7604120808720001 Hasir Tapango Kalimbua 3 Polewali Mandar  
Hasir Ballanipa pallis 2 Polewali Mandar  

43 
 

7604070902940003 Japar Tapango Kurrak 1 Polewali Mandar  
Jafar Mapilli Segerang 2 Polewali Mandar  

44 
 

7604023112670151 Kaming Tapango Palatta 1 Polewali Mandar  
Kaming Campalagia

n 
Ongko 3 Polewali Mandar  

45 
 

7604140112840002 Muh. Al. Amin Tapango Palatta 1 Polewali Mandar  
Muh. Al. Amin Matakali Tonrolima 1 Polewali Mandar  

46 
 

7604096911820001 Sappeami Tapango Palatta 1 Polewali Mandar  
Sappeami Matangnga rangoan 2 Polewali Mandar  

47 
 

7604071105850002 Abdul Halim Tapango Pelitakan 1 Polewali Mandar  
Abd, Halim Polewali Polewali 7 Polewali Mandar  

48 
 

7604075606640002 Nurailah Tapango Pelitakan 1 Polewali Mandar  
Hj. Hadariah Tapango Pelitakan 1 Polewali Mandar  

49 
 

7604022001800002 Sukur Tapango Pelitakan 1 Polewali Mandar  
Syukur Kampalagia

n 
Katumbangan 6 Polewali Mandar  
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50 
 

7604075108750001 Sitti Aminah Tapango Pelitakan 2 Polewali Mandar  
Sitti Aminah Tapango Pelitakan 1 Polewali Mandar  

51 
 

7604073112580068 Baco Tapango Pelitakan 3 Polewali Mandar  
Baco Polewali Sulewatang 6 Polewali Mandar  

52 
 

7604164107950022 Irma 
Emayanti 

Tapango Pelitakan 3 Polewali Mandar  

Irna Bulo Sabura 1 Polewali Mandar  
53 

 
7604080405950001 Suardi Tapango Rappang 1 Polewali Mandar  

Suardi Mapilli Alandi 
Kanusuang 

2 Polewali Mandar  

54 
 

7604074503930003 Jumrianah Tapango Rappang 1 Polewali Mandar  
Jumrinsh Mapilli Rappang 

Barat 
1 Polewali Mandar  

55 
 

7604093112550016 Sanuddin. S Tapango Rappang 1 Polewali Mandar  
Sainuddin 

Somba 
Matangnga Ba’ba Tapua 2 Polewali Mandar  

56 
 

7604074107840075 Sunarti Tapango Rappang 2 Polewali Mandar  
Sunarti Polewali 

Mandar 
Tapango 2 Polewali Mandar  

57 
 

7604070505940003 Rudi Tapango Rappang 3 Polewali Mandar  
Rudi Mapilli Beroangin 2 Polewali Mandar  

58 
 

7604076002870003 Ratna. R Tapango Rappang 3 Polewali Mandar  
Ratna. R Campalagia

n 
Parappe 3 Polewali Mandar  

59 
 

7604027112990075 Sartika Tapango Rappang 3 Polewali Mandar  
Nurjannah Campalagia

n 
Rappang 6 Polewali Mandar  

60 
 

7604077112820212 Diana Tapango Rappang 3 Polewali Mandar  
Diana Mapilli Rappang 

Barat 
5 Polewali Mandar  

61 
 

7604162005920001 Hasanuddin Tapango Rappang 3 Polewali Mandar  
Hasanuddin Bulo Pulliwa 4 Polewali Mandar  

62 
 

7604077112610024 Limbong Tapango Riso 1 Polewali Mandar  
Limbong Tapango Kalimbua 2 Polewali Mandar  

63 
 

7604072103840003 Mahmud Tapango Riso 1 Polewali Mandar  
Mahmud Banggae 

Timur 
Lembang 6 Majene  

64 
 

7604071709810001 Azwar Tapango Riso 1 Polewali Mandar  
Azwar, SP Matakali Petampanua 2 Polewali Mandar  

65 
 

7604061008830005 Nurdin Tapango Riso 2 Polewali Mandar  
Nurdin Binuang Batetangnga 1 Polewali Mandar  

66 
 

7604130405940002 wardi Tapango Riso 2 Polewali Mandar  
wardi Anreapi Papandangan 3 Polewali Mandar  

67 
 

7604071501690001 Matius. M Tapango Riso 2 Polewali Mandar  
Baco. K Tapango Kalimbua 2 Polewali Mandar  

68 
 

7604072707880001 Herman Tapango Riso 2 Polewali Mandar  
Herman Tapango Riso 2 Polewali Mandar  

69 
 

7604076408930001 Hilda Tapango Riso 2 Polewali Mandar  
Hilda Sarudu Sarudu 1 Mamuju Utara  

70 
 

7604072303810002 Udin Tapango Riso 2 Polewali Mandar  
Uding Anreapi Papandangan 2 Polewali Mandar  

71 
 

7604070703810005 Mirsyan Tapango Riso 2 Polewali Mandar  
Mirsyan Matakali Petampanua 2 Polewali Mandar  

72 
 

7604071508930004 Hasdin Tapango Riso 2 Polewali Mandar  
Hasdin Bulo Sepporraki 2 Polewali Mandar  

73 
 

7604074708800001 Sarni Tapango Riso 3 Polewali Mandar  
Sarni Tapango Riso 2 Polewali Mandar  

74 7604073112280010 Rosalina Tapango Riso 3 Polewali Mandar  

 
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 

Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 
 



58 
 

 Baco Tapango Pelitakan 2 Polewali Mandar  
75 

 
7604124107630237 Saripa Tapango Riso 3 Polewali Mandar  

Saripa Balanipa Lambanan 2 Polewali Mandar  
76 

 
7604110107700031 Basri Tapango Riso 3 Polewali Mandar  

Basri Lemboro Renggeang 2 Polewali Mandar  
77 

 
7604077112740123 Juria Tapango Riso 4 Polewali Mandar  

juriah Tapango Riso 3 Polewali Mandar  
78 

 
7604070709730004 Rungga Tapango Riso 4 Polewali Mandar  

Abd. Rauf Tapango Kurrak 1 Polewali Mandar  
79 

 
7604070609940003 Saleppang Tapango Riso 4 Polewali Mandar  

Salmawati Tapango Dakka 3 Polewali Mandar  
80 

 
7604075812840001 Meri Tapango Riso 4 Polewali Mandar  

Meri Tapango Riso 4 Polewali Mandar  
81 

 
7604074107630033 Lulu Tapango Riso 4 Polewali Mandar  

Lulu Anreapi Duampanua 2 Polewali Mandar  
82 

 
7604135511940003 Rasmawati Tapango Tapango 1 Polewali Mandar  

Rasmiati Anreapi Duampanua 1 Polewali Mandar  
83 

 
7604077112580026 Haridah Tapango Tapango 2 Polewali Mandar  

Haridah Luyo Batupanga 5 Polewali Mandar  
84 

 
7604082301810001 Taming Tapango Tapango 2 Polewali Mandar  

Taming Mapilli Serang 1 Polewali Mandar  
85 

 
7604070101970010 Abd. Wahab Tapango Tapango 2 Polewali Mandar  

Abd. Wahab Tapango Riso 3 Polewali Mandar  
86 

 
7604076510880001 Mustikawati Tapango Tapango 2 Polewali Mandar  

Haisa Matakali Barumbung 3 Polewali Mandar  
87 

 
7604021106930004 Ahmad Y Tapango Tapango 2 Polewali Mandar  

Ahmad. Y Campalagia
n 

Panyampa 4 Polewali Mandar  

88 
 

7604144605960001 Hardiana Tapango Tapango 3 Polewali Mandar  
Jumriah Matakali Pasiang 4 Polewali Mandar  

89 
 

7604075407890002 Haisa Tapango Tapango 3 Polewali Mandar  
Irmayani 
Amd.Keb 

Polewali Manding 2 Polewali Mandar  

90 
 

7604020112890007 Salim Tapango Tapango 3 Polewali Mandar  
Saling Campalagia

n 
Katumbangan. 

L 
5 Polewali Mandar  

91 
 

7604070312880002 Sagena Tapango Tapango 3 Polewali Mandar  
Sagena bulo Sabura 1 Polewali Mandar  

92 
 

7604060510800006 Sumaila Tapango Tapango 4 Polewali Mandar  
Sumaila Binuang Tonyaman 5 Polewali Mandar  

93 
 

7604077112610028 Hj. Nabia Tapango Tapango 4 Polewali Mandar  
Rami Tapango Kalimbua 1 Polewali Mandar  

94 
 

7604073112870146 Safaruddin Tapango Tapango 4 Polewali Mandar  
Saparuddin Matakali Tonrolima 1 Polewali Mandar  

95 
 

7604075012850005 Nurjannah Tapango Tapango 5 Polewali Mandar  
Nurjannah Tapango Tapango 2 Polewali Mandar  

96 
 

7604071211970001 Matlang Tapango Tapango 5 Polewali Mandar  
Agustina 

Astin 
Tapango Riso 4 Polewali Mandar  

97 
 

7604071010800006 ARGA Tapango Tapango Barat 1 Polewali Mandar  
ARGA Mapilli Landi. K 3 Polewali Mandar  

98 
 

7604142603920002 ABD. GAFUR Tapango Tapango Barat 1 Polewali Mandar  
ABD. GAFUR Matakali Pasiang 4 Polewali Mandar  

99 
 

7604073112830083 ULANG Tapango Tapango Barat 1 Polewali Mandar  
ULANG Tapango Tapango 4 Polewali Mandar  

100 
 

7604071909960002 AMIRSYAM Tapango Tapango Barat 1 Polewali Mandar  
WIWIN Luyo Sambali Wali 1 Polewali Mandar  

101 7604080905830003 MUHAMMAD Tapango Tapango Barat 2 Polewali Mandar  

 
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 

Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 
 



59 
 

 IDRIS 
MUHAMMAD 

IDRIS 
Mapilli Buku 5 Polewali Mandar  

102 
 

7604077112710094 NURLINA Tapango Tapango Barat 2 Polewali Mandar  
NURLINA Tapango Tapango 5 Polewali Mandar  

103 
 

7604074308980003 NURFATIMA
H 

Tapango Tapango Barat 2 Polewali Mandar  

FATIMAH Tapango Palatta 1 Polewali Mandar  
104 

 
7604037112730161 HASNAH Tapango Tapango Barat 2 Polewali Mandar  

HASNAH Binuang Paku 1 Polewali Mandar  
105 

 
7604081007830002 LATIF Tapango Tapango Barat 2 Polewali Mandar  

LATIF Mapilli Mapili 3 Polewali Mandar  
106 

 
7604072010960001 BUSRA Tapango Tapango Barat 2 Polewali Mandar  

BUSRAH Mapilli Kurma 3 Polewali Mandar  
107 

 
7604072202890002 HERI 

RUSTAN 
Tapango Tapango Barat 2 Polewali Mandar  

HERI 
RUSTAN 

Limboro Lembang 
Lembang 

4 Polewali Mandar  

108 
 

7604077112540071 HJ. CICCI Tapango Tapango Barat 3 Polewali Mandar  
HJ.CICCI Tikke Raya Jengeng Raya 3 Mamuju Utara  

109 
 

7604074201830001 MASNIN Tapango Tapango Barat 3 Polewali Mandar  
MASNIN Bulu Taba Ompi 2 Mamuju Utara  

110 
 

7604021503920004 SAMAD Tapango Tapango Barat 3 Polewali Mandar  

HJ. CICCI 
Campalagia

n 
Suruang 2 Polewali Mandar  

111 
 

7604075007840003 KAI Tapango Tapango Barat 3 Polewali Mandar  
KAI Mapilli Kurma 3 Polewali Mandar  

112 
 

7605065605920001 RAHMANIA Tapango Tuttula 1 Polewali Mandar  

NURBIAH 
TAMMERO

DO. S 
TAMMERODO

. S 
3 Majene  

113 
 

7604040401810003 MUIM Tapango Tuttula 1 Polewali Mandar  
MUIM Polewali Wattang 1 Polewali Mandar  

114 
 

7604074906750001 SALEHATI Tapango Tuttula 1 Polewali Mandar  
SAHARIA Tapango Riso 3 Polewali Mandar  

115 
 

7604020401850001 Supriadi Amin Tapango Tuttula 2 Polewali Mandar  
Supriadi Amin Campalagia

n 
Gattungan 2 Polewali Mandar  

116 
 

7604072502890001 Rusli Tapango Tuttula 2 Polewali Mandar  
Rusli Balanipa Pambusuang 7 Polewali Mandar  

 
14. KECAMATAN TINABUNG 

No NIK Nama Kecamatan Kelurahan TPS Kabupaten Vide 
Bukti 

1 
 

7604061107930001 Erwin Basri Tinambung Batulaya 2 Polewali Mandar  
Erwin Akbar Binuang Tonyoman 1 Polewali Mandar  

2 
 

7604015402960004 Nurada Tinambung Batulaya 3 Polewali Mandar  
Nurada Limboro Lembang 

lembang 
1 Polewali Mandar  

3 
 

7604045311960001 
JURJANNAH 

Tinambung Galung 
Lombok 

1 Polewali Mandar  

NASRIA Polewali Darma 7 Polewali Mandar  
4 
 

7604017112872082 
MASTIAH 

Tinambung Galung 
Lombok 

1 Polewali Mandar  

MASTIA Limboro Tangan Baru 1 Polewali Mandar  
5 
 

7604081112850004 
SAHARUDDIN 

Tinambung Galung 
Lombok 

4 Polewali Mandar  

SAHARUDDIN Mapilli Rappang Barat 4 Polewali Mandar  
6 7604085808850001 MARDIANA Tinambung Galung 4 Polewali Mandar  
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 WAHID Lombok 
MARDIANA 

WAHID 
Mapilli Rappang Barat 4 Polewali Mandar  

7 
 

7605084107880071 
WAHDANIAH 

Tinambung Galung 
Lombok 

4 Polewali Mandar  

WAHDANIAH 
Benggae 

Timur 
Tande 2 Majene  

8 
 

7604112701900001 
 HASRIADI 

Tinambung Galung 
Lombok 

4 Polewali Mandar  

HASRIADI Limboro Tandasura 2 Polewali Mandar  
9 
 

7604014107552055 Saharang Tinambung Karama 1 Polewali Mandar  
Saharang Polewali Pekkabata 6 Polewali Mandar  

10 
 

7605080703770001 
 

Surya Amin Tinambung Karama 2 Polewali Mandar  

Surya Amin 
Banggae 

Timur Tande Timur 3 Majene   

11 
 

7601044507950001 
 

Hadriah Tinambung Karama 3 Polewali Mandar  
Hadriah Sarudu Sarudu 2 Mamuju Utara  

12 
 

7604132003970002 
 

Haeril Anwar Tinambung Karama 3 Polewali Mandar  
Haerul Anwar Anreapi Duampanua 2 Polewali Mandar  

13 
 

7604015708960002 
 

Nurul Ilmi Tinambung Karama 3 Polewali Mandar  
Nurul Ilmi Balanipa Tamanggalle 3 Polewali Mandar  

14 
 

7605014107930038 
 

Irna Tinambung Karama 4 Polewali Mandar  
Irna Banggae Rangas 12 Majene  

15 
 

7604012006900001 
 

Arifuddin Tinambung Karama 4 Polewali Mandar  
Arifuddin Balanipa Balanipa 5 Polewali Mandar  

16 
 

7604074310800005 
 

Haerani Tinambung Karama 4 Polewali Mandar  
Haerani 
S.Kom Tapango Tapango barat 1 

Polewali Mandar  

17 
 

7604017112742071 
 

A. Nilda. B Tinambung Karama 4 Polewali Mandar  
Andi Nilda B mapilli ugibaru 5 Polewali Mandar  

18 
 

7604124107990208 
 

Nurhayati Tinambung Karama 4 Polewali Mandar  
Nurhayati Balanipa Balanipa 5 Polewali Mandar  

19 
 

7604010811890002 
 

Lukman Tinambung Karama 5 Polewali Mandar  
Lukman Balanipa Tamanggalle 3 Polewali Mandar  

20 
 

7604015210930002 
 

Rahma Tinambung Karama 5 Polewali Mandar  
Rahma Binuang Tonyaman 2 Polewali Mandar  

21 
 

7604120710730001 Tauhid Tinambung Karama 6 Polewali Mandar  
Tauhid Balanipa Sabang Subik 6 Polewali Mandar  

22 
 

7604123112840070 Asri Tinambung Karama 6 Polewali Mandar  
Rahmat Balanipa Tammajarra 2 Polewali Mandar  

23 
 

7605044505910001 Nurmadina Tinambung Karama 6 Polewali Mandar  
Nurmadina Malunda Mekkatta 3 Majene  

24 
 

7604123112860047 Yudin Tinambung Karama 6 Polewali Mandar  
Yudin Balanipa Tamanggalle 2 Polewali Mandar  

25 
 

7604127112870047 Nurlina Tinambung Karama 6 Polewali Mandar  
Nurlina Balanipa Tamanggalle 2 Polewali Mandar  

26 
 

7604017112832031 Rahmatia Tinambung Karama 6 Polewali Mandar  
Rahmatia Balanipa Sabang Subik 6 Polewali Mandar  

27 
 

7604013001770001 Abd. Salam Tinambung Karama 6 Polewali Mandar  
Abd.Salam Mapilli Bonra 4 Polewali Mandar  

28 
 

7604017001850002 Nurmia Tinambung Karama 6 Polewali Mandar  
Nurmia Mapilli Bonra 4 Polewali Mandar  

29 
 

7604017112572061 
 

Sitti Nur Tinambung Lekopadis 1 Polewali Mandar  
Sitti Nur Campalagian Lapeo 4 Polewali Mandar  

30 
 

7604016411650001 St. Ruhania A Tinambung Lekopadis 2 Polewali Mandar  

St. Ruhaniah 
BANGGAE 

TIMUR TANDE TIMUR 1 
Majene  

31 7604154507980001 Ade Serly Tinambung Lekopadis 3 Polewali Mandar  
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 Ade Serly Allu Alu 2 Polewali Mandar  
32 
 

7604017112702099 Suhaena Tinambung Lekopadis 4 Polewali Mandar  
Suhaena Limboro Renggeang 4 Polewali Mandar  

33 
 

7604115502850002 Nurbaya Tinambung Lekopadis 4 Polewali Mandar  
Nurbaya Limboro Limboro 4 Polewali Mandar  

34 
 

7604112001840001 Israil Tinambung Lekopadis 4 Polewali Mandar  
Israil Limboro Limboro 4 Polewali Mandar  

35 
 

7604110702860001 Badaruddin Tinambung Lekopadis 4 Polewali Mandar  
Badaruddin Limboro Samasundu 3 Polewali Mandar  

36 
 

7604116005880001 Nurjannah Tinambung Lekopadis 4 Polewali Mandar  
Nurjannah Limboro Samasundu 3 Polewali Mandar  

37 
 

7604115004790001 Warti Tinambung Sepabatu 1 Polewali Mandar  
Warti Limboro Tandasura 1 Polewali Mandar  

38 
 

7605087112960011 Hasrawati Tinambung Sepabatu 2 Polewali Mandar  

Hasrawati 
Banggae 

Timur Labuang Utara 4 
Majene  

39 
 

7604084609830001 Nurdina Tinambung Sepabatu 3 Polewali Mandar  
Nurdina Mapilli Ugibaru 2 Polewali Mandar  

40 
 

7604041206850001 Harianto S. Se Tinambung Sepabatu 3 Polewali Mandar  
Harianto. S Polewali Polewali 3 Polewali Mandar  

41 
 

7604014201910001 Nuhyaininur Tinambung Sepabatu 4 Polewali Mandar  
Nuhyaininur Limboro Palece 2 Polewali Mandar  

42 
 

7604017112932048 Namria Tinambung Tandung 1 Polewali Mandar  
Namriah Pamboang Tinambung 1 Majene  

43 
 

7605015210890001 Muliana Tinambung Tandung 1 Polewali Mandar  
Muliana Banggae Pangali Ali 7 Majene  

44 
 

7605085002760001 Nurliah Tinambung Tandung 1 Polewali Mandar  

Nurliah 
Banggae 

Timur Labuang 10 
Majene  

45 
 

7604146712870003 Hardi Tinambung Tandung 2 Polewali Mandar  
Jumarni Matakali Matakali 4 Polewali Mandar  

46 
 

7604062510750001 Muhammad Tinambung Tandung 2 Polewali Mandar  
Muhammad Polewali Polewali 5 Polewali Mandar  

47 
 

7605040406590001 Muh.Ali Tinambung Tandung 2 Polewali Mandar  

Hammaali A Malunda 
Lombang 

Timur 3 
Majene  

48 
 

7604016703860003 Nurjannah Tinambung Tandung 2 Polewali Mandar  
Nurjannah Banggae Banggae 1 Majene  

49 
 

7604080306810001 Haeriah 
S.Kem 

Tinambung Tandung 3 Polewali Mandar  

Haeriah Polewali Wattang 7 Polewali Mandar  
50 
 

7604080306810001 Muh.Abidin Tinambung Tandung 3 Polewali Mandar  
Muh. Abidin Polewali Wattang 7 Polewali Mandar  

51 
 

7605087007880001 Tri Yuli Arti. R Tinambung Tandung 3 Polewali Mandar  

Tri Uliarti 
Banggae 

Timur Lembang 2 
Majene  

52 
 

7604127112890073 Hasni Tinambung Tandung 4 Polewali Mandar  
Hasni Balanipa Tammajarra 1 Polewali Mandar  

53 
 

7604017012400004 Sitti Ari Sulae Tinambung Tandung 4 Polewali Mandar  
Stti Ari Sulae Polewali Pekkabata 7 Polewali Mandar  

54 
 

7604013112852082 
Rusli 

Tinambung Tangnga 
Tangnga 

1 Polewali Mandar  

Abdul 
Rahman Balanipa Tamanggalle 3 

Polewali Mandar  

55 
 

7604113112910064 Muhammad 
Adil 

Tinambung Tangnga 
Tangnga 

1 Polewali Mandar  

Muh. Adil Limboro Samasundu 3 Polewali Mandar  
56 7604015612940002 Rosnianti Tinambung Tangnga 1 Polewali Mandar  
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 Tangnga 
Rosmianti Campalagian Pappang 4 Polewali Mandar  

57 
 

7604013112922018 
Rudi 

Tinambung Tangnga 
Tangnga 

1 Polewali Mandar  

Rudi Balanipa Tammajarra 3 Polewali Mandar  
58 
 

7605013112650135 
Syahruddin 

Tinambung Tangnga 
Tangnga 

1 Polewali Mandar  

Daud Banggae Galung 2 Majene  
59 
 

7604013112622041 
Abd Rasak 

Tinambung Tangnga 
Tangnga 

2 Polewali Mandar  

Abd. Rasak Campalagian Katumbangan 3 Polewali Mandar  
60 
 

7604021506970001 
Ongki 

Tinambung Tangnga 
Tangnga 

2 Polewali Mandar  

Ongki Campalagian Katumbangan 3 Polewali Mandar  
61 
 

7604127112930040 
Sabaria 

Tinambung Tangnga 
Tangnga 

2 Polewali Mandar  

Sabaria Balanipa Pambusuang 7 Polewali Mandar  
62 
 

7604023112840192 
Sapiana 

Tinambung Tangnga 
Tangnga 

3 Polewali Mandar  

Sapi Campalagian Lapeo 4 Polewali Mandar  
63 
 

7604113112600178 
Rasadi 

Tinambung Tangnga 
Tangnga 

4 Polewali Mandar  

Rasadi Limboro Palece 2 Polewali Mandar  
64 
 

7604015003960001 
Hapida 

Tinambung Tangnga 
Tangnga 

4 Polewali Mandar  

Hapida Mapilli Ugibaru 3 Polewali Mandar  
65 
 

7604013112752061 
Syamsuddin 

Tinambung Tangnga 
Tangnga 

4 Polewali Mandar  

Syamsuddin Binuang Kaleok 3 Polewali Mandar  
66 
 

'7604012410740001 Abd. Rasyid Tinambung Tinambung 1 Polewali Mandar  
Abd Rasyid Allu Petoosang 4 Polewali Mandar  

67 
 

7605084910880001 Rahmawati Tinambung Tinambung 1 Polewali Mandar  

Rahmawati 
Banggae 

Timur Baruga Dhua 4 
Majene  

68 
 

7604125004920002 Nurasia Tinambung Tinambung 1 Polewali Mandar  
Nurasia Balanipa Balanipa 4 Polewali Mandar  

69 
 

7604016112960002 Nihlah Awaliah Tinambung Tinambung 2 Polewali Mandar  
Wiwi 

Wulandari Limboro Samasundu 4 
Polewali Mandar  

70 
 

7604021012920003 Hamza Tinambung Tinambung 2 Polewali Mandar  
Aco Hamsah Campalagian Bonde 9 Polewali Mandar  

71 
 

7605010504870001 Muhammad 
Ilyas 

Tinambung Tinambung 2 Polewali Mandar  

Muh. Ilyas Banggae Banggae 4 Majene  
72 
 

7605017101860002 Anik Suryani Tinambung Tinambung 2 Polewali Mandar  
Anik Suryani Banggae Totoli 7 Majene  

73 
 

7605010110800003 Sabri Tinambung Tinambung 2 Polewali Mandar  
Sabri Banggae Totoli 7 Majene  

74 
 

7604151402910003 Aco Manaf Tinambung Tinambung 3 Polewali Mandar  
Aco Manap Allu Mombi 4 Polewali Mandar  

75 
 

7604014404890003 Sa'daria Tinambung Tinambung 4 Polewali Mandar  
Sa''daria Luyo Mapili Barat 4 Polewali Mandar  

76 
 

7604010107752068 Rahim Tinambung Tinambung 5 Polewali Mandar  
H.Rahim Tapango Dakka 3 Polewali Mandar  

77 
 

7604102505760004 Abd Hakim Tinambung Tinambung 5 Polewali Mandar  
Abdul Hakim Luyo Mapili Barat 3 Polewali Mandar  

78 
 

7605087003960002 Nabila Haruna Tinambung Tinambung 5 Polewali Mandar  
Nursiah Banggae Lembang 2 Majene  
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Timur 
79 
 

7604016001750001 Sumarni Tinambung Tinambung 6 Polewali Mandar  
Sumarni Mapilli Bonra 5 Polewali Mandar  

 
15. KECAMATAN TUTAR 

No NIK Nama Kecamata
n Kelurahan TPS Kabupaten Vide 

Bukti 
1 
 

7604053112580045 
 ABD. HAMID 

TUTAR 
AMBOPADANG 

2 Polewali 
Mandar  

ABD. HAMID MAPILLI BUKU 5 
Polewali 
Mandar  

2 
 

7604054210990002 

NUR ASIA 
TUTAR 

AMBOPADANG 
3 Polewali 

Mandar  

RATNA ALLU PUPPU URING 3 
Polewali 
Mandar  

3 
 

7604046910980001 
 

IRMAYANTI 
TUTAR 

AMBOPADANG 
4 Polewali 

Mandar  

CHAERAH. 
S POLEWALI DARMA 3 

Polewali 
Mandar  

4 
 

7604114605990003 

MULIANA 
TUTAR 

AMBOPADANG 
4 Polewali 

Mandar  

MULIANA LIMBORO 
LEMBANG 
LEMBANG 3 

Polewali 
Mandar  

5 
 

7604072104900002 

HARDIANSY
AH 

TUTAR 
AMBOPADANG 

5 Polewali 
Mandar  

HARDIANSY
AH TAPANGO PALATTA 1 

Polewali 
Mandar  

6 
 

7604055809800002 
 MARYAM 

TUTAR 
ARABUA 

2 Polewali 
Mandar  

MARYAM ALLU MOMBI 3 
Polewali 
Mandar  

7 
 

7604057004890002 
 

AZIS 
TUTAR BESOANGIN 

UTARA 
1 Polewali 

Mandar  

KURNIA TUTAR BESOANGIN 3 
Polewali 
Mandar  

8 
 

7604051206690001 
 

JAMIL 
TUTAR BESOANGIN 

UTARA 
1 Polewali 

Mandar  

JAMIL 
TUBO 

SENDANA ONANG 1 Majene   

9 
 

7604055506870001 

RISMA 
TUTAR BESOANGIN 

UTARA 
1 Polewali 

Mandar  

RISMA 
TUBO 

SENDANA ONANG 1 Majene  

10 
 

7604052508750001 
 

RIDWAN. T 
TUTAR PEBURRU 1 Polewali 

Mandar  

MUHAMMAD 
AMIN POLEWALI POLEWALI 9 

Polewali 
Mandar  

11 
 

7604057112910076 

HASMIA 
TUTAR PEBURRU 1 Polewali 

Mandar  

HASMIAH ANREAPI DUAMPANUA 2 
Polewali 
Mandar  

12 
 

7604050601920001 

MISBAHUDD
IN 

TUTAR PEBURRU 3 Polewali 
Mandar  

MISBAHUDD
N BULO BULO 2 

Polewali 
Mandar  

13 
 7604101805980001 

 
Muh. Aswar 

TUTAR PEBURRU 4 Polewali 
Mandar  

HAJAR LUYO BATUPANGA 6 Polewali  
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ASWAR DAALA Mandar 
14 
 

7604104205750004 

Asia 
TUTAR PEBURRU 4 Polewali 

Mandar  

ASIA LUYO 
BATUPANGA 

DAALA 6 
Polewali 
Mandar  

15 
 

7604053112950099 
 ANSAR 

TUTAR PIRIANG 
TAPIKO 

1 Polewali 
Mandar  

ANSAR MAPILLI RUMPA 3 
Polewali 
Mandar  

16 
 

7604063112890106 

RASMAN 
TUTAR PIRIANG 

TAPIKO 
2 Polewali 

Mandar  

RASMAN BINUANG TONYAMAN 4 
Polewali 
Mandar  

17 
 

7604050811840001 

M. YASDIN 
TUTAR PODA 3 Polewali 

Mandar  

M.YADING TUTAR AMBOPADANG 2 
Polewali 
Mandar  

18 
 

7604080712830001 
 YUNDING 

TUTAR POLLEWANI 1 Polewali 
Mandar 

 

YUNDING MAPILLI BEROANGIN 1 
Polewali 
Mandar 

 

19 
 

7604053112870091 

KACO. P 
TUTAR POLLEWANI 3 Polewali 

Mandar 
 

KACO. P TUTAR POLLEWANI 2 
Polewali 
Mandar 

 

20 
 

7601041306860001 
SARSILO 

TUTAR POLLEWANI 4 Polewali 
Mandar 

 

SARSILO SARUDU BULU MARIO 5 Mamuju Utara  
21 
 

7604050506950001 
 

KASBIN 
TUTAR POLLEWANI 5 Polewali 

Mandar 
 

HENRI TUTAR POLLEWANI 2 
Polewali 
Mandar 

 

22 
 

7604100107610081 

KANA 
TUTAR POLLEWANI 5 Polewali 

Mandar 
 

KANA LUYO BATUPANGA 4 
Polewali 
Mandar 

 

23 
 

7604051905800002 
 

YUSUF 
TUTAR RATTE 1 Polewali 

Mandar 
 

YUSUF 
CAMPALA

GIAN PARAPPE 7 
Polewali 
Mandar 

 

24 
 

7604061807950001 

HASAN 
TUTAR RATTE 1 Polewali 

Mandar 
 

RAMADAN BINUANG 
BATETANGNG

A 9 
Polewali 
Mandar 

 

25 
 

7604057008960001 
 

KARLINA 
TUTAR TARAMANU 1 Polewali 

Mandar 
 

LKARLINA POLEWALI LANTORA 7 
Polewali 
Mandar 

 

26 
 

7604051011880008 

M. TAHIR 
TUTAR TARAMANU 1 Polewali 

Mandar 
 

M.TAHIR TUTAR AMBOPADANG 2 
Polewali 
Mandar 

 

27 
 

7604053112810097 
 

SAHARUDDI
N 

TUTAR TARAMANU 3 Polewali 
Mandar 

 

SAHARUDDI
N BINUANG 

BATETANGNG
A 8 

Polewali 
Mandar 

 

28 
 

7604051403910001 
SUWEDI 

TUTAR TARAMANU 3 Polewali 
Mandar 

 

AMAR BALANIPA SABANG 3 Polewali  
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MA'RUF SUBIK Mandar 
29 
 

7604051009930002 
 JUFRI 

TUTAR TARAMANU 
TUA 

4 Polewali 
Mandar 

 

JUPRI TUTAR BESOANGIN 2 
Polewali 
Mandar 

 

30 
 

7604050405740001 
 

ASLIAH 
TUTAR TUBBI 1 Polewali 

Mandar 
 

KONI. H TUTAR POLLEWANI 5 
Polewali 
Mandar 

 

31 
 

7604052012740001 
 

MUH. DAUD 
TUTAR TUBBI 1 Polewali 

Mandar 
 

M.DAUD SENDANA 
BANUA 

SENDANA 1 
Majene  

32 
 

7604050107890121 

MALIK 
TUTAR TUBBI 1 Polewali 

Mandar 
 

MALIK TUTAR 
PIRIANG 
TAPIKO 3 

Polewali 
Mandar 

 

33 
 

7604165803880001 
 

NURLIA 
TUTAR TUBBI 2 Polewali 

Mandar 
 

NURLIA BULO KAROMBANG 3 
Polewali 
Mandar 

 

34 
 

7604161802890001 

ANSAR 
TUTAR TUBBI 2 Polewali 

Mandar 
 

ANSAR BULO KAROMBANG 3 
Polewali 
Mandar 

 

 
16. KECAMATAN WONOMULYO 

No NIK Nama Kecamata
n Kelurahan TP

S Kabupaten Vide 
Bukti 

1 
 

7604035501900007 
 

NAIM 
IRMAYANI 

WONOMU
LYO 

ARJO SARI 1 Polewali Mandar  

NAIM 
IRMAYANI TAPANGO DAKKA 3 

Polewali Mandar  

2 
 7604086606980001 

 
SALMAWATI 

WONOMU
LYO 

ARJO SARI 2 Polewali Mandar  

HALUBIA MAPILLI BUKU 5 Polewali Mandar  
3 
 

7604084712910004 
FITRIANI 

WONOMU
LYO 

ARJO SARI 2 Polewali Mandar  

FITRIANI MAPILLI RUMPA 4 Polewali Mandar  
4 
 

7604030501870005 
 

ASNAI 
WONOMU

LYO 
ARJO SARI 3 Polewali Mandar  

SRIBULAN, 
A.Md POLEWALI DARMA 5 

Polewali Mandar  

5 
 

7604034107850514 
IDA 

WONOMU
LYO 

ARJO SARI 3 Polewali Mandar  

IDA MAPILLI BEROANGIN 1 Polewali Mandar  
6 
 

7604030205790002 
 

DEDY 
PURWANTO 

WONOMU
LYO 

ARJO SARI 4 Polewali Mandar  

INDAH 
FEBYANITA POLEWALI TAKATIDUNG 7 

Polewali Mandar  

7 
 

7604023112750157 
HAMZAO 

WONOMU
LYO 

ARJO SARI 4 Polewali Mandar  

RASAK LUYO SAMBALI WALI 3 Polewali Mandar  
8 
 7604031605630002 

 
TAHIR 

WONOMU
LYO 

BAKKA-BAKKA 1 Polewali Mandar  

TAHIR TAPANGO RAPPANG 1 Polewali Mandar  
9 
 7604035011980007 

 
SUKMAWATI 

WONOMU
LYO 

BAKKA-BAKKA 1 Polewali Mandar  

SUKMAWATI TAPANGO RAPPANG 1 Polewali Mandar  
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10 
 

7604033112680221 
 

ALMADAR 
WONOMU

LYO 
BAKKA-BAKKA 1 Polewali Mandar  

ALMADAR 
FATTAH, 

S.Pd MAPILLI MAPILI 3 

Polewali Mandar 
 

11 
 7604033112770141 

 
ANWAR 

WONOMU
LYO 

BAKKA-BAKKA 2 Polewali Mandar  

ANWAR MATAKALI TONROLIMA 1 Polewali Mandar  
12 

 

7602077112870037 
 

JUMURIA 
WONOMU

LYO 
BAKKA-BAKKA 2 Polewali Mandar  

JUMURIA SARUDU SARUDU 6 

 
Mamuju utara 

 
 

13 
 7604033112890043 

 
MANTO 

WONOMU
LYO 

BAKKA-BAKKA 2 Polewali Mandar  

MANTO POLEWALI MANDING 2 Polewali Mandar  
14 

 

7604023112950108 

ASRI 
WONOMU

LYO 
BAKKA-BAKKA 2 Polewali Mandar  

ASRI 
CAMPALA

GIAN PARAPPE 5 Polewali Mandar  

15 
 

7604023112870189 
 

NURDIN 
WONOMU

LYO 
BANUA BARU 1 Polewali Mandar  

SARIFUDDIN 
CAMPALA

GIAN KENJE 2 Polewali Mandar  

16 
 

7604035005790010 
 

MANSURA, 
S.Pd.I 

WONOMU
LYO 

BANUA BARU 1 Polewali Mandar  

ETY 
WIDURI. K 

WONOMU
LYO ARJO SARI 1 Polewali Mandar  

17 
 

7604030104880017 
HASBI 

WONOMU
LYO 

BANUA BARU 1 Polewali Mandar  

HASBI MAPILLI BONRA 1 Polewali Mandar  
18 

 7604031108950002 
 

IWAN 
WONOMU

LYO 
BANUA BARU 2 Polewali Mandar  

IWAN MAPILLI BEROANGIN 4 Polewali Mandar  
19 

 
7604035602810007 

A. 
FATMAWATI 

WONOMU
LYO 

BANUA BARU 2 Polewali Mandar  

A. Fatmawati ALLU PETOOSANG 2 Polewali Mandar  
20 

 7604035101990007 
 

Nurbaeti 
WONOMU

LYO 
BANUA BARU 3 Polewali Mandar  

NURBAETI MAPILLI UGIBARU 4 Polewali Mandar  
21 

 
7604080708650002 

 

Baharuddin 
WONOMU

LYO 
BANUA BARU 3 Polewali Mandar  

BAHARUDDI
N MAPILLI MAPILI 1 Polewali Mandar  

22 
 7604083001930003 

 
M. Syahid 

WONOMU
LYO 

BANUA BARU 3 Polewali Mandar  

M. SYAHID MAPILLI MAPILI 1 Polewali Mandar  
23 

 
7604105008910002 

Silmawati 
WONOMU

LYO 
BANUA BARU 3 Polewali Mandar  

SILMAWATI LUYO TENGGELANG 3 Polewali Mandar  
24 

 7604037112660078 
 

HJ.NURMA 
WONOMU

LYO 
BANUA BARU 4 Polewali Mandar  

NURMA MAPILLI BONRA 5 Polewali Mandar  
25 

 7604043112850096 
 

Nasaruddin 
WONOMU

LYO 
BANUA BARU 4 Polewali Mandar  

ZAINUDDIN POLEWALI DARMA 7 Polewali Mandar  
26 

 7604071006860005 
 

Murni 
WONOMU

LYO 
BANUA BARU 4 Polewali Mandar  

JASMAN TAPANGO KALIMBUA 1 Polewali Mandar  
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27 
 

7604030311980001 
 

DEDEN 
KUSUMA 
ATMAJA 

WONOMU
LYO 

BANUA BARU 4 Polewali Mandar  

MURSALIM 
WONOMU

LYO BANUA BARU 4 Polewali Mandar  

28 
 

7604036407880006 

WAHIDA 
WONOMU

LYO 
BANUA BARU 4 Polewali Mandar  

WAHIDA TAPANGO 
TAPANGO 

BARAT 1 Polewali Mandar  

29 
 

7604034808910002 
 

TRISNAWAT
I 

WONOMU
LYO 

BUMIAYU 2 Polewali Mandar  

RIA IRAWAN BANGGAE PANGALI ALI 1 Majene  
30 

 
7604147112780043 

Asmar 
WONOMU

LYO 
BUMIAYU 3 Polewali Mandar  

ASMAR MATAKALI MATAKALI 3 Polewali Mandar  
31 

 

7604034107420057 

JUMIRAN 
WONOMU

LYO 
BUMIAYU 4 Polewali Mandar  

JUMIRAH 
WONOMU

LYO ARJO SARI 3 Polewali Mandar  

32 
 

7604036111880002 
YENIWATI 

WONOMU
LYO 

BUMIAYU 5 Polewali Mandar  

NURMADINA MAPILLI UGIBARU 5 Polewali Mandar  
33 

 
7604037112750180 

 
NUNUNG 

MUJI 
WIYANTI 

WONOMU
LYO 

BUMIMULYO 1 Polewali Mandar  

HADRAH 
BANGGAE 

TIMUR BAURUNG 2 
Majene  

34 
 

7604032512840001 

SYARIFUDDI
N 

WONOMU
LYO 

BUMIMULYO 2 Polewali Mandar  

SITTI 
RAHMA.A.M

A 
WONOMU

LYO BANUA BARU 2 
Polewali Mandar 

 

35 
 7604071011850001 

 
HERMAN 

WONOMU
LYO CAMPURJO 

2 Polewali Mandar  

HERMAN TAPANGO TAPANGO 4 Polewali Mandar  
36 

 7604047112640216 
 

MARLIA 
WONOMU

LYO CAMPURJO 
2 Polewali Mandar  

MARLIA POLEWALI POLEWALI 6 Polewali Mandar  
37 

 
7604042703910003 

 

ALFIAN 
ZAINUDDIN 

WONOMU
LYO CAMPURJO 

2 Polewali Mandar  

ALFIAN 
ZAINUDDIN POLEWALI POLEWALI 6 Polewali Mandar  

38 
 

7604042712920004 
 

ADRIAWAN 
ZAINUDDIN 

WONOMU
LYO CAMPURJO 

2 Polewali Mandar  

ADRIAWAN 
ZAINUDDIN POLEWALI POLEWALI 6 Polewali Mandar  

39 
 7604041610870002 

 
ARDIAN, SE 

WONOMU
LYO CAMPURJO 

2 Polewali Mandar  

ARDIAN, SE POLEWALI POLEWALI 6 Polewali Mandar  
40 

 
7604075501860002 

SUMINA 
WONOMU

LYO CAMPURJO 
2 Polewali Mandar  

SUMINA TAPANGO BANATO REJO 1 Polewali Mandar  
41 

 
7604030107830456 

 

RIDWAN 
WONOMU

LYO CAMPURJO 
3 Polewali Mandar  

SYAMSUDDI
N BANGGAE 

PALIPI 
SOREANG 3 

Majene  

42 
 

7604032906880011 
IRFAN 

WONOMU
LYO CAMPURJO 

3 Polewali Mandar  

IRFAN TAPANGO PELITAKAN 3 Polewali Mandar  
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43 
 

7604030808870033 
 

EDI 
RAHMAT 

WONOMU
LYO GALESO 

1 Polewali Mandar  

EDI 
RAHMAT 

CAMPALA
GIAN PARAPPE 2 

Polewali Mandar  

44 
 

7604035909960002 
SUBAEDA 

WONOMU
LYO GALESO 

1 Polewali Mandar  

SUBAEDA MAPILLI RUMPA 5 Polewali Mandar  
45 

 7604033012830003 
 

BASRI 
WONOMU

LYO GALESO 
2 Polewali Mandar  

MUSLIMIN MAPILLI UGIBARU 5 Polewali Mandar  
46 

 

7604037112690176 

RUBAMA 
WONOMU

LYO GALESO 
2 Polewali Mandar  

HUSNA 
WONOMU

LYO BANUA BARU 4 
Polewali Mandar  

47 
 

7604145204900002 

NURMAYAN
TI 

WONOMU
LYO GALESO 

3 Polewali Mandar  

SUARNI J MATAKALI PASIANG 7 Polewali Mandar  
48 

 
7604045004900009 

MARIANA 
WONOMU

LYO GALESO 
4 Polewali Mandar  

MARIANA POLEWALI DARMA 5 Polewali Mandar  
49 

 

7604041202870006 

FERDI 
WONOMU

LYO GALESO 
5 Polewali Mandar  

FERDI 
PASANGK

AYU PAKAVA 6 
Mamuju Utara  

50 
 

7604037107910003 
 

TANRI 
WONOMU

LYO GALESO 
5 Polewali Mandar  

TANRI 
DAPURAN

G DAPURANG 4 
Mamuju Utara  

51 
 

7604065511940001 
KASMI 

WONOMU
LYO GALESO 

5 Polewali Mandar  

KASMI BINUANG REA 5 Polewali Mandar  
52 

 7601033112860010 
 

M.ILMAN 
WONOMU

LYO KEBUNSARI 
3 Polewali Mandar  

M ILMAN POLEWALI POLEWALI 6 Polewali Mandar  
53 

 
7604031303860009 

 

AHMAD 
HIDAYAT 

WONOMU
LYO KEBUNSARI 

3 Polewali Mandar  

AHMAD 
HIDAYAT 

BANGGAE 
TIMUR 

LABUANG 
UTARA 10 

Majene 
 

 

54 
 

7604035611880002 

IRMAYANTI 
WONOMU

LYO KEBUNSARI 
3 Polewali Mandar  

IRMAYANTI 
BANGGAE 

TIMUR 
LABUANG 

UTARA 10 
Majene 

 
 

55 
 

7604086307800002 
 

MASRAH 
WONOMU

LYO NEPO 
1 Polewali Mandar  

MASRAH MAPILLI 
RAPPANG 

BARAT 1 
Polewali Mandar  

56 
 

7604027112990036 

HAERANI 
WONOMU

LYO NEPO 
1 Polewali Mandar  

SUKMAWATI 
CAMPALA

GIAN LAPEO 1 
Polewali Mandar  

57 
 

7604024507920001 
 

NURHAYATI 
WONOMU

LYO NEPO 
2 Polewali Mandar  

NURHAYATI 
CAMPALA

GIAN PAPPANG 5 
Polewali Mandar  

58 
 

7604031407820001 

RAMLI 
WONOMU

LYO NEPO 
2 Polewali Mandar  

M. HASAN 
WONOMU

LYO KEBUNSARI 1 
Polewali Mandar  

59 7604037112830075 MUHIDA WONOMU NEPO 3 Polewali Mandar  
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 LYO 

NASRIA 
WONOMU

LYO GALESO 1 
Polewali Mandar  

60 
 

7604041601670001 

MUHAMMAD 
IDRIS 

WONOMU
LYO NEPO 

4 Polewali Mandar  

MUHAMMAD 
IDRIS POLEWALI PEKKABATA 3 

Polewali Mandar  

61 
 

7604030412890002 

RONI 
WONOMU

LYO NEPO 
 Polewali Mandar  

RONI 
BANGGAE 

TIMUR LEMBANG 3 
Majene  

62 
 

7604035510810008 
 ARFAH. SKM 

WONOMU
LYO SIDODADI 

1 Polewali Mandar  

ARFAH POLEWALI DARMA 2 Polewali Mandar  
63 

 
7604041007900015 

BUSTAMAN 
WONOMU

LYO SIDODADI 
2 Polewali Mandar  

BUSTAMAN POLEWALI POLEWALI 3 Polewali Mandar  
64 

 
7308184109860001 

DEWI YANTI 
WONOMU

LYO SIDODADI 
3 Polewali Mandar  

DEWI YANTI SARUDU SARUDU 1 Mamuju Utara  
65 

 
7604037112680152 

 

TINI 
WONOMU

LYO SIDODADI 
4 Polewali Mandar  

Rosdiana 
WONOMU

LYO BANUA BARU 3 
Polewali Mandar  

66 
 

7604086712630001 
 

HJ.HALAWIA
H 

WONOMU
LYO SIDODADI 

4 Polewali Mandar  

HJ. 
HALAWIAH MAPILLI RUMPA 4 

Polewali Mandar  

67 
 

7604082708690001 

M. RUSLI 
ISHAK 

WONOMU
LYO SIDODADI 

4 Polewali Mandar  

M. RUSLI 
ISHAK MAPILLI RUMPA 4 

Polewali Mandar  

68 
 

7604031007960002 
 

BERLIN. M 
WONOMU

LYO SIDODADI 
5 Polewali Mandar  

SUKRI 
WONOMU

LYO NEPO 4 
Polewali Mandar  

69 
 

7604035308850002 
NURASIA 

WONOMU
LYO SIDODADI 

5 Polewali Mandar  

NURANNISA MALUNDA MALIAYA 3 Majene  
70 

 
7604031503910001 

 

MUSTAMAN 
WONOMU

LYO SIDODADI 
6 Polewali Mandar  

MAHFUD 
WONOMU

LYO BANUA BARU 2 
Polewali Mandar  

71 
 

7604033112400091 

H. ABD. 
RAHMAN 

WONOMU
LYO SIDODADI 

6 Polewali Mandar  

JUMIRAN 
WONOMU

LYO BUMIAYU 5 
Polewali Mandar  

72 
 

7604036103890001 

HASRIANI 
BURHAN 

WONOMU
LYO SIDODADI 

8 Polewali Mandar  

SALMA 
WONOMU

LYO KEBUNSARI 3 
Polewali Mandar  

73 
 

7604020911690001 
 

CHAERUDDI
N AMIR 

WONOMU
LYO SIDODADI 

9 Polewali Mandar  

CHAERUDDI
N AMIR 

CAMPALA
GIAN PAPPANG 2 

Polewali Mandar  

74 
 

7604025507790001 
 

FATMALIA 
WONOMU

LYO SIDODADI 
9 Polewali Mandar  

FATMALIA 
CAMPALA

GIAN PAPPANG 2 
Polewali Mandar  
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75 
 

7604031112740001 
 

ISMAIL 
WONOMU

LYO SIDODADI 
9 Polewali Mandar  

ISMAIL 
WONOMU

LYO SIDODADI 8 
Polewali Mandar  

76 
 

7604033112810058 
 

MUSTAMIN 
WONOMU

LYO SIDODADI 
9 Polewali Mandar  

MUSTAMIN 
WONOMU

LYO SIDODADI 9 
Polewali Mandar  

77 
 

7604035010890010 
 

NURDIANA 
WONOMU

LYO SIDODADI 
9 Polewali Mandar  

NURDIANA 
WONOMU

LYO SIDODADI 9 
Polewali Mandar  

78 
 

7605062509760001 

ANRISAL 
WONOMU

LYO SIDODADI 
9 Polewali Mandar  

ANRISAL 

TAMMERO
DO 

SENDANA ULIDANG 5 

Majene  

79 
 

7604026303910003 
 

suriana 
WONOMU

LYO SIDODADI 
10 Polewali Mandar  

JASMIRAH 
CAMPALA

GIAN PAPPANG 3 
Polewali Mandar  

80 
 

7604037112700170 

HAERIAH 
WONOMU

LYO SIDODADI 
10 Polewali Mandar  

TINA 
WONOMU

LYO NEPO 3 
Polewali Mandar  

81 
 

7604013112732039 
 HAPSAH 

WONOMU
LYO SIDODADI 

11 Polewali Mandar  

HUSAIN 
TINAMBUN

G BATULAYA 3 
Polewali Mandar  

82 
 

7604011011880002 
 

MUHAMMAD 
ADIL 

WONOMU
LYO SIDODADI 

12 Polewali Mandar  

M. NATSIR. 
SY 

TINAMBUN
G TINAMBUNG 1 

Polewali Mandar  

83 
 

7604030804850002 
 

HERWIN 
TA'LING 

WONOMU
LYO SIDODADI 

12 Polewali Mandar  

HERWIN 
TA'ALING,A.

Md.Kep MAPILLI BONRA 4 

Polewali Mandar  

84 
 7604085704830002 

 
WARISANTI 

WONOMU
LYO SIDODADI 

12 Polewali Mandar  

WARISANTI MAPILLI UGIBARU 1 Polewali Mandar  
85 

 

7604080901810002 

MUH. 
YUSUF. H 

WONOMU
LYO SIDODADI 

12 Polewali Mandar  

MUH. 
YUSUF. H MAPILLI UGIBARU 1 

Polewali Mandar  

86 
 

7604037112630104 

FATIMAH 
WONOMU

LYO SIDODADI 
13 Polewali Mandar  

RUHANA 
WONOMU

LYO SIDODADI 6 
Polewali Mandar  

87 
 

7604036504980001 
 

ANDI NUR 
FAIDA 

WONOMU
LYO SIDODADI 

14 Polewali Mandar  

CHAIRUNNI
SA AZRAR 

WONOMU
LYO BANUA BARU 4 

Polewali Mandar  

88 
 7604164402990001 

 
HASRIANISA 

WONOMU
LYO SIDODADI 

14 Polewali Mandar  

HASRIA BULO SABURA 1 Polewali Mandar  
89 

 7604037112690160 
 

TUMINEM 
WONOMU

LYO SIDODADI 
14 Polewali Mandar  

YULIATI WONOMU BUMIMULYO 3 Polewali Mandar  
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LYO 
90 

 
7604031304920015 

 

MUHAMMAD 
ABRAR 

WONOMU
LYO SIDODADI 

14 Polewali Mandar  

MUHAMMAD 
ABRAR TAPANGO RAPPANG 3 

Polewali Mandar  

91 
 

7604031804940005 
 

MUHAMMAD 
ARIF 

WILDAN 

WONOMU
LYO 

SIDODADI 

14 Polewali Mandar  

MUH.ARIF 
WILDAN TAPANGO RAPPANG 3 

Polewali Mandar  

92 
 

7604031702970001 
 

M. YUSRIL 
IHZA 

WONOMU
LYO SIDODADI 

14 Polewali Mandar  

M.YUSRIL 
IHZA TAPANGO RAPPANG 3 

Polewali Mandar  

93 
 7604036104670013 

 
RISMAYATII 

WONOMU
LYO SIDODADI 

14 Polewali Mandar  

RISMAYATI TAPANGO RAPPANG 3 Polewali Mandar  
94 

 
7604033112800140 

 

WAHYUDI 
WONOMU

LYO SIDODADI 
14 Polewali Mandar  

JALALUDDIN 
WONOMU

LYO NEPO 3 
Polewali Mandar  

95 
 

7604037112850130 

SURYANI 
WONOMU

LYO SIDODADI 
14 Polewali Mandar  

SURYANI 
WONOMU

LYO NEPO 3 
Polewali Mandar  

96 
 

7604031512860006 
 

ABD. RAZAK 
ISMAIL 

WONOMU
LYO SIDODADI 

15 Polewali Mandar  

ABD. RAZAK 
ISMAIL, 
S.PdI MAPILLI BONNE BONNE 1 

Polewali Mandar  

97 
 

7604030201830003 
 

SAINUDDIN 
WONOMU

LYO SIDODADI 
15 Polewali Mandar  

JUFRIADI 
WONOMU

LYO BANUA BARU 4 
Polewali Mandar  

98 
 

7604026206990003 
 

Rini Angraeni 
WONOMU

LYO SIDODADI 
15 Polewali Mandar  

RINI 
ANGRAENI 

CAMPALA
GIAN 

KATUMBANGA
N 2 

Polewali Mandar  

99 
 7604080707840005 

 

Muh.Anwar 
Ahmad. S.pd 

WONOMU
LYO SIDODADI 

15 Polewali Mandar  

UDIN NAJAY MAPILLI BONRA 1 Polewali Mandar  
100 

 

7604034411950008 

HARDIANTI 
NOVIA 

WONOMU
LYO SIDODADI 

15 Polewali Mandar  

HARDIANTI 
NOVIA 

WONOMU
LYO SIDODADI 11 

Polewali Mandar  

101 
 

7604046706860002 
 

HASRAWATI 
WONOMU

LYO SIDODADI 
16 Polewali Mandar  

MARIANI.S.K
EP 

WONOMU
LYO KEBUNSARI 4 

Polewali Mandar  

102 
 

7604034503960002 
 

HASMALIAH 
WONOMU

LYO SIDODADI 
16 Polewali Mandar  

ARNI 
WONOMU

LYO BAKKA-BAKKA 2 
Polewali Mandar  

103 
 

7604033112530106 
 

ABD. KADIR 
KADANG 

WONOMU
LYO SIDODADI 

16 Polewali Mandar  

ABD.KADIR 
KADANG POLEWALI PEKKABATA 4 

Polewali Mandar  

104 
 7604035811850001 

HERLIANTY. 
K 

WONOMU
LYO SIDODADI 

16 Polewali Mandar  
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HERLYANTY
.K POLEWALI PEKKABATA 4 

Polewali Mandar  

105 
 

7604031712820003 
 

AHMAD 
WONOMU

LYO SIDODADI 
17 Polewali Mandar  

KOMARI 
WONOMU

LYO BUMIAYU 1 
Polewali Mandar  

106 
 

7604030902870002 
 

AKBAR 
HERYANTO 

WONOMU
LYO SIDODADI 

17 Polewali Mandar  

PANGKI 
SAHRUL 

WONOMU
LYO CAMPURJO 5 

Polewali Mandar  

107 
 7604046009920006 

 

TRY RATNA 
NINGSI 

WONOMU
LYO SIDODADI 

17 Polewali Mandar  

YULIANA POLEWALI WATTANG 3 Polewali Mandar  
108 

 
7604021006760001 

 

SUKRI, S.Pd 
WONOMU

LYO SIDODADI 
17 Polewali Mandar  

SUKRI 
CAMPALA

GIAN SUMARRANG 8 
Polewali Mandar  

109 
 

7604036608840001 
 

MARLIA 
WONOMU

LYO SIDODADI 
17 Polewali Mandar  

ARNY 
WONOMU

LYO SIDODADI 1 
Polewali Mandar  

110 
 

7604037112700003 
 

MURNIATI 
WONOMU

LYO SIDODADI 
17 Polewali Mandar  

PAINI 
WONOMU

LYO ARJO SARI 4 
Polewali Mandar  

111 
 

7604035102770001 
 

NURBAYANI 
WONOMU

LYO SIDODADI 
17 Polewali Mandar  

NURBAYANI 
WONOMU

LYO SIDODADI 6 
Polewali Mandar  

112 
 

7604033112750129 
 

NURDIN 
WONOMU

LYO SIDODADI 
17 Polewali Mandar  

NURDIN 
WONOMU

LYO SIDODADI 10 
Polewali Mandar  

113 
 

7604037112550166 

SUPARMAN 
WONOMU

LYO SIDODADI 
17 Polewali Mandar  

HJ. 
MASTURA. T 

WONOMU
LYO SIDODADI 17 

Polewali Mandar  

114 
 

7604030101830013 

RIDWAN 
WONOMU

LYO SIDODADI 
18 Polewali Mandar  

RIDWAN, ST 
ULUMAND

A SULAI 3 
Majene  

115 
 

7604036811850006 
 

DARSIAH 
WONOMU

LYO SIDOREJO 
1 Polewali Mandar  

RAHMAWATI 
WONOMU

LYO SIDODADI 8 
Polewali Mandar  

116 
 

7604034107750485 

SUDARMIN 
WONOMU

LYO SIDOREJO 
1 Polewali Mandar  

NURSAM 
WONOMU

LYO BANUA BARU 3 
Polewali Mandar  

117 
 

7604031808820006 
 

DEDI 
PONTAR 

WONOMU
LYO SIDOREJO 

2 Polewali Mandar  

MAHYUDDIN 
JAMAL 

WONOMU
LYO CAMPURJO 3 

Polewali Mandar  

118 
 

7604033112790123 
 

SUNARTO 
WONOMU

LYO SIDOREJO 
2 Polewali Mandar  

SUNARTO 
WONOMU

LYO SIDOREJO 1 
Polewali Mandar  

119 
 7604031212820005 KASENUN 

WONOMU
LYO SIDOREJO 

2 Polewali Mandar  
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KASENUN 
WONOMU

LYO CAMPURJO 2 
Polewali Mandar  

120 
 

7604033112630167 
 

ACO BASRI 
WONOMU

LYO SIDOREJO 
3 Polewali Mandar  

ACO BASRI 
WONOMU

LYO CAMPURJO 1 
Polewali Mandar  

121 
 

7604080507870004 
 

AHMAD 
WONOMU

LYO SIDOREJO 
3 Polewali Mandar  

SYAHRUDDI
N MAPILLI 

RAPPANG 
BARAT 2 

Polewali Mandar  

122 
 

7604082803160007 

HERLINA 
WONOMU

LYO SIDOREJO 
3 Polewali Mandar  

UDIN 
WONOMU

LYO SIDOREJO 3 
Polewali Mandar  

123 
 

7604030505810003 
 

SUNARI 
WONOMU

LYO SIDOREJO 
4 Polewali Mandar  

SUNARNI 
WONOMU

LYO SIDODADI 14 
Polewali Mandar  

124 
 

7604032712850001 
 

MUAMMAR 
WONOMU

LYO SIDOREJO 
4 Polewali Mandar  

MUAMAR 
WONOMU

LYO SIDOREJO 3 
Polewali Mandar  

125 
 7604052912880003 

 
HASBI 

WONOMU
LYO SIDOREJO 

4 Polewali Mandar  

HASBI TUTAR POLLEWANI 4 Polewali Mandar  
126 

 
7604046808810008 

 

FATMAWATI
.P 

WONOMU
LYO SIDOREJO 

4 Polewali Mandar  

FATMAWATI
. P POLEWALI POLEWALI 5 

Polewali Mandar  

127 
 

7604030505830012 

AHMAD 
ZAKY 

YAMANI 

WONOMU
LYO 

SIDOREJO 

4 Polewali Mandar  

AHMAD 
ZAKY 

YAGANI POLEWALI PEKKABATA 1 

Polewali Mandar  

128 
 

7604030107820502 

GUNAWAN 
WIBISONO 

WONOMU
LYO SIDOREJO 

5 Polewali Mandar  

GUNAWAN 
WIBISONO TAPANGO DAKKA 4 

Polewali Mandar  

129 
 

7604036111970006 
 

NUR 
HASNIAR 

WONOMU
LYO SIDOREJO 

7 Polewali Mandar  

NURLIA 
WONOMU

LYO SIDODADI 12 
Polewali Mandar  

130 
 

7604034107610250 

HERLINA 
WONOMU

LYO SIDOREJO 
7 Polewali Mandar  

HARLINA 
WONOMU

LYO SIDOREJO 5 
Polewali Mandar  

131 
 

7604032507970002 
 ALFIAN 

WONOMU
LYO SUGIHWARAS 

2 Polewali Mandar  

DICKY 
YUSIDAR 

WONOMU
LYO SIDODADI 3 

Polewali Mandar  

132 
 

7604035304980002 
 JULIANA 

WONOMU
LYO SUGIHWARAS 

3 Polewali Mandar  

JUNIANA POLEWALI POLEWALI 5 Polewali Mandar  
133 

 7604030606780002 
 

JABAL NUR 
WONOMU

LYO SUGIHWARAS 
4 Polewali Mandar  

JABAL NUR BINUANG TONYAMAN 8 Polewali Mandar  
134 

 
7604024102920009 

 
ROSMALIAN

A 
WONOMU

LYO SUGIHWARAS 
4 Polewali Mandar  
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ROSMALIAN
A 

CAMPALA
GIAN 

PADANG 
TIMUR 1 

Polewali Mandar  

135 
 

7604042211870003 

EDWIN 
MARIO 

WONOMU
LYO SUGIHWARAS 

4 Polewali Mandar  

EDWIN 
MARIO POLEWALI POLEWALI 1 

Polewali Mandar  

136 
 

7604035203820009 
 

PUJIATI 
WONOMU

LYO SUGIHWARAS 
5 Polewali Mandar  

PUJIANTI 
WONOMU

LYO SUGIHWARAS 3 
Polewali Mandar  

137 
 

7604037112490110 

SUMIRAH 
WONOMU

LYO SUGIHWARAS 
5 Polewali Mandar  

DARPEN 
WONOMU

LYO ARJO SARI 2 
Polewali Mandar  

138 
 

7604032007800005 

MASDIN 
WONOMU

LYO SUGIHWARAS 
6 Polewali Mandar  

MASDIN 
WONOMU

LYO SUGIHWARAS 3 
Polewali Mandar  

139 
 

7604023112750321 
 

TAHIR 
WONOMU

LYO SUGIHWARAS 
7 Polewali Mandar  

TAHIR 
CAMPALA

GIAN LALIKO 3 
Polewali Mandar  

140 
 

7604031212960003 
 

RIZAL 
EFENDI 

WONOMU
LYO SUGIHWARAS 

7 Polewali Mandar  

RIZAL 
EFENDI 

WONOMU
LYO SUGIHWARAS 7 

Polewali Mandar  

141 
 

7604031510870003 
 

BUDI 
SANTOSOS 

WONOMU
LYO SUGIHWARAS 

7 Polewali Mandar  

BUDI 
SANTOSO 

WONOMU
LYO SUGIHWARAS 7 

Polewali Mandar  

142 
 

7604034803950002 
 

MIFTA 
YANINDA 

WONOMU
LYO SUGIHWARAS 

7 Polewali Mandar  

MIFTA 
YUNINDA 

WONOMU
LYO SUGIHWARAS 5 

Polewali Mandar  

143 
 

7604036507920002 

YULI 
KAMISTARI 

WONOMU
LYO SUGIHWARAS 

7 Polewali Mandar  

YULI 
KAMISTARI TAPANGO DAKKA 2 

Polewali Mandar  

144 
 

7604036611930004 

RAHMANIAH 
WONOMU

LYO SUGIHWARAS 
8 Polewali Mandar  

RAHMANIA 
CAMPALA

GIAN KENJE 4 
Polewali Mandar  

145 
 7604035105970008 

 
NASRAWATI 

WONOMU
LYO SUGIHWARAS 

9 Polewali Mandar  

DIRMAN TUTAR PEBURRU 2 Polewali Mandar  
146 

 
7604030107850453 

 

SAMSUL 
WONOMU

LYO SUGIHWARAS 
9 Polewali Mandar  

samsul 
WONOMU

LYO SIDODADI 10 
Polewali Mandar  

147 
 

7604034107870452 
 

SAMSIAH 
WONOMU

LYO SUGIHWARAS 
9 Polewali Mandar  

samsiah 
WONOMU

LYO SIDODADI 10 
Polewali Mandar  

148 
 

7604030703750002 
 

MUSTAFA 
WONOMU

LYO SUGIHWARAS 
9 Polewali Mandar  

AHMAD 
FATHONI 

WONOMU
LYO SUGIHWARAS 5 

Polewali Mandar  

149 
 

7604033112880046 
 NURDIN 

WONOMU
LYO SUGIHWARAS 

9 Polewali Mandar  
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ABD. AZIS 
WONOMU

LYO SIDODADI 7 
Polewali Mandar  

150 
 

7604030211730001 

M. YUSUF 
WONOMU

LYO SUGIHWARAS 
9 Polewali Mandar  

M.YUSUF MAPILLI 
RAPPANG 

BARAT 1 
Polewali Mandar  

151 
 

7604034604680001 
 MARIAM 

WONOMU
LYO SUMBEREJO 

2 Polewali Mandar  

ASRAWATI BINUANG TONYAMAN 4 Polewali Mandar  
152 

 
7604030707650005 

SIRAJUDDIN 
WONOMU

LYO SUMBEREJO 
3 Polewali Mandar  

SUMARDI MAPILLI BEROANGIN 1 Polewali Mandar  
153 

 

7604037112830095 

ROKIMAH 
WONOMU

LYO SUMBEREJO 
5 Polewali Mandar  

MAHMUD 
WONOMU

LYO SUGIHWARAS 4 
Polewali Mandar  

154 
 

7604044105860007 

JULYANA 
RAHMAN 

WONOMU
LYO SUMBEREJO 

6 Polewali Mandar  

JULYANA 
RAHMAN POLEWALI DARMA 5 

Polewali Mandar  

155 
 

7604075209930001 
 

NURHALIMA
H.S 

WONOMU
LYO SUMBEREJO 

7 Polewali Mandar  

NURHALIMA
. S TAPANGO RAPPANG 1 

Polewali Mandar  

156 
 

7604034507870008 

SRI RAHAYU 
WONOMU

LYO SUMBEREJO 
7 Polewali Mandar  

SUTIARINI 
WONOMU

LYO SIDODADI 11 
Polewali Mandar  

157 
 

7604030511980008 
 

NURHALIMA 
WONOMU

LYO SUMBEREJO 
8 Polewali Mandar  

ROY 
HERMAWAN 

WONOMU
LYO BUMIAYU 3 

Polewali Mandar  

158 
 7604030102920004 

 

SUPRAYETN
O 

WONOMU
LYO SUMBEREJO 

8 Polewali Mandar  

Suprayetno TAPANGO BANATO REJO 2 Polewali Mandar  
159 

 

7604032201950001 

IHWAN 
PRAYUDI 

WONOMU
LYO SUMBEREJO 

8 Polewali Mandar  

Ihwan 
Prayudi TAPANGO BANATO REJO 2 

Polewali Mandar  

160 
 

7604044206910005 
 

MARWA 
MANJA 

WONOMU
LYO TUMPILING 

1 Polewali Mandar  

IRMAYANTI 
M POLEWALI WATTANG 4 

Polewali Mandar  

161 
 

7604082510720001 
 

AHMAD, 
S.Kep. NS 

WONOMU
LYO TUMPILING 

1 Polewali Mandar  

AHMAD MAPILLI 
RAPPANG 

BARAT 1 
Polewali Mandar  

162 
 

7604085707710001 
 

Hj. HAERIAH 
S.Kep 

WONOMU
LYO TUMPILING 

1 Polewali Mandar  

HAERIAH MAPILLI 
RAPPANG 

BARAT 1 
Polewali Mandar  

163 
 

7604086104910001 
SULFAIRAH 

WONOMU
LYO TUMPILING 

1 Polewali Mandar  

SULFAIRAH MAPILLI BUKU 5 Polewali Mandar  
164 

 7604034505950006 
 

RISNAWATI 
WONOMU

LYO TUMPILING 
2 Polewali Mandar  

RISNAWATI MAPILLI SEGERANG 1 Polewali Mandar  
165 

 
7604035310850001 

 ENNIANTI 
WONOMU

LYO TUMPILING 
2 Polewali Mandar  
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ENNIYANTI 
WONOMU

LYO TUMPILING 2 
Polewali Mandar  

166 
 7604100107880176 

 
SAMSUDDIN 

WONOMU
LYO TUMPILING 

2 Polewali Mandar  

SAMSUDDIN LUYO BARU 1 Polewali Mandar  
167 

 
7604037112410031 

LAWIAH 
WONOMU

LYO TUMPILING 
2 Polewali Mandar  

HJ.LAWIAH POLEWALI WATTANG 4 Polewali Mandar  
168 

 
7604070302910003 

LUKY 
WONOMU

LYO TUMPILING 
3 Polewali Mandar  

LUKY TAPANGO TAPANGO 3 Polewali Mandar  
169 

 
7604032606960006 

 

SYAFARUD
DING 

WONOMU
LYO TUMPILING 

4 Polewali Mandar  

SAFARUDDI
N 

WONOMU
LYO GALESO 5 

Polewali Mandar  

170 
 7604030709920002 

 
ABD. RAHIM 

WONOMU
LYO TUMPILING 

4 Polewali Mandar  

ABD. RAHIM POLEWALI LANTORA 6 Polewali Mandar  
171 

 7604114107890004 
 

HASRIATI 
WONOMU

LYO TUMPILING 
4 Polewali Mandar  

HASRIATI LIMBORO TANDASURA 1 Polewali Mandar  
172 

 7604052911820002 
 

AHMAD 
WONOMU

LYO TUMPILING 
4 Polewali Mandar  

AHMAD TUTAR TARAMANU 3 Polewali Mandar  
173 

 7604034107760390 
 

RADENG 
WONOMU

LYO TUMPILING 
4 Polewali Mandar  

HAMAL MATAKALI BARUMBUNG 5 Polewali Mandar  
174 

 

7604026101900002 

DEWI MALA 
WONOMU

LYO TUMPILING 
4 Polewali Mandar  

DEWI MALA 
CAMPALA

GIAN 
KATUMBANGA

N LEMO 6 
Polewali Mandar  

175 
 7604066007910001 

 
FARIDHAH 

WONOMU
LYO TUMPILING 

5 Polewali Mandar  

FARIDHAH BINUANG KUAJANG 2 Polewali Mandar  
176 

 
7604033008850001 

 

USRAN 
WONOMU

LYO TUMPILING 
5 Polewali Mandar  

HARLI 
WONOMU

LYO SIDODADI 3 
Polewali Mandar  

177 

7604084709840001 
HAERIA 

WONOMU
LYO TUMPILING 

5 Polewali Mandar  

HAERIA MAPILLI BONNE BONNE 2 Polewali Mandar  
 
IV.1.3 KABUPATEN MAJENE 
1. KECAMATAN BANGGAE 

No NIK Nama Kecamatan Kelurahan TPS Kabupaten Vide 
Bukti 

1 
 

7605017112540073 
 

MAHMUDA BANGGAE BANGGAE 8 Majene  
HJ. AWI BANGGAE BANGGAE 2 Majene  

2 
 

7605011408890007 MUH JUFRI BANGGAE BANGGAE 12 Majene  
MUH. JUFRI BANGGAE BANGGAE 11 Majene  

3 
 

7605013112620087 SAHARANG BANGGAE BANGGAE 13 Majene  
HATTA BANGGAE BANGGAE 10 Majene  

4 
 

7605013112620065 HALIM BANGGAE BANGGAE 13 Majene  
HAMUSA BANGGAE BANGGAE 8 Majene  

5 
 

7605012901690002 NUAIM BUSTAN BANGGAE BARU 4 Majene  
Ir  NUAIM 
BUSTAN 

BANGGAE BANGGAE 3 Majene  

6 7605015211920001 NURALIAH BANGGAE BARU 5 Majene  
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 RIZKI WAHYUNI BANGGAE BANGGAE 6 Majene  
7 
 

7605010912980002 YUSRAN BANGGAE BARU 9 Majene  
GUNAWAN BANGGAE BANGGAE 1 Majene  

8 
 

7605013112680023 MUSTAFA BANGGAE BARU 10 Majene  
JANUARIS BANGGAE BARU 8 Majene  

9 
 

7605017112680096 RUHAYA BANGGAE BARU 10 Majene  
KAMARIA BANGGAE BARU 10 Majene  

10 
 

7605017112670033 
 

HASMIAH BANGGAE GALUNG 6 Majene  
DAULAH IDRUS BANGGAE BANGGAE 11 Majene  

12 
 

7605017112600086 
 

ASRIANI BANGGAE GALUNG 1 Majene  
KONI BANGGAE BARU 10 Majene  

13 
 

7605015212700003 
 

ST. RAHMA BANGGAE GALUNG 3 Majene  
MARWAH BANGGAE BARU 8 Majene  

14 
 

7605017112580055 
 

ST. AMINAH BANGGAE GALUNG 5 Majene  
NURHAYATI BANGGAE BARU 10 Majene  

11 
 

7605014106830001 
 

FAHIRA, S.Pd BANGGAE GALUNG 6 Majene  
FAHIRA BANGGAE BANGGAE 5 Majene  

15 
 

7605014312890005 
 NURFADILAH 

BANGGAE PALIPI 
SOREANG 

4 Majene  

NURFADILA BANGGAE BARU 1 Majene  
16 

 
7605017112880113 

 SITTI NUR 
BANGGAE PAMBOBOR

ANG 
1 Majene  

KAMARIA BANGGAE BARU 10 Majene  
17 

 
7605014502810002 
 RUSLAN 

BANGGAE PAMBOBOR
ANG 

2 Majene  

HASMIA 
BANGGAE PAMBOBOR

ANG 
2 Majene  

18 
 

7605013012960002 
 

SUMARLIN BANGGAE BANGGAE 3 Majene  
SILFESTER 

RANDY 
BANGGAE BANGGAE 5 Majene  

19 
 

7605010111970001 
 ABD. SALMAN 

BANGGAE PAMBOBOR
ANG 

4 Majene  

SUPRIADI BANGGAE BARU 10 Majene  
20 

 
7605013112450060 

 SAMSUDDIN 
BANGGAE PAMBOBOR

ANG 
5 Majene  

UMAR BANGGAE BARU 8 Majene  
21 

 
7605014611940001 
 SITTI ASMA 

BANGGAE PAMBOBOR
ANG 

6 Majene  

GUFRANA BANGGAE BANGGAE 7 Majene  
22 

 
7605010909990001 
 MUH. HAJAR AJI 

BANGGAE PANGALI 
ALI 

1 Majene  

MUH.ARMIN 
BANGGAE PALIPI 

SOREANG 
1 Majene  

23 
 

7605011312770001 
 MAHDIN 

BANGGAE PANGALI 
ALI 

2 Majene  

Munir BANGGAE BANGGAE 11 Majene  
24 

 
7605011206970002 
 BAYANUDDIN 

BANGGAE PANGALI 
ALI 

2 Majene  

IRPANDI BANGGAE BARU 1 Majene  
25 

 
7605011512980004 
 

BASRY BANGGAE 
PANGALI 

ALI 
10 Majene  

BASRI BANGGAE 
PANGALI 

ALI 
9 Majene  

26 
 7605011612920001 

 
ARMAN BANGGAE 

PANGALI 
ALI 

10 Majene  

ARMAN BANGGAE BARU 12 Majene  
27 

 
7605017112510032 
 HJ.MARWAH BANGGAE 

PANGALI 
ALI 

3 Majene  
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MARWAH BANGGAE 
PAMBOBOR

ANG 
4 Majene  

28 
 7605011812820002 

 
AMIRULLAH BANGGAE 

PANGALI 
ALI 

3 Majene  

ARMAN RAHMAN BANGGAE GALUNG 4 Majene  
29 

 

7371094408830003 
 

A. ARNY 
MEGAWATY BANGGAE 

PANGALI 
ALI 

5 Majene  

Dr ARNY 
MEGAWATY 

S.Ked BANGGAE BANGGAE 

3 
Majene 

 

30 
 

7605013112930099 
 

BASRI BANGGAE 
PANGALI 

ALI 
5 Majene  

ASDAR BANGGAE 
PANGALI 

ALI 
1 Majene  

31 
 

7605013112970074 
 

RASTI BANGGAE 
PANGALI 

ALI 
6 Majene  

WAHIB BANGGAE 
PANGALI 

ALI 
6 Majene  

32 
 7605017112690089 

 
RADA BANGGAE 

PANGALI 
ALI 

6 Majene  

HASNAH BANGGAE BANGGAE 13 Majene  
33 

 
7605017112850076 
 

SUMARNI BANGGAE 
PANGALI 

ALI 
6 Majene  

ST. MARYAM BANGGAE 
PANGALI 

ALI 
6 Majene  

34 
 

7605012609980001 
 

IRHAM BANGGAE 
PANGALI 

ALI 
7 Majene  

M FIKRI HAEKAL 
B BANGGAE BANGGAE 

5 Majene  

35 
 

7605010410870002 
 

MUHAMMAD 
AYIP BANGGAE 

PANGALI 
ALI 

7 Majene  

MUHAMMAD 
AYIP BANGGAE BANGGAE 

3 Majene  

36 
 

7605017112910071 
 

SALMAWATI BANGGAE 
PANGALI 

ALI 
8 Majene  

SALMAWATI BANGGAE 
PAMBOBOR

ANG 
1 Majene  

37 
 

7605013112860115 
 

ABDULLAH BANGGAE 
PANGALI 

ALI 
8 Majene  

ABDULLAH BANGGAE 
PAMBOBOR

ANG 
1 Majene  

38 
 

7605015306940001 
 

WAHYUNI BANGGAE 
PANGALI 

ALI 
8 Majene  

WAHYUNI BANGGAE 
PANGALI 

ALI 
5 Majene  

39 
 7605012710830003 

 
RUSDI BANGGAE 

PANGALI 
ALI 

8 Majene  

RUSDI BANGGAE BARU 5 Majene  
40 

 
7605014705890002 
 

RAHMAWATI BANGGAE 
PANGALI 

ALI 
11 Majene  

ASRUDDIN BANGGAE 
PANGALI 

ALI 
11 Majene  

41 
 

7605015812880002 
 

BULGISMA Z BANGGAE 
PANGALI 

ALI 
11 Majene  

BULGISMA. Z, 
A.Md.Kep BANGGAE GALUNG 

6 Majene  

42 
 7605013112600078 

 
CACO BANGGAE 

PANGALI 
ALI 

12 Majene  

H ABD KARIM BANGGAE BANGGAE 4 Majene  
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MAJID 
43 

 
7605010506970002 
 

RAHMAT BANGGAE 
PANGALI 

ALI 
12 Majene  

RAHMAT BANGGAE 
PANGALI 

ALI 
6 Majene  

44 
 

7605016510670002 
 

NURBIA BANGGAE 
PANGALI 

ALI 
13 Majene  

NURBIAH BANGGAE 
PANGALI 

ALI 
12 Majene  

45 
 7605014712960001 

 
WAHYUNI BANGGAE 

PANGALI 
ALI 

13 Majene  

WAHYUNI BANGGAE GALUNG 3 Majene  
46 

 7605012809990001 
 

ACO AZRIEL 
AKBAR BANGGAE 

PANGALI 
ALI 

16 Majene  

NONI BANGGAE BARU 2 Majene  
47 

 7605013112830096 
 

RIDWAN BANGGAE 
PANGALI 

ALI 
16 Majene  

SARIFUDDIN BANGGAE BANGGAE 12 Majene  
48 

 7605016502870001 
 

BASARUDDIN BANGGAE 
PANGALI 

ALI 
17 Majene  

ST. BADRAH BANGGAE BANGGAE 2 Majene  
49 

 7605012802860001 
 

ST. BADRA BANGGAE 
PANGALI 

ALI 
17 Majene  

BASARUDDIN BANGGAE BANGGAE 2 Majene  
50 

 
7605017112810002 
 

NURAENI BANGGAE 
PANGALI 

ALI 
17 Majene  

MASLIANA BANGGAE 
PALIPI 

SOREANG 
2 Majene  

51 
 7605011011880004 

 
MUNAWIR BANGGAE 

PANGALI 
ALI 

17 Majene  

SUKUR M. BANGGAE BARU 9 Majene  
52 

 7605015112720001 
 

RAHAMIAH BANGGAE 
PANGALI 

ALI 
17 Majene  

RITA B. BANGGAE BARU 4 Majene  
53 

 7605017112520031 
 

WAMISA BANGGAE 
PANGALI 

ALI 
19 Majene  

JURIAH BANGGAE BARU 9 Majene  
54 

 
7605013112650003 
 

YOSE BANGGAE 
PANGALI 

ALI 
19 Majene  

TI'BE BANGGAE 
PALIPI 

SOREANG 
3 Majene  

55 
 '7605017112720124 

 

MUSDALIFA BANGGAE RANGAS 1 Majene  

TIMA BANGGAE 
PANGALI 

ALI 19 Majene  

56 
 '7605013012840004 

 

NASIR BANGGAE RANGAS 1 Majene  

SAHARUDDIN BANGGAE 
PANGALI 

ALI 12 Majene  

57 
 

'7605017112810088 
 

JUMARIA BANGGAE RANGAS 1 Majene  
HARIANA BANGGAE BANGGAE 12 Majene  

58 
 '7605017112660069 

 

MARAIDA BANGGAE RANGAS 1 Majene  

HASNAH BANGGAE 
PAMBOBOR

ANG 6 Majene  

59 
 '7605010907940002 

 

AHMAD ALI BANGGAE RANGAS 1 Majene  

M. SAID BANGGAE 
PANGALI 

ALI 5 Majene  

60 
 '7605011211950001 

 

RISNO BANGGAE RANGAS 1 Majene  
MUHAMMAD 

FAJRIN BANGGAE BANGGAE 10 Majene  

61 7605013112810105 JUMADIL BANGGAE RANGAS 1 Majene  
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HENGKI BANGGAE 

PANGALI 
ALI 17 Majene  

62 
 

7605013112740092 
 

ABD. SAMAD BANGGAE RANGAS 2 Majene  
M SYAPEI BANGGAE BANGGAE 12 Majene  

63 
 '7605014107970063 

 

RISNA BANGGAE RANGAS 2 Majene  

MASLAENI BANGGAE 
PANGALI 

ALI 8 Majene  

64 
 

'7605011801960001 
 

ZULKIFLI BANGGAE RANGAS 2 Majene  
SAID BADRUN BANGGAE BARU 10 Majene  

65 
 

7605017112820103 
 

JASMIRA BANGGAE RANGAS 2 Majene  
HARIANI BANGGAE BARU 8 Majene  

66 
 

7605014101670005 
 

FARIDA. R BANGGAE RANGAS 2 Majene  
FARIDA R. BANGGAE RANGAS 1 Majene  

67 
 

7605015112600001 
 

BATARIA BANGGAE RANGAS 2 Majene  
KULLING BANGGAE BANGGAE 1 Majene  

68 
 

7605013012710003 
 

SAMSUL BANGGAE RANGAS 2 Majene  
ANWAR BANGGAE RANGAS 1 Majene  

69 
 

7605012602960004 
 

AHLUNNASA BANGGAE RANGAS 2 Majene  
AHLUNNASA BANGGAE RANGAS 1 Majene  

70 
 

7605010812830001 
 

RAHMAT BANGGAE RANGAS 3 Majene  
RAHMAT BANGGAE BARU 3 Majene  

71 
 

7605014705970002 
 

BASTIA BANGGAE RANGAS 3 Majene  
SIPAAMI BANGGAE RANGAS 2 Majene  

72 
 

7605011308990002 
 

PIRMAN BANGGAE RANGAS 3 Majene  
PIRMAN BANGGAE RANGAS 1 Majene  

73 
 

7605015007850001 
 

IPA BANGGAE RANGAS 3 Majene  
KASMIATI BANGGAE RANGAS 1 Majene  

74 
 7605013112680149 

 

SAMSIR BANGGAE RANGAS 5 Majene  

HABIDIN BANGGAE 
PANGALI 

ALI 12 Majene  

75 
 

'7605015205840003 
 

SURIANA BANGGAE RANGAS 5 Majene  
MASYITA BANGGAE BANGGAE 8 Majene  

76 
 

7605017112970069 
 

WATI BANGGAE RANGAS 5 Majene  
RAHMANIA BANGGAE BANGGAE 13 Majene  

77 
 7605015303960003 

 

HARTINA BANGGAE RANGAS 5 Majene  
SRI EKA PUTRI 

ILYAS BANGGAE BANGGAE 12 Majene  

78 
 7605017112730095 

 

HASRIA BANGGAE RANGAS 5 Majene  

SAMIAH BANGGAE 
PANGALI 

ALI 2 Majene  

79 
 

7605012711920003 
 

USMAN ALI BANGGAE RANGAS 5 Majene  
AHMAD JUNAID BANGGAE GALUNG 1 Majene  

80 
 7605013112820114 

 

RUSDI BANGGAE RANGAS 6 Majene  

BURHANUDDIN BANGGAE 
PAMBOBOR

ANG 6 Majene  

81 
 

7605013012970003 
 

SUMARLIN BANGGAE RANGAS 6 Majene  
USMAN BANGGAE RANGAS 3 Majene  

82 
 

7605013112750163 
 

SALAMA BANGGAE RANGAS 6 Majene  
SALAMA BANGGAE RANGAS 1 Majene  

83 
 

7605014510940003 
 

HASNA BANGGAE RANGAS 8 Majene  
MUSDALIPA BANGGAE BANGGAE 11 Majene  

84 
 

7605013112720124 
 

KAMARUDDIN BANGGAE RANGAS 8 Majene  
ABD. RAHMAN BANGGAE RANGAS 6 Majene  

85 
 7605017112730089 

 

AMINA BANGGAE RANGAS 8 Majene  

ASMUNI BANGGAE 
PANGALI 

ALI 7 Majene  

86 
 

7605013012940005 
 

SEMBARA BANGGAE RANGAS 8 Majene  
AKBAR BANGGAE PANGALI 2 Majene  
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ALI 
87 

 
7605017112600154 
 

JAHAPA BANGGAE RANGAS 9 Majene  
SANTIRIAH BANGGAE BARU 9 Majene  

88 
 7605017112460059 

 

KADARIAH BANGGAE RANGAS 9 Majene  

KURSIAH ASIAH BANGGAE 
PANGALI 

ALI 10 Majene  

89 
 

7605017112400109 
 

MAYASA BANGGAE RANGAS 10 Majene  
SAMAINA BANGGAE BARU 5 Majene  

90 
 7605017112730091 

 

SATRIADI BANGGAE RANGAS 10 Majene  

RAMLAH BANGGAE 
PANGALI 

ALI 5 Majene  

91 
 

7605011304970003 
 

HAMUNDING BANGGAE RANGAS 10 Majene  
MURSIDIN BANGGAE RANGAS 5 Majene  

92 
 7605014107690042 

 

SISA BANGGAE RANGAS 10 Majene  

HALIMA BANGGAE 
PANGALI 

ALI 4 Majene  

93 
 

7605010307780001 
 

ABD. KADIR BANGGAE RANGAS 10 Majene  
ANDI PAHLEVI BANGGAE BANGGAE 1 Majene  

94 
 

7605017112690080 
 

PATIMA BANGGAE RANGAS 11 Majene  
HAERANI BANGGAE BANGGAE 10 Majene  

95 
 7605014107760024 

 

SARDIANA BANGGAE RANGAS 11 Majene  

SOHRAH BANGGAE 
PANGALI 

ALI 9 Majene  

96 
 7605010309900001 

 

ERWIN. K BANGGAE RANGAS 12 Majene  

NASRULLAH BANGGAE 
PANGALI 

ALI 14 Majene  

97 
 

7605013112960082 
 

MASLIA BANGGAE RANGAS 12 Majene  
ISMAIL BANGGAE BANGGAE 13 Majene  

98 
 7605017112840121 

 

JUMANIA BANGGAE RANGAS 12 Majene  

NURSIAH BANGGAE 
PANGALI 

ALI 14 Majene  

99 
 7605013112900140 

 

SUPRIADI BANGGAE RANGAS 12 Majene  

IRHAM BANGGAE 
PANGALI 

ALI 5 Majene  

100 
 7605013112900015 

 

KAHARUDDIN BANGGAE RANGAS 12 Majene  

ABDULLAH BANGGAE 
PAMBOBOR

ANG 4 Majene  

101 
 

7605017112800142 
 

HUSMIRAH BANGGAE RANGAS 12 Majene  
DARMIATI BANGGAE BARU 2 Majene  

102 
 

7605017112520068 
 

NISA BANGGAE RANGAS 13 Majene  
HAWANI BANGGAE BARU 11 Majene  

103 
 

7605011407590002 
 

JONI 
DIPAMADA,S BANGGAE RANGAS 13 Majene  

JONI DIPAMADA. 
S BANGGAE 

PANGALI 
ALI 2 Majene  

104 
 

7605012001900001 
 

MUH.WAHYUDDI
N BANGGAE RANGAS 13 Majene  

MUH. 
WAHYUDDIN BANGGAE RANGAS 11 Majene  

105 
 

7605011707760005 
 

M. SAPRI BANGGAE RANGAS 13 Majene  
KACO BANGGAE RANGAS 13 Majene  

106 
 

7605011909900001 
 

HASRIA BANGGAE RANGAS 13 Majene  
WAIS AL QARNI BANGGAE RANGAS 13 Majene  

107 
 7605012108790002 

 

KHADIJAH LATIF BANGGAE RANGAS 13 Majene  
MUHAMMAD 

ISRAF FIRDAUS BANGGAE RANGAS 13 Majene  

108 
 

7605013112970016 
 

ANTO BANGGAE RANGAS 14 Majene  
HENDI BANGGAE RANGAS 12 Majene  
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109 
 7605013112690076 

 

ABD. KADIR BANGGAE RANGAS 14 Majene  

SAIN BANGGAE 
PANGALI 

ALI 2 Majene  

110 
 7605011010700005 

 

JUNAEDI BANGGAE TOTOLI 1 Majene  

ABD RAHIM BANGGAE 
PAMBOBOR

ANG 3 Majene  

111 
 

7605013112510038 
 

ACO ASRI 
INDRAZAK BANGGAE TOTOLI 1 Majene  

HUSNADDIN BANGGAE 
PANGALI 

ALI 2 Majene  

112 
 

'7605011212660004 
 

ADAM BANGGAE TOTOLI 1 Majene  
SYAHRIR BANGGAE RANGAS 1 Majene  

113 
 

'7604066505880003 
 

RAMLAH BANGGAE TOTOLI 2 Majene  
RAMLAH,A.M.Keb BANGGAE TOTOLI 1 Majene  

114 
 

'7605016006760001 
 

SUSANNA.S BANGGAE TOTOLI 2 Majene  
SUSANNA S BANGGAE BANGGAE 7 Majene  

115 
 

7605015708960004 
 

DARMAWATI BANGGAE TOTOLI 3 Majene  
GUSTINA BANGGAE RANGAS 4 Majene  

116 
 

'7605015505940002 
 

SEPTIAWATI BANGGAE TOTOLI 4 Majene  
SEPTIAWATI BANGGAE RANGAS 6 Majene  

117 
 7605016206980001 

 

AMMI SAFITRI BANGGAE TOTOLI 4 Majene  

AMMI SAFITRI BANGGAE 
PANGALI 

ALI 13 Majene  

118 
 

7605013112820166 
 

SAMSUL BANGGAE TOTOLI 4 Majene  
HASANUDDIN BANGGAE RANGAS 11 Majene  

119 
 

7605010601820001 
 

ABDULLAH H. BANGGAE TOTOLI 5 Majene  
IWAN BANGGAE TOTOLI 2 Majene  

120 
 7605013112680001 

 

AMIR BANGGAE TOTOLI 5 Majene  

USMAN ALI BANGGAE 
PANGALI 

ALI 17 Majene  

121 
 

7605017112740031 
 

HASNI BANGGAE TOTOLI 5 Majene  
HASNI BANGGAE RANGAS 2 Majene  

122 
 

'7605015707810001 
 

RAMLA BANGGAE TOTOLI 6 Majene  
RAMLA BANGGAE TOTOLI 1 Majene  

123 
 

7605017101980002 
 

FITRI 
WIDYANINGSIH BANGGAE TOTOLI 6 Majene  

SERLY 
PURNAMA DEWI BANGGAE RANGAS 14 Majene  

124 
 

7371096907890001 
 

ARLINA SHALDY BANGGAE TOTOLI 6 Majene  
ARLINA SHALDI BANGGAE TOTOLI 5 Majene  

125 
 

7605016105850001 
 

ST.NUR BANGGAE TOTOLI 6 Majene  
SAINAB BANGGAE BARU 1 Majene  

126 
 

7605013112500132 
 

ABD. RAHMAN BANGGAE TOTOLI 6 Majene  
MUNA BANGGAE TOTOLI 5 Majene  

127 
 

'7605015107980002 
 

ARFINA SABRINA BANGGAE TOTOLI 6 Majene  
ERNA BANGGAE RANGAS 1 Majene  

128 
 

7605014510980001 
 

NURLINA BANGGAE TOTOLI 7 Majene  
NURLINA BANGGAE BANGGAE 13 Majene  

129 
 

7605017112780115 
 

ROSMINAH BANGGAE TOTOLI 7 Majene  
ATI BANGGAE RANGAS 14 Majene  

130 
 7605017112860002 

 

ITTE 
NURJANNAH BANGGAE TOTOLI 7 Majene  

HJ.NURBIAH BANGGAE TOTOLI 6 Majene  
131 

 
7605034704960002 
 

HAERUL BANGGAE TOTOLI 7 Majene  
NURLINA BANGGAE TOTOLI 7 Majene  

132 
 7605014107980088 

 

DARMI BANGGAE TOTOLI 7 Majene  

DARMI BANGGAE 
PANGALI 

ALI 7 Majene  
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133 
 7605013112960114 

 

IWAN BANGGAE TOTOLI 7 Majene  

IWAN BANGGAE 
PANGALI 

ALI 16 Majene  

134 
 '7605017112700001 

 

DALIMA BANGGAE TOTOLI 7 Majene  

ST AMINA BANGGAE 
PANGALI 

ALI 10 Majene  

135 
 

7605012007800002 
 

AMINUDDIN BANGGAE TOTOLI 7 Majene  
AMINUDDIN BANGGAE TOTOLI 6 Majene  

136 
 

'7605016503900001 
 

RISKA 
ANGRIANI,S.S BANGGAE TOTOLI 7 Majene  

RISKA ANGRIANI BANGGAE 
PANGALI 

ALI 1 Majene  

137 
 

7605012708840004 
 

KURNIAWAN,A.M
a BANGGAE TOTOLI 7 Majene  

KURNIAWAN 
A.Ma BANGGAE 

PANGALI 
ALI 2 Majene  

138 
 

7605011703960001 
 

WAIS BANGGAE TOTOLI 7 Majene  
WAIS BANGGAE BANGGAE 13 Majene  

139 '7605016005940001 
 

NURBAETI BANGGAE TOTOLI 7 Majene  
NURBAETI BANGGAE BANGGAE 13 Majene  

140 7605015712870001 
 

NURBAYA BANGGAE TOTOLI 7 Majene  
NURBAYA BANGGAE BANGGAE 13 Majene  

141 7605012712850003 
 

M.RAHMAN BANGGAE TOTOLI 7 Majene  
ABD RAHMAN BANGGAE BANGGAE 13 Majene  

142 
7605013112750002 

RUSLI BANGGAE TOTOLI 8 Majene  
HASANUDDIN BANGGAE BANGGAE 1 Majene  

143 7605017112910065 
 

HUSNAENI BANGGAE TOTOLI 8 Majene  
HERMAWATI BANGGAE RANGAS 4 Majene  

144 
7605014107860067 

HARPIA BANGGAE TOTOLI 8 Majene  
HAMRAH BANGGAE RANGAS 11 Majene  

145 
7605013112820164 

SARIFUDDIN BANGGAE TOTOLI 8 Majene  
SULE BANGGAE RANGAS 11 Majene  

146 
'7605012006840001 
 

RAHMAT BANGGAE TOTOLI 9 Majene  

RAHMAT BANGGAE 
PANGALI 

ALI 14 Majene  

147 '7605017012990001 
 

SARNI BANGGAE TOTOLI 9 Majene  
MARINI BANGGAE RANGAS 8 Majene  

148 7605017112780114 
 

MARNIATI BANGGAE TOTOLI 9 Majene  
SALMIATI BANGGAE RANGAS 7 Majene  

149 
7605017112910061 
 

SUKURIA BANGGAE TOTOLI 9 Majene  

SUKURIA.S.Kom 
PASANGKAY

U 
PASANGKA

YU 13 
Mamuju 

Utara 
 

150 
7605014708940001 
 

MUSDALIPA BANGGAE TOTOLI 9 Majene  

MUSDALIPA SARUDU SARUDU 6 
Mamuju 

Utara 
 

151 7605017112860080 
 

SAMIA BANGGAE TOTOLI 9 Majene  
HERLINA BANGGAE RANGAS 6 Majene  

152 
7605012110860002 
 

SYAMSUL BANGGAE TOTOLI 9 Majene  

S AMSUL,S.Pd 
PASANGKAY

U 
PASANGKA

YU 13 
Mamuju 

Utara 
 

153 
7605012405960002 
 

YAHYADDIN 
HIDAYAT. J BANGGAE TOTOLI 9 

Majene  

MADING BANGGAE RANGAS 9 Majene  
 

2. KECAMATAN BANGGAE TIMUR 

No NIK Nama Kecamatan Kelurahan TPS Kabupaten Vide 
Bukti 
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1 
 

7605083112540050 
 

NASIR 
BANGGAE 

TIMUR BARUGA 4 
Majene  

ABD FATTAH 
BANGGAE 

TIMUR BARUGA 1 
Majene  

2 
 

'7605085308930001 
 

EVI NOVITA 
BANGGAE 

TIMUR BARUGA 5 
Majene  

EVI NOPITA BANGGAE 
PANGALI 

ALI 8 
Majene  

3 
 

7605084202880001 
 

SALMAH 
BANGGAE 

TIMUR BARUGA 5 Majene  

SALMA 
BAMBALAM

OTU 
BAMBALAM

OTU 5 
Mamuju 

Utara  

4 
 7605085810900001 

 
MUFLIHAH BASRI 

BANGGAE 
TIMUR 

BARUGA 
DHUA 3 

Majene  

MUFLIHAH BASRI BANGGAE BARU 6 Majene  
5 
 

'7604127112790040 
 

ST. RAMLAH 
BANGGAE 

TIMUR 
BARUGA 

DHUA 5 
Majene  

RITA 
BANGGAE 

TIMUR 
BARUGA 

DHUA 5 
Majene  

6 
 7605011208810002 

 
BASRI 

BANGGAE 
TIMUR BAURUNG 5 

Majene  

ABDUL RAHMAN BANGGAE GALUNG 4 Majene  
7 
 7605086311970001 

 
HASRIANI 

BANGGAE 
TIMUR BAURUNG 7 

Majene  

HASRIANI BANGGAE TOTOLI 1 Majene  
8 
 

7605085112970001 
 

HAMRIAH 
BANGGAE 

TIMUR BAURUNG 7 
Majene  

HASRINA 
BANGGAE 

TIMUR 
BARUGA 

DHUA 2 
Majene  

9 
 

7605083112520040 
 

BORAHIMA 
BANGGAE 

TIMUR BAURUNG 8 
Majene  

ABDULLAH 
BANGGAE 

TIMUR BARUGA 5 
Majene  

10 
 

7605083112720005 
 

NURDIN 
BANGGAE 

TIMUR BAURUNG 8 
Majene  

NASRIATI 
BANGGAE 

TIMUR BAURUNG 7 
Majene  

11 
 

'7605080101760003 
 

SARBIN 
BANGGAE 

TIMUR BAURUNG 9 
Majene  

SYAMSUDDIN 
BANGGAE 

TIMUR BAURUNG 5 
Majene  

12 
 

'7605087112950040 
 

NURDIANA 
BANGGAE 

TIMUR BAURUNG 10 
Majene  

JUHAENI 
BANGGAE 

TIMUR BARUGA 1 
Majene  

13 
 

7605083112840063 
 

NAHARUDDIN 
BANGGAE 

TIMUR 
BUTTU 

BARUGA 1 
Majene  

MUHAMMAD 
BANGGAE 

TIMUR 
BARUGA 

DHUA 5 
Majene  

14 
 7605015604900003 

 
SITTI SHALIHAH 

BANGGAE 
TIMUR 

BUTTU 
BARUGA 1 

Majene  

SITTI SHALIHAH BANGGAE GALUNG 2 Majene  
15 

 
7605080102900001 

 

RAHMAN 
BANGGAE 

TIMUR 
BUTTU 

BARUGA 2 
Majene  

WAHYU 
BANGGAE 

TIMUR BAURUNG 1 
Majene  

16 
 7605085307830002 

 
YUSNIAR 

BANGGAE 
TIMUR LABUANG 4 

Majene  

FITRIA. R BANGGAE LABUANG 3 Majene  
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TIMUR 
17 

 
7605084310990001 

 

NUR INDAH SARI 
BANGGAE 

TIMUR LABUANG 4 
Majene  

NURINDAH SARI 
BANGGAE 

TIMUR LABUANG 4 
Majene  

18 
 

7605085510860002 
 

MARLINA 
BANGGAE 

TIMUR LABUANG 5 
Majene  

NURITA 
BANGGAE 

TIMUR 
LABUANG 

UTARA 4 
Majene  

19 
 

7605084105820001 
 

IRMA MAELANI 
BANGGAE 

TIMUR LABUANG 5 
Majene  

RAHMAWATI 
BANGGAE 

TIMUR 
LABUANG 

UTARA 8 
Majene  

20 
 

7605086004970001 
 

NUR HALISAH 
BANGGAE 

TIMUR LABUANG 5 
Majene  

NURAZIZAH 
BANGGAE 

TIMUR 
LABUANG 

UTARA 10 
Majene  

21 
 

7605087112390021 
 

HASIAH 
BANGGAE 

TIMUR LABUANG 5 
Majene  

HJ HAFSAH 
KAMIL 

BANGGAE 
TIMUR LABUANG 3 

Majene  

22 
 

7605083112690076 
 

RUDDIN 
BANGGAE 

TIMUR LABUANG 5 
Majene  

HARMAN 
BANGGAE 

TIMUR 
BARUGA 

DHUA 2 
Majene  

23 
 

7605083112450001 
 

DRA HJ HADAMI 
BANGGAE 

TIMUR LABUANG 6 
Majene  

HAERUDDIN 
BANGGAE 

TIMUR 
BARUGA 

DHUA 3 
Majene  

24 
 7605086509850001 

 
ROSMAWATI 

BANGGAE 
TIMUR LABUANG 7 

Majene  

ROSMAWATI BANGGAE GALUNG 1 Majene  
25 

 
7605085210700001 

 

NURMIATY 
BANGGAE 

TIMUR LABUANG 7 
Majene  

MARNI 
BANGGAE 

TIMUR BAURUNG 7 
Majene  

26 
 

7605080802760001 
 

MARDINAH. A 
BANGGAE 

TIMUR LABUANG 8 
Majene  

TASLIM 
BANGGAE 

TIMUR 
LABUANG 

UTARA 4 
Majene  

27 
 

7605086708970002 
 

VARADILAH 
PUTRI AMRIYANI 

BANGGAE 
TIMUR LABUANG 8 

Majene  

FARADILAH 
PUTRI 

BANGGAE 
TIMUR BARUGA 4 

Majene  

28 
 

7605083112640070 
 

SYAMSUDDIN 
BANGGAE 

TIMUR LABUANG 8 
Majene  

ABD. RAJAB 
BANGGAE 

TIMUR 
LABUANG 

UTARA 1 
Majene  

29 
 

7605087112520072 
 

JAMALA 
BANGGAE 

TIMUR LABUANG 8 
Majene  

PADA 
BANGGAE 

TIMUR 
BUTTU 

BARUGA 1 
Majene  

30 
 

7605081909960002 
 

ASYAADI 
MULIAWAN 

BANGGAE 
TIMUR LABUANG 9 

Majene  

MUH. NURHADI 
BANGGAE 

TIMUR 
LABUANG 

UTARA 7 
Majene  

31 
 7605081607820001 

 
MUH. SAPRI 

BANGGAE 
TIMUR LABUANG 10 

Majene  

MUH. SAPRI BANGGAE LABUANG 10 Majene  
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TIMUR 
32 

 
7605086810970002 

 

HARMINI 
BANGGAE 

TIMUR LABUANG 11 
Majene  

ST. MARDAWIA B. 
BANGGAE 

TIMUR 
LABUANG 

UTARA 2 
Majene  

33 
 

7605086708950002 
 

RAMLAH 
BANGGAE 

TIMUR LABUANG 11 
Majene  

WIRDA H. 
BANGGAE 

TIMUR BARUGA 1 
Majene  

34 
 

7605080211800003 
 

ARMAN 
BANGGAE 

TIMUR LABUANG 11 
Majene  

HARUN LAPAS 
BANGGAE 

TIMUR 
BARUGA 

DHUA 3 
Majene  

35 
 

7605087112650041 
 

ASPINA 
BANGGAE 

TIMUR LABUANG 11 
Majene  

SITTI. HAWA 
BANGGAE 

TIMUR BAURUNG 1 
Majene  

36 
 

7605084506940001 
 

NURMADINAH 
BANGGAE 

TIMUR LABUANG 11 
Majene  

NURMADINAH 
BANGGAE 

TIMUR 
LABUANG 

UTARA 1 
Majene  

37 
 

'7605081909830002 
 

RAHMAT 
BANGGAE 

TIMUR LABUANG 12 
Majene  

ABD SALAM 
BANGGAE 

TIMUR BAURUNG 8 
Majene  

38 
 

'7605083112890038 
 

MUSTARI 
BANGGAE 

TIMUR LABUANG 12 
Majene  

HARDI 
BANGGAE 

TIMUR BAURUNG 4 
Majene  

39 
 

'7605080508520001 
 

SUHURIA 
BANGGAE 

TIMUR LABUANG 12 
Majene  

SUHURIA 
BANGGAE 

TIMUR 
LABUANG 

UTARA 6 
Majene  

40 
 

7605087112720055 
 

HASRIANI 
BANGGAE 

TIMUR 
LABUANG 

UTARA 1 
Majene  

ST. ARFAH 
BANGGAE 

TIMUR BARUGA 3 
Majene  

41 
 7313071304930001 

 
HAMKA 

BANGGAE 
TIMUR 

LABUANG 
UTARA 2 

Majene  

HAMKA BANGGAE BANGGAE 1 Majene  
42 

 
7605084107570015 

 

SAATIA 
BANGGAE 

TIMUR 
LABUANG 

UTARA 2 
Majene  

HAJINA 
BANGGAE 

TIMUR BAURUNG 5 
Majene  

43 
 

7605083112630024 
 

MUNDING 
BANGGAE 

TIMUR 
LABUANG 

UTARA 2 
Majene  

M. IDRIS 
BANGGAE 

TIMUR BAURUNG 5 
Majene  

44 
 7605013112590056 

 
AMIRULLAH 

BANGGAE 
TIMUR 

LABUANG 
UTARA 3 

Majene  

FAJAR ABDU BANGGAE BANGGAE 9 Majene  
45 

 
7605016107890003 

 

IRMAJAYANTI 
BANGGAE 

TIMUR 
LABUANG 

UTARA 3 
Majene  

NUR ALAM BANGGAE 
PANGALI 

ALI 16 
Majene  

46 
 

7605083112470004 
 

LAHAMUDDIN 
ATJO 

BANGGAE 
TIMUR 

LABUANG 
UTARA 3 

Majene  

HADI PALOI 
BANGGAE 

TIMUR BAURUNG 10 
Majene  
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47 
 

7605084107540008 
 

HJ.AMELIA 
BANGGAE 

TIMUR 
LABUANG 

UTARA 3 
Majene  

TASAWIAH 
BANGGAE 

TIMUR BAURUNG 1 
Majene  

48 
 

7605087112560056 
 

HJ. NASMA 
BANGGAE 

TIMUR 
LABUANG 

UTARA 3 
Majene  

NURMA 
BANGGAE 

TIMUR BAURUNG 1 
Majene  

49 
 

7605012812910001 
 

DHESI 
RAHMAWATY 

BANGGAE 
TIMUR 

LABUANG 
UTARA 3 

Majene  

SUKRI BANGGAE 
PAMBOBOR

ANG 4 
Majene  

50 
 

7605086007790001 
 

NURSIA 
BANGGAE 

TIMUR 
LABUANG 

UTARA 4 
Majene  

NURSIA N 
BANGGAE 

TIMUR 
LABUANG 

UTARA 3 
Majene  

51 
 

7605083112840061 
 

MAHAYUDDIN 
BANGGAE 

TIMUR 
LABUANG 

UTARA 4 
Majene  

ABD MAJID 
BANGGAE 

TIMUR 
BARUGA 

DHUA 5 
Majene  

52 
 

7605082009870001 
 

ANDI ISMAIL 
BANGGAE 

TIMUR 
LABUANG 

UTARA 5 
Majene  

SAFIUDDIN 
BANGGAE 

TIMUR 
BARUGA 

DHUA 2 
Majene  

53 
 

7605086512730001 
 

ANDI NURINTAN 
BANGGAE 

TIMUR 
LABUANG 

UTARA 5 
Majene  

JASNI MUH. 
IDRUS 

BANGGAE 
TIMUR BAURUNG 7 

Majene  

54 
 

7605081008820002 
 

ABD. RAHMAN 
SAPPE 

BANGGAE 
TIMUR 

LABUANG 
UTARA 6 

Majene  

SUAIB 
BANGGAE 

TIMUR 
LABUANG 

UTARA 3 
Majene  

55 
 

7605084112890003 
 

JULIANA 
BANGGAE 

TIMUR 
LABUANG 

UTARA 6 
Majene  

JULIANA 
BANGGAE 

TIMUR 
LABUANG 

UTARA 6 
Majene  

56 
 

7605085305590002 
 

ST RABIAH 
BANGGAE 

TIMUR 
LABUANG 

UTARA 7 
Majene  

SITTI RABIAH 
BANGGAE 

TIMUR 
LABUANG 

UTARA 4 
Majene  

57 
 

7605082311860001 
 

ABDUL SALAM 
BANGGAE 

TIMUR 
LABUANG 

UTARA 8 
Majene   

ABD. SALAM SARUDU SARUDU 2 
Mamuju 

Utara 
 

58 
 7605011606910002 

 
ASWAR 

BANGGAE 
TIMUR 

LABUANG 
UTARA 8 

Majene  

ASWAR BANGGAE TOTOLI 7 Majene  
59 

 
7605084611900001 

 

HUDRIAH 
BANGGAE 

TIMUR 
LABUANG 

UTARA 8 
Majene  

HUDRIAH SARUDU SARUDU 2 
Mamuju 

Utara 
 

60 
 

7605083112550005 
 

SYAHRIR 
BANGGAE 

TIMUR 
LABUANG 

UTARA 8 
Majene  

SYAHRIR SARUDU SARUDU 2 
Mamuju 

Utara 
 

61 
 

7605086104650001 
 

RATNAWATI 
BANGGAE 

TIMUR 
LABUANG 

UTARA 8 
Majene  

RATNAWATI SARUDU SARUDU 2 
Mamuju 

Utara 
 

 
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 

Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 
 



88 
 

62 
 

7605087112680060 
 

ADINAH 
BANGGAE 

TIMUR 
LABUANG 

UTARA 10 
Majene  

NURHAYATI 
BANGGAE 

TIMUR BAURUNG 9 
Majene  

63 
 

7605084504810003 
 

FITRIANI 
BANGGAE 

TIMUR 
LABUANG 

UTARA 10 
Majene  

FITRIANI 
BANGGAE 

TIMUR 
LABUANG 

UTARA 10 
Majene  

64 
 

7605012502710001 
 

PATLY 
PARAKKASI 

BANGGAE 
TIMUR 

LABUANG 
UTARA 11 

Majene  

PATLY 
PARAKASSI. SH BANGGAE BANGGAE 6 

Majene  

65 
 

7605086306930002 
 

NURINAYA 
BANGGAE 

TIMUR 
LABUANG 

UTARA 12 
Majene  

NUR INAYAH 
BANGGAE 

TIMUR 
LABUANG 

UTARA 12 
Majene  

66 
 

7605080811930001 
 

SUDI 
SULHIDAYATULL

AH 
BANGGAE 

TIMUR 
LABUANG 

UTARA 13 

Majene  

IRMAN ZULFIKAR 
BANGGAE 

TIMUR 
LABUANG 

UTARA 1 
Majene  

67 
 

7605084709900001 
 

INAYATI 
BANGGAE 

TIMUR 
LABUANG 

UTARA 13 
Majene  

MISRA 
BANGGAE 

TIMUR 
LABUANG 

UTARA 3 
Majene  

68 
 

7604153112630047 
 

RUSLI 
HATTA,S.PD 

BANGGAE 
TIMUR LEMBANG 3 

Majene  

RUSLI HATTA, 
S.Pd ALLU MOMBI 2 

Polewali 
Mandar 

 

69 
 

7604152411890002 
 

BAMBANG 
HERMAWAN 

BANGGAE 
TIMUR LEMBANG 3 

Majene  

BAMBANG 
HERMAWAN ALLU MOMBI 2 

Polewali 
mandar 

 

70 
 

7604157112590066 
 

NASRIAH,S.PD.I 
BANGGAE 

TIMUR LEMBANG 3 
Majene  

NASRIAH, S.Pd.I ALLU MOMBI 2 
Polewali 
mandar 

 

71 
 

7605087112780040 
 

RAHMIANI 
BANGGAE 

TIMUR LEMBANG 3 
Majene  

NURHAEDAH 
BANGGAE 

TIMUR BARUGA 1 
Majene  

72 
 

7605083112590053 
 

AMIR 
BANGGAE 

TIMUR LEMBANG 3 
Majene  

KAMARUDDIN 
BANGGAE 

TIMUR LABUANG 12 
Majene  

73 
 

7605082611860002 
 

ZULKIFLI 
BANGGAE 

TIMUR LEMBANG 3 
Majene  

AGUNG ARIANTO 
BANGGAE 

TIMUR LABUANG 5 
Majene  

74 
 

7605083112500058 
 

BADUAMI 
BANGGAE 

TIMUR LEMBANG 3 
Majene  

M. NATSIR 
BANGGAE 

TIMUR 
LABUANG 

UTARA 7 
Majene  

75 
 7605014211870002 

 
SITTI FATIMA 

BANGGAE 
TIMUR LEMBANG 3 

Majene  

SITTI FATIMA BANGGAE BANGGAE 9 Majene  
76 

 7605082808810001 
 

M. RAMLI SAHUR 
BANGGAE 

TIMUR LEMBANG 3 
Majene  

M. RAMLI SAHUR. BANGGAE PANGALI 9 Majene  
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SE ALI 
77 

 
7605081807780001 

 

HASBI 
BANGGAE 

TIMUR LEMBANG 3 
Majene  

FIRDAUS 
BANGGAE 

TIMUR LABUANG 11 
Majene  

78 
 

7605087112460050 
 

ADONG 
BANGGAE 

TIMUR LEMBANG 3 
Majene  

HANIA 
BANGGAE 

TIMUR 
BARUGA 

DHUA 1 
Majene  

79 
 

7605087112450080 
 

SIA 
BANGGAE 

TIMUR LEMBANG 3 
Majene  

HELMI BANGGAE 
PALIPI 

SOREANG 3 
Majene  

80 
 

7605087112640104 
 

MARHUMAH 
BANGGAE 

TIMUR LEMBANG 3 
Majene  

NURHAEDAH 
BANGGAE 

TIMUR 
BARUGA 

DHUA 2 
Majene  

81 
 

7605015211690001 
 

DEDE 
RAMADHAN 

BANGGAE 
TIMUR LEMBANG 3 

Majene  

NURWINA ABDUL 
RASJID BANGGAE 

PANGALI 
ALI 15 

Majene  

82 
 

7605083112690024 
 

BUSMAN 
BANGGAE 

TIMUR LEMBANG 3 
Majene  

MARWAN 
BANGGAE 

TIMUR 
LABUANG 

UTARA 2 
Majene  

83 
 

7605087112790003 
 

VARIE RIO 
BANGGAE 

TIMUR LEMBANG 3 
Majene  

SALIMA 
BANGGAE 

TIMUR 
BARUGA 

DHUA 5 
Majene  

84 
 

7605087112580042 
 

EFFENDY 
GASONG 

BANGGAE 
TIMUR LEMBANG 3 

Majene  

NURBAKTI 
BANGGAE 

TIMUR LABUANG 4 
Majene  

85 
 

7605014212860001 
 

RENY ROSWANTI 
BANGGAE 

TIMUR LEMBANG 3 
Majene  

RENY RUSWANTI BANGGAE 
PANGALI 

ALI 9 
Majene  

86 
 

7604106406940002 
 

SELFIYANA 
SAHRAENI 

BANGGAE 
TIMUR LEMBANG 4 

Majene  

SELFIYANA 
SAHRAENI BANGGAE BANGGAE 11 

Majene  

87 
 7605011505920001 

 
RUDYANSYAH 

BANGGAE 
TIMUR LEMBANG 4 

Majene  

RUDYANSYAH. H BANGGAE BANGGAE 11 Majene  
88 

 
7605086909830001 

 

PORDANINGSIH 
M. ETA 

BANGGAE 
TIMUR LEMBANG 4 

Majene  

ST. ARAS 
BANGGAE 

TIMUR 
LABUANG 

UTARA 2 
Majene  

89 
 

7605085201900002 
 

HUSNI. H 
BANGGAE 

TIMUR LEMBANG 4 
Majene  

NURMADINA BANGGAE 
PANGALI 

ALI 5 
Majene  

90 
 

7605081211840002 
 

ADI RAHMAN 
S.KEP 

BANGGAE 
TIMUR LEMBANG 4 

Majene  

AMIRUDDIN 
BANGGAE 

TIMUR BARUGA 1 
Majene  

91 
 7601031010690001 

 
H.MUH RAMLI 

BANGGAE 
TIMUR LEMBANG 4 

Majene  

H MUH RAMLI BULU TABA KARAVE 1 Mamuju  
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utara 
92 

 
7605083112990049 

 

SALAM 
BANGGAE 

TIMUR LEMBANG 5 
Majene  

JUARDI 
BANGGAE 

TIMUR BAURUNG 9 
Majene  

93 
 

7605087112760050 
 

SUHARIAH 
BANGGAE 

TIMUR LEMBANG  
Majene  

RASMI 
BANGGAE 

TIMUR BAURUNG 10 
Majene  

94 
 

7605083112620018 
 

ABDULLAH 
BANGGAE 

TIMUR LEMBANG 5 
Majene  

HAMIL 
BANGGAE 

TIMUR 
LABUANG 

UTARA 2 
Majene  

95 
 

7605080708750002 
 

PAHMI,A.MA 
BANGGAE 

TIMUR LEMBANG 5 
Majene  

BASRI 
BANGGAE 

TIMUR LABUANG 11 
Majene  

96 
 

7605087112820042 
 

PUDIANA 
BANGGAE 

TIMUR LEMBANG 6 
Majene  

ROSDIANTI 
BANGGAE 

TIMUR BAURUNG 1 
Majene  

97 
 

7605080107860058 
 

LIMING 
BANGGAE 

TIMUR LEMBANG 6 
Majene  

JABIR 
BANGGAE 

TIMUR LEMBANG 2 
Majene  

98 
 

7605081007760001 
 

YULIANA 
BANGGAE 

TIMUR LEMBANG 6 
Majene  

MANSUR 
BANGGAE 

TIMUR LABUANG 8 
Majene  

99 
 

7605087112540050 
 

RUMAIDAH 
BANGGAE 

TIMUR LEMBANG 6 
Majene  

BETJTJE 
BANGGAE 

TIMUR LABUANG 11 
Majene  

100 
 

7605083112510010 
 

HAMMA U'DAH 
BANGGAE 

TIMUR LEMBANG 6 
Majene  

HASMANG 
BANGGAE 

TIMUR 
LABUANG 

UTARA 7 
Majene  

101 
 

7605085602960001 
 

HASNA 
BANGGAE 

TIMUR LEMBANG 6 
Majene  

DIANING 
RESKITA.P 

BANGGAE 
TIMUR 

LABUANG 
UTARA 9 

Majene  

102 
 

7605080507780001 
 

NAJAMUDDIN 
BANGGAE 

TIMUR LEMBANG 6 
Majene  

ACUB ZAENAL 
BANGGAE 

TIMUR 
LABUANG 

UTARA 13 
Majene  

103 
 

7605087112540040 
 

HJ.RAWI 
BANGGAE 

TIMUR LEMBANG 6 
Majene  

NAPSIAH 
BANGGAE 

TIMUR LABUANG 3 
Majene  

104 
 

7605087112900060 
 

DARMIATI 
BANGGAE 

TIMUR LEMBANG 6 
Majene  

NURHAEDA 
BANGGAE 

TIMUR BARUGA 5 
Majene  

105 
 

7605087112340004 
 

SITTI 
BANGGAE 

TIMUR LEMBANG 6 
Majene  

SITTI HADIA 
BANGGAE 

TIMUR BAURUNG 6 
Majene  

106 
 

7605084211870001 
 HARIAH 

BANGGAE 
TIMUR LEMBANG 7 

Majene  
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ROSDIANA 
BANGGAE 

TIMUR LABUANG 11 
Majene  

107 
 

7605086509810001 
 

RIYDAH MAKMUR 
BANGGAE 

TIMUR LEMBANG 7 
Majene  

RIYADAH 
MAKMUR 

BANGGAE 
TIMUR LABUANG 9 

Majene  

108 
 

7605083112650071 
 

BACONG . S 
BANGGAE 

TIMUR LEMBANG 7 
Majene  

MUHSIN 
BANGGAE 

TIMUR BARUGA 5 
Majene  

109 
 

7605083112750060 
 

BAHARUDDIN 
BANGGAE 

TIMUR LEMBANG 7 
Majene  

M.AHMADI 
SAMPPEWALI 

BANGGAE 
TIMUR LEMBANG 6 

Majene  

110 
 

7605081011800003 
 

ARDIANTO 
BANGGAE 

TIMUR LEMBANG 8 
Majene  

M. ALI HARPA 
BANGGAE 

TIMUR LABUANG 5 
Majene  

111 
 

7605080510670001 
 

MAHMUD 
BANGGAE 

TIMUR LEMBANG 8 
Majene  

MUSTAMIN 
BANGGAE 

TIMUR 
LABUANG 

UTARA 5 
Majene  

112 
 

7605080101910004 
 

M. SUWANDI 
SUSANTO 

BANGGAE 
TIMUR LEMBANG 8 

Majene  

SAPRIADI 
DERMAWAN 

BANGGAE 
TIMUR BAURUNG 2 

Majene  

113 
 

7605014502860003 
 

HENNI, SE 
BANGGAE 

TIMUR LEMBANG 8 
Majene  

HENNI 
HANIDAYAN BANGGAE GALUNG 1 

Majene  

114 
 7605011403800002 

 
ABD. RAUF 

BANGGAE 
TIMUR LEMBANG 8 

Majene  

ABD. RAUF BANGGAE GALUNG 1 Majene  
115 

 7605084302660002 
 

SITTI AMINAH    Majene  

ROSMANI 
BANGGAE 

TIMUR 
LABUANG 

UTARA 9 
Majene  

116 
 

7605087112500019 
 

SAHAWIAH 
BANGGAE 

TIMUR LEMBANG 10 
Majene  

KUMMI 
BANGGAE 

TIMUR BAURUNG 10 
Majene  

117 
 

7605083112690018 
 

HARUNA 
BANGGAE 

TIMUR LEMBANG 10 
Majene  

SINAI 
BANGGAE 

TIMUR 
LABUANG 

UTARA 3 
Majene  

118 
 

7605082410920001 
 

JUFRI 
BANGGAE 

TIMUR LEMBANG 10 
Majene  

JUFRI 
BANGGAE 

TIMUR LABUANG 5 
Majene  

119 
 

7605081808580001 
 

HASANUDDIN 
BANGGAE 

TIMUR LEMBANG 10 
Majene  

ABD HARIS 
HABARA 

BANGGAE 
TIMUR LABUANG 10 

Majene  

120 
 

7605083112900065 
 

SAPARUDDIN 
BANGGAE 

TIMUR LEMBANG 10 
Majene  

S. TAUFAN 
TAUFIK 

BANGGAE 
TIMUR LABUANG 6 

Majene  

121 
 7605085001900001 

 
NURLAELAH. B 

BANGGAE 
TIMUR LEMBANG 10 

Majene  

NURLAENI BANGGAE LABUANG 1 Majene  
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TIMUR 
122 

 
7605086710750001 

 

ZAINAB 
BANGGAE 

TIMUR TANDE 1 
Majene  

SAITI 
BANGGAE 

TIMUR 
LABUANG 

UTARA 7 
Majene  

123 
 

7605083112630055 
 

THALIB 
BANGGAE 

TIMUR TANDE 1 
Majene  

DRS.TAJUDDIN 
BANGGAE 

TIMUR LEMBANG 7 
Majene  

124 
 

7605085907910001 
 

YUSRAH 
BANGGAE 

TIMUR TANDE 1 
Majene  

YUSRAH 
BANGGAE 

TIMUR TANDE 1 
Majene  

125 
 

7605083112400028 
 

M. ARAS 
BANGGAE 

TIMUR TANDE 1 
Majene  

M. ARAS 
BANGGAE 

TIMUR TANDE 1 
Majene  

126 
 

7605086003850001 
 

HASLAWATI 
BANGGAE 

TIMUR TANDE 1 
Majene  

HASLAWATI 
BANGGAE 

TIMUR 
BARUGA 

DHUA 4 
Majene  

127 
 

7605087112950051 
 

HASRIAH 
BANGGAE 

TIMUR TANDE 1 
Majene  

NURDINAH 
BANGGAE 

TIMUR LEMBANG 5 
Majene  

128 
 

7605083112780040 
 

SAPRUDDIN 
BANGGAE 

TIMUR TANDE 2 
Majene  

SUARDI B 
BANGGAE 

TIMUR 
LABUANG 

UTARA 1 
Majene  

129 
 

7605086104890001 
 

HIJRAH RAMLI 
BANGGAE 

TIMUR TANDE 2 
Majene  

RUSMIAH 
BANGGAE 

TIMUR BAURUNG 5 
Majene  

130 
 

7605083112660057 
 

AMIR 
BANGGAE 

TIMUR TANDE 3 
Majene  

RAHIM 
BANGGAE 

TIMUR BAURUNG 8 
Majene  

131 
 

'7605084304690001 
 

SARIANTA 
BANGGAE 

TIMUR TANDE 3 
Majene  

HJ.NAHDA SH 
BANGGAE 

TIMUR 
LABUANG 

UTARA 1 
Majene  

132 
 

7605086504860002 
 

NURHAYATI 
BANGGAE 

TIMUR TANDE 3 
Majene  

HASNA 
BANGGAE 

TIMUR BAURUNG 6 
Majene  

133 
 

7605084112910001 
 

NURDALIA 
BANGGAE 

TIMUR TANDE 4 
Majene  

FAUZIAH 
THAMRIN 

BANGGAE 
TIMUR 

LABUANG 
UTARA 5 

Majene  

134 
 

7605086305760001 
 

RASANIAH 
BANGGAE 

TIMUR TANDE 4 
Majene  

NURBAETI 
BANGGAE 

TIMUR LEMBANG 5 
Majene  

135 
 

7605087112600096 
 

NURBAYAH 
BANGGAE 

TIMUR TANDE 4 
Majene  

MANSIHARI 
BANGGAE 

TIMUR LABUANG 8 
Majene  

136 
 

7605083108900001 
 ISMAIL 

BANGGAE 
TIMUR TANDE 4 

Majene  

 
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 

Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 
 



93 
 

MUHAMMAD 
LUTHFI 

BANGGAE 
TIMUR BARUGA 4 

Majene  

137 
 

7605087112850051 
 

RASNIA 
BANGGAE 

TIMUR TANDE 5 
Majene  

MARYAM 
BANGGAE 

TIMUR LABUANG 12 
Majene  

138 
 

7605087112840074 
 

RAHMIANI 
BANGGAE 

TIMUR TANDE 5 
Majene  

ROS 
BANGGAE 

TIMUR LEMBANG 4 
Majene  

139 
 

7605087112500086 
 

SUHAENI 
BANGGAE 

TIMUR TANDE 5 
Majene  

HA'DARA 
BANGGAE 

TIMUR BAURUNG 9 
Majene  

140 
 7605013012770004 

 
M Danial zubaer 

BANGGAE 
TIMUR 

TANDE 
TIMUR 1 

Majene  

ILHAM BANGGAE GALUNG 6 Majene  
141 

 
7605014103920001 

 

Rezki Utamy Ramli 
BANGGAE 

TIMUR 
TANDE 
TIMUR 1 

Majene  

REZKI UTAMY 
RAMLI BANGGAE 

PANGALI 
ALI 5 

Majene  

142 
 

7605087112630063 
 

Nadirah m S.Pd 
BANGGAE 

TIMUR 
TANDE 
TIMUR 1 

Majene  

JASMINA 
BANGGAE 

TIMUR 
BARUGA 

DHUA 2 
Majene  

143 
 

7605082803740001 
 

M. TASRIF 
FACHRUDDIN 

BANGGAE 
TIMUR 

TANDE 
TIMUR 1 

Majene  

BUDIANTO 
BANGGAE 

TIMUR 
LABUANG 

UTARA 12 
Majene  

144 
 

7605084102800002 
 

Murniawaty d SP 
BANGGAE 

TIMUR 
TANDE 
TIMUR 1 

Majene  

HASLAH F. 
BANGGAE 

TIMUR LABUANG 10 
Majene  

145 
 

7605081006590001 
 

Abd Majid 
BANGGAE 

TIMUR 
TANDE 
TIMUR 1 

Majene  

ARIFIN 
BANGGAE 

TIMUR LABUANG 11 
Majene  

146 
 

7605083112640005 
 

Drs Rustam 
Salaming 

BANGGAE 
TIMUR 

TANDE 
TIMUR 1 

Majene  

SYAMSUDDIN 
BANGGAE 

TIMUR BAURUNG 2 
Majene  

147 
 

7605080409900001 
 

Na'im 
BANGGAE 

TIMUR 
TANDE 
TIMUR 1 

Majene  

NA IM 
BANGGAE 

TIMUR 
LABUANG 

UTARA 8 
Majene  

148 
 

7605081906710001 
 

SOFYAN 
BANGGAE 

TIMUR 
TANDE 
TIMUR 1 

Majene  

SOFYAN 
BANGGAE 

TIMUR LEMBANG 3 
Majene  

149 
 

7605080802950001 
 

MUH CHAIDIR 
BANGGAE 

TIMUR 
TANDE 
TIMUR 1 

Majene  

MUH.CHAIDIR 
BANGGAE 

TIMUR LEMBANG 3 
Majene  

150 
 

7605084501760002 
 

FITRIANY 
BANGGAE 

TIMUR 
TANDE 
TIMUR 1 

Majene  

FITRIANY, S.Sos 
BANGGAE 

TIMUR 
LABUANG 

UTARA 6 
Majene  

151 
 

7605084111910006 
 KHULDIYAH R 

BANGGAE 
TIMUR 

TANDE 
TIMUR 2 

Majene  

 
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 

Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 
 



94 
 

RUSNAWATI 
BANGGAE 

TIMUR BAURUNG 7 
Majene  

152 
 

7605085003930001 
 

WARDINA SARI 
BANGGAE 

TIMUR 
TANDE 
TIMUR 3 

Majene  

WARDINA SARI 
BANGGAE 

TIMUR 
LABUANG 

UTARA 6 
Majene  

153 
 

7605085808870001 
 

NURHAJINAH 
BANGGAE 

TIMUR 
TANDE 
TIMUR 3 

Majene  

NURHAJINAH 
BANGGAE 

TIMUR BAURUNG 1 
Majene  

154 
 

7605084708800001 
 

JUMIATI 
BANGGAE 

TIMUR 
TANDE 
TIMUR 3 

Majene  

SALMIAH 
BANGGAE 

TIMUR BAURUNG 1 
Majene  

155 
 

7605083112850050 
 

SUPRIADI 
BANGGAE 

TIMUR 
TANDE 
TIMUR 5 

Majene  

BAHARUDDIN 
BANGGAE 

TIMUR 
BUTTU 

BARUGA 2 
Majene  

156 
 

7605087112870051 
 

SUMARNI 
BANGGAE 

TIMUR 
TANDE 
TIMUR 5 

Majene  

HASMIA 
BANGGAE 

TIMUR LEMBANG 2 
Majene  

157 
 

7605083112910052 
 

BAHTIAR 
BANGGAE 

TIMUR 
TANDE 
TIMUR 5 

Majene  

SUNARDI 
BANGGAE 

TIMUR BAURUNG 2 
Majene  

158 
 

7605083112540050 
 

NASIR 
BANGGAE 

TIMUR BARUGA 4 
Majene  

ABD FATTAH 
BANGGAE 

TIMUR BARUGA 1 
Majene  

159 
 

'7605085308930001 
 

EVI NOVITA 
BANGGAE 

TIMUR BARUGA 5 
Majene  

EVI NOPITA BANGGAE 
PANGALI 

ALI 8 
Majene  

160 
 

7605084202880001 
 

SALMAH 
BANGGAE 

TIMUR BARUGA 5 
Majene  

SALMA 
BAMBALAM

OTU 
BAMBALAM

OTU 5 
Mamuju 

Utara 
 

161 
 7605085810900001 

 
MUFLIHAH BASRI 

BANGGAE 
TIMUR 

BARUGA 
DHUA 3 

Majene  

MUFLIHAH BASRI BANGGAE BARU 6 Majene  
162 

 
'7604127112790040 

 

ST. RAMLAH 
BANGGAE 

TIMUR 
BARUGA 

DHUA 5 
Majene  

RITA 
BANGGAE 

TIMUR 
BARUGA 

DHUA 5 
Majene  

163 
 7605011208810002 

 
BASRI 

BANGGAE 
TIMUR BAURUNG 5 

Majene  

ABDUL RAHMAN BANGGAE GALUNG 4 Majene  
164 

 7605086311970001 
 

HASRIANI 
BANGGAE 

TIMUR BAURUNG 7 
Majene  

HASRIANI BANGGAE TOTOLI 1 Majene  
165 

 
7605085112970001 

 

HAMRIAH 
BANGGAE 

TIMUR BAURUNG 7 
Majene  

HASRINA 
BANGGAE 

TIMUR 
BARUGA 

DHUA 2 
Majene  

166 
 

7605083112520040 
 

BORAHIMA 
BANGGAE 

TIMUR BAURUNG 8 
Majene  

ABDULLAH 
BANGGAE 

TIMUR BARUGA 5 
Majene  
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167 
 

7605083112720005 
 

NURDIN 
BANGGAE 

TIMUR BAURUNG 8 
Majene  

NASRIATI 
BANGGAE 

TIMUR BAURUNG 7 
Majene  

168 
 

'7605080101760003 
 

SARBIN 
BANGGAE 

TIMUR BAURUNG 9 
Majene  

SYAMSUDDIN 
BANGGAE 

TIMUR BAURUNG 5 
Majene  

169 
 

'7605087112950040 
 

NURDIANA 
BANGGAE 

TIMUR BAURUNG 10 
Majene  

JUHAENI 
BANGGAE 

TIMUR BARUGA 1 
Majene  

170 
 

7605083112840063 
 

NAHARUDDIN 
BANGGAE 

TIMUR 
BUTTU 

BARUGA 1 
Majene  

MUHAMMAD 
BANGGAE 

TIMUR 
BARUGA 

DHUA 5 
Majene  

171 
 7605015604900003 

 
SITTI SHALIHAH 

BANGGAE 
TIMUR 

BUTTU 
BARUGA 1 

Majene  

SITTI SHALIHAH BANGGAE GALUNG 2 Majene  
172 

 
7605080102900001 

 

RAHMAN 
BANGGAE 

TIMUR 
BUTTU 

BARUGA 2 
Majene  

WAHYU 
BANGGAE 

TIMUR BAURUNG 1 
Majene  

173 
 

7605085307830002 
 

YUSNIAR 
BANGGAE 

TIMUR LABUANG 4 
Majene  

FITRIA. R 
BANGGAE 

TIMUR LABUANG 3 
Majene  

174 
 

7605084310990001 
 

NUR INDAH SARI 
BANGGAE 

TIMUR LABUANG 4 
Majene  

NURINDAH SARI 
BANGGAE 

TIMUR LABUANG 4 
Majene  

175 
 

7605085510860002 
 

MARLINA 
BANGGAE 

TIMUR LABUANG 5 
Majene  

NURITA 
BANGGAE 

TIMUR 
LABUANG 

UTARA 4 
Majene  

176 
 

7605084105820001 
 

IRMA MAELANI 
BANGGAE 

TIMUR LABUANG 5 
Majene  

RAHMAWATI 
BANGGAE 

TIMUR 
LABUANG 

UTARA 8 
Majene  

177 

7605086004970001 
 

NUR HALISAH 
BANGGAE 

TIMUR LABUANG 5 
Majene  

NURAZIZAH 
BANGGAE 

TIMUR 
LABUANG 

UTARA 10 
Majene  

178 
 

7605087112390021 
 

HASIAH 
BANGGAE 

TIMUR LABUANG 5 
Majene  

HJ HAFSAH 
KAMIL 

BANGGAE 
TIMUR LABUANG 3 

Majene  

179 
 

7605083112690076 
 

RUDDIN 
BANGGAE 

TIMUR LABUANG 5 
Majene  

HARMAN 
BANGGAE 

TIMUR 
BARUGA 

DHUA 2 
Majene  

180 
 

7605083112450001 
 

DRA HJ HADAMI 
BANGGAE 

TIMUR LABUANG 6 
Majene  

HAERUDDIN 
BANGGAE 

TIMUR 
BARUGA 

DHUA 3 
Majene  

181 
 7605086509850001 

 
ROSMAWATI 

BANGGAE 
TIMUR LABUANG 7 

Majene  

ROSMAWATI BANGGAE GALUNG 1 Majene  
182 7605085210700001 NURMIATY BANGGAE LABUANG 7 Majene  
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  TIMUR 

MARNI 
BANGGAE 

TIMUR BAURUNG 7 
Majene  

183 
 

7605080802760001 
 

MARDINAH. A 
BANGGAE 

TIMUR LABUANG 8 
Majene  

TASLIM 
BANGGAE 

TIMUR 
LABUANG 

UTARA 4 
Majene  

184 
 

7605086708970002 
 

VARADILAH 
PUTRI AMRIYANI 

BANGGAE 
TIMUR LABUANG 8 

Majene  

FARADILAH 
PUTRI 

BANGGAE 
TIMUR BARUGA 4 

Majene  

185 
 

7605083112640070 
 

SYAMSUDDIN 
BANGGAE 

TIMUR LABUANG 8 
Majene  

ABD. RAJAB 
BANGGAE 

TIMUR 
LABUANG 

UTARA 1 
Majene  

186 
 

7605087112520072 
 

JAMALA 
BANGGAE 

TIMUR LABUANG 8 
Majene  

PADA 
BANGGAE 

TIMUR 
BUTTU 

BARUGA 1 
Majene  

187 
 

7605081909960002 
 

ASYAADI 
MULIAWAN 

BANGGAE 
TIMUR LABUANG 9 

Majene  

MUH. NURHADI 
BANGGAE 

TIMUR 
LABUANG 

UTARA 7 
Majene  

188 
 

7605081607820001 
 

MUH. SAPRI 
BANGGAE 

TIMUR LABUANG 10 
Majene  

MUH. SAPRI 
BANGGAE 

TIMUR LABUANG 10 
Majene  

189 
 

7605086810970002 
 

HARMINI 
BANGGAE 

TIMUR LABUANG 11 
Majene  

ST. MARDAWIA B. 
BANGGAE 

TIMUR 
LABUANG 

UTARA 2 
Majene  

190 
 

7605086708950002 
 

RAMLAH 
BANGGAE 

TIMUR LABUANG 11 
Majene  

WIRDA H. 
BANGGAE 

TIMUR BARUGA 1 
Majene  

191 
 

7605080211800003 
 

ARMAN 
BANGGAE 

TIMUR LABUANG 11 
Majene  

HARUN LAPAS 
BANGGAE 

TIMUR 
BARUGA 

DHUA 3 
Majene  

192 
 

7605087112650041 
 

ASPINA 
BANGGAE 

TIMUR LABUANG 11 
Majene  

SITTI. HAWA 
BANGGAE 

TIMUR BAURUNG 1 
Majene  

193 
 

7605084506940001 
 

NURMADINAH 
BANGGAE 

TIMUR LABUANG 11 
Majene  

NURMADINAH 
BANGGAE 

TIMUR 
LABUANG 

UTARA 1 
Majene  

194 
 

'7605081909830002 
 

RAHMAT 
BANGGAE 

TIMUR LABUANG 12 
Majene  

ABD SALAM 
BANGGAE 

TIMUR BAURUNG 8 
Majene  

195 
 

'7605083112890038 
 

MUSTARI 
BANGGAE 

TIMUR LABUANG 12 
Majene  

HARDI 
BANGGAE 

TIMUR BAURUNG 4 
Majene  

196 
 

'7605080508520001 
 

SUHURIA 
BANGGAE 

TIMUR LABUANG 12 
Majene  

SUHURIA 
BANGGAE 

TIMUR 
LABUANG 

UTARA 6 
Majene  
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197 
 

7605087112720055 
 

HASRIANI 
BANGGAE 

TIMUR 
LABUANG 

UTARA 1 
Majene  

ST. ARFAH 
BANGGAE 

TIMUR BARUGA 3 
Majene  

198 
 7313071304930001 

 
HAMKA 

BANGGAE 
TIMUR 

LABUANG 
UTARA 2 

Majene  

HAMKA BANGGAE BANGGAE 1 Majene  
199 

 
7605084107570015 

 

SAATIA 
BANGGAE 

TIMUR 
LABUANG 

UTARA 2 
Majene  

HAJINA 
BANGGAE 

TIMUR BAURUNG 5 
Majene  

200 
 

7605083112630024 
 

MUNDING 
BANGGAE 

TIMUR 
LABUANG 

UTARA 2 
Majene  

M. IDRIS 
BANGGAE 

TIMUR BAURUNG 5 
Majene  

201 
 7605013112590056 

 
AMIRULLAH 

BANGGAE 
TIMUR 

LABUANG 
UTARA 3 

Majene  

FAJAR ABDU BANGGAE BANGGAE 9 Majene  
202 

 
7605016107890003 

 

IRMAJAYANTI 
BANGGAE 

TIMUR 
LABUANG 

UTARA 3 
Majene  

NUR ALAM BANGGAE 
PANGALI 

ALI 16 
Majene  

203 
 

7605083112470004 
 

LAHAMUDDIN 
ATJO 

BANGGAE 
TIMUR 

LABUANG 
UTARA 3 

Majene  

HADI PALOI 
BANGGAE 

TIMUR BAURUNG 10 
Majene  

204 
 

7605084107540008 
 

HJ.AMELIA 
BANGGAE 

TIMUR 
LABUANG 

UTARA 3 
Majene  

TASAWIAH 
BANGGAE 

TIMUR BAURUNG 1 
Majene  

205 
 

7605087112560056 
 

HJ. NASMA 
BANGGAE 

TIMUR 
LABUANG 

UTARA 3 
Majene  

NURMA 
BANGGAE 

TIMUR BAURUNG 1 
Majene  

206 
 

7605012812910001 
 

DHESI 
RAHMAWATY 

BANGGAE 
TIMUR 

LABUANG 
UTARA 3 

Majene  

SUKRI BANGGAE 
PAMBOBOR

ANG 4 
Majene  

207 
 

7605086007790001 
 

NURSIA 
BANGGAE 

TIMUR 
LABUANG 

UTARA 4 
Majene  

NURSIA N 
BANGGAE 

TIMUR 
LABUANG 

UTARA 3 
Majene  

208 
 

7605083112840061 
 

MAHAYUDDIN 
BANGGAE 

TIMUR 
LABUANG 

UTARA 4 
Majene  

ABD MAJID 
BANGGAE 

TIMUR 
BARUGA 

DHUA 5 
Majene  

209 

7605082009870001 
 

ANDI ISMAIL 
BANGGAE 

TIMUR 
LABUANG 

UTARA 5 
Majene  

SAFIUDDIN 
BANGGAE 

TIMUR 
BARUGA 

DHUA 2 
Majene  

210 

7605086512730001 
 

ANDI NURINTAN 
BANGGAE 

TIMUR 
LABUANG 

UTARA 5 
Majene  

JASNI MUH. 
IDRUS 

BANGGAE 
TIMUR BAURUNG 7 

Majene  

211 

7605081008820002 
 

ABD. RAHMAN 
SAPPE 

BANGGAE 
TIMUR 

LABUANG 
UTARA 6 

Majene  

SUAIB 
BANGGAE 

TIMUR 
LABUANG 

UTARA 3 
Majene  

212 7605084112890003 JULIANA BANGGAE LABUANG 6 Majene  

 
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 

Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 
 



98 
 

 TIMUR UTARA 

JULIANA 
BANGGAE 

TIMUR 
LABUANG 

UTARA 6 
Majene  

213 

7605085305590002 
 

ST RABIAH 
BANGGAE 

TIMUR 
LABUANG 

UTARA 7 
Majene  

SITTI RABIAH 
BANGGAE 

TIMUR 
LABUANG 

UTARA 4 
Majene  

214 

7605082311860001 
 

ABDUL SALAM 
BANGGAE 

TIMUR 
LABUANG 

UTARA 8 
Majene  

ABD. SALAM SARUDU SARUDU 2 
Mamuju 

Utara 
 

215 
7605011606910002 

 
ASWAR 

BANGGAE 
TIMUR 

LABUANG 
UTARA 8 

Majene  

ASWAR BANGGAE TOTOLI 7 Majene  
216 

7605084611900001 
 

HUDRIAH 
BANGGAE 

TIMUR 
LABUANG 

UTARA 8 
Majene  

HUDRIAH SARUDU SARUDU 2 
Mamuju 

Utara 
 

217 

7605083112550005 
 

SYAHRIR 
BANGGAE 

TIMUR 
LABUANG 

UTARA 8 
Majene  

SYAHRIR SARUDU SARUDU 2 
Mamuju 

Utara 
 

218 

7605086104650001 
 

RATNAWATI 
BANGGAE 

TIMUR 
LABUANG 

UTARA 8 
Majene  

RATNAWATI SARUDU SARUDU 2 
Mamuju 

Utara 
 

219 

7605087112680060 
 

ADINAH 
BANGGAE 

TIMUR 
LABUANG 

UTARA 10 
Majene  

NURHAYATI 
BANGGAE 

TIMUR BAURUNG 9 
Majene  

220 

7605084504810003 
 

FITRIANI 
BANGGAE 

TIMUR 
LABUANG 

UTARA 10 
Majene  

FITRIANI 
BANGGAE 

TIMUR 
LABUANG 

UTARA 10 
Majene  

221 

7605012502710001 
 

PATLY 
PARAKKASI 

BANGGAE 
TIMUR 

LABUANG 
UTARA 11 

Majene  

PATLY 
PARAKASSI. SH BANGGAE BANGGAE 6 

Majene  

222 

7605086306930002 
 

NURINAYA 
BANGGAE 

TIMUR 
LABUANG 

UTARA 12 
Majene  

NUR INAYAH 
BANGGAE 

TIMUR 
LABUANG 

UTARA 12 
Majene  

223 

7605080811930001 
 

SUDI 
SULHIDAYATULL

AH 
BANGGAE 

TIMUR 
LABUANG 

UTARA 13 

Majene  

IRMAN ZULFIKAR 
BANGGAE 

TIMUR 
LABUANG 

UTARA 1 
Majene  

224 

7605084709900001 
 

INAYATI 
BANGGAE 

TIMUR 
LABUANG 

UTARA 13 
Majene  

MISRA 
BANGGAE 

TIMUR 
LABUANG 

UTARA 3 
Majene  

225 

7604153112630047 
 

RUSLI 
HATTA,S.PD 

BANGGAE 
TIMUR LEMBANG 3 

Majene  

RUSLI HATTA, 
S.Pd ALLU MOMBI 2 

Polewali 
Mandar 

 

226 

7604152411890002 
 

BAMBANG 
HERMAWAN 

BANGGAE 
TIMUR LEMBANG 3 

Majene  

BAMBANG 
HERMAWAN ALLU MOMBI 2 

Polewali 
Mandar 
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227 

7604157112590066 
 

NASRIAH,S.PD.I 
BANGGAE 

TIMUR LEMBANG 3 
Majene  

NASRIAH, S.Pd.I ALLU MOMBI 2 
Polewali 
mandar 

 

228 

7605087112780040 
 

RAHMIANI 
BANGGAE 

TIMUR LEMBANG 3 
Majene  

NURHAEDAH 
BANGGAE 

TIMUR BARUGA 1 
Majene  

229 

7605083112590053 
 

AMIR 
BANGGAE 

TIMUR LEMBANG 3 
Majene  

KAMARUDDIN 
BANGGAE 

TIMUR LABUANG 12 
Majene  

230 

7605082611860002 
 

ZULKIFLI 
BANGGAE 

TIMUR LEMBANG 3 
Majene  

AGUNG ARIANTO 
BANGGAE 

TIMUR LABUANG 5 
Majene  

231 

7605083112500058 
 

BADUAMI 
BANGGAE 

TIMUR LEMBANG 3 
Majene  

M. NATSIR 
BANGGAE 

TIMUR 
LABUANG 

UTARA 7 
Majene  

232 
7605014211870002 

 
SITTI FATIMA 

BANGGAE 
TIMUR LEMBANG 3 

Majene  

SITTI FATIMA BANGGAE BANGGAE 9 Majene  
233 

7605082808810001 
 

M. RAMLI SAHUR 
BANGGAE 

TIMUR LEMBANG 3 
Majene  

M. RAMLI SAHUR. 
SE BANGGAE 

PANGALI 
ALI 9 

Majene  

234 

7605081807780001 
 

HASBI 
BANGGAE 

TIMUR LEMBANG 3 
Majene  

FIRDAUS 
BANGGAE 

TIMUR LABUANG 11 
Majene  

235 

7605087112460050 
 

ADONG 
BANGGAE 

TIMUR LEMBANG 3 
Majene  

HANIA 
BANGGAE 

TIMUR 
BARUGA 

DHUA 1 
Majene  

236 

7605087112450080 
 

SIA 
BANGGAE 

TIMUR LEMBANG 3 
Majene  

HELMI BANGGAE 
PALIPI 

SOREANG 3 
Majene  

237 

7605087112640104 
 

MARHUMAH 
BANGGAE 

TIMUR LEMBANG 3 
Majene  

NURHAEDAH 
BANGGAE 

TIMUR 
BARUGA 

DHUA 2 
Majene  

238 

7605015211690001 
 

DEDE 
RAMADHAN 

BANGGAE 
TIMUR LEMBANG 3 

Majene  

NURWINA ABDUL 
RASJID BANGGAE 

PANGALI 
ALI 15 

Majene  

239 

7605083112690024 
 

BUSMAN 
BANGGAE 

TIMUR LEMBANG 3 
Majene  

MARWAN 
BANGGAE 

TIMUR 
LABUANG 

UTARA 2 
Majene  

240 

7605087112790003 
 

VARIE RIO 
BANGGAE 

TIMUR LEMBANG 3 
Majene  

SALIMA 
BANGGAE 

TIMUR 
BARUGA 

DHUA 5 
Majene  

241 

7605087112580042 
 

EFFENDY 
GASONG 

BANGGAE 
TIMUR LEMBANG 3 

Majene  

NURBAKTI 
BANGGAE 

TIMUR LABUANG 4 
Majene  
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242 

7605014212860001 
 

RENY ROSWANTI 
BANGGAE 

TIMUR LEMBANG 3 
Majene  

RENY RUSWANTI BANGGAE 
PANGALI 

ALI 9 
Majene  

243 

7604106406940002 
 

SELFIYANA 
SAHRAENI 

BANGGAE 
TIMUR LEMBANG 4 

Majene  

SELFIYANA 
SAHRAENI BANGGAE BANGGAE 11 

Majene  

244 
7605011505920001 

 
RUDYANSYAH 

BANGGAE 
TIMUR LEMBANG 4 

Majene  

RUDYANSYAH. H BANGGAE BANGGAE 11 Majene  
245 

7605086909830001 
 

PORDANINGSIH 
M. ETA 

BANGGAE 
TIMUR LEMBANG 4 

Majene  

ST. ARAS 
BANGGAE 

TIMUR 
LABUANG 

UTARA 2 
Majene  

246 

7605085201900002 
 

HUSNI. H 
BANGGAE 

TIMUR LEMBANG 4 
Majene  

NURMADINA BANGGAE 
PANGALI 

ALI 5 
Majene  

247 

7605081211840002 
 

ADI RAHMAN 
S.KEP 

BANGGAE 
TIMUR LEMBANG 4 

Majene  

AMIRUDDIN 
BANGGAE 

TIMUR BARUGA 1 
Majene  

248 

7601031010690001 
 

H.MUH RAMLI 
BANGGAE 

TIMUR LEMBANG 4 
Majene  

H MUH RAMLI BULU TABA KARAVE 1 
Mamuju 
Utara 

 

249 

7605083112990049 
 

SALAM 
BANGGAE 

TIMUR LEMBANG 5 
Majene  

JUARDI 
BANGGAE 

TIMUR BAURUNG 9 
Majene  

250 

7605087112760050 
 

SUHARIAH 
BANGGAE 

TIMUR LEMBANG  
Majene  

RASMI 
BANGGAE 

TIMUR BAURUNG 10 
Majene  

251 

7605083112620018 
 

ABDULLAH 
BANGGAE 

TIMUR LEMBANG 5 
Majene  

HAMIL 
BANGGAE 

TIMUR 
LABUANG 

UTARA 2 
Majene  

252 

7605080708750002 
 

PAHMI,A.MA 
BANGGAE 

TIMUR LEMBANG 5 
Majene  

BASRI 
BANGGAE 

TIMUR LABUANG 11 
Majene  

253 

7605087112820042 
 

PUDIANA 
BANGGAE 

TIMUR LEMBANG 6 
Majene  

ROSDIANTI 
BANGGAE 

TIMUR BAURUNG 1 
Majene  

254 

7605080107860058 
 

LIMING 
BANGGAE 

TIMUR LEMBANG 6 
Majene  

JABIR 
BANGGAE 

TIMUR LEMBANG 2 
Majene  

255 

7605081007760001 
 

YULIANA 
BANGGAE 

TIMUR LEMBANG 6 
Majene  

MANSUR 
BANGGAE 

TIMUR LABUANG 8 
Majene  

256 

7605087112540050 
 

RUMAIDAH 
BANGGAE 

TIMUR LEMBANG 6 
Majene  

BETJTJE 
BANGGAE 

TIMUR LABUANG 11 
Majene  
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257 

7605083112510010 
 

HAMMA U'DAH 
BANGGAE 

TIMUR LEMBANG 6 
Majene  

HASMANG 
BANGGAE 

TIMUR 
LABUANG 

UTARA 7 
Majene  

258 

7605085602960001 
 

HASNA 
BANGGAE 

TIMUR LEMBANG 6 
Majene  

DIANING 
RESKITA.P 

BANGGAE 
TIMUR 

LABUANG 
UTARA 9 

Majene  

259 

7605080507780001 
 

NAJAMUDDIN 
BANGGAE 

TIMUR LEMBANG 6 
Majene  

ACUB ZAENAL 
BANGGAE 

TIMUR 
LABUANG 

UTARA 13 
Majene  

260 

7605087112540040 
 

HJ.RAWI 
BANGGAE 

TIMUR LEMBANG 6 
Majene  

NAPSIAH 
BANGGAE 

TIMUR LABUANG 3 
Majene  

261 

7605087112900060 
 

DARMIATI 
BANGGAE 

TIMUR LEMBANG 6 
Majene  

NURHAEDA 
BANGGAE 

TIMUR BARUGA 5 
Majene  

262 

7605087112340004 
 

SITTI 
BANGGAE 

TIMUR LEMBANG 6 
Majene  

SITTI HADIA 
BANGGAE 

TIMUR BAURUNG 6 
Majene  

263 

7605084211870001 
 

HARIAH 
BANGGAE 

TIMUR LEMBANG 7 
Majene  

ROSDIANA 
BANGGAE 

TIMUR LABUANG 11 
Majene  

264 

7605086509810001 
 

RIYDAH MAKMUR 
BANGGAE 

TIMUR LEMBANG 7 
Majene  

RIYADAH 
MAKMUR 

BANGGAE 
TIMUR LABUANG 9 

Majene  

265 

7605083112650071 
 

BACONG . S 
BANGGAE 

TIMUR LEMBANG 7 
Majene  

MUHSIN 
BANGGAE 

TIMUR BARUGA 5 
Majene  

266 

7605083112750060 
 

BAHARUDDIN 
BANGGAE 

TIMUR LEMBANG 7 
Majene  

M.AHMADI 
SAMPPEWALI 

BANGGAE 
TIMUR LEMBANG 6 

Majene  

267 

7605081011800003 
 

ARDIANTO 
BANGGAE 

TIMUR LEMBANG 8 
Majene  

M. ALI HARPA 
BANGGAE 

TIMUR LABUANG 5 
Majene  

268 

7605080510670001 
 

MAHMUD 
BANGGAE 

TIMUR LEMBANG 8 
Majene  

MUSTAMIN 
BANGGAE 

TIMUR 
LABUANG 

UTARA 5 
Majene  

269 

7605080101910004 
 

M. SUWANDI 
SUSANTO 

BANGGAE 
TIMUR LEMBANG 8 

Majene  

SAPRIADI 
DERMAWAN 

BANGGAE 
TIMUR BAURUNG 2 

Majene  

270 

7605014502860003 
 

HENNI, SE 
BANGGAE 

TIMUR LEMBANG 8 
Majene  

HENNI 
HANIDAYAN BANGGAE GALUNG 1 

Majene  

271 
7605011403800002 

 
ABD. RAUF 

BANGGAE 
TIMUR LEMBANG 8 

Majene  

ABD. RAUF BANGGAE GALUNG 1 Majene  

 
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 

Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 
 



102 
 

272 
7605084302660002 

 

SITTI AMINAH    Majene  

ROSMANI 
BANGGAE 

TIMUR 
LABUANG 

UTARA 9 
Majene  

273 

7605087112500019 
 

SAHAWIAH 
BANGGAE 

TIMUR LEMBANG 10 
Majene  

KUMMI 
BANGGAE 

TIMUR BAURUNG 10 
Majene  

274 

7605083112690018 
 

HARUNA 
BANGGAE 

TIMUR LEMBANG 10 
Majene  

SINAI 
BANGGAE 

TIMUR 
LABUANG 

UTARA 3 
Majene  

275 

7605082410920001 
 

JUFRI 
BANGGAE 

TIMUR LEMBANG 10 
Majene  

JUFRI 
BANGGAE 

TIMUR LABUANG 5 
Majene  

276 

7605081808580001 
 

HASANUDDIN 
BANGGAE 

TIMUR LEMBANG 10 
Majene  

ABD HARIS 
HABARA 

BANGGAE 
TIMUR LABUANG 10 

Majene  

277 

7605083112900065 
 

SAPARUDDIN 
BANGGAE 

TIMUR LEMBANG 10 
Majene  

S. TAUFAN 
TAUFIK 

BANGGAE 
TIMUR LABUANG 6 

Majene  

278 

7605085001900001 
 

NURLAELAH. B 
BANGGAE 

TIMUR LEMBANG 10 
Majene  

NURLAENI 
BANGGAE 

TIMUR LABUANG 1 
Majene  

279 

7605086710750001 
 

ZAINAB 
BANGGAE 

TIMUR TANDE 1 
Majene  

SAITI 
BANGGAE 

TIMUR 
LABUANG 

UTARA 7 
Majene  

280 

7605083112630055 
 

THALIB 
BANGGAE 

TIMUR TANDE 1 
Majene  

DRS.TAJUDDIN 
BANGGAE 

TIMUR LEMBANG 7 
Majene  

281 

7605085907910001 
 

YUSRAH 
BANGGAE 

TIMUR TANDE 1 
Majene  

YUSRAH 
BANGGAE 

TIMUR TANDE 1 
Majene  

282 

7605083112400028 
 

M. ARAS 
BANGGAE 

TIMUR TANDE 1 
Majene  

M. ARAS 
BANGGAE 

TIMUR TANDE 1 
Majene  

283 

7605086003850001 
 

HASLAWATI 
BANGGAE 

TIMUR TANDE 1 
Majene  

HASLAWATI 
BANGGAE 

TIMUR 
BARUGA 

DHUA 4 
Majene  

284 

7605087112950051 
 

HASRIAH 
BANGGAE 

TIMUR TANDE 1 
Majene  

NURDINAH 
BANGGAE 

TIMUR LEMBANG 5 
Majene  

285 

7605083112780040 
 

SAPRUDDIN 
BANGGAE 

TIMUR TANDE 2 
Majene  

SUARDI B 
BANGGAE 

TIMUR 
LABUANG 

UTARA 1 
Majene  

286 

7605086104890001 
 

HIJRAH RAMLI 
BANGGAE 

TIMUR TANDE 2 
Majene  

RUSMIAH 
BANGGAE 

TIMUR BAURUNG 5 
Majene  
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287 

7605083112660057 
 

AMIR 
BANGGAE 

TIMUR TANDE 3 
Majene  

RAHIM 
BANGGAE 

TIMUR BAURUNG 8 
Majene  

288 

'7605084304690001 
 

SARIANTA 
BANGGAE 

TIMUR TANDE 3 
Majene  

HJ.NAHDA SH 
BANGGAE 

TIMUR 
LABUANG 

UTARA 1 
Majene  

289 

7605086504860002 
 

NURHAYATI 
BANGGAE 

TIMUR TANDE 3 
Majene  

HASNA 
BANGGAE 

TIMUR BAURUNG 6 
Majene  

290 

7605084112910001 
 

NURDALIA 
BANGGAE 

TIMUR TANDE 4 
Majene  

FAUZIAH 
THAMRIN 

BANGGAE 
TIMUR 

LABUANG 
UTARA 5 

Majene  

291 

7605086305760001 
 

RASANIAH 
BANGGAE 

TIMUR TANDE 4 
Majene  

NURBAETI 
BANGGAE 

TIMUR LEMBANG 5 
Majene  

292 

7605087112600096 
 

NURBAYAH 
BANGGAE 

TIMUR TANDE 4 
Majene  

MANSIHARI 
BANGGAE 

TIMUR LABUANG 8 
Majene  

293 

7605083108900001 
 

ISMAIL 
BANGGAE 

TIMUR TANDE 4 
Majene  

MUHAMMAD 
LUTHFI 

BANGGAE 
TIMUR BARUGA 4 

Majene  

294 

7605087112850051 
 

RASNIA 
BANGGAE 

TIMUR TANDE 5 
Majene  

MARYAM 
BANGGAE 

TIMUR LABUANG 12 
Majene  

295 

7605087112840074 
 

RAHMIANI 
BANGGAE 

TIMUR TANDE 5 
Majene  

ROS 
BANGGAE 

TIMUR LEMBANG 4 
Majene  

296 

7605087112500086 
 

SUHAENI 
BANGGAE 

TIMUR TANDE 5 
Majene  

HA'DARA 
BANGGAE 

TIMUR BAURUNG 9 
Majene  

297 
7605013012770004 

 
M Danial zubaer 

BANGGAE 
TIMUR 

TANDE 
TIMUR 1 

Majene  

ILHAM BANGGAE GALUNG 6 Majene  
298 

7605014103920001 
 

Rezki Utamy Ramli 
BANGGAE 

TIMUR 
TANDE 
TIMUR 1 

Majene  

REZKI UTAMY 
RAMLI BANGGAE 

PANGALI 
ALI 5 

Majene  

299 

7605087112630063 
 

Nadirah m S.Pd 
BANGGAE 

TIMUR 
TANDE 
TIMUR 1 

Majene  

JASMINA 
BANGGAE 

TIMUR 
BARUGA 

DHUA 2 
Majene  

300 

7605082803740001 
 

M. TASRIF 
FACHRUDDIN 

BANGGAE 
TIMUR 

TANDE 
TIMUR 1 

Majene  

BUDIANTO 
BANGGAE 

TIMUR 
LABUANG 

UTARA 12 
Majene  

301 

7605084102800002 
 

Murniawaty d SP 
BANGGAE 

TIMUR 
TANDE 
TIMUR 1 

Majene  

HASLAH F. 
BANGGAE 

TIMUR LABUANG 10 
Majene  
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302 

7605081006590001 
 

Abd Majid 
BANGGAE 

TIMUR 
TANDE 
TIMUR 1 

Majene  

ARIFIN 
BANGGAE 

TIMUR LABUANG 11 
Majene  

303 

7605083112640005 
 

Drs Rustam 
Salaming 

BANGGAE 
TIMUR 

TANDE 
TIMUR 1 

Majene  

SYAMSUDDIN 
BANGGAE 

TIMUR BAURUNG 2 
Majene  

304 

7605080409900001 
 

Na'im 
BANGGAE 

TIMUR 
TANDE 
TIMUR 1 

Majene  

NA IM 
BANGGAE 

TIMUR 
LABUANG 

UTARA 8 
Majene  

305 

7605081906710001 
 

SOFYAN 
BANGGAE 

TIMUR 
TANDE 
TIMUR 1 

Majene  

SOFYAN 
BANGGAE 

TIMUR LEMBANG 3 
Majene  

306 

7605080802950001 
 

MUH CHAIDIR 
BANGGAE 

TIMUR 
TANDE 
TIMUR 1 

Majene  

MUH.CHAIDIR 
BANGGAE 

TIMUR LEMBANG 3 
Majene  

307 

7605084501760002 
 

FITRIANY 
BANGGAE 

TIMUR 
TANDE 
TIMUR 1 

Majene  

FITRIANY, S.Sos 
BANGGAE 

TIMUR 
LABUANG 

UTARA 6 
Majene  

308 

7605084111910006 
 

KHULDIYAH R 
BANGGAE 

TIMUR 
TANDE 
TIMUR 2 

Majene  

RUSNAWATI 
BANGGAE 

TIMUR BAURUNG 7 
Majene  

309 

7605085003930001 
 

WARDINA SARI 
BANGGAE 

TIMUR 
TANDE 
TIMUR 3 

Majene  

WARDINA SARI 
BANGGAE 

TIMUR 
LABUANG 

UTARA 6 
Majene  

310 

7605085808870001 
 

NURHAJINAH 
BANGGAE 

TIMUR 
TANDE 
TIMUR 3 

Majene  

NURHAJINAH 
BANGGAE 

TIMUR BAURUNG 1 
Majene  

311 

7605084708800001 
 

JUMIATI 
BANGGAE 

TIMUR 
TANDE 
TIMUR 3 

Majene  

SALMIAH 
BANGGAE 

TIMUR BAURUNG 1 
Majene  

312 

7605083112850050 
 

SUPRIADI 
BANGGAE 

TIMUR 
TANDE 
TIMUR 5 

Majene  

BAHARUDDIN 
BANGGAE 

TIMUR 
BUTTU 

BARUGA 2 
Majene  

313 

7605087112870051 
 

SUMARNI 
BANGGAE 

TIMUR 
TANDE 
TIMUR 5 

Majene  

HASMIA 
BANGGAE 

TIMUR LEMBANG 2 
Majene  

314 

7605083112910052 
 

BAHTIAR 
BANGGAE 

TIMUR 
TANDE 
TIMUR 5 

Majene  

SUNARDI 
BANGGAE 

TIMUR BAURUNG 2 
Majene  

 
3. Kecamatan MALUNDA 

No NIK Nama Kecamatan Kelurahan TPS Kabupaten Vide 
Bukti 

1 
 

7605045604960001 
 DARMIATI MALUNDA 

BAMBANGA
N 2 

Majene  
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DARMAWATI MALUNDA 
BAMBANGA

N 1 
Majene  

2 
 

7605043112980001 

ALI MALUNDA KAYUANGIN 1 Majene  

NURLELA MALUNDA 
BAMBANGA

N 1 
Majene  

3 
 7605084209940001 

 

RIA BULAN MALUNDA KAYUANGIN 2 Majene  

RIA WULAN 
BANGGAE 

TIMUR LEMBANG 7 
Majene  

4 
 

7605043112950016 
 

ISMAIL MALUNDA 
LAMUNGAN

G BATU 2 
Majene  

MARLING MALUNDA 
BAMBANGA

N 1 
Majene  

5 
 

7605045501850001 
 

JAMINA MALUNDA 
LAMUNGAN

G BATU 3 
Majene  

JAMINA MALUNDA 
BAMBANGA

N 1 
Majene  

6 
 

7605044107750044 
 

ATI MALUNDA 
LAMUNGAN

G BATU 3 
Majene  

ATI MALUNDA 
BAMBANGA

N 4 
Majene  

7 
 

7605041212860002 
 

SUDARMAN MALUNDA 
LAMUNGAN

G BATU 4 
Majene  

SUDARMAN MALUNDA 
BAMBANGA

N 2 
Majene  

8 
 

7605043112820043 
 

RAMLI MALUNDA LOMBANG 2 Majene  
NASARUDDIN MALUNDA KAYUANGIN 3 Majene  

9 
 

7605044405960001 
 

FATMAWATI MALUNDA 
LOMBANG 

TIMUR 1 
Majene  

HARNIATI MALUNDA 
BAMBANGA

N 2 
Majene  

10 
 7605043112850020 

 
SAEFUL MALUNDA 

LOMBANG 
TIMUR 2 

Majene  

NIKMAT.R MALUNDA KAYUANGIN 1 Majene  
11 
 

7605044107880010 
 

NURBAYA MALUNDA 
LOMBANG 

TIMUR 3 
Majene  

NURBAYA MALUNDA 
BAMBANGA

N 3 
Majene  

12 
 

7605041708980004 
 

IRWAN MALUNDA 
LOMBANG 

TIMUR 4 
Majene  

IRWAN 
BANGGAE 

TIMUR LEMBANG 3 
Majene  

13 
 

7605043112520009 
 

TINJANG MALUNDA 
LOMBANG 

TIMUR 4 
Majene  

TINJANG MALUNDA 
LAMUNGAN

G BATU 5 
Majene  

14 
 

7605047112540011 
 

RALIAH MALUNDA 
LOMBANG 

TIMUR 4 
Majene  

RALIAH MALUNDA 
LAMUNGAN

G BATU 5 
Majene  

15 
 

7605043112880010 
 

CANDRA MALUNDA 
LOMBANG 

TIMUR 4 
Majene  

RAHMAT MALUNDA 
LAMUNGAN

G BATU 4 
Majene  

16 
 7605047112890038 

 

SAHARIA MALUNDA LOMBONG 1 Majene  

SAHARIA MALUNDA 
BAMBANGA

N 4 
Majene  

17 
 7605043112760002 

 

ISMAIL MALUNDA LOMBONG  Majene  
MUHAMMAD 

JAPAR MALUNDA 
LAMUNGAN

G BATU 4 
Majene  
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18 
 7605047112670034 

 

Nurbaeti MALUNDA LOMBONG 2 Majene  

ce'ba MALUNDA 
LOMBANG 

TIMUR 4 
Majene  

19 
 7605043112710051 

 

SYARIFUDDIN MALUNDA LOMBONG 3 Majene  

HASRI MALUNDA 
BAMBANGA

N 1 
Majene  

20 
 7605047112560017 

 

JAMIAH MALUNDA LOMBONG 4 Majene  

MARPATI MALUNDA 
BAMBANGA

N 1 
Majene  

21 
 7605043112680002 

 

PALAR MALUNDA LOMBONG 4 Majene  

MARDI MALUNDA 
BAMBANGA

N 1 
Majene  

22 
 7605040808980001 

 

IRFAN MALUNDA LOMBONG 4 Majene  

MUH. ARNOL MALUNDA 
LAMUNGAN

G BATU 5 
Majene  

23 
 

7605041210910003 
 

RAHMAN MALUNDA 
LOMBONG 

TIMUR 2 
Majene  

HASNI MALUNDA 
LAMUNGAN

G BATU 4 
Majene  

24 
 7605043112690075 

 
MAARUPI. S MALUNDA 

LOMBONG 
TIMUR 3 

Majene  

SUAIB TONGAI MALUNDA KAYUANGIN 2 Majene  
25 
 

7605041206980002 
 

MASLAN MALUNDA MALIAYA 2 Majene  
SAMIR MALUNDA LOMBONG 3 Majene  

26 
 7605045109840001 

 

NURMI MALUNDA MALIAYA 2 Majene  

NURMI MALUNDA 
BAMBANGA

N 3 
Majene  

27 
 7605040809990001 

 

Andri MALUNDA MALIAYA 2 Majene  

PANGKI MALUNDA 
BAMBANGA

N 2 
Majene  

28 
 

7605045710960001 
 

ISMAWATI 
NENGSI MALUNDA MALIAYA 4 

Majene  

ISMAWATI 
NENGSI 

BANGGAE 
TIMUR LEMBANG 3 

Majene  

29 
 7605043112500001 

 

ARIFIN MALUNDA MALUNDA 3 Majene  

TADA MALUNDA 
BAMBANGA

N 1 
Majene  

30 
 

7605047112580019 
 

DAHLIA MALUNDA MALUNDA 4 Majene  
TASMIA MALUNDA LOMBONG 4 Majene  

31 
 

7605043112840012 
 

HASRAT MALUNDA MALUNDA 4 Majene  
MUH. ARSYAD MALUNDA MALIAYA 4 Majene  

32 
 

7605047112700046 
 

SAIDA RASYID MALUNDA MALUNDA 5 Majene  
ASLI MALUNDA LOMBONG 4 Majene  

33 
 7605043112860019 

 

MASRA MALUNDA MALUNDA 5 Majene  

RUSMAN MALUNDA 
LOMBONG 

TIMUR 1 
Majene  

34 
 7601024701960001 

 

Sukmawati MALUNDA MALUNDA 6 Majene  

SUKMAWATI 
PASANGKAY

U 
PASANGKA

YU 3 
Mamuju 
Utara 

 

35 
 7601025008730004 

 

Nurbaeda MALUNDA MALUNDA 6 Majene  

NURBAEDA 
PASANGKAY

U 
PASANGKA

YU 3 
Mamuju 
Utara 

 

36 
 7601021509610002 

 

Makkas MALUNDA MALUNDA 6 Majene  

MAKKAS 
PASANGKAY

U 
PASANGKA

YU 3 
Mamuju 
Utara 

 

37 
 7605047112800059 

 

NURHAYATI MALUNDA MALUNDA 6 Majene  

NURHAYATI MALUNDA 
LAMUNGAN

G BATU 2 
Majene  
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38 
 

7605041001800001 
 

HERMAN MALUNDA MALUNDA 6 Majene  
HERMAN MALUNDA MALUNDA 6 Majene  

39 
 

7605045509810001 
 

NUNUNG 
ASRAYANI MALUNDA MALUNDA 6 

Majene  

NUNUNG 
ASRAYANI MALUNDA MALUNDA 6 

Majene  

40 
 

7605040211990005 
 

BAHTIAR MALUNDA MEKKATTA 1 Majene  
jumriadi MALUNDA MALUNDA 3 Majene  

41 
 

7605047112500040 
 

SAHE MALUNDA MEKKATTA 1 Majene  
CANDI MALUNDA KAYUANGIN 1 Majene  

42 
 

7605043112620009 
 

NABIR.C MALUNDA MEKKATTA 1 Majene  
ANWAR MALUNDA MEKKATTA 1 Majene  

43 
 

7605040708980002 
 

WAHYUDDIN MALUNDA MEKKATTA 2 Majene  
Aco Fadli MALUNDA MALUNDA 5 Majene  

44 
 7605044607790001 

 

ST. ISA DJAMAL MALUNDA MEKKATTA 2 Majene  
FATIMAH 

JAMUUDDIN MALUNDA 
LAMUNGAN

G BATU 2 
Majene  

45 
 7605043112890002 

 

Salbiati MALUNDA MEKKATTA 3 Majene  

RUSLAM MALUNDA 
BAMBANGA

N 1 
Majene  

46 
 7605044107700041 

 

NURPIAH MALUNDA MEKKATTA 3 Majene  

HANABIA MALUNDA 
LOMBANG 

TIMUR 3 
Majene  

47 
 

7605043108980002 
 

HERIANSYAH MALUNDA MEKKATTA 4 Majene  
PIQRI HAEKAL MALUNDA MALUNDA 2 Majene  

48 
 

'7605043112590019 
 

DERLAN.K MALUNDA 
MEKKATTA 
SELATAN 1 

Majene  

MAMING MALUNDA 
LOMBANG 

TIMUR 3 
Majene  

49 
 

7605043112860001 
 

BURHANUDDIN MALUNDA 
MEKKATTA 
SELATAN 1 

Majene  

ANTO MALUNDA 
BAMBANGA

N 2 
Majene  

50 
 7605047112890028 

 
ST. NURMIAH MALUNDA 

MEKKATTA 
SELATAN 1 

Majene  

ROSDIANA MALUNDA MALUNDA 1 Majene  
51 
 7605047112880028 

 
HASLIA MALUNDA 

MEKKATTA 
SELATAN 1 

Majene  

HASLIA MALUNDA LOMBONG 1 Majene  
52 
 

7605044709890001 
 

SATRIANI MALUNDA 
MEKKATTA 
SELATAN 1 

Majene  

SATRIANI BAMBAIRA 
KALUKU 
NANGKA 1 

Mamuju 
Utara 

 

53 
 7605043112870041 

 
SUNARDI MALUNDA 

MEKKATTA 
SELATAN 1 

Majene  

CEMBANG MALUNDA KAYUANGIN 1 Majene  
54 
 

7605044707670001 
 

St. Rimi MALUNDA 
MEKKATTA 
SELATAN 3 

Majene  

ST. RIMI MALUNDA 
BAMBANGA

N 4 
Majene  

55 
7605045008800002 

 
BICCI MALUNDA 

MEKKATTA 
SELATAN 3 

Majene  

SUNNIATI MALUNDA LOMBONG 2 Majene  
56 

7605044504920004 
 

ROHANI MALUNDA 
SALUTAHO

NGAN 1 
Majene  

ROHANI MALUNDA 
BAMBANGA

N 4 
Majene  

57 7605047112870002 NURUMIA MALUNDA SALUTAHO 1 Majene  
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 NGAN 
ROSIDA MALUNDA LOMBANG 2 Majene  

58 

7605040605820001 
 

RAHMAN MALUNDA 
SALUTAHO

NGAN 2 
Majene  

DAMING MALUNDA 
LAMUNGAN

G BATU 2 
Majene  

59 

7605047112990022 
 

ANDRIANI. B MALUNDA 
SALUTAHO

NGAN 2 
Majene  

rosmawati MALUNDA 
LOMBANG 

TIMUR 4 
Majene  

60 
7605047112730032 

 
SAWIA MALUNDA 

SALUTAHO
NGAN 2 

Majene  

HASNIA MALUNDA MEKKATTA 1 Majene  
61 

7605040205940001 
 

HASRIADI MALUNDA 
SALUTAHO

NGAN 3 
Majene  

Hasbi MALUNDA MALIAYA 2 Majene  
4. Kecamatan Pamboang 

No NIK Nama Kecamatan Kelurahan TPS Kabupaten Vide 
Bukti 

1 
 

7605021905940001 
 

Hamdan PAMBOANG ADOLANG DHUA 1 Majene  
HAMDAN BANGGAE TOTOLI 1 Majene  

2 
 

7605015608890002 
 

Hasrianti PAMBOANG ADOLANG DHUA 1 Majene  
HASRIANTI BANGGAE TOTOLI 1 Majene  

3 
 

7605027112990048 
 

Srirama Intan PAMBOANG ADOLANG DHUA 1 Majene  
SRIRAMA INTAN PAMBOANG ADOLANG DHUA 1 Majene  

4 
 

7605024305980003 
 

FITRI NUR PAMBOANG ADOLANG DHUA 2 Majene  
HASRIANI PAMBOANG ADOLANG 3 Majene  

5 
 7605027112580030 

 

NURHAEDA PAMBOANG BABABULO 4 Majene  

Midarifa 
BANGGAE 

TIMUR TANDE TIMUR 1 
Majene  

6 
 

7605022110860001 
 

AMIRUDDIN PAMBOANG BABABULO UTARA 2 Majene  
AMIRUDDIN BANGGAE RANGAS 1 Majene  

7 
 

7605043112900012 
 

HASRIADI PAMBOANG BALOMBONG 1 Majene  
HASRIADI MALUNDA MALUNDA 6 Majene  

8 
 7605087012920004 

 

ROSMIATI PAMBOANG BALOMBONG 1 Majene  
ANDI ISMAH 
NADHIFAH 

BANGGAE 
TIMUR LEMBANG 1 

Majene  

9 
 

7605026611800002 
 

KASRIAH PAMBOANG BALOMBONG 2 Majene  
ASRIAH BANGGAE BARU 10 Majene  

10 
 

7605023112780022 
 

SAPRUDDIN PAMBOANG BALOMBONG 2 Majene  
DIANA PAMBOANG BABABULO 3 Majene  

11 
 

7605015105880002 
 

SUHAERA PAMBOANG BETTENG 1 Majene  
SUHAERAH BANGGAE GALUNG 3 Majene  

12 
 

7605014204900001 
 

SAHALIA PAMBOANG BETTENG 1 Majene  
SAHALIA BANGGAE TOTOLI 2 Majene  

13 
 

7605020105840005 
 

HUSAIN PAMBOANG BETTENG 2 Majene  
HUSAIN BANGGAE BARU 8 Majene  

14 
 

7605025511930001 
 

HASMIRA. A PAMBOANG BETTENG 2 Majene  
HASMIRAH. A BANGGAE BARU 3 Majene  

15 
 

7605011505850001 
 

MAHMUD PAMBOANG BONDE 1 Majene  
JUSMIATI BANGGAE PALIPI SOREANG 1 Majene  

16 
 7605027112810017 

 

ADALIA PAMBOANG BONDE 4 Majene  

RISMAWANTI 
BANGGAE 

TIMUR BAURUNG 1 
Majene  

17 
 

7605023112550009 
 

KUTTU PAMBOANG BONDE 6 Majene  
KUTTU PASANGKAYU KARYA BERSAMA 4 Majene  

18 7605020101910003 ASWAR ABDUL PAMBOANG BONDE UTARA 1 Majene  
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  WAHAB 
JASMUDDIN PAMBOANG BONDE UTARA 1 Majene  

19 
 

7605020107760016 
 

BUDIMAN PAMBOANG BONDE UTARA 1 Majene  
MASRI PAMBOANG BONDE UTARA 1 Majene  

20 
 

7605024209940001 
 

DEWI RAHMA PAMBOANG BONDE UTARA 2 Majene  
DEWI RAHMAH BANGGAE TOTOLI 7 Majene  

21 
 

7605027112700060 
 

SAENAB PAMBOANG BONDE UTARA 3 Majene  
MUNA PAMBOANG ADOLANG 3 Majene  

22 
 

7605017112950110 
 

JUMRIANA PAMBOANG BONDE UTARA 4 Majene  
JUMRIANA BANGGAE PALIPI SOREANG 3 Majene  

23 
 7605085104870001 

 

MAHARANIYANTI PAMBOANG BONDE UTARA 5 Majene  
MARHARANI 

YANTI 
BANGGAE 

TIMUR LABUANG UTARA 10 
Majene  

24 
 7605080212800001 

 

SYAMSUL BAHRI PAMBOANG BONDE UTARA 5 Majene  

SYAMSUL BAHRI 
BANGGAE 

TIMUR LABUANG UTARA 10 
Majene  

25 
 

7605027112880063 
 

RAHMA PAMBOANG BONDE UTARA 6 Majene  
MUTMAINNAH PAMBOANG BABABULO 4 Majene  

26 
 7601101112810001 

 

AHMAD.S PAMBOANG BUTTU PAMBOANG 1 Majene  

AHMAD S BAMBAIRA KALUKU NANGKA 3 
Mamuju 
Utara 

 

27 
 7601106509860001 

 

MARHAMA PAMBOANG BUTTU PAMBOANG 1 Majene  

MARHAMA BAMBAIRA KALUKU NANGKA 3 
Mamuju 
Utara 

 

28 
 7605083112920035 

 

ABDUL SYUKUR PAMBOANG BUTTU PAMBOANG 3 Majene  

ABDUL SYUKUR 
BANGGAE 

TIMUR BARUGA 3 
Majene  

29 
 7605020308660001 

 

MARDAN K PAMBOANG LALAMPANUA 1 Majene  

MARDAN 
BANGGAE 

TIMUR LABUANG 4 
Majene  

30 
 7605020910830001 

 

ISWANDI IDRIS PAMBOANG LALAMPANUA 2 Majene  
ISWANDI IDRIS, 

SP 
BANGGAE 

TIMUR LEMBANG 5 
Majene  

31 
 

7605026110820003 
 

ANDI RENI 
WAHYUNI PAMBOANG LALAMPANUA 2 

Majene  

ANDI RENI 
WAHAB, SE 

BANGGAE 
TIMUR LEMBANG 5 

Majene  

32 
 

7605027112990028 
 

JIRANA ARFA PAMBOANG LALAMPANUA 4 Majene  
LISMAWATI PAMBOANG BABABULO 1 Majene  

33 
 

7605023112610006 
 

SAENI PAMBOANG SIRINDU 2 Majene  
HALMI PAMBOANG ADOLANG 2 Majene  

34 
 

7605023112910024 
 

YUSUF PAMBOANG SIRINDU 3 Majene  
HERLINA PAMBOANG BETTENG 3 Majene  

35 
 7605021307880001 

 

SUBARDI PAMBOANG SIRINDU 3 Majene  

SUBARDI 
BANGGAE 

TIMUR LABUANG UTARA 2 
Majene  

36 
 7601022012880001 

 

SAHARUDDIN PAMBOANG SIRINDU 5 Majene  

SAHARUDDIN PASANGKAYU AKO 1 
Mamuju 
Utara 

 

37 
 7605087112600118 

 

RAMLIAH PAMBOANG SIRINDU 5 Majene  

HARTIKA 
BANGGAE 

TIMUR TANDE TIMUR 1 
Majene  

38 
 

'7605023112650016 
 

SAUDU PAMBOANG SIRINDU 5 Majene  
BAHAR PAMBOANG PESULOANG 3 Majene  

39 
 

7605021212890001 
 

DJAMALUDDIN PAMBOANG TINAMBUNG 1 Majene  
ARDI YACONG PAMBOANG PESULOANG 1 Majene  

40 
 

7605027112650011 
 

HADIA PAMBOANG TINAMBUNG 1 Majene  
HJ. JUMARIAH PAMBOANG SIRINDU 2 Majene  
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41 
 

7605020110980002 
 

MAWARDI PAMBOANG TINAMBUNG 2 Majene  
SARMAN PAMBOANG PESULOANG 3 Majene  

42 
 

7605042211910001 
 

FADLI MURSYIK PAMBOANG TINAMBUNG 2 Majene  
FADLI MURSYID MALUNDA MALUNDA 5 Majene  

43 
 

7605026210970001 
 

ZAKIYA PAMBOANG TINAMBUNG 2 Majene  
WAHDANIA N PAMBOANG LALAMPANUA 1 Majene  

44 
 

7605020605920001 
 

SYARIFUDDIN PAMBOANG TINAMBUNG 4 Majene  
MASRI PAMBOANG PESULOANG 3 Majene  

45 
 7601104102950001 

 

Rukmini PAMBOANG TINAMBUNG 5 Majene  

RUKMINI BAMBAIRA KALUKU NANGKA 3 
Mamuju 
Utara 

 

46 
 

7605027012710001 
 

HASNA PAMBOANG TINAMBUNG 5 Majene  
MISBAHUDDIN PAMBOANG BALOMBONG 2 Majene  

47 
 

7605014909890007 
 

SADRIAH PAMBOANG TINAMBUNG 5 Majene  
SADRIAH BANGGAE PANGALI ALI 4 Majene  

48 
 

7605015407870001 
 

SUKRIANI PAMBOANG TINAMBUNG 6 Majene  
SUKRIANI BANGGAE BARU 4 Majene  

 
5. Kecamatan Sendana 

No NIK Nama Kecamatan Kelurahan TPS Kabupaten Vide 
Bukti 

1 
 7605086711940001 

 
RESKINOVIANTI 

SENDANA BANUA 
SENDANA 

1 Majene 
 

RESKY 
NOVIANTY 

BANGGAE 
TIMUR 

LABUANG 
UTARA 6 

Majene 
 

2 
 7605024802970001 LINDASARI 

SENDANA BUKIT 
SAMANG 

1 Majene 
 

LINDASARI PAMBOANG 
ADOLANG 

DHUA 1 
Majene 

 
3 
 7605011606910001 ABDUL WAHAB 

SENDANA BUKIT 
SAMANG 

2 Majene 
 

HENDRIK 
JUNIANSYAH BANGGAE BARU 7 

Majene 
 

4 
 7605037112350021 

 
BASARIA 

SENDANA BUKIT 
SAMANG 

4 Majene 
 

BASARIA SENDANA 
BUKIT 

SAMANG 2 
Majene 

 
5 
 7601021008910006 

 
SUGITO 

SENDANA LALATEDZO
NG 

2 
Majene  

SUGITO 
PASANGKAY

U PAKAVA 6 
Mamuju 
Utara  

6 
 7605037112970020 

 ARFADINA 
SENDANA LALATEDZO

NG 
2 Majene 

 
HARDIANA SENDANA BINANGA 2 Majene  

7 
 7605023112600038 SABRI 

SENDANA LALATEDZO
NG 

2 Majene 
 

MUH. YUSUF PAMBOANG 
BUTTU 

PAMBOANG 2 
Majene 

 
8 
 7605031009950001 

 
Hermawan 

SENDANA LEPPANGA
NG 

1 Majene 
 

DARWIN SENDANA 
LALATEDZO

NG 2 
Majene 

 
9 
 7605037112540001 HABARIA 

SENDANA LEPPANGA
NG 

1 Majene 
 

PISAH SENDANA 
BUKIT 

SAMANG 3 
Majene 

 
10 

 
7605031312860001 

 
AKMAL SENDANA LIMBUA 1 Majene  
AKMAL TIKKE RAYA LARIANG 1 Mamuju  
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Utara 
11 

 7605031010850001 
NASRUDDIN SENDANA LIMBUA 1 Majene  

NASRUDDIN BALANIPA 
PAMBUSUA

NG 5 
Polewali 
Mandar  

12 
 7605031809940001 

MUHAMMAD 
SUGIARTO 

SENDANA 
LIMBUA 

2 Majene 
 

MUH. SUGIANTO 
BANGGAE 

TIMUR LEMBANG 3 
Majene 

 
13 

 7605022512830002 
 

IRHAM SENDANA LIMBUA 3 Majene  
IRHAM IBNU 

HAJAR PAMBOANG TINAMBUNG 3 
Majene 

 
14 

 7605011105720001 

ANDI RUSLI 
SYAM 

SENDANA 
LIMBUA 

3 Majene 
 

A. RUSLI SYAM SENDANA 
BUKIT 

SAMANG 3 
Majene 

 
15 

 7605037112970007 MARLIAN SENDANA LIMBUA 4 Majene  
MARHAN SENDANA LIMBUA 4 Majene  

16 
 7601051401870001 

SYAPRI SENDANA LIMBUA 5 Majene  

SYAPRI DAPURANG DAPURANG 6 
Mamuju 
Utara  

17 
 7605017112490018 

ST HADIJAH SENDANA LIMBUA 3 Majene  

HADIJAH BANGGAE 
PAMBOBOR

ANG 3 
Majene 

 
18 

 7605037112730055 
 HIJRIAH 

SENDANA MOSSO 
DHUA 

2 Majene 
 

DERITA SENDANA LIMBUA 6 Majene  
19 

 7605034107850048 JUMIATI 
SENDANA MOSSO 

DHUA 
5 Majene 

 
JUMIATI BANGGAE TOTOLI 5 Majene  

20 
 7605030804990001 

 
SAMSIR 

SENDANA MOSSO 
DHUA 

6 Majene 
 

HAMDANI SENDANA 
BANUA 

SENDANA 3 
Majene 

 
21 

 7605037112600089 
 

SAHARI 
SENDANA MOSSO 

DHUA 
6 Majene 

 

MUNA SENDANA 
LEPPANGA

NG 1 
Majene 

 
22 

 7605034102930004 
 

I ATI 
SENDANA MOSSO 

DHUA 
6 

Majene  

I'ATI BARAS TOWONI 1 
Mamuju 
Utara  

23 
 7605037112700057 

 
NABU M. 

SENDANA MOSSO 
DHUA 

6 Majene 
 

MASRIANI SENDANA 
MOSSO 
DHUA 1 

Majene 
 

24 
 7605035212900002 RUSNIA 

SENDANA MOSSO 
DHUA 

6 Majene 
 

Adhi SENDANA 
LEPPANGA

NG 2 
Majene 

 
25 

 7605031708940005 
 

ABDUL RAJAB 
SENDANA PAMINGGAL

AN 
2 Majene 

 

ABDUL RAJAB SENDANA 

LIMBORO 
RAMBU-
RAMBU 2 

Majene 

 
26 

 7605034107770069 KORE 
SENDANA PAMINGGAL

AN 
2 Majene 

 
MARTA SENDANA MOSSO 2 Majene  

27 
 7605033112940042 PADLI SENDANA PUNDAU 1 Majene  

PADLI SENDANA MOSSO 1 Majene  
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28 
 

7605022303880001 
 

ANTO SENDANA MOSSO 2 Majene  
ASMAR PAMBOANG BABABULO 3 Majene  

29 
 7605035807970001 

 

ERNAWATI SENDANA SENDANA 1 Majene  

NIRWANA SENDANA 
MOSSO 
DHUA 2 

Majene 
 

30 
 7605030107640002 

 

NAJAMUDDIN SENDANA SENDANA 1 Majene  

M. TAHIR SENDANA 

LIMBORO 
RAMBU-
RAMBU 1 

Majene 

 
31 

 7605034107450020 
MARYAM SENDANA SENDANA 1 Majene  

NURU SENDANA 
PAMINGGAL

AN 1 
Majene 

 
32 

 7605037112920030 
MASULAN SENDANA SENDANA 3 Majene  

ERNA SENDANA 
PAMINGGAL

AN 1 
Majene 

 
33 

 7605030107480042 
HERMAN SENDANA SENDANA 3 Majene  

ALIMIN SENDANA 
BUKIT 

SAMANG 2 
Majene 

 
34 

 7605034306890001 RAHMA SENDANA SENDANA 3 Majene  
RAHMA SENDANA MOSSO 3 Majene  

35 
 7605037112820054 SIDRA SENDANA SENDANA 3 Majene  

ANRIALANG SENDANA SENDANA 2 Majene  
36 

 7605033112840034 MUSLIM SENDANA SENDANA 3 Majene  
HASMADI SENDANA MOSSO 6 Majene  

37 
 7605033112600004 

 M. YUSUP 
SENDANA TALLUBANU

A 
1 Majene 

 
BOLONG SENDANA LIMBUA 5 Majene  

38 
 7605031602890001 ALI AKBAR 

SENDANA TALLUBANU
A 

1 Majene 
 

FIRAL SENDANA MOSSO 6 Majene  
39 

 7605031506900001 
 

ARMAN 
SENDANA TALLUBANU

A 
2 Majene 

 
NURALAMSYAH 

MATTE SENDANA BINANGA 1 
Majene 

 
40 

 7605033112750060 JAMALUDDIN 
SENDANA TALLUBANU

A 
2 Majene 

 
SYARIPUDDIN SENDANA MOSSO 5 Majene  

41 
 7605034906940001 MUKA SIFA 

SENDANA TALLUBANU
A 

2 Majene 
 

NANA SENDANA 
BUKIT 

SAMANG 2 
Majene 

 
42 

 7605030101820002 MASRA M 
SENDANA TALLUBANU

A 
3 Majene 

 

ABDUL ASIS C. SENDANA 
BANUA 

SENDANA 2 
Majene 

 
43 

 7605017112820120 
 ROSMIANI 

SENDANA TALLUBANU
A 

3 Majene 
 

MASLIANA BANGGAE RANGAS 9 Majene  
44 

 7605033112950045 
 

RISAL 
SENDANA TALLUBANU

A 
3 Majene 

 

MASDAR PAMBOANG 
ADOLANG 

DHUA 1 
Majene 

 
45 

 7605033112900017 
 

AHMAD 
SENDANA TALLUBANU

A 
3 Majene 

 

HAKIM SENDANA 
MOSSO 
DHUA 6 

Majene 
 

46 
 7605030107910025 SYAMSUDDIN 

SENDANA TALLUBANU
A 

3 Majene 
 

SYAMSUDDIN SENDANA LALATEDZO 3 Majene  
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NG 
47 

 7605020209830002 
 RUSMIN 

SENDANA TALLUBANU
A UTARA 

1 Majene 
 

RUSMIN PAMBOANG SIRINDU 4 Majene  
48 

 7605031705930001 
 NASRUL 

SENDANA TALLUBANU
A UTARA 

1 Majene 
 

RISMO SENDANA MOSSO 2 Majene  
49 

 7605031011860003 RAHMADI 
SENDANA TALLUBANU

A UTARA 
1 Majene 

 

HAMRAN SENDANA 
MOSSO 
DHUA 1 

Majene 
 

50 
 7605033112790057 

 
JUPRI 

SENDANA TALLUBANU
A UTARA 

2 Majene 
 

HARJU SENDANA 
MOSSO 
DHUA 1 

Majene 
 

51 
 7605037112950022 NURMADINA 

SENDANA TALLUBANU
A UTARA 

2 Majene 
 

NURMADINA PAMBOANG BONDE 5 Majene  
52 

 7605032211800001 
 

MUCHLIS 
SENDANA TOTOLISI 

SENDANA 
1 Majene 

 

MUCHLIS SENDANA 
TALLUBANU

A 4 
Majene 

 
53 

 7605037112760012 
 

NURHAYATI 
SENDANA TOTOLISI 

SENDANA 
1 Majene 

 

MULIANTI SENDANA 
BANUA 

SENDANA 1 
Majene 

 
54 

 7605034107590010 SYAMSIAH 
SENDANA TOTOLISI 

SENDANA 
1 Majene 

 

SYAMSIAH SENDANA 
TALLUBANU

A 4 
Majene 

 
55 

 7605013112800165 MUH. AMING 
SENDANA TOTOLISI 

SENDANA 
1 Majene 

 
AMRAN BANGGAE RANGAS 2 Majene  

56 
 7605033112760058 

 
ABD TALIB K 

SENDANA TOTOLISI 
SENDANA 

3 Majene 
 

MUH. SALEH SENDANA 
BUKIT 

SAMANG 1 
Majene 

 
57 

 7605037112590015 
 HADIJA 

SENDANA TOTOLISI 
SENDANA 

3 Majene 
 

ANNI SENDANA LIMBUA 6 Majene  
58 

 7605033112450047 KUNDING 
SENDANA TOTOLISI 

SENDANA 
3 Majene 

 
HAMITTONG SENDANA MOSSO 3 Majene  

59 
 7605033112760036 ABDILLAH 

SENDANA TOTOLISI 
SENDANA 

4 Majene 
 

JASMIN SENDANA LIMBUA 4 Majene  
6.  Kecamatan Tamerodo Sendana  

No NIK Nama Kecamatan Kelurahan TPS Kabupaten Vide 
Bukti 

1 
 7605060107840008 

 SARJAN 
TAMMERODO 

SENDANA 
SEPPONG 

 
3 Majene 

 
SARJAN SENDANA MOSSO DHUA 4 Majene  

2 
 7605060107620004 SAENONG 

TAMMERODO 
SENDANA 

SEPPONG 
 

3 Majene 
 

SAENONG 
TAMMERODO 

SENDANA AWO 4 
Majene 

 
3 
 7605063112520013 

 HAMMA ARAS 
TAMMERODO 

SENDANA 
TALLAMBALAO 

 
1 Majene 

 
KULING TAMMERODO AWO 1 Majene  
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SENDANA 
4 
 7605063112770029 

 
KACO 

TAMMERODO 
SENDANA 

TALLAMBALAO 
 

1 Majene 
 

DARMAN 
TAMMERODO 

SENDANA AWO 4 
Majene 

 
5 
 7605063112500017 BADU 

TAMMERODO 
SENDANA 

TALLAMBALAO 
 

1 Majene 
 

TOMBO 
TAMMERODO 

SENDANA MANYAMBA 1 
Majene 

 
6 
 7605066203950001 

 CANRAWATI 
TAMMERODO 

SENDANA TAMMERODO 
3 Majene 

 
CANRAWATI BANGGAE BANGGAE 9 Majene  

7 
 7605064901920001 

 

AYU 
SRIRAHAYU 

 
TAMMERODO 

SENDANA 
TAMMERODO 

UTARA 

1 Majene 

 
AYU 

SRIRAHAYU 
BANGGAE 

TIMUR BARUGA 3 
Majene 

 
8 
 7605032304950002 

 AMINUDDIN 

 
TAMMERODO 

SENDANA 
TAMMERODO 

UTARA 

3 Majene 

 
AMINUDDIN BANGGAE RANGAS 2 Majene  

9 
 

7605081909690001 MUCHSAR 

 
TAMMERODO 

SENDANA 
TAMMERODO 

UTARA 

3 Majene 

 

MUCHSAR 
BANGGAE 

TIMUR LABUANG 3 
Majene 

 
10 

 7605063112580002 
 RIDWAN 

 
TAMMERODO 

SENDANA 
TAMMERODO 

UTARA 

4 Majene 

 

SUPARDI 
TAMMERODO 

SENDANA TALLAMBALAO 3 
Majene 

 
11 

 7601036106840001 
 

FITRIA 
SYARIFUDDIN 

 
TAMMERODO 

SENDANA 
TAMMERODO 

UTARA 

4 Majene 

 
FITRIAH 

SYARIFUDDIN BARAS BULU PARIGI 1 
Mamuju 
Utara  

12 
 7605065509960001 DEWI 

SAHRAENI 

 
TAMMERODO 

SENDANA 
TAMMERODO 

UTARA 

4 Majene 

 
ULTI NOVITA SENDANA MOSSO 6 Majene  

13 
 7605064102880001 

 
SANTI 

TAMMERODO 
SENDANA 

ULIDANG 
 

2 Majene 
 

MUNIRAH M. 
TAMMERODO 

SENDANA TAMMERODO 5 
Majene 

 
14 

 7605061411990002 
 

ISHAK 
TAMMERODO 

SENDANA 
ULIDANG 

 
4 Majene 

 

MUH IBNU 
TAMMERODO 

SENDANA ULIDANG 2 
Majene 

 
15 

 7605067112800020 
 

SAHAWIA 
TAMMERODO 

SENDANA 
ULIDANG 

 
4 Majene 

 

YANTI 
TAMMERODO 

SENDANA TALLAMBALAO 2 
Majene 

 
16 

 7605064305810001 MARLINA 
TAMMERODO 

SENDANA 
ULIDANG 

 
4 Majene 

 

MARLINA 
TAMMERODO 

SENDANA ULIDANG 4 
Majene 

 
 
7. Kecamatan Tubo Sendana 
No NIK Nama Kecamatan Kelurahan TPS Kabupaten Vide 
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Bukti 
1 
 7604064611780003 

 
WARDA 

TUBO 
SENDANA 

BONDE 
BONDE 

1 
Majene  

WARDA BINUANG REA 1 
Polewali 
Mandar  

2 
 7605086808810001 

 

RATNA NINGSIH, 
S.PdI 

TUBO 
SENDANA 

BONDE 
BONDE 

1 Majene 
 

RATNA NINGSIH 
BANGGAE 

TIMUR BARUGA 2 
Majene 

 
3 
 7604063112780169 

MUH. YUSUF, 
S.Ag 

TUBO 
SENDANA 

BONDE 
BONDE 

1 Majene 
 

MUHAMMAD 
YUSUF BINUANG REA 1 

Polewali 
Mandar  

4 
 7605033112440016 

 
SA'DOLLA 

TUBO 
SENDANA 

BONDE 
BONDE 

2 Majene 
 

LALE SENDANA 
BUKIT 

SAMANG 4 
Majene 

 
5 
 7605077112670012 

 SAHARAH 
TUBO 

SENDANA 
BONDE 
BONDE 

2 Majene 
 

SAHARAH PAMBOANG BABABULO 1 Majene  
6 
 7605046712880001 RINI 

TUBO 
SENDANA 

BONDE 
BONDE 

2 Majene 
 

RINI MALUNDA LOMBONG 1 Majene  
7 
 7605071503990003 

 
ZULFAHMI 

TUBO 
SENDANA 

ONANG 6 Majene 
 

RIDWAN 
TUBO 

SENDANA ONANG 3 
Majene 

 
8 
 7605077112470002 

 
SITTI APA 

TUBO 
SENDANA 

ONANG 
UTARA 

3 Majene 
 

SITTI ADJAH 
TUBO 

SENDANA 
BONDE 
BONDE 2 

Majene 
 

9 
 7605070107660020 BA'DUASI 

TUBO 
SENDANA 

ONANG 
UTARA 

3 Majene 
 

ANASUR 
TUBO 

SENDANA ONANG 6 
Majene 

 
10 

 7605070202980001 
 

ASWANDI 
TUBO 

SENDANA TUBO 1 
Majene 

 

IRFAN 
TUBO 

SENDANA 
ONANG 
UTARA 1 

Majene 
 

11 
 7605073112750017 

 
NU'DING 

TUBO 
SENDANA 

TUBO 
POANG 

1 Majene 
 

SAABAN 
TUBO 

SENDANA 
BONDE 
BONDE 1 

Majene 
 

12 
 7605074107870001 RIDAWATI 

TUBO 
SENDANA 

TUBO 
POANG 

1 Majene 
 

RIDAWATI BANGGAE BARU 11 Majene  
13 

 7605073112860005 
 

RAHMAT 
TUBO 

SENDANA 
TUBO 

POANG 
2 Majene 

 

ERIS 
TUBO 

SENDANA TUBO 3 
Majene 

 
14 

 7605073112800001 
 

SARNAN. S.Pd 
TUBO 

SENDANA 
TUBO 

POANG 
2 Majene 

 

HASDULLAH 
TUBO 

SENDANA ONANG 1 
Majene 

 
15 

 7605071009960001 ICHSAN 
TUBO 

SENDANA 
TUBO 

POANG 
2 Majene 

 

IRFAN 
TUBO 

SENDANA 
TUBO 

POANG 2 
Majene 

 
16 7605073112640021 M. JASRI BASRI TUBO TUBO 3 Majene  
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  SENDANA SELATAN 

NURDIN 
TUBO 

SENDANA 
TUBO 

POANG 1 
Majene 

 
17 

 7605075812970001 
 

MUTHMAINNAH 
TUBO 

SENDANA 
TUBO 

TENGAH 
1 Majene 

 

NURINSANI 
TUBO 

SENDANA 
ONANG 
UTARA 4 

Majene 
 

 
8. Kecamatan  Ulumanda 

No NIK Nama Kecamatan Kelurahan TPS Kabupaten Vide 
Bukti 

1 
 7605055912950001 

 

RISMAWATI N. ULUMANDA PANGGALO 2 Majene  

RISMAWATI N SENDANA 
TALLUBANU

A 3 
Majene 

 
2 
 7605050107660022 LAGA ULUMANDA PANGGALO 2 Majene  

SUARDI. B ULUMANDA PANGGALO 1 Majene  
3 
 7605063112850038 

 

BAHARUDDIN ULUMANDA PANGGALO 4 Majene  

BAHARUDDIN 
TAMMERODO 

SENDANA AWO 5 
Majene 

 
4 
 

7605054504970001 
 

NAGA ULUMANDA PANGGALO 4 Majene  
RAHMATIA ULUMANDA PANGGALO 1 Majene  

5 
 7605050107920002 HADI ULUMANDA PANGGALO 4 Majene  

HUSNI ULUMANDA PANGGALO 4 Majene  
6 
 

7605054107700001 
 

ADIATI ULUMANDA POPENGA 2 Majene  
BANDE ULUMANDA PANGGALO 4 Majene  

7 
 

7605056101990001 
 

NURLIANI ULUMANDA POPENGA 2 Majene  
JAHRAWATI ULUMANDA PANGGALO 1 Majene  

8 
 7605053112730001 ACO MANNANG ULUMANDA POPENGA 2 Majene  

Toe' ULUMANDA KABIRAAN 2 Majene  
9 
 7605054107480006 

 NAJAMIA ULUMANDA 

SALUTAMB
UNG 

 

4 Majene 

 

HJ. NAJAMIAH 
TUBO 

SENDANA 
TUBO 

TENGAH 3 
Majene 

 
10 
 7605054107810008 

 MAHDALENA ULUMANDA 

SALUTAMB
UNG 

 

3 Majene 

 
HAYANA. T ULUMANDA SAMBABO 3 Majene  

11 
 7605053112700029 

 

SAERI DG 
PADJAMA 

ULUMANDA TANDEALLO 
 

4 Majene 
 

SAERI DG. 
PADJAMA 

BANGGAE 
TIMUR LEMBANG 1 

Majene 
 

12 
 

7605053112870001 
 

BAHTIAR ULUMANDA ULUMANDA 1 Majene  
AHMAD RIDA ULUMANDA TANDEALLO 4 Majene  

13 
 

7605057112750012 
 

ST HAPIAH ULUMANDA ULUMANDA 1 Majene  
Naji ULUMANDA SAMBABO 1 Majene  

14 
 

7605054107720022 
 

ONI ULUMANDA ULUMANDA 1 Majene  
ST. AWI ULUMANDA PANGGALO 3 Majene  

15 
 7605054807930001 LIANA ULUMANDA ULUMANDA 1 Majene  

MUSDALIFA ULUMANDA ULUMANDA 1 Majene  
16 
 

7605055006990001 
 

FITRAH ULUMANDA ULUMANDA 4 Majene  
FITRA ULUMANDA ULUMANDA 1 Majene  

17 
 7605050107960082 ARSYAD ULUMANDA ULUMANDA 4 Majene  

Arsyad ULUMANDA KABIRAAN 2 Majene  
 

Bahwa temuan NIK ganda secara Massif di tiga kabupaten di atas, jumlah total suara tidak 

sah di tiga kabupaten yakni Kabupaten Majene, Mamuju Utara dan Polewali Mandar adalah 
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sebagai berikut : 

1. Kabupaten Majene  : 1370 suara 

2. Kabupaten Mamuju Utara : 154 suara 

3. Kabupaten Polewali Mandar : 2158 suara 

Total Suara Tidak Sah akibat NIK Ganda : 3682 suara (tiga ribu enam ratus delapan 
puluh dua) 
Bahwa terkait keberadaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Ganda dimaksud, jelas 

terbukti Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat (Termohon) tidak melaksanakan 

rekomendasi Bawaslu Provinsi dan melakukan pelanggaran yang bersifat Sistemik, 

terstruktur dan massif, oleh karenanya demi kepastian dan objektivitas Pemilihan Calon 
Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat beralasan hukum untuk memohon 
kepada Mahkamah untuk memerintahkan Pemungutan Suara Ulang pada 3 (tiga) 
Kabupaten dimaksud. 
IV.2 TERDAPAT PENGGELEMBUNGAN PEMILIH TIDAK SAH YANG MERUGIKAN 

PEROLEHAN SUARA PEMOHON DENGAN MODUS PENGGUNAAN SURAT 
KETERANGAN PEMILIH (SUKET) TIDAK SAH YANG TERJADI PADA TIGA 
KABUPATEN YAKNI KABUPATEN POLEWALI MANDAR, KABUPATEN MAMUJU 
DAN KABUPATEN MAMUJU UTARA; 

1. Bahwa terdapat indikasi ketidaknetralan Termohon yang menimbulkan kerugian 

massif perolehan suara Pemohon. Modus yang dilakukan Termohon adalah 

penggelembungan suara dengan cara menerbitkan SURAT KETERANGAN (SUKET) 
SECARA TIDAK SAH. 

2. Bahwa berdasarkan Pasal 95 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang  

sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, 

menyatakan : 
(1) Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi: 

a. Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap pada TPS yang 

bersangkutan; dan 

b. Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tambahan.  

(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan haknya 

untuk memilih di TPS lain dengan menunjukkan surat pemberitahuan dari PPS 

untuk memberikan suara di TPS lain. 

(3) Dalam hal Pemilih tidak terdaftar dalam daftar Pemilih sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), Pemilih dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS sesuai 
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domisili dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat 

keterangan penduduk. 

(4) Dalam hal terdapat Pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

KPPS pada TPS tersebut mencatat dan melaporkan kepada KPU. 

3. Bahwa berdasarkan Surat KPU Nomor 134/KPU-Prov-033/II/2017 Perihal 

Rekapitulasi Surat Keterangan (SUKET) tanggal 12 Februari 2017 (Bukti P….) yang 

mengacu kepada Surat Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 270/304/SET 
(Bukti P-…) serta menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Jendral Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI Nomor: 470/1210/DUKCAPIL (Bukti 
P-...) yang memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten untuk segera melakukan rekapitulasi Surat Keterangan (SUKET) 
Kependudukan dan dicetak untuk diserahkan kepada KPU Kabupaten paling 
lambat tanggal 8 Februari 2017; 

4. Bahwa selanjutnya pada Surat KPU Nomor 134/KPU-Prov-033/II/2017 dimaksud 

dinyatakan pula “berdasarkan laporan dari masing-masing KPU Kabupaten Se 

Provinsi Sulawesi Barat sampai dengan waktu yang telah ditentukan, bahkan sampai 

saat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten belum ada yang 
menyampaikan rekapitulasi Surat Keterangan (SUKET) Kependudukan yang 
memuat nama dan NIK pemilih dimaksud yang akan digunakan petugas KPPS 
untuk mengecek keaslian/kebenaran SUKET yang dikeluarkan oleh Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten”. 

5. Bahwa pada faktanya terdapat penggunaan Surat Keterangan (SUKET) 

Kependudukan yang memiliki jumlah sangat besar yang telah dikeluarkan dan 

dipergunakan secara tidak sah dan tidak tercatat/terdaftar sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku, sebagai pelanggaran yang bersifat sistemik, terstruktur dan massif 

pada 2 (dua) Kabupaten, yaitu: 

1. Kabupaten Polewali Mandar 
a. Bahwa Dukcapil Kabupaten Polewali mandar telah melakukan pelanggaran 

dengan menerbitkan Surat Keterangan (Suket) setelah tanggal penetapan DPT 

(tanggal 16 Desember 2016). Penambahan data suket tersebut antara lain : (1) 

antara tanggal 17 desember sampai dengan tanggal 10 februari 2017 terbit 

suket sebanyak 4627 dan antara tanggal 11 sampai dengan 14 februari 2017 

terbit suket sebanyak 620 (sebagaimana terlampir dalam daftar jumlah suket 

yang terbit sebelum dan sesudah Penetapan DPT), sehingga total suket yang 
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terbit setelah penetapan DPT adalah sebanyak 5247 (lima ribu dua ratus empat 

puluh) lembar suket; 

 

 

 
Rekapitulasi jumlah 

penerbitan Surat 
Keterangan (SUKET) 
pasca penetapan DPT 

tanggal 13 Februari 2017 
di POLEWALI MANDAR 

(POLMAN) 

 
Model DB-KWK di 

POLEWALI 
MANDAR 

(POLMAN) 

 
Jumlah 

Penggelembungan 

4.627 5.307 673 
 

b. Bahwa di sisi lain, KPU Provinsi justru menjelaskan bahwa Kepala DInas 

Dukcapil Provinsi telah memerintahkan Dukcapil Seluruh Kabupaten Kota untuk 

melakukan rekapituliasi atas Peneritan Suket paling lambat tanggal 8 Februari 
2017, namun faktarnya sampai tanggal 12 februari 2017 tidak ada satupun 

Dukcapil Kabupaten yang melaporkan Rekapitulasi Suket. (sebagamana Surat 

KPU Nomor 134/KPU-Prov-033/II/2017 Perihal Rekapitulasi Surat Keterangan 

(SUKET); 

c. Fakta ini membuktikan bahwa, penambahan-penambahan Suket yang terjadi, 

termasuk di Kabupaten Polewali mandar yang dilakukan setelah tanggal 12 

Februari 2017 bahkan sampai mendekati satu hari sebelum pencoblosan  tidak 

pernah dilakukan Rekapitulasi kepada KPU. Namun anehnya, ketika data 

Penambahan Suket itu dibandingkan dengan data  hasil rekapitulasi suara 

kabupaten Polewali Mandar (model DB1-KWK), terdapat fakta penggunaan 

suket sebanyak 5307 (lima ribu tiga ratus tujuh) yang jelas lebih banyak dari 

pada penerbitan suket di melebihi dari penerbitan suket di Polewali Mandar 

sebagiamana dijelaskan poin 1 di atas (sebanyak 5247). Dengan fakta ini 

semakin menguatkan indikasi bahwa telah terjadi penggelembungan suara 

dengan modus penerbitan Surat Keterangan (Suket) secara massif yang secara 

langsung menggelembungkan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sehingga 

merugikan Perolehan suara Pemohon; 

2.  Kabupaten Mamuju Utara 
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a. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Jumlah Penerbitan Surat keterangan 

(SUKET) Pasca penetapan DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 

Sulawesi barat Tahun 2017 yang diterbitkan oleh Termohon, sampai pada 

tanggal 13 Februari 2017 diketahui Suket yang telah diterbitkan di Kabupaten 

Mamuju Utara adalah 800 Suket; 

 
Rekapitulasi jumlah 

penerbitan Surat 
Keterangan (SUKET) 
pasca penetapan DPT 

tanggal 13 Februari 
2017 di MAMUJU 

UTARA 

 
Model DB-KWK di 
MAMUJU UTARA 

 
Jumlah 

Penggelembungan 

800 1.522 722 
 

b. Bahwa faktanya berdasarkan data  hasil rekapitulasi suara kabupaten Polewali 

Mandar (model DB1-KWK), fakta penggunaan suket sebanyak 1522 (seribu 
lima ratus dua puluh dua) yang jelas lebih banyak dari pada penerbitan suket 

di melebihi dari penerbitan suket di Polewali Mandar sebagiamana dijelaskan 

poin a di atas (sebanyak 722). Dengan fakta ini semakin menguatkan indikasi 

bahwa telah terjadi penggelembungan suara dengan modus penerbitan Surat 

Keterangan (Suket) secara massif yang secara langsung menggelembungkan 

suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sehingga merugikan Perolehan suara 

Pemohon; 

6. Bahwa berdasarkan data yang di sampaikan di atas, pada Kedua Kabupaten yakni 

Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamuju utara terdapat 

penggelembungan suara dengan modus surat keterangan sebanyak :  

= 673 suara + 722 suara 

= 1.395 suara 
IV.3 TERDAPAT PENGURANGAN SUARA PEMOHON SECARA MASSIF DENGAN 

MODUS TIDAK MEMBERIKAN FORM UNDANGAN KEPADA PEMILIH YANG 
TERJADI DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR; 

1. Bahwa terdapat pelanggaran lain yang dilakukan Termohon secara massif yakni 

dengan modus tidak membagikan surat undangan (form C6). Bahwa Indikasi 

mengenai bentuk kecurangan dengan tidak membagikan C.6-KWK ini semakin 

diperkuat dengan fakta dimana pada saat rapat rekapitulasi pada tingkat provinsi 
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tanggal 26 Februari 2017 lalu, KPU secara lisan menyatakan bahwa “Form C6.KWK 
yang tidak sampai kepada pemilih telah ditarik kembali”; 

2. Bahwa diantara indikasi kuat Termohon menjadikan c.6 sebagai modus untuk 

menghalangi pemilih adalah KPU mengumumkan terdapat 7.588 C6 yang tidak 

tersampaikan kepada pemilih, namun ketika saksi Pemohon meminta agar KPU 

menunjukkan fisik C.6 yang tidak terbagi tersebut, KPU Provinsi tidak dapat 

menunjukkan nya; 

3. Bahwa oleh karena bukti C-6 tidak pernah diperlihatkan/diberikan kepada saksi 

Pemohon, hingga tingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat dan 

menjadi keberatan serta catatan dari Saksi Pemohon sebagaimana dituangkan dalam 

A – KWK, oleh Pemohon juga dijadikan alat bukti bagi Persidangan ini dengan salah 

satu keberatan tertulis: “Untuk itu kami dari saksi paslon 1 (satu) tetap 
mempertanyakan dan meminta C6 agar dapat diperlihatkan / diberikan kepada 
kami sebagai pembuktian yang nyata. Karena kami masih meragukan dengan 
pemilih tambahan (DPPT) dan Pemilih Pindahan (DPPH) pada Kab Polman, Kab 
Matra, Kab Majene, Kab Mamuju. Pembuktian harus melihat kotak pada KPU 
kabupaten pada hari ini dan kalau ini tidak dilaksanakan maka kami tidak 
bersedia menandatangani DC.I.KWK “ 

V.  TOTAL SUARA TIDAK SAH YANG MERUGIKAN PEROLEHAN SUARA 
PEMOHON 
Bahwa berdasarkan semua uraian IV.1, IV.2, IV.3, IV.4, di atas, adapun total suara 

tidak sah yang mengurangi perolehan suara Pemohon antara lain  sebagai berikut: 

 

N0 Bentuk Pelanggaran Jumlah Suara 
tidak Sah 

IV.1 

Penggelembungan dengan Modus NIK Ganda  
1. Kabupaten Mamuju Utara 154   
2. Kabupaten Polewali Mandar 2158  
3. Kabupaten Majene 1370  

IV.2 
Penggelembungan dengan Modus Suket  

1. Kabupaten Mamuju Utara 722 
2. Kabupaten Polewali Mandar 673 

 Total Suara Tidak sah 5077 
 

Bahwa bedasarkan uraian di atas, terdapat total suara tidak sah sebanyak 5077 (lima 

ribu tujuh puluh tujuh), sehingga cukup dasar dan alasan hukum nya bagi Mahkamah untuk 

memerintahkan Pemungutan suara ulang pada seluruh TP di daerah tersebut. 
 

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 

 



122 
 

IV. PEROLEHAN SUARA PEMOHON YANG BENAR 

Bahwa dari penghitungan manual Form C-1.KWK yang dilakukan oleh Tim Pemohon, 

Pemohon mendapatkan data yang jauh berbeda dari Hasil Rekapitulasi Suara yang 

dilakukan oleh KPU Provinsi Sulawesi Barat. Berdasarkan Hasil Hitungan Tim Pemohon, 

Ketiga Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi 

Barat masing-masing memperoleh suara sebagaimana tabel berikut : 

              Tabel 5. Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon Yang Benar 

 

Berdasarkan hasil Perhitungan manual Tim Pemohon di atas, diketahui bahwa Pasangan 

Pemohon memperoleh suara terbanyak sebesar 242.885 suara, dengan lebih selisih suara 

sebesar 1368 suara dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Lantaran Pasangan Pemohon 

memperoleh suara terbanyak, maka sudah selayaknya Mahkamah membatalkan Penetapan 

Perolehan Suara Termohon yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi Sulawesi Barat Nomor: 05/Kpts/KPU-Prov-033/2017 tentang Penetapan 

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2017 tertanggal Tanggal 26 Februari 2017, menyatakan 

nya tidak sah dan tidak mengikat umum. 

V. PETITUM 
Berdasarkan dalil-dalil dalam Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan 

tersebut di atas, Pemohon mohon kepada yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk 

sudilah menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut: 

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya; 

2. Menyatakan Batal Dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat Keputusan 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor: 05/Kpts/Kpu-Prov-033/2017 

Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil 

No. Nama Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Perolehan 
Suara 

1 Dr. H.Suhardi Duka, MM Dan H. Kalma Katta, S.Sos.,MM 242.885 

2 Mayjen TNI (Purn) Salim S. Mengga Dan H. Hasanuddin Mashud, S.Hut 146.761 

3 Drs. H. Muh. Ali Baal Masdar, M.Si Dan Hj. Enny Anggraeny Anwar 241.517 

 Jumlah Suara Sah 631.163 
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Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2017 Tertanggal 

Tanggal 26 Februari 2017; 

3. Menyatakan Batal Dan Tidak Sah Surat Suara sebanyak 5077 (Lima Ribu Tujuh 

Puluh Tujuh) Akibat Adanya Nik Ganda Dan Surat Keterangan Tidak Sah Yang 

Terjadi Di Tiga Kabupaten Yakni Kabupaten Majene, Kabupaten Mamuju Utara Dan 

Kabupaten Polewalimandar; 

4. Memerintahkan Termohon Untuk Melakukan Pemungutan Suara Ulang Dengan 

Terlebih Dahulu Memperbaiki Daftar Pemilih Tetap Pada Tempat Berikut : 

4.1  Kabupaten Polewali Mandar  

1. Kecamatan Alu : 

a. Kelurahan Kalumammang: TPS 1 

b. Kelurahan Alu: TPS 2, TPS 3 

c. Kelurahan Mombi : TPS 2, TPS 3, TPS 4 

d. Kelurahan Puppu Uring:  TPS 3 TPS 4 

e. Kelurahan Saragian:  TPS 1, TPS 3 

f. Kelurahan Pao-Pao:  TPS 2, TPS 4 

g. Kelurahan Petoosang : TPS 2, TPS 4 

2. Kecamatan Anreapi : 

a. Kelurahan Kunyi : TPS 3 

b. Kelurahan Kelapa Dua : TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 

c. Kelurahan Duampanua : TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 5, TPS 6 

d. Kelurahan Anreapi :  TPS 1, TPS 2,  TPS 3 

e. Kelurahan Papandangan : TPS 2, TPS 3, TPS 4 

3. Kecamatan Balanipa 

a. Kelurahan Balanipa :  TPS 1, TPS 2, TPS 4, TPS 5 

b. Kelurahan Mosso : TPS 3 

c. Kelurahan Pallis : TPS 1, TPS 2 

d. Kelurahan Pambusuang : TPS 1, TPS 7, TPS 8, TPS 10 

e. Kelurahan Sabang Subik : TPS 1, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6 

f. Kelurahan Tamanggalle : TPS 1, TPS 2, TPS 3,TPS 4 

g. Kelurahan  Tammajarra : TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 

h. Kelurahan  Galung Tuluk: TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 

i. Kelurahan Lego: TPS 1 

j. Kelurahan Bala : TPS 3, TPS 5 
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k. Kelurahan Lambanan : TPS 2 

4. Kecamatan  Binuang 

a. Kelurahan Amassangan : TPS 1, TPS 2, TPS 4, TPS 5 

b. Kelurahan Batetangnga : TPS 1, TPS 3, TPS 5, TPS 8, TPS 9 

c. Kelurahan Kaleok : TPS 1, TPS 3, TPS 4 

d. Kelurahan Kuajang : TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6 

e. Kelurahan Mammi : TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 5 

f. Kelurahan Mirring : TPS 4, TPS 5, TPS 7 

g. Kelurahan  Paku : TPS 1, TPS 2, TPS 4, TPS 5, TPS 6 

h. Kelurahan  Rea :TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 

i. Kelurahan  Tonyaman : TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 

8 

j. Kelurahan Amola :  TPS 3 

5. Kecamatan Bulo 

a. Kelurahan Daala Timur : TPS 2 

b. Kelurahan Ihing : TPS 2 

c. Kelurahan Karombang : TPS 1, TPS 2, TPS 3 

d. Kelurahan Lenggo : TPS 1, TPS 3, TPS 4 

e. Kelurahan Patambanua : TPS 2, TPS 4 

f. Kelurahan Pulliwa : TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6 

g. Kelurahan  Sabura : TPS 1, TPS 2 

h. Kelurahan Bulo :  TPS 2 

i. Kelurahan Sepporraki : TPS 2 

6. Kecamatan Campalagian 

a. Kelurahan Bonde : TPS 1, TPS 2, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 8, TPS 9 

b. Kelurahan Botto : TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 

c. Kelurahan Gattungan : TPS 2, TPS 3 

d. Kelurahan Katumbangan : TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6 

e. Kelurahan Katumbangan Lemo : TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 

6 

f. Kelurahan Kenje : TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 

g. Kelurahan  Lagi-Agi : TPS 1, TPS 3 

h. Kelurahan Laliko : TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 7 

i. Kelurahan Lampoko: TPS 1, TPS 2, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7 
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j. Kelurahan Lapeo : TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6 

k. Kelurahan Ongko : TPS 1, TPS 3, TPS 4 

l. Kelurahan Padang Timur : TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 

m. Kelurahan Panyampa : TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 

n. Kelurahan  Pappang : TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6 

o. Kelurahan Parappe  : TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7 

p. Kelurahan Sumarrang: TPS 1,TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 6, TPS 7, TPS 8, 

TPS 9, TPS 10 

q. Kelurahan  Suruang: TPS 1, TPS 2, TPS 5 

r. Kelurahan Gattungan : TPS 3 

s. Kelurahan Padang : TPS 1, TPS 2 

7. Kecamatan Limboro 

a. Kelurahan Lembang Lembang : TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 

b. Kelurahan Limboro : TPS 1, TPS 4  

c. Kelurahan Napo : TPS 1,TPS 2 

d. Kelurahan Palece : TPS 1, TPS 2, TPS 3 

e. Kelurahan Renggeang : TPS 2, TPS 3, TPS 4 

f. Kelurahan Salarri : TPS 1, TPS 2 

g. Kelurahan  Samasundu : TPS 2, TPS 3, TPS 4 

h. Kelurahan Tandasura : TPS 1, TPS 2, TPS 3 

i. Kelurahan Tangan Baru : TPS 1 

j. Kelurahan  Todang Todang : TPS 1, TPS 3 

8. Kecamatan Luyo 

a. Kelurahan  Baru : TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 6, TPS 9 

b. Kelurahan Batupanga : TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6 

c. Kelurahan Batupanga Daala : TPS 2, TPS 3, TPS 5, TPS 6 

d. Kelurahan Luyo : TPS 1, TPS 2 , TPS 3, TPS 4 

e. Kelurahan Mambu : TPS 2, TPS 3 

f. Kelurahan Mapili Barat : TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 

g. Kelurahan  Puccadi :TPS 1, TPS 2 

h. Kelurahan Pussui : TPS 1, TPS 2, TPS 4 

i. Kelurahan Pussui Barat : TPS 1 

j. Kelurahan  Sambali Wali : TPS 1, TPS 3 

k. Kelurahan  Tenggelang : TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 
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l. Kelurahan Batupanga : TPS  5, TPS 6 

9. Kecamatan Mapilli 

a. Kelurahan Beroangin: TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 

b. Kelurahan Bonne Bonne : TPS 1, TPS 2 

c. Kelurahan Bonra : TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 

d. Kelurahan Buku : TPS 1, TPS 4, TPS 5 

e. Kelurahan  Kurma: TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5,  

f. Kelurahan Landi Kanusuang: TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 

g. Kelurahan  Mapili : TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4. TPS 5 

h. Kelurahan Rappang Barat: TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 

i. Kelurahan Rumpa : TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 

j. Kelurahan Sattoko : TPS 1 

k. Kelurahan Segerang : TPS 1, TPS 2 

l. Kelurahan Ugibaru : TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 

10. Kecamatan Matakali 

a. Kelurahan Barumbung : TPS 1, TPS 3, TPS 4, TPS 5 

b. Kelurahan Bunga-Bunga : TPS 1, TPS 2 

c. Kelurahan Indomakkombong : TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 6 

d. Kelurahan Matakali : TPS  1, TPS 2, TPS 3, TPS 5, TPS 7 

e. Kelurahan Pasiang : TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 6, TPS 7 

f. Kelurahan Petampanua : TPS 2, TPS 4. TPS 5, TPS 6, TPS 7,TPS 8 

g. Kelurahan  Tonrolima : TPS 1, TPS 2, TPS 3 

11. Kecamatan Matangnga 

a. Kelurahan Katimbang : TPS 1 

b. Kelurahan Lilli : TPS 1 

c. Kelurahan  Matangnga : TPS 2 

d. Kelurahan Rangoan : TPS 2, TPS 3 

e. Kelurahan Mambu Tapua : TPS 1 

f. Keluarahan Ba’ba Tapua : TPS 1,  TPS 2 

12. Kecamatan Polewali 

a. Kelurahan  Darma : TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, 

TPS 8 

b. Kelurahan Lantora : TPS 1, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 9, 

TPS 10 
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c. Kelurahan Madate : TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, 

TPS 9, TPS 11 

d. Kelurahan Manding: TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 

e. Kelurahan  Pekkabata : TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 

7 

f. Kelurahan Polewali : TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, 

TPS 8, TPS 9, TPS 10 

g. Kelurahan  Sulewatang : TPS 1, TPS 3, TPS 6, TPS 7, TPS 8 

h. Kelurahan Takatidung : TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7 

i. Kelurahan Wattang : TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, 

TPS 8, TPS 9, TPS 10 

13. Kecamatan Tapango 

a. Kelurahan Banato Rejo : TPS 1, TPS 2, TPS 3 

b. Kelurahan Batu : TPS 2, TPS 3 

c. Kelurahan Bussu : TPS 1, TPS 2 

d. Kelurahan Dakka: TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 

e. Kelurahan  Jambu Malea: TPS 1, TPS 2, TPS 3 

f. Kelurahan  Kalimbua : TPS 1, TPS 2, TPS 3 

g. Kelurahan  Kurrak: TPS 1,  

h. Kelurahan Palatta : TPS1 

i. Kelurahan Pelitakan: TPS 1, TPS 2, TPS 3 

j. Kelurahan Rappang : TPS 1, TPS 2, TPS 3 

k. Kelurahan  Riso : TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 

l. Kelurahan Tapango: TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 

m. Kelurahan Tapango Barat: TPS 1, TPS 2, TPS 3 

n. Kelurahan Tuttula : TPS 1 

14. Kecamatan Tinambung 

a. Kelurahan Batulaya : TPS 2, TPS 3 

b. Kelurahan Galung Lombok: TPS 1, TPS 4, TPS 3 

c. Kelurahan Karama : TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6 

d. Kelurahan Lekopadis: TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 

e. Kelurahan Sepabatu : TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 

f. Kelurahan Tandung : TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 

g. Kelurahan  Tangnga Tangnga : TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 
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h. Kelurahan Tinambung : TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6 

15. Kecamatan Tutar 

a. Kelurahan Ambopadang : TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 

b. Kelurahan Arabua: TPS 2 

c. Kelurahan Besoangin Utara: TPS 1 

d. Kelurahan Peburru: TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 

e. Kelurahan Piriang Tapiko: TPS 1, TPS 2, TPS 3 

f. Kelurahan Poda: TPS 3 

g. Kelurahan  Pollewani : TPS 1, TPS 3, TPS 4, TPS 5 

h. Kelurahan Ratte : TPS 1 

i. Kelurahan Taramanu : TPS 1, TPS 3 

j. Kelurahan Taramanu Tua : TPS 4 

k. Kelurahan Tubbi : TPS 1, TPS 2 

l. Kelurahan Besoangin:  TPS 2, TPS 3 

16. Kecamatan Wonomulyo 

a. Kelurahan Arjo Sari: TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 

b. Kelurahan Bakka-Bakka: TPS 1, TPS 2 

c. Kelurahan Banua Baru : TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 

d. Kelurahan Bumiayu : TPS 1, TPS 2, TPS 3,TPS 4, TPS 5 

e. Kelurahan Bumimulyo: TPS 1, TPS 2, TPS 3 

f. Kelurahan Campurjo : TPS 2, TPS 3, TPS 5 

g. Kelurahan  Galeso : TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 

h. Kelurahan Kebunsari :  TPS 1, TPS 3, TPS 4 

i. Kelurahan Nepo : TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 

j. Kelurahan Sidodadi: TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, 

TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 

16, TPS 17, TPS 18 

k. Kelurahan Sidorejo: TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 7 

l. Kelurahan Sugihwaras: TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 

8, TPS 9 

m. Kelurahan Sumberejo: TPS 2, TPS 3, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8 

n. Kelurahan  Tumpiling : TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 

4.2 Kabupaten Majene 

1. Kecamatan Banggae 
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a. Banggae : TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, 

TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13 

b. Baru: TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 

10, TPS 11, TPS 12, 19 

c. Galung: TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6 

d. Palipi Soreang: TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 

e. Pangali Ali: TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 

10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 16, TPS 17, TPS 19 

f. Rangas: TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 8, TPS 9, TPS 10, 

TPS 11, TPS 12, 13, TPS 14 

g. Totoli: TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9 

2. Kecamatan Banggae Timur 

a. Baruga: TPS 1, TPS 3, TPS 4, TPS 5 

b. Baruga Dhua: TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 

c. Baurung: TPS 1, TPS 2,TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10 

d. Buttu Baruga: TPS 1, TPS 2 

e. Labuang: TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, 

TPS 10, TPS 11, TPS 12 

f. Labuang Utara: TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, 

TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13 

g. Lembang: TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 10 

h. Tande: TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 

i. Tande Timur: TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 5 

3. Kecamatan Malunda 

a. Bambangan: TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 

b. Kayuangin: TPS 1, TPS 2, TPS 3 

c. Lamungang Batu: TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 

d. Lombang: TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 

e. Lombang Timur: TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 

f. Lombong: TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 

g. Lombong Timur: TPS 2, TPS 3 

h. Maliaya: TPS 2, TPS 3, TPS 4 

i. Malunda: TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6 

j. Mekkatta: TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 
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k. Mekkatta Selatan: TPS 1, TPS 3 

l. Salutahongan: TPS 1, TPS 2, TPS 3 

4. Kecamatan Pamboang 

a. Adolang Dhua: TPS 1, TPS 2, TPS 3 

b. Bababulo: TPS 1, TPS 3, TPS 4 

c. Bababulo Utara: TPS 1, TPS 2, TPS 3 

d. Balombong: TPS 1, TPS 2 

e. Banua Adolang: TPS 1 

f. Betteng: TPS 1, TPS 2, TPS 3 

g. Bonde: TPS 1, TPS 4, TPS 5, TPS 6 

m. Bonde Utara: TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6 

h. Buttu Pamboang: TPS 1, TPS 2, TPS 3 

i. Lalampanua: TPS 1, TPS 2, TPS 4 

j. Sirindu: TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 

k. Tinambung: TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6 

l. Pesuloang: TPS 1, TPS 3 

5. Kecamatan Sendana 

a. Banua Sendana: TPS 1, TPS 2, TPS 3 

b. Bukit Samang: TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 

c. Lalatedzong: TPS 2 

d. Leppangang: TPS 1, TPS 2, TPS 3 

m. Limbua: TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6 

n. Mosso Dhua: TPS 1, TPS 2, TPS 4, TPS 5, TPS 6 

e. Paminggalan: TPS 1, TPS 2 

f. Pundau: TPS 1 

g. Puttada: TPS 1, TPS 2 

h. Sendana: TPS 1, TPS 2, TPS 3 

i. Tallubanua: TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 

j. Tallubanua Utara: TPS 1, TPS 2, TPS 4 

k. Totolisi Sendana: TPS 1, TPS 3, TPS 4 

l. Binanga: TPS 1, TPS 2 

m. Limboro Rambu-Rambu: TPS 1, TPS 2 

o. Mosso: TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6 

6. Kecamatan Tammerodo Sendana 
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a. Seppong: TPS 3, TPS 4 

b. Tallambalao: TPS 1, TPS 2, TPS 3 

c. Tammerodo: TPS 3, TPS 5 

d. Tammerodo Utara: TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 

e. Ulidang: TPS 2, TPS 4, TPS 5 

p. Uwo: TPS 1, TPS 2, TPS 4, TPS 5, TPS 6 

f. Manyamba: TPS 1 

7. Kecamtan Tubo Sendana 

a. Bonde Bonde: TPS 1, TPS 2 

b. Onang: TPS 1, TPS 3, TPS 6 

c. Onang Utara: TPS 1, TPS 3, TPS 4 

d. Tubo: TPS 1, TPS 3 

e. Tubo Poang: TPS 1, TPS 2 

f. Tubo Selatan: TPS 3 

g. Tubo Tengah: TPS 1, TPS 3 

8. Kecamatan Ulumanda 

a. Panggalo: TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 

b. Popenga: TPS 2 

c. Salutambung: TPS 4 

d. Sambabo: TPS 1, TPS 3 

e. Tandeallo: TPS 4 

f. Ulumanda: TPS 1, TPS 2, TPS 4 

g. Sulai: TPS 3 

h. Kabiraan: TPS 2 

4.3 Kabupaten Mamuju Utara 

1. Kecamatan Bambalamotu 

a. Pangiang: TPS 1, TPS 3, TPS 4 

b. Polewali: TPS 3, TPS 4, TPS 6, TPS 7 

c. Randomayang: TPS 2, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7 

d. Wulai: TPS 2, TPS 4 

e. Bablamotu: TPS 5 

2. Kecamatan Baras 

a. Kasano: TPS 1, TPS 3, TPS 4 

b. Balanti: TPS 1, TPS 2, TPS 4 
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c. Motu: TPS 1, TPS 5, TPS 6, TPS 7 

d. Towani: TPS 1 

e. Baras: TPS 2 

f. Bulu Paragi: TPS 1 

3. Kecamatan Bulu Taba 

a. Bukit Harapan: TPS 2, TPS 4 

b. Lilimori: TPS 5, TPS 3 

c. Ompi TPS 2 

d. Kastabuana: TPS 1 

e. Karape: TPS 1 

4. Kecamatan Dapurang 

a. Dapurang: TPS 1, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 8 

b. Sarasa: TPS 1 

c. Benggaulu: TPS 1 

d. Bulu Bonggu: TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 6 

5. Duripoku 

a. Saptanajaya: TPS 1 

b. Sipakainga: TPS 1, TPS 2 

c. Taranggi: TPS 1, TPS 2 

d. Tammarunan: TPS 3 

6. Lariang 

a. Bambakoro: TPS 3 

b. Batu Matoru: TPS 1 

c. Kulu: TPS 1 

d. Parabu: TPS 1, TPS 2 

e. Singgani: TPS 3 

7. Pasangkayu 

a. Ako: TPS 3, TPS 5, TPS 6 

b. Gunung Sari: TPS 3, TPS 6, TPS 8 

c. Karya Bersama: TPS 1, TPS 2, TPS 4 

d. Martajaya: TPS 3 

e. Pakava: TPS 2, TPS 5, TPS 6, TPS 7 

f. Pasangkayu: TPS 1, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 9, TPS 10, 

TPS 11, TPS 12, TPS 13 
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8. Pedongga 

a. Martasari: TPS 3, TPS 4, TPS 5 

9. Sarjo 

a. Maponu: TPS 2 

b. Sarjo: TPS 1, TPS 4 

c. Sarude: TPS 1, TPS 2 

d. Letawa: TPS 3 

10. Sarudu 

a. Bulu Mario: TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 5 

b. Doda: TPS 1 

c. Sarudu: TPS 1, TPS 2, TPS 6 

d. Kumasari: TPS 1 

11. Tikke Raya 

a. Jengeng Raya: TPS 3 

b. Lariang: TPS 1, TPS 4, TPS 5 

c. Makmur Jaya: TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 6 

d. Pajalele: TPS 1, TPS 2, TPS 4 

e. Tikke: TPS 3, TPS 5 

12. Baibaira 

a. Kasoloang: TPS 3, TPS 4 

b. Tampaure: TPS 3 

f. Kalukku Nangka: TPS 1, TPS 3, TPS 5 

g. Bambaira: TPS 4 

5. Menetapkan Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon Pemilihan Gubernur 

Sulawesi Barat Yang Benar Sebagai Berikut: 

No. 
Nama Pasangan 

Gubernur Dan Wakil 
Gubernur 

Perolehan Suara 

1 
Dr. H.Suhardi Duka, Mm 

Dan 
H. Kalma Katta, S.Sos.,Mm 

242.885 

2 

Mayjen Tni (Purn) Salim S. 
Mengga 

Dan 
H. Hasanuddi Mashud, S.Hut 

146.761 
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3 

Drs. H. Muh. Ali Baal Masdar, 
M.Si 
Dan 

Hj. Enny Anggraeny Anwar 

241.517 

 Jumlah Suara Sah 631.163 
6. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas 

Nama Dr. H.Suhardi Duka, MM Dan H. Kalma Katta, S.Sos.,MM sebagai Pasangan 

Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubenur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017; 

7. Atau setidak-tidak nya memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan 

Suara Ulang di empat Kabupaten yakni Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten 

Majene, Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamuju Utara; 

8. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi 

sebagaimana mestinya; 

Atau bilamana Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon putusan yang 

seadil-adilnya (ex aequo et bono). 

Menimbang bahwa dalam persidangan pada tanggal 17 Maret 2017, Pemohon telah 

menyampaikan perbaikan atas kesalahan penulisan (renvoi) yang pada pokoknya sebagai 

berikut: 

Kesalahan Penulisan Perbaikan Penulisan 

1. Pada Halaman 6 Poin 4 angka 1 dan 2 
tertulis kata mamuju sebagai berikut : 

“ Pertama, Terdapat Penggelembungan 
Pemilih Tidak Sah Yang Merugikan 
Perolehan Suara Pemohon dengan Modus 
NIK Ganda yang terjadi pada tiga kabupaten 
yakni Kabupaten Polewali Mandar, 
Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamuju 
Utara; Kedua, Terdapat Penggelembungan 
Pemilih Tidak Sah Yang Merugikan 
Perolehan Suara Pemohon dengan Modus 
Penggunaan Surat Keterangan Pemilih 
(Suket) Tidak Sah yang terjadi pada tiga 
kabupaten yakni Kabupaten Polewali 
Mandar, Kabupaten Mamuju dan Kabupaten 
Mamuju Utara;“ 

 

1. Penulisan yang benar semestinya adalah 
Majene sebagai berikut :“ 
1. Pertama, Terdapat Penggelembungan 

Pemilih Tidak Sah Yang Merugikan 
Perolehan Suara Pemohon dengan 
Modus NIK Ganda yang terjadi pada 
tiga kabupaten yakni Kabupaten 
Polewali Mandar, Kabupaten Majene 
dan Kabupaten Mamuju Utara; 

2. Kedua, Terdapat Penggelembungan 
Pemilih Tidak Sah Yang Merugikan 
Perolehan Suara Pemohon dengan 
Modus Penggunaan Surat Keterangan 
Pemilih (Suket) Tidak Sah yang terjadi 
pada tiga kabupaten yakni Kabupaten 
Polewali Mandar, Kabupaten Majene 
dan Kabupaten Mamuju Utara;“ 

2. Pada halaman 116, nomor 17 pada NIK 
7605017112490018 a.n. ST HADIJAH 

3. Penulisan yang benar semestinya adalah 
Majene sebagai berikut: 
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tertulis  “SENDANA”, “LIMBUA”, “3” 
Sebagai berikut : 

SENDANA LIMBUA 3 
 

SENDANA LIMBUA 6 
 

3. Pada halaman 117, nomor 28 pada NIK 
7605022303880001 a.n. ANTO tertulis  
“SENDANA”, “MOSSO”, “2” Sebagai 
berikut: 

SENDANA MOSSO 2 
 

3. Penulisan yang benar semestinya adalah 
Majene sebagai berikut: 
SENDANA PUTTADA 2 

 

4. Pada halaman 122, nomor 10 pada NIK 
7605054107810008 a.n. MAHDALENA 
tertulis  “SENDANA”, “MOSSO”, “2” 
Sebagai berikut : 
ULUMANDA SULUTAMBUNG 3 

 

4. Penulisan yang benar semestinya adalah 
Majene sebagai berikut: 
ULUMANDA SAMBABO 3 

 

 

1. Pada halaman 123 poin IV.2 terdapat kesalahan penulisan kata “Kabupaten Mamuju” 

yang tertulis sebagai berikut : 

IV.2 TERDAPAT PENGGELEMBUNGAN PEMILIH TIDAK SAH YANG 
MERUGIKAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON DENGAN MODUS 
PENGGUNAAN SURAT KETERANGAN PEMILIH (SUKET) TIDAK SAH 
YANG TERJADI PADA TIGA KABUPATEN YAKNI KABUPATEN 
POLEWALI MANDAR, KABUPATEN MAMUJU DAN KABUPATEN 
MAMUJU UTARA; 

Semestinya ditulis “Kabupaten Majene”, sehingga judul poin IV.2 berbunyi sebagai 

berikut : 

IV.2 TERDAPAT PENGGELEMBUNGAN PEMILIH TIDAK SAH YANG 
MERUGIKAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON DENGAN MODUS 
PENGGUNAAN SURAT KETERANGAN PEMILIH (SUKET) TIDAK SAH 
YANG TERJADI PADA TIGA KABUPATEN YAKNI KABUPATEN 
POLEWALI MANDAR, KABUPATEN MAJENE DAN KABUPATEN MAMUJU 
UTARA; 

2. Pada halaman 126 poin IV.3 angka 3 terdapat kesalahan penulisan yang tertulis 

“Kabupaten Mamuju” sebagai berikut : 

“Bahwa oleh karena bukti C-6 tidak pernah diperlihatkan/diberikan kepada 
saksi Pemohon, hingga tingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi 
Sulawesi Barat dan menjadi keberatan serta catatan dari Saksi Pemohon 
sebagaimana dituangkan dalam A – KWK, oleh Pemohon juga dijadikan 
alat bukti bagi Persidangan ini dengan salah satu keberatan tertulis : 
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“Untuk itu kami dari saksi paslon 1 (satu) tetap mempertanyakan dan 
meminta C6 agar dapat diperlihatkan / diberikan kepada kami sebagai 
pembuktian yang nyata. Karena kami masih meragukan dengan pemilih 
tambahan (DPPT) dan Pemilih Pindahan (DPPH) pada Kab Polman, Kab 
Matra, Kab Majene, Kab Mamuju. Pembuktian harus melihat kotak pada 
KPU kabupaten pada hari ini dan kalau ini tidak dilaksanakan maka kami 
tidak bersedia menandatangani DC.I.KWK “ 

Semestinya kata “kabupaten mamuju” tidak ada, dan karena itu Pemohon perlu 

mencabut nya. sehingga dengan dicabutnya kata “Kabupaten mamuju”, poin IV.3 

angka 3 berbunyi sebagai berikut : 

“Bahwa oleh karena bukti C-6 tidak pernah diperlihatkan/diberikan kepada 
saksi Pemohon, hingga tingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi 
Sulawesi Barat dan menjadi keberatan serta catatan dari Saksi Pemohon 
sebagaimana dituangkan dalam A – KWK, oleh Pemohon juga dijadikan 
alat bukti bagi Persidangan ini dengan salah satu keberatan tertulis : 
“Untuk itu kami dari saksi paslon 1 (satu) tetap mempertanyakan dan 
meminta C6 agar dapat diperlihatkan / diberikan kepada kami sebagai 
pembuktian yang nyata. Karena kami masih meragukan dengan pemilih 
tambahan (DPPT) dan Pemilih Pindahan (DPPH) pada Kab Polman, Kab 
Matra, Kab Majene, Pembuktian harus melihat kotak pada KPU kabupaten 
pada hari ini dan kalau ini tidak dilaksanakan maka kami tidak bersedia 
menandatangani DC.I.KWK “ 

3. Petitum poin 7 (tujuh) halaman 136 terdapat kata “empat” dan kata “Kabupaten 
Mamuju”  yang berbunyi sebagai berikut  :  

“Atau setidak-tidak nya memerintahkan Termohon untuk melakukan 

Pemungutan Suara Ulang di empat Kabupaten yakni Kabupaten 

Polewali Mandar, Kabupaten Majene, Kabupaten Mamuju dan 

Kabupaten Mamuju Utara”.,  

Diubah dengan mengganti kata “empat” menjadi “tiga dan menghapus kata 

“Kabupaten Mamuju”, sehingga keseluruhan petitum nomor 7 berubah menjadi : 

“Atau setidak-tidak nya memerintahkan Termohon untuk melakukan 

Pemungutan Suara Ulang di tiga Kabupaten yakni Kabupaten Polewali 

Mandar, Kabupaten Majene, dan Kabupaten Mamuju Utara; 

4. Pada petitum poin 5 halaman 136 yang awal kalimatnya berbunyi :  
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“Menetapkan Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon 

Pemilihan Gubernur Sulawesi Barat Yang Benar Sebagai Berikut…dst”, 

Diubah dengan menambahkan  awal kalimat “atau setidak-tidaknya”, sehingga awal 

kalimat petitum poin 5 berbunyi sebagai berikut:  

“atau setidak-tidaknya Menetapkan Perolehan Suara Masing-Masing 

Pasangan Calon Pemilihan Gubernur Sulawesi Barat Yang Benar 

Sebagai Berikut…dst”, 

5. Pada petitum poin 4 halaman 127 yang awal kalimatnya berbunyi : 

“Memerintahkan Termohon Untuk Melakukan Pemungutan Suara Ulang 

Dengan Terlebih Dahulu Memperbaiki Daftar Pemilih Tetap Pada 

Tempat Berikut…dst” 

Diubah dengan menambahkan  awal kalimat “atau setidak-tidaknya”, sehingga awal 

kalimat petitum poin 4 berbunyi sebagai berikut: 

“atau setidak-tidaknya “Menetapkan Perolehan Suara Masing-Masing 

Pasangan Calon Pemilihan Gubernur Sulawesi Barat Yang Benar 

Sebagai Berikut…dst”, 

6. Terdapat perubahan posisi petitum sebagai berikut : 

- Petitum poin 5 dan 6 berpindah posisi menjadi petitum 3 dan 4 

- Petitum poin 3 dan 4 berpindah posisi menjadi petitun 5 dan 6  

- Petitum poin 7 dan 8 tetap pada posisi sebagai petitum 7 dan 8 

Adapun perbandingan petitum lama dan petitum yang telah diperbaiki kesalahan penulisan 

(renvoi) sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut : 

 

Petitum lama Petitum Baru  
(Perbaikan Kesalahan Penulisan) 

 
V. PETITUM 
 

Berdasarkan dalil-dalil dalam Permohonan 
Pemohon sebagaimana diuraikan tersebut di 
atas, Pemohon mohon kepada yang Mulia 
Hakim Mahkamah Konstitusi untuk sudilah 
menjatuhkan putusan dengan amar sebagai 
berikut: 

 
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk 

Seluruhnya; 

 
i. PETITUM 
 

Berdasarkan dalil-dalil dalam Permohonan 
Pemohon sebagaimana diuraikan tersebut di 
atas, Pemohon mohon kepada yang Mulia Hakim 
Mahkamah Konstitusi untuk sudilah menjatuhkan 
putusan dengan amar sebagai berikut: 

 
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk 

Seluruhnya; 
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2. Menyatakan Batal Dan Tidak Mempunyai 

Kekuatan Hukum Mengikat Keputusan 
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi 
Barat Nomor: 05/Kpts/Kpu-Prov-033/2017 
Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil 
Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil 
Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur 
Sulawesi Barat Tahun 2017 Tertanggal 
Tanggal 26 Februari 2017; 

 
3. Menyatakan Batal Dan Tidak Sah Surat 

Suara sebanyak 5077 (Lima Ribu Tujuh 
Puluh Tujuh) Akibat Adanya Nik Ganda Dan 
Surat Keterangan Tidak Sah Yang Terjadi Di 
Tiga Kabupaten Yakni Kabupaten Majene, 
Kabupaten Mamuju Utara Dan Kabupaten 
Polewalimandar; 

 
4. Memerintahkan Termohon Untuk Melakukan 

Pemungutan Suara Ulang Dengan Terlebih 
Dahulu Memperbaiki Daftar Pemilih Tetap 
Pada Tempat Berikut : 

 
4.1  Kabupaten Polewali Mandar  
17. Kecamatan Alu : 

a. Kelurahan Kalumammang: TPS 1 
b. Kelurahan Alu: TPS 2, TPS 3 
c. Kelurahan Mombi : TPS 2, TPS 3, TPS 

4 
d. Kelurahan Puppu Uring:  TPS 3 TPS 4 
e. Kelurahan Saragian:  TPS 1, TPS 3 
f. Kelurahan Pao-Pao:  TPS 2, TPS 4 
g. Kelurahan Petoosang : TPS 2, TPS 4 

 
18. Kecamatan Anreapi : 

f. Kelurahan Kunyi : TPS 3 
g. Kelurahan Kelapa Dua : TPS 1, TPS 2, 

TPS 3, TPS 4 
h. Kelurahan Duampanua : TPS 1, TPS 

2, TPS 3, TPS 5, TPS 6 
i. Kelurahan Anreapi :  TPS 1, TPS 2,  

TPS 3 
j. Kelurahan Papandangan : TPS 2, TPS 

3, TPS 4 
 
19. Kecamatan Balanipa 

l. Kelurahan Balanipa :  TPS 1, TPS 2, 
TPS 4, TPS 5 

m. Kelurahan Mosso : TPS 3 
n. Kelurahan Pallis : TPS 1, TPS 2 
o. Kelurahan Pambusuang : TPS 1, TPS 

7, TPS 8, TPS 10 
p. Kelurahan Sabang Subik : TPS 1, TPS 

3, TPS 4, TPS 5, TPS 6 

2. Menyatakan Batal Dan Tidak Mempunyai 
Kekuatan Hukum Mengikat Keputusan Komisi 
Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat 
Nomor: 05/Kpts/Kpu-Prov-033/2017 Tentang 
Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan 
Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan 
Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat 
Tahun 2017 Tertanggal Tanggal 26 Februari 
2017; 

 
3. Menetapkan Perolehan Suara Masing-Masing 

Pasangan Calon Pemilihan Gubernur Sulawesi 
Barat Yang Benar Sebagai Berikut : 

 

No. 

Nama 
Pasangan 

Gubernur Dan 
Wakil 

Gubernur 

Perolehan 
Suara 

1 

Dr. H.Suhardi 
Duka, Mm 

Dan 
H. Kalma 

Katta, 
S.Sos.,Mm 

242.885 

2 

Mayjen Tni 
(Purn) Salim S. 

Mengga 
Dan 

H. Hasanuddi 
Mashud, S.Hut 

146.761 

3 

Drs. H. Muh. 
Ali Baal 

Masdar, M.Si 
Dan 

Hj. Enny 
Anggraeny 

Anwar 

241.517 

 Jumlah Suara 
Sah 631.163 

 
 

4. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan 
Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas Nama Dr. 
H.Suhardi Duka, MM Dan H. Kalma Katta, 
S.Sos.,MM sebagai Pasangan Calon 
Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih dalam 
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubenur 
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017; 
 

5. Atau setidak tidaknya Menyatakan Batal Dan 
Tidak Sah Surat Suara sebanyak 5077 (Lima 
Ribu Tujuh Puluh Tujuh) Akibat Adanya Nik 
Ganda Dan Surat Keterangan Tidak Sah Yang 
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q. Kelurahan Tamanggalle : TPS 1, TPS 
2, TPS 3,TPS 4 

r. Kelurahan  Tammajarra : TPS 1, TPS 2, 
TPS 3, TPS 4 

s. Kelurahan  Galung Tuluk: TPS 1, TPS 
2, TPS 3, TPS 4 

t. Kelurahan Lego: TPS 1 
u. Kelurahan Bala : TPS 3, TPS 5 
v. Kelurahan Lambanan : TPS 2 

 
20. Kecamatan  Binuang 

k. Kelurahan Amassangan : TPS 1, TPS 
2, TPS 4, TPS 5 

l. Kelurahan Batetangnga : TPS 1, TPS 3, 
TPS 5, TPS 8, TPS 9 

m. Kelurahan Kaleok : TPS 1, TPS 3, TPS 
4 

n. Kelurahan Kuajang : TPS 1, TPS 2, 
TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6 

o. Kelurahan Mammi : TPS 1, TPS 2, 
TPS 3, TPS 5 

p. Kelurahan Mirring : TPS 4, TPS 5, TPS 
7 

q. Kelurahan  Paku : TPS 1, TPS 2, TPS 
4, TPS 5, TPS 6 

r. Kelurahan  Rea :TPS 1, TPS 2, TPS 3, 
TPS 4, TPS 5 

s. Kelurahan  Tonyaman : TPS 1, TPS 2, 
TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 8 

t. Kelurahan Amola :  TPS 3 
 
21. Kecamatan Bulo 

j. Kelurahan Daala Timur : TPS 2 
k. Kelurahan Ihing : TPS 2 
l. Kelurahan Karombang : TPS 1, TPS 2, 

TPS 3 
m. Kelurahan Lenggo : TPS 1, TPS 3, 

TPS 4 
n. Kelurahan Patambanua : TPS 2, TPS 

4 
o. Kelurahan Pulliwa : TPS 1, TPS 2, 

TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6 
p. Kelurahan  Sabura : TPS 1, TPS 2 
q. Kelurahan Bulo :  TPS 2 
r. Kelurahan Sepporraki : TPS 2 

 
22. Kecamatan Campalagian 

t. Kelurahan Bonde : TPS 1, TPS 2, TPS 
4, TPS 5, TPS 6, TPS 8, TPS 9 

u. Kelurahan Botto : TPS 1, TPS 2, TPS 
3, TPS 4, TPS 5 

v. Kelurahan Gattungan : TPS 2, TPS 3 
w. Kelurahan Katumbangan : TPS 1, TPS 

2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6 
x. Kelurahan Katumbangan Lemo : TPS 

Terjadi Di Tiga Kabupaten Yakni Kabupaten 
Majene, Kabupaten Mamuju Utara Dan 
Kabupaten Polewalimandar; 

 
6. Atau setidak tidaknya Memerintahkan 

Termohon Untuk Melakukan Pemungutan 
Suara Ulang Dengan Terlebih Dahulu 
Memperbaiki Daftar Pemilih Tetap Pada 
Tempat Berikut : 

 
6.1  Kabupaten Polewali Mandar  
1. Kecamatan Alu : 

a. Kelurahan Kalumammang: TPS 1 
b. Kelurahan Alu: TPS 2, TPS 3 
c. Kelurahan Mombi : TPS 2, TPS 3, TPS 4 
d. Kelurahan Puppu Uring:  TPS 3 TPS 4 
e. Kelurahan Saragian:  TPS 1, TPS 3 
f. Kelurahan Pao-Pao:  TPS 2, TPS 4 
g. Kelurahan Petoosang : TPS 2, TPS 4 

 
2. Kecamatan Anreapi : 

a. Kelurahan Kunyi : TPS 3 
b. Kelurahan Kelapa Dua : TPS 1, TPS 2, 

TPS 3, TPS 4 
c. Kelurahan Duampanua : TPS 1, TPS 2, 

TPS 3, TPS 5, TPS 6 
d. Kelurahan Anreapi :  TPS 1, TPS 2,  

TPS 3 
e. Kelurahan Papandangan : TPS 2, TPS 

3, TPS 4 
 
3. Kecamatan Balanipa 

a. Kelurahan Balanipa :  TPS 1, TPS 2, 
TPS 4, TPS 5 

b. Kelurahan Mosso : TPS 3 
c. Kelurahan Pallis : TPS 1, TPS 2 
d. Kelurahan Pambusuang : TPS 1, TPS 7, 

TPS 8, TPS 10 
e. Kelurahan Sabang Subik : TPS 1, TPS 

3, TPS 4, TPS 5, TPS 6 
f. Kelurahan Tamanggalle : TPS 1, TPS 2, 

TPS 3,TPS 4 
g. Kelurahan  Tammajarra : TPS 1, TPS 2, 

TPS 3, TPS 4 
h. Kelurahan  Galung Tuluk: TPS 1, TPS 2, 

TPS 3, TPS 4 
i. Kelurahan Lego: TPS 1 
j. Kelurahan Bala : TPS 3, TPS 5 
k. Kelurahan Lambanan : TPS 2 

 
4. Kecamatan  Binuang 

a. Kelurahan Amassangan : TPS 1, TPS 2, 
TPS 4, TPS 5 

b. Kelurahan Batetangnga : TPS 1, TPS 3, 
TPS 5, TPS 8, TPS 9 
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1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6 
y. Kelurahan Kenje : TPS 1, TPS 2, TPS 

3, TPS 4, TPS 5 
z. Kelurahan  Lagi-Agi : TPS 1, TPS 3 
aa. Kelurahan Laliko : TPS 1, TPS 2, TPS 

3, TPS 4, TPS 5, TPS 7 
bb. Kelurahan Lampoko: TPS 1, TPS 2, 

TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7  
cc. Kelurahan Lapeo : TPS 1, TPS 2, TPS 

3, TPS 4, TPS 5, TPS 6 
dd. Kelurahan Ongko : TPS 1, TPS 3, TPS 

4 
ee. Kelurahan Padang Timur : TPS 1, TPS 

2, TPS 3, TPS 4 
ff. Kelurahan Panyampa : TPS 1, TPS 2, 

TPS 3, TPS 4, TPS 5 
gg. Kelurahan  Pappang : TPS 1, TPS 2, 

TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6 
hh. Kelurahan Parappe  : TPS 2, TPS 3, 

TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7 
ii. Kelurahan Sumarrang: TPS 1,TPS 2, 

TPS 3, TPS 4, TPS 6, TPS 7, TPS 8, 
TPS 9, TPS 10 

jj. Kelurahan  Suruang: TPS 1, TPS 2, 
TPS 5 

kk. Kelurahan Gattungan : TPS 3 
ll. Kelurahan Padang : TPS 1, TPS 2 

 
23. Kecamatan Limboro 

k. Kelurahan Lembang Lembang : TPS 1, 
TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 

l. Kelurahan Limboro : TPS 1, TPS 4  
m. Kelurahan Napo : TPS 1,TPS 2 
n. Kelurahan Palece : TPS 1, TPS 2, TPS 

3 
o. Kelurahan Renggeang : TPS 2, TPS 3, 

TPS 4 
p. Kelurahan Salarri : TPS 1, TPS 2 
q. Kelurahan  Samasundu : TPS 2, TPS 

3, TPS 4 
r. Kelurahan Tandasura : TPS 1, TPS 2, 

TPS 3 
s. Kelurahan Tangan Baru : TPS 1 
t. Kelurahan  Todang Todang : TPS 1, 

TPS 3 
 
24. Kecamatan Luyo 

m. Kelurahan  Baru : TPS 1, TPS 2, TPS 
3, TPS 4, TPS 6, TPS 9 

n. Kelurahan Batupanga : TPS 2, TPS 3, 
TPS 4, TPS 5, TPS 6 

o. Kelurahan Batupanga Daala : TPS 2, 
TPS 3, TPS 5, TPS 6 

p. Kelurahan Luyo : TPS 1, TPS 2 , TPS 
3, TPS 4 

c. Kelurahan Kaleok : TPS 1, TPS 3, TPS 
4 

d. Kelurahan Kuajang : TPS 1, TPS 2, TPS 
3, TPS 4, TPS 5, TPS 6 

e. Kelurahan Mammi : TPS 1, TPS 2, TPS 
3, TPS 5 

f. Kelurahan Mirring : TPS 4, TPS 5, TPS 
7 

g. Kelurahan  Paku : TPS 1, TPS 2, TPS 4, 
TPS 5, TPS 6 

h. Kelurahan  Rea :TPS 1, TPS 2, TPS 3, 
TPS 4, TPS 5 

i. Kelurahan  Tonyaman : TPS 1, TPS 2, 
TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 8 

j. Kelurahan Amola :  TPS 3 
 
5. Kecamatan Bulo 

a. Kelurahan Daala Timur : TPS 2 
b. Kelurahan Ihing : TPS 2 
c. Kelurahan Karombang : TPS 1, TPS 2, 

TPS 3 
d. Kelurahan Lenggo : TPS 1, TPS 3, TPS 

4 
e. Kelurahan Patambanua : TPS 2, TPS 4 
f. Kelurahan Pulliwa : TPS 1, TPS 2, TPS 

3, TPS 4, TPS 5, TPS 6 
g. Kelurahan  Sabura : TPS 1, TPS 2 
h. Kelurahan Bulo :  TPS 2 
i. Kelurahan Sepporraki : TPS 2 

 
6. Kecamatan Campalagian 

a. Kelurahan Bonde : TPS 1, TPS 2, TPS 
4, TPS 5, TPS 6, TPS 8, TPS 9 

b. Kelurahan Botto : TPS 1, TPS 2, TPS 3, 
TPS 4, TPS 5 

c. Kelurahan Gattungan : TPS 2, TPS 3 
d. Kelurahan Katumbangan : TPS 1, TPS 

2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6 
e. Kelurahan Katumbangan Lemo : TPS 1, 

TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6 
f. Kelurahan Kenje : TPS 1, TPS 2, TPS 3, 

TPS 4, TPS 5 
g. Kelurahan  Lagi-Agi : TPS 1, TPS 3 
h. Kelurahan Laliko : TPS 1, TPS 2, TPS 3, 

TPS 4, TPS 5, TPS 7 
i. Kelurahan Lampoko: TPS 1, TPS 2, TPS 

4, TPS 5, TPS 6, TPS 7  
j. Kelurahan Lapeo : TPS 1, TPS 2, TPS 

3, TPS 4, TPS 5, TPS 6 
k. Kelurahan Ongko : TPS 1, TPS 3, TPS 4 
l. Kelurahan Padang Timur : TPS 1, TPS 

2, TPS 3, TPS 4 
m. Kelurahan Panyampa : TPS 1, TPS 2, 

TPS 3, TPS 4, TPS 5 
n. Kelurahan  Pappang : TPS 1, TPS 2, 
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q. Kelurahan Mambu : TPS 2, TPS 3 
r. Kelurahan Mapili Barat : TPS 1, TPS 2, 

TPS 3, TPS 4 
s. Kelurahan  Puccadi :TPS 1, TPS 2 
t. Kelurahan Pussui : TPS 1, TPS 2, TPS 

4 
u. Kelurahan Pussui Barat : TPS 1 
v. Kelurahan  Sambali Wali : TPS 1, TPS 

3 
w. Kelurahan  Tenggelang : TPS 1, TPS 

2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 
x. Kelurahan Batupanga : TPS  5, TPS 6 

 
25. Kecamatan Mapilli 

m. Kelurahan Beroangin: TPS 1, TPS 2, 
TPS 3, TPS 4 

n. Kelurahan Bonne Bonne : TPS 1, TPS 
2 

o. Kelurahan Bonra : TPS 1, TPS 2, TPS 
3, TPS 4, TPS 5 

p. Kelurahan Buku : TPS 1, TPS 4, TPS 5 
q. Kelurahan  Kurma: TPS 1, TPS 2, TPS 

3, TPS 4, TPS 5,  
r. Kelurahan Landi Kanusuang: TPS 1, 

TPS 2, TPS 3, TPS 4 
s. Kelurahan  Mapili : TPS 1, TPS 2, TPS 

3, TPS 4. TPS 5 
t. Kelurahan Rappang Barat: TPS 1, TPS 

2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 
u. Kelurahan Rumpa : TPS 1, TPS 2, 

TPS 3, TPS 4, TPS 5 
v. Kelurahan Sattoko : TPS 1 
w. Kelurahan Segerang : TPS 1, TPS 2 
x. Kelurahan Ugibaru : TPS 1, TPS 2, 

TPS 3, TPS 4, TPS 5 
 
26. Kecamatan Matakali 

h. Kelurahan Barumbung : TPS 1, TPS 3, 
TPS 4, TPS 5 

i. Kelurahan Bunga-Bunga : TPS 1, TPS 2 
j. Kelurahan Indomakkombong : TPS 2, 

TPS 3, TPS 4, TPS 6 
k. Kelurahan Matakali : TPS  1, TPS 2, 

TPS 3, TPS 5, TPS 7 
l. Kelurahan Pasiang : TPS 2, TPS 3, TPS 

4, TPS 6, TPS 7 
m. Kelurahan Petampanua : TPS 2, TPS 

4. TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8 
n. Kelurahan  Tonrolima : TPS 1, TPS 2, 

TPS 3 
 
27. Kecamatan Matangnga 

g. Kelurahan Katimbang : TPS 1 
h. Kelurahan Lilli : TPS 1 
i. Kelurahan  Matangnga : TPS 2 

TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6 
o. Kelurahan Parappe  : TPS 2, TPS 3, 

TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7 
p. Kelurahan Sumarrang: TPS 1,TPS 2, 

TPS 3, TPS 4, TPS 6, TPS 7, TPS 8, 
TPS 9, TPS 10 

q. Kelurahan  Suruang: TPS 1, TPS 2, TPS 
5 

r. Kelurahan Gattungan : TPS 3 
s. Kelurahan Padang : TPS 1, TPS 2 

 
7. Kecamatan Limboro 

a. Kelurahan Lembang Lembang : TPS 1, 
TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 

b. Kelurahan Limboro : TPS 1, TPS 4  
c. Kelurahan Napo : TPS 1,TPS 2 
d. Kelurahan Palece : TPS 1, TPS 2, TPS 

3 
e. Kelurahan Renggeang : TPS 2, TPS 3, 

TPS 4 
f. Kelurahan Salarri : TPS 1, TPS 2 
g. Kelurahan  Samasundu : TPS 2, TPS 3, 

TPS 4 
h. Kelurahan Tandasura : TPS 1, TPS 2, 

TPS 3 
i. Kelurahan Tangan Baru : TPS 1 
j. Kelurahan  Todang Todang : TPS 1, 

TPS 3 
 
8. Kecamatan Luyo 

a. Kelurahan  Baru : TPS 1, TPS 2, TPS 3, 
TPS 4, TPS 6, TPS 9 

b. Kelurahan Batupanga : TPS 2, TPS 3, 
TPS 4, TPS 5, TPS 6 

c. Kelurahan Batupanga Daala : TPS 2, 
TPS 3, TPS 5, TPS 6 

d. Kelurahan Luyo : TPS 1, TPS 2 , TPS 3, 
TPS 4 

e. Kelurahan Mambu : TPS 2, TPS 3 
f. Kelurahan Mapili Barat : TPS 1, TPS 2, 

TPS 3, TPS 4 
g. Kelurahan  Puccadi :TPS 1, TPS 2 
h. Kelurahan Pussui : TPS 1, TPS 2, TPS 4 
i. Kelurahan Pussui Barat : TPS 1 
j. Kelurahan  Sambali Wali : TPS 1, TPS 3 
k. Kelurahan  Tenggelang : TPS 1, TPS 2, 

TPS 3, TPS 4, TPS 5 
l. Kelurahan Batupanga : TPS  5, TPS 6 

 
9. Kecamatan Mapilli 

a. Kelurahan Beroangin: TPS 1, TPS 2, 
TPS 3, TPS 4 

b. Kelurahan Bonne Bonne : TPS 1, TPS 2 
c. Kelurahan Bonra : TPS 1, TPS 2, TPS 3, 

TPS 4, TPS 5 
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j. Kelurahan Rangoan : TPS 2, TPS 3 
k. Kelurahan Mambu Tapua : TPS 1 
l. Keluarahan Ba’ba Tapua : TPS 1, TPS 2 

 
28. Kecamatan Polewali 

j. Kelurahan  Darma : TPS 1, TPS 2, TPS 
3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8 

k. Kelurahan Lantora : TPS 1, TPS 3, 
TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 9, 
TPS 10 

l. Kelurahan Madate : TPS 1, TPS 2, TPS 
3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 
9, TPS 11 

m. Kelurahan Manding: TPS 1, TPS 2, 
TPS 3, TPS 4, TPS 5 

n. Kelurahan  Pekkabata : TPS 1, TPS 2, 
TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7 

o. Kelurahan Polewali : TPS 1, TPS 2, 
TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, 
TPS 8, TPS 9, TPS 10 

p. Kelurahan  Sulewatang : TPS 1, TPS 
3, TPS 6, TPS 7, TPS 8 

q. Kelurahan Takatidung : TPS 1, TPS 2, 
TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7 

r. Kelurahan Wattang : TPS 1, TPS 2, TPS 
3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 
8, TPS 9, TPS 10 

 
29. Kecamatan Tapango 

o. Kelurahan Banato Rejo : TPS 1, TPS 
2, TPS 3 

p. Kelurahan Batu : TPS 2, TPS 3 
q. Kelurahan Bussu : TPS 1, TPS 2 
r. Kelurahan Dakka: TPS 1, TPS 2, TPS 3, 

TPS 4, TPS 5 
s. Kelurahan  Jambu Malea: TPS 1, TPS 

2, TPS 3 
t. Kelurahan  Kalimbua : TPS 1, TPS 2, 

TPS 3 
u. Kelurahan  Kurrak: TPS 1,  
v. Kelurahan Palatta : TPS1 
w. Kelurahan Pelitakan: TPS 1, TPS 2, 

TPS 3 
x. Kelurahan Rappang : TPS 1, TPS 2, 

TPS 3 
y. Kelurahan  Riso : TPS 1, TPS 2, TPS 

3, TPS 4 
z. Kelurahan Tapango: TPS 1, TPS 2, 

TPS 3, TPS 4, TPS 5 
aa. Kelurahan Tapango Barat: TPS 

1, TPS 2, TPS 3 
bb. Kelurahan Tuttula : TPS 1 

 
30. Kecamatan Tinambung 

i. Kelurahan Batulaya : TPS 2, TPS 3 

d. Kelurahan Buku : TPS 1, TPS 4, TPS 5 
e. Kelurahan  Kurma: TPS 1, TPS 2, TPS 

3, TPS 4, TPS 5,  
f. Kelurahan Landi Kanusuang: TPS 1, 

TPS 2, TPS 3, TPS 4 
g. Kelurahan  Mapili : TPS 1, TPS 2, TPS 

3, TPS 4. TPS 5 
h. Kelurahan Rappang Barat: TPS 1, TPS 

2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 
i. Kelurahan Rumpa : TPS 1, TPS 2, TPS 

3, TPS 4, TPS 5 
j. Kelurahan Sattoko : TPS 1 
k. Kelurahan Segerang : TPS 1, TPS 2 
l. Kelurahan Ugibaru : TPS 1, TPS 2, TPS 

3, TPS 4, TPS 5 
 
10. Kecamatan Matakali 

a. Kelurahan Barumbung : TPS 1, TPS 3, 
TPS 4, TPS 5 

b. Kelurahan Bunga-Bunga : TPS 1, TPS 2 
c. Kelurahan Indomakkombong : TPS 2, 

TPS 3, TPS 4, TPS 6 
d. Kelurahan Matakali : TPS  1, TPS 2, 

TPS 3, TPS 5, TPS 7 
e. Kelurahan Pasiang : TPS 2, TPS 3, TPS 

4, TPS 6, TPS 7 
f. Kelurahan Petampanua : TPS 2, TPS 4. 

TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8 
g. Kelurahan  Tonrolima : TPS 1, TPS 2, 

TPS 3 
 
11. Kecamatan Matangnga 

a. Kelurahan Katimbang : TPS 1 
b. Kelurahan Lilli : TPS 1 
c. Kelurahan  Matangnga : TPS 2 
d. Kelurahan Rangoan : TPS 2, TPS 3 
e. Kelurahan Mambu Tapua : TPS 1 
f. Keluarahan Ba’ba Tapua : TPS 1, TPS 2 

 
12. Kecamatan Polewali 

a. Kelurahan  Darma : TPS 1, TPS 2, TPS 
3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8 

b. Kelurahan Lantora : TPS 1, TPS 3, TPS 
4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 9, TPS 10 

c. Kelurahan Madate : TPS 1, TPS 2, TPS 
3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 9, 
TPS 11 

d. Kelurahan Manding: TPS 1, TPS 2, TPS 
3, TPS 4, TPS 5 

e. Kelurahan  Pekkabata : TPS 1, TPS 2, 
TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7 

f. Kelurahan Polewali : TPS 1, TPS 2, TPS 
3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, 
TPS 9, TPS 10 

g. Kelurahan  Sulewatang : TPS 1, TPS 3, 
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j. Kelurahan Galung Lombok: TPS 1, TPS 
4, TPS 3 

k. Kelurahan Karama : TPS 1, TPS 2, 
TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6 

l. Kelurahan Lekopadis: TPS 1, TPS 2, 
TPS 3, TPS 4 

m. Kelurahan Sepabatu : TPS 1, TPS 2, 
TPS 3, TPS 4 

n. Kelurahan Tandung : TPS 1, TPS 2, 
TPS 3, TPS 4 

o. Kelurahan  Tangnga Tangnga : TPS 1, 
TPS 2, TPS 3, TPS 4 

p. Kelurahan Tinambung : TPS 1, TPS 2, 
TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6 

 
31. Kecamatan Tutar 

m. Kelurahan Ambopadang : TPS 2, TPS 
3, TPS 4, TPS 5 

n. Kelurahan Arabua: TPS 2 
o. Kelurahan Besoangin Utara: TPS 1 
p. Kelurahan Peburru: TPS 1, TPS 2, 

TPS 3, TPS 4 
q. Kelurahan Piriang Tapiko: TPS 1, TPS 

2, TPS 3 
r. Kelurahan Poda: TPS 3 
s. Kelurahan  Pollewani : TPS 1, TPS 3, 

TPS 4, TPS 5 
t. Kelurahan Ratte : TPS 1 
u. Kelurahan Taramanu : TPS 1, TPS 3 
v. Kelurahan Taramanu Tua : TPS 4 
w. Kelurahan Tubbi : TPS 1, TPS 2 
x. Kelurahan Besoangin:  TPS 2, TPS 3 

 
32. Kecamatan Wonomulyo 

o. Kelurahan Arjo Sari: TPS 1, TPS 2, 
TPS 3, TPS 4 

p. Kelurahan Bakka-Bakka: TPS 1, TPS 2 
q. Kelurahan Banua Baru : TPS 1, TPS 2, 

TPS 3, TPS 4 
r. Kelurahan Bumiayu : 

TPS 1, TPS 2, TPS 3,TPS 4, TPS 5 
s. Kelurahan Bumimulyo: TPS 1, TPS 2, 

TPS 3 
t. Kelurahan Campurjo : TPS 2, TPS 3, 

TPS 5 
u. Kelurahan  Galeso : TPS 1, TPS 2, 

TPS 3, TPS 4, TPS 5 
v. Kelurahan Kebunsari :  TPS 1, TPS 3, 

TPS 4 
w. Kelurahan Nepo : TPS 1, TPS 2, TPS 

3, TPS 4, TPS 5 
x. Kelurahan Sidodadi: TPS 1, TPS 2, 

TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, 
TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 
12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, 

TPS 6, TPS 7, TPS 8 
h. Kelurahan Takatidung : TPS 1, TPS 2, 

TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7 
i. Kelurahan Wattang : TPS 1, TPS 2, TPS 

3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, 
TPS 9, TPS 10 

 
13. Kecamatan Tapango 

a. Kelurahan Banato Rejo : TPS 1, TPS 2, 
TPS 3 

b. Kelurahan Batu : TPS 2, TPS 3 
c. Kelurahan Bussu : TPS 1, TPS 2 
d. Kelurahan Dakka: TPS 1, TPS 2, TPS 3, 

TPS 4, TPS 5 
e. Kelurahan  Jambu Malea: TPS 1, TPS 2, 

TPS 3 
f. Kelurahan  Kalimbua : TPS 1, TPS 2, 

TPS 3 
g. Kelurahan  Kurrak: TPS 1,  
h. Kelurahan Palatta : TPS1 
i. Kelurahan Pelitakan: TPS 1, TPS 2, TPS 

3 
j. Kelurahan Rappang : TPS 1, TPS 2, 

TPS 3 
k. Kelurahan  Riso : TPS 1, TPS 2, TPS 3, 

TPS 4 
l. Kelurahan Tapango: TPS 1, TPS 2, TPS 

3, TPS 4, TPS 5 
m. Kelurahan Tapango Barat: TPS 1, TPS 

2, TPS 3 
n. Kelurahan Tuttula : TPS 1 

 
14. Kecamatan Tinambung 

a. Kelurahan Batulaya : TPS 2, TPS 3 
b. Kelurahan Galung Lombok: TPS 1, TPS 

4, TPS 3 
c. Kelurahan Karama : TPS 1, TPS 2, TPS 

3, TPS 4, TPS 5, TPS 6 
d. Kelurahan Lekopadis: TPS 1, TPS 2, 

TPS 3, TPS 4 
e. Kelurahan Sepabatu : TPS 1, TPS 2, 

TPS 3, TPS 4 
f. Kelurahan Tandung : TPS 1, TPS 2, 

TPS 3, TPS 4 
g. Kelurahan  Tangnga Tangnga : TPS 1, 

TPS 2, TPS 3, TPS 4 
h. Kelurahan Tinambung : TPS 1, TPS 2, 

TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6 
 
15. Kecamatan Tutar 

a. Kelurahan Ambopadang : TPS 2, TPS 3, 
TPS 4, TPS 5 

b. Kelurahan Arabua: TPS 2 
c. Kelurahan Besoangin Utara: TPS 1 
d. Kelurahan Peburru: TPS 1, TPS 2, TPS 
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TPS 17, TPS 18 
y. Kelurahan Sidorejo: TPS 1, TPS 2, 

TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 7 
z. Kelurahan Sugihwaras: TPS 2, TPS 

3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 
8, TPS 9 

aa. Kelurahan Sumberejo: TPS 2, TPS 3, 
TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8 

bb. Kelurahan  Tumpiling : TPS 1, TPS 
2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 

 
4.2 Kabupaten Majene 

9. Kecamatan Banggae 
h. Banggae : TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 

4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 
9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13 

i. Baru: TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 
5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 
10, TPS 11, TPS 12, 19 

j. Galung: TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, 
TPS 5, TPS 6 

k. Palipi Soreang: TPS 1, TPS 2, TPS 3, 
TPS 4 

l. Pangali Ali: TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 
5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 
10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, 
TPS 16, TPS 17, TPS 19 

m. Rangas: TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, 
TPS 5, TPS 6, TPS 8, TPS 9, TPS 10, 
TPS 11, TPS 12, 13, TPS 14 

n. Totoli: TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, 
TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9 

 
10. Kecamatan Banggae Timur 

j. Baruga: TPS 1, TPS 3, TPS 4, TPS 5 
k. Baruga Dhua: TPS 2, TPS 3, TPS 4, 

TPS 5 
l. Baurung: TPS 1, TPS 2,TPS 4, TPS 5, 

TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10 
m. Buttu Baruga: TPS 1, TPS 2 
n. Labuang: TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 

4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 
9, TPS 10, TPS 11, TPS 12 

o. Labuang Utara: TPS 1, TPS 2, TPS 3, 
TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, 
TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 
13 

p. Lembang: TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 
4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 
10 

q. Tande: TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, 
TPS 5 

r. Tande Timur: TPS 1, TPS 2, TPS 3, 
TPS 5 

 

3, TPS 4 
e. Kelurahan Piriang Tapiko: TPS 1, TPS 

2, TPS 3 
f. Kelurahan Poda: TPS 3 
g. Kelurahan  Pollewani : TPS 1, TPS 3, 

TPS 4, TPS 5 
h. Kelurahan Ratte : TPS 1 
i. Kelurahan Taramanu : TPS 1, TPS 3 
j. Kelurahan Taramanu Tua : TPS 4 
k. Kelurahan Tubbi : TPS 1, TPS 2 
l. Kelurahan Besoangin:  TPS 2, TPS 3 

 
16. Kecamatan Wonomulyo 

a. Kelurahan Arjo Sari: TPS 1, TPS 2, TPS 
3, TPS 4 

b. Kelurahan Bakka-Bakka: TPS 1, TPS 2 
c. Kelurahan Banua Baru : TPS 1, TPS 2, 

TPS 3, TPS 4 
d. Kelurahan Bumiayu : 

TPS 1, TPS 2, TPS 3,TPS 4, TPS 5 
e. Kelurahan Bumimulyo: TPS 1, TPS 2, 

TPS 3 
f. Kelurahan Campurjo : TPS 2, TPS 3, 

TPS 5 
g. Kelurahan  Galeso : TPS 1, TPS 2, TPS 

3, TPS 4, TPS 5 
h. Kelurahan Kebunsari :  TPS 1, TPS 3, 

TPS 4 
i. Kelurahan Nepo : TPS 1, TPS 2, TPS 3, 

TPS 4, TPS 5 
j. Kelurahan Sidodadi: TPS 1, TPS 2, TPS 

3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, 
TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 
13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, 
TPS 18 

k. Kelurahan Sidorejo: TPS 1, TPS 2, TPS 
3, TPS 4, TPS 5, TPS 7 

l. Kelurahan Sugihwaras: TPS 2, TPS 3, 
TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, 
TPS 9 

m. Kelurahan Sumberejo: TPS 2, TPS 3, 
TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8 

n. Kelurahan  Tumpiling : TPS 1, TPS 2, 
TPS 3, TPS 4, TPS 5 

 
6.2 Kabupaten Majene 

1. Kecamatan Banggae 
a. Banggae : TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, 

TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, 
TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13 

b. Baru: TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 
5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, 
TPS 11, TPS 12, 19 

c. Galung: TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, 
TPS 5, TPS 6 
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11. Kecamatan Malunda 
n. Bambangan: TPS 1, TPS 2, TPS 3, 

TPS 4 
o. Kayuangin: TPS 1, TPS 2, TPS 3 
p. Lamungang Batu: TPS 2, TPS 3, TPS 

4, TPS 5 
q. Lombang: TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 

4 
r. Lombang Timur: TPS 1, TPS 2, TPS 3, 

TPS 4 
s. Lombong: TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 

4 
t. Lombong Timur: TPS 2, TPS 3 
u. Maliaya: TPS 2, TPS 3, TPS 4 
v. Malunda: TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 

4, TPS 5, TPS 6 
w. Mekkatta: TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 
x. Mekkatta Selatan: TPS 1, TPS 3 
y. Salutahongan: TPS 1, TPS 2, TPS 3 

 
12. Kecamatan Pamboang 

q. Adolang Dhua: TPS 1, TPS 2, TPS 3 
r. Bababulo: TPS 1, TPS 3, TPS 4 
s. Bababulo Utara: TPS 1, TPS 2, TPS 3 
t. Balombong: TPS 1, TPS 2 
u. Banua Adolang: TPS 1 
v. Betteng: TPS 1, TPS 2, TPS 3 
w. Bonde: TPS 1, TPS 4, TPS 5, TPS 6 
x. Bonde Utara: TPS 1, TPS 2, TPS 3, 

TPS 4, TPS 5, TPS 6 
y. Buttu Pamboang: TPS 1, TPS 2, TPS 

3 
z. Lalampanua: TPS 1, TPS 2, TPS 4 
aa. Sirindu: TPS 2, TPS 3, TPS 4, 

TPS 5 
bb. Tinambung: TPS 1, TPS 2, TPS 

3, TPS 4, TPS 5, TPS 6 
cc. Pesuloang: TPS 1, TPS 3 

 
13. Kecamatan Sendana 

a. Banua Sendana: TPS 1, TPS 2, TPS 3 
b. Bukit Samang: TPS 1, TPS 2, TPS 3, 

TPS 4 
c. Lalatedzong: TPS 2 
d. Leppangang: TPS 1, TPS 2, TPS 3 
e. Limbua: TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, 

TPS 5, TPS 6 
f. Mosso Dhua: TPS 1, TPS 2, TPS 4, 

TPS 5, TPS 6 
g. Paminggalan: TPS 1, TPS 2 
h. Pundau: TPS 1 
i. Puttada: TPS 1, TPS 2 
j. Sendana: TPS 1, TPS 2, TPS 3 
k. Tallubanua: TPS 1, TPS 2, TPS 3, 

TPS 4 

d. Palipi Soreang: TPS 1, TPS 2, TPS 3, 
TPS 4 

e. Pangali Ali: TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 
5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, 
TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 
16, TPS 17, TPS 19 

f. Rangas: TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, 
TPS 5, TPS 6, TPS 8, TPS 9, TPS 10, 
TPS 11, TPS 12, 13, TPS 14 

g. Totoli: TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, 
TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9 

 
2. Kecamatan Banggae Timur 

a. Baruga: TPS 1, TPS 3, TPS 4, TPS 5 
b. Baruga Dhua: TPS 2, TPS 3, TPS 4, 

TPS 5 
c. Baurung: TPS 1, TPS 2,TPS 4, TPS 5, 

TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10 
d. Buttu Baruga: TPS 1, TPS 2 
e. Labuang: TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, 

TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, 
TPS 10, TPS 11, TPS 12 

f. Labuang Utara: TPS 1, TPS 2, TPS 3, 
TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, 
TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 
13 

g. Lembang: TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, 
TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 10 

h. Tande: TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, 
TPS 5 

i. Tande Timur: TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 
5 

 
3. Kecamatan Malunda 

a. Bambangan: TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 
4 

b. Kayuangin: TPS 1, TPS 2, TPS 3 
c. Lamungang Batu: TPS 2, TPS 3, TPS 4, 

TPS 5 
d. Lombang: TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 
e. Lombang Timur: TPS 1, TPS 2, TPS 3, 

TPS 4 
f. Lombong: TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 
g. Lombong Timur: TPS 2, TPS 3 
h. Maliaya: TPS 2, TPS 3, TPS 4 
i. Malunda: TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, 

TPS 5, TPS 6 
j. Mekkatta: TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 
k. Mekkatta Selatan: TPS 1, TPS 3 
l. Salutahongan: TPS 1, TPS 2, TPS 3 

 
4. Kecamatan Pamboang 

a. Adolang Dhua: TPS 1, TPS 2, TPS 3 
b. Bababulo: TPS 1, TPS 3, TPS 4 
c. Bababulo Utara: TPS 1, TPS 2, TPS 3 
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l. Tallubanua Utara: TPS 1, TPS 2, TPS 4 
m. Totolisi Sendana: TPS 1, TPS 3, TPS 

4 
n. Binanga: TPS 1, TPS 2 
o. Limboro Rambu-Rambu: TPS 1, TPS 2 
p. Mosso: TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, 

TPS 6 
 
14. Kecamatan Tammerodo Sendana 

a. Seppong: TPS 3, TPS 4 
b. Tallambalao: TPS 1, TPS 2, TPS 3 
c. Tammerodo: TPS 3, TPS 5 
d. Tammerodo Utara: TPS 1, TPS 2, TPS 

3, TPS 4 
e. Ulidang: TPS 2, TPS 4, TPS 5 
f. Uwo: TPS 1, TPS 2, TPS 4, TPS 5, TPS 

6 
g. Manyamba: TPS 1 

 
15. Kecamtan Tubo Sendana 

h. Bonde Bonde: TPS 1, TPS 2 
i. Onang: TPS 1, TPS 3, TPS 6 
j. Onang Utara: TPS 1, TPS 3, TPS 4 
k. Tubo: TPS 1, TPS 3 
l. Tubo Poang: TPS 1, TPS 2 
m. Tubo Selatan: TPS 3 
n. Tubo Tengah: TPS 1, TPS 3 

 
16. Kecamatan Ulumanda 

i. Panggalo: TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 
j. Popenga: TPS 2 
k. Salutambung: TPS 4 
l. Sambabo: TPS 1, TPS 3 
m. Tandeallo: TPS 4 
n. Ulumanda: TPS 1, TPS 2, TPS 4 
o. Sulai: TPS 3 
p. Kabiraan: TPS 2 

 
4.3 Kabupaten Mamuju Utara 

13. Kecamatan Bambalamotu 
f. Pangiang: TPS 1, TPS 3, TPS 4 
g. Polewali: TPS 3, TPS 4, TPS 6, TPS 7 
h. Randomayang: TPS 2, TPS 4, TPS 5, 

TPS 6, TPS 7 
i. Wulai: TPS 2, TPS 4 
j. Bablamotu: TPS 5 

 
14. Kecamatan Baras 

g. Kasano: TPS 1, TPS 3, TPS 4 
h. Balanti: TPS 1, TPS 2, TPS 4 
i. Motu: TPS 1, TPS 5, TPS 6, TPS 7 
j. Towani: TPS 1 
k. Baras: TPS 2 
l. Bulu Paragi: TPS 1 

 

d. Balombong: TPS 1, TPS 2 
e. Banua Adolang: TPS 1 
f. Betteng: TPS 1, TPS 2, TPS 3 
g. Bonde: TPS 1, TPS 4, TPS 5, TPS 6 
h. Bonde Utara: TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 

4, TPS 5, TPS 6 
i. Buttu Pamboang: TPS 1, TPS 2, TPS 3 
j. Lalampanua: TPS 1, TPS 2, TPS 4 
k. Sirindu: TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 
l. Tinambung: TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 

4, TPS 5, TPS 6 
m. Pesuloang: TPS 1, TPS 3 

 
5. Kecamatan Sendana 

a. Banua Sendana: TPS 1, TPS 2, TPS 3 
b. Bukit Samang: TPS 1, TPS 2, TPS 3, 

TPS 4 
c. Lalatedzong: TPS 2 
d. Leppangang: TPS 1, TPS 2, TPS 3 
e. Limbua: TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, 

TPS 5, TPS 6 
f. Mosso Dhua: TPS 1, TPS 2, TPS 4, TPS 

5, TPS 6 
g. Paminggalan: TPS 1, TPS 2 
h. Pundau: TPS 1 
i. Puttada: TPS 1, TPS 2 
j. Sendana: TPS 1, TPS 2, TPS 3 
k. Tallubanua: TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 

4 
l. Tallubanua Utara: TPS 1, TPS 2, TPS 4 
m. Totolisi Sendana: TPS 1, TPS 3, TPS 4 
n. Binanga: TPS 1, TPS 2 
o. Limboro Rambu-Rambu: TPS 1, TPS 2 
p. Mosso: TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, 

TPS 6 
 
6. Kecamatan Tammerodo Sendana 

a. Seppong: TPS 3, TPS 4 
b. Tallambalao: TPS 1, TPS 2, TPS 3 
c. Tammerodo: TPS 3, TPS 5 
d. Tammerodo Utara: TPS 1, TPS 2, TPS 

3, TPS 4 
e. Ulidang: TPS 2, TPS 4, TPS 5 
f. Uwo: TPS 1, TPS 2, TPS 4, TPS 5, TPS 

6 
g. Manyamba: TPS 1 

 
7. Kecamtan Tubo Sendana 

a. Bonde Bonde: TPS 1, TPS 2 
b. Onang: TPS 1, TPS 3, TPS 6 
c. Onang Utara: TPS 1, TPS 3, TPS 4 
d. Tubo: TPS 1, TPS 3 
e. Tubo Poang: TPS 1, TPS 2 
f. Tubo Selatan: TPS 3 
g. Tubo Tengah: TPS 1, TPS 3 
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15. Kecamatan Bulu Taba 
f. Bukit Harapan: TPS 2, TPS 4 
g. Lilimori: TPS 5, TPS 3 
h. Ompi TPS 2 
i. Kastabuana: TPS 1 
j. Karape: TPS 1 

 
16. Kecamatan Dapurang 

e. Dapurang: TPS 1, TPS 4, TPS 5, TPS 
6, TPS 8 

f. Sarasa: TPS 1 
g. Benggaulu: TPS 1 
h. Bulu Bonggu: TPS 1, TPS 2, TPS 3, 

TPS 6 
 
17. Duripoku 

e. Saptanajaya: TPS 1 
f. Sipakainga: TPS 1, TPS 2 
g. Taranggi: TPS 1, TPS 2 
h. Tammarunan: TPS 3 

 
18. Lariang 

f. Bambakoro: TPS 3 
g. Batu Matoru: TPS 1 
h. Kulu: TPS 1 
i. Parabu: TPS 1, TPS 2 
j. Singgani: TPS 3 

 
19. Pasangkayu 

g. Ako: TPS 3, TPS 5, TPS 6 
h. Gunung Sari: TPS 3, TPS 6, TPS 

8 
i. Karya Bersama: TPS 1, TPS 2, 

TPS 4 
j. Martajaya: TPS 3 
k. Pakava: TPS 2, TPS 5, TPS 6, 

TPS 7 
l. Pasangkayu: TPS 1, TPS 3, TPS 

4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 9, TPS 
10, TPS 11, TPS 12, TPS 13 

 
20. Pedongga 

b. Martasari: TPS 3, TPS 4, TPS 5 
 
21. Sarjo 

e. Maponu: TPS 2 
f. Sarjo: TPS 1, TPS 4 
g. Sarude: TPS 1, TPS 2 
h. Letawa: TPS 3 

 
22. Sarudu 

e. Bulu Mario: TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 
5 

f. Doda: TPS 1 
g. Sarudu: TPS 1, TPS 2, TPS 6 

 
8. Kecamatan Ulumanda 

a. Panggalo: TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 
b. Popenga: TPS 2 
c. Salutambung: TPS 4 
d. Sambabo: TPS 1, TPS 3 
e. Tandeallo: TPS 4 
f. Ulumanda: TPS 1, TPS 2, TPS 4 
g. Sulai: TPS 3 
h. Kabiraan: TPS 2 

 
6.3 Kabupaten Mamuju Utara 

1. Kecamatan Bambalamotu 
a. Pangiang: TPS 1, TPS 3, TPS 4 
b. Polewali: TPS 3, TPS 4, TPS 6, TPS 7 
c. Randomayang: TPS 2, TPS 4, TPS 5, 

TPS 6, TPS 7 
d. Wulai: TPS 2, TPS 4 
e. Bablamotu: TPS 5 

 
2. Kecamatan Baras 

a. Kasano: TPS 1, TPS 3, TPS 4 
b. Balanti: TPS 1, TPS 2, TPS 4 
c. Motu: TPS 1, TPS 5, TPS 6, TPS 7 
d. Towani: TPS 1 
e. Baras: TPS 2 
f. Bulu Paragi: TPS 1 

 
3. Kecamatan Bulu Taba 

a. Bukit Harapan: TPS 2, TPS 4 
b. Lilimori: TPS 5, TPS 3 
c. Ompi TPS 2 
d. Kastabuana: TPS 1 
e. Karape: TPS 1 

 
4. Kecamatan Dapurang 

a. Dapurang: TPS 1, TPS 4, TPS 5, TPS 6, 
TPS 8 

b. Sarasa: TPS 1 
c. Benggaulu: TPS 1 
d. Bulu Bonggu: TPS 1, TPS 2, TPS 3, 

TPS 6 
 
5. Duripoku 

a. Saptanajaya: TPS 1 
b. Sipakainga: TPS 1, TPS 2 
c. Taranggi: TPS 1, TPS 2 
d. Tammarunan: TPS 3 

 
6. Lariang 

a. Bambakoro: TPS 3 
b. Batu Matoru: TPS 1 
c. Kulu: TPS 1 
d. Parabu: TPS 1, TPS 2 
e. Singgani: TPS 3 
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h. Kumasari: TPS 1 
 
23. Tikke Raya 

h. Jengeng Raya: TPS 3 
i. Lariang: TPS 1, TPS 4, TPS 5 
j. Makmur Jaya: TPS 2, TPS 3, TPS 4, 

TPS 6 
k. Pajalele: TPS 1, TPS 2, TPS 4 
l. Tikke: TPS 3, TPS 5 

 
24. Baibaira 

a. Kasoloang: TPS 3, TPS 4 
b. Tampaure: TPS 3 
c. Kalukku Nangka: TPS 1, TPS 3, TPS 5 
d. Bambaira: TPS 4 

 
5 Menetapkan Perolehan Suara Masing-

Masing Pasangan Calon Pemilihan 
Gubernur Sulawesi Barat Yang Benar 
Sebagai Berikut : 
 

No. 

Nama 
Pasangan 
Gubernur 
Dan Wakil 
Gubernur 

Perolehan 
Suara 

1 

Dr. 
H.Suhardi 
Duka, Mm 

Dan 
H. Kalma 

Katta, 
S.Sos.,Mm 

242.885 

2 

Mayjen Tni 
(Purn) Salim 
S. Mengga 

Dan 
H. 

Hasanuddi 
Mashud, 

S.Hut 

146.761 

3 

Drs. H. Muh. 
Ali Baal 

Masdar, M.Si 
Dan 

Hj. Enny 
Anggraeny 

Anwar 

241.517 

 Jumlah 
Suara Sah 631.163 

 
6 Memerintahkan Termohon untuk 

menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 
1 atas Nama Dr. H.Suhardi Duka, MM 

 
7. Pasangkayu 

a. Ako: TPS 3, TPS 5, TPS 6 
b. Gunung Sari: TPS 3, TPS 6, TPS 8 
c. Karya Bersama: TPS 1, TPS 2, TPS 4 
d. Martajaya: TPS 3 
e. Pakava: TPS 2, TPS 5, TPS 6, TPS 7 
f. Pasangkayu: TPS 1, TPS 3, TPS 4, TPS 

5, TPS 6, TPS 7, TPS 9, TPS 10, TPS 
11, TPS 12, TPS 13 

 
8. Pedongga 

a. Martasari: TPS 3, TPS 4, TPS 5 
 
9. Sarjo 

a. Maponu: TPS 2 
b. Sarjo: TPS 1, TPS 4 
c. Sarude: TPS 1, TPS 2 
d. Letawa: TPS 3 

 
10. Sarudu 

a. Bulu Mario: TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 5 
b. Doda: TPS 1 
c. Sarudu: TPS 1, TPS 2, TPS 6 
d. Kumasari: TPS 1 

 
11. Tikke Raya 

a. Jengeng Raya: TPS 3 
b. Lariang: TPS 1, TPS 4, TPS 5 
c. Makmur Jaya: TPS 2, TPS 3, TPS 4, 

TPS 6 
d. Pajalele: TPS 1, TPS 2, TPS 4 
e. Tikke: TPS 3, TPS 5 

 
12. Baibaira 

a. Kasoloang: TPS 3, TPS 4 
b. Tampaure: TPS 3 
c. Kalukku Nangka: TPS 1, TPS 3, TPS 5 
d. Bambaira: TPS 4 

 
7. Atau setidak-tidak nya memerintahkan 

Termohon untuk melakukan Pemungutan 
Suara Ulang di tiga Kabupaten yakni 
Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten 
Majene, dan Kabupaten Mamuju Utara; 
 

8. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan 
Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana 
mestinya; 

 
Atau bilamana Mahkamah Konstitusi berpendapat 
lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex 
aequo et bono). 
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Dan H. Kalma Katta, S.Sos.,MM sebagai 
Pasangan Calon Gubernur dan Wakil 
Gubernur Terpilih dalam Pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubenur Provinsi 
Sulawesi Barat Tahun 2017; 

 
7 Atau setidak-tidak nya memerintahkan 

Termohon untuk melakukan Pemungutan 
Suara Ulang di empat Kabupaten yakni 
Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten 
Majene, Kabupaten Mamuju dan 
Kabupaten Mamuju Utara; 

 
8 Memerintahkan Termohon untuk 

melaksanakan Putusan Mahkamah 
Konstitusi sebagaimana mestinya; 

 
Atau bilamana Mahkamah Konstitusi 
berpendapat lain, maka mohon putusan yang 
seadil-adilnya (ex aequo et bono) 

  

 

[2.2]  Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah 

mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-2001, 

yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 17 Maret 2017, 21 Maret 2017 dan 7 
April 2017, sebagai berikut: 

 

NO KODE 
BUKTI SUBTANSI KETERANGAN 

1 P-1 

Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum 
Provinsi Sulawesi Barat Nomor 05/Kpts/KPU-Prov-
033/2017 Tentang Penetapan Rekapituasi Hasil 
Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil 
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi 
Barat Tahun 2017 tertanggal 26 Februari 2017, 
Pukul 17.30 WITa 

Sudah Diserahkan 

2 P-2 Fotokopi KTP Pasangan Calon Nomor Urut 1 Sudah Diserahkan 

3 P-3 

Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum 
Provinsi Sulawesi Barat Nomor: 24/Kpts/KPU-Prov-
033/2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon 
Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat 
Tahun 2017 Tertanggal 24 Oktober 2016 

Sudah Diserahkan 

4 P-4 

Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum 
Provinsi Sulawesi Barat Nomor 29/Kpts/KPU-Prov-
033/2016  tentang Penetapan Nomor Urut dan 
Daftar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil 
Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2017 Tertanggal 
25 Oktober 2016 

Sudah Diserahkan 
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NO KODE 
BUKTI KETERANGAN 

1 P-5 Fotokopi SK Rekapitulasi KPU Tingkat Kabupaten Majene 
2 P-5a Fotokopi SK Rekapitulasi KPU Tingkat Kabupaten Mamuju Utara 
3 P-5b Fotokopi SK Rekapitulasi KPU Tingkat Kabupaten Polewali Mandar 

4 P-5a1 Fotokopi C1 TPS 01 Kelurahan Pangiang Kecamatan Bambalamotu, 
Kabupaten Mamuju Utara 

5 P-5a2 Fotokopi C1 TPS 03 Kelurahan Pangiang Kecamatan Bambalamotu, 
Kabupaten Mamuju Utara 

6 P-5a3 Fotokopi C1 TPS 04 Kelurahan Pangiang Kecamatan Bambalamotu 
Kabupaten Mamuju Utara 

7 P-5a4 Fotokopi C1 TPS 03 Kelurahan Polewali Kecamatan Bambalamotu, 
Kabupaten Mamuju Utara 

8 P-5a5 Fotokopi C1 TPS 04 Kelurahan Polewali Kecamatan Bambalamotu, 
Kabupaten Mamuju Utara 

9 P-5a6 Fotokopi C1 TPS 06 Kelurahan Polewali Kecamatan Bambalamotu, 
Kabupaten Mamuju Utara 

10 P-5a7 Fotokopi C1 TPS 07 Kelurahan Polewali Kecamatan Bambalamotu, 
Kabupaten Mamuju Utara 

11 P-5a8 Fotokopi C1 TPS 04 Kelurahan Pandomayang Kecamatan Bambalamotu, 
Kabupaten Mamuju Utara 

12 P-5a9 Fotokopi C1 TPS 06 Kelurahan Pandomayang Kecamatan Bambalamotu, 
Kabupaten Mamuju Utara 

13 P-5a10 Fotokopi C1 TPS 07 Kelurahan Pandomayang Kecamatan Bambalamotu, 
Kabupaten Mamuju Utara 

14 P-5a11 Fotokopi C1 TPS 02 Kelurahan Wulai Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten 
Mamuju Utara 

15 P-5a12 Fotokopi C1 TPS 04 Kelurahan Wulai Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten 
Mamuju Utara 

16 P-5a13 Fotokopi C1 TPS 05 Kelurahan Bambalamotu Kecamatan Bambalamotu, 
Kabupaten Mamuju Utara 

17 P-5a14 Fotokopi C1 TPS 04 Kelurahan kasano Kecamatan Baras, Kabupaten 
Mamuju Utara 

18 P-5a15 Fotokopi C1 TPS 01 Kelurahan kasano Kecamatan Baras, Kabupaten 
Mamuju Utara 

19 P-5a16 Fotokopi C1 TPS 03 Kelurahan kasano Kecamatan Baras, Kabupaten 
Mamuju Utara 

20 P-5a17 Fotokopi C1 TPS 02 Kelurahan Balanti Kecamatan Baras, Kabupaten 
Mamuju Utara 

21 P-5a18 
Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor 
134/KPU-Prov-033/II/2017 Tanggal 12 Februari 2017 Perihal Rekapitulasi 
Surat Keterangan 

22 P-5a19 

Fotokopi Jumlah Surat Keterangan yang terbit Sebelum dan Sesudah 
penetapan DPT dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 
Sulbar Tahun 2017 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Cacatan 
Sipil Kabupaten Polewali Mandar Tertanggal 14 Februari 2017 

23 P-5a20 
Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat  Berita 
Acara Nomor 106/BA/XII/2016, tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar 
Pemilih Tetap (DPT) tingkat Provinsi Sulawesi Barat Pemilihan Gubernur 
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dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat  Tertanggal 16 Desember 2016 
 
 
 
 
 

 
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 

Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 
 



152 
 

 
I. KABUPATEN MAMUJU UTARA 

NO Kode Bukti NIK Nama Kabupaten Kecamatan Kelurahan TPS Keterangan 
1 P-6 A 7601011604830002 Retno Mamuju Utara Bambalamotu Pangiang 1  

Membuktikan 
bahwa 

Termohon 
mengggunakan 

Modus Nik 
ganda untuk 
melakukan 

Penggelembung
an Suara 

2 P-6 B Retno Mamuju Utara Bambaira Kasoloang 3 
3 P-7 A 7601013112610014 Yusi Mamuju Utara Bambalamotu Polewali 3 
4 P-7 B Sail Mamuju Utara Bambaira Tampaure 3 
5 P-8 A 7601015606870003 Derita Mamuju Utara Bambalamotu Randomayang 4 
6 P-8 B Derita Mamuju Utara Bambaira Kasoloang 3 
7 P-9 A 7601105111920001 Nurliani Mamuju Utara Bambalamotu Wulai 2 
8 P-9 B Nurliani Mamuju Utara Bambaira Kaluku Nangka 3 
9 P-10 A 7601014608930002 Asmarita Mamuju Utara Bambalamotu Wulai 2 
10 P-10 B Asmarita Mamuju Utara Bambalamotu Randomayang 6 
11 P-11 A 7601014701680001 Mariati Mamuju Utara Bambalamotu Wulai 4 
12 P-11 B Mariati Mamuju Utara Bambaira Kasoloang 4 
13 P-12 A 7601036712520001 Hj. Hasna. L Mamuju Utara Baras Kasano 4 Membuktikan 

bahwa 
Termohon 

mengggunakan 
Modus Nik 

ganda untuk 
melakukan 

Penggelembung
an Suara 

14 P-12 B Ni Wayan muri Mamuju Utara Baras Balanti 1 

15 P-13 A 7601030510850001 Buntu Paillin Mamuju Utara Bulu Taba Bukit Harapan 2  
 

Membuktikan 
bahwa 

Termohon 

16 P-13 B Buntu Pallin Mamuju Utara Baras Motu 7 
17 P-14 A 7601075305850001 Sakka Mamuju Utara Bulu Taba Bukit Harapan 2 
18 P-14 B Irnawati Mamuju Utara Baras Kasano 1 
19 P-15 A 7601037112690005 Muriati Mamuju Utara Bulu Taba Lilimori 5 
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20 P-15 B Muriati M Mamuju Utara Baras Motu 5 mengggunakan 
Modus Nik 

ganda untuk 
melakukan 

Penggelembung
an Suara 

21 P-16 A 7601070107700001 Anto Mamuju Utara Bulu Taba Ompi 2 
22 

P-16 B 
Supardi Mamuju Utara Bulu Taba Lilimori 3 

23 P-17 A 7601044107900029 Ida Faridah Mamuju Utara Dapurang Dapurang 4 Membuktikan 
bahwa 

Termohon 
mengggunakan 

Modus Nik 
ganda untuk 
melakukan 

Penggelembung
an Suara 

24 P-17 B Ida Faridah Mamuju Utara Baras Towoni 1 
25 P-18 A 7601040806800001 Sudir C Mamuju Utara Dapurang Dapurang 5 
26 P-18 B Sudir C Mamuju Utara Bambalamotu Randomayang 7 

Bukti P-19 A dan P-19 B tidak ada 
27 P-20 A 7605042411840002 Fery Sahlan Gaspi Mamuju Utara Dapurang Dapurang 8  
28 P-20 B Fery Sahlan Gaspi Mamuju Utara Baras Baras 2 
29 P-21 A 7601054202520001 Sitti Mamuju Utara Dapurang Sarasa 4 
30 P-21 B Sitti Mamuju Utara Bulu Taba Kastabuana 1 
31 P-22 A 7601062001580001 H Abdul Hamid Mamuju Utara Duripoku Saptanajaya 1  

 
 

Membuktikan 
bahwa 

Termohon 
mengggunakan 

Modus Nik 
ganda untuk 

32 P-22 B H Abdul Hamid Mamuju Utara Baras Towoni 1 
33 P-23 A 7601060506790001 Burhan Mamuju Utara Duripoku Sipakainga 1 
34 P-23 B Burhan Mamuju Utara Bambalamotu Randomayang 2 
35 P-24 A 7601043112820017 Sudirman Mamuju Utara D uripoku Sipakainga 2 
36 P-24 B Sudirman Mamuju Utara Dapurang Bulu Bonggu 6 
37 P-25 A 7601050512990003 Aldi barai Mamuju Utara Duripoku Sipakainga 2 
38 P-25 B Aldi barai Mamuju Utara Dapurang Benggaulu 6 
39 P-26 A 7601061006770001 Lukman Mamuju Utara Duripoku Taranggi 1 
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40 P-26 B Lukman Mamuju Utara Dapurang Bulu Bonggu 2 melakukan 
Penggelembung

an Suara 
41 P-27 A 7601065101820001 Sanniati Mamuju Utara Duripoku Taranggi 1 
42 P-27 B Sanniati Mamuju Utara Dapurang Bulu Bonggu 2 
43 P-28 A 7601046708940004 Lismawati Mamuju Utara Duripoku Taranggi 2 
44 P-28 B Lismawati Mamuju Utara Dapurang Bulu Bonggu 3 
45 P-29 A 7601030807950001 Haidir Mamuju Utara Lariang Bambakoro 3  

 
 
 
 
 
 

Membuktikan 
bahwa 

Termohon 
mengggunakan 

Modus Nik 
ganda untuk 
melakukan 

Penggelembung
an Suara 

46 P-29 B Haidir Mamuju Utara Bambalamotu Randomayang 6 
47 P-30 A 7601127112760005 Hasmia Mamuju Utara Lariang Batu matoru 1 
48 P-30 B Hasmia Mamuju Utara Baras Balanti 4 
49 P-31 A 601122703850001 Banang Mamuju Utara Lariang Kulu 1 
50 P-31 B Banang Mamuju Utara Bulu Taba Bukit Harapan 4 
51 P-32 A 7601124206860001 Nurhidayati Mamuju Utara Lariang Kulu 1 
52 P-32 B Nurhidayati Mamuju Utara Bulu Taba Bukit Harapan 4 
53 P-33 A 7601032008720002 Petrus seo Mamuju Utara Lariang Parabu 1 
54 P-33 B Samsu Mamuju Utara Baras Kasano 3 
55 P-34 A 7601030903640002 Yosef Atolan Mamuju Utara Lariang Parabu 1 
56 P-34 B Yosef Atolan Mamuju Utara Bulu taba Ompi 2 
57 P-35 A 7601127112940002 

 
Devita Sari Mamuju Utara Lariang Parabu 2 

58 P-35 B Devita Sari Mamuju Utara Bulutaba Lilimori 3 
59 P-36 A 7601127112760005 M.yusrang Mamuju Utara Lariang Singgani 3 
60 P-36 B M.yusrang Mamuju Utara Baras Kasano 4 
61 P-37 A 7601014510870004 Yusnirah Mamuju Utara Pasangkayu Ako 3  

 
 
 
 
 

62 P-37 B Yusnirah Mamuju Utara Bambalamotu Pangiang 3 
63 P-38 A 7601021011350001 Muddin Suardi Mamuju Utara Pasangkayu Ako 3 
64 P-38 B Muddin Mamuju Utara Bambalamotu Pangiang 4 
65 P-39 A 7601014707900002 Asnaeni Mamuju Utara Pasangkayu Gunung sari 3 
66 P-39 B Asnaeni Mamuju Utara Bambalamotu Polewali 4 
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67 P-40 A 7601101111880001 Atris Mamuju Utara Pasangkayu Gunung sari 3 Membuktikan 
bahwa 

Termohon 
mengggunakan 

Modus Nik 
ganda untuk 
melakukan 

Penggelembung
an Suara 

68 P-40 B Atris Mamuju Utara Bambaira Kasoloang 4 
69 P-41 A 7601017005870001 Rosna H Mamuju Utara Pasangkayu Gunung sari 3 
70 P-41 B Rosna Mamuju Utara Bambalamotu Polewali 4 
71 P-42 A 7601083112910006 

 
Iman Mamuju Utara Pasangkayu Gunung sari 3 

72 P-42 B Iman Mamuju Utara Bambaira Kasoloang 3 
73 P-43 A 7601011805850001 Arman Mamuju Utara Pasangkayu Gunung sari 6 
74 P-43 B Arman Mamuju Utara Bambaira Kasoloang 3 
75 P-44 A 7601107112940001 Rasdiana Mamuju Utara Pasangkayu Gunung sari 8 
76 P-44 B Rasdiana Mamuju Utara Bambaira Kasoloang 4 
77 P-45 A 7601020202620001 

 
Muh Saleh Mamuju Utara Pasangkayu Karya Bersama 4 

78 P-45 B Muh Saleh Mamuju Utara Bambalamotu Randomayang 6 
79 P-46 A 7601026010640001 Farida Mamuju Utara Pasangkayu Martajaya 3 
80 P-46 B Farida Mamuju Utara Bambalamotu Polewali 3 
81 P-47 A 7601076711950001 Jusmiati Mamuju Utara Pasangkayu Pakava 2 
82 P-47 B Jusmiati Mamuju Utara Bulu Taba Bukit Harapan 2 
83 P-48 A 7601054909970002 Herna Nirwana Mamuju Utara Pasangkayu Pasangkayu 5 
84 P-48 B Herna Nirwana Mamuju Utara Dapurang Bulu Bonggu 6 
85 P-49 A 7601014905930001 Hafsah H Mamuju Utara Pasangkayu Pasangkayu 6 
86 P-49 B Hafsah H Mamuju Utara Bambalamotu Randomayang 4 
87 P-50 A 7601032806830001 

 
Yonatan Tunliu Mamuju Utara Pasangkayu Pasangkayu 7 

88 P-50 B Yonatan Tunliu Mamuju Utara Baras Motu 1 
89 P-51 A 7601025007850003 Hasnatan Mamuju Utara Pasangkayu Pasangkayu 9 
90 P-51 B Hasnatan Mamuju Utara Lariang Kulu 1 
91 P-52 A 7601121603840001 Syarifuddin, S.Pd.I Mamuju Utara Pasangkayu Pasangkayu 9 
92 P-52 B Syarifuddin Mamuju Utara Lariang Kulu 1 
93 P-53 A 7601024806860007 Nurdiana Mamuju Utara Pasangkayu Pasangkayu 11 
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94 P-53 B Nurdiana Mamuju Utara Bambalamotu Randomayang 6 
95 P-54 A 7601010312940002 

 
Sahrul Mamuju Utara Pasangkayu Pasangkayu 12 

96 P-54 B Sahrul Mamuju Utara Bambalamotu Polewali 6 
97 P-55 A 7601014112960004 

 
Sartika. S Mamuju Utara Pasangkayu Pasangkayu 12 

98 P-55 B Sartika S Mamuju Utara Bambalamotu Polewali 6 
99 P-56 A 7601021006870004 

 
Hamsir Mamuju Utara Pasangkayu Pasangkayu 13 

100 P-56 B Hamsir Mamuju Utara Pasangkayu Karya Bersama 2 
101 P-57 A 7601071406780001 Ismail Batara Mamuju Utara Pedongga Martasari 4  

Membuktikan 
bahwa 

Termohon 
mengggunakan 

Modus Nik 
ganda untuk 
melakukan 

Penggelembung
an Suara 

102 P-57 B Ismail Batara Mamuju Utara Bulu Taba Bukit harapan 2 
103 P-58 A 7601097112830002 Sania Mamuju Utara Pedongga Martasari 5 
104 P-58 B Saniah Mamuju Utara Pasangkayu Pakava 5 

105 P-59 A 7601112712800001 Rezki Mamuju Utara Sarjo Maponu 2  
 
 
 
 

Membuktikan 
bahwa 

Termohon 
mengggunakan 

Modus Nik 
ganda untuk 
melakukan 

106 P-59 B Rezki Mamuju Utara Bambalamotu Randomayang 7 
107 P-60 A 7601111212720001 Arlin Mamuju Utara Sarjo Maponu 2 
108 P-60 B Arlin Mamuju Utara Pasangkayu Gunung Sari 6 
109 P-61 A 7601046307820001 Hariani Mamuju Utara Sarjo Sarjo 1 
110 P-61 B Hariani Mamuju Utara Dapurang Bolu Bonggu 6 
111 P-62 A 7601117105840001 Dadin Mamuju Utara Sarjo Sarjo 4 
112 P-62 B Dadin Mamuju Utara Baras Motu 6 
113 P-63 A 7601014107570026 Suhura Mamuju Utara Sarjo Sarude 1 
114 P-63 B Sinar Mamuju Utara Pasangkayu Pasangkayu 12 
115 P-64 A 7601016807750001 Dasriati N, S.Pd Mamuju Utara Sarjo Sarude 2 
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116 P-64 B Dasriati N Mamuju Utara Bambalamotu Randomayang 6 Penggelembung
an Suara 

117 P-65 A 7601040408860001 Zaenal Arifin Mamuju Utara Sarudu Bulu Mario 2  
 
 
 
 
 
 
 

Membuktikan 
bahwa 

Termohon 
mengggunakan 

Modus Nik 
ganda untuk 
melakukan 

Penggelembung
an Suara 

118 P-65 B Zaenal Arifin, S.Pd Mamuju Utara Pasangkayu Pasangkayu 9 
119 P-66 A 7601045909790003 Siti Nurjanah Mamuju Utara Sarudu Bulu Mario 5 
120 P-66 B Siti Nurjanah Mamuju Utara Sarudu Bulu Mario 2 
121 P-67 A 7601042512700002 Muh. Idris Mamuju Utara Sarudu Bulu Mario 5 
122 P-67 B Rasbi Mamuju Utara Dapurang Sarasa 1 
123 P-68 A 7601100410900001 Aril Mamuju Utara Sarudu Bulu Mario 5 
124 P-68 B Aril Mamuju Utara Bambaira Bambaira 4 
125 P-69 A 7601040811700002 Palannari Mamuju Utara Sarudu Doda 1 
126 P-69 B Palannari Mamuju Utara Baras Balanti 2 
127 P-70 A 7601047112750025 Hamzia Mamuju Utara Sarudu Sarudu 1 
128 P-70 B Hamzia Mamuju Utara Sarudu Bulu Mario 3 
129 P-71 A 7601042504820003 Sudirman Mamuju Utara Sarudu Sarudu 1 
130 P-71 B Sudirman Mamuju Utara Dapurang Dapurang 1 
131 P-72 A 7601046505840002 Nursiah Mamuju Utara Sarudu Sarudu 1 
132 P-72 B Rosmini Mamuju Utara Dapurang Benggaulu 6 
133 P-73 A 7601080511950001 Ahmad Mamuju Utara Tikke Raya Jengeng Raya 3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

134 P-73 B Ramandani Mamuju Utara Pedongga Martasari 3 
135 P-74 A 7601015202910001 Suburiah Mamuju Utara Tikke Raya Lariang 4 
136 P-74 B Suburiah Mamuju Utara Bambalamotu Polewali 7 
137 P-75 A 7601027112660028 Dalle Mamuju Utara Tikke Raya Lariang 4 
138 P-75 B Tandaria Mamuju Utara Pasangkayu ako 6 
139 P-76 A 7601080512570001 Abd Kadir Mamuju Utara Tikke Raya Lariang 5 
140 P-76 B Abd. Kadir Mamuju Utara Bambalamotu Randomayang 7 
141 P-77 A 7601083112780011 Sulaeman Mamuju Utara Tikke Raya Makmur Jaya 2 
142 P-77 B Saleman Mamuju Utara Pedongga Martasari 3 
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143 P-78 A 7601087112790011 Nurhaya Mamuju Utara Tikke Raya Makmur Jaya 2  
 
 
 
 

Membuktikan 
bahwa 

Termohon 
mengggunakan 

Modus Nik 
ganda untuk 
melakukan 

Penggelembung
an Suara 

 

144 P-78 B Nurhaya Mamuju Utara Pedongga Martasari 3 
145 P-79 A 7601044712930002 Nur Solika Mamuju Utara Tikke Raya Makmur Jaya 3 
146 P-79 B Nur Solika Mamuju Utara Sarudu Kumasari 1 
147 P-80 A 7601021107960006 Ramli Mamuju Utara Tikke Raya Makmur Jaya 4 
148 P-80 B Ramli Mamuju Utara Pasangkayu Karya Bersama 4 
149 P-81 A 7601021407920001 Ismail Mamuju Utara Tikke Raya Makmur Jaya 6 
150 P-81 B Ismail Mamuju Utara Bambalamotu Randomayang 6 
151 P-82 A 7601120107860004 Anto Mamuju Utara Tikke Raya Makmur Jaya 6 
152 P-82 B Anto Mamuju Utara Lariang Batu Mataru 1 
153 P-83 A 7601022108960001 Jordani Marhas Mamuju Utara Tikke Raya Pajalele 2 
154 P-83 B Irfan Mamuju Utara Pasangkayu Karya Bersama 2 
155 P-84 A 7601025008630001 Khadijah Mamuju Utara Tikke Raya Pajalele 4 
156 P-84 B Khadijah Mamuju Utara Pasangkayu Pavaka 7 
157 P-85 A 7601020710730001 Usman M Mamuju Utara Tikke Raya Pajalele 4 
158 P-85 B Usman M Mamuju Utara Pasangkayu Pavaka 7 
159 P-86 A 7601067112520001 Hj. St. Aminah Mamuju Utara Tikke Raya tikke 5 
160 P-86 B Hj St Aminah Mamuju Utara DuriPoku Tammarunan 3 
161 P-87 B 7601110212910001 Herman Mamuju Utara Tikke Raya Tikke 5 
162 P-87 A Herman Mamuju Utara Sarjo Maponu 2 

 
 
II. KABUPATEN POLEWALI MANDAR 

NO Kode Bukti NIK Nama Kabupaten Kecamatan Kelurahan TPS Keterangan 

1 P-87 A 7604152010970002 
 

Misba Polewali 
Mandar 

Allu Alu 3 Membuktikan 
bahwa 

Termohon 2 P-87 B Anmar Polewali Allu Kalumamang 3 
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Mandar mengggunakan 
Modus NIK 

ganda untuk 
melakukan 

Penggelembun
gan Suara 

 

3 P-88 A 7604137112860046 
 

Welsi Polewali 
Mandar 

Anreapi Kunyi 3 Membuktikan 
bahwa 

Termohon 
mengggunakan 

Modus NIK 
ganda untuk 
melakukan 

Penggelembun
gan Suara 

 

4 P-88 B Rabania Polewali 
Mandar 

Anreapi Kelapa Dua 2 

5 P-89 A 7604120107420121 
 

Muna Balanipa Polewali 
Mandar Balanipa Balanipa 5  

 
 
 
 
 
 
 

Membuktikan 
bahwa 

Termohon 
mengggunakan 

Modus NIK 

6 P-89 B Muna Balanipa Polewali 
Mandar Balanipa Balanipa 1 

7 P-90 A 7604152611950001 Basrah Polewali 
Mandar Balanipa Mosso 3 

8 P-90 B Basrah Kp Polewali 
Mandar Allu Kalumamman 1 

9 P-91 A 7602071411070001 
 

Saina Polewali 
Mandar Balanipa Pallis 2 

10 P-91 B Sukurli Polewali 
Mandar Balanipa Pallis 2 

11 P-92 A 7604121707880001 Herni Polewali Balanipa Pambusuang 8 
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 Mandar ganda untuk 
melakukan 

Penggelembun
gan Suara 

 

12 P-92 B Adnan Polewali 
Mandar Balanipa Pambusuang 8 

13 P-93 A 7604127112470031 
 

Hj. Sitti Anna Polewali 
Mandar Balanipa Sabang Subik 1 

14 P-93 B Sitti Nur Polewali 
Mandar Balanipa Balanipa 5 

15 P-94 A 7604127112760033 
 

Sitti Sulaeha Polewali 
Mandar Balanipa Sabang Subik 5 

16 P-94 B Ruhania Polewali 
Mandar Balanipa Pambusuang 8 

17 P-95 A 7605013112830175 
 

Sainuddin Polewali 
Mandar Balanipa Sabang Subik 6 

18 P-95 B Sani Majene Banggae Rangas 3 

19 P-96 A 7604127112720028 
 

St Nurmi Polewali 
Mandar Balanipa Tamanggalle 1 

20 P-96 B Hadria Polewali 
Mandar Balanipa Bala 4 

21 P-97 A 7604124107900220 
 

Nurhayati Polewali 
Mandar Balanipa Tamanggalle 4 

22 P-97 B Nurhayati Majene Banggae 
Timur Buttu Baruga 2 

23 P-98 A 7604123112870098 
 

Ahmad Polewali 
Mandar Balanipa Tammajarra 3 

24 P-98 B Alimuddin Polewali 
Mandar Balanipa Bala 2 

25 P-99 A 7604127112670042 
 

Sahara Polewali 
Mandar Balanipa Tammajarra 4 

26 P-99 B Rahmatia Polewali 
Mandar Balanipa Sabang Subik 4 
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27 P-100 A 7604065307950002 
 

Jusraeni Polewali 
Mandar Binuang Amassangan 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Membuktikan 
bahwa 

Termohon 
mengggunakan 

Modus NIK 
ganda untuk 

28 P-100 B Nagawati Melati 
Putri 

Mamuju Utara Pasangkayu Pasangkayu 4 

29 P-101 A 7604063112720273 
 

Burahima Polewali 
Mandar Binuang Batetangnga 1 

30 P-101 B Borahima Majene Banggae 
Timur Labuang Utara 1 

31 P-102 A 7604062306860003 Ridwa Polewali 
Mandar Binuang Batetangnga 1 

32 P-102 B Ridwan, S.Ip Mamuju Utara Sarjo Letawa 3 

33 P-103 A 7604065402880001 
 

Suhayya Polewali 
Mandar Binuang Batetangnga 5 

34 P-103 B Suhayyah Mamuju Utara Pasangkayu Karya Bersama 1 

35 P-104 A 7604063112560101 
 

Selle Polewali 
Mandar Binuang Kaleok 3 

36 P-104 B Bungat Polewali 
Mandar Binuang Kaleok 3 

37 P-105 A 7604061010910009 
 

Parman Polewali 
Mandar Binuang Kaleok 3 

38 P-105 B Parman Polewali 
Mandar Binuang Kaleok 3 

39 P-106 A 7604067112760064 
 

Ati Polewali 
Mandar Binuang Kaleok 3 

40 P-106 B Martini Polewali 
Mandar Binuang Kaleok 3 

41 P-107 A 7605023112850064 
 

Farham Polewali 
Mandar Binuang Kuajang 5 

42 P-107 B Farham Majene Pamboang Bababulo Utara 1 
43 P-108 A 7604063112650246 Dalle Polewali Binuang Kuajang 6 
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 Mandar melakukan 
Penggelembun

gan Suara 
 

44 P-108 B Ba’du Polewali 
Mandar Binuang Kaleok 4 

45 P-109 A 7604065312920002 
 

Hasniah Polewali 
Mandar Binuang Mammi 2 

46 P-109 B Hasniah Polewali 
Mandar Anreapi Kelapa Dua 3 

47 P-110 A 7604064703990001 
 

Rakna Polewali 
Mandar Binuang Mammi 3 

48 P-110 B Ratna Polewali 
Mandar Binuang Mammi 3 

49 P-111 A 7604060803840001 
 

Sahabuddin Polewali 
Mandar Binuang Mirring 7 

50 P-111 B Muh. Haddad 
Usman 

Polewali 
Mandar Binuang Kuajang 6 

51 P-112 A 7605080812860001 
 

Ardiansyah. E Polewali 
Mandar Binuang Mirring 7 

52 P-112 B Ardiansyah. E Majene Banggae 
Timur Baurung 2 

53 P-113 A 7604065405870002 
 

Patmawati Polewali 
Mandar Binuang Paku 4 

54 P-113 B Aco Ahmad Polewali 
Mandar Binuang Paku 4 

55 P-114 A 7604063112700168 
 

Saudi Polewali 
Mandar Binuang Paku 5 

56 P-114 B Kaharuddin Polewali 
Mandar Binuang Paku 5 

57 P-115 A 7601016308920001 
 

Sri Khanti Polewali 
Mandar Binuang Paku 6 

58 P-115 B Srikanti Mamuju Utara Bambalamot Polewali 6 
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59 P-116 A 7604133112690093 
 

Amir Tanda Polewali 
Mandar Binuang Paku 6 

60 P-116 B Amir Tanda Polewali 
Mandar Anreapi Kelapa Dua 1 

61 P-117 A 7604066906910004 
 

Nurhalima Polewali 
Mandar Binuang Rea 1 

62 P-117 B Nurhalima Polewali 
Mandar Binuang Amassangan 2 

63 P-118 A 7604063112600257 
 

Saparuddin Polewali 
Mandar Binuang Rea 2 

64 P-118 B Saparuddin Polewali 
Mandar Binuang Kuajang 4 

65 P-119 A 7604062303770001 
 

Hajar Polewali 
Mandar Binuang Rea 3 

66 P-119 B Hajar Polewali 
Mandar Binuang Rea 3 

67 P-120 A 7604064206900001 
 

Ratnawati Polewali 
Mandar Binuang Rea 4 

68 P-120 B Ratnawati Polewali 
Mandar Binuang Mammi 1 

69 P-121 A 7604137112950033 
 

Ida Polewali 
Mandar Binuang Rea 4 

70 P-121 B Harida Majene Banggae Banggae 12 

71 P-122 A 7604063112840132 
 

Rauf Polewali 
Mandar Binuang Rea 5 

72 P-122 B Appe Polewali 
Mandar Binuang Amola 2 

73 P-123 A 7604060412860003 
 

Sukiman Polewali 
Mandar Binuang Rea 5 

74 P-123 B Sukiman Polewali Binuang Rea 3 
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Mandar 

75 P-124 A 7604066210900003 
 

Wannaria Polewali 
Mandar Binuang Tonyaman 3 

76 P-124 B Masnia Polewali 
Mandar Binuang Batetangnga 3 

77 P-125 A 7604062508890003 
 

Tardi Polewali 
Mandar Binuang Tonyaman 4 

78 P-125 B Tardi Polewali 
Mandar Binuang Amassangan 4 

79 P-126 A 7604161706960001 
 

Juma’ Polewali 
Mandar Bulo Daala Timur 2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Membuktikan 
bahwa 

Termohon 
mengggunakan 

80 P-126 B Antika Polewali 
Mandar Bulo Daala Timur 2 

81 P-127 A 7604161211930001 
 

Hariadi Polewali 
Mandar Bulo Ihing 2 

82 P-127 B Jirana Asikin Polewali 
Mandar Allu Mombi 3 

83 P-128 A 7604165806940001 
 

Rais Polewali 
Mandar Bulo Karombang 2 

84 P-128 B Nasrawati Polewali 
Mandar Bulo Karombang 2 

85 P-129 A 7604124107940175 
 

Haisa Polewali 
Mandar Bulo Karombang 2 

86 P-129 B Haisa Polewali 
Mandar Balanipa Galung Tuluk 3 

87 P-130 A 7604165806940001 
 

Nasrawati Polewali 
Mandar Bulo Lenggo 3 

88 P-130 B Nasrawati Polewali 
Mandar Bulo Karombang 2 

89 P-131 A 7604164204920001 Masriani. A Polewali Bulo Lenggo 3 
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 Mandar Modus NIK 
ganda untuk 
melakukan 

Penggelembun
gan Suara 

 

90 P-131 B Hasriani Hamin Polewali 
Mandar Bulo Karombang 2 

91 P-132 A 7604164107780010 
 

Darma Polewali 
Mandar Bulo Lenggo 4 

92 P-132 B Masna Polewali 
Mandar Bulo Karombang 3 

93 P-133 A 7604164107990021 
 

Muliana Polewali 
Mandar Bulo Lenggo 4 

94 P-133 B Uli Polewali 
Mandar Bulo Lenggo 1 

95 P-134 A 7604163112950002 
 

Sardin Polewali 
Mandar Bulo Patambanua 2 

96 P-134 B Ahmad Junaedi Polewali 
Mandar Bulo Ihing 2 

97 P-135 A 7604160709870001 
 

Romi Candra. P Polewali 
Mandar Bulo Pulliwa 2 

98 P-135 B Roi Candra P Mamuju Utara Baras Motu 5 

99 P-136 A 7604164501990001 
 

Sarina Kasim Polewali 
Mandar Bulo Pulliwa 3 

100 P-136 B Rusnawati Polewali 
Mandar Bulo Karombang 1 

101 P-137 A 7604164107780034 
 

Bicci Polewali 
Mandar Bulo Pulliwa 4 

102 P-137 B Bicci Polewali 
Mandar Bulo Pulliwa 1 

103 P-138 A 7604163112710016 
 

Sumarrlin Polewali 
Mandar Bulo Pulliwa 4 

104 P-138 B Malik Polewali 
Mandar Bulo Lenggo 4 
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105 P-139 A 7604167112620014 
 

Cicci Polewali 
Mandar Bulo Pulliwa 4 

106 P-139 B Saipa Polewali 
Mandar Bulo Pulliaw 4 

107 P-140 A 7604163112890029 
 

Ardiansyah Polewali 
Mandar Bulo Pulliwa 6 

108 P-140 B Maryam Polewali 
Mandar Bulo Pulliwa 3 

109 P-141 A 7604160107770025 
 

Herman Polewali 
Mandar Bulo Sabura 1 

110 P-141 B Herman Mamuju Utara Baras Balanti 4 

111 P-142 A 7604167112840042 
 

Hasliana Polewali 
Mandar Bulo Sabura 1 

112 P-142 B Hasliana Mamuju Utara Baras Balanti 4 

113 P-143 A 7604163112890037 
 

Faisal Polewali 
Mandar Bulo Sabura 1 

114 P-143 B Yunus Polewali 
Mandar Bulo Lenggo 4 

115 P-144 A 7604164107800066 
 

Madalia Polewali 
Mandar Bulo Sabura 1 

116 P-144 B Nadira Polewali 
Mandar Bulo Karombang 1 

117 P-145 A 7604027112830146 
 

Sania Polewali 
Mandar 

Campalagian Bonde 5  
 
 
 
 
 
 
 

118 P-145 B Samiah Polewali 
Mandar 

Campalagian Bonde 5 

119 P-146 A 7604020107650304 
 

Abd. Rahman Polewali 
Mandar 

Campalagian Bonde 5 

120 P-146 B Abd. Rahman Polewali 
Mandar 

Campalagian Bonde 5 
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121 P-147 A 7604024805980008 Rosdiana Polewali 
Mandar 

Campalagian Botto 1  
 
 
 
 
 

Membuktikan 
bahwa 

Termohon 
mengggunakan 

Modus NIK 
ganda untuk 
melakukan 

Penggelembun
gan Suara 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

122 P-147 B Rosdiana Polewali 
Mandar 

Balanipa Tamanggalle 3 

123 P-148 A 7604026503810002 Rasliati Polewali 
Mandar 

Campalagian Botto 2 

124 P-148 B Rasliati Polewali 
Mandar 

Campalagian Botto 2 

125 P-149 A 7604024203960003 Sudia Polewali 
Mandar 

Campalagian Gattungan 3 

126 P-149 B Sapriani Polewali 
Mandar 

Campalagian Bonde 2 

127 P-150 A 7604020105940001 Aco Polewali 
Mandar 

Campalagian Gattungan 3 

128 P-150 B Subandi Polewali 
Mandar 

Campalagian Bonde 8 

129 P-151 A 7604120107790199 Jupri Polewali 
Mandar 

Campalagian Gattungan 3 

130 P-151 B Jufri Polewali 
Mandar 

Balanipa Lego 1 

131 P-152 A 7604025003810001 Husnia Polewali 
Mandar 

Campalagian Katumbangan 3 

132 P-152 B Husniah Majene Banggae 
Timur 

Labuang Utara 10 

133 P-153 A 7604020603680001 Syarifuddin Polewali 
Mandar 

Campalagian Katumbangan 6 

134 P-153 B Syarifuddin Majene Pamboang Pesuloang 3 

135 P-154 A 7605080301950002 Mansur Polewali 
Mandar 

Campalagian Katumbangan 6 

136 P-154 B Mansur Majene Banggae Tande 2 
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Timur  
 
 
 

Membuktikan 
bahwa 

Termohon 
mengggunakan 

Modus NIK 
ganda untuk 
melakukan 

Penggelembun
gan Suara 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

137 P-155 A 7604027112610079 Ku’ Bia Polewali 
Mandar 

Campalagian Kaatumbangan 
Lemo 

2 

138 P-155 B Ku’bia Polewali 
Mandar 

Campalagian Katumbangan 5 

139 P-156 A 7604160708950003 Asmadi Polewali 
Mandar 

Campalagian Katumbangan 
Lemo 

2 

140 P-156 B Asmadi Polewali 
Mandar 

Bulo Pulliwa 5 

141 P-157 A 7604026711920003 Anita Polewali 
Mandar 

Campalagian Katumbangan 
Lemo 

4 

142 P-157 B Anita Mamuju Utara Dapurang Bulu Bonggu 1 

143 P-158 A 7604022109900001 Achmad Ghazali Polewali 
Mandar 

Campalagian Kenje 1 

144 P-158 B Achmad Ghazali Majene Sendana Limbua 4 

145 P-159 A 7604025807970003 Yesnaida Polewali 
Mandar 

Campalagian Kenje 2 

146 P-159 B Yesneida Polewali 
Mandar 

Campalagian Kenje 2 

147 P-160 A 7604027112720305 Haeriah Polewali 
Mandar 

Campalagian Kenje 2 

148 P-160 B Haeria Polewali 
Mandar 

Campalagian Kenje 2 

149 P-161 A 7604027112450312 Mariama Polewali 
Mandar 

Campalagian Kenje 3 

150 P-161 B Mariama Polewali 
Mandar 

Campalagian Kenje 3 

151 P-162 A 7604021611850002 Hasanuddin Polewali 
Mandar 

Campalagian Kenje 3 

152 P-162 B Hasanuddin Polewali Campalagian Kenje 3 
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Mandar  
 
 
 
 
 
 

Membuktikan 
bahwa 

Termohon 
mengggunakan 

Modus NIK 
ganda untuk 
melakukan 

Penggelembun
gan Suara 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

153 P-163 A 7604026511880001 Hasriani Polewali 
Mandar 

Campalagian Kenje 3 

154 P-163 B Hasriani Majene Pamboang Tinambung 1 

155 P-164 A 7604023112300043 
 

Abdullah Polewali 
Mandar 

Campalagian Kenje 4 

156 P-164 B Abdullah Polewali 
Mandar 

Campalagian Kenje 4 

157 P-165 A 7604023112640128 
 

Hasmadi Polewali 
Mandar 

Campalagian Kenje 4 

158 P-165 B Usman Polewali 
Mandar 

Campalagian Katumbangan 5 

159 P-166 A 7604025610940001 
 

Multi Muradewi Polewali 
Mandar 

Campalagian Kenje 4 

160 P-166 B Multi Muradewi Polewali 
Mandar 

Campalagian Kenje 3 

161 P-167 A 7604027112930096 
 

Masniati Polewali 
Mandar 

Campalagian Kenje 4 

162 P-167 B Masniati Polewali 
Mandar 

Balanipa Bala 3 

163 P-168 A 7604023112750307 
 

Jamaluddin. D Polewali 
Mandar 

Campalagian Kenje 4 

164 P-168 B Jamaluddin.D Polewali 
Mandar 

Campalagian Kenje 3 

165 P-169 A 7604023112690176 
 

Sahabuddin Polewali 
Mandar 

Campalagian Kenje 4 

166 P-169 B Idris Polewali 
Mandar 

Campalagian Katumbangan 6 

167 P-170 A 7604020107930336 Ibnu Zaiyyad Polewali 
Mandar 

Campalagian Kenje 4 
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168 P-170 B Nawir Mamuju Utara Sarudu Bulu Mario 5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Membuktikan 
bahwa 

Termohon 
mengggunakan 

Modus NIK 
ganda untuk 
melakukan 

Penggelembun
gan Suara 

 
 
 
 
 
 
 

169 P-171 A 7604026802910002 
 

Salmawati Polewali 
Mandar 

Campalagian Kenje 5 

170 P-171 B Salmawati Polewali 
Mandar 

Campalagian Kenje 4 

171 P-172 A 7604021411770003 
 

Abdul Halim Polewali 
Mandar 

Campalagian Kenje 5 

172 P-172 B Abdul Halim Polewali 
Mandar 

Campalagian Kenje 4 

173 P-173 A 7604064501910004 
 

Nurbayani Polewali 
Mandar 

Campalagian Lagi-Agi 3 

174 P-173 B Nurbayani Polewali 
Mandar 

Binuang Amola 3 

175 P-174 A 7604021201930006 
 

Sudirman Polewali 
Mandar 

Campalagian Laliko 2 

176 P-174 B Sudirman Polewali 
Mandar 

Campalagian Kenje 2 

177 P-175 A 7604027112770096 
 

Hasnawati Polewali 
Mandar 

Campalagian Laliko 3 

178 P-175 B Hasnawati Polewali 
Mandar 

Binuang Rea 4 

179 P-176 A 7605081401900001 
 

Suwandi Polewali 
Mandar 

Campalgian Laliko 3 

180 P-176 B Suwandi Majene Banggae 
Timur 

Labuang 2 

181 P-177 A 7604023112850140 
 

Nasriah Polewali 
Mandar 

Campalagian Laliko 4 

182 P-177 B Syarifuddin Polewali 
Mandar 

Campalagian Kenje 4 

183 P-178 A 7604023112690107 Alimuddin Polewali Campalagian Lampoko 4 
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 Mandar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Membuktikan 

bahwa 
Termohon 

mengggunakan 
Modus NIK 

ganda untuk 
melakukan 

Penggelembun
gan Suara 

 
 
 

184 P-178 B Alimuddin Polewali 
Mandar 

Campalagian Lampoko 12 

185 P-179 A 7604027112600373 
 

Rabi Polewali 
Mandar 

Campalagian Lampoko 5 

186 P-179 B Hawiah Polewali 
Mandar 

Campalagian Katumbangan 4 

187 P-180 A 7604133112700119 
 

Baharuddin Polewali 
Mandar 

Campalagian Lampoko 5 

188 P-180 B Baharuddin Polewali 
Mandar 

Anreapi Duampanua 3 

189 P-181 A 7604027112430111 
 

Sogo Polewali 
Mandar 

Campalagian Lampoko 5 

190 P-181 B Rahma Polewali 
Mandar 

Campalagian Lampoko 5 

191 P-182 A 7604020705880003 
 

Usman Polewali 
Mandar 

Campalagian Lampoko 6 

192 P-182 B Usman Polewali 
Mandar 

Campalagian Bonde 2 

193 P-183 A 7604021909870003 
 

Ahmad Anwar Polewali 
Mandar 

Campalagian Lapeo 1 

194 P-183 B Mustaring Polewali 
Mandar 

Campalagian Katumbangan 
Lemo 

1 

195 P-184 A 7604021611960003 
 

Herman Polewali 
Mandar 

Campalagian Lapeo 2 

196 P-184 B Herman Polewali 
Mandar 

Tikke Raya Tikke 3 

197 P-185 A 7604021209800001 Samsul Polewali 
Mandar 

Campalagian Lapeo 2 

198 P-185 B Safaruddin Polewali Campalagian Bonde 5 

 
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 

Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 
 



172 
 

Mandar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Membuktikan 
bahwa 

Termohon 
mengggunakan 

Modus NIK 
ganda untuk 
melakukan 

Penggelembun
gan Suara 

 
 
 

199 P-186 A 7604022110850003 
 

Taslim Polewali 
Mandar 

Campalagian Lapeo 2 

200 P-186 B Taslim Spd Majene Banggae 
Timur 

Lembang 3 

201 
P-187 A 

7604023112850153 
 

Ahmad Hidayat 
Tau 

 

Polewali 
Mandar 

Campalagian Lapeo 3 

202 P-187 B Risna Polewali 
Mandar 

Campalagian Botto 5 

203 P-188 A 7604023112920106 
 

Hapil Polewali 
Mandar 

Campalagian Lapeo 4 

204 P-188 B Rahman Polewali 
Mandar 

Campalagian Katumbangan 
Lemo 

3 

205 P-189 A 7604024508630001 
 

Subaeda Polewali 
Mandar 

Campalagian Lapeo 4 

206 P-189 B Sarifah Polewali 
Mandar 

Campalagian Bonde 6 

207 P-190 A 7604023112860071 
 

Ali Polewali 
Mandar 

Campalagian Lapeo 4 

208 P-190 B Ali Polewali 
Mandar 

Campalagian Lapeo 1 

209 P-191 A 7604124107570167 
 

Hj. Mina Polewali 
Mandar 

Campalagian Lapeo 4 

210 P-191 B Hj. MINA Polewali 
Mandar 

Balanipa Bala 4 

211 P-192 A 7604027112670140 
 

Jahara Polewali 
Mandar 

Campalagian Lapeo 4 

212 P-192 B Usman Polewali 
Mandar 

Campalagian Lapeo 4 
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213 P-193 A 7604027112550193 
 

Mardawia Polewali 
Mandar 

Campalagian Lapeo 6  
 
 

214 P-193 B Sanabiah Polewali 
Mandar Campalagian 

Katumbangan 
Lemo 4 

215 P-194 A 7604022308820001 
 

Habibi. B Polewali 
Mandar 

Campalagian Lapeo 6 

216 P-194 B Habibi 
Baharsyah 

Polewali 
Mandar Campalagian Kenje 4 

217 P-195 A 7604026010860004 
 

Nuryanti Polewali 
Mandar 

Campalagian Lapeo 6 

218 P-195 B Nuryanti Polewali 
Mandar Campalagian Kenje 4 

219 P-196 A 7604024502950003 
 

Anita Polewali 
Mandar 

Campalagian Ongko 1 

220 P-196 B Derita Polewali 
Mandar Campalagian Lampoko 2 

221 P-197 A 7604024107640165 
 

St.Alimah Polewali 
Mandar 

Campalagian Ongko 1 

222 P-197 B Sunawia Polewali 
Mandar Campalagian Kenje 3 

223 P-198 A 7604023112820258 
 

Sudirman Polewali 
Mandar 

Campalagian Ongko 4 

224 P-198 B Ilyas Polewali 
Mandar Campalagian Ongko 4 

225 P-199 A 7601084303950002 
 

Husniah Polewali 
Mandar 

Campalagian Padang Timur 1 

226 P-199 B Husniah Mamuju Utara Tikke Raya Lariang 5 

227 P-200 A 7604022007920005 
 

Warman Polewali 
Mandar 

Campalagian Padang Timur 1 

228 P-200 B Warman Polewali Bulo Bulo 2 
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Mandar 

229 P-201 A 7604023112490085 
 

Rasid Polewali 
Mandar 

Campalagian Padang Timur 2 

230 P-201 B Baya Polewali 
Mandar Campalagian Padang Timur 2 

231 P-202 A 7604025605980003 
 

Nurmiati Polewali 
Mandar 

Campalagian Padang Timur 2 

232 P-202 B Nurmiati Polewali 
Mandar Campalagian Padang Timur 1 

233 P-203 A 7604020301970005 
 

Yusuf Polewali 
Mandar Campalagian Padang Timur 3 

234 P-203 B Yusuf Polewali 
Mandar Campalagian Padang Timur 2 

235 P-204 A 7604022710990001 
 

Idris Polewali 
Mandar Campalagian Padang Timur 3 

236 P-204 B Idris Polewali 
Mandar Campalagian Padang Timur 3 

237 P-205 A 7604024908970006 
 

Husniati Polewali 
Mandar Campalagian Padang Timur 4 

238 P-205 B Husniati Polewali 
Mandar Campalagian Padang Timur 4 

239 P-206 A 7604024408860004 
 

Nurhayati Polewali 
Mandar Campalagian Payampa 2 

240 P-206 B Sadariah Polewali 
Mandar Campalagian Lampoko 7 

241 P-207 A 7604023112670156 
 

Mahamu Polewali 
Mandar Campalagian Payampa 4 

242 P-207 B Amir Polewali 
Mandar Bulo Pulliwa 5 

243 P-208 A 7604024107430089 Hj. St. Asia Polewali Campalagian Pappang 4 
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 Mandar 

244 P-208 B Hadiah Polewali 
Mandar Campalagian Botto 3 

245 P-209 A 7604022504780002 
 

Adnan Ilyas Polewali 
Mandar Campalagian Pappang 4 

246 P-209 B Adnan Ilyas Polewali 
Mandar Campalagian Kenje 4 

247 P-210 A 7604021003750001 
 

Aril Polewali 
Mandar Campalagian Pappang 4 

248 P-210 B Wahab Polewali 
Mandar Campalagian Lagi-Agi 3 

249 P-211 A 7604020107680292 
 

Hakim Polewali 
Mandar Campalagian Pappang 4 

250 P-211 B Hakim Polewali 
Mandar Campalagian Pappang 1 

251 P-212 A 7604024206950001 
 

Muliana Polewali 
Mandar Campalagian Pappang 5 

252 P-212 B Nurlianti Polewali 
Mandar Campalagian Kenje 3 

253 P-213 A 7604023112640048 
 

Bahtiar Polewali 
Mandar Campalagian Pappang 5 

254 P-213 B Syamsul Polewali 
Mandar Campalagian Kenje 1 

255 P-214 A 7604021106840003 
 

Ilham Chaidir Polewali 
Mandar 

Campalagian Parappe 2 

256 P-214 B Ilham Chaidir 
Djalil 

Polewali 
Mandar Campalagian Kenje 1 

257 P-215 A 7604023012900006 
 

Muhammad 
Irfan 

Polewali 
Mandar 

Campalagian Parappe 3 

258 P-215 B Muhammad Polewali Campalagian Lagi-Agi 3 
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Irfan Mandar 

259 P-216 A 7604023107600003 
 

Hamsa Polewali 
Mandar 

Campalagian Parappe 3 

260 P-216 B Hamsa Polewali 
Mandar Campalagian Parappe 3 

261 P-217 A 7604024304980004 
 

Erra Polewali 
Mandar Campalagian Parappe 4 

262 P-217 B Erra Majene Banggae 
Timur Labuang 1 

263 P-218 A 7604027110790001 
 

Janna Polewali 
Mandar Campalagian Parappe 4 

264 P-218 B Janna Polewali 
Mandar Campalagian Parappe 4 

265 P-219 A 7604023112960080 
 

Baharuddin Polewali 
Mandar Campalagian Parappe 6 

266 P-219 B Munawir Polewali 
Mandar Campalagian Kenje 5 

267 P-220 A 7604023112790136 
 

Israil Polewali 
Mandar Campalagian Parappe 6 

268 P-220 B Agus Polewali 
Mandar Campalagian Gattungan 3 

269 P-221 A 7604026012970006 
 

Masida Polewali 
Mandar Campalagian Parappe 7 

270 P-221 B Masida Mamuju Utara Tikke Raya Pajalele 1 

271 P-222 A 7604027112580216 
 

Halimah Polewali 
Mandar Campalagian Sumarrang 1 

272 P-222 B Masaria Polewali 
Mandar Campalagian Bonde 9 

273 P-223 A 604021501150007 
 

Juma Polewali 
Mandar Campalagian Sumarrang 3 
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274 P-223 B Tika Polewali 
Mandar Campalagian Padang 1 

275 P-224 A 7604022804087226 
 

Marayang Polewali 
Mandar Campalagian Sumarrang 3 

276 P-224 B Taya Polewali 
Mandar Campalagian Kenje 4 

277 P-225 A 7604025008970001 
 

Irma Polewali 
Mandar Campalagian Sumarrang 4 

278 P-225 B Suparni Polewali 
Mandar Campalagian Botto 1 

279 P-226 A 7604020207870002 
 

Sukur Polewali 
Mandar Campalagian Sumarrang 4 

280 P-226 B Ansyar Idrus Polewali 
Mandar Campalagian Bonde 1 

281 P-227 A 7604021709960001 
 

Mukhlis Polewali 
Mandar Campalagian Sumarrang 4 

282 P-227 B Anto Polewali 
Mandar Campalagian Botto 1 

283 P-228 A 7604025207900003 
 

Darmawati Polewali 
Mandar Campalagian Sumarrang 4 

284 P-228 B Juliana Polewali 
Mandar Campalagian Panyampa 5 

285 P-229 A 7604026103930002 
 

Juliana Polewali 
Mandar Campalagian Sumarrang 6 

286 P-229 B Suprianti Polewali 
Mandar Campalagian Panyampa 1 

287 P-230 A 7604023112690258 
 

Hamali Polewali 
Mandar Campalagian Sumarrang 7 

288 P-230 B Endang Polewali 
Mandar Campalagian Katumbangan 6 
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289 P-231 A 7604024107870445 
 

Musdalifah Polewali 
Mandar Campalagian Sumarrang 7 

290 P-231 B Sitti Asma Polewali 
Mandar Campalagian Sumarrang 7 

291 P-232 A 7604023112700405 
 

Muntar Polewali 
Mandar Campalagian Sumarrang 8 

292 P-232 B Kaco Bidol Polewali 
Mandar Campalagian Sumarrang 5 

293 P-233 A 7604020203630001 
 

Sudirman. M Polewali 
Mandar Campalagian Sumarrang 9 

294 P-233 B Sudirman M Mamuju Utara Sarudu Bulu Mario 5 

295 P-234 A 7604025208970001 
 

Surianti Polewali 
Mandar Campalagian Sumarrang 10 

296 P-234 B Nurlaelah Polewali 
Mandar Campalagian Lampoko 5 

297 P-235 A 7604023112710146 Husain Polewali 
Mandar 

Campalagian Suruang 5 

298 P-235 B Bachtiar Polewali 
Mandar Campalagian Kenje 1 

299 P-236 A 7604154302960002 
 

Eni Polewali 
Mandar 

Limboro Lembang 
Lembang 

1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

300 P-236 B Eni Polewali 
Mandar Allu Puppu Uring 4 

301 P-237 A 7604113112800129 
 

Naharuddin Polewali 
Mandar 

Limboro Lembang 
Lembang 

1 

302 P-237 B Naharuddin Polewali 
Mandar Balanipa Balanipa 1 

303 P-238 A 7604123112730047 
 

Muhammad 
Sabri 

Polewali 
Mandar 

Limboro Lembang 
Lembang 

2 

304 P-238 B Hammanur Polewali Balanipa Galung Tuluk 3 
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Mandar  
 
 

Membuktikan 
bahwa 

Termohon 
mengggunakan 

Modus NIK 
ganda untuk 
melakukan 

Penggelembun
gan Suara 

 
 

305 P-239 A 7604065112890004 
 

Ida Ramadani Polewali 
Mandar 

Limboro Lembang 
Lembang 

5 

306 P-239 B Ida Ramadani Polewali 
Mandar Binuang Rea 5 

307 P-240 A 7604063112850137 
 

Ramli Polewali 
Mandar 

Limboro Lembang 
Lembang 

5 

308 P-240 B Ramli Polewali 
Mandar Binuang Rea 5 

309 P-241 A 7605020101840001 
 

Syamsul Polewali 
Mandar 

Limboro Limboro 1 

310 P-241 B Samsul Majene Pamboang Pesuloang 1 

311 P-242 A 7604117112720155 
 

Hapsah Polewali 
Mandar 

Limboro Napo 1 

312 P-242 B Hapsa Polewali 
Mandar Binuang Paku 4 

313 P-243 A 7604114712900001 
 

Nirma Polewali 
Mandar 

Limboro Napo 2 

314 P-243 B Nirma Polewali 
Mandar Bulo Patambanua 4 

315 P-244 A 7604117112420084 
 

St. Awah Polewali 
Mandar 

Limboro Palece 1 

316 P-244 B Sitti Awa Polewali 
Mandar Limboro Palece 1 

317 P-245 A 7604024512930003 
 

Meyra Polewali 
Mandar 

Limboro Palece 3 

318 P-245 B Meyra Polewali 
Mandar Campalagian Bonde 9 

319 P-246 A 7604114312950001 
 

Djihan Arman Polewali 
Mandar 

Limboro Palece 3 
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320 P-246 B Jihan Arman Majene Banggae 
Timur Lembang 5 

321 P-247 A 7604111010640001 
 

Arman Polewali 
Mandar 

Limboro Palece 3 

322 P-247 B Drs.Arman Majene Banggae 
Timur Lembang 5 

323 P-248 A 7601014606810001 
 

Anisa Polewali 
Mandar 

Limboro Renggeang 3 

324 P-248 B Marlina Mamuju Utara Bambaira Kaluku Nangka 5 

325 P-249 A 7605014505940001 
 

Nirwana Polewali 
Mandar 

Limboro Renggeang 3 

326 P-249 B Fatmawati Majene Banggae Rangas 4 

327 P-250 A 7604020607830001 
 

Asril Polewali 
Mandar 

Limboro Salarri 2 

328 P-250 B Asril Polewali 
Mandar Campalagian Panyampa 3 

329 P-251 A 7604120107850224 
 

Saripuddin Polewali 
Mandar 

Limboro Salarri 2 

330 P-251 B Saripuddin Polewali 
Mandar Balanipa Mosso 3 

331 P-252 A 7604110501860002 
 

Mursida Polewali 
Mandar 

Limboro Samasundu 2 

332 P-252 B Mursida Polewali 
Mandar Allu Saragian 3 

333 P-253 A 7604114101810004 
 

Supiati Polewali 
Mandar 

Limboro Tandasura 3 

334 P-253 B Supiati Majene Banggae 
Timur Tande Timur 2 

335 P-254 A 7604113112900074 
 

Usman Polewali 
Mandar 

Limboro Tandasura 3 

 
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 

Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 
 



181 
 

336 P-254 B Usman Polewali 
Mandar Binuang Rea 4 

337 P-255 A 7605087112870073 
 

Nasrawati Polewali 
Mandar 

Limboro Tangan Baru 1 

338 P-255 B Hasnah Majene Banggae Galung 6 

339 P-256 A 7605083112350018 
 

Maamun Polewali 
Mandar 

Limboro Todang 
Todang 

1 

340 P-256 B Ma'amun Majene Banggae 
Timur Labuang Utara 3 

341 P-257 A 7604114701660095 
 

Masaria Polewali 
Mandar 

Limboro Todang 
Todang 

3 

342 P-257 B Masaria Mamuju Utara Bambaira Bambaira 4 

343 P-258 A 7604100409930001 
 

Muhammad Nur Polewali 
Mandar 

Luyo Baru 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Membuktikan 
adanya NIK 

Ganda 

344 P-258 B Rustam Polewali 
Mandar Luyo Baru 1 

345 P-259 A 7604103012650023 
 

H.Syamsuddin Polewali 
Mandar 

Luyo Baru 1 

346 P-259 B H.Samsuddin Polewali 
Mandar Luyo Baru 1 

347 P-260 A 7604026504930003 
 

Mardiah Polewali 
Mandar 

Luyo Baru 4 

348 P-260 B Mardiah Polewali 
Mandar Campalagian Lapeo 6 

349 P-261 A 7604100405890003 
 

Sudirman Polewali 
Mandar 

Luyo 
Batupanga 

3 

350 P-261 B Sudirman Polewali 
Mandar Campalagian Lapeo 5 

351 P-262 A 604027112700171 
 

Nurbia Polewali 
Mandar 

Luyo 
Batupanga 

4 
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352 P-262 B Nurbia Polewali 
Mandar Campalagian Padang Timur 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Membuktikan 
bahwa 

Termohon 
mengggunakan 

Modus NIK 

353 P-263 A 7604100205890003 
 

Amiruddin Polewali 
Mandar 

Luyo 
Batupanga 

5 

354 P-263 B Amiruddin Polewali 
Mandar Luyo Batupanga 5 

355 P-264 A 7604104106730001 
 

Hasmia Polewali 
Mandar 

Luyo 
Batupanga 

5 

356 P-264 B Hasmia Polewali 
Mandar Balanipa Sabang Subik 5 

357 P-265 A 7604103112630065 
 

Uddin Polewali 
Mandar 

Luyo 
Batupanga 

6 

358 P-265 B Muhammad 
Idris 

Polewali 
Mandar Luyo Batupanga 6 

359 P-266 A 7604101806930007 
 

Nuramin Polewali 
Mandar 

Luyo Batupanga 
Daala 

2 

360 P-266 B Nur Amin Majene Banggae 
Timur Tande Timur 1 

361 P-267 A 7604021002950006 
 

Sama Polewali 
Mandar 

Luyo Batupanga 
Daala 

3 

362 P-267 B Sama Polewali 
Mandar Campalagian Botto 4 

363 P-268 A 7604100311930001 
 

Tamrin Polewali 
Mandar 

Luyo Luyo 1 

364 P-268 B Tamrin Polewali 
Mandar Luyo Luyo 1 

365 P-269 A 7604101511850002 
 

Sulasman Polewali 
Mandar 

Luyo Luyo 3 

366 P-269 B Sulasman Polewali 
Mandar Bulo Pulliwa 6 
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367 P-270 A 7604040809770003 
 

Rusdi Arif Polewali 
Mandar 

Luyo Luyo 4 ganda untuk 
melakukan 

Penggelembun
gan Suara 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

368 P-270 B Rusdi Arif Polewali 
Mandar Balanipa Sabang Subik 5 

369 P-271 A 7604107112770167 
 

Hasni Polewali 
Mandar 

Luyo Luyo 4 

370 P-271 B Hasni Polewali 
Mandar Luyo 

Batupanga 
Daala 5 

371 P-272 A 7604125008880001 
 

Lina Polewali 
Mandar 

Luyo Mambu 2 

372 P-272 B Ruhaniah Polewali 
Mandar Balanipa Sabang Subik 1 

373 P-273 A 7604103112780110 
 

Ancu Polewali 
Mandar 

Luyo Mambu 3 

374 P-273 B Taswing Lewa Mamuju Utara Bambaira Kaluku Nangka 1 

375 P-274 A 7604107112710102 
 

Farida Polewali 
Mandar 

Luyo Mambu 3 

376 P-274 B Farida Polewali 
Mandar Binuang Paku 2 

377 P-275 A 7604061204960003 
 

Muhammad 
Husain 

Polewali 
Mandar 

Luyo Mambu 3 

378 P-275 B Bahril Polewali 
Mandar Binuang Rea 5 

379 P-276 A 7604103112860145 
 

Hasbi Caming Polewali 
Mandar 

Luyo Mapili Barat 1 

380 P-276 B Hasbi Caming Majene Malunda Maliaya 2 

381 P-277 A 7604107112740055 
 

Maryam Polewali 
Mandar 

Luyo Mapili Barat 1 

382 P-277 B Maryam Polewali 
Mandar Campalagian Parappe 3 
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383 P-278 A 7604103112870084 
 

Nasrul Polewali 
Mandar 

Luyo Mapili Barat 2  
 

Membuktikan 
bahwa 

Termohon 
mengggunakan 

Modus NIK 
ganda untuk 
melakukan 

Penggelembun
gan Suara 

 

384 P-278 B Nasrul Polewali 
Mandar Limboro Palece 2 

385 P-279 A 7604100104850001 
 

Zainuddin Polewali 
Mandar 

Luyo Mapili Barat 3 

386 P-279 B Haisa Polewali 
Mandar Luyo Mapili Barat 3 

387 P-280 A 7604104212700004 
 

Rahmawati Polewali 
Mandar 

Luyo Mapili Barat 4 

388 P-280 B Rahmawati, Se Polewali 
Mandar Luyo Mapili Barat 4 

389 P-281 A 7604104204900003 
 

Hasmira Polewali 
Mandar 

Luyo Mapili Barat 4 

390 P-281 B Suryah Polewali 
Mandar Luyo Luyo 4 

391 P-282 A 7604117112680082 
 

Ba'daria Polewali 
Mandar 

Luyo Mapili Barat 4 

392 P-282 B Ba'daria Polewali 
Mandar Limboro Salarri 1 

393 P-283 A 7604102103800002 
 

Junaedi Polewali 
Mandar Luyo 

Puccadi 1 

394 P-283 B Junaedi Polewali 
Mandar Luyo Puccadi 1 

395 P-284 A 7604025308950004 
 

Suriani Polewali 
Mandar Luyo 

Puccadi 2 

396 P-284 B Suriani Polewali 
Mandar Campalagian Katumbangan 6 

397 P-285 A 7604023112900164 
 

Suaib Polewali 
Mandar Luyo 

Puccadi 2 
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398 P-285 B Suaib Polewali 
Mandar Campalagian Lampoko 4 

399 P-286 A 7604107112920042 
 

Ria Aslan Polewali 
Mandar Luyo 

Puccadi 2 

400 P-286 B Ria Aslan Polewali 
Mandar Luyo Mambu 3 

401 P-287 A 7604105007990002 
 

Dewi Polewali 
Mandar 

Luyo Pussui 1 

402 P-287 B Suriyani Polewali 
Mandar Anreapi Anreapi 2 

403 P-288 A 7604107112590055 
 

Bunas Polewali 
Mandar 

Luyo Pussui 4 

404 P-288 B Jama Polewali 
Mandar Luyo Baru 2 

405 P-289 A 7604104308920005 
 

Hadia Polewali 
Mandar 

Luyo Pussui Barat 1 

406 P-289 B Hadia Majene Pamboang Simbang 2 

407 P-290 A 7605060905880002 
 

Akhsa Barak Polewali 
Mandar Luyo 

Sambali Wali 3 

408 P-290 B Akhsan Barak Majene Tammerodo 
Sendana Seppong 4 

409 P-291 A 7605011804830002 
 

Baharuddin Polewali 
Mandar Luyo 

Sambali Wali 3 

410 P-291 B Baharuddin Majene Banggae Rangas 9 

411 P-292 A 7604103112820120 
 

Hasanuddin Polewali 
Mandar Luyo 

Sambali Wali 3 

412 P-292 B Hasanuddin Polewali 
Mandar Campalagian Sumarrang 4 

413 P-293 A 7604100304900002 
 

Habib Rahman Polewali 
Mandar 

Luyo Tenggelang 1 
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414 P-293 B Habib Rahman Polewali 
Mandar Campalagian Lampoko 4 

415 P-294 A 7604104208880001 
 

Rahabiah Polewali 
Mandar 

Luyo Tenggelang 3 

416 P-294 B Rahabiah Polewali 
Mandar Campalagian 

Katumbangan 
Lemo 3 

417 P-295 A 7604103112740162 
 

Nusri Nurdin 
Wahid 

Polewali 
Mandar 

Luyo Tenggelang 3 

418 P-295 B Saharuddin Polewali 
Mandar Luyo Mapili Barat 4 

419 P-296 A 7604104310950001 
 

Lisma Polewali 
Mandar 

Luyo Tenggelang 3 

420 P-296 B Lisma Polewali 
Mandar Binuang Tonyaman 1 

421 P-297 A 7604103112700105 
 

Dullah Hamma 
Tager 

Polewali 
Mandar 

Luyo Tenggelang 4 

422 P-297 B Hammanur Polewali 
Mandar Luyo Baru 4 

423 P-298 A 7604106011930002 
 

Ulzam Nurafifa Polewali 
Mandar 

Luyo Tenggelang 4 

424 P-298 B Ulzum Nurafifa Majene Banggae Totoli 3 

425 P-299 A 7604025110850006 
 

Dahlia Polewali 
Mandar 

Luyo Tenggelang 4 

426 P-299 B Dahlia Polewali 
Mandar Campalagian Padang Timur 1 

427 P-300 A 7604023112740238 
 

Muhammad Arif Polewali 
Mandar 

Luyo Tenggelang 4 

428 P-300 B Muhammad Arif Polewali 
Mandar Campalagian Padang Timur 1 

429 P-301 A 7604103112830146 Ahmad Polewali Luyo Tenggelang 4 
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 Mandar 

430 P-301 B Husain Polewali 
Mandar Luyo Mapili Barat 2 

431 P-302 A 7604105207820004 
 

Suhra Polewali 
Mandar 

Luyo Tenggelang 5 

432 P-302 B Suhra Polewali 
Mandar Luyo Mambu 1 

433 P-303 A 7604105010880006 
 

Patmawati Polewali 
Mandar 

Luyo Tenggelang 5 

434 P-303 B Fatmawati Mamuju Utara Dapurang Bulu Bonggu 4 

435 P-304 A 7604104210860001 
 

Hasmiawati Polewali 
Mandar 

Luyo Tenggelang 5 

436 P-304 B Hasmiawati Mamuju Utara Dapurang Bulu Bonggu 4 

437 P-305 A 7604105808940001 
 

Rijanizah Polewali 
Mandar 

Luyo Tenggelang 5 

438 P-305 B Rijanizah Polewali 
Mandar Limboro Napo 2 

439 P-306 A 7604101304950001 
 

Irfan Polewali 
Mandar 

Luyo Tenggelang 5 

440 P-306 B Irfan Polewali 
Mandar Balanipa Galung Tuluk 5 

441 P-307 A 7604085212450001 
 

Garatia Polewali 
Mandar 

MAPILI BEROANGIN 1  
 
 
 
 
 
 
 
 

442 P-307 B Garatia Majene 
PAMBOANG 

BANUA 
ADOLANG 1 

443 P-308 A 7604104101970002 
 

Intan Polewali 
Mandar 

MAPILI BEROANGIN 1 

444 P-308 B Intan Polewali 
Mandar LUYO MAPILI BARAT 1 

445 P-309 A 7604100708870003 Habibi Polewali MAPILI BEROANGIN 1 
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 Mandar  
 
 
 
 
 
 
 
 

Membuktikan 
bahwa 

Termohon 
mengggunakan 

Modus NIK 
ganda untuk 
melakukan 

Penggelembun
gan Suara 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

446 P-309 B Habibi Polewali 
Mandar LUYO BATUPANGA 5 

447 P-310 A 7604162006860001 
 

Ritto Polewali 
Mandar 

MAPILI BEROANGIN 1 

448 P-310 B Ritto Polewali 
Mandar BULO PULLIWA 1 

449 P-311 A 7604086505960003 
 

Irma Polewali 
Mandar 

MAPILI BEROANGIN 1 

450 P-311 B Irma Polewali 
Mandar LUYO 

BATUPANGA 
DAALA 3 

451 P-312 A 7604120107850285 
 

Kamaruddin Polewali 
Mandar 

MAPILI BEROANGIN 2 

452 P-312 B Kamaruddin Polewali 
Mandar BALANIPA BALA 3 

453 P-313 A 7604127112850060 
 

Jumiati.K Polewali 
Mandar 

MAPILI BEROANGIN 2 

454 P-313 B Jumiati. K Polewali 
Mandar BALANIPA BALA 3 

455 P-314 A 7604083012820006 
 

Muh. Taslim Polewali 
Mandar 

MAPILI BEROANGIN 3 

456 P-314 B Muh. Taslim Polewali 
Mandar 

CAMPALAGI
AN 

KATUMBANG
AN 6 

457 P-315 A 7604082008800001 
 

Usman Polewali 
Mandar 

MAPILI BEROANGIN 3 

458 P-315 B Usman Polewali 
Mandar 

CAMPALAGI
AN BOTTO 1 

459 P-316 A 7604085107850001 
 

Erna Polewali 
Mandar 

MAPILI BEROANGIN 3 

460 P-316 B Erna Polewali CAMPALAGI BOTTO 1 
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Mandar AN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Membuktikan 
bahwa 

Termohon 
mengggunakan 

Modus NIK 
ganda untuk 
melakukan 

Penggelembun
gan Suara 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

461 P-317 A 7604104609960006 
 

Salmiana Polewali 
Mandar 

MAPILI BEROANGIN 4 

462 P-317 B Salmiana Polewali 
Mandar LUYO 

BATUPANGA 
DAALA 6 

463 P-318 A 7604080812920002 
 

Irfan. S Polewali 
Mandar 

MAPILI BEROANGIN 4 

464 P-318 B Irfan.S Polewali 
Mandar LUYO 

BATUPANGA 
DAALA 6 

465 P-319 A 7604083112610035 
 

Lampa Polewali 
Mandar 

MAPILI BONNE 
BONNE 

1 

466 P-319 B Lampa Polewali 
Mandar MAPILLI 

BONNE 
BONNE 1 

467 P-320 A 7604025102850002 
 

Wahida Polewali 
Mandar 

MAPILI BONNE 
BONNE 

3 

468 P-320 B Wahida Polewali 
Mandar 

CAMPALAGI
AN 

KATUMBANG
AN 2 

469 P-321 A 7604084212930002 
 

Ardilla Polewali 
Mandar 

MAPILI BONNE 
BONNE 

3 

470 P-321 B Ardilla Polewali 
Mandar BALANIPA 

GALUNG 
TULUK 3 

471 P-322 A 7604081209870001 
 

Abd. Rahman Polewali 
Mandar 

MAPILI BONRA 1 

472 P-322 B Abd Rahman Polewali 
Mandar LUYO MAPILI BARAT 4 

473 P-323 A 7604107112880074 
 

Hasna Polewali 
Mandar 

MAPILI BONRA 1 

474 P-323 B Hasna Polewali 
Mandar LUYO MAPILI BARAT 2 

475 P-324 A 7604085012910003 Nurlela Polewali MAPILI BONRA 2 
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 Mandar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Membuktikan 

bahwa 
Termohon 

mengggunakan 

476 P-324 B Nurlela Polewali 
Mandar 

CAMPALAGI
AN BOTTO 2 

477 P-325 A 7604023012830008 
 

Rusdi Polewali 
Mandar 

MAPILI BONRA 2 

478 P-325 B Rusdi Polewali 
Mandar 

CAMPALAGI
AN PAPPANG 3 

479 P-326 A 7604124802980001 
 

Rosi Polewali 
Mandar 

MAPILI BONRA 3 

480 P-326 B Rossi Polewali 
Mandar BALANIPA BALA 3 

481 P-327 A 7604106703880001 
 

Halima Polewali 
Mandar 

MAPILI BONRA 4 

482 P-327 B Halima Polewali 
Mandar LUYO PUCCADI 1 

483 P-328 A 7604025703870001 
 

Erni Safitri Polewali 
Mandar 

MAPILI BONRA 5 

484 P-328 B Ernisafitri Polewali 
Mandar 

CAMPALAGI
AN BOTTO 3 

485 P-329 A 7604086512980001 
 

Sukmawati Polewali 
Mandar 

MAPILI BONRA 5 

486 P-329 B Sukmawati Polewali 
Mandar BALANIPA 

PAMBUSUAN
G 10 

487 P-330 A 7604025703840002 
 

Sarifah Fahria Polewali 
Mandar 

MAPILI BUKU 1 

488 P-330 B Sarifah Fahriah Polewali 
Mandar 

CAMPALAGI
AN BONDE 4 

489 P-331 A 7604083112790028 
 

Ridwan Polewali 
Mandar 

MAPILI BUKU 1 

490 P-331 B Ridwan Polewali MAPILLI BUKU 1 
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Mandar Modus NIK 
ganda untuk 
melakukan 

Penggelembun
gan Suara 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

491 P-332 A 7604082605810003 
 

Aliandy Polewali 
Mandar 

MAPILI BUKU 1 

492 P-332 B Aliandy Polewali 
Mandar 

CAMPALAGI
AN BONDE 6 

493 P-333 A 760  
4084805910001 

 

Harma Polewali 
Mandar 

MAPILI BUKU 3 

494 P-333 B Harma Polewali 
Mandar 

CAMPALAGI
AN LALIKO 1 

495 P-334 A 7604080107670122 
 

Arifin Polewali 
Mandar 

MAPILI BUKU 3 

496 P-334 B Arifin Majene BANGGAE 
TIMUR LEMBANG 7 

497 P-335 A 7604022807840001 
 

Ramadhan Polewali 
Mandar 

MAPILI BUKU 4 

498 P-335 B Ramadhan Polewali 
Mandar 

CAMPALAGI
AN 

KATUMBANG
AN LEMO 5 

499 P-336 A 7604087112840065 
 

Keni Polewali 
Mandar 

MAPILI BUKU 4 

500 P-336 B Keni Polewali 
Mandar LUYO LUYO 2 

501 P-337 A 7604083112780061 
 

Yadi Polewali 
Mandar 

MAPILI BUKU 4 

502 P-337 B Yadi Polewali 
Mandar LUYO LUYO 2 

503 P-338 A 7604023008910002 
 

Agusalim Polewali 
Mandar 

MAPILI BUKU 4 

504 P-338 B Agussalim Polewali 
Mandar 

CAMPALAGI
AN LALIKO 5 

505 P-339 A 7604110106990001 Ade Irman. S Polewali MAPILI BUKU 4 
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 Mandar Membuktikan 
bahwa 

Termohon 
mengggunakan 

Modus NIK 
ganda untuk 
melakukan 

Penggelembun
gan Suara 

 

506 P-339 B Ade Irman S Polewali 
Mandar LIMBORO SALARRI 1 

507 P-340 A 7604020104880001 
 

Ruslan Polewali 
Mandar 

MAPILI BUKU 5 

508 P-340 B Ruslan Polewali 
Mandar 

CAMPALAGI
AN 

KATUMBANG
AN 4 

509 P-341 A 7604021408930002 
 

Herman Polewali 
Mandar 

MAPILI KURMA 1 

510 P-341 B Herman Polewali 
Mandar 

CAMPALAGI
AN LAMPOKO 2 

511 P-342 A 7604084509850009 
 

Nur Dahlia Polewali 
Mandar 

MAPILI KURMA 1 

512 P-342 B Nurdahlia Majene SENDANA LIMBUA 4 

513 P-343 A 7604082203820001 
 

Haruna Polewali 
Mandar 

MAPILI KURMA 1 

514 P-343 B Haruna Majene SENDANA LIMBUA 4 

515 P-344 A 7604081112750003 
 

Haris Polewali 
Mandar 

MAPILI KURMA 1 

516 P-344 B Haris Polewali 
Mandar BULO PULLIWA 6 

517 P-345 A 7604020107900358 
 

Yusuf Polewali 
Mandar 

MAPILI KURMA 1 

518 P-345 B Yusuf Polewali 
Mandar 

CAMPALAGI
AN KENJE 4 

519 P-346 A 7604021812840002 
 

Mustapa Polewali 
Mandar 

MAPILI KURMA 2 

520 P-346 B Mustapa Polewali 
Mandar 

CAMPALAGI
AN PAPPANG 6 

521 P-347 A 7604086709850001 Rosita Polewali MAPILI KURMA 3 
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 Nurhasanah Mandar 

522 P-347 B Rosita 
Nurhasanah 

Mamuju Utara 
PEDONGGA MARTASARI 4 

523 P-348 A 7604103112910091 
 

Bohari Polewali 
Mandar 

MAPILI KURMA 3 

524 P-348 B Bohari Polewali 
Mandar LUYO 

SAMBALI 
WALI 3 

525 P-349 A 7604106806900001 
 

Muna Polewali 
Mandar 

MAPILI KURMA 3 

526 P-349 B Muna Polewali 
Mandar LUYO TENGGELANG 5 

527 P-350 A 7604100510850002 
 

Angga.R Polewali 
Mandar 

MAPILI KURMA 4 

528 P-350 B Angga. R Polewali 
Mandar LUYO BARU 1 

529 P-351 A 7604086805840001 
 

Patmawati Polewali 
Mandar 

MAPILI KURMA 4 

530 P-351 B Fatma Polewali 
Mandar ALLU SARAGIAN 1 

531 P-352 A 7604084506710001 
 

Yasni Polewali 
Mandar 

MAPILI KURMA 4 

532 P-352 B Nurlina Polewali 
Mandar MAPILLI KURMA 4 

533 P-353 A 7604107112820170 
 

Masdaliyah,S.P
d 

Polewali 
Mandar 

MAPILI KURMA 4 

534 P-353 B Masdaliyah Polewali 
Mandar LUYO 

BATUPANGA 
DAALA 2 

535 P-354 A 7604080506900001 
 

Ikrar Polewali 
Mandar 

MAPILI KURMA 5 

536 P-354 B Ikrar Majene BANGGAE BARU 9 
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537 P-355 A 7604104903930001 
 

Rahmatia Polewali 
Mandar 

MAPILI KURMA 5 

538 P-355 B Darmawati Polewali 
Mandar LUYO PUSSUI 2 

539 P-356 A 7604082006950001 
 

Ansar Polewali 
Mandar 

MAPILI KURMA 5 

540 P-356 B Ansar Polewali 
Mandar LUYO BARU 4 

541 P-357 A 7604081208960008 
 

Zakaria Polewali 
Mandar 

MAPILI KURMA 5 

542 P-357 B Zakaria Polewali 
Mandar LUYO 

BATUPANGA 
DAALA 2 

543 P-358 A 7604080103450001 
 

Lele Randang Polewali 
Mandar 

MAPILI LANDI 
KANUSUANG 

1 

544 P-358 B Yage Polewali 
Mandar 

CAMPALAGI
AN BOTTO 5 

545 P-359 A 7604083112980042 
 

Patri Polewali 
Mandar 

MAPILI LANDI 
KANUSUANG 

2 

546 P-359 B Adipupa Polewali 
Mandar MAPILLI KURMA 3 

547 P-360 A 7604084107980094 
 

Sa'dian Polewali 
Mandar 

MAPILI LANDI 
KANUSUANG 

3 

548 P-360 B Sadiang Polewali 
Mandar MAPILLI 

LANDI 
KANUSUANG 3 

549 P-361 A 7604084603910001 
 

Mar Polewali 
Mandar 

MAPILI LANDI 
KANUSUANG 

3 

550 P-361 B Marwah Polewali 
Mandar BULO PULLIWA 6 

551 P-362 A 7604082111850001 
 

Usman Polewali 
Mandar 

MAPILI LANDI 
KANUSUANG 

4 
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552 P-362 B Usman Polewali 
Mandar LUYO 

BATUPANGA 
DAALA 4 

553 P-363 A 7604165503940001 
 

Indar Dewi Polewali 
Mandar 

Mapilli Mapili 1 

554 P-363 B Indar Dewi Polewali 
Mandar Bulo Sabura 2 

555 P-364 A 7604060107670141 
 

Mahmur Polewali 
Mandar 

Mapilli Mapili 1 

556 P-364 B Drs. Muh. Rijal Polewali 
Mandar Binuang Kuajang 2 

557 P-365 A 7604087112870042 
 

Hj. Nurhayati Polewali 
Mandar 

Mapilli Mapili 2 

558 P-365 B Jumriani Polewali 
Mandar Mapilli Bonne Bonne 1 

559 P-366 A 7604081304650001 
 

Haeruddin Polewali 
Mandar 

Mapilli Mapili 2 

560 P-366 B Haeruddin Polewali 
Mandar Bulo Sabura 1 

561 P-367 A 7604081708900003 
 

Agusman Polewali 
Mandar 

Mapilli Mapili 2 

562 P-367 B Agusman Polewali 
Mandar Mapilli Bonne Bonne 2 

563 P-368 A 7604083112600109 
 

Nurliah Polewali 
Mandar 

Mapilli Mapili 2 

564 P-368 B Iswan Polewali 
Mandar Mapilli Mapili 2 

565 P-369 A 7604160909870001 
 

Hasril Polewali 
Mandar 

Mapilli Mapili 2 

566 P-369 B Hasril Polewali 
Mandar Bulo Sabura 1 
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567 P-370 A 7604165507900001 
 

Suburiah, S. Pd Polewali 
Mandar 

Mapilli Mapili 2 

568 P-370 B Suburia Polewali 
Mandar Bulo Daala Timur 2 

569 P-371 A 7604081710900001 
 

Irpan Fadli Polewali 
Mandar 

Mapilli Mapili 3 

570 P-371 B Irpan Fadli, S. 
Pd.I 

Polewali 
Mandar Campalagian Kenje 1 

571 P-372 A 7604165808770001 
 

Murni Polewali 
Mandar 

Mapilli Mapili 3 

572 P-372 B Murni Polewali 
Mandar Bulo Sabura 1 

573 P-373 A 7604160107780027 
 

Nurdin Polewali 
Mandar 

Mapilli Mapili 3 

574 P-373 B Nurdin Polewali 
Mandar Bulo Sabura 1 

575 P-374 A 7604087112820051 
 

Hajjirah Polewali 
Mandar 

Mapilli Mapili 4 

576 P-374 B Rosmini Polewali 
Mandar Mapilli Kurma 3 

577 P-375 A 7605017012820008 
 

Suhura Polewali 
Mandar 

Mapilli Mapili 5 

578 P-375 B Haisa Majene Banggae Rangas 3 

579 P-376 A 7604085103930001 
 

Febi Padila Polewali 
Mandar 

Mapilli Rappang Barat 1 

580 P-376 B Hasri Polewali 
Mandar Mapilli Rappang Barat 1 

581 P-377 A 7604081507910001 
 

Asdar Polewali 
Mandar 

Mapilli Rappang Barat 1 

582 P-377 B Asdar Polewali Bulo Pulliwa 3 
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Mandar 

583 P-378 A 7604080907840001 
 

Kannu Polewali 
Mandar 

Mapilli Rappang Barat 1 

584 P-378 B Kannu Polewali 
Mandar Mapilli 

Landi 
Kanusuang 3 

585 P-379 A 7604084107790131 
 

Masaria Polewali 
Mandar 

Mapilli Rappang Barat 1 

586 P-379 B Masaria Polewali 
Mandar Mapilli 

Landi 
Kanusuang 2 

587 P-380 A 7604080107760095 
 

Kasim Polewali 
Mandar 

Mapilli Rappang Barat 1 

588 P-380 B Dinayanti Polewali 
Mandar Mapilli 

Landi 
Kanusuang 2 

589 P-381 A 7604100406910001 
 

Marsuki Polewali 
Mandar 

Mapilli Rappang Barat 2 

590 P-381 B Marsuki Polewali 
Mandar Luyo Batupanga 2 

591 P-382 A 7604100107810167 
 

Halia Polewali 
Mandar 

Mapilli Rappang Barat 2 

592 P-382 B Masdar Polewali 
Mandar Luyo Tenggelang 5 

593 P-383 A 7604080512860002 
 

Darwis Polewali 
Mandar 

Mapilli Rappang Barat 3 

594 P-383 B Basri Polewali 
Mandar Mapilli Bonne Bonne 1 

595 P-384 A 7604085205920002 
 

Salmiati Polewali 
Mandar 

Mapilli Rappang Barat 4 

596 P-384 B Irmawati Polewali 
Mandar Luyo Baru 6 

597 P-385 A 7604156509950003 Ariati Polewali Mapilli Rappang Barat 5 
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 Mandar 

598 P-385 B Ariati Polewali 
Mandar Allu Alu 2 

599 P-386 A 7604111012830002 
 

Mardiana Polewali 
Mandar 

Mapilli Rumpa 1 

600 P-386 B Mardiana Polewali 
Mandar Bulo Sabura 1 

601 P-387 A 7604111012830002 
 

Rudi Polewali 
Mandar 

Mapilli Rumpa 1 

602 P-387 B Rudi Polewali 
Mandar Limboro 

Lembang 
Lembang 3 

603 P-388 A 7604087112650144 
 

Ahmad Polewali 
Mandar 

Mapilli Rumpa 1 

604 P-388 B Lia Polewali 
Mandar Mapilli Rumpa 1 

605 P-389 A 7604084107890117 
 

Musdalipa Polewali 
Mandar 

Mapilli Rumpa 2 

606 P-389 B Musdalipa Polewali 
Mandar Campalagian Katumbangan 4 

607 P-390 A 7604112909950001 
 

Rudi Polewali 
Mandar 

Mapilli Rumpa 2 

608 P-390 B Rudi Polewali 
Mandar Limboro Napo 2 

609 P-391 A 7604083112860063 
 

Derhana Polewali 
Mandar 

Mapilli Rumpa 2 

610 P-391 B Rusman Polewali 
Mandar Mapilli Buku 4 

611 P-392 A 7604087112860051 
 

Murniati Polewali 
Mandar 

Mapilli Rumpa 2 

612 P-392 B Sappeami Polewali Mapilli Mapili 4 
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Mandar 

613 P-393 A 7604027112720283 
 

Nurhayati Polewali 
Mandar 

Mapilli Rumpa 2 

614 P-393 B Nurhayati. T Polewali 
Mandar Campalagian Lagi-Agi 1 

615 P-394 A 7604023112830159 
 

Basri Polewali 
Mandar 

Mapilli Rumpa 3 

616 P-394 B Basri Polewali 
Mandar Campalagian Botto 2 

617 P-395 A 7604025206990002 
 

Yulang Polewali 
Mandar 

Mapilli Rumpa 3 

618 P-395 B Yulang Polewali 
Mandar Campalagian Katumbangan 5 

619 P-396 A 7604085210850002 
 

Sannang Polewali 
Mandar 

Mapilli Rumpa 3 

620 P-396 B Sannang Polewali 
Mandar Campalagian 

Katumbangan. 
L 3 

621 P-397 A 7604084208930004 
 

Dia Polewali 
Mandar 

Mapilli Rumpa 3 

622 P-397 B Dia Polewali 
Mandar Campalagian Katumbangan 1 

623 P-398 A 7604023112620270 
 

Ricu Polewali 
Mandar 

Mapilli Rumpa 3 

624 P-398 B Ricu Polewali 
Mandar Campalagian Botto 4 

625 P-399 A 7604083112700140 
 

Sardin Polewali 
Mandar 

Mapilli Rumpa 3 

626 P-399 B H. Sardin Polewali 
Mandar Mapilli Rumpa 1 

627 P-400 A 7604080101900006 Ali Polewali Mapilli Rumpa 3 
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 Mandar 

628 P-400 B Ali Polewali 
Mandar Mapilli Buku 5 

629 P-401 A 7604084701700149 
 

Saratia Polewali 
Mandar 

Mapilli Rumpa 4 

630 P-401 B Saratia Polewali 
Mandar Luyo Puccadi 1 

631 P-402 A 7604087112880045 
 

Maryam 
Rahman 

Polewali 
Mandar 

Mapilli Rumpa 4 

632 P-402 B Ansar Polewali 
Mandar Mapilli Beroangin 3 

633 P-403 A 7604024504850006 
 

Isa Polewali 
Mandar 

Mapilli Rumpa 5 

634 P-403 B Isa Polewali 
Mandar Campalagian Botto 3 

635 P-404 A 7604086408870002 
 

Rahmi Polewali 
Mandar 

Mapilli Rumpa 5 

636 P-404 B Rahmi Polewali 
Mandar Luyo Mapili Barat 3 

637 P-405 A 7604083112690083 
 

Amiruddin Polewali 
Mandar 

Mapilli Rumpa 5 

638 P-405 B Amiruddin Polewali 
Mandar Mapilli Rumpa 2 

639 P-406 A 7604104311880002 
 

Rosita Polewali 
Mandar 

Mapilli Sattoko 1 

640 P-406 B Rosita Polewali 
Mandar Luyo Tenggelang 2 

641 P-407 A 7604105904900001 
 

Nurhidayah Polewali 
Mandar 

Mapilli Sattoko 1 

642 P-407 B Nurhidayah Polewali Luyo Pussui 1 
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Mandar 

643 P-408 A 7604027112860070 
 

Nuraeni, S.Pd Polewali 
Mandar 

Mapilli Segerang 1 

644 P-408 B Nuraeni Polewali 
Mandar Campalagian Bonde 4 

645 P-409 A 7604081508810001 
 

Pattola Polewali 
Mandar 

Mapilli Segerang 1 

646 P-409 B Murdianti.A, 
S.Pd. I 

Polewali 
Mandar Mapilli Mapili 3 

647 P-410 A 7604080107800173 
 

Arman Polewali 
Mandar 

Mapilli Segerang 1 

648 P-410 B Arman Polewali 
Mandar Mapilli Beroangin 1 

649 P-411 A 7604087112630064 
 

Saku Polewali 
Mandar 

Mapilli Segerang 1 

650 P-411 B Rabaia Polewali 
Mandar Mapilli Rappang Barat 1 

651 P-412 A 7604084107780122 
 

Naharia Polewali 
Mandar 

Mapilli Segerang 1 

652 P-412 B Kamil Polewali 
Mandar Mapilli Segerang 1 

653 P-413 A 7604087112440033 
 

Hania Polewali 
Mandar 

Mapilli Segerang 2 

654 P-413 B Hania Polewali 
Mandar Mapilli Segerang 1 

655 P-414 A 7604085212950001 
 

Nirwana Polewali 
Mandar 

Mapilli Segerang 2 

656 P-414 B Nirwana Polewali 
Mandar Mapilli Segerang 2 

657 P-415 A 7604020107840269 Maslia Polewali Mapilli Segerang 2 
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 Mandar 

658 P-415 B Hakim Polewali 
Mandar Campalagian Laliko 2 

659 P-416 A 7604084412880001 
 

Maslia Polewali 
Mandar 

Mapilli Segerang 2 

660 P-416 B Hakim Polewali 
Mandar Mapilli Segerang 2 

661 P-417 A 7604085611960002 
 

Inggi Angraeni. 
R 

Polewali 
Mandar 

Mapilli Ugibaru 1 

662 P-417 B Inggi Angraeni. 
R 

Polewali 
Mandar Mapilli Ugibaru 1 

663 P-418 A 7604082502920005 
 

Rudi Polewali 
Mandar 

Mapilli Ugibaru 2 

664 P-418 B Rudi Polewali 
Mandar Campalagian Botto 5 

665 P-419 A 7604086704940005 
 

Sri Wahyuni Polewali 
Mandar 

Mapilli Ugibaru 2 

666 P-419 B Sri Wahyuni Mamuju Utara Pasangkayu Pasangkayu 1 

667 P-420 A 7604087112520058 
 

Hj. Maryam Polewali 
Mandar 

Mapilli Ugibaru 2 

668 P-420 B Hj. Maryam Polewali 
Mandar Mapilli Ugibaru 1 

669 P-421 A 7604083112500075 
 

Syamsi Polewali 
Mandar 

Mapilli Ugibaru 2 

670 P-421 B Samsi Polewali 
Mandar Mapilli Ugibaru 1 

671 P-422 A 7604080308920002 
 

M. Syarif Guntur Polewali 
Mandar 

Mapilli Ugibaru 2 

672 P-422 B M.Syarif Guntur Polewali 
Mandar Luyo Batupanga 6 
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673 P-423 A 7604087112800113 
 

Nursahida Polewali 
Mandar 

Mapilli Ugibaru 2 

674 P-423 B Sahida Polewali 
Mandar Mapilli Ugibaru 2 

675 P-424 A 7604081304860002 
 

Hermia S. Polewali 
Mandar 

Mapilli Ugibaru 3 

676 P-424 B Rahmat Polewali 
Mandar MAPILLI KURMA 3 

677 P-425 A 7604081807890002 
 

Alfiansyar Polewali 
Mandar 

Mapilli Ugibaru 3 

678 P-425 B Alpian Ansar Majene Banggae Baru 5 

679 P-426 A 7604083112600060 
 

M.Saad Polewali 
Mandar 

Mapilli Ugibaru 5 

680 P-426 B Lannu Polewali 
Mandar Mapilli Bonne Bonne 1 

681 P-427 A 7604084709680005 
 

Ma,Imuna Polewali 
Mandar 

Mapilli Ugibaru 5 

682 P-427 B Ma,Imuna Polewali 
Mandar Limboro Palece 3 

683 P-428 A 7604080512590001 
 

Muh. Onang Polewali 
Mandar 

Mapilli Ugibaru 5 

684 P-428 B Muh.Onang Polewali 
Mandar Limboro Palece 3 

685 P-429 A 7604141206850003 
 

Sulaiman Polewali 
Mandar 

Matakali Barumbung 1  
 
 
 

Membuktikan 
bahwa 

Termohon 

686 P-429 B Sulaiman Polewali 
Mandar Limboro Limboro 3 

687 P-430 A 7604085610670001 
 

Purnamawati .R Polewali 
Mandar 

Matakali Barumbung 4 

688 P-430 B Purnamawati Polewali Mapilli Ugibaru 3 
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Rahman Mandar mengggunakan 
Modus NIK 

ganda untuk 
melakukan 

Penggelembun
gan Suara 

 

689 P-431 A 7604083112910056 
 

Ilham Resky 
Abadi 

Polewali 
Mandar Matakali Bunga-Bunga 1 

690 P-431 B Ilham Resky 
Abadi 

Polewali 
Mandar Mapilli Rappang Barat 4 

691 P-432 A 7604137112740053 
 

Jumaisa Polewali 
Mandar Matakali 

Indomakkombo
ng 2 

692 P-432 B Jumaisa Polewali 
Mandar Anreapi Papandangan 4 

693 P-433 A 7604130107970008 
 

Sattu Polewali 
Mandar Matakali 

Indomakkombo
ng 2 

694 P-433 B Sattu Polewali 
Mandar Anreapi Papandangan 4 

695 P-434 A 7604147112740052 
 

Suhuriah Polewali 
Mandar 

Matakali Matakali 1 

696 P-434 B Mulya Polewali 
Mandar Matakali 

Indomakkombo
ng 4 

697 P-435 A 7604064608750005 
 

Rahmawati.M.S.
Pd 

Polewali 
Mandar 

Matakali Matakali 5 

698 P-435 B Rahmawati. M Polewali 
Mandar Binuang Tonyaman 3 

699 P-436 A 7604142712930001 
 

Yusdar Polewali 
Mandar 

Matakali Matakali 7 

700 P-436 B Yusdar Mamuju Utara Dapurang Tirtabuana 1 

701 P-437 A 7604080108930002 
 

Mahmud Polewali 
Mandar 

Matakali 
Pasiang 

2 

702 P-437 B Mahmud Polewali 
Mandar Mapilli Kurma 1 

703 P-438 A 7604144107720144 
 

Megawati Polewali 
Mandar 

Matakali 
Pasiang 

2 
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704 P-438 B Megawati Polewali 
Mandar Matakali Matakali 7 

705 P-439 A 7604143012850009 
 

Indrawati Polewali 
Mandar 

Matakali 
Pasiang 

2 

706 P-439 B Samsul Polewali 
Mandar Matakali Pasiang 2 

707 P-440 A 7604143112500061 
 

Mallu Polewali 
Mandar 

Matakali 
Pasiang 

2 

708 P-440 B Nurbaeti Polewali 
Mandar Matakali Matakali 2 

709 P-441 A 7604065509960001 
 

Nuraeni Polewali 
Mandar 

Matakali 
Pasiang 

4 

710 P-441 B Nureni Polewali 
Mandar Binuang Batetangnga 9 

711 P-442 A 7604027112880103 
 

Hasriani Polewali 
Mandar 

Matakali 
Pasiang 

4 

712 P-442 B Hasriani Polewali 
Mandar Campalagian Gattungan 2 

713 P-443 A 7604144606970001 
 

Subria Polewali 
Mandar 

Matakali 
Pasiang 

6 

714 P-443 B Nurul Faisah Polewali 
Mandar Matakali Barumbung 4 

715 P-444 A 7604140107750106 
 

Ramli Polewali 
Mandar 

Matakali 
Pasiang 

6 

716 P-444 B Ramli Polewali 
Mandar Matakali Pasiang 3 

717 P-445 A 7604140112910002 
 

Nasra Ulan Polewali 
Mandar 

Matakali 
Pasiang 

6 

718 P-445 B M. Fadly Polewali 
Mandar Matakali Pasiang 6 
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719 P-446 A 7604143112350009 
 

Sali Polewali 
Mandar 

Matakali 
Pasiang 

6 

720 P-446 B Jumaila Polewali 
Mandar Matakali Pasiang 6 

721 P-447 A 7604067112580074 
 

Sina Polewali 
Mandar 

Matakali 
Pasiang 

7 

722 P-447 B Sina Polewali 
Mandar Binuang Tonyaman 1 

723 P-448 A 7604127112690076 
 

Ruhani Polewali 
Mandar 

Matakali 
Pasiang 

7 

724 P-448 B Ruhani Polewali 
Mandar Balanipa Pallis 1 

725 P-449 A 7604145107930001 
 

Sukriani Polewali 
Mandar 

Matakali 
Pasiang 

7 

726 P-449 B Sukriani Polewali 
Mandar Anreapi Duampanua 3 

727 P-450 A 7604026208920004 
 

Sapriani Polewali 
Mandar 

Matakali 
Pasiang 

7 

728 P-450 B Ifa 
Chaerunnisyah 

Polewali 
Mandar Campalagian Lapeo 1 

729 P-451 A 7604140607900001 
 

Sukri Polewali 
Mandar 

Matakali 
Pasiang 

7 

730 P-451 B Sukri Polewali 
Mandar Matakali Bunga-Bunga 1 

731 P-452 A 7604083012870010 
 

Bahtiar Polewali 
Mandar 

Matakali 
Pasiang 

7 

732 P-452 B Imaing Polewali 
Mandar Mapilli Ugibaru 5 

733 P-453 A 7604026604840001 
 

Irmawati Polewali 
Mandar 

Matakali Petampanua 2 

 
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 

Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 
 



207 
 

734 P-453 B Dahlia Polewali 
Mandar Campalagian 

Katumbangan 
Lemo 5 

735 P-454 A 7604140107910068 
 

Muhlis Polewali 
Mandar 

Matakali Petampanua 2 

736 P-454 B Andi Jufriadi Polewali 
Mandar Matakali Pasiang 2 

737 P-455 A 7604147112370015 
 

Si'a Polewali 
Mandar 

Matakali Petampanua 4 

738 P-455 B Sia Polewali 
Mandar Anreapi Duampanua 5 

739 P-456 A 7604144510750006 
 

Rasdiana Polewali 
Mandar 

Matakali Petampanua 4 

740 P-456 B St. Wahidah. A Polewali 
Mandar Matakali Matakali 3 

741 P-457 A 7604145210940009 
 

Rusmiwati Polewali 
Mandar 

Matakali Petampanua 6 

742 P-457 B Rusmiwati Polewali 
Mandar Matakali Matakali 5 

743 P-458 A 7604147112740026 
 

Suhaeba Polewali 
Mandar 

Matakali Petampanua 6 

744 P-458 B Darmawati Polewali 
Mandar Matakali Pasiang 2 

745 P-459 A 7604105006860005 
 

Rasnawati Polewali 
Mandar 

Matakali Petampanua 6 

746 P-459 B Rasnawati Polewali 
Mandar Luyo Mapili Barat 4 

747 P-460 A 7604140608740001 
 

Arifin Polewali 
Mandar 

Matakali Petampanua 7 

748 P-460 B Lias Polewali 
Mandar Matakali Pasiang 4 
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749 P-461 A 7604140210660001 
 

Latang Polewali 
Mandar 

Matakali Petampanua 8 

750 P-461 B Syafiuddin Polewali 
Mandar Balanipa Sabang Subik 6 

751 P-462 A 7604144304010001 
 

Nurainun Polewali 
Mandar 

Matakali Tonrolima 1 

752 P-462 B Marsuki Polewali 
Mandar Matakali Tonrolima 1 

753 P-463 A 7604125109840001 
 

Nadira Polewali 
Mandar 

Matakali Tonrolima 2 

754 P-463 B Nadira Polewali 
Mandar Balanipa Tamanggalle 3 

755 P-464 A 7604061302980001 
 

Ahmad Jumadil Polewali 
Mandar 

Matakali Tonrolima 2 

756 P-464 B Ahmad Jumadil Polewali 
Mandar Binuang Tonyaman 3 

757 P-465 A 7604145606930001 
 

Suburia Polewali 
Mandar 

Matakali Tonrolima 2 

758 P-465 B Fatmawati Polewali 
Mandar Matakali Pasiang 3 

759 P-466 A 7604150709830003 
 

Supriadi Polewali 
Mandar 

Matakali Tonrolima 3 

760 P-466 B Supriadi Polewali 
Mandar Allu Pao-Pao 4 

761 P-467 A 7604146305950001 
 

Rusmi Polewali 
Mandar 

Matakali Tonrolima 3 

762 P-467 B Muh.Yahya .B Polewali 
Mandar Matakali Barumbung 1 

763 P-468 A 7604140805660001 
 

Lauda Polewali 
Mandar 

Matakali Tonrolima 3 
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764 P-468 B Wahyuddin Polewali 
Mandar Matakali Petampanua 6 

765 P-469 A 7604090107650038 
 

Abd. Asis Polewali 
Mandar 

Matangnga Katimbang 1  
 
 
 
 

Membuktikan 
bahwa 

Termohon 
mengggunakan 

Modus NIK 
ganda untuk 
melakukan 

Penggelembun
gan Suara 

 

766 P-469 B Sida Polewali 
Mandar Anreapi Duampanua 2 

767 P-470 A 7604094809800001 
 

Nuradila Polewali 
Mandar 

Matangnga Katimba
ng 

1 

768 P-470 B Nuradila Polewali 
Mandar Bulo Sabura 1 

769 P-471 A 7604090507750002 
 

Roni Polewali 
Mandar 

Matangnga Katimba
ng 

1 

770 P-471 B Roni Polewali 
Mandar Bulo Sabura 1 

771 P-472 A 7604090101540001 
 

Topa Polewali 
Mandar 

Matangnga Katimba
ng 

2 

772 P-472 B Topa Polewali 
Mandar Anreapi Kelapa Dua 1 

773 P-473 A 7604097112870005 
 

Juatri Polewali 
Mandar 

Matangnga Lilli 1 

774 P-473 B Juatri Polewali 
Mandar Matakali Bunga-Bunga 1 

775 P-474 A 7604090706940001 
 

Sarfika Polewali 
Mandar 

Matangnga Matangnga 2 

776 P-474 B Sulkifli Polewali 
Mandar Matangnga Mambu Tapua 1 

777 P-475 A 7604090107950031 
 

Risdayanti Polewali 
Mandar 

Matangnga Matangnga 2 

778 P-475 B Wahyudi Polewali 
Mandar Matangnga Katimbang 1 
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779 P-476 A 7604090208950002 
 

Andar Polewali 
Mandar 

Matangnga Rangoan 3 

780 P-476 B Tasri Polewali 
Mandar Matangnga Rangoan 3 

781 P-477 A 7604093112800007 
 

Husnia Polewali 
Mandar 

Matangnga Rangoan 3 

782 P-477 B Kaco Nuria Polewali 
Mandar Matangnga Ba'ba Tapua 1 

783 P-478 A 7604046410850014 
 

Nurlim Reski 
Setiawan 

Polewali 
Mandar 

Polewali Darma 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Membuktikan 
bahwa 

Termohon 
mengggunakan 

Modus NIK 
ganda untuk 
melakukan 

Penggelembun
gan Suara 

 

784 
P-478 B 

Daniel 
Persyanto 
Pasengo 

Polewali 
Mandar 

Polewali Darma 1 

785 P-479 A 7604046410850014 
 

Nurul Hikmah Polewali 
Mandar 

Polewali Darma 1 

786 
P-479 B 

Daniel 
Persyanto 
Pasengo 

Polewali 
Mandar 

Polewali Darma 1 

787 P-480 A 7604046410850014 
 

Syahran. Ms Polewali 
Mandar 

Polewali Darma 1 

788 
P-480 B 

Daniel 
Persyanto 
Pasengo 

Polewali 
Mandar 

Polewali Darma 1 

789 P-481 A 7604046410850014 
 

Nurlina Reski 
Setiawan 

Polewali 
Mandar 

Polewali Darma 2 

790 
P-481 B 

Daniel 
Persyanto 
Pasengo 

Polewali 
Mandar 

Polewali Darma 1 

791 P-482 A 7604045609930003 
 

Seftilia Rahma 
Saputri 

Polewali 
Mandar 

Polewali Darma 2 
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792 P-482 B Seftilia Rahma 
Saputri 

Majene Banggae 
Timur Labuang Utara 11 

793 P-483 A 7604044511840007 
 

Handana Polewali 
Mandar 

Polewali Darma 3 

794 P-483 B Handana Polewali 
Mandar Luyo Puccadi 2 

795 P-484 A 7604040107800173 
 

Hasanuddin Polewali 
Mandar 

Polewali Darma 3 

796 P-484 B Hasanuddin Polewali 
Mandar Luyo Puccadi 2 

797 P-485 A 7604085703910002 
 

Saharia Polewali 
Mandar 

Polewali Darma 3 

798 P-485 B Saharia Polewali 
Mandar Mapilli Kurma 2 

799 P-486 A 7604135012700002 
 

Irmawati, A.Ma Polewali 
Mandar 

Polewali Darma 3 

800 P-486 B Irmawati Polewali 
Mandar Anreapi Anreapi 1 

801 P-487 A 7604046410850014 
 

Rosmini.Ar Polewali 
Mandar 

Polewali Darma 4 

802 
P-487 B 

Daniel 
Persyanto 
Pasengo 

Polewali 
Mandar 

Polewali Darma 1 

803 P-488 A 7605082501690001 
 

Sunardy. F Polewali 
Mandar 

Polewali Darma 4 

804 P-488 B Sunardy F Majene Banggae 
Timur Labuang 10 

805 P-489 A 7604143112650082 
 

Bolong Polewali 
Mandar 

Polewali Darma 4 

806 P-489 B Bolong Polewali Matakali Pasiang 7 
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Mandar 

807 P-490 A 7604135212940002 
 

Rasmi Polewali 
Mandar 

Polewali Darma 4 

808 P-490 B Rasmi Polewali 
Mandar Anreapi Kelapa Dua 4 

809 P-491 A 7604045003770001 
 

Mastura Polewali 
Mandar 

Polewali Darma 5 

810 P-491 B Mastura Polewali 
Mandar Anreapi Duampanua 3 

811 P-492 A 7604025212920001 
 

Rosmini Polewali 
Mandar 

Polewali Darma 6 

812 P-492 B Rosmini Polewali 
Mandar Campalagian Lapeo 4 

813 P-493 A 7604041308740005 
 

Agussalim Polewali 
Mandar 

Polewali Lantora 5 

814 P-493 B Agussalim Polewali 
Mandar Matakali Petampanua 8 

815 P-494 A 7604040107730080 
 

Muribin Polewali 
Mandar 

Polewali Lantora 9 

816 P-494 B Sarifuddin Polewali 
Mandar Polewali Lantora 5 

817 P-495 A 7604040109900007 
 

Ilham Polewali 
Mandar 

Polewali Lantora 10 

818 P-495 B Ilham Asyhary Majene Banggae Pangali Ali 2 

819 P-496 A 7604043112660063 
 

Lotong Polewali 
Mandar 

Polewali Mandate 1 

820 P-496 B Drs. M. Said Polewali 
Mandar Binuang Mammi 5 

821 P-497 A 7604160107610008 
 

Zainuddin Polewali 
Mandar 

Polewali Mandate 1 
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822 P-497 B Zainuddin Polewali 
Mandar Bulo Pulliwa 6 

823 P-498 A 7605034405910001 
 

Wyka Fadlianah Polewali 
Mandar 

Polewali Mandate 3 

824 P-498 B Irawati Majene Sendana Mosso 4 

825 P-499 A 7604121606920003 
 

Umar Majid Polewali 
Mandar 

Polewali Mandate 4 

826 P-499 B Umar Majid Polewali 
Mandar Polewali Madate 3 

827 P-500 A 7604043112650158 
 

Empang Polewali 
Mandar 

Polewali Mandate 4 

828 P-500 B Empang Polewali 
Mandar Binuang Amassangan 5 

829 P-501 A 7604084106930002 
 

Syarifah 
Mastura 

Polewali 
Mandar 

Polewali Mandate 5 

830 P-501 B Syarifah 
Masturah 

Polewali 
Mandar Mapilli Mapili 1 

831 P-502 A 7604086502910004 
 

Nera Ervianti, 
S.Kom 

Polewali 
Mandar 

Polewali Mandate 6 

832 P-502 B Nera Ervianti Polewali 
Mandar Mapilli Ugibaru 1 

833 P-503 A 7604045312900004 
 

Mardia Polewali 
Mandar 

Polewali Mandate 11 

834 P-503 B Nurwahidah Polewali 
Mandar Polewali Darma 8 

835 P-504 A 7604142009840001 
 

Ruslan Polewali 
Mandar 

Polewali Mandate 11 

836 P-504 B Ruslan Polewali 
Mandar Matakali Tonrolima 1 

837 P-505 A 7604043010690005 Bahuddin Polewali Polewali Manding 1 
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 Mandar 

838 P-505 B Bahuddin Polewali 
Mandar Polewali Madate 1 

839 P-506 A 7604044608960005 
 

Hariana Polewali 
Mandar 

Polewali Manding 1 

840 P-506 B Hariana Polewali 
Mandar Polewali Madate 1 

841 P-507 A 7604042705880003 
 

Abd. Akbar Polewali 
Mandar 

Polewali Manding 1 

842 P-507 B Abd.Kahar Polewali 
Mandar Polewali Manding 1 

843 P-508 A 7604040701830171 
 

Rasid No Kk Polewali 
Mandar 

Polewali Manding 1 

844 P-508 B Rasid No Kk Polewali 
Mandar Polewali Madate 1 

845 P-509 A 7604042107800004 Sumardin Polewali 
Mandar 

Polewali Manding 1 

846 P-509 B Sumardin Polewali 
Mandar Limboro Palece 1 

847 P-510 A 7604047112640118 
 

St. Aminah Polewali 
Mandar 

Polewali Manding 1 

848 P-510 B ST.AMINAH 
S.Pd 

Polewali 
Mandar Polewali Manding 1 

849 P-511 A 7604042702900001 
 

Muksin Polewali 
Mandar 

Polewali Manding 2 

850 P-511 B Muksim Polewali 
Mandar Campalagian Laliko 5 

851 P-512 A 7604045005600007 
 

Maryam Polewali 
Mandar 

Polewali Manding 2 

852 P-512 B Maryam Polewali Polewali Madate 1 
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Mandar 

853 P-513 A 7604060110980011 
 

Adi Setiawan Polewali 
Mandar 

Polewali Manding 2 

854 P-513 B Adi Setawan Polewali 
Mandar Binuang Kuajang 1 

855 P-514 A 7604043112670179 
 

Musa. S Polewali 
Mandar 

Polewali Manding 2 

856 P-514 B Musa. S Polewali 
Mandar Polewali Manding 1 

857 P-515 A 7604041212830011 
 

Irham Polewali 
Mandar 

Polewali Manding 2 

858 P-515 B Irham Polewali 
Mandar Balanipa Tammajarra 4 

859 P-516 A 7604140601770002 
 

Syahrir Polewali 
Mandar 

Polewali Manding 2 

860 P-516 B Syahrir Polewali 
Mandar Matakali Pasiang 4 

861 P-517 A 7604047112870078 
 

Nasra Polewali 
Mandar 

Polewali Manding 3 

862 P-517 B Nasra Polewali 
Mandar Polewali Manding 3 

863 P-518 A 7604041511920005 
 

Shandy. M Polewali 
Mandar 

Polewali Manding 3 

864 P-518 B Shandy.M Polewali 
Mandar Matakali Petampanua 6 

865 
P-519 A 

7605013107730002 
 

Irwan 
Trisnawan, 

S.Sos 

Polewali 
Mandar 

Polewali Manding 4 

866 P-519 B Irwan Trisnawan Majene Banggae Banggae 6 
867 P-520 A 7604024103840002 Marlina Aw Polewali Polewali Manding 4 
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 Mandar 

868 P-520 B Marlina. Aw Polewali 
Mandar Campalagian Kenje 4 

869 P-521 A 7604043005760002 
 

Saifullah Polewali 
Mandar 

Polewali Manding 4 

870 P-521 B Saifullah Polewali 
Mandar Polewali Manding 4 

871 P-522 A 7604160101960003 
 

A Rafik Polewali 
Mandar 

Polewali Manding 5 

872 P-522 B A. Rafik Polewali 
Mandar Bulo Ihing 2 

873 P-523 A 7604040112900009 
 

Hasdar Polewali 
Mandar 

Polewali Manding 5 

874 P-523 B Hasdar Polewali 
Mandar Polewali Manding 1 

875 P-524 A 7604044107650113 
 

Sitti Ari Polewali 
Mandar 

Polewali Manding 5 

876 P-524 B Sitti Ari Polewali 
Mandar Polewali Manding 1 

877 P-525 A 7604040801680005 
 

Rakhmat Polewali 
Mandar 

Polewali Manding 5 

878 P-525 B Yammang Polewali 
Mandar Polewali Manding 5 

879 P-526 A 7604041908970002 
 

Mustika Polewali 
Mandar 

Polewali Manding 5 

880 P-526 B Mustika Polewali 
Mandar Polewali Madate 4 

881 P-527 A 7604041105840002 
 

La Tang Polewali 
Mandar 

Polewali Manding 5 

882 P-527 B Latang Polewali Anreapi Duampanua 2 
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Mandar 

883 P-528 A 7604041107990004 
 

M. Imam 
Ghazali 

Polewali 
Mandar 

Polewali Pekkabata 1 

884 P-528 B Muhammad 
Irwan 

Polewali 
Mandar Polewali Pekkabata 1 

885 P-529 A 7604027112780178 
 

Wahida Syam Polewali 
Mandar 

Polewali Pekkabata 1 

886 P-529 B Wahida Syam Polewali 
Mandar Campalagian Padang Timur 1 

887 P-530 A 7604044208820002 
 

Nurhayati Polewali 
Mandar 

Polewali Pekkabata 1 

888 P-530 B Haerany Ramly Majene Banggae 
Timur Labuang Utara 6 

889 P-531 A 7604045010720005 
 

Armawati Puang 
Kuma 

Polewali 
Mandar 

Polewali Pekkabata 2 

890 P-531 B Yervina Manaf 
Sp 

Majene Banggae 
Timur Labuang 4 

891 P-532 A 7604045710800004 
 

Sudiani,S Kom Polewali 
Mandar 

Polewali Pekkabata 2 

892 P-532 B Harmi Polewali 
Mandar Binuang Kuajang 4 

893 P-533 A 7604021710670001 
 

Zainuddin Polewali 
Mandar 

Polewali Pekkabata 3 

894 P-533 B Zainuddin Polewali 
Mandar Campalagian Laliko 5 

895 P-534 A 7604043112620152 
 

Sunardi Polewali 
Mandar 

Polewali Pekkabata 3 

896 P-534 B Andi Asma Polewali 
Mandar Polewali Madate 4 

897 P-535 A 7604141405540001 Sukur Polewali Polewali Pekkabata 3 
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 Mandar 

898 P-535 B Sukur Polewali 
Mandar Matakali 

Indomakkombo
ng 3 

899 P-536 A 7604044505560001 
 

Nurhayati. K Polewali 
Mandar 

Polewali Pekkabata 3 

900 P-536 B Sitti Isa Polewali 
Mandar Polewali Lantora 9 

901 P-537 A 7604041808850003 
 

Taslim Bassal Polewali 
Mandar 

Polewali Pekkabata 4 

902 P-537 B Taslim Bassal, 
S. Km 

Polewali 
Mandar Campalagian Kenje 1 

903 P-538 A 7604043112880141 
 

Ismail Polewali 
Mandar 

Polewali Pekkabata 4 

904 P-538 B Rerung Polewali 
Mandar Polewali Darma 4 

905 P-539 A 7604040110700006 
 

Abd.Kadir Polewali 
Mandar 

Polewali Pekkabata 4 

906 P-539 B Muh. Afiat Polewali 
Mandar Polewali Lantora 3 

907 P-540 A 7604131707920002 
 

Asdar Polewali 
Mandar 

Polewali Pekkabata 5 

908 P-540 B Asdar Polewali 
Mandar Anreapi Anreapi 3 

909 
P-541 A 

7604043112780104 
 

Agus 
Komaruddin 

Soleh 

Polewali 
Mandar 

Polewali Pekkabata 5 

910 P-541 B Sennang Polewali 
Mandar Polewali Lantora 5 

911 P-542 A 7604041104820006 
 

Abdul Rahman Polewali 
Mandar 

Polewali Pekkabata 5 
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912 P-542 B Samsul Polewali 
Mandar Matakali Pasiang 3 

913 P-543 A 7604044508670006 
 

Nurhaema Polewali 
Mandar 

Polewali Pekkabata 5 

914 P-543 B Hj.Naima Polewali 
Mandar Polewali Manding 1 

915 P-544 A 7371011508810002 
 

Hardianti Polewali 
Mandar 

Polewali Pekkabata 5 

916 P-544 B Sulfika Polewali 
Mandar Polewali Pekkabata 5 

917 P-545 A 7604110107700009 
 

Sumaila Hamu Polewali 
Mandar 

Polewali Pekkabata 6 

918 P-545 B Sumaila Hamu Polewali 
Mandar Limboro Napo 2 

919 P-546 A 7604043112630170 
 

Gisman Polewali 
Mandar 

Polewali Pekkabata 7 

920 P-546 B GISMAN,S.Sos Polewali 
Mandar Polewali Pekkabata 1 

921 P-547 A 7604043112590123 
 

Drs.Rahmat.M.
H. 

Polewali 
Mandar 

Polewali Pekkabata 7 

922 P-547 B Rahmat Polewali 
Mandar Polewali Pekkabata 1 

923 P-548 A 7604101205700001 
 

Sharir Polewali 
Mandar 

Polewali Polewali 1 

924 P-548 B Sharir Polewali 
Mandar Luyo Mapili Barat 3 

925 P-549 A 7604047008930003 
 

Maya Sari Polewali 
Mandar 

Polewali Polewali 1 

926 P-549 B Maya Sari Polewali 
Mandar Matakali Petampanua 8 
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927 P-550 A 7604125808910001 
 

Asmawati Polewali 
Mandar 

Polewali Polewali 2 

928 P-550 B Asmawati Polewali 
Mandar Balanipa Tamanggalle 3 

929 P-551 A 7604041105790004 
 

Muh. Syarif Polewali 
Mandar 

Polewali Polewali 2 

930 P-551 B Suhaeni T Polewali 
Mandar Binuang Tonyaman 1 

931 P-552 A 7604041703880006 
 

Muh. Ikbal S Polewali 
Mandar 

Polewali Polewali 2 

932 P-552 B Yunus Patanda Mamuju Utara Bambalamotu Randomayang 5 

933 P-553 A 7604066807940003 
 

Nirwana Polewali 
Mandar 

Polewali Polewali 2 

934 P-553 B Nirwana Polewali 
Mandar Binuang Mirring 4 

935 P-554 A 7604041610920001 
 

Bisman Polewali 
Mandar 

Polewali Polewali 2 

936 P-554 B Bisman Polewali 
Mandar Binuang Mirring 5 

937 P-555 A 7604047112690106 
 

Masna Polewali 
Mandar 

Polewali Polewali 2 

938 P-555 B Masna Polewali 
Mandar Binuang Mirring 5 

939 P-556 A 7604045610940005 
 

Nety 
Lismayanty 

Polewali 
Mandar 

Polewali Polewali 2 

940 P-556 B Nety 
Lismayanty 

Polewali 
Mandar Binuang Mirring 5 

941 P-557 A 7604041202880005 
 

Andi Baitullah 
Asgap 

Polewali 
Mandar 

Polewali Polewali 2 

942 P-557 B Andi Baitullah Polewali Binuang Amassangan 4 
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Asgap Mandar 

943 P-558 A 7604143112770045 
 

Nursam Polewali 
Mandar 

Polewali Polewali 2 

944 P-558 B Nursam Polewali 
Mandar Matakali Petampanua 7 

945 P-559 A 7604046702960006 
 

Julius Aco Polewali 
Mandar 

Polewali Polewali 3 

946 P-559 B Nisma Purnama Polewali 
Mandar Anreapi Anreapi 3 

947 P-560 A 7604046405960002 
 

Ningsih Polewali 
Mandar 

Polewali Polewali 3 

948 P-560 B Nengsih Polewali 
Mandar Binuang Mammi 5 

949 P-561 A 7604047112760073 
 

Maria Kessa Polewali 
Mandar 

Polewali Polewali 3 

950 P-561 B Mariakessa Polewali 
Mandar Binuang Mammi 5 

951 P-562 A 7604042610970002 
 

Nelson Wawan Polewali 
Mandar 

Polewali Polewali 3 

952 P-562 B Nelson Wawan Polewali 
Mandar Binuang Mammi 5 

953 P-563 A 7604043112740091 
 

Stefanus Tidung Polewali 
Mandar 

Polewali Polewali 3 

954 P-563 B Stefanus Tidung Polewali 
Mandar Binuang Mammi 5 

955 P-564 A 7604066403940005 
 

Indrayani Polewali 
Mandar 

Polewali Polewali 3 

956 P-564 B Indrayani Polewali 
Mandar Binuang Kaleok 1 

957 P-565 A 7604145010840003 Chiya Alwi Polewali Polewali Polewali 3 
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 Mandar 

958 P-565 B Chiya Alwi Polewali 
Mandar Matakali Bunga-Bunga 2 

959 P-566 A 7604040910150012 
 

Marlina Polewali 
Mandar 

Polewali Polewali 4 

960 P-566 B Iwan Setiawan, 
Se 

Polewali 
Mandar Polewali Polewali 4 

961 P-567 A 7604043112350014 
 

Saing Polewali 
Mandar 

Polewali Polewali 4 

962 P-567 B H. Tahsad Polewali 
Mandar Polewali Polewali 4 

963 P-568 A 7604046408980001 
 

Nugrah Wati Polewali 
Mandar 

Polewali Polewali 4 

964 P-568 B Irma Polewali 
Mandar Polewali Polewali 4 

965 P-569 A 7604043112570119 
 

Keccung Polewali 
Mandar 

Polewali Polewali 4 

966 P-569 B Martina Polewali 
Mandar Polewali Polewali 4 

967 P-570 A 7604060511890008 
 

Muhammad 
Ismail 

Polewali 
Mandar 

Polewali Polewali 4 

968 P-570 B Ismail Polewali 
Mandar Binuang Kaleok 3 

969 P-571 A 7604042501800003 
 

Muh. Rais Polewali 
Mandar 

Polewali Polewali 4 

970 P-571 B Muh. Rais Polewali 
Mandar Binuang Mammi 2 

971 P-572 A 7604041205700002 
 

Muhammad 
Natsir 

Polewali 
Mandar 

Polewali Polewali 4 

972 P-572 B Muhammad Polewali Binuang Tonyaman 1 
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Natsir Mandar 

973 P-573 A 7604041212770012 
 

Nursan Polewali 
Mandar 

Polewali Polewali 4 

974 P-573 B Nursan Polewali 
Mandar Binuang Tonyaman 5 

975 P-574 A 7604123112620049 
 

Abd. Wahid Polewali 
Mandar 

Polewali Polewali 4 

976 P-574 B Abd. Wahid Polewali 
Mandar Balanipa Galung Tuluk 2 

977 P-575 A 7604040807770004 
 

Tahir Polewali 
Mandar 

Polewali Polewali 4 

978 P-575 B Tahir Polewali 
Mandar Binuang Tonyaman 1 

979 P-576 A 7604044107840054 
 

Fitri Polewali 
Mandar 

Polewali Polewali 6 

980 P-576 B Fitri Mamuju Utara Pasangkayu Pasangkayu 10 

981 P-577 A 7604046602900002 
 

Hasriani Polewali 
Mandar 

Polewali Polewali 6 

982 P-577 B Hasriani Polewali 
Mandar Mapilli Kurma 1 

983 P-578 A 7604124101890007 
 

Nur Atika Polewali 
Mandar 

Polewali Polewali 7 

984 P-578 B Nuratika Polewali 
Mandar Balanipa Pambusuang 1 

985 P-579 A 7604042802830008 
 

Wahyuddin Polewali 
Mandar 

Polewali Polewali 7 

986 P-579 B Wahyuddin Polewali 
Mandar Binuang Kuajang 1 

987 P-580 A 7604045607730002 
 

Hadriana Polewali 
Mandar 

Polewali Polewali 7 

 
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 

Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 
 



224 
 

988 P-580 B Nurdiana Polewali 
Mandar Polewali Pekkabata 4 

989 P-581 A 7604060303870001 
 

Jasman Polewali 
Mandar 

Polewali Polewali 7 

990 P-581 B Jasman Polewali 
Mandar Binuang Tonyaman 3 

991 P-582 A 7604042004940005 
 

Abd. Muttalib Polewali 
Mandar 

Polewali Polewali 7 

992 P-582 B Irsaldi Polewali 
Mandar Polewali Madate 1 

993 P-583 A 7604020106960002 
 

Aiman Arifin Polewali 
Mandar 

Polewali Polewali 7 

994 P-583 B Aiman Arifin Polewali 
Mandar Campalagian Laliko 3 

995 P-584 A 7604041011910001 
 

Sultan Polewali 
Mandar 

Polewali Polewali 7 

996 P-584 B Heril Polewali 
Mandar Polewali Polewali 1 

997 P-585 A 7604063108760001 
 

Adhi Andri 
Hamzah 

Polewali 
Mandar 

Polewali Polewali 7 

998 P-585 B Adhi Andri 
Hamzah 

Polewali 
Mandar Binuang Rea 5 

999 P-586 A 7604064312790002 
 

Hasmiah Polewali 
Mandar 

Polewali Polewali 7 

1000 P-586 B Hasmiah Polewali 
Mandar Binuang Rea 5 

1001 P-587 A 7604046404000013 
 

Maisi Polewali 
Mandar 

Polewali Polewali 8 

1002 P-587 B Maisi Polewali 
Mandar Binuang Mammi 5 
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1003 P-588 A 7604044104940008 
 

Sarifa Husirana. 
M 

Polewali 
Mandar 

Polewali Polewali 8 

1004 P-588 B Nur Afivah 
Rahma 

Polewali 
Mandar Polewali Pekkabata 7 

1005 P-589 A 7604043112590106 
 

Amiruddin Polewali 
Mandar 

Polewali Polewali 8 

1006 P-589 B Amiruddin Polewali 
Mandar Binuang Rea 3 

1007 P-590 A 7604043112830106 
 

Kamistang Polewali 
Mandar 

Polewali Polewali 8 

1008 P-590 B Kamistang Polewali 
Mandar Binuang Rea 3 

1009 P-591 A 7604044101670013 
 

Yuliani Polewali 
Mandar 

Polewali Polewali 9 

1010 P-591 B Yuliani Polewali 
Mandar Campalagian Laliko 1 

1011 P-592 A 7604042006620003 
 

Arif Bin Kote Polewali 
Mandar 

Polewali Polewali 9 

1012 P-592 B Arif Bin Kote Polewali 
Mandar Campalagian Laliko 1 

1013 P-593 A 7604042808740001 
 

Muhammad Ali Polewali 
Mandar 

Polewali Polewali 9 

1014 P-593 B Muh. Ali Polewali 
Mandar Polewali Lantora 1 

1015 P-594 A 7604043112730059 
 

Rahmat Idris Polewali 
Mandar 

Polewali Polewali 9 

1016 P-594 B Jadil Polewali 
Mandar Polewali Darma 3 

1017 P-595 A 7604046811820002 
 

Idawati Polewali 
Mandar 

Polewali Polewali 9 
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1018 P-595 B Irnayanti S.Pd Polewali 
Mandar Polewali Madate 2 

1019 P-596 A 7604124107880262 
 

Bursa Polewali 
Mandar 

Polewali Polewali 9 

1020 P-596 B Busra Polewali 
Mandar Balanipa Pambusuang 8 

1021 P-597 A 7604044104850010 
 

Rosni Polewali 
Mandar 

Polewali Polewali 9 

1022 P-597 B Maslia Polewali 
Mandar Polewali Pekkabata 7 

1023 P-598 A 7604047112460108 
 

Becce Polewali 
Mandar 

Polewali Polewali 9 

1024 P-598 B Becce Polewali 
Mandar Polewali Polewali 4 

1025 P-599 A 7604044610860006 
 

Hernawati Polewali 
Mandar 

Polewali Polewali 9 

1026 P-599 B Hernawati. B Polewali 
Mandar Polewali Polewali 5 

1027 P-600 A 7604041807770007 
 

Abd. Rahman Polewali 
Mandar 

Polewali Polewali 9 

1028 P-600 B Abd. Rahman Polewali 
Mandar Polewali Polewali 8 

1029 P-601 A 7604060202710001 
 

Abd. Rahman Polewali 
Mandar 

Polewali Polewali 9 

1030 P-601 B Abd. Rahman Polewali 
Mandar Binuang Tonyaman 5 

1031 P-602 A 7604061909910004 
 

Burhanuddin Polewali 
Mandar 

Polewali Polewali 9 

1032 P-602 B Burhanuddin Polewali 
Mandar Binuang Tonyaman 4 
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1033 P-603 A 7604041303830005 
 

Muhammad Ali Polewali 
Mandar 

Polewali Polewali 9 

1034 P-603 B Muhammad Ali Polewali 
Mandar Binuang Kuajang 3 

1035 P-604 A 7604120107600174 
 

Talib Polewali 
Mandar 

Polewali Polewali 9 

1036 P-604 B Talib Polewali 
Mandar Balanipa Galung Tuluk 1 

1037 P-605 A 7604040102870002 
 

Burhan Polewali 
Mandar 

Polewali Polewali 10 

1038 P-605 B Burhan Polewali 
Mandar Binuang Tonyaman 6 

1039 P-606 A 7604064212930001 
 

Asniar Polewali 
Mandar 

Polewali Polewali 10 

1040 P-606 B Hasniar Polewali 
Mandar Binuang Tonyaman 1 

1041 P-607 A 7604046510940004 
 

Mayang Sari Polewali 
Mandar 

Polewali Sulewatang 1 

1042 P-607 B Mayang Sari Majene Banggae 
Timur Baurung 4 

1043 P-608 A 7604064107720213 
 

Bunga Tia Polewali 
Mandar 

Polewali Sulewatang 3 

1044 P-608 B Bunga Tia Polewali 
Mandar Binuang Tonyaman 3 

1045 P-609 A 7604097112940007 
 

Putri Polewali 
Mandar 

Polewali Sulewatang 3 

1046 P-609 B Futri Polewali 
Mandar Matangnga Rangoan 2 

1047 P-610 A 7604045805810005 
 

Rusnaeni Polewali 
Mandar 

Polewali Sulewatang 3 
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1048 P-610 B Rusnaeni Polewali 
Mandar Binuang Tonyaman 6 

1049 P-611 A 7604047112640191 
 

Najamia Polewali 
Mandar 

Polewali Sulewatang 6 

1050 P-611 B Najamia Polewali 
Mandar Polewali Sulewatang 6 

1051 P-612 A 7604023112920079 
 

Mahyuddin Polewali 
Mandar 

Polewali Sulewatang 7 

1052 P-612 B Mahyuddin Polewali 
Mandar Campalagian Suruang 1 

1053 P-613 A 7604041304880005 
 

Nursyamsiah Polewali 
Mandar 

Polewali Sulewatang 7 

1054 P-613 B Irfan.K Polewali 
Mandar Binuang Kuajang 4 

1055 P-614 A 7604044101740008 
 

Nurhaeni Polewali 
Mandar 

Polewali Sulewatang 8 

1056 P-614 B Nurhaeni Polewali 
Mandar Polewali Sulewatang 7 

1057 P-615 A 7604042005980006 
 

Dahlia Polewali 
Mandar 

Polewali 
Takatidung 

1 

1058 P-615 B Ahmad Irwandi 
Pratama 

Polewali 
Mandar Polewali Lantora 6 

1059 P-616 A 7604043008940005 
 

Rahmat Polewali 
Mandar 

Polewali 
Takatidung 

1 

1060 P-616 B Dahlan Polewali 
Mandar Polewali Manding 3 

1061 P-617 A 7604040510880006 
 

Ismail Polewali 
Mandar 

Polewali 
Takatidung 

1 

1062 P-617 B Arham Polewali 
Mandar Polewali Lantora 3 
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1063 P-618 A 7604046701860006 
 

Andi Ardiannah 
Tonra 

Polewali 
Mandar 

Polewali 
Takatidung 

1 

1064 P-618 B Goesniyanti 
Budi 

Polewali 
Mandar Polewali Polewali 5 

1065 P-619 A 7604140606760001 
 

Hamka Polewali 
Mandar 

Polewali 
Takatidung 

1 

1066 P-619 B Hamka Azis Polewali 
Mandar Matakali Petampanua 7 

1067 P-620 A 7604046103880003 
 

Indrajani Said Polewali 
Mandar 

Polewali 
Takatidung 

2 

1068 P-620 B Nurfadilah 
Kasim 

Majene Banggae 
Timur Labuang 3 

1069 P-621 A 7604043112940065 
 

Usman Polewali 
Mandar 

Polewali 
Takatidung 

2 

1070 P-621 B Asbar Polewali 
Mandar Polewali Manding 2 

1071 P-622 A 7604040707870017 
 

Haerul Polewali 
Mandar 

Polewali 
Takatidung 

2 

1072 P-622 B Haerul Anwar Polewali 
Mandar Binuang Kuajang 4 

1073 P-623 A 7604085504910001 
 

Masra. Y Polewali 
Mandar 

Polewali 
Takatidung 

2 

1074 P-623 B Masra. Y Polewali 
Mandar Mapilli Rappang Barat 1 

1075 P-624 A 7604042104880008 
 

Sirajuddin Polewali 
Mandar 

Polewali 
Takatidung 

2 

1076 P-624 B Suharni Polewali 
Mandar Polewali Manding 4 

1077 P-625 A 7604040808800001 
 

Ani Polewali 
Mandar 

Polewali 
Takatidung 

2 
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1078 P-625 B Supri Polewali 
Mandar Polewali Darma 8 

1079 P-626 A 7604042710850003 
 

Mahamuddin Polewali 
Mandar 

Polewali 
Takatidung 

2 

1080 P-626 B Mahamuddin Polewali 
Mandar Matakali Petampanua 4 

1081 P-627 A 7604043112500155 
 

Hamma Nur Polewali 
Mandar 

Polewali 
Takatidung 

3 

1082 P-627 B Tandi Polewali 
Mandar Polewali Lantora 6 

1083 P-628 A 7604040112800004 
 

Rasman Polewali 
Mandar 

Polewali 
Takatidung 

4 

1084 P-628 B Agussalim Polewali 
Mandar Binuang Kuajang 4 

1085 P-629 A 7604041005910012 
 

Baharullah Polewali 
Mandar 

Polewali 
Takatidung 

4 

1086 P-629 B Baharullah Polewali 
Mandar Matakali Petampanua 5 

1087 P-630 A 7604041602990002 
 

Sarwan Polewali 
Mandar 

Polewali 
Takatidung 

4 

1088 P-630 B Zulkarnaen Al 
Ayyubi 

Polewali 
Mandar Polewali Takatidung 1 

1089 P-631 A 7604047112690121 
 

Nurlina Polewali 
Mandar 

Polewali 
Takatidung 

4 

1090 P-631 B Nurlina Polewali 
Mandar Polewali Darma 4 

1091 P-632 A 7604043112850096 
 

Hasriani Polewali 
Mandar 

Polewali 
Takatidung 

4 

1092 P-632 B Zainuddin Polewali 
Mandar Polewali Darma 7 
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1093 P-633 A 7604046005950001 
 

Husniah. J Polewali 
Mandar 

Polewali 
Takatidung 

4 

1094 P-633 B Hadriyanti Polewali 
Mandar Polewali Pekkabata 1 

1095 P-634 A 7604024204920002 
 

Nurlina Polewali 
Mandar 

Polewali 
Takatidung 

4 

1096 P-634 B Nurlina Polewali 
Mandar Campalagian 

Katumbangan 
Lemo 5 

1097 P-635 A 7604045912920002 
 

Andi Wahyuni 
Munsir 

Polewali 
Mandar 

Polewali 
Takatidung 

4 

1098 P-635 B Ramlah. J Polewali 
Mandar Polewali Madate 2 

1099 P-636 A 7604043112760123 
 

Basir Polewali 
Mandar 

Polewali 
Takatidung 

4 

1100 P-636 B Sukwan Timpor Polewali 
Mandar Polewali Madate 7 

1101 P-637 A 7604040907950008 
 

Muh. Reskiadi. 
S 

Polewali 
Mandar 

Polewali 
Takatidung 

5 

1102 P-637 B Muh. Fadli Hd Polewali 
Mandar Polewali Manding 3 

1103 P-638 A 7604040110690003 
 

Amin Polewali 
Mandar 

Polewali 
Takatidung 

6 

1104 P-638 B Saktiawan Polewali 
Mandar Polewali Lantora 3 

1105 P-639 A 7604042011960003 
 

M.Yusuf Polewali 
Mandar 

Polewali 
Takatidung 

6 

1106 P-639 B Murtadin Polewali 
Mandar Polewali Takatidung 3 

1107 P-640 A 7604043112650211 
 

Arsyad Polewali 
Mandar 

Polewali 
Takatidung 

6 
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1108 P-640 B Muktar Polewali 
Mandar Polewali Takatidung 1 

1109 P-641 A 7604160306910001 
 

M. Irfan Yusuf Polewali 
Mandar 

Polewali 
Takatidung 

7 

1110 P-641 B M. Irfan Yusuf Polewali 
Mandar Bulo Lenggo 3 

1111 P-642 A 7604025804990004 
 

Madeline Yudith Polewali 
Mandar 

Polewali 
Takatidung 

7 

1112 P-642 B Madeline Yudith Polewali 
Mandar Campalagian Bonde 2 

1113 P-643 A 7604041207680001 
 

Hasanuddin Polewali 
Mandar 

Polewali 
Wattang 

1 

1114 P-643 B Hasanuddin Polewali 
Mandar Polewali Wattang 1 

1115 P-644 A 7604043112650230 
 

Makmur Polewali 
Mandar 

Polewali 
Wattang 

1 

1116 P-644 B Makmur Polewali 
Mandar Polewali Polewali 6 

1117 P-645 A 7604040912830001 
 

Aminuddin 
Paharu 

Polewali 
Mandar 

Polewali 
Wattang 

1 

1118 P-645 B Aminuddin 
Paharu 

Polewali 
Mandar Matakali Bunga-Bunga 2 

1119 P-646 A 7604043112730133 
 

Syamsuddin 
Yusuf 

Polewali 
Mandar 

Polewali 
Wattang 

2 

1120 P-646 B Kadang Polewali 
Mandar Polewali Sulewatang 6 

1121 P-647 A 7604044107700135 
 

Sapatia Polewali 
Mandar 

Polewali 
Wattang 

2 

1122 P-647 B Isa Polewali 
Mandar Polewali Darma 6 
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1123 P-648 A 7605081808750002 
 

Jasman Polewali 
Mandar 

Polewali 
Wattang 

2 

1124 P-648 B Jasman Majene Banggae 
Timur Baruga Dhua 3 

1125 P-649 A 7604041707890008 
 

Rustam Polewali 
Mandar 

Polewali 
Wattang 

3 

1126 P-649 B Naswar. S Polewali 
Mandar Polewali Madate 4 

1127 P-650 A 7604046207790002 
 

Annisa Polewali 
Mandar 

Polewali 
Wattang 

3 

1128 P-650 B Hj. Fatima Polewali 
Mandar Polewali Madate 9 

1129 P-651 A 7604044708840005 
 

Amelia Yusuf Polewali 
Mandar 

Polewali 
Wattang 

3 

1130 P-651 B Amelia Yusuf Polewali 
Mandar Anreapi Duampanua 6 

1131 P-652 A 7604040708680002 
 

Nasrullah,Se Polewali 
Mandar 

Polewali 
Wattang 

4 

1132 P-652 B Nursin 
Yasina.Md.Keb 

Polewali 
Mandar Polewali Takatidung 7 

1133 P-653 A 7604042105590005 
 

Della Ganna Polewali 
Mandar 

Polewali 
Wattang 

4 

1134 P-653 B Della Ganna Polewali 
Mandar Polewali Wattang 4 

1135 P-654 A 7604044111980008 
 

Melati Astuti Polewali 
Mandar 

Polewali 
Wattang 

4 

1136 P-654 B Astiana Sari Polewali 
Mandar Mapilli Ugibaru 4 

1137 P-655 A 7604046309810003 
 

Nursari Nurita Polewali 
Mandar 

Polewali 
Wattang 

4 
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1138 P-655 B Nursam 
Muchtar 

Polewali 
Mandar Polewali Pekkabata 4 

1139 P-656 A 7604046812670003 
 

Hj. Suryani Polewali 
Mandar 

Polewali 
Wattang 

4 

1140 P-656 B Hj Suriani Polewali 
Mandar Polewali Wattang 4 

1141 P-657 A 7604043112810060 
 

A.Hardiano Polewali 
Mandar 

Polewali 
Wattang 

4 

1142 P-657 B Arwan Polewali 
Mandar Polewali Takatidung 6 

1143 P-658 A 7604047112790089 
 

Suleha Polewali 
Mandar 

Polewali 
Wattang 

4 

1144 P-658 B Abyana Nabilah Polewali 
Mandar Binuang Mammi 3 

1145 P-659 A 7604046105660001 
 

Hj.Rasdiana Polewali 
Mandar 

Polewali 
Wattang 

5 

1146 P-659 B Hj. Rasdiana Polewali 
Mandar Polewali Wattang 5 

1147 P-660 A 7604125204980002 
 

Erin Adilla Polewali 
Mandar 

Polewali 
Wattang 

5 

1148 P-660 B Ering Andillah Polewali 
Mandar Balanipa Sabang Subik 6 

1149 P-661 A 7604044708850003 
 

Nurbaeti, Polewali 
Mandar 

Polewali 
Wattang 

5 

1150 P-661 B Hurbaiti, S.Sos Polewali 
Mandar Polewali Wattang 4 

1151 P-662 A 7604045604840001 
 

Isna Apriani 
Saleh 

Polewali 
Mandar 

Polewali 
Wattang 

5 

1152 P-662 B Nikmatul 
Qairiah 

Polewali 
Mandar Polewali Madate 11 
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1153 P-663 A 7604046808740001 
 

Yusyaeni Polewali 
Mandar 

Polewali 
Wattang 

5 

1154 P-663 B Yusnaeny. Y Polewali 
Mandar Polewali Wattang 5 

1155 P-664 A 7604040109910004 
 

Suaib Polewali 
Mandar 

Polewali 
Wattang 

5 

1156 P-664 B Suaib Majene Malunda Maliaya 3 

1157 P-665 A 7604042709890002 
 

Mirwan Polewali 
Mandar 

Polewali 
Wattang 

5 

1158 P-665 B Mirwan Polewali 
Mandar Binuang Tonyaman 8 

1159 P-666 A 7604043112540124 
 

Usman Umar Polewali 
Mandar 

Polewali 
Wattang 

6 

1160 P-666 B Usman Umar Polewali 
Mandar Polewali Wattang 5 

1161 P-667 A 7604041211850007 
 

Mustakim Polewali 
Mandar 

Polewali 
Wattang 

6 

1162 P-667 B Mustakim, S.Pd Mamuju Utara Pasangkayu Ako 5 

1163 P-668 A 7604042710820009 
 

Muh.Asriadi Polewali 
Mandar 

Polewali 
Wattang 

6 

1164 P-668 B Muh. Asriadi Polewali 
Mandar Polewali Wattang 6 

1165 P-669 A 7604046404860006 
 

Miliani Polewali 
Mandar 

Polewali 
Wattang 

7 

1166 P-669 B Meliani Polewali 
Mandar Polewali Wattang 4 

1167 P-670 A 7604045903900004 
 

Marni Firman Polewali 
Mandar 

Polewali 
Wattang 

7 

1168 P-670 B Wahyuni Polewali 
Mandar Polewali Wattang 7 
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1169 P-671 A 7604040708930003 
 

Asri Polewali 
Mandar 

Polewali 
Wattang 

7 

1170 P-671 B Salim Polewali 
Mandar Polewali Polewali 7 

1171 P-672 A 7604041210990002 
 

Mahaputri 
Fatmah 

Polewali 
Mandar 

Polewali 
Wattang 

8 

1172 P-672 B Alfiand Polewali 
Mandar Polewali Polewali 3 

1173 P-673 A 7604040109860002 
 

Ronaldo. S. 
Situru 

Polewali 
Mandar 

Polewali 
Wattang 

8 

1174 P-673 B Herna Polewali 
Mandar Polewali Sulewatang 8 

1175 P-674 A 7604044810760004 
 

Sitti Farida Polewali 
Mandar 

Polewali 
Wattang 

8 

1176 P-674 B Rahmawaty Polewali 
Mandar Polewali Wattang 2 

1177 P-675 A 7604043112840098 
 

Ardi Polewali 
Mandar 

Polewali 
Wattang 

8 

1178 P-675 B Uding Polewali 
Mandar Matakali Bunga-Bunga 2 

1179 P-676 A 7604041212720011 
 

Antonius Salea 
Battu 

Polewali 
Mandar 

Polewali 
Wattang 

8 

1180 P-676 B Antonius Salea 
Battu 

Polewali 
Mandar Polewali Wattang 5 

1181 P-677 A 7604047112680120 
 

Sakina Polewali 
Mandar 

Polewali 
Wattang 

9 

1182 P-677 B Sakina Polewali 
Mandar Polewali Wattang 9 

1183 P-678 A 7604047112630121 
 

Endra 
Septiawan 

Polewali 
Mandar 

Polewali 
Wattang 

9 
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1184 P-678 B Idawati Polewali 
Mandar Polewali Wattang 7 

1185 P-679 A 7604047112700230 
 

Hj. Harafiah Polewali 
Mandar 

Polewali 
Wattang 

9 

1186 P-679 B Nurbaya Polewali 
Mandar Polewali Takatidung 1 

1187 P-680 A 7604044107640105 
 

Husna Polewali 
Mandar 

Polewali 
Wattang 

9 

1188 P-680 B Husna Polewali 
Mandar Polewali Wattang 9 

1189 P-681 A 7604147112630049 
 

Halija Polewali 
Mandar 

Polewali 
Wattang 

9 

1190 P-681 B Halija Polewali 
Mandar Matakali Petampanua 7 

1191 P-682 A 7371015504820006 
 

Nurmi Polewali 
Mandar 

Polewali 
Wattang 

10 

1192 P-682 B Nurmi Polewali 
Mandar Polewali Wattang 10 

1193 P-683 A 7604044209940001 
 

Maudinah 
Abdullah 

Polewali 
Mandar 

Polewali 
Wattang 

 

1194 
P-683 B 

Wulan 
Winsbasardiant

y. B 

Polewali 
Mandar 

Polewali Lantora 3 

1195 P-684 A 7604047112420053 
 

Hj. Icci Polewali 
Mandar 

Polewali 
Wattang 

10 

1196 P-684 B Hj. Icci Polewali 
Mandar Polewali Wattang 10 

1197 P-685 A 7604040810840001 
 

Kursia Polewali 
Mandar 

Polewali 
Wattang 

10 

1198 P-685 B Rudianto Polewali Polewali Polewali 10 
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Mandar 

1199 P-686 A 7604081307920003 
 

Harianto Polewali 
Mandar 

Polewali 
Wattang 

10 

1200 P-686 B Harianto Polewali 
Mandar Mapilli Ugibaru 3 

1201 P-687 A 7604040604960002 
 

Nursam Polewali 
Mandar 

Polewali 
Wattang 

10 

1202 P-687 B Igo Rivaldi Polewali 
Mandar Polewali Polewali 3 

1203 P-688 A 7604042705790002 
 

Marlina Polewali 
Mandar 

Polewali 
Wattang 

10 

1204 P-688 B Ridwan Polewali 
Mandar Polewali Polewali 8 

1205 P-689 A 7604043112730170 
 

Zaenal Abidin Polewali 
Mandar 

Polewali 
Wattang 

10 

1206 P-689 B Zaenal Abidin Polewali 
Mandar Polewali Wattang 7 

1207 P-690 A 7604047112920095 
 

Marliani Polewali 
Mandar 

Polewali 
Wattang 

10 

1208 P-690 B Herlina Polewali 
Mandar Polewali Wattang 7 

1209 P-691 A 7604073112570129 
 

Sudding Polewali 
Mandar 

Tapango Banato Rejo 1  
 
 
 
 
 
 
 

 

1210 P-691 B Tansi Polewali 
Mandar 

Tapango Banato Rejo 1 

1211 P-692 A 7604074107650079 Sumini Polewali 
Mandar 

Tapango Banato Rejo 2 

1212 P-692 B Sumini Polewali 
Mandar 

Tapango Banato Rejo 2 

1213 P-693 A 7604073112460032 Kamari Polewali Tapango Banato Rejo 2 
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Mandar  
Membuktikan 

bahwa 
Termohon 

mengggunakan 
Modus NIK 

ganda untuk 
melakukan 

Penggelembun
gan Suara 

 

1214 P-693 B Komari Polewali 
Mandar 

Tapango Banato Rejo 2 

1215 P-694 A 7604073112700173 Suparmen Polewali 
Mandar 

Tapango Banato Rejo 3 

1216 P-694 B Suparmen Polewali 
Mandar 

Tapango Banato Rejo 2 

1217 P-695 A 7604142201940003 Kasmiyanto Polewali 
Mandar 

Tapango Banato Rejo 3 

1218 P-695 B Kamyanto Polewali 
Mandar 

Matakali Indomakkombo
n 

6 

1219 P-696 A 7604074604960001 Dewi Lestari Polewali 
Mandar 

Tapango Banato Rejo 3 

1220 P-696 B Dewi Lestari Polewali 
Mandar 

Matakali Indomakkombo
n 

7 

1221 P-697 A 7604091205810002 Rida Polewali 
Mandar 

Tapango Batu 2 

1222 P-697 B Rida Polewali 
Mandar 

Matangnga Rangoan 3 

1223 P-698 A 7604073012540009 Halimuddin Polewali 
Mandar 

Tapango Batu 2 

1224 P-698 B Halimuddin Polewali 
Mandar 

Campalagian Katumbangan. 
L 

3 

1225 P-699 A 7604070107940039 Dedy Wahyudi Polewali 
Mandar 

Tapango Batu 2 

1226 P-699 B Mipa Polewali 
Mandar 

Tapango Batu 2 

1227 P-700 A 7604024609820002 Rais Polewali 
Mandar 

Tapango Batu 2 

1228 P-700 B Rosdiana Polewali Campalagian Katumbangan. 2 

 
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 

Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 
 



240 
 

Mandar L 

1229 P-701 A 7604070603870001 Uddin Polewali 
Mandar 

Tapango Batu 2 

1230 P-701 B Samaruddin Polewali 
Mandar 

Tapango Batu 2 

1231 P-702 A 7604074304930001 Ulang Polewali 
Mandar 

Tapango Batu 2 

1232 P-702 B Nurma Polewali 
Mandar 

Tapango Batu 2 

1233 P-703 A 7604071412960001 Astriadi Bahtra Polewali 
Mandar 

Tapango Batu 3 

1234 P-703 B Masdawati Polewali 
Mandar 

Polewali Takatidung 4 

1235 P-704 A 7604143112700096 Burhan Polewali 
Mandar 

Tapango Batu 3 

1236 P-704 B Burhan Polewali 
Mandar 

Matakali Petampanua 8 

1237 P-705 A 7604020112650002 Tapoggo Polewali 
Mandar 

Tapango Bussu 1 

1238 P-705 B Taponggo Polewali 
Mandar 

Campalagian Sumarrang 2 

1239 P-706 A 7604103112940071 Irdan Polewali 
Mandar 

Tapango Bussu 1 

1240 P-706 B Irdan Polewali 
Mandar 

Luyo Mapili Barat 3 

1241 P-707 A 7604081110830004 Syarifuddin Polewali 
Mandar 

Tapango Bussu 1 

1242 P-707 B Syarifuddin Polewali 
Mandar 

Mapili Ugibaru 3 

1243 P-708 A 7604070502950001 Kamin Polewali Tapango Bussu 1 
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Mandar 

1244 P-708 B Rusdi Polewali 
Mandar 

Tapango Riso 4 

1245 P-709 A 7604151204890003 Syamsir Polewali 
Mandar 

Tapango Bussu 1 

1246 P-709 B Syamsir Polewali 
Mandar 

Allu Pao-Pao 2 

1247 P-710 A 7604025005940005 Herelina Polewali 
Mandar 

Tapango Bussu 1 

1248 P-710 B Herlina Polewali 
Mandar 

Campalagian Katumbangan 
Lemo 

6 

1249 P-711 A 7604023112930089 Masdar Polewali 
Mandar 

Tapango Bussu 2 

1250 P-711 B Masdar Polewali 
Mandar 

Campalagian Padang Timur 1 

1251 P-712 A 7604041010770019 Sagena Durisia Polewali 
Mandar 

Tapango Bussu 2 

1252 P-712 B Sagena Durisa Polewali 
Mandar 

Polewari Lantora 4 

1253 P-713 A 7601020101780004 Nasir Polewali 
Mandar 

Tapango Bussu 2 

1254 P-713 B Nasir Polewali 
Mandar 

Tapango Bussu 1 

1255 P-714 A 7604083112810064 Mansyur Polewali 
Mandar 

Tapango Bussu 2 

1256 P-714 B Mansur. H Polewali 
Mandar 

Mapilli Segerang 1 

1257 P-715 A 7604074910730003 Salma Polewali 
Mandar 

Tapango Bussu 2 

1258 P-715 B Salma Polewali Balanipa Bala 5 
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Mandar 

1259 P-716 A 7604103112720089 Saparuddin Polewali 
Mandar 

Tapango Dakka 1 

1260 P-716 B Baddu Polewali 
Mandar 

Luyo Baru 3 

1261 P-717 A 7604140404910002 Muhammad 
Irfan 

Polewali 
Mandar 

Tapango Dakka 2 

1262 P-717 B Muhammad 
Irfan 

Polewali 
Mandar 

Matakali Tonrolima 1 

1263 P-718 A 7604074107650087 
 

St. Amunah Polewali 
Mandar 

Tapango Dakka 3 

1264 P-718 B St. Amunah Polewali 
Mandar 

Tapango Dakka 1 

1265 P-719 A 7604060608910006 Agus Polewali 
Mandar 

Tapango Dakka 4 

1266 P-719 B Agus Polewali 
Mandar 

Binuang Amassangan 4 

1267 P-720 A 7605040303800001 Yusuf Polewali 
Mandar 

Tapango Dakka 4 

1268 P-720 B M. Yusuf Majene Malunda Lombong 2 

1269 P-721 A 7604073112890119 Bora Polewali 
Mandar 

Tapango Jambu Malea 2 

1270 P-721 B Bora Polewali 
Mandar 

Campalagian Sumarrang 6 

1271 P-722 A 7604075111870005 Nana 
Widianingsi 

Polewali 
Mandar 

Tapango Jambu Malea 2 

1272 
P-722 B 

Nana 
Widianingsih, S. 

Kom 

Polewali 
Mandar 

Matakali Petampanua 6 

1273 P-723 A 7604162906950001 Arifuddin Polewali Tapango Jambu Malea 3 
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Mandar 

1274 P-723 B Arifuddin Polewali 
Mandar 

Bulo Pulliwa 4 

1275 P-724 A 7604074107790068 Hasmiati Polewali 
Mandar 

Tapango Jambu Malea 3 

1276 P-724 B Nasriah Polewali 
Mandar 

Tapanggo Dakka 1 

1277 P-725 A 7604024705940002 Rawaiyah Polewali 
Mandar 

Tapango Jambu Malea 3 

1278 P-725 B Nana Polewali 
Mandar 

Campalagian Padang 2 

1279 P-726 A 7604086503950001 Nurhayati Polewali 
Mandar 

Tapango Jambu Malea 3 

1280 P-726 B Nurhayati Polewali 
Mandar 

Mapilli Bonra 5 

1281 P-727 A 7604073112800210 Hasang Polewali 
Mandar 

Tapango Kalimbua 1 

1282 P-727 B Mansur Polewali 
Mandar 

Tapango Jambu Malea 1 

1283 P-728 A 7604074101960009 Isra Polewali 
Mandar 

Tapango Kalimbua 1 

1284 P-728 B Isra Polewali 
Mandar 

Tapango Banato Rejo 3 

1285 P-729 A 7604076306990005 Nurmadia Polewali 
Mandar 

Tapango Kalimbua 1 

1286 P-729 B Nur Madia Polewali 
Mandar 

Campalagian Sumarrang 10 

1287 P-730 A 7604132812940001 Rahmat Polewali 
Mandar 

Tapango Kalimbua 2 

1288 P-730 B Rahmat Polewali Anreapi Kelapa Dua 4 
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Mandar 

1289 P-731 A 7604071110950006 Ahmad Yani. A Polewali 
Mandar 

Tapango Kalimbua 2 

1290 P-731 B Ahmad Yani. A Polewali 
Mandar 

Tapango Jambu Malea 3 

1291 P-732 A 7604120808720001 Hasir Polewali 
Mandar 

Tapango Kalimbua 3 

1292 P-732 B Hasir Polewali 
Mandar 

Ballanipa Pallis 2 

1293 P-733 A 7604070902940003 Japar Polewali 
Mandar 

Tapango Kurrak 1 

1294 P-733 B Jafar Polewali 
Mandar 

Mapilli Segerang 2 

1295 P-734 A 7604023112670151 Kaming Polewali 
Mandar 

Tapango Palatta 1 

1296 P-734 B Kaming Polewali 
Mandar 

Campalagian Ongko 3 

1297 P-735 A 7604140112840002 Muh. Al. Amin Polewali 
Mandar 

Tapango Palatta 1 

1298 P-735 B Muh. Al. Amin Polewali 
Mandar 

Matakali Tonrolima 1 

1299 P-736 A 7604096911820001 Sappeami Polewali 
Mandar 

Tapango Palatta 1 

1300 P-736 B Sappeami Polewali 
Mandar 

Matangnga Rangoan 2 

1301 P-737 A 7604071105850002 Abdul Halim Polewali 
Mandar 

Tapango Pelitakan 1 

1302 P-737 B Abd, Halim Polewali 
Mandar 

Polewali Polewali 7 

1303 P-738 A 7604075606640002 Nuraliah Polewali Tapango Pelitakan 1 
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Mandar 

1304 P-738 B Hj. Hadariah Polewali 
Mandar 

Tapango Pelitakan 1 

1305 P-739 A 7604022001800002 Sukur Polewali 
Mandar 

Tapango Pelitakan 1 

1306 P-739 B Syukur Polewali 
Mandar 

Campalagian Katumbangan 6 

1307 P-740 A 7604075108750001 Sitti Aminah Polewali 
Mandar 

Tapango Pelitakan 2 

1308 P-740 B Sitti Aminah Polewali 
Mandar 

Tapango Pelitakan 1 

1309 P-741 A 7604073112580068 Baco Polewali 
Mandar 

Tapango Pelitakan 3 

1310 P-741 B Baco Polewali 
Mandar 

Polewali Sulewatang 6 

1311 P-742 A 7604164107950022 Irma Emayanti Polewali 
Mandar 

Tapango Pelitakan 3 

1312 P-742 B Irna Polewali 
Mandar 

Bulo Sabura 1 

1313 P-743 A 7604080405950001 Suardi Polewali 
Mandar 

Tapango Rappang 1 

1314 P-743 B Suardi Polewali 
Mandar 

Mapilli Alandi 
Kanusuang 

2 

1315 P-744 A 7604074503930003 Jumrianah Polewali 
Mandar 

Tapango Rappang 1 

1316 P-744 B Jumrianah Polewali 
Mandar 

Mapilli Rappang Barat 1 

1317 P-745 A 7604093112550016 Sanuddin. S Polewali 
Mandar 

Tapango Rappang 1 

1318 P-745 B Sainuddin Polewali Matangnga Ba’ba Tapua 2 
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Somba Mandar 

1319 P-746 A 7604074107840075 Sunarti Polewali 
Mandar 

Tapango Rappang 2 

1320 P-746 B Sunarti Polewali 
Mandar 

Tapango Dakka 2 

1321 P-747 A 7604070505940003 Rudi Polewali 
Mandar 

Tapango Rappang 3 

1322 P-747 B Rudi Polewali 
Mandar 

Mapilli Beroangin 2 

1323 P-748 A 7604076002870003 Ratna. R Polewali 
Mandar 

Tapango Rappang 3 

1324 P-748 B Ratna. R Polewali 
Mandar 

Campalagian Parappe 3 

1325 P-749 A 7604027112990075 Sartika Polewali 
Mandar 

Tapango Rappang 3 

1326 P-749 B Nurjannah Polewali 
Mandar 

Campalagian Pappang 6 

1327 P-750 A 7604077112820212 Diana Polewali 
Mandar 

Tapango Rappang 3 

1328 P-750 B Diana Polewali 
Mandar 

Mapilli Rappang Barat 5 

1329 P-751 A 7604162005920001 Hasanuddin Polewali 
Mandar 

Tapango Rappang 3 

1330 P-751 B Hasanuddin Polewali 
Mandar 

Bulo Pulliwa 4 

1331 P-752 A 7604077112610024 Limbong Polewali 
Mandar 

Tapango Riso 1 

1332 P-752 B Limbong Polewali 
Mandar 

Tapango Kalimbua 2 

1333 P-753 A 7604072103840003 Mahmud Polewali Tapango Riso 1 
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Mandar 

1334 P-753 B Mahmud Majene Banggae 
Timur 

Lembang 6 

1335 P-754 A 7604071709810001 Azwar Polewali 
Mandar 

Tapango Riso 1 

1336 P-754 B Azwar, SP Polewali 
Mandar 

Matakali Petampanua 2 

1337 P-755 A 7604061008830005 Nurdin Polewali 
Mandar 

Tapango Riso 2 

1338 P-755 B Nurdin Polewali 
Mandar 

Binuang Batetangnga 1 

1339 P-756 A 7604130405940002 Wardi Polewali 
Mandar 

Tapango Riso 2 

1340 P-756 B Wardi Polewali 
Mandar 

Anreapi Papandangan 3 

1341 P-757 A 7604071501690001 Matius 
Mangnalik 

Polewali 
Mandar 

Tapango Riso 2 

1342 P-757 B Baco. K Polewali 
Mandar 

Tapango Kalimbua 2 

1343 P-758 A 7604072707880001 Herman Polewali 
Mandar 

Tapango Riso 2 

1344 P-758 B Herman Polewali 
Mandar 

Tapango Riso 2 

1345 P-759 A 7604076408930001 Hilda Polewali 
Mandar 

Tapango Riso 2 

1346 P-759 B Hilda Mamuju Utara Sarudu Sarudu 1 

1347 P-760 A 7604072303810002 Udin Polewali 
Mandar 

Tapango Riso 2 

1348 P-760 B Uding Polewali 
Mandar 

Anreapi Papandangan 2 
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1349 P-761 A 7604070703810005 Mirsyan Polewali 
Mandar 

Tapango Riso 2 

1350 P-761 B Mirsyan Polewali 
Mandar 

Matakali Petampanua 2 

1351 P-762 A 7604071508930004 Hasdin Polewali 
Mandar 

Tapango Riso 2 

1352 P-762 B Hasdin Polewali 
Mandar 

Bulo Sepporraki 2 

1353 P-763 A 7604074708800001 Sarni Polewali 
Mandar 

Tapango Riso 3 

1354 P-763 B Sarni Polewali 
Mandar 

Tapango Riso 2 

1355 P-764 A 7604073112280010 Rosalina Polewali 
Mandar 

Tapango Riso 3 

1356 P-764 B Baco Polewali 
Mandar 

Tapango Pelitakan 2 

1357 P-765 A 7604124107630237 Saripa Polewali 
Mandar 

Tapango Riso 3 

1358 P-765 B Saripa Polewali 
Mandar 

Balanipa Lambanan 2 

1359 P-766 A 7604110107700031 Basri Polewali 
Mandar 

Tapango Riso 3 

1360 P-766 B Basri Polewali 
Mandar 

Limboro Renggeang 2 

1361 P-767 A 7604077112740123 Juria Polewali 
Mandar 

Tapango Riso 4 

1362 P-767 B Juriah Polewali 
Mandar 

Tapango Riso 3 

1363 P-768 A 7604070709730004 Rungga Polewali 
Mandar 

Tapango Riso 4 
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1364 P-768 B Abd. Rauf Polewali 
Mandar 

Tapango Kurrak 1 

1365 P-769 A 7604070609940003 Saleppang Polewali 
Mandar 

Tapango Riso 4 

1366 P-769 B Salmawati Polewali 
Mandar 

Tapango Dakka 3 

1367 P-770 A 7604075812840001 Meri Polewali 
Mandar 

Tapango Riso 4 

1368 P-770 B Meri Polewali 
Mandar 

Tapango Riso 4 

1369 P-771 A 7604074107630033 Lulu Polewali 
Mandar 

Tapango Riso 4 

1370 P-771 B Lulu Polewali 
Mandar 

Anreapi Duampanua 2 

1371 P-772 A 7604135511940003 Rasmawati Polewali 
Mandar 

Tapango Tapango 1 

1372 P-772 B Rasmiati Polewali 
Mandar 

Anreapi Duampanua 1 

1373 P-773 A 7604077112580026 Harida Polewali 
Mandar 

Tapango Tapango 2 

1374 P-773 B Harida Polewali 
Mandar 

Luyo Batupanga 5 

1375 P-774 A 7604082301810001 Taming Polewali 
Mandar 

Tapango Tapango 2 

1376 P-774 B Taming Polewali 
Mandar 

Mapilli Segerang 1 

1377 P-775 A 7604070101970010 Abd. Wahab Polewali 
Mandar 

Tapango Tapango 2 

1378 P-775 B Abd. Wahab Polewali 
Mandar 

Tapango Riso 3 
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1379 P-776 A 7604076510880001 Mustikawati Polewali 
Mandar 

Tapango Tapango 2 

1380 P-776 B Haisa Polewali 
Mandar 

Matakali Barumbung 3 

1381 P-777 A 7604021106930004 Ahmad Y Polewali 
Mandar 

Tapango Tapango 2 

1382 P-777 B Ahmad. Y Polewali 
Mandar 

Campalagian Panyampa 4 

1383 P-778 A 7604144605960001 Hardiana Polewali 
Mandar 

Tapango Tapango 3 

1384 P-778 B Jumriah Polewali 
Mandar 

Matakali Pasiang 4 

1385 P-779 A 7604075407890002 Haisa Polewali 
Mandar 

Tapango Tapango 3 

1386 P-779 B Irmayani 
Amd.Keb 

Polewali 
Mandar 

Polewali Manding 2 

1387 P-780 A 7604020112890007 Salim Polewali 
Mandar 

Tapango Tapango 3 

1388 P-780 B Saling Polewali 
Mandar 

Campalagian Katumbangan. 
L 

5 

1389 P-781 A 7604070312880002 Sagena Polewali 
Mandar 

Tapango Tapango 3 

1390 P-781 B Sagena Polewali 
Mandar 

Bulo Sabura 1 

1391 P-782 A 7604060510800006 Sumaila Polewali 
Mandar 

Tapango Tapango 4 

1392 P-782 B Sumaila Polewali 
Mandar 

Binuang Tonyaman 5 

1393 P-783 A 7604077112610028 Hj. Nabia Polewali 
Mandar 

Tapango Tapango 4 
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1394 P-783 B Rami Polewali 
Mandar 

Tapango Kalimbua 1 

1395 P-784 A 7604073112870146 Safaruddin Polewali 
Mandar 

Tapango Tapango 4 

1396 P-784 B Saparuddin Polewali 
Mandar 

Matakali Tonrolima 1 

1397 P-785 A 7604075012850005 Nurjanna Polewali 
Mandar 

Tapango Tapango 5 

1398 P-785 B Nurjanna Polewali 
Mandar 

Tapango Tapango 2 

1399 P-786 A 7604071211970001 Matlang Polewali 
Mandar 

Tapango Tapango 5 

1400 P-786 B Agustina Astin Polewali 
Mandar 

Tapango Riso 4 

1401 P-787 A 7604071010800006 Arga Polewali 
Mandar 

Tapango Tapango Barat 1 

1402 P-787 B Arga Polewali 
Mandar 

Mapilli Landi. K 3 

1403 P-788 A 7604142603920002 Abd. Gafur Polewali 
Mandar 

Tapango Tapango Barat 1 

1404 P-788 B Abd. Gafur Polewali 
Mandar 

Matakali Pasiang 4 

1405 P-789 A 7604073112830083 Ulang Polewali 
Mandar 

Tapango Tapango Barat 1 

1406 P-789 B Ulang Polewali 
Mandar 

Tapango Tapango 4 

1407 P-790 A 7604071909960002 Amirsyam Polewali 
Mandar 

Tapango Tapango Barat 1 

1408 P-790 B Wiwin Polewali 
Mandar 

Luyo Sambali Wali 1 
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1409 P-791 A 7604080905830003 Muhammad 
Idris 

Polewali 
Mandar 

Tapango Tapango Barat 2 

1410 P-791 B Muhammad 
Idris 

Polewali 
Mandar 

Mapilli Buku 5 

1411 P-792 A 7604077112710094 Nurlina Polewali 
Mandar 

Tapango Tapango Barat 2 

1412 P-792 B Nurlina Polewali 
Mandar 

Tapango Tapango 5 

1413 P-793 A 7604074308980003 Nurfatimah Polewali 
Mandar 

Tapango Tapango Barat 2 

1414 P-793 B Fatimah Polewali 
Mandar 

Tapango Palatta 1 

1415 P-794 A 7604037112730161 Hasnah Polewali 
Mandar 

Tapango Tapango Barat 2 

1416 P-794 B Hasnah Polewali 
Mandar 

Binuang Paku 1 

1417 P-795 A 7604081007830002 Latif Polewali 
Mandar 

Tapango Tapango Barat 2 

1418 P-795 B Latif Polewali 
Mandar 

Mapilli Mapili 3 

1419 P-796 A 7604072010960001 Busra Polewali 
Mandar 

Tapango Tapango Barat 2 

1420 P-796 B Busrah Polewali 
Mandar 

Mapilli Kurma 3 

1421 P-797 A 7604072202890002 Heri Rustan Polewali 
Mandar 

Tapango Tapango Barat 2 

1422 P-797 B Heri Rustan Polewali 
Mandar 

Limboro Lembang 
Lembang 

4 

1423 P-798 A 7604077112540071 Hj. Cicci Polewali 
Mandar 

Tapango Tapango Barat 3 
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1424 P-798 B Hj.Cicci Mamuju Utara Tikke Raya Jengeng Raya 3 

1425 P-799 A 7604074201830001 Masnin Polewali 
Mandar 

Tapango Tapango Barat 3 

1426 P-799 B Masnin Mamuju Utara Bulu Taba Ompi 2 

1427 P-800 A 7604021503920004 Samad Polewali 
Mandar 

Tapango Tapango Barat 3 

1428 P-800 B Samad Polewali 
Mandar 

Campalagian Suruang 2 

1429 P-801 A 7604075007840003 Kai Polewali 
Mandar 

Tapango Tapango Barat 3 

1430 P-801 B Kai Polewali 
Mandar 

Mapilli Kurma 3 

1431 P-802 A 7605065605920001 Rahmania Polewali 
Mandar 

Tapango Tuttula 1 

1432 P-802 B Nurbiah Majene Tammerodo. 
S 

Tallambalao 3 

1433 P-803 A 7604040401810003 Muim Polewali 
Mandar 

Tapango Tuttula 1 

1434 P-803 B Muim Polewali 
Mandar 

Polewali Wattang 1 

1435 P-804 A 7604074906750001 Salehati Polewali 
Mandar 

Tapango Tuttula 1 

1436 P-804 B Saharia Polewali 
Mandar 

Tapango Riso 3 

1437 P-805 A 7604020401850001 Supriadi Amin Polewali 
Mandar 

Tapango Tuttula 2 

1438 P-805 B Supriadi Amin Polewali 
Mandar 

Campalagian Gattungan 2 

1439 P-806 A 7604072502890001 Rusli Polewali 
Mandar 

Tapango Tuttula 2 
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1440 P-806 B Rusli Polewali 
Mandar 

Balanipa Pambusuang 7 

1441 P-807 A 7604061107930001 Erwin Basri Polewali 
Mandar 

Tinambung Batulaya 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Membuktikan 
bahwa 

Termohon 
mengggunakan 

Modus NIK 
ganda untuk 
melakukan 

Penggelembun
gan Suara 

 

1442 P-807 B Erwin Akbar Polewali 
Mandar 

Binuang Tonyoman 1 

1443 P-808 A 7604015402960004 Nurada Polewali 
Mandar 

Tinambung Batulaya 3 

1444 P-808 B Nurada Polewali 
Mandar 

Limboro Lembang 
Lembang 

1 

1445 P-809 A 7604045311960001 Jurjannah Polewali 
Mandar 

Tinambung Galung 
Lombok 

1 

1446 P-809 B Nasria Polewali 
Mandar 

Polewali Darma 7 

1447 P-810 A 7604017112872082 Mastiah Polewali 
Mandar 

Tinambung Galung 
Lombok 

1 

1448 P-810 B Mastia Polewali 
Mandar 

Limboro Tangan Baru 1 

1449 P-811 A 7604081112850004 Saharuddin Polewali 
Mandar 

Tinambung Galung 
Lombok 

4 

1450 P-811 B Saharuddin Polewali 
Mandar 

Mapilli Rappang Barat 4 

1451 P-812 A 7604085808850001 Mardiana Wahid Polewali 
Mandar 

Tinambung Galung 
Lombok 

4 

1452 P-812 B Mardiana Wahid Polewali 
Mandar 

Mapilli Rappang Barat 4 

1453 P-813 A 7605084107880071 Wahdaniah Polewali 
Mandar 

Tinambung Galung 
Lombok 

4 

1454 P-813 B Wahdaniah Majene Benggae 
Timur 

Tande 2 
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1455 P-814 A 7604112701900001 
 

Hasriadi Polewali 
Mandar 

Tinambung Galung 
Lombok 

4 

1456 P-814 B Hasriadi Polewali 
Mandar 

Limboro Tandasura 2 

1457 P-815 A 7604014107552055 Saharang Polewali 
Mandar 

Tinambung Karama 1 

1458 P-815 B Saharang Polewali 
Mandar Polewali Pekkabata 6 

1459 P-816 A 7605080703770001 
 

Surya Amin Polewali 
Mandar 

Tinambung Karama 2 

1460 P-816 B Surya Amin Majene Banggae 
Timur Tande Timur 3 

1461 P-817 A 7601044507950001 
 

Hadriah Polewali 
Mandar 

Tinambung Karama 3 

1462 P-817 B Hadriah Mamuju Utara Sarudu Sarudu 2 

1463 P-818 A 7604132003970002 
 

Haeril Anwar Polewali 
Mandar 

Tinambung Karama 3 

1464 P-818 B Haerul Anwar Polewali 
Mandar Anreapi Duampanua 2 

1465 P-819 A 7604015708960002 
 

Nurul Ilmi Polewali 
Mandar 

Tinambung Karama 3 

1466 P-819 B Nurul Ilmi Polewali 
Mandar Balanipa Tamanggalle 3 

1467 P-820 A 7605014107930038 
 

Irna Polewali 
Mandar 

Tinambung Karama 4 

1468 P-820 B Irna Majene Banggae Rangas 12 

1469 P-821 A 7604012006900001 
 

Arifuddin Polewali 
Mandar 

Tinambung Karama 4 

1470 P-821 B Arifuddin Polewali 
Mandar Balanipa Balanipa 5 
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1471 P-822 A 7604074310800005 
 

Haerani Polewali 
Mandar 

Tinambung Karama 4 

1472 P-822 B Haerani S.Kom Polewali 
Mandar Tapango Tapango Barat 1 

1473 P-823 A 7604017112742071 
 

A. Nilda. B Polewali 
Mandar 

Tinambung Karama 4 

1474 P-823 B Andi Nilda B Polewali 
Mandar Mapilli Ugibaru 5 

1475 P-824 A 7604124107990208 
 

Nurhayati Polewali 
Mandar 

Tinambung Karama 4 

1476 P-824 B Nurhayati Polewali 
Mandar Balanipa Balanipa 5 

1477 P-825 A 7604010811890002 
 

Lukman Polewali 
Mandar 

Tinambung Karama 5 

1478 P-825 B Lukman Polewali 
Mandar Balanipa Tamanggalle 3 

1479 P-826 A 7604015210930002 
 

Rahma Polewali 
Mandar 

Tinambung Karama 5 

1480 P-826 B Rahma Polewali 
Mandar Binuang Tonyaman 2 

1481 P-827 A 7604120710730001 Tauhid Polewali 
Mandar 

Tinambung Karama 6 

1482 P-827 B Tauhid Polewali 
Mandar Balanipa Sabang Subik 6 

1483 P-828 A 7604123112840070 Asri Polewali 
Mandar 

Tinambung Karama 6 

1484 P-828 B Rahmat Polewali 
Mandar Balanipa Tammajarra 2 

1485 P-829 A 7605044505910001 Nurmadina Polewali 
Mandar 

Tinambung Karama 6 
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1486 P-829 B Nurmadina Majene Malunda Mekkatta 3 

1487 P-830 A 7604123112860047 Yudin Polewali 
Mandar 

Tinambung Karama 6 

1488 P-830 B Yudin Polewali 
Mandar Balanipa Tamanggalle 2 

1489 P-831 A 7604127112870047 Nurlina Polewali 
Mandar 

Tinambung Karama 6 

1490 P-831 B Nurlina Polewali 
Mandar Balanipa Tamanggalle 2 

1491 P-832 A 7604017112832031 Rahmatia Polewali 
Mandar 

Tinambung Karama 6 

1492 P-832 B Rahmatia Polewali 
Mandar Balanipa Sabang Subik 6 

1493 P-833 A 7604013001770001 Abd. Salam Polewali 
Mandar 

Tinambung Karama 6 

1494 P-833 B Abd.Salam Polewali 
Mandar Mapilli Bonra 4 

1495 P-834 A 7604017001850002 Nurmia Polewali 
Mandar 

Tinambung Karama 6 

1496 P-834 B Nurmia Polewali 
Mandar Mapilli Bonra 4 

1497 P-835 A 7604017112572061 
 

Sitti Nur Polewali 
Mandar 

Tinambung Lekopadis 1 

1498 P-835 B Sitti Nur Polewali 
Mandar Campalagian Lapeo 4 

1499 P-836 A 7604016411650001 St. Ruhania A Polewali 
Mandar 

Tinambung Lekopadis 2 

1500 P-836 B St. Ruhaniah Majene Banggae 
Timur Tande Timur 1 

1501 P-837 A 7604154507980001 Ade Serly Polewali Tinambung Lekopadis 3 
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Mandar 

1502 P-837 B Ade Serly Polewali 
Mandar Allu Alu 

2 

1503 P-838 A 7604017112702099 Suhaena Polewali 
Mandar 

Tinambung Lekopadis 
4 

1504 P-838 B Suhaena Polewali 
Mandar Limboro Renggeang 

4 

1505 P-839 A 7604115502850002 Nurbaya Polewali 
Mandar 

Tinambung Lekopadis 
4 

1506 P-839 B Nurbaya Polewali 
Mandar Limboro Limboro 

4 

1507 P-840 A 7604112001840001 Israil Polewali 
Mandar 

Tinambung Lekopadis 
4 

1508 P-840 B Israil Polewali 
Mandar Limboro Limboro 

4 

1509 P-841 A 7604110702860001 Badaruddin Polewali 
Mandar 

Tinambung Lekopadis 
4 

1510 P-841 B Badaruddin Polewali 
Mandar Limboro Samasundu 

3 

1511 P-842 A 7604116005880001 Nurjannah Polewali 
Mandar 

Tinambung Lekopadis 
4 

1512 P-842 B Nurjannah Polewali 
Mandar Limboro Samasundu 

3 

1513 P-843 A 7604115004790001 Warti Polewali 
Mandar 

Tinambung Sepabatu 1 

1514 P-843 B Warti Polewali 
Mandar Limboro Tandasura 1 

1515 P-844 A 7605087112960011 Hasrawati Polewali 
Mandar 

Tinambung Sepabatu 2 

1516 P-844 B Hasrawati Majene Banggae Labuang Utara 4 
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Timur 

1517 P-845 A 7604084609830001 Nurdina Polewali 
Mandar 

Tinambung Sepabatu 3 

1518 P-845 B Nurdina Polewali 
Mandar Mapilli Ugibaru 2 

1519 P-846 A 7604041206850001 Harianto S. Se Polewali 
Mandar 

Tinambung Sepabatu 3 

1520 P-846 B Harianto. S Polewali 
Mandar Polewali Polewali 3 

1521 P-847 A 7604014201910001 Nuhyaininur Polewali 
Mandar 

Tinambung Sepabatu 4 

1522 P-847 B Nuhyaininur Polewali 
Mandar Limboro Palece 2 

1523 P-848 A 7604017112932048 Namria Polewali 
Mandar 

Tinambung Tandung 1 

1524 P-848 B Namriah Majene Pamboang Tinambung 1 

1525 P-849 A 7605015210890001 Muliana Polewali 
Mandar 

Tinambung Tandung 1 

1526 P-849 B Muliana Majene Banggae Pangali Ali 7 

1527 P-850 A 7605085002760001 Nurliah Polewali 
Mandar 

Tinambung Tandung 1 

1528 P-850 B Nurliah Majene Banggae 
Timur Labuang 10 

1529 P-851 A 7604146712870003 Hardi Polewali 
Mandar 

Tinambung Tandung 2 

1530 P-851 B Jumarni Polewali 
Mandar Matakali Matakali 4 

1531 P-852 A 7604062510750001 Muhammad Polewali 
Mandar 

Tinambung Tandung 2 

1532 P-852 B Muhammad Polewali Polewali Polewali 5 
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Mandar 

1533 P-853 A 7605040406590001 Muh.Ali Polewali 
Mandar 

Tinambung Tandung 2 

1534 P-853 B Hammaali A Majene 
Malunda 

Lombang 
Timur 3 

1535 P-854 A 7604016703860003 Nurjannah Polewali 
Mandar 

Tinambung Tandung 2 

1536 P-854 B Nurjannah Majene Banggae Banggae 1 

1537 P-855 A 7604080306810001 Haeriah S.Kem Polewali 
Mandar 

Tinambung Tandung 3 

1538 P-855 B Muh. Abidin Polewali 
Mandar Polewali Wattang 7 

1539 P-856 A 7604080306810001 Muh.Abidin Polewali 
Mandar 

Tinambung Tandung 3 

1540 P-856 B Muh. Abidin Polewali 
Mandar Polewali Wattang 7 

1541 P-857 A 7605087007880001 Tri Yuli Arti. R Polewali 
Mandar 

Tinambung Tandung 3 

1542 P-857 B Tri Uliarti Majene Banggae 
Timur Lembang 2 

1543 P-858 A 7604127112890073 Hasni Polewali 
Mandar 

Tinambung Tandung 4 

1544 P-858 B Hasni Polewali 
Mandar Balanipa Tammajarra 1 

1545 P-859 A 7604017012400004 Sitti Ari Sulae Polewali 
Mandar 

Tinambung Tandung 4 

1546 P-859 B Stti Ari Sulae Polewali 
Mandar Polewali Pekkabata 7 

1547 P-860 A 7604013112852082 Rusli Polewali 
Mandar 

Tinambung Tangnga 
Tangnga 

1 
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1548 P-860 B Abdul Rahman Polewali 
Mandar Balanipa Tamanggalle 3 

1549 P-861 A 7604113112910064 Muhammad Adil Polewali 
Mandar 

Tinambung Tangnga 
Tangnga 

1 

1550 P-861 B Muh. Adil Polewali 
Mandar Limboro Samasundu 3 

1551 P-862 A 7604015612940002 Rosnianti Polewali 
Mandar 

Tinambung Tangnga 
Tangnga 

1 

1552 P-862 B Rosmianti Polewali 
Mandar Campalagian Pappang 4 

1553 P-863 A 7604013112922018 Rudi Polewali 
Mandar 

Tinambung Tangnga 
Tangnga 

1 

1554 P-863 B Rudi Polewali 
Mandar Balanipa Tammajarra 3 

1555 P-864 A 7605013112650135 Syahruddin Polewali 
Mandar 

Tinambung Tangnga 
Tangnga 

1 

1556 P-864 B Daud Majene Banggae Galung 2 

1557 P-865 A 7604013112622041 Abd Rasak Polewali 
Mandar 

Tinambung Tangnga 
Tangnga 

2 

1558 P-865 B Abd. Rasak Polewali 
Mandar Campalagian Katumbangan 3 

1559 P-866 A 7604021506970001 Ongki Polewali 
Mandar 

Tinambung Tangnga 
Tangnga 

2 

1560 P-866 B Ongki Polewali 
Mandar Campalagian Katumbangan 3 

1561 P-867 A 7604127112930040 Sabaria Polewali 
Mandar 

Tinambung Tangnga 
Tangnga 

2 

1562 P-867 B Sabaria Polewali 
Mandar Balanipa Pambusuang 7 

1563 P-868 A 7604023112840192 Sapiana Polewali Tinambung Tangnga 3 
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Mandar Tangnga 

1564 P-868 B Sapi Polewali 
Mandar Campalagian Lapeo 4 

1565 P-869 A 7604113112600178 Rasadi Polewali 
Mandar 

Tinambung Tangnga 
Tangnga 

4 

1566 P-869 B Rasadi Polewali 
Mandar Limboro Palece 2 

1567 P-870 A 7604015003960001 Hapida Polewali 
Mandar 

Tinambung Tangnga 
Tangnga 

4 

1568 P-870 B Hapida Polewali 
Mandar Mapilli Ugibaru 3 

1569 P-871 A 7604013112752061 Syamsuddin Polewali 
Mandar 

Tinambung Tangnga 
Tangnga 

4 

1570 P-871 B Syamsuddin Polewali 
Mandar Binuang Kaleok 3 

1571 P-872 A '760401241074000
1 

Abd. Rasyid Polewali 
Mandar 

Tinambung Tinambung 1 

1572 P-872 B Abd Rasyid Polewali 
Mandar Allu Petoosang 4 

1573 P-873 A 7605084910880001 Rahmawati Polewali 
Mandar 

Tinambung Tinambung 1 

1574 P-873 B Rahmawati Majene Banggae 
Timur Baruga Dhua 4 

1575 P-874 A 7604125004920002 Nurasia Polewali 
Mandar 

Tinambung Tinambung 1 

1576 P-874 B Nurasia Polewali 
Mandar Balanipa Balanipa 4 

1577 P-875 A 7604016112960002 Nihlah Awaliah Polewali 
Mandar 

Tinambung Tinambung 2 

1578 P-875 B Wiwi Wulandari Polewali Limboro Samasundu 4 
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Mandar 

1579 P-876 A 7604021012920003 Hamza Polewali 
Mandar 

Tinambung Tinambung 2 

1580 P-876 B Aco Hamsah Polewali 
Mandar Campalagian Bonde 9 

1581 P-877 A 7605010504870001 Muhammad 
Ilyas 

Polewali 
Mandar 

Tinambung Tinambung 2 

1582 P-877 B Muh. Ilyas Majene Banggae Banggae 4 

1583 P-878 A 7605017101860002 Anik Suryani Polewali 
Mandar 

Tinambung Tinambung 2 

1584 P-878 B Anik Suryani Majene Banggae Totoli 7 

1585 P-879 A 7605010110800003 Sabri Polewali 
Mandar 

Tinambung Tinambung 2 

1586 P-879 B Sabri Majene Banggae Totoli 7 

1587 P-880 A 7604151402910003 Aco Manaf Polewali 
Mandar 

Tinambung Tinambung 3 

1588 P-880 B Aco Manap Polewali 
Mandar Allu Mombi 4 

1589 P-881 A 7604014404890003 Sa'daria Polewali 
Mandar 

Tinambung Tinambung 4 

1590 P-881 B Sa''daria Polewali 
Mandar Luyo Mapili Barat 4 

1591 P-882 A 7604010107752068 Rahim Polewali 
Mandar 

Tinambung Tinambung 5 

1592 P-882 B H.Rahim Polewali 
Mandar Tapango Dakka 3 

1593 P-883 A 7604102505760004 Abd Hakim Polewali 
Mandar 

Tinambung Tinambung 5 

1594 P-883 B Abdul Hakim Polewali 
Mandar Luyo Mapili Barat 3 
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1595 P-884 A 7605087003960002 Nabila Haruna Polewali 
Mandar 

Tinambung Tinambung 5 

1596 P-884 B Nursiah Majene Banggae 
Timur Lembang 2 

1597 P-885 A 7604016001750001 Sumarni Polewali 
Mandar 

Tinambung Tinambung 6 

1598 P-885 B Sumarni Polewali 
Mandar Mapilli Bonra 5 

1599 P-886 A 7604053112580045 
 

Abd. Hamid Polewali 
Mandar 

Tutar 
Ambopadang 

2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Membuktikan 
bahwa 

Termohon 
mengggunakan 

Modus NIK 
ganda untuk 
melakukan 

Penggelembun
gan Suara 

 

1600 P-886 B Abd. Hamid Polewali 
Mandar Mapilli Buku 5 

1601 P-887 A 7604054210990002 Nur Asia Polewali 
Mandar 

Tutar 
Ambopadang 

3 

1602 P-887 B Ratna Polewali 
Mandar Allu Puppu Uring 3 

1603 P-888 A 7604046910980001 
 

Irmayanti Polewali 
Mandar 

Tutar 
Ambopadang 

4 

1604 P-888 B Chaerah. S Polewali 
Mandar Polewali Darma 3 

1605 P-889 A 7604114605990003 Muliana Polewali 
Mandar 

Tutar 
Ambopadang 

4 

1606 P-889 B Muliana Polewali 
Mandar Limboro 

Lembang 
Lembang 3 

1607 P-890 A 7604072104900002 Hardiansyah Polewali 
Mandar 

Tutar 
Ambopadang 

5 

1608 P-890 B Hardiansyah Polewali 
Mandar Tapango Palatta 1 

1609 P-891 A 7604055809800002 
 

Maryam Polewali 
Mandar 

Tutar 
Arabua 

2 
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1610 P-891 B Maryam Polewali 
Mandar Allu Mombi 3 

1611 P-892 A 7604057004890002 
 

Azis Polewali 
Mandar 

Tutar Besoangin 
Utara 

1 

1612 P-892 B Kurnia Polewali 
Mandar Tutar Besoangin 3 

1613 P-893 A 7604051206690001 
 

Jamil Polewali 
Mandar 

Tutar Besoangin 
Utara 

1 

1614 P-893 B Jamil Majene Tubo 
Sendana Onang 1 

1615 P-894 A 7604055506870001 Risma Polewali 
Mandar 

Tutar Besoangin 
Utara 

1 

1616 P-894 B Risma Majene Tubo 
Sendana Onang 1 

1617 P-895 A 7604052508750001 
 

Ridwan. T Polewali 
Mandar 

Tutar Peburru 1 

1618 P-895 B Muhammad 
Amin 

Polewali 
Mandar Polewali Polewali 9 

1619 P-896 A 7604057112910076 Hasmia Polewali 
Mandar 

Tutar Peburru 1 

1620 P-896 B Hasmiah Polewali 
Mandar Anreapi Duampanua 2 

1621 P-897 A 7604050601920001 Misbahuddin Polewali 
Mandar 

Tutar Peburru 3 

1622 P-897 B Misbahuddn Polewali 
Mandar Bulo Bulo 2 

1623 P-898 A 7604101805980001 
 

Muh. Aswar Polewali 
Mandar 

Tutar Peburru 4 

1624 P-898 B Hajar Aswar Polewali 
Mandar Luyo 

Batupanga 
Daala 6 
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1625 P-899 A 7604104205750004 Asia Polewali 
Mandar 

Tutar Peburru 4 

1626 P-899 B Asia Polewali 
Mandar Luyo 

Batupanga 
Daala 6 

1627 P-900 A 7604053112950099 
 

Ansar Polewali 
Mandar 

Tutar Piriang Tapiko 1 

1628 P-900 B Ansar Polewali 
Mandar Mapilli Rumpa 3 

1629 P-901 A 7604063112890106 Rasman Polewali 
Mandar 

Tutar Piriang Tapiko 2 

1630 P-901 B Rasman Polewali 
Mandar Binuang Tonyaman 4 

1631 P-902 A 7604050811840001 M. Yasdin Polewali 
Mandar 

Tutar Poda 3 

1632 P-902 B M.Yading Polewali 
Mandar Tutar Ambopadang 2 

1633 P-903 A 7604080712830001 
 

Yunding Polewali 
Mandar 

Tutar Pollewani 1 

1634 P-903 B Yunding Polewali 
Mandar Mapilli Beroangin 1 

1635 P-904 A 7604053112870091 Kaco. P Polewali 
Mandar 

Tutar Pollewani 3 

1636 P-904 B Kaco. P Polewali 
Mandar Tutar Pollewani 2 

1637 P-905 A 7601041306860001 Sarsilo Polewali 
Mandar 

Tutar Pollewani 4 

1638 P-905 B Sarsilo Mamuju Utara Sarudu Bulu Mario 5 

1639 P-906 A 7604050506950001 
 

Kasbin Polewali 
Mandar 

Tutar Pollewani 5 

1640 P-906 B Henri Polewali Tutar Pollewani 2 
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Mandar 

1641 P-907 A 7604100107610081 Kana Polewali 
Mandar 

Tutar Pollewani 5 

1642 P-907 B Kana Polewali 
Mandar Luyo Batupanga 4 

1643 P-908 A 7604051905800002 
 

Yusuf Polewali 
Mandar 

Tutar Ratte 1 

1644 P-908 B Yusuf Polewali 
Mandar Campalagian Parappe 7 

1645 P-909 A 7604061807950001 Hasan Polewali 
Mandar 

Tutar Ratte 1 

1646 P-909 B Ramadan Polewali 
Mandar Binuang Batetangnga 9 

1647 P-910 A 7604057008960001 
 

Karlina Polewali 
Mandar 

Tutar Taramanu 1 

1648 P-910 B Lkarlina Polewali 
Mandar Polewali Lantora 7 

1649 P-911 A 7604051011880008 M. Tahir Polewali 
Mandar 

Tutar Taramanu 1 

1650 P-911 B M.Tahir Polewali 
Mandar Tutar Ambopadang 2 

1651 P-912 A 7604053112810097 
 

Saharuddin Polewali 
Mandar 

Tutar Taramanu 3 

1652 P-912 B Saharuddin Polewali 
Mandar Binuang Batetangnga 8 

1653 P-913 A 7604051403910001 Suwedi Polewali 
Mandar 

Tutar Taramanu 3 

1654 P-913 B Amar Ma'ruf Polewali 
Mandar Balanipa Sabang Subik 3 

1655 P-914 A 7604051009930002 Jufri Polewali Tutar Taramanu Tua 4 
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 Mandar 

1656 P-914 B Jupri Polewali 
Mandar Tutar Besoangin 2 

1657 P-915 A 7604050405740001 
 

Asliah Polewali 
Mandar 

Tutar Tubbi 1 

1658 P-915 B Koni. H Polewali 
Mandar Tutar Pollewani 5 

1659 P-916 A 7604052012740001 
 

Muh. Daud Polewali 
Mandar 

Tutar Tubbi 1 

1660 P-916 B M.Daud Majene 
Sendana 

Banua 
Sendana 1 

1661 P-917 A 7604050107890121 Malik Polewali 
Mandar 

Tutar Tubbi 1 

1662 P-917 B Malik Polewali 
Mandar Tutar Piriang Tapiko 3 

1663 P-918 A 7604165803880001 
 

Nurlia Polewali 
Mandar 

Tutar Tubbi 2 

1664 P-918 B Nurlia Polewali 
Mandar Bulo Karombang 3 

1665 P-919 A 7604161802890001 Ansar Polewali 
Mandar 

Tutar Tubbi 2 

1666 P-919 B Ansar Polewali 
Mandar Bulo Karombang 3 

1667 P-920 A 7604035501900007 
 

Naim Irmayani Polewali 
Mandar 

Wonomulyo Arjo Sari 1  
 
 
 
 
 
 

1668 P-920 B Naim Irmayani Polewali 
Mandar Tapango Dakka 3 

1669 P-921 A 7604086606980001 
 

Salmawati Polewali 
Mandar 

Wonomulyo Arjo Sari 2 

1670 P-921 B Halubia Polewali Mapilli Buku 5 
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Mandar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Membuktikan 
bahwa 

Termohon 
mengggunakan 

Modus NIK 
ganda untuk 
melakukan 

Penggelembun
gan Suara 

 

1671 P-922 A 7604084712910004 Fitriani Polewali 
Mandar 

Wonomulyo Arjo Sari 2 

1672 P-922 B Fitriani Polewali 
Mandar Mapilli Rumpa 4 

1673 P-923 A 7604030501870005 
 

Asnai Polewali 
Mandar 

Wonomulyo Arjo Sari 3 

1674 P-923 B Sribulan, A.Md Polewali 
Mandar Polewali Darma 5 

1675 P-924 A 7604034107850514 Ida Polewali 
Mandar 

Wonomulyo Arjo Sari 3 

1676 P-924 B Ida Polewali 
Mandar Mapilli Beroangin 1 

1677 P-925 A 7604030205790002 
 

Dedy Purwanto Polewali 
Mandar 

Wonomulyo Arjo Sari 4 

1678 P-925 B Indah Febyanita Polewali 
Mandar Polewali Takatidung 7 

1679 P-926 A 7604023112750157 Hamzao Polewali 
Mandar 

Wonomulyo Arjo Sari 4 

1680 P-926 B Rasak Polewali 
Mandar Luyo Sambali Wali 3 

1681 P-927 A 7604031605630002 
 

Tahir Polewali 
Mandar 

Wonomulyo Bakka-Bakka 1 

1682 P-927 B Tahir Polewali 
Mandar Tapango Rappang 1 

1683 P-928 A 7604035011980007 
 

Sukmawati Polewali 
Mandar 

Wonomulyo Bakka-Bakka 1 

1684 P-928 B Sukmawati Polewali 
Mandar Tapango Rappang 1 

1685 P-929 A 7604033112680221 Almadar Polewali Wonomulyo Bakka-Bakka 1 
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 Mandar 

1686 P-929 B Almadar Fattah, 
S.Pd 

Polewali 
Mandar Mapilli Mapili 3 

1687 P-930 A 7604033112770141 
 

Anwar Polewali 
Mandar 

Wonomulyo Bakka-Bakka 2 

1688 P-930 B Anwar Polewali 
Mandar Matakali Tonrolima 1 

1689 P-931 A 7602077112870037 
 

Jumuria Polewali 
Mandar 

Wonomulyo Bakka-Bakka 2 

1690 
P-931 B 

Jumuria  
Mamuju utara 

 Sarudu Sarudu 6 

1691 P-932 A 7604033112890043 
 

Manto Polewali 
Mandar 

Wonomulyo Bakka-Bakka 2 

1692 P-932 B Manto Polewali 
Mandar Polewali Manding 2 

1693 P-933 A 7604023112950108 Asri Polewali 
Mandar 

Wonomulyo Bakka-Bakka 2 

1694 P-933 B Asri Polewali 
Mandar Campalagian Parappe 5 

1695 P-934 A 7604023112870189 
 

Nurdin Polewali 
Mandar 

Wonomulyo Banua Baru 1 

1696 P-934 B Sarifuddin Polewali 
Mandar Campalagian Kenje 2 

1697 P-935 A 7604035005790010 
 

Mansura, S.Pd.I Polewali 
Mandar 

Wonomulyo Banua Baru 1 

1698 P-935 B Ety Widuri. K Polewali 
Mandar Wonomulyo Arjo Sari 1 

1699 P-936 A 7604030104880017 Hasbi Polewali 
Mandar 

Wonomulyo Banua Baru 1 
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1700 P-936 B Hasbi Polewali 
Mandar Mapilli Bonra 1 

1701 P-937 A 7604031108950002 
 

Iwan Polewali 
Mandar 

Wonomulyo Banua Baru 2 

1702 P-937 B Iwan Polewali 
Mandar Mapilli Beroangin 4 

1703 P-938 A 7604035602810007 A. Fatmawati Polewali 
Mandar 

Wonomulyo Banua Baru 2 

1704 P-938 B A. Fatmawati Polewali 
Mandar Allu Petoosang 2 

1705 P-939 A 7604035101990007 
 

Nurbaeti Polewali 
Mandar 

Wonomulyo Banua Baru 3 

1706 P-939 B Nurbaeti Polewali 
Mandar Mapilli Ugibaru 4 

1707 P-940 A 7604080708650002 
 

Baharuddin Polewali 
Mandar 

Wonomulyo Banua Baru 3 

1708 P-940 B Baharuddin Polewali 
Mandar Mapilli Mapili 1 

1709 P-941 A 7604083001930003 
 

M. Syahid Polewali 
Mandar 

Wonomulyo Banua Baru 3 

1710 P-941 B M. Syahid Polewali 
Mandar Mapilli Mapili 1 

1711 P-942 A 7604105008910002 Silmawati Polewali 
Mandar 

Wonomulyo Banua Baru 3 

1712 P-942 B Silmawati Polewali 
Mandar Luyo Tenggelang 3 

1713 P-943 A 7604037112660078 
 

Hj.Nurma Polewali 
Mandar 

Wonomulyo Banua Baru 4 

1714 P-943 B Nurma Polewali 
Mandar Mapilli Bonra 5 
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1715 P-944 A 7604043112850096 
 

Nasaruddin Polewali 
Mandar 

Wonomulyo Banua Baru 4 

1716 P-944 B Zainuddin Polewali 
Mandar Polewali Darma 7 

1717 P-945 A 7604071006860005 
 

Murni Polewali 
Mandar 

Wonomulyo Banua Baru 4 

1718 P-945 B Jasman Polewali 
Mandar Tapango Kalimbua 1 

1719 P-946 A 7604030311980001 
 

Deden Kusuma 
Atmaja 

Polewali 
Mandar 

Wonomulyo Banua Baru 4 

1720 P-946 B Mursalim Polewali 
Mandar Wonomulyo Banua Baru 4 

1721 P-947 A 7604036407880006 Wahida Polewali 
Mandar 

Wonomulyo Banua Baru 4 

1722 P-947 B Wahida Polewali 
Mandar Tapango Tapango Barat 1 

1723 P-948 A 7604034808910002 
 

Trisnawati Polewali 
Mandar 

Wonomulyo Bumiayu 2 

1724 P-948 B Ria Irawan Majene Banggae Pangali Ali 1 

1725 P-949 A 7604147112780043 Asmar Polewali 
Mandar 

Wonomulyo Bumiayu 3 

1726 P-949 B Asmar Polewali 
Mandar Matakali Matakali 3 

1727 P-950 A 7604034107420057 Jumiran Polewali 
Mandar 

Wonomulyo Bumiayu 4 

1728 P-950 B Jumirah Polewali 
Mandar Wonomulyo Arjo Sari 3 

1729 P-951 A 7604036111880002 Yeniwati Polewali 
Mandar 

Wonomulyo Bumiayu 5 

1730 P-951 B Nurmadina Polewali Mapilli Ugibaru 5 
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Mandar 

1731 P-952 A 7604037112750180 
 

Nunung Muji 
Wiyanti 

Polewali 
Mandar 

Wonomulyo Bumimulyo 1 

1732 P-952 B Hadrah Majene Banggae 
Timur Baurung 2 

1733 P-953 A 7604032512840001 Syarifuddin Polewali 
Mandar 

Wonomulyo Bumimulyo 2 

1734 P-953 B Sitti 
Rahma.A.Ma 

Polewali 
Mandar Wonomulyo Banua Baru 2 

1735 P-954 A 7604071011850001 
 

Herman Polewali 
Mandar Wonomulyo Campurjo 

2 

1736 P-954 B Herman Polewali 
Mandar Tapango Tapango 4 

1737 P-955 A 7604047112640216 
 

Marlia Polewali 
Mandar Wonomulyo Campurjo 

2 

1738 P-955 B Marlia Polewali 
Mandar Polewali Polewali 6 

1739 P-956 A 7604042703910003 
 

Alfian Zainuddin Polewali 
Mandar Wonomulyo Campurjo 

2 

1740 P-956 B Alfian Zainuddin Polewali 
Mandar Polewali Polewali 6 

1741 P-957 A 7604042712920004 
 

Adriawan 
Zainuddin 

Polewali 
Mandar Wonomulyo Campurjo 

2 

1742 P-957 B Adriawan 
Zainuddin 

Polewali 
Mandar Polewali Polewali 6 

1743 P-958 A 7604041610870002 
 

Ardian, Se Polewali 
Mandar Wonomulyo Campurjo 

2 

1744 P-958 B Ardian, Se Polewali 
Mandar Polewali Polewali 6 

1745 P-959 A 7604075501860002 Sumina Polewali Wonomulyo Campurjo 2 
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Mandar 

1746 P-959 B Sumina Polewali 
Mandar Tapango Banato Rejo 1 

1747 P-960 A 7604030107830456 
 

Ridwan Polewali 
Mandar Wonomulyo Campurjo 

3 

1748 P-960 B Syamsuddin Majene Banggae Palipi Soreang 3 

1749 P-961 A 7604032906880011 Irfan Polewali 
Mandar Wonomulyo Campurjo 

3 

1750 P-961 B Irfan Polewali 
Mandar Tapango Pelitakan 3 

1751 P-962 A 7604030808870033 
 

Edi Rahmat Polewali 
Mandar Wonomulyo Galeso 

1 

1752 P-962 B Edi Rahmat Polewali 
Mandar Campalagian Parappe 2 

1753 P-963 A 7604035909960002 Subaeda Polewali 
Mandar Wonomulyo Galeso 

1 

1754 P-963 B Subaeda Polewali 
Mandar Mapilli Rumpa 5 

1755 P-964 A 7604033012830003 
 

Basri Polewali 
Mandar Wonomulyo Galeso 

2 

1756 P-964 B Muslimin Polewali 
Mandar Mapilli Ugibaru 5 

1757 P-965 A 7604037112690176 Rubama Polewali 
Mandar Wonomulyo Galeso 

2 

1758 P-965 B Husna Polewali 
Mandar Wonomulyo Banua Baru 4 

1759 P-966 A 7604145204900002 Nurmayanti Polewali 
Mandar Wonomulyo Galeso 

3 

1760 P-966 B Suarni J Polewali 
Mandar Matakali Pasiang 7 
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1761 P-967 A 7604045004900009 Mariana Polewali 
Mandar Wonomulyo Galeso 

4 

1762 P-967 B Mariana Polewali 
Mandar Polewali Darma 5 

1763 P-968 A 7604041202870006 Ferdi Polewali 
Mandar Wonomulyo Galeso 

5 

1764 P-968 B Ferdi Mamuju Utara Pasangkayu Pakava 6 

1765 P-969 A 7604037107910003 
 

Tanri Polewali 
Mandar Wonomulyo Galeso 

5 

1766 P-969 B Tanri Mamuju Utara Dapurang Dapurang 4 

1767 P-970 A 7604065511940001 Kasmi Polewali 
Mandar Wonomulyo Galeso 

5 

1768 P-970 B Kasmi Polewali 
Mandar Binuang Rea 5 

1769 P-971 A 7601033112860010 
 

M.Ilman Polewali 
Mandar Wonomulyo Kebunsari 

3 

1770 P-971 B M Ilman Polewali 
Mandar Polewali Polewali 6 

1771 P-972 A 7604031303860009 
 

Ahmad Hidayat Polewali 
Mandar Wonomulyo Kebunsari 

3 

1772 P-972 B Ahmad Hidayat Majene 
 

Banggae 
Timur Labuang Utara 10 

1773 P-973 A 7604035611880002 Irmayanti Polewali 
Mandar Wonomulyo Kebunsari 

3 

1774 P-973 B Irmayanti Majene 
 

Banggae 
Timur Labuang Utara 10 

1775 P-974 A 7604086307800002 
 

Masrah Polewali 
Mandar Wonomulyo Nepo 

1 

1776 P-974 B Masrah Polewali 
Mandar Mapilli Rappang Barat 1 
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1777 P-975 A 7604027112990036 Haerani Polewali 
Mandar Wonomulyo Nepo 

1 

1778 P-975 B Sukmawati Polewali 
Mandar Campalagian Lapeo 1 

1779 P-976 A 7604024507920001 
 

Nurhayati Polewali 
Mandar Wonomulyo Nepo 

2 

1780 P-976 B Nurhayati Polewali 
Mandar Campalagian Pappang 5 

1781 P-977 A 7604031407820001 Ramli Polewali 
Mandar Wonomulyo Nepo 

2 

1782 P-977 B M. Hasan Polewali 
Mandar Wonomulyo Kebunsari 1 

1783 P-978 A 7604037112830075 Muhida Polewali 
Mandar Wonomulyo Nepo 

3 

1784 P-978 B Nasria Polewali 
Mandar Wonomulyo Galeso 1 

1785 P-979 A 7604041601670001 Muhammad 
Idris 

Polewali 
Mandar Wonomulyo Nepo 

4 

1786 P-979 B Muhammad 
Idris 

Polewali 
Mandar Polewali Pekkabata 3 

1787 P-980 A 7604030412890002 Roni Polewali 
Mandar Wonomulyo Nepo 

5 

1788 P-980 B Roni Majene Banggae 
Timur Lembang 3 

1789 P-981 A 7604035510810008 
 

Arfah. Skm Polewali 
Mandar 

Wonomulyo 
Sidodadi 

1 

1790 P-981 B Arfah Polewali 
Mandar Polewali Darma 2 

1791 P-982 A 7604041007900015 Bustaman Polewali 
Mandar 

Wonomulyo 
Sidodadi 

2 
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1792 P-982 B Bustaman Polewali 
Mandar Polewali Polewali 3 

1793 P-983 A 7308184109860001 Dewi Yanti Polewali 
Mandar 

Wonomulyo 
Sidodadi 

3 

1794 P-983 B Dewi Yanti Mamuju Utara Sarudu Sarudu 1 

1795 P-984 A 7604037112680152 
 

Tini Polewali 
Mandar 

Wonomulyo 
Sidodadi 

4 

1796 P-984 B Rosdiana Polewali 
Mandar Wonomulyo Banua Baru 3 

1797 P-985 A 7604086712630001 
 

Hj.Halawiah Polewali 
Mandar 

Wonomulyo 
Sidodadi 

4 

1798 P-985 B Hj. Halawiah Polewali 
Mandar Mapilli Rumpa 4 

1799 P-986 A 7604082708690001 M. Rusli Ishak Polewali 
Mandar 

Wonomulyo 
Sidodadi 

4 

1800 P-986 B M. Rusli Ishak Polewali 
Mandar Mapilli Rumpa 4 

1801 P-987 A 7604031007960002 
 

Berlin. M Polewali 
Mandar 

Wonomulyo 
Sidodadi 

5 

1802 P-987 B Sukri Polewali 
Mandar Wonomulyo Nepo 4 

1803 P-988 A 7604035308850002 Nurasia Polewali 
Mandar 

Wonomulyo 
Sidodadi 

5 

1804 P-988 B Nurannisa Majene Malunda Maliaya 3 

1805 P-989 A 7604031503910001 
 

Mustaman Polewali 
Mandar 

Wonomulyo 
Sidodadi 

6 

1806 P-989 B Mahfud Polewali 
Mandar Wonomulyo Banua Baru 2 

1807 P-990 A 7604033112400091 H. Abd. 
Rahman 

Polewali 
Mandar 

Wonomulyo 
Sidodadi 

6 
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1808 P-990 B Jumiran Polewali 
Mandar Wonomulyo Bumiayu 5 

1809 P-991 A 7604036103890001 Hasriani Burhan Polewali 
Mandar 

Wonomulyo 
Sidodadi 

8 

1810 P-991 B Salma Polewali 
Mandar Wonomulyo Kebunsari 3 

1811 P-992 A 7604020911690001 
 

Chaeruddin 
Amir 

Polewali 
Mandar 

Wonomulyo 
Sidodadi 

9 

1812 P-992 B Chaeruddin 
Amir 

Polewali 
Mandar Campalagian Pappang 2 

1813 P-993 A 7604025507790001 
 

Fatmalia Polewali 
Mandar 

Wonomulyo 
Sidodadi 

9 

1814 P-993 B Fatmalia Polewali 
Mandar Campalagian Pappang 2 

1815 P-994 A 7604031112740001 
 

Ismail Polewali 
Mandar 

Wonomulyo 
Sidodadi 

9 

1816 P-994 B Ismail Polewali 
Mandar Wonomulyo Sidodadi 8 

1817 P-995 A 7604033112810058 
 

Mustamin Polewali 
Mandar 

Wonomulyo 
Sidodadi 

9 

1818 P-995 B Mustamin Polewali 
Mandar Wonomulyo Sidodadi 9 

1819 P-996 A 7604035010890010 
 

Nurdiana Polewali 
Mandar 

Wonomulyo 
Sidodadi 

9 

1820 P-996 B Nurdiana Polewali 
Mandar Wonomulyo Sidodadi 9 

1821 P-997 A 7605062509760001 Anrisal Polewali 
Mandar 

Wonomulyo 
Sidodadi 

9 

1822 P-997 B Anrisal Majene Tammerodo 
Sendana Ulidang 5 
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1823 P-998 A 7604026303910003 
 

Suriana Polewali 
Mandar 

Wonomulyo 
Sidodadi 

10 

1824 P-998 B Jasmirah Polewali 
Mandar Campalagian Pappang 3 

1825 P-999 A 7604037112700170 Haeriah Polewali 
Mandar 

Wonomulyo 
Sidodadi 

10 

1826 P-999 B Tina Polewali 
Mandar Wonomulyo Nepo 3 

1827 
P-

1000 A 7604013112732039 
 

Hapsah Polewali 
Mandar 

Wonomulyo 
Sidodadi 

11 

1828 
P-

1000 B Husain Polewali 
Mandar Tinambung Batulaya 3 

1829 
P-

1001 A 7604011011880002 
 

Muhammad Adil Polewali 
Mandar 

Wonomulyo 
Sidodadi 

12 

1830 
P-

1001 B M. Natsir. Sy Polewali 
Mandar Tinambung Tinambung 1 

1831 
P-

1002 A 7604030804850002 
 

Herwin Ta'ling Polewali 
Mandar 

Wonomulyo 
Sidodadi 

12 

1832 
P-

1002 B Herwin Ta'aling, 
A.Md. Kep 

Polewali 
Mandar Mapilli Bonra 4 

1833 
P-

1003 A 7604085704830002 
 

Warisanti Polewali 
Mandar 

Wonomulyo 
Sidodadi 

12 

1834 
P-

1003 B Warisanti Polewali 
Mandar Mapilli Ugibaru 1 

1835 
P-

1004 A 7604080901810002 Muh. Yusuf. H Polewali 
Mandar 

Wonomulyo 
Sidodadi 

12 

1836 
P-

1004 B Muh. Yusuf. H Polewali 
Mandar Mapilli Ugibaru 1 

1837 
P-

1005 A 7604037112630104 Fatimah Polewali 
Mandar 

Wonomulyo 
Sidodadi 

13 
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1838 
P-

1005 B Ruhana Polewali 
Mandar Wonomulyo Sidodadi 6 

1839 
P-

1006 A 7604036504980001 
 

Andi Nur Faida Polewali 
Mandar 

Wonomulyo 
Sidodadi 

14 

1840 
P-

1006 B Chairunnisa 
Azrar 

Polewali 
Mandar Wonomulyo Banua Baru 4 

1841 
P-

1007 A 7604164402990001 
 

Hasrianisa Polewali 
Mandar 

Wonomulyo 
Sidodadi 

14 

1842 
P-

1007 B Hasria Polewali 
Mandar Bulo Sabura 1 

1843 
P-

1008 A 7604037112690160 
 

Tuminem Polewali 
Mandar 

Wonomulyo 
Sidodadi 

14 

1844 
P-

1008 B Yuliati Polewali 
Mandar Wonomulyo Bumimulyo 3 

1845 
P-

1009 A 7604031304920015 
 

Muhammad 
Abrar 

Polewali 
Mandar 

Wonomulyo 
Sidodadi 

14 

1846 
P-

1009 B Muhammad 
Abrar 

Polewali 
Mandar Tapango Rappang 3 

1847 
P-

1010 A 7604031804940005 
 

Muhammad Arif 
Wildan 

Polewali 
Mandar 

Wonomulyo 
Sidodadi 

14 

1848 
P-

1010 B Muh.Arif Wildan Polewali 
Mandar Tapango Rappang 3 

1849 
P-

1011 A 7604031702970001 
 

M. Yusril Ihza Polewali 
Mandar 

Wonomulyo 
Sidodadi 

14 

1850 
P-

1011 B M.Yusril Ihza Polewali 
Mandar Tapango Rappang 3 

1851 
P-

1012 A 7604036104670013 
 

Rismayatii Polewali 
Mandar 

Wonomulyo 
Sidodadi 

14 

1852 
P-

1012 B Rismayati Polewali 
Mandar Tapango Rappang 3 
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1853 
P-

1013 A 7604033112800140 
 

Wahyudi Polewali 
Mandar 

Wonomulyo 
Sidodadi 

14 

1854 
P-

1013 B Jalaluddin Polewali 
Mandar Wonomulyo Nepo 3 

1855 
P-

1014 A 7604037112850130 Suryani Polewali 
Mandar 

Wonomulyo 
Sidodadi 

14 

1856 
P-

1014 B Suryani Polewali 
Mandar Wonomulyo Sidodadi 13 

1857 
P-

1015 A 7604031512860006 
 

Abd. Razak 
Ismail 

Polewali 
Mandar 

Wonomulyo 
Sidodadi 

15 

1858 
P-

1015 B Abd. Razak 
Ismail, S.Pdi 

Polewali 
Mandar Mapilli Bonne Bonne 1 

1859 
P-

1016 A 7604030201830003 
 

Sainuddin Polewali 
Mandar 

Wonomulyo 
Sidodadi 

15 

1860 
P-

1016 B Jufriadi Polewali 
Mandar Wonomulyo Banua Baru 4 

1861 
P-

1017 A 7604026206990003 
 

Rini Angraeni Polewali 
Mandar 

Wonomulyo 
Sidodadi 

15 

1862 
P-

1017 B Rini Angraeni Polewali 
Mandar Campalagian Katumbangan 2 

1863 
P-

1018 A 7604080707840005 
 

Muh.Anwar 
Ahmad. S.Pd 

Polewali 
Mandar 

Wonomulyo 
Sidodadi 

15 

1864 
P-

1018 B Udin Najay Polewali 
Mandar Mapilli Bonra 1 

1865 
P-

1019 A 7604034411950008 Hardianti Novia Polewali 
Mandar 

Wonomulyo 
Sidodadi 

15 

1866 
P-

1019 B Hardianti Novia Polewali 
Mandar Wonomulyo Sidodadi 11 

1867 
P-

1020 A 7604046706860002 
 

Hasrawati Polewali 
Mandar 

Wonomulyo 
Sidodadi 

16 

 
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 

Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 
 



282 
 

1868 
P-

1020 B Mariani.S.Kep Polewali 
Mandar Wonomulyo Kebunsari 4 

1869 
P-

1021 A 7604034503960002 
 

Hasmaliah Polewali 
Mandar 

Wonomulyo 
Sidodadi 

16 

1870 
P-

1021 B Arni Polewali 
Mandar Wonomulyo Bakka-Bakka 2 

1871 
P-

1022 A 7604033112530106 
 

Abd. Kadir 
Kadang 

Polewali 
Mandar 

Wonomulyo 
Sidodadi 

16 

1872 
P-

1022 B Abd.Kadir 
Kadang 

Polewali 
Mandar Polewali Pekkabata 4 

1873 
P-

1023 A 7604035811850001 Herlianty. K Polewali 
Mandar 

Wonomulyo 
Sidodadi 

16 

1874 
P-

1023 B Herlyanty.K Polewali 
Mandar Polewali Pekkabata 4 

1875 
P-

1024 A 7604031712820003 
 

Ahmad Polewali 
Mandar 

Wonomulyo 
Sidodadi 

17 

1876 
P-

1024 B Komari Polewali 
Mandar Wonomulyo Bumiayu 1 

1877 
P-

1025 A 7604030902870002 
 

Akbar Heryanto Polewali 
Mandar 

Wonomulyo 
Sidodadi 

17 

1878 
P-

1025 B Pangki Sahrul Polewali 
Mandar Wonomulyo Campurjo 5 

1879 
P-

1026 A 7604046009920006 
 

Try Ratna 
Ningsi 

Polewali 
Mandar 

Wonomulyo 
Sidodadi 

17 

1880 
P-

1026 B Yuliana Polewali 
Mandar Polewali Wattang 3 

1881 
P-

1027 A 7604021006760001 
 

Sukri, S.Pd Polewali 
Mandar 

Wonomulyo 
Sidodadi 

17 

1882 
P-

1027 B Sukri Polewali 
Mandar Campalagian Sumarrang 8 
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1883 
P-

1028 A 7604036608840001 
 

Marlia Polewali 
Mandar 

Wonomulyo 
Sidodadi 

17 

1884 
P-

1028 B Arny Polewali 
Mandar Wonomulyo Sidodadi 1 

1885 
P-

1029 A 7604037112700003 
 

Murniati Polewali 
Mandar 

Wonomulyo 
Sidodadi 

17 

1886 
P-

1029 B Paini Polewali 
Mandar Wonomulyo Arjo Sari 4 

1887 
P-

1030 A 7604035102770001 
 

Nurbayani Polewali 
Mandar 

Wonomulyo 
Sidodadi 

17 

1888 
P-

1030 B Nurbayani Polewali 
Mandar Wonomulyo Sidodadi 6 

1889 
P-

1031 A 7604033112750129 
 

Nurdin Polewali 
Mandar 

Wonomulyo 
Sidodadi 

17 

1890 
P-

1031 B Nurdin Polewali 
Mandar Wonomulyo Sidodadi 10 

1891 
P-

1032 A 7604037112550166 Suparman Polewali 
Mandar 

Wonomulyo 
Sidodadi 

17 

1892 
P-

1032 B Hj. Mastura. T Polewali 
Mandar Wonomulyo Sidodadi 17 

1893 
P-

1033 A 7604030101830013 Ridwan Polewali 
Mandar 

Wonomulyo 
Sidodadi 

18 

1894 
P-

1033 B Ridwan, St Majene 
Ulumanda Sulai 3 

1895 
P-

1034 A 7604036811850006 
 

Darsiah Polewali 
Mandar 

Wonomulyo 
Sidorejo 

1 

1896 
P-

1034 B Rahmawati Polewali 
Mandar Wonomulyo Sidodadi 8 

1897 
P-

1035 A 7604034107750485 Sudarmin Polewali 
Mandar 

Wonomulyo 
Sidorejo 

1 
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1898 
P-

1035 B Nursam Polewali 
Mandar Wonomulyo Banua Baru 3 

1899 
P-

1036 A 7604031808820006 
 

Dedi Pontar Polewali 
Mandar 

Wonomulyo 
Sidorejo 

2 

1900 
P-

1036 B Mahyuddin 
Jamal 

Polewali 
Mandar Wonomulyo Campurjo 3 

1901 
P-

1037 A 7604033112790123 
 

Sunarto Polewali 
Mandar 

Wonomulyo 
Sidorejo 

2 

1902 
P-

1037 B Sunarto Polewali 
Mandar Wonomulyo Sidorejo 1 

1903 
P-

1038 A 7604031212820005 Kasenun Polewali 
Mandar 

Wonomulyo 
Sidorejo 

2 

1904 
P-

1038 B Kasenun Polewali 
Mandar Wonomulyo Campurjo 2 

1905 
P-

1039 A 7604033112630167 
 

Aco Basri Polewali 
Mandar 

Wonomulyo 
Sidorejo 

3 

1906 
P-

1039 B Aco Basri Polewali 
Mandar Wonomulyo Campurjo 1 

1907 
P-

1040 A 7604080507870004 
 

Ahmad Polewali 
Mandar 

Wonomulyo 
Sidorejo 

3 

1908 
P-

1040 B Syahruddin Polewali 
Mandar Mapilli Rappang Barat 2 

1909 
P-

1041 A 7604082803160007 Herlina Polewali 
Mandar 

Wonomulyo 
Sidorejo 

3 

1910 
P-

1041 B Udin Polewali 
Mandar Wonomulyo Sidorejo 3 

1911 
P-

1042 A 7604030505810003 
 

Sunari Polewali 
Mandar 

Wonomulyo 
Sidorejo 

4 

1912 
P-

1042 B Sunarni Polewali 
Mandar Wonomulyo Sidodadi 14 
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1913 
P-

1043 A 7604032712850001 
 

Muammar Polewali 
Mandar 

Wonomulyo 
Sidorejo 

4 

1914 
P-

1043 B Muamar Polewali 
Mandar Wonomulyo Sidorejo 3 

1915 
P-

1044 A 7604052912880003 
 

Hasbi Polewali 
Mandar 

Wonomulyo 
Sidorejo 

4 

1916 
P-

1044 B Hasbi Polewali 
Mandar Tutar Pollewani 4 

1917 
P-

1045 A 7604046808810008 
 

Fatmawati.P Polewali 
Mandar 

Wonomulyo 
Sidorejo 

4 

1918 
P-

1045 B Fatmawati. P Polewali 
Mandar Polewali Polewali 5 

1919 
P-

1046 A 7604030505830012 Ahmad Zaky 
Yamani 

Polewali 
Mandar 

Wonomulyo 
Sidorejo 

4 

1920 
P-

1046 B Ahmad Zaky 
Yagani 

Polewali 
Mandar Polewali Pekkabata 1 

1921 
P-

1047 A 7604030107820502 Gunawan 
Wibisono 

Polewali 
Mandar 

Wonomulyo 
Sidorejo 

5 

1922 
P-

1047 B Gunawan 
Wibisono 

Polewali 
Mandar Tapango Dakka 4 

1923 
P-

1048 A 7604036111970006 
 

Nur Hasniar Polewali 
Mandar 

Wonomulyo 
Sidorejo 

7 

1924 
P-

1048 B Nurlia Polewali 
Mandar Wonomulyo Sidodadi 12 

1925 
P-

1049 A 7604034107610250 Herlina Polewali 
Mandar 

Wonomulyo 
Sidorejo 

7 

1926 
P-

1049 B Harlina Polewali 
Mandar Wonomulyo Sidorejo 5 

1927 
P-

1050 A 7604032507970002 
 

Alfian Polewali 
Mandar 

Wonomulyo 
Sugihwaras 

2 
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1928 
P-

1050 B Dicky Yusidar Polewali 
Mandar Wonomulyo Sidodadi 3 

1929 
P-

1051 A 7604035304980002 
 

Juliana Polewali 
Mandar 

Wonomulyo 
Sugihwaras 

3 

1930 
P-

1051 B Juniana Polewali 
Mandar Polewali Polewali 5 

1931 
P-

1052 A 7604030606780002 
 

Jabal Nur Polewali 
Mandar 

Wonomulyo 
Sugihwaras 

4 

1932 
P-

1052 B Jabal Nur Polewali 
Mandar Binuang Tonyaman 8 

1933 
P-

1053 A 7604024102920009 
 

Rosmaliana Polewali 
Mandar 

Wonomulyo 
Sugihwaras 

4 

1934 
P-

1053 B Rosmaliana Polewali 
Mandar Campalagian Padang Timur 1 

1935 
P-

1054 A 7604042211870003 Edwin Mario Polewali 
Mandar 

Wonomulyo 
Sugihwaras 

4 

1936 
P-

1054 B Edwin Mario Polewali 
Mandar Polewali Polewali 1 

1937 
P-

1055 A 7604035203820009 
 

Pujiati Polewali 
Mandar 

Wonomulyo 
Sugihwaras 

5 

1938 
P-

1055 B Pujianti Polewali 
Mandar Wonomulyo Sugihwaras 3 

1939 
P-

1056 A 7604037112490110 Sumirah Polewali 
Mandar 

Wonomulyo 
Sugihwaras 

5 

1940 
P-

1056 B Darpen Polewali 
Mandar Wonomulyo Arjo Sari 2 

1941 
P-

1057 A 7604032007800005 Masdin Polewali 
Mandar 

Wonomulyo 
Sugihwaras 

6 

1942 
P-

1057 B Masdin Polewali 
Mandar Wonomulyo Sugihwaras 3 
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1943 
P-

1058 A 7604023112750321 
 

Tahir Polewali 
Mandar 

Wonomulyo 
Sugihwaras 

7 

1944 
P-

1058 B Tahir Polewali 
Mandar Campalagian Laliko 3 

1945 
P-

1059 A 7604031212960003 
 

Rizal Efendi Polewali 
Mandar 

Wonomulyo 
Sugihwaras 

7 

1946 
P-

1059 B Rizal Efendi Polewali 
Mandar Wonomulyo Sugihwaras 7 

1947 
P-

1060 A 7604031510870003 
 

Budi Santosos Polewali 
Mandar 

Wonomulyo 
Sugihwaras 

7 

1948 
P-

1060 B Budi Santoso Polewali 
Mandar Wonomulyo Sugihwaras 7 

1949 
P-

1061 A 7604034803950002 
 

Mifta Yaninda Polewali 
Mandar 

Wonomulyo 
Sugihwaras 

7 

1950 
P-

1061 B Mifta Yuninda Polewali 
Mandar Wonomulyo Sugihwaras 5 

1951 
P-

1062 A 7604036507920002 Yuli Kamistari Polewali 
Mandar 

Wonomulyo 
Sugihwaras 

7 

1952 
P-

1062 B Yuli Kamistari Polewali 
Mandar Tapango Dakka 2 

1953 
P-

1063 A 7604036611930004 Rahmaniah Polewali 
Mandar 

Wonomulyo 
Sugihwaras 

8 

1954 
P-

1063 B Rahmania Polewali 
Mandar Campalagian Kenje 4 

1955 
P-

1064 A 7604035105970008 
 

Nasrawati Polewali 
Mandar 

Wonomulyo 
Sugihwaras 

9 

1956 
P-

1064 B Dirman Polewali 
Mandar Tutar Peburru 2 

1957 
P-

1065 A 7604030107850453 
 

Samsul Polewali 
Mandar 

Wonomulyo 
Sugihwaras 

9 
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1958 
P-

1065 B Samsul Polewali 
Mandar Wonomulyo Sidodadi 10 

1959 
P-

1066 A 7604034107870452 
 

Samsiah Polewali 
Mandar 

Wonomulyo 
Sugihwaras 

9 

1960 
P-

1066 B Samsiah Polewali 
Mandar Wonomulyo Sidodadi 10 

1961 
P-

1067 A 7604030703750002 
 

Mustafa Polewali 
Mandar 

Wonomulyo 
Sugihwaras 

9 

1962 
P-

1067 B Ahmad Fathoni Polewali 
Mandar Wonomulyo Sugihwaras 5 

1963 
P-

1068 A 7604033112880046 
 

Nurdin Polewali 
Mandar 

Wonomulyo 
Sugihwaras 

9 

1964 
P-

1068 B Abd. Azis Polewali 
Mandar Wonomulyo Sidodadi 7 

1965 
P-

1069 A 7604030211730001 M. Yusuf Polewali 
Mandar 

Wonomulyo 
Sugihwaras 

9 

1966 
P-

1069 B M.Yusuf Polewali 
Mandar Mapilli Rappang Barat 1 

1967 
P-

1070 A 7604034604680001 
 

Mariam Polewali 
Mandar 

Wonomulyo 
Sumberejo 

2 

1968 
P-

1070 B Asrawati Polewali 
Mandar Binuang Tonyaman 4 

1969 
P-

1071 A 7604030707650005 Sirajuddin Polewali 
Mandar 

Wonomulyo 
Sumberejo 

3 

1970 
P-

1071 B Sumardi Polewali 
Mandar Mapilli Beroangin 1 

1971 
P-

1072 A 7604037112830095 Rokimah Polewali 
Mandar 

Wonomulyo 
Sumberejo 

5 

1972 
P-

1072 B Mahmud Polewali 
Mandar Wonomulyo Sugihwaras 4 
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1973 
P-

1073 A 7604044105860007 Julyana 
Rahman 

Polewali 
Mandar 

Wonomulyo 
Sumberejo 

6 

1974 
P-

1073 B Julyana 
Rahman 

Polewali 
Mandar Polewali Darma 5 

1975 
P-

1074 A 7604075209930001 
 

Nurhalimah.S Polewali 
Mandar 

Wonomulyo 
Sumberejo 

7 

1976 
P-

1074 B Nurhalima. S Polewali 
Mandar Tapango Rappang 1 

1977 
P-

1075 A 7604034507870008 Sri Rahayu Polewali 
Mandar 

Wonomulyo 
Sumberejo 

7 

1978 
P-

1075 B Sutiarini Polewali 
Mandar Wonomulyo Sidodadi 11 

1979 
P-

1076 A 7604030511980008 
 

Nurhalima Polewali 
Mandar 

Wonomulyo 
Sumberejo 

8 

1980 
P-

1076 B Roy Hermawan Polewali 
Mandar Wonomulyo Bumiayu 3 

1981 
P-

1077 A 7604030102920004 
 

Suprayetno Polewali 
Mandar 

Wonomulyo 
Sumberejo 

8 

1982 
P-

1077 B Suprayetno Polewali 
Mandar Tapango Banato Rejo 2 

1983 
P-

1078 A 7604032201950001 Ihwan Prayudi Polewali 
Mandar 

Wonomulyo 
Sumberejo 

8 

1984 
P-

1078 B Ihwan Prayudi Polewali 
Mandar Tapango Banato Rejo 2 

1985 
P-

1079 A 7604044206910005 
 

Marwa Manja Polewali 
Mandar 

Wonomulyo 
Tumpiling 

1 

1986 
P-

1079 B Irmayanti M Polewali 
Mandar Polewali Wattang 4 

1987 
P-

1080 A 7604082510720001 
 

Ahmad, S.Kep. 
Ns 

Polewali 
Mandar 

Wonomulyo 
Tumpiling 

1 
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1988 
P-

1080 B Ahmad Polewali 
Mandar Mapilli Rappang Barat 1 

1989 
P-

1081 A 7604085707710001 
 

Hj. Haeriah 
S.Kep 

Polewali 
Mandar 

Wonomulyo 
Tumpiling 

1 

1990 
P-

1081 B Haeriah Polewali 
Mandar Mapilli Rappang Barat 1 

1991 
P-

1082 A 7604086104910001 Sulfairah Polewali 
Mandar 

Wonomulyo 
Tumpiling 

1 

1992 
P-

1082 B Sulfairah Polewali 
Mandar Mapilli Buku 5 

1993 
P-

1083 A 7604034505950006 
 

Risnawati Polewali 
Mandar 

Wonomulyo 
Tumpiling 

2 

1994 
P-

1083 B Risnawati Polewali 
Mandar Mapilli Segerang 1 

1995 
P-

1084 A 7604035310850001 
 

Ennianti Polewali 
Mandar 

Wonomulyo 
Tumpiling 

2 

1996 
P-

1084 B Enniyanti Polewali 
Mandar Wonomulyo Tumpiling 2 

1997 
P-

1085 A 7604100107880176 
 

Samsuddin Polewali 
Mandar 

Wonomulyo 
Tumpiling 

2 

1998 
P-

1085 B Samsuddin Polewali 
Mandar Luyo Baru 1 

1999 
P-

1086 A 7604037112410031 Lawiah Polewali 
Mandar 

Wonomulyo 
Tumpiling 

2 

2000 
P-

1086 B Hj.Lawiah Polewali 
Mandar Polewali Wattang 4 

2001 
P-

1087 A 7604070302910003 Luky Polewali 
Mandar 

Wonomulyo 
Tumpiling 

3 

2002 
P-

1087 B Luky Polewali 
Mandar Tapango Tapango 3 
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2003 
P-

1088 A 7604032606960006 
 

Syafarudding Polewali 
Mandar 

Wonomulyo 
Tumpiling 

4 

2004 
P-

1088 B Safaruddin Polewali 
Mandar Wonomulyo Galeso 5 

2005 
P-

1089 A 7604030709920002 
 

Abd. Rahim Polewali 
Mandar 

Wonomulyo 
Tumpiling 

4 

2006 
P-

1089 B Abd. Rahim Polewali 
Mandar Polewali Lantora 6 

2007 
P-

1090 A 7604114107890004 
 

Hasriati Polewali 
Mandar 

Wonomulyo 
Tumpiling 

4 

2008 
P-

1090 B Hasriati Polewali 
Mandar Limboro Tandasura 1 

2009 
P-

1091 A 7604052911820002 
 

Ahmad Polewali 
Mandar 

Wonomulyo 
Tumpiling 

4 

2010 
P-

1091 B Ahmad Polewali 
Mandar Tutar Taramanu 3 

2011 
P-

1092 A 7604034107760390 
 

Radeng Polewali 
Mandar 

Wonomulyo 
Tumpiling 

4 

2012 
P-

1092 B Hamal Polewali 
Mandar Matakali Barumbung 5 

2013 
P-

1093 A 7604026101900002 Dewi Mala Polewali 
Mandar 

Wonomulyo 
Tumpiling 

4 

2014 
P-

1093 B Dewi Mala Polewali 
Mandar Campalagian 

Katumbangan 
Lemo 6 

2015 
P-

1094 A 7604066007910001 
 

Faridhah Polewali 
Mandar 

Wonomulyo 
Tumpiling 

5 

2016 
P-

1094 B Faridhah Polewali 
Mandar Binuang Kuajang 2 

2017 
P-

1095 A 7604033008850001 
 

Usran Polewali 
Mandar 

Wonomulyo 
Tumpiling 

5 
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2018 
P-

1095 B Harli Polewali 
Mandar Wonomulyo Sidodadi 3 

2019 
P-

1096 A 7604084709840001 Haeria Polewali 
Mandar 

Wonomulyo 
Tumpiling 

5 

2020 
P-

1096 B Haeria Polewali 
Mandar Mapilli Bonne Bonne 2 

 
 

II. KABUPATEN MAJENE 

NO Kode Bukti NIK Nama Kabupaten Kecamatan Kelurahan TPS Keterangan 
1 P-1097 A 7605017112540073 

 
Mahmuda Majene Banggae Banggae 8 Membuktikan 

bahwa 
Termohon 

mengggunaka
n Modus Nik 
ganda untuk 
melakukan 

Penggelembun
gan Suara  

2 P-1097 B Hj. Awi Majene Banggae Banggae 2 
3 P-1098 A 7605011408890007 Muh Jufri Majene Banggae Banggae 12 
4 P-1098 B Muh. Jufri Majene Banggae Banggae 11 
5 P-1099 A 7605013112620087 Saharang Majene Banggae Banggae 13 
6 P-1099 B Hatta Majene Banggae Banggae 10 
7 P-1100 A 7605013112620065 Halim Majene Banggae Banggae 13 
8 P-1100 B Hamusa Majene Banggae Banggae 8 
9 P-1101 A 7605012901690002 Nuaim Bustan Majene Banggae Baru 4 
10 P-1101 B Ir  Nuaim Bustan Majene Banggae Banggae 3 
11 P-1102 A 7605015211920001 Nuraliah Majene Banggae Baru 5 
12 P-1102 B Rizki Wahyuni Majene Banggae Banggae 6 
13 P-1103 A 7605010912980002 Yusran Majene Banggae Baru 9 
14 P-1103 B Gunawan Majene Banggae Banggae 1 
15 P-1104 A 7605013112680023 Mustafa Majene Banggae Baru 10 
16 P-1104 B Januaris Majene Banggae Baru 8 
17 P-1105 A 7605017112680096 Ruhaya Majene Banggae Baru 10 
18 P-1105 B Kamaria Majene Banggae Baru 10 
19 P-1106 A 7605017112670033 Hasmiah Majene Banggae Galung 6 
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20 P-1106 B  Daulah Idrus Majene Banggae Banggae 11 
21 P-1107 A 7605017112600086 

 
Asriani Majene Banggae Galung 1 

22 P-1107 B Koni Majene Banggae Baru 10 
23 P-1108 A 7605015212700003 

 
St. Rahma Majene Banggae Galung 3 

24 P-1108 B Marwah Majene Banggae Baru 8 
25 P-1109 A 7605017112580055 

 
St. Aminah Majene Banggae Galung 5 

26 P-1109 B Nurhayati Majene Banggae Baru 10 
27 P-1110 A 7605014106830001 

 
Fahira, S.Pd Majene Banggae Galung 6 

28 P-1110 B Fahira Majene Banggae Banggae 5 
29 P-1111 A 7605014312890005 

 
Nurfadilah Majene Banggae Palipi 

Soreang 
4 

30 P-1111 B Nurfadila Majene Banggae Baru 1 
31 P-1112 A 7605017112880113 

 
Sitti Nur Majene Banggae Pamboboran

g 
1 

32 P-1112 B Kamaria Majene Banggae Baru 10 
33 P-1113 A 7605014502810002 

 
Ruslan Majene Banggae Pamboboran

g 
2 

34 P-1113 B Hasmia Majene Banggae Pamboboran
g 

2 

35 P-1114 A 7605013012960002 
 

Sumarlin Majene Banggae Banggae 3 
36 P-1114 B Silfester Randy Majene Banggae Banggae 5 
37 P-1115 A 7605010111970001 

 
Abd. Salman Majene Banggae Pamboboran

g 
4 

38 P-1115 B Supriadi Majene Banggae Baru 10 
39 P-1116 A 7605013112450060 

 
Samsuddin Majene Banggae Pamboboran

g 
5 

40 P-1116 B Umar Majene Banggae Baru 8 
41 P-1117 A 7605014611940001 

 
Sitti Asma Majene Banggae Pamboboran

g 
6 
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42 P-1117 B Gufrana Majene Banggae Banggae 7 
43 P-1118 A 7605010909990001 

 
Muh. Hajar Aji Majene Banggae Pangali Ali 1 

44 P-1118 B Muh.Armin Majene Banggae Palipi 
Soreang 

1 

45 P-1119 A 7605011312770001 
 

Mahdin Majene Banggae Pangali Ali 2 
46 P-1119 B Munir Majene BANGGAE BANGGAE 11 
47 P-1120 A 7605011206970002 

 
Bayanuddin Majene Banggae Pangali Ali 2 

48 P-1120 B Irpandi Majene Banggae Baru 1 
49 P-1121 A 7605011512980004 

 
Basry Majene Banggae Pangali Ali 10 

50 P-1121 B Basri Majene Banggae Pangali Ali 9 
51 P-1122 A 7605011612920001 

 
Arman Majene Banggae Pangali Ali 10 

52 P-1122 B Arman Majene Banggae Baru 12 
53 P-1123 A 7605017112510032 

 
Hj.Marwah Majene Banggae Pangali Ali 3 

54 P-1123 B Marwah Majene Banggae Pamboboran
g 

4 

55 P-1124 A 7605011812820002 
 

Amirullah Majene Banggae Pangali Ali 3 
56 P-1124 B Arman Rahman Majene Banggae Galung 4 
57 P-1125 A 7371094408830003 

 
A. Arny 

Megawaty Majene Banggae Pangali Ali 5 

58 P-1125 B Dr Arny 
Megawaty S.Ked Majene Banggae Banggae 3 

59 P-1126 A 7605013112930099 
 

Basri Majene Banggae Pangali Ali 5 
60 P-1126 B Asdar Majene Banggae Pangali Ali 1 
61 P-1127 A 7605013112970074 

 
Rasti Majene Banggae Pangali Ali 6 

62 P-1127 B Wahib Majene Banggae Pangali Ali 6 
63 P-1128 A 7605017112690089 

 
Rada Majene Banggae Pangali Ali 6 

64 P-1128 B Hasnah Majene Banggae Banggae 13 
65 P-1129 A 7605017112850076 

 
Sumarni Majene Banggae Pangali Ali 6 

66 P-1129 B St. Maryam Majene Banggae Pangali Ali 6 
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67 P-1130 A 7605012609980001 
 

Irham Majene Banggae Pangali Ali 7 
68 P-1130 B M Fikri Haekal B Majene Banggae Banggae 5 
69 P-1131 A 7605010410870002 

 
Muhammad Ayip Majene Banggae Pangali Ali 7 

70 P-1131 B Muhammad Ayip Majene Banggae Banggae 3 
71 P-1132 A 7605017112910071 

 
Salmawati Majene Banggae Pangali Ali 8 

72 P-1132 B Salmawati Majene Banggae Pamboboran
g 

1 

73 P-1133 A 7605013112860115 
 

Abdullah Majene Banggae Pangali Ali 8 
74 P-1133 B Abdullah Majene Banggae Pamboboran

g 
1 

75 P-1134 A 7605015306940001 
 

Wahyuni Majene Banggae Pangali Ali 8 
76 P-1134 B Wahyuni Majene Banggae Pangali Ali 5 
77 P-1135 A 7605012710830003 

 
Rusdi Majene Banggae Pangali Ali 8 

78 P-1135 B Rusdi Majene Banggae Baru 5 
79 P-1136 A 7605014705890002 

 
Rahmawati Majene Banggae Pangali Ali 11 

80 P-1136 B Asruddin Majene Banggae Pangali Ali 11 
81 P-1137 A 7605015812880002 

 
Bulgisma Z Majene Banggae Pangali Ali 11 

82 P-1137 B Bulgisma. Z, 
A.Md.Kep Majene Banggae Galung 6 

83 P-1138 A 7605013112600078 
 

Caco Majene Banggae Pangali Ali 12 
84 P-1138 B H Abd Karim 

Majid Majene Banggae Banggae 4 

85 P-1139 A 7605010506970002 
 

Rahmat Majene Banggae Pangali Ali 12 
86 P-1139 B Rahmat Majene Banggae Pangali Ali 6 
87 P-1140 A 7605016510670002 

 
Nurbia Majene Banggae Pangali Ali 13 

88 P-1140 B Nurbiah Majene Banggae Pangali Ali 12 
89 P-1141 A 7605014712960001 

 
Wahyuni Majene Banggae Pangali Ali 13 

90 P-1141 B Wahyuni Majene Banggae Galung 3 
91 P-1142 A 7605012809990001 Aco Azriel Akbar Majene Banggae Pangali Ali 16 
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92 P-1142 B  Noni Majene Banggae Baru 2 
93 P-1143 A 7605013112830096 

 
Ridwan Majene Banggae Pangali Ali 16 

94 P-1143 B Sarifuddin Majene Banggae Banggae 12 
95 P-1144 A 7605016502870001 

 
Basaruddin Majene Banggae Pangali Ali 17 

96 P-1144 B St. Badrah Majene Banggae Banggae 2 
97 P-1145 A 7605012802860001 

 
St. Badra Majene Banggae Pangali Ali 17 

98 P-1145 B Basaruddin Majene Banggae Banggae 2 
99 P-1146 A 7605017112810002 

 
Nuraeni Majene Banggae Pangali Ali 17 

100 P-1146 B Masliana Majene Banggae Palipi 
Soreang 

2 

101 P-1147 A 7605011011880004 
 

Munawir Majene Banggae Pangali Ali 17 
102 P-1147 B Sukur M. Majene Banggae Baru 9 
103 P-1148 A 7605015112720001 

 
Rahamiah Majene Banggae Pangali Ali 17 

104 P-1148 B Rita B. Majene Banggae Baru 4 
105 P-1149 A 7605017112520031 

 
Wamisa Majene Banggae Pangali Ali 19 

106 P-1149 B Juriah Majene Banggae Baru 9 
107 P-1150 A 7605013112650003 

 
Yose Majene Banggae Pangali Ali 19 

108 P-1150 B Ti'be Majene Banggae Palipi 
Soreang 

3 

109 P-1151 A 7605017112720124 
 

Musdalifa Majene Banggae Rangas 1 
110 P-1151 B Tima Majene Banggae Pangali Ali 19 
111 P-1152 A 7605013012840004 

 
Nasir Majene Banggae Rangas 1 

112 P-1152 B Saharuddin Majene Banggae Pangali Ali 12 
113 P-1153 A 7605017112810088 

 
Jumaria Majene Banggae Rangas 1 

114 P-1153 B Hariana Majene Banggae Banggae 12 
115 P-1154 A 7605017112660069 

 
Maraida Majene Banggae Rangas 1 

116 P-1154 B Hasnah Majene Banggae Pamboboran
g 6 

117 P-1155 A 7605010907940002 Ahmad Ali Majene Banggae Rangas 1 
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118 P-1155 B  M. Said Majene Banggae Pangali Ali 5 
119 P-1156 A 7605011211950001 

 
Risno Majene Banggae Rangas 1 

120 P-1156 B Muhammad 
Fajrin Majene Banggae Banggae 

10 
121 P-1157 A 7605013112810105 

 
Jumadil Majene Banggae Rangas 1 

122 P-1157 B Hengki Majene Banggae Pangali Ali 17 
123 P-1158 A 7605013112740092 

 
Abd. Samad Majene Banggae Rangas 2 

124 P-1158 B M Syapei Majene Banggae Banggae 12 
125 P-1159 A 7605014107970063 

 
Risna Majene Banggae Rangas 2 

126 P-1159 B Maslaeni Majene Banggae Pangali Ali 8 
127 P-1160 A 7605011801960001 

 
Zulkifli Majene Banggae Rangas 2 

128 P-1160 B Said Badrun Majene Banggae Baru 10 
129 P-1161 A 7605017112820103 

 
Jasmira Majene Banggae Rangas 2 

130 P-1161 B Hariani Majene Banggae Baru 8 
131 P-1162 A 7605014101670005 

 
Farida. R Majene Banggae Rangas 2 

132 P-1162 B Farida R. Majene Banggae Rangas 1 
133 P-1163 A 7605015112600001 

 
Bataria Majene Banggae Rangas 2 

134 P-1163 B Kulling Majene Banggae Banggae 1 
135 P-1164 A 7605013012710003 

 
Samsul Majene Banggae Rangas 2 

136 P-1164 B Anwar Majene Banggae Rangas 1 
137 P-1165 A 7605012602960004 

 
Ahlunnasa Majene Banggae Rangas 2 

138 P-1165 B Ahlunnasa Majene Banggae Rangas 1 
139 P-1166 A 7605010812830001 

 
Rahmat Majene Banggae Rangas 3 

140 P-1166 B Rahmat Majene Banggae Baru 3 
141 P-1167 A 7605014705970002 

 
Bastia Majene Banggae Rangas 3 

142 P-1167 B Sipaami Majene Banggae Rangas 2 
143 P-1168 A 7605011308990002 

 
Pirman Majene Banggae Rangas 3 

144 P-1168 B Pirman Majene Banggae Rangas 1 
145 P-1169 A 7605015007850001 Ipa Majene Banggae Rangas 3 
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146 P-1169 B  Kasmiati Majene Banggae Rangas 1 
147 P-1170 A 7605013112680149 

 
Samsir Majene Banggae Rangas 5 

148 P-1170 B Habidin Majene Banggae Pangali Ali 12 
149 P-1171 A 7605015205840003 

 
Suriana Majene Banggae Rangas 5 

150 P-1171 B Masyita Majene Banggae Banggae 8 
151 P-1172 A 7605017112970069 

 
Wati Majene Banggae Rangas 5 

152 P-1172 B Rahmania Majene Banggae Banggae 13 
153 P-1173 A 7605015303960003 

 
Hartina Majene Banggae Rangas 5 

154 P-1173 B Sri Eka Putri Ilyas Majene Banggae Banggae 12 
155 P-1174 A 7605017112730095 

 
Hasria Majene Banggae Rangas 5 

156 P-1174 B Samiah Majene Banggae Pangali Ali 2 
157 P-1175 A 7605012711920003 

 
Usman Ali Majene Banggae Rangas 5 

158 P-1175 B Ahmad Junaid Majene Banggae Galung 1 
159 P-1176 A 7605013112820114 

 
Rusdi Majene Banggae Rangas 6 

160 P-1176 B Burhanuddin Majene Banggae Pamboboran
g 6 

161 P-1177 A 7605013012970003 
 

Sumarlin Majene Banggae Rangas 6 
162 P-1177 B Usman Majene Banggae Rangas 3 
163 P-1178 A 7605013112750163 

 
Salama Majene Banggae Rangas 6 

164 P-1178 B Salama Majene Banggae Rangas 1 
165 P-1179 A 7605014510940003 

 
Hasna Majene Banggae Rangas 8 

166 P-1179 B Musdalipa Majene Banggae Banggae 11 
167 P-1180 A 7605013112720124 

 
Kamaruddin Majene Banggae Rangas 8 

168 P-1180 B Abd. Rahman Majene Banggae Rangas 6 
169 P-1181 A 7605017112730089 

 
Amina Majene Banggae Rangas 8 

170 P-1181 B Asmuni Majene Banggae Pangali Ali 7 
171 P-1182 A 7605013012940005 

 
Sembara Majene Banggae Rangas 8 

172 P-1182 B Akbar Majene Banggae Pangali Ali 2 
173 P-1183 A 7605017112600154 Jahapa Majene Banggae Rangas 9 
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174 P-1183 B  Santiriah Majene Banggae Baru 9 
175 P-1184 A 7605017112460059 

 
Kadariah Majene Banggae Rangas 9 

176 P-1184 B Kursiah Asiah Majene Banggae Pangali Ali 10 
177 P-1185 A 7605017112400109 

 
Mayasa Majene Banggae Rangas 10 

178 P-1185 B Samaina Majene Banggae Baru 5 
179 P-1186 A 7605017112730091 

 
Satriadi Majene Banggae Rangas 10 

180 P-1186 B Ramlah Majene Banggae Pangali Ali 5 
181 P-1187 A 7605011304970003 

 
Hamunding Majene Banggae Rangas 10 

182 P-1187 B Mursidin Majene Banggae Rangas 5 
183 P-1188 A 7605014107690042 

 
Sisa Majene Banggae Rangas 10 

184 P-1188 B Halima Majene Banggae Pangali Ali 4 
185 P-1189 A 7605010307780001 

 
Abd. Kadir Majene Banggae Rangas 10 

186 P-1189 B Andi Pahlevi Majene Banggae Banggae 1 
187 P-1190 A 7605017112690080 

 
Patima Majene Banggae Rangas 11 

188 P-1190 B Haerani Majene Banggae Banggae 10 
189 P-1191 A 7605014107760024 

 
Sardiana Majene Banggae Rangas 11 

190 P-1191 B Sohrah Majene Banggae Pangali Ali 9 
191 P-1192 A 7605010309900001 

 
Erwin. K Majene Banggae Rangas 12 

192 P-1192 B Nasrullah Majene Banggae Pangali Ali 14 
193 P-1193 A 7605013112960082 

 
Maslia Majene Banggae Rangas 12 

194 P-1193 B Ismail Majene Banggae Banggae 13 
195 P-1194 A 7605017112840121 

 
Jumania Majene Banggae Rangas 12 

196 P-1194 B Nursiah Majene Banggae Pangali Ali 14 
197 P-1195 A 7605013112900140 

 
Supriadi Majene Banggae Rangas 12 

198 P-1195 B Irham Majene Banggae Pangali Ali 5 
199 P-1196 A 7605013112900015 

 
Kaharuddin Majene Banggae Rangas 12 

200 P-1196 B Abdullah Majene Banggae Pamboboran
g 4 

201 P-1197 A 7605017112800142 Husmirah Majene Banggae Rangas 12 
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202 P-1197 B  Darmiati Majene Banggae Baru 2 
203 P-1198 A 7605017112520068 

 
Nisa Majene Banggae Rangas 13 

204 P-1198 B Hawani Majene Banggae Baru 11 
205 P-1199 A 7605011407590002 

 
Joni Dipamada,S Majene Banggae Rangas 13 

206 P-1199 B Joni Dipamada. S Majene Banggae Pangali Ali 2 
207 P-1200 A 7605012001900001 

 
Muh.Wahyuddin Majene Banggae Rangas 13 

208 P-1200 B Muh. Wahyuddin Majene Banggae Rangas 11 
209 P-1201 A 7605011707760005 

 
M. Sapri Majene Banggae Rangas 13 

210 P-1201 B Kaco Majene Banggae Rangas 13 
211 P-1202 A 7605011909900001 

 
Hasria Majene Banggae Rangas 13 

212 P-1202 B Wais Al Qarni Majene Banggae Rangas 13 
213 P-1203 A 7605012108790002 

 
Khadijah Latif Majene Banggae Rangas 13 

214 P-1203 B Muhammad Israf 
Firdaus Majene Banggae Rangas 

13 
215 P-1204 A 7605013112970016 

 
Anto Majene Banggae Rangas 14 

216 P-1204 B Hendi Majene Banggae Rangas 12 
217 P-1205 A 7605013112690076 

 
Abd. Kadir Majene Banggae Rangas 14 

218 P-1205 B Sain Majene Banggae Pangali Ali 2 
219 P-1206 A 7605011010700005 

 
Junaedi Majene Banggae Totoli 1 

220 P-1206 B Abd Rahim Majene Banggae Pamboboran
g 3 

221 P-1207 A 7605013112510038 
 

Aco Asri Indrazak Majene Banggae Totoli 1 
222 P-1207 B Husnaddin Majene Banggae Pangali Ali 2 
223 P-1208 A 7605011212660004 

 
Adam Majene Banggae Totoli 1 

224 P-1208 B Syahrir Majene Banggae Rangas 1 
225 P-1209 A 7604066505880003 

 
Ramlah Majene Banggae Totoli 2 

226 P-1209 B Ramlah,A.M.Keb Majene Banggae Totoli 1 
227 P-1210 A 7605016006760001 

 
Susanna.S Majene Banggae Totoli 2 

228 P-1210 B Susanna S Majene Banggae Banggae 7 
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229 P-1211 A 7605015708960004 
 

Darmawati Majene Banggae Totoli 3 
230 P-1211 B Gustina Majene Banggae Rangas 4 
231 P-1212 A 7605015505940002 

 
Septiawati Majene Banggae Totoli 4 

232 P-1212 B Septiawati Majene Banggae Rangas 6 
233 P-1213 A 7605016206980001 

 
Ammi Safitri Majene Banggae Totoli 4 

234 P-1213 B Ammi Safitri Majene Banggae Pangali Ali 13 
235 P-1214 A 7605013112820166 

 
Samsul Majene Banggae Totoli 4 

236 P-1214 B Hasanuddin Majene Banggae Rangas 11 
237 P-1215 A 7605010601820001 

 
Abdullah H. Majene Banggae Totoli 5 

238 P-1215 B Iwan Majene Banggae Totoli 2 
239 P-1216 A 7605013112680001 

 
Amir Majene Banggae Totoli 5 

240 P-1216 B Usman Ali Majene Banggae Pangali Ali 17 
241 P-1217 A 7605017112740031 

 
Hasni Majene Banggae Totoli 5 

242 P-1217 B Hasni Majene Banggae Rangas 2 
243 P-1218 A 7605015707810001 

 
Ramla Majene Banggae Totoli 6 

244 P-1218 B Ramla Majene Banggae Totoli 1 
245 P-1219 A 7605017101980002 

 
Fitri Widyaningsih Majene Banggae Totoli 6 

246 P-1219 B Serly Purnama 
Dewi Majene Banggae Rangas 

14 
247 P-1220 A 7371096907890001 

 
Arlina Shaldy Majene Banggae Totoli 6 

248 P-1220 B Arlina Shaldi Majene Banggae Totoli 5 
249 P-1221 A 7605016105850001 

 
St.Nur Majene Banggae Totoli 6 

250 P-1221 B Sainab Majene Banggae Baru 1 
251 P-1222 A 7605013112500132 

 
Abd. Rahman Majene Banggae Totoli 6 

252 P-1222 B Muna Majene Banggae Totoli 5 
253 P-1223 A 7605015107980002 

 
Arfina Sabrina Majene Banggae Totoli 6 

254 P-1223 B Erna Majene Banggae Rangas 1 
255 P-1224 A 7605014510980001 

 
Nurlina Majene Banggae Totoli 7 

256 P-1224 B Nurlina Majene Banggae Banggae 13 
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257 P-1225 A 7605017112780115 
 

Rosminah Majene Banggae Totoli 7 
258 P-1225 B Ati Majene Banggae Rangas 14 
259 P-1226 A 7605017112860002 

 
Itte Nurjannah Majene Banggae Totoli 7 

260 P-1226 B Hj.Nurbiah Majene Banggae Totoli 6 
261 P-1227 A 7605034704960002 

 
Haerul Majene Banggae Totoli 7 

262 P-1227 B Nurlina Majene Banggae Totoli 7 
263 P-1228 A 7605014107980088 

 
Darmi Majene Banggae Totoli 7 

264 P-1228 B Darmi Majene Banggae Pangali Ali 7 
265 P-1229 A 7605013112960114 

 
Iwan Majene Banggae Totoli 7 

266 P-1229 B Iwan Majene Banggae Pangali Ali 16 
267 P-1230 A 7605017112700001 

 
Dalima Majene Banggae Totoli 7 

268 P-1230 B St Amina Majene Banggae Pangali Ali 10 
269 P-1231 A 7605012007800002 

 
Aminuddin Majene Banggae Totoli 7 

270 P-1231 B Aminuddin Majene Banggae Totoli 6 
271 P-1232 A 7605016503900001 

 
Riska 

Angriani,S.S Majene Banggae Totoli 
7 

272 P-1232 B Riska Angriani Majene Banggae Pangali Ali 1 
273 P-1233 A 7605012708840004 

 
Kurniawan,A.Ma Majene Banggae Totoli 7 

274 P-1233 B Kurniawan A.Ma Majene Banggae Pangali Ali 2 
275 P-1234 A 7605011703960001 

 
Wais Majene Banggae Totoli 7 

276 P-1234 B Wais Majene Banggae Banggae 13 
277 P-1235 A 7605016005940001 

 
Nurbaeti Majene Banggae Totoli 7 

278 P-1235 B Nurbaeti Majene Banggae Banggae 13 
279 P-1236 A 7605015712870001 

 
Nurbaya Majene Banggae Totoli 7 

280 P-1236 B Nurbaya Majene Banggae Banggae 13 
281 P-1237 A 7605012712850003 

 
M.Rahman Majene Banggae Totoli 7 

282 P-1237 B Abd Rahman Majene Banggae Banggae 13 
283 P-1238 A 7605013112750002 Rusli Majene Banggae Totoli 8 
284 P-1238 B Hasanuddin Majene Banggae Banggae 1 
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285 P-1239 A 7605017112910065 
 

Husnaeni Majene Banggae Totoli 8 
286 P-1239 B Hermawati Majene Banggae Rangas 4 
287 P-1240 A 7605014107860067 Harpia Majene Banggae Totoli 8 
288 P-1240 B Hamrah Majene Banggae Rangas 11 
289 P-1241 A 7605013112820164 Sarifuddin Majene Banggae Totoli 8 
290 P-1241 B Sule Majene Banggae Rangas 11 
291 P-1242 A 7605012006840001 

 
Rahmat Majene Banggae Totoli 9 

292 P-1242 B Rahmat Majene Banggae Pangali Ali 14 
293 P-1243 A 7605017012990001 

 
Sarni Majene Banggae Totoli 9 

294 P-1243 B Marini Majene Banggae Rangas 8 
295 P-1244 A 7605017112780114 

 
Marniati Majene Banggae Totoli 9 

296 P-1244 B Salmiati Majene Banggae Rangas 7 
297 P-1245 A 7605017112910061 

 
Sukuria Majene Banggae Totoli 9 

298 P-1245 B Sukuria.S.Kom Mamuju 
Utara 

Pasangkayu Pasangkayu 
13 

299 P-1246 A 7605014708940001 
 

Musdalipa Majene Banggae Totoli 9 
300 P-1246 B Musdalipa Mamuju 

Utara 
Sarudu Sarudu 

6 
301 P-1247 A 7605017112860080 

 
Samia Majene Banggae Totoli 9 

302 P-1247 B Herlina Majene Banggae Rangas 6 
303 P-1248 A 7605012110860002 

 
Syamsul Majene Banggae Totoli 9 

304 P-1248 B S Amsul,S.Pd Mamuju 
Utara 

Pasangkayu Pasangkayu 
13 

305 P-1249 A 7605012405960002 
 

Yahyaddin 
Hidayat. J 

Majene Banggae Totoli 
9 

306 P-1249 B Mading Majene Banggae Rangas 9 
307 P-1250 A 7605083112540050 

 
Nasir Majene Banggae 

Timur 
Baruga 

4 
 
 
 308 P-1250 B Abd Fattah Majene Banggae Baruga 1 
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Timur  
 
 
 

Membuktikan 
bahwa 

Termohon 
mengggunaka
n Modus Nik 
ganda untuk 
melakukan 

Penggelembun
gan Suara 

 

309 P-1251 A 7605085308930001 
 

Evi Novita Majene Banggae 
Timur 

Baruga 
5 

310 P-1251 B Evi Nopita Majene Banggae Pangali Ali 8 
311 P-1252 A 7605084202880001 

 
Salmah Majene Banggae 

Timur 
Baruga 

5 
312 P-1252 B Salma Mamuju 

Utara 
Bambalamo

tu 
Bambalamotu 

5 
313 P-1253 A 7605085810900001 

 
Muflihah Basri Majene Banggae 

Timur 
Baruga Dhua 

3 
314 P-1253 B Muflihah Basri Majene Banggae Baru 6 
315 P-1254 A 7604127112790040 

 
St. Ramlah Majene Banggae 

Timur 
Baruga Dhua 

5 
316 P-1254 B Rita Majene Banggae 

Timur 
Baruga Dhua 

5 
317 P-1255 A 7605011208810002 

 
Basri Majene Banggae 

Timur 
Baurung 

5 
318 P-1255 B Abdul Rahman Majene Banggae Galung 4 
319 P-1256 A 7605086311970001 

 
Hasriani Majene Banggae 

Timur 
Baurung 

7 
320 P-1256 B Hasriani Majene Banggae Totoli 1 
321 P-1257 A 7605085112970001 

 
Hamriah Majene Banggae 

Timur 
Baurung 

7 
322 P-1257 B Hasrina Majene Banggae 

Timur 
Baruga Dhua 

2 
323 P-1258 A 7605083112520040 

 
Borahima Majene Banggae 

Timur 
Baurung 

8 
324 P-1258 B Abdullah Majene Banggae 

Timur 
Baruga 

5 
325 P-1259 A 7605083112720005 Nurdin Majene Banggae Baurung 8 
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 Timur 
326 P-1259 B Nasriati Majene Banggae 

Timur 
Baurung 

7 
327 P-1260 A 7605080101760003 

 
Sarbin Majene Banggae 

Timur 
Baurung 

9 
328 P-1260 B Syamsuddin Majene Banggae 

Timur 
Baurung 

5 
329 P-1261 A 7605087112950040 

 
Nurdiana Majene Banggae 

Timur 
Baurung 

10 
330 P-1261 B Juhaeni Majene Banggae 

Timur 
Baruga 

1 
331 P-1262 A 7605083112840063 

 
Naharuddin Majene Banggae 

Timur 
Buttu Baruga 

1 
332 P-1262 B Muhammad Majene Banggae 

Timur 
Baruga Dhua 

5 
333 P-1263 A 7605015604900003 

 
Sitti Shalihah Majene Banggae 

Timur 
Buttu Baruga 

1 
334 P-1263 B Sitti Shalihah Majene Banggae Galung 2 
335 P-1264 A 7605080102900001 

 
Rahman Majene Banggae 

Timur 
Buttu Baruga 

2 
336 P-1264 B Wahyu Majene Banggae 

Timur 
Baurung 

1 
337 P-1265 A 7605085307830002 

 
Yusniar Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

4 
338 P-1265 B Fitria. R Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

3 
339 P-1266 A 7605084310990001 

 
Nur Indah Sari Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

4 
340 P-1266 B Nurindah Sari Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

4 
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341 P-1267 A 7605085510860002 
 

Marlina Majene Banggae 
Timur 

Labuang 
5 

342 P-1267 B Nurita Majene Banggae 
Timur 

Labuang 
Utara 4 

343 P-1268 A 7605084105820001 
 

Irma Maelani Majene Banggae 
Timur 

Labuang 
5 

344 P-1268 B Rahmawati Majene Banggae 
Timur 

Labuang 
Utara 8 

345 P-1269 A 7605086004970001 
 

Nur Halisah Majene Banggae 
Timur 

Labuang 
5 

346 P-1269 B Nurazizah Majene Banggae 
Timur 

Labuang 
Utara 10 

347 P-1270 A 7605087112390021 
 

Hasiah Majene Banggae 
Timur 

Labuang 
5 

348 P-1270 B Hj Hafsah Kamil Majene Banggae 
Timur 

Labuang 
3 

349 P-1271 A 7605083112690076 
 

Ruddin Majene Banggae 
Timur 

Labuang 
5 

350 P-1271 B Harman Majene Banggae 
Timur 

Baruga Dhua 
2 

351 P-1272 A 7605083112450001 
 

Dra Hj Hadami Majene Banggae 
Timur 

Labuang 
6 

352 P-1272 B Haeruddin Majene Banggae 
Timur 

Baruga Dhua 
3 

353 P-1273 A 7605086509850001 
 

Rosmawati Majene Banggae 
Timur 

Labuang 
7 

354 P-1273 B Rosmawati Majene Banggae Galung 1 
355 P-1274 A 7605085210700001 

 
Nurmiaty Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

7 
356 P-1274 B Marni Majene Banggae Baurung 7 
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Timur 
357 P-1275 A 7605080802760001 

 
Mardinah. A Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

8 
358 P-1275 B Taslim Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

Utara 4 
359 P-1276 A 7605086708970002 

 
Varadilah Putri 

Amriyani 
Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

8 
360 P-1276 B Faradilah Putri Majene Banggae 

Timur 
Baruga 

4 
361 P-1277 A 7605083112640070 

 
Syamsuddin Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

8 
362 P-1277 B Abd. Rajab Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

Utara 1 
363 P-1278 A 7605087112520072 

 
Jamala Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

8 
364 P-1278 B Pada Majene Banggae 

Timur 
Buttu Baruga 

1 
365 P-1279 A 7605081909960002 

 
Asyaadi 

Muliawan 
Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

9 
366 P-1279 B Muh. Nurhadi Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

Utara 7 
367 P-1280 A 7605081607820001 

 
Muh. Sapri Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

10 
368 P-1280 B Muh. Sapri Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

10 
369 P-1281 A 7605086810970002 

 
Harmini Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

11 
370 P-1281 B St. Mardawia B. Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

Utara 2 
371 P-1282 A 7605086708950002 Ramlah Majene Banggae Labuang 11 
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 Timur 
372 P-1282 B Wirda H. Majene Banggae 

Timur 
Baruga 

1 
373 P-1283 A 7605080211800003 

 
Arman Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

11 
374 P-1283 B Harun Lapas Majene Banggae 

Timur 
Baruga Dhua 

3 
375 P-1284 A 7605087112650041 

 
Aspina Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

11 
376 P-1284 B Sitti. Hawa Majene Banggae 

Timur 
Baurung 

1 
377 P-1285 A 7605084506940001 

 
Nurmadinah Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

11 
378 P-1285 B Nurmadinah Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

Utara 1 
379 P-1286 A 7605081909830002 

 
Rahmat Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

12 
380 P-1286 B Abd Salam Majene Banggae 

Timur 
Baurung 

8 
381 P-1287 A 7605083112890038 

 
Mustari Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

12 
382 P-1287 B Hardi Majene Banggae 

Timur 
Baurung 

4 
383 P-1288 A 7605080508520001 

 
Suhuria Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

12 
384 P-1288 B Suhuria Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

Utara 6 
385 P-1289 A 7605087112720055 

 
Hasriani Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

Utara 1 
386 P-1289 B St. Arfah Majene Banggae Baruga 3 
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Timur 
387 P-1290 A 7313071304930001 

 
Hamka Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

Utara 2 
388 P-1290 B Hamka Majene Banggae Banggae 1 
389 P-1291 A 7605084107570015 

 
Saatia Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

Utara 2 
390 P-1291 B Hajina Majene Banggae 

Timur 
Baurung 

5 
391 P-1292 A 7605083112630024 

 
Munding Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

Utara 2 
392 P-1292 B M. Idris Majene Banggae 

Timur 
Baurung 

5 
393 P-1293 A 7605013112590056 

 
Amirullah Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

Utara 3 
394 P-1293 B Fajar Abdu Majene Banggae Banggae 9 
395 P-1294 A 7605016107890003 

 
Irmajayanti Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

Utara 3 
396 P-1294 B Nur Alam Majene Banggae Pangali Ali 16 
397 P-1295 A 7605083112470004 

 
Lahamuddin Atjo Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

Utara 3 
398 P-1295 B Hadi Paloi Majene Banggae 

Timur 
Baurung 

10 
399 P-1296 A 7605084107540008 

 
Hj.Amelia Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

Utara 3 
400 P-1296 B Tasawiah Majene Banggae 

Timur 
Baurung 

1 
401 P-1297 A 7605087112560056 

 
Hj. Nasma Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

Utara 3 
402 P-1297 B Nurma Majene Banggae 

Timur 
Baurung 

1 
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403 P-1298 A 7605012812910001 
 

Dhesi 
Rahmawaty 

Majene Banggae 
Timur 

Labuang 
Utara 3 

404 P-1298 B Sukri Majene Banggae Pamboboran
g 4 

405 P-1299 A 7605086007790001 
 

Nursia Majene Banggae 
Timur 

Labuang 
Utara 4 

406 P-1299 B Nursia N Majene Banggae 
Timur 

Labuang 
Utara 3 

407 P-1300 A 7605083112840061 
 

Mahayuddin Majene Banggae 
Timur 

Labuang 
Utara 4 

408 P-1300 B Abd Majid Majene Banggae 
Timur 

Baruga Dhua 
5 

409 P-1301 A 7605082009870001 
 

Andi Ismail Majene Banggae 
Timur 

Labuang 
Utara 5 

410 P-1301 B Safiuddin Majene Banggae 
Timur 

Baruga Dhua 
2 

411 P-1302 A 7605086512730001 
 

Andi Nurintan Majene Banggae 
Timur 

Labuang 
Utara 5 

412 P-1302 B Jasni Muh. Idrus Majene Banggae 
Timur 

Baurung 
7 

413 P-1303 A 7605081008820002 
 

Abd. Rahman 
Sappe 

Majene Banggae 
Timur 

Labuang 
Utara 6 

414 P-1303 B Suaib Majene Banggae 
Timur 

Labuang 
Utara 3 

415 P-1304 A 7605084112890003 
 

Juliana Majene Banggae 
Timur 

Labuang 
Utara 6 

416 P-1304 B Juliana Majene Banggae 
Timur 

Labuang 
Utara 6 

417 P-1305 A 7605085305590002 
 

St Rabiah Majene Banggae 
Timur 

Labuang 
Utara 7 
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418 P-1305 B Sitti Rabiah Majene Banggae 
Timur 

Labuang 
Utara 4 

419 P-1306 A 7605082311860001 
 

Abdul Salam Majene Banggae 
Timur 

Labuang 
Utara 8 

420 P-1306 B Abd. Salam Mamuju 
Utara 

Sarudu Sarudu 
2 

421 P-1307 A 7605011606910002 
 

Aswar Majene Banggae 
Timur 

Labuang 
Utara 8 

422 P-1307 B Aswar Majene Banggae Totoli 7 
423 P-1308 A 7605084611900001 

 
Hudriah Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

Utara 8 
424 P-1308 B Hudriah Mamuju 

Utara 
Sarudu Sarudu 

2 
425 P-1309 A 7605083112550005 

 
Syahrir Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

Utara 8 
426 P-1309 B Syahrir Mamuju 

Utara 
Sarudu Sarudu 

2 
427 P-1310 A 7605086104650001 

 
Ratnawati Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

Utara 8 
428 P-1310 B Ratnawati Mamuju 

Utara 
Sarudu Sarudu 

2 
429 P-1311 A 7605087112680060 

 
Adinah Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

Utara 10 
430 P-1311 B Nurhayati Majene Banggae 

Timur 
Baurung 

9 
431 P-1312 A 7605084504810003 

 
Fitriani Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

Utara 10 
432 P-1312 B Fitriani Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

Utara 10 
433 P-1313 A 7605012502710001 Patly Parakkasi Majene Banggae Labuang 11 
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 Timur Utara 
434 P-1313 B Patly Parakassi. 

Sh 
Majene Banggae Banggae 

6 
435 P-1314 A 7605086306930002 

 
Nurinaya Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

Utara 12 
436 P-1314 B Nur Inayah Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

Utara 12 
437 P-1315 A 7605080811930001 

 
Sudi 

Sulhidayatullah 
Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

Utara 13 
438 P-1315 B Irman Zulfikar Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

Utara 1 
439 P-1316 A 7605084709900001 

 
Inayati Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

Utara 13 
440 P-1316 B Misra Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

Utara 3 
441 P-1317 A 7604153112630047 

 
Rusli Hatta,S.Pd Majene Banggae 

Timur 
Lembang 

3 
442 P-1317 B Rusli Hatta, S.Pd Polewali 

Mandar 
Allu Mombi 

2 
443 P-1318 A 7604152411890002 

 
Bambang 

Hermawan 
Majene Banggae 

Timur 
Lembang 

3 
444 P-1318 B Bambang 

Hermawan 
Polewali 
Mandar 

Allu Mombi 
2 

445 P-1319 A 7604157112590066 
 

Nasriah,S.Pd.I Majene Banggae 
Timur 

Lembang 
3 

446 P-1319 B Nasriah, S.Pd.I Polewali 
Mandar 

Allu Mombi 
2 

447 P-1320 A 7605087112780040 
 

Rahmiani Majene Banggae 
Timur 

Lembang 
3 

448 P-1320 B Nurhaedah Majene Banggae Baruga 1 
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Timur 
449 P-1321 A 7605083112590053 

 
Amir Majene Banggae 

Timur 
Lembang 

3 
450 P-1321 B Kamaruddin Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

12 
451 P-1322 A 7605082611860002 

 
Zulkifli Majene Banggae 

Timur 
Lembang 

3 
452 P-1322 B Agung Arianto Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

5 
453 P-1323 A 7605083112500058 

 
Baduami Majene Banggae 

Timur 
Lembang 

3 
454 P-1323 B M. Natsir Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

Utara 7 
455 P-1324 A 7605014211870002 

 
Sitti Fatima Majene Banggae 

Timur 
Lembang 

3 
456 P-1324 B Sitti Fatima Majene Banggae Banggae 9 
457 P-1325 A 7605082808810001 

 
M. Ramli Sahur Majene Banggae 

Timur 
Lembang 

3 
458 P-1325 B M. Ramli Sahur. 

Se 
Majene Banggae Pangali Ali 

9 
459 P-1326 A 7605081807780001 

 
Hasbi Majene Banggae 

Timur 
Lembang 

3 
460 P-1326 B Firdaus Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

11 
461 P-1327 A 7605087112460050 

 
Adong Majene Banggae 

Timur 
Lembang 

3 
462 P-1327 B Hania Majene Banggae 

Timur 
Baruga Dhua 

1 
463 P-1328 A 7605087112450080 

 
Sia Majene Banggae 

Timur 
Lembang 

3 
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464 P-1328 B Helmi Majene Banggae Palipi 
Soreang 3 

465 P-1329 A 7605087112640104 
 

Marhumah Majene Banggae 
Timur 

Lembang 
3 

466 P-1329 B Nurhaedah Majene Banggae 
Timur 

Baruga Dhua 
2 

467 P-1330 A 7605015211690001 
 

Dede Ramadhan Majene Banggae 
Timur 

Lembang 
3 

468 P-1330 B Nurwina Abdul 
Rasjid 

Majene Banggae Pangali Ali 
15 

469 P-1331 A 7605083112690024 
 

Busman Majene Banggae 
Timur 

Lembang 
3 

470 P-1331 B Marwan Majene Banggae 
Timur 

Labuang 
Utara 2 

471 P-1332 A 7605087112790003 
 

Varie Rio Majene Banggae 
Timur 

Lembang 
3 

472 P-1332 B Salima Majene Banggae 
Timur 

Baruga Dhua 
5 

473 P-1333 A 7605087112580042 
 

Effendy Gasong Majene Banggae 
Timur 

Lembang 
3 

474 P-1333 B Nurbakti Majene Banggae 
Timur 

Labuang 
4 

475 P-1334 A 7605014212860001 
 

Reny Roswanti Majene Banggae 
Timur 

Lembang 
3 

476 P-1334 B Reny Ruswanti Majene Banggae Pangali Ali 9 
477 P-1335 A 7604106406940002 

 
Selfiyana 
Sahraeni 

Majene Banggae 
Timur 

Lembang 
4 

478 P-1335 B Selfiyana 
Sahraeni 

Majene Banggae Banggae 
11 

479 P-1336 A 7605011505920001 Rudyansyah Majene Banggae Lembang 4 
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 Timur 
480 P-1336 B Rudyansyah. H Majene Banggae Banggae 11 
481 P-1337 A 7605086909830001 

 
Pordaningsih M. 

Eta 
Majene Banggae 

Timur 
Lembang 

4 
482 P-1337 B St. Aras Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

Utara 2 
483 P-1338 A 7605085201900002 

 
Husni. H Majene Banggae 

Timur 
Lembang 

4 
484 P-1338 B Nurmadina Majene Banggae Pangali Ali 5 
485 P-1339 A 7605081211840002 

 
Adi Rahman 

S.Kep 
Majene Banggae 

Timur 
Lembang 

4 
486 P-1339 B Amiruddin Majene Banggae 

Timur 
Baruga 

1 
487 P-1340 A 7601031010690001 

 
H.Muh Ramli Majene Banggae 

Timur 
Lembang 

4 
488 P-1340 B H Muh Ramli Mamuju 

Utara 
Bulu Taba Karave 

1 
489 P-1341 A 7605083112990049 

 
Salam Majene Banggae 

Timur 
Lembang 

5 
490 P-1341 B Juardi Majene Banggae 

Timur 
Baurung 

9 
491 P-1342 A 7605087112760050 

 
Suhariah Majene Banggae 

Timur 
Lembang 

 
492 P-1342 B Rasmi Majene Banggae 

Timur 
Baurung 

10 
493 P-1343 A 7605083112620018 

 
Abdullah Majene Banggae 

Timur 
Lembang 

5 
494 P-1343 B Hamil Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

Utara 2 
495 P-1344 A 7605080708750002 Pahmi,A.Ma Majene Banggae Lembang 5 
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 Timur 
496 P-1344 B Basri Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

11 
497 P-1345 A 7605087112820042 

 
Pudiana Majene Banggae 

Timur 
Lembang 

6 
498 P-1345 B Rosdianti Majene Banggae 

Timur 
Baurung 

1 
499 P-1346 A 7605080107860058 

 
Liming Majene Banggae 

Timur 
Lembang 

6 
500 P-1346 B Jabir Majene Banggae 

Timur 
Lembang 

2 
501 P-1347 A 7605081007760001 

 
Yuliana Majene Banggae 

Timur 
Lembang 

6 
502 P-1347 B Mansur Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

8 
503 P-1348 A 7605087112540050 

 
Rumaidah Majene Banggae 

Timur 
Lembang 

6 
504 P-1348 B Betjtje Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

11 
505 P-1349 A 7605083112510010 

 
Hamma U'dah Majene Banggae 

Timur 
Lembang 

6 
506 P-1349 B Hasmang Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

Utara 7 
507 P-1350 A 7605085602960001 

 
Hasna Majene Banggae 

Timur 
Lembang 

6 
508 P-1350 B Dianing Reskita.P Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

Utara 9 
509 P-1351 A 7605080507780001 

 
Najamuddin Majene Banggae 

Timur 
Lembang 

6 
510 P-1351 B Acub Zaenal Majene Banggae Labuang 13 
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Timur Utara 
511 P-1352 A 7605087112540040 

 
Hj.Rawi Majene Banggae 

Timur 
Lembang 

6 
512 P-1352 B Napsiah Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

3 
513 P-1353 A 7605087112900060 

 
Darmiati Majene Banggae 

Timur 
Lembang 

6 
514 P-1353 B Nurhaeda Majene Banggae 

Timur 
Baruga 

5 
515 P-1354 A 7605087112340004 

 
Sitti Majene Banggae 

Timur 
Lembang 

6 
516 P-1354 B Sitti Hadia Majene Banggae 

Timur 
Baurung 

6 
517 P-1355 A 7605084211870001 

 
Hariah Majene Banggae 

Timur 
Lembang 

7 
518 P-1355 B Rosdiana Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

11 
519 P-1356 A 7605086509810001 

 
Riydah Makmur Majene Banggae 

Timur 
Lembang 

7 
520 P-1356 B Riyadah Makmur Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

9 
521 P-1357 A 7605083112650071 

 
Bacong . S Majene Banggae 

Timur 
Lembang 

7 
522 P-1357 B Muhsin Majene Banggae 

Timur 
Baruga 

5 
523 P-1358 A 7605083112750060 

 
Baharuddin Majene Banggae 

Timur 
Lembang 

7 
524 P-1358 B M.Ahmadi 

Samppewali 
Majene Banggae 

Timur 
Lembang 

6 
525 P-1359 A 7605081011800003 Ardianto Majene Banggae Lembang 8 
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 Timur 
526 P-1359 B M. Ali Harpa Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

5 
527 P-1360 A 7605080510670001 

 
Mahmud Majene Banggae 

Timur 
Lembang 

8 
528 P-1360 B Mustamin Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

Utara 5 
529 P-1361 A 7605080101910004 

 
M. Suwandi 

Susanto 
Majene Banggae 

Timur 
Lembang 

8 
530 P-1361 B Sapriadi 

Dermawan 
Majene Banggae 

Timur 
Baurung 

2 
531 P-1362 A 7605014502860003 

 
Henni, Se Majene Banggae 

Timur 
Lembang 

8 
532 P-1362 B Henni Hanidayan Majene Banggae Galung 1 
533 P-1363 A 7605011403800002 

 
Abd. Rauf Majene Banggae 

Timur 
Lembang 

8 
534 P-1363 B Abd. Rauf Majene Banggae Galung 1 
535 P-1364 A 7605084302660002 

 
Sitti Aminah Majene Banggae 

Timur 
Lembang 

10 
536 P-1364 B Rosmani Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

Utara 9 
537 P-1365 A 7605087112500019 

 
Sahawiah Majene Banggae 

Timur 
Lembang 

10 
538 P-1365 B Kummi Majene Banggae 

Timur 
Baurung 

10 
539 P-1366 A 7605083112690018 

 
Haruna Majene Banggae 

Timur 
Lembang 

10 
540 P-1366 B Sinai Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

Utara 3 
541 P-1367 A 7605082410920001 Jufri Majene Banggae Lembang 10 
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 Timur 
542 P-1367 B Jufri Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

5 
543 P-1368 A 7605081808580001 

 
Hasanuddin Majene Banggae 

Timur 
Lembang 

10 
544 P-1368 B Abd Haris Habara Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

10 
545 P-1369 A 7605083112900065 

 
Saparuddin Majene Banggae 

Timur 
Lembang 

10 
546 P-1369 B S. Taufan Taufik Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

6 
547 P-1370 A 7605085001900001 

 
Nurlaelah. B Majene Banggae 

Timur 
Lembang 

10 
548 P-1370 B Nurlaeni Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

1 
549 P-1371 A 7605086710750001 

 
Zainab Majene Banggae 

Timur 
Tande 

1 
550 P-1371 B Saiti Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

Utara 7 
551 P-1372 A 7605083112630055 

 
Thalib Majene Banggae 

Timur 
Tande 

1 
552 P-1372 B Drs.Tajuddin Majene Banggae 

Timur 
Lembang 

7 
553 P-1373 A 7605085907910001 

 
Yusrah Majene Banggae 

Timur 
Tande 

1 
554 P-1373 B Yusrah Majene Banggae 

Timur 
Tande 

1 
555 P-1374 A 7605083112400028 

 
M. Aras Majene Banggae 

Timur 
Tande 

1 
556 P-1374 B M. Aras Majene Banggae Tande 1 
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Timur 
557 P-1375 A 7605086003850001 

 
Haslawati Majene Banggae 

Timur 
Tande 

1 
558 P-1375 B Haslawati Majene Banggae 

Timur 
Baruga Dhua 

4 
559 P-1376 A 7605087112950051 

 
Hasriah Majene Banggae 

Timur 
Tande 

1 
560 P-1376 B Nurdinah Majene Banggae 

Timur 
Lembang 

5 
561 P-1377 A 7605083112780040 

 
Sapruddin Majene Banggae 

Timur 
Tande 

2 
562 P-1377 B Suardi B Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

Utara 1 
563 P-1378 A 7605086104890001 

 
Hijrah Ramli Majene Banggae 

Timur 
Tande 

2 
564 P-1378 B Rusmiah Majene Banggae 

Timur 
Baurung 

5 
565 P-1379 A 7605083112660057 

 
Amir Majene Banggae 

Timur 
Tande 

3 
566 P-1379 B Rahim Majene Banggae 

Timur 
Baurung 

8 
567 P-1380 A 7605084304690001 

 
Sarianta Majene Banggae 

Timur 
Tande 

3 
568 P-1380 B Hj.Nahda Sh Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

Utara 1 
569 P-1381 A 7605086504860002 

 
Nurhayati Majene Banggae 

Timur 
Tande 

3 
570 P-1381 B Hasna Majene Banggae 

Timur 
Baurung 

6 
571 P-1382 A 7605084112910001 Nurdalia Majene Banggae Tande 4 
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 Timur 
572 P-1382 B Fauziah Thamrin Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

Utara 5 
573 P-1383 A 7605086305760001 

 
Rasaniah Majene Banggae 

Timur 
Tande 

4 
574 P-1383 B Nurbaeti Majene Banggae 

Timur 
Lembang 

5 
575 P-1384 A 7605087112600096 

 
Nurbayah Majene Banggae 

Timur 
Tande 

4 
576 P-1384 B Mansihari Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

8 
577 P-1385 A 7605083108900001 

 
Ismail Majene Banggae 

Timur 
Tande 

4 
578 P-1385 B Muhammad 

Luthfi 
Majene Banggae 

Timur 
Baruga 

4 
579 P-1386 A 7605087112850051 

 
Rasnia Majene Banggae 

Timur 
Tande 

5 
580 P-1386 B Maryam Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

12 
581 P-1387 A 7605087112840074 

 
Rahmiani Majene Banggae 

Timur 
Tande 

5 
582 P-1387 B Ros Majene Banggae 

Timur 
Lembang 

4 
583 P-1388 A 7605087112500086 

 
Suhaeni Majene Banggae 

Timur 
Tande 

5 
584 P-1388 B Ha'dara Majene Banggae 

Timur 
Baurung 

9 
585 P-1389 A 7605013012770004 

 
M Danial Zubaer Majene BANGGAE 

TIMUR 
TANDE 
TIMUR 1 

586 P-1389 B Ilham Majene Banggae Galung 6 
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587 P-1390 A 7605014103920001 
 

Rezki Utamy 
Ramli 

Majene Banggae 
Timur 

Tande Timur 
1 

588 P-1390 B Rezki Utamy 
Ramli 

Majene Banggae Pangali Ali 
5 

589 P-1391 A 7605087112630063 
 

Nadirah M S.Pd Majene BANGGAE 
TIMUR 

TANDE 
TIMUR 1 

590 P-1391 B Jasmina Majene Banggae 
Timur 

Baruga Dhua 
2 

591 P-1392 A 7605082803740001 
 

M. Tasrif 
Fachruddin 

Majene Banggae 
Timur 

Tande Timur 
1 

592 P-1392 B Budianto Majene Banggae 
Timur 

Labuang 
Utara 12 

593 P-1393 A 7605084102800002 
 

Murniawaty D SP Majene BANGGAE 
TIMUR 

TANDE 
TIMUR 1 

594 P-1393 B Haslah F. Majene Banggae 
Timur 

Labuang 
10 

595 P-1394 A 7605081006590001 
 

Abd Majid Majene Banggae 
Timur 

Tande Timur 
1 

596 P-1394 B Arifin Majene Banggae 
Timur 

Labuang 
11 

597 P-1395 A 7605083112640005 
 

Drs Rustam 
Salaming 

Majene Banggae 
Timur 

Tande Timur 
1 

598 P-1395 B Syamsuddin Majene Banggae 
Timur 

Baurung 
2 

599 P-1396 A 7605080409900001 
 

Na'im Majene BANGGAE 
TIMUR 

TANDE 
TIMUR 1 

600 P-1396 B Na Im Majene Banggae 
Timur 

Labuang 
Utara 8 

601 P-1397 A 7605081906710001 
 

Sofyan Majene Banggae 
Timur 

Tande Timur 
1 
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602 P-1397 B Sofyan Majene Banggae 
Timur 

Lembang 
3 

603 P-1398 A 7605080802950001 
 

Muh Chaidir Majene Banggae 
Timur 

Tande Timur 
1 

604 P-1398 B Muh.Chaidir Majene Banggae 
Timur 

Lembang 
3 

605 P-1399 A 7605084501760002 
 

Fitriany Majene Banggae 
Timur 

Tande Timur 
1 

606 P-1399 B Fitriany, S.Sos Majene Banggae 
Timur 

Labuang 
Utara 6 

607 P-1400 A 7605084111910006 
 

Khuldiyah R Majene Banggae 
Timur 

Tande Timur 
2 

608 P-1400 B Rusnawati Majene Banggae 
Timur 

Baurung 
7 

609 P-1401 A 7605085003930001 
 

Wardina Sari Majene Banggae 
Timur 

Tande Timur 
3 

610 P-1401 B Wardina Sari Majene Banggae 
Timur 

Labuang 
Utara 6 

611 P-1402 A 7605085808870001 
 

Nurhajinah Majene Banggae 
Timur 

Tande Timur 
3 

612 P-1402 B Nurhajinah Majene Banggae 
Timur 

Baurung 
1 

613 P-1403 A 7605084708800001 
 

Jumiati Majene Banggae 
Timur 

Tande Timur 
3 

614 P-1403 B Salmiah Majene Banggae 
Timur 

Baurung 
1 

615 P-1404 A 7605083112850050 
 

Supriadi Majene Banggae 
Timur 

Tande Timur 
5 

616 P-1404 B Baharuddin Majene Banggae 
Timur 

Buttu Baruga 
2 
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617 P-1405 A 7605087112870051 
 

Sumarni Majene Banggae 
Timur 

Tande Timur 
5 

618 P-1405 B Hasmia Majene Banggae 
Timur 

Lembang 
2 

619 P-1406 A 7605083112910052 
 

Bahtiar Majene Banggae 
Timur 

Tande Timur 
5 

620 P-1406 B Sunardi Majene Banggae 
Timur 

Baurung 
2 

621 P-1407 A 7605083112540050 
 

Nasir Majene Banggae 
Timur 

Baruga 
4 

622 P-1407 B Abd Fattah Majene Banggae 
Timur 

Baruga 
1 

623 P-1408 A 7605085308930001 
 

Evi Novita Majene Banggae 
Timur 

Baruga 
5 

624 P-1408 B Evi Nopita Majene Banggae Pangali Ali 8 
625 P-1409 A 7605084202880001 

 
Salmah Majene Banggae 

Timur 
Baruga 

5 
626 P-1409 B Salma Mamuju 

Utara 
Bambalamo

tu 
Bambalamotu 

5 
627 P-1410 A 7605085810900001 

 
Muflihah Basri Majene Banggae 

Timur 
Baruga Dhua 

3 
628 P-1410 B Muflihah Basri Majene Banggae Baru 6 
629 P-1411 A 7604127112790040 

 
St. Ramlah Majene Banggae 

Timur 
Baruga Dhua 

5 
630 P-1411 B Rita Majene Banggae 

Timur 
Baruga Dhua 

5 
631 P-1412 A 7605011208810002 

 
Basri Majene Banggae 

Timur 
Baurung 

5 
632 P-1412 B Abdul Rahman Majene Banggae Galung 4 
633 P-1413 A 7605086311970001 Hasriani Majene Banggae Baurung 7 
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 Timur 
634 P-1413 B Hasriani Majene Banggae Totoli 1 
635 P-1414 A 7605085112970001 

 
Hamriah Majene Banggae 

Timur 
Baurung 

7 
636 P-1414 B Hasrina Majene Banggae 

Timur 
Baruga Dhua 

2 
637 P-1415 A 7605083112520040 

 
Borahima Majene Banggae 

Timur 
Baurung 

8 
638 P-1415 B Abdullah Majene Banggae 

Timur 
Baruga 

5 
639 P-1416 A 7605083112720005 

 
Nurdin Majene Banggae 

Timur 
Baurung 

8 
640 P-1416 B Nasriati Majene Banggae 

Timur 
Baurung 

7 
641 P-1417 A 7605080101760003 

 
Sarbin Majene Banggae 

Timur 
Baurung 

9 
642 P-1417 B Syamsuddin Majene Banggae 

Timur 
Baurung 

5 
643 P-1418 A 7605087112950040 

 
Nurdiana Majene Banggae 

Timur 
Baurung 

10 
644 P-1418 B Juhaeni Majene Banggae 

Timur 
Baruga 

1 
645 P-1419 A 7605083112840063 

 
Naharuddin Majene Banggae 

Timur 
Buttu Baruga 

1 
646 P-1419 B Muhammad Majene Banggae 

Timur 
Baruga Dhua 

5 
647 P-1420 A 7605015604900003 

 
Sitti Shalihah Majene Banggae 

Timur 
Buttu Baruga 

1 
648 P-1420 B Sitti Shalihah Majene Banggae Galung 2 
649 P-1421 A 7605080102900001 Rahman Majene Banggae Buttu Baruga 2 
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 Timur 
650 P-1421 B Wahyu Majene Banggae 

Timur 
Baurung 

1 
651 P-1422 A 7605085307830002 

 
Yusniar Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

4 
652 P-1422 B Fitria. R Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

3 
653 P-1423 A 7605084310990001 

 
Nur Indah Sari Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

4 
654 P-1423 B Nurindah Sari Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

4 
655 P-1424 A 7605085510860002 

 
Marlina Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

5 
656 P-1424 B Nurita Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

Utara 4 
657 P-1425 A 7605084105820001 

 
Irma Maelani Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

5 
658 P-1425 B Rahmawati Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

Utara 8 
659 P-1426 A 7605086004970001 

 
Nur Halisah Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

5 
660 P-1426 B Nurazizah Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

Utara 10 
661 P-1427 A 7605087112390021 

 
Hasiah Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

5 
662 P-1427 B Hj Hafsah Kamil Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

3 
663 P-1428 A 7605083112690076 

 
Ruddin Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

5 
664 P-1428 B Harman Majene Banggae Baruga Dhua 2 
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Timur 
665 P-1429 A 7605083112450001 

 
Dra Hj Hadami Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

6 
666 P-1429 B Haeruddin Majene Banggae 

Timur 
Baruga Dhua 

3 
667 P-1430 A 7605086509850001 

 
Rosmawati Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

7 
668 P-1430 B Rosmawati Majene Banggae Galung 1 
669 P-1431 A 7605085210700001 

 
Nurmiaty Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

7 
670 P-1431 B Marni Majene Banggae 

Timur 
Baurung 

7 
671 P-1432 A 7605080802760001 

 
Mardinah. A Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

8 
672 P-1432 B Taslim Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

Utara 4 
673 P-1433 A 7605086708970002 

 
Varadilah Putri 

Amriyani 
Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

8 
674 P-1433 B Faradilah Putri Majene Banggae 

Timur 
Baruga 

4 
675 P-1434 A 7605083112640070 

 
Syamsuddin Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

8 
676 P-1434 B Abd. Rajab Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

Utara 1 
677 P-1435 A 7605087112520072 

 
Jamala Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

8 
678 P-1435 B Pada Majene Banggae 

Timur 
Buttu Baruga 

1 
679 P-1436 A 7605081909960002 

 
Asyaadi 

Muliawan 
Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

9 
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680 P-1436 B Muh. Nurhadi Majene Banggae 
Timur 

Labuang 
Utara 7 

681 P-1437 A 7605081607820001 
 

Muh. Sapri Majene Banggae 
Timur 

Labuang 
10 

682 P-1437 B Muh. Sapri Majene Banggae 
Timur 

Labuang 
10 

683 P-1438 A 7605086810970002 
 

Harmini Majene Banggae 
Timur 

Labuang 
11 

684 P-1438 B St. Mardawia B. Majene Banggae 
Timur 

Labuang 
Utara 2 

685 P-1439 A 7605086708950002 
 

Ramlah Majene Banggae 
Timur 

Labuang 
11 

686 P-1439 B Wirda H. Majene Banggae 
Timur 

Baruga 
1 

687 P-1440 A 7605080211800003 
 

Arman Majene Banggae 
Timur 

Labuang 
11 

688 P-1440 B Harun Lapas Majene Banggae 
Timur 

Baruga Dhua 
3 

689 P-1441 A 7605087112650041 
 

Aspina Majene Banggae 
Timur 

Labuang 
11 

690 P-1441 B Sitti. Hawa Majene Banggae 
Timur 

Baurung 
1 

691 P-1442 A 7605084506940001 
 

Nurmadinah Majene Banggae 
Timur 

Labuang 
11 

692 P-1442 B Nurmadinah Majene Banggae 
Timur 

Labuang 
Utara 1 

693 P-1443 A 7605081909830002 
 

Rahmat Majene Banggae 
Timur 

Labuang 
12 

694 P-1443 B Abd Salam Majene Banggae 
Timur 

Baurung 
8 
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695 P-1444 A 7605083112890038 
 

Mustari Majene Banggae 
Timur 

Labuang 
12 

696 P-1444 B Hardi Majene Banggae 
Timur 

Baurung 
4 

697 P-1445 A 7605080508520001 
 

Suhuria Majene Banggae 
Timur 

Labuang 
12 

698 P-1445 B Suhuria Majene Banggae 
Timur 

Labuang 
Utara 6 

699 P-1446 A 7605087112720055 
 

Hasriani Majene Banggae 
Timur 

Labuang 
Utara 1 

700 P-1446 B St. Arfah Majene Banggae 
Timur 

Baruga 
3 

701 P-1447 A 7313071304930001 
 

Hamka Majene Banggae 
Timur 

Labuang 
Utara 2 

702 P-1447 B Hamka Majene Banggae Banggae 1 
703 P-1448 A 7605084107570015 

 
Saatia Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

Utara 2 
704 P-1448 B Hajina Majene Banggae 

Timur 
Baurung 

5 
705 P-1449 A 7605083112630024 

 
Munding Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

Utara 2 
706 P-1449 B M. Idris Majene Banggae 

Timur 
Baurung 

5 
707 P-1450 A 7605013112590056 

 
Amirullah Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

Utara 3 
708 P-1450 B Fajar Abdu Majene Banggae Banggae 9 
709 P-1451 A 7605016107890003 

 
Irmajayanti Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

Utara 3 
710 P-1451 B Nur Alam Majene Banggae Pangali Ali 16 
711 P-1452 A 7605083112470004 Lahamuddin Atjo Majene Banggae Labuang 3 
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 Timur Utara 
712 P-1452 B Hadi Paloi Majene Banggae 

Timur 
Baurung 

10 
713 P-1453 A 7605084107540008 

 
Hj.Amelia Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

Utara 3 
714 P-1453 B Tasawiah Majene Banggae 

Timur 
Baurung 

1 
715 P-1454 A 7605087112560056 

 
Hj. Nasma Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

Utara 3 
716 P-1454 B Nurma Majene Banggae 

Timur 
Baurung 

1 
717 P-1455 A 7605012812910001 

 
Dhesi 

Rahmawaty 
Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

Utara 3 
718 P-1455 B Sukri Majene Banggae Pamboboran

g 4 
719 P-1456 A 7605086007790001 

 
Nursia Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

Utara 4 
720 P-1456 B Nursia N Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

Utara 3 
721 P-1457 A 7605083112840061 

 
Mahayuddin Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

Utara 4 
722 P-1457 B Abd Majid Majene Banggae 

Timur 
Baruga Dhua 

5 
723 P-1458 A 7605082009870001 

 
Andi Ismail Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

Utara 5 
724 P-1458 B Safiuddin Majene Banggae 

Timur 
Baruga Dhua 

2 
725 P-1459 A 7605086512730001 

 
Andi Nurintan Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

Utara 5 
726 P-1459 B Jasni Muh. Idrus Majene Banggae Baurung 7 
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Timur 
727 P-1460 A 7605081008820002 

 
Abd. Rahman 

Sappe 
Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

Utara 6 
728 P-1460 B Suaib Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

Utara 3 
729 P-1461 A 7605084112890003 

 
Juliana Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

Utara 6 
730 P-1461 B Juliana Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

Utara 6 
731 P-1462 A 7605085305590002 

 
St Rabiah Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

Utara 7 
732 P-1462 B Sitti Rabiah Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

Utara 4 
733 P-1463 A 7605082311860001 

 
Abdul Salam Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

Utara 8 
734 P-1463 B Abd. Salam Mamuju 

Utara 
Sarudu Sarudu 

2 
735 P-1464 A 7605011606910002 

 
Aswar Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

Utara 8 
736 P-1464 B Aswar Majene Banggae Totoli 7 
737 P-1465 A 7605084611900001 

 
Hudriah Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

Utara 8 
738 P-1465 B Hudriah Mamuju 

Utara 
Sarudu Sarudu 

2 
739 P-1466 A 7605083112550005 

 
Syahrir Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

Utara 8 
740 P-1466 B Syahrir Mamuju 

Utara 
Sarudu Sarudu 

2 
741 P-1467 A 7605086104650001 

 
Ratnawati Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

Utara 8 
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742 P-1467 B Ratnawati Mamuju 
Utara 

Sarudu Sarudu 
2 

743 P-1468 A 7605087112680060 
 

Adinah Majene Banggae 
Timur 

Labuang 
Utara 10 

744 P-1468 B Nurhayati Majene Banggae 
Timur 

Baurung 
9 

745 P-1469 A 7605084504810003 
 

Fitriani Majene Banggae 
Timur 

Labuang 
Utara 10 

746 P-1469 B Fitriani Majene Banggae 
Timur 

Labuang 
Utara 10 

747 P-1470 A 7605012502710001 
 

Patly Parakkasi Majene Banggae 
Timur 

Labuang 
Utara 11 

748 P-1470 B Patly Parakassi. 
Sh 

Majene Banggae Banggae 
6 

749 P-1471 A 7605086306930002 
 

Nurinaya Majene Banggae 
Timur 

Labuang 
Utara 12 

750 P-1471 B Nur Inayah Majene Banggae 
Timur 

Labuang 
Utara 12 

751 P-1472 A 7605080811930001 
 

Sudi 
Sulhidayatullah 

Majene Banggae 
Timur 

Labuang 
Utara 13 

752 P-1472 B Irman Zulfikar Majene Banggae 
Timur 

Labuang 
Utara 1 

753 P-1473 A 7605084709900001 
 

Inayati Majene Banggae 
Timur 

Labuang 
Utara 13 

754 P-1473 B Misra Majene Banggae 
Timur 

Labuang 
Utara 3 

755 P-1474 A 7604153112630047 
 

Rusli Hatta,S.Pd Majene Banggae 
Timur 

Lembang 
3 

756 P-1474 B Rusli Hatta, S.Pd Polewali 
Mandar 

Allu Mombi 
2 
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757 P-1475 A 7604152411890002 
 

Bambang 
Hermawan 

Majene Banggae 
Timur 

Lembang 
3 

758 P-1475 B Bambang 
Hermawan 

Polewali 
Mandar 

Allu Mombi 
2 

759 P-1476 A 7604157112590066 
 

Nasriah,S.Pd.I Majene Banggae 
Timur 

Lembang 
3 

760 P-1476 B Nasriah, S.Pd.I Polewali 
Mandar 

Allu Mombi 
2 

761 P-1477 A 7605087112780040 
 

Rahmiani Majene Banggae 
Timur 

Lembang 
3 

762 P-1477 B Nurhaedah Majene Banggae 
Timur 

Baruga 
1 

763 P-1478 A 7605083112590053 
 

Amir Majene Banggae 
Timur 

Lembang 
3 

764 P-1478 B Kamaruddin Majene Banggae 
Timur 

Labuang 
12 

765 P-1479 A 7605082611860002 
 

Zulkifli Majene Banggae 
Timur 

Lembang 
3 

766 P-1479 B Agung Arianto Majene Banggae 
Timur 

Labuang 
5 

767 P-1480 A 7605083112500058 
 

Baduami Majene Banggae 
Timur 

Lembang 
3 

768 P-1480 B M. Natsir Majene Banggae 
Timur 

Labuang 
Utara 7 

769 P-1481 A 7605014211870002 
 

Sitti Fatima Majene Banggae 
Timur 

Lembang 
3 

770 P-1481 B Sitti Fatima Majene Banggae Banggae 9 
771 P-1482 A 7605082808810001 

 
M. Ramli Sahur Majene Banggae 

Timur 
Lembang 

3 
772 P-1482 B M. Ramli Sahur. Majene Banggae Pangali Ali 9 
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Se 
773 P-1483 A 7605081807780001 

 
Hasbi Majene Banggae 

Timur 
Lembang 

3 
774 P-1483 B Firdaus Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

11 
775 P-1484 A 7605087112460050 

 
Adong Majene Banggae 

Timur 
Lembang 

3 
776 P-1484 B Hania Majene Banggae 

Timur 
Baruga Dhua 

1 
777 P-1485 A 7605087112450080 

 
Sia Majene Banggae 

Timur 
Lembang 

3 
778 P-1485 B Helmi Majene Banggae Palipi 

Soreang 3 
779 P-1486 A 7605087112640104 

 
Marhumah Majene Banggae 

Timur 
Lembang 

3 
780 P-1486 B Nurhaedah Majene Banggae 

Timur 
Baruga Dhua 

2 
781 P-1487 A 7605015211690001 

 
Dede Ramadhan Majene Banggae 

Timur 
Lembang 

3 
782 P-1487 B Nurwina Abdul 

Rasjid 
Majene Banggae Pangali Ali 

15 
783 P-1488 A 7605083112690024 

 
Busman Majene Banggae 

Timur 
Lembang 

3 
784 P-1488 B Marwan Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

Utara 2 
785 P-1489 A 7605087112790003 

 
Varie Rio Majene Banggae 

Timur 
Lembang 

3 
786 P-1489 B Salima Majene Banggae 

Timur 
Baruga Dhua 

5 
787 P-1490 A 7605087112580042 Effendy Gasong Majene Banggae Lembang 3 
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 Timur 
788 P-1490 B Nurbakti Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

4 
789 P-1491 A 7605014212860001 

 
Reny Roswanti Majene Banggae 

Timur 
Lembang 

3 
790 P-1491 B Reny Ruswanti Majene Banggae Pangali Ali 9 
791 P-1492 A 7604106406940002 

 
Selfiyana 
Sahraeni 

Majene Banggae 
Timur 

Lembang 
4 

792 P-1492 B Selfiyana 
Sahraeni 

Majene Banggae Banggae 
11 

793 P-1493 A 7605011505920001 
 

Rudyansyah Majene Banggae 
Timur 

Lembang 
4 

794 P-1493 B Rudyansyah. H Majene Banggae Banggae 11 
795 P-1494 A 7605086909830001 

 
Pordaningsih M. 

Eta 
Majene Banggae 

Timur 
Lembang 

4 
796 P-1494 B St. Aras Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

Utara 2 
797 P-1495 A 7605085201900002 

 
Husni. H Majene Banggae 

Timur 
Lembang 

4 
798 P-1495 B Nurmadina Majene Banggae Pangali Ali 5 
799 P-1496 A 7605081211840002 

 
Adi Rahman 

S.Kep 
Majene Banggae 

Timur 
Lembang 

4 
800 P-1496 B Amiruddin Majene Banggae 

Timur 
Baruga 

1 
801 P-1497 A 7601031010690001 

 
H.Muh Ramli Majene Banggae 

Timur 
Lembang 

4 
802 P-1497 B H Muh Ramli Mamuju Utara Bulu Taba Karave 1 
803 P-1498 A 7605083112990049 

 
Salam Majene Banggae 

Timur 
Lembang 

5 
804 P-1498 B Juardi Majene Banggae Baurung 9 
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Timur 
805 P-1499 A 7605087112760050 

 
Suhariah Majene Banggae 

Timur 
Lembang 

 
806 P-1499 B Rasmi Majene Banggae 

Timur 
Baurung 

10 
807 P-1500 A 7605083112620018 

 
Abdullah Majene Banggae 

Timur 
Lembang 

5 
808 P-1500 B Hamil Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

Utara 2 
809 P-1501 A 7605080708750002 

 
Pahmi,A.Ma Majene Banggae 

Timur 
Lembang 

5 
810 P-1501 B Basri Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

11 
811 P-1502 A 7605087112820042 

 
Pudiana Majene Banggae 

Timur 
Lembang 

6 
812 P-1502 B Rosdianti Majene Banggae 

Timur 
Baurung 

1 
813 P-1503 A 7605080107860058 

 
Liming Majene Banggae 

Timur 
Lembang 

6 
814 P-1503 B Jabir Majene Banggae 

Timur 
Lembang 

2 
815 P-1504 A 7605081007760001 

 
Yuliana Majene Banggae 

Timur 
Lembang 

6 
816 P-1504 B Mansur Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

8 
817 P-1505 A 7605087112540050 

 
Rumaidah Majene Banggae 

Timur 
Lembang 

6 
818 P-1505 B Betjtje Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

11 
819 P-1506 A 7605083112510010 Hamma U'dah Majene Banggae Lembang 6 
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 Timur 
820 P-1506 B Hasmang Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

Utara 7 
821 P-1507 A 7605085602960001 

 
Hasna Majene Banggae 

Timur 
Lembang 

6 
822 P-1507 B Dianing Reskita.P Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

Utara 9 
823 P-1508 A 7605080507780001 

 
Najamuddin Majene Banggae 

Timur 
Lembang 

6 
824 P-1508 B Acub Zaenal Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

Utara 13 
825 P-1509 A 7605087112540040 

 
Hj.Rawi Majene Banggae 

Timur 
Lembang 

6 
826 P-1509 B Napsiah Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

3 
827 P-1510 A 7605087112900060 

 
Darmiati Majene Banggae 

Timur 
Lembang 

6 
828 P-1510 B Nurhaeda Majene Banggae 

Timur 
Baruga 

5 
829 P-1511 A 7605087112340004 

 
Sitti Majene Banggae 

Timur 
Lembang 

6 
830 P-1511 B Sitti Hadia Majene Banggae 

Timur 
Baurung 

6 
831 P-1512 A 7605084211870001 

 
Hariah Majene Banggae 

Timur 
Lembang 

7 
832 P-1512 B Rosdiana Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

11 
833 P-1513 A 7605086509810001 

 
Riydah Makmur Majene Banggae 

Timur 
Lembang 

7 
834 P-1513 B Riyadah Makmur Majene Banggae Labuang 9 
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Timur 
835 P-1514 A 7605083112650071 

 
Bacong . S Majene Banggae 

Timur 
Lembang 

7 
836 P-1514 B Muhsin Majene Banggae 

Timur 
Baruga 

5 
837 P-1515 A 7605083112750060 

 
Baharuddin Majene Banggae 

Timur 
Lembang 

7 
838 P-1515 B M.Ahmadi 

Samppewali 
Majene Banggae 

Timur 
Lembang 

6 
839 P-1516 A 7605081011800003 

 
Ardianto Majene Banggae 

Timur 
Lembang 

8 
840 P-1516 B M. Ali Harpa Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

5 
841 P-1517 A 7605080510670001 

 
Mahmud Majene Banggae 

Timur 
Lembang 

8 
842 P-1517 B Mustamin Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

Utara 5 
843 P-1518 A 7605080101910004 

 
M. Suwandi 

Susanto 
Majene Banggae 

Timur 
Lembang 

8 
844 P-1518 B Sapriadi 

Dermawan 
Majene Banggae 

Timur 
Baurung 

2 
845 P-1519 A 7605014502860003 

 
Henni, Se Majene Banggae 

Timur 
Lembang 

8 
846 P-1519 B Henni Hanidayan Majene Banggae Galung 1 
847 P-1520 A 7605011403800002 

 
Abd. Rauf Majene Banggae 

Timur 
Lembang 

8 
848 P-1520 B Abd. Rauf Majene Banggae Galung 1 
849 P-1521 A 7605084302660002 

 
Sitti Aminah Majene Banggae 

Timur 
Lembang 

10 
850 P-1521 B Rosmani Majene Banggae Labuang 9 

 
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 

Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 
 



339 
 

Timur Utara 
851 P-1522 A 7605087112500019 

 
Sahawiah Majene Banggae 

Timur 
Lembang 

10 
852 P-1522 B Kummi Majene Banggae 

Timur 
Baurung 

10 
853 P-1523 A 7605083112690018 

 
Haruna Majene Banggae 

Timur 
Lembang 

10 
854 P-1523 B Sinai Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

Utara 3 
855 P-1524 A 7605082410920001 

 
Jufri Majene Banggae 

Timur 
Lembang 

10 
856 P-1524 B Jufri Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

5 
857 P-1525 A 7605081808580001 

 
Hasanuddin Majene Banggae 

Timur 
Lembang 

10 
858 P-1525 B Abd Haris Habara Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

10 
859 P-1526 A 7605083112900065 

 
Saparuddin Majene Banggae 

Timur 
Lembang 

10 
860 P-1526 B S. Taufan Taufik Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

6 
861 P-1527 A 7605085001900001 

 
Nurlaelah. B Majene Banggae 

Timur 
Lembang 

10 
862 P-1527 B Nurlaeni Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

1 
863 P-1528 A 7605086710750001 

 
Zainab Majene Banggae 

Timur 
Tande 

1 
864 P-1528 B Saiti Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

Utara 7 
865 P-1529 A 7605083112630055 Thalib Majene Banggae Tande 1 
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 Timur 
866 P-1529 B Drs.Tajuddin Majene Banggae 

Timur 
Lembang 

7 
867 P-1530 A 7605085907910001 

 
Yusrah Majene Banggae 

Timur 
Tande 

1 
868 P-1530 B Yusrah Majene Banggae 

Timur 
Tande 

1 
869 P-1531 A 7605083112400028 

 
M. Aras Majene Banggae 

Timur 
Tande 

1 
870 P-1531 B M. Aras Majene Banggae 

Timur 
Tande 

1 
871 P-1532 A 7605086003850001 

 
Haslawati Majene Banggae 

Timur 
Tande 

1 
872 P-1532 B Haslawati Majene Banggae 

Timur 
Baruga Dhua 

4 
873 P-1533 A 7605087112950051 

 
Hasriah Majene Banggae 

Timur 
Tande 

1 
874 P-1533 B Nurdinah Majene Banggae 

Timur 
Lembang 

5 
875 P-1534 A 7605083112780040 

 
Sapruddin Majene Banggae 

Timur 
Tande 

2 
876 P-1534 B Suardi B Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

Utara 1 
877 P-1535 A 7605086104890001 

 
Hijrah Ramli Majene Banggae 

Timur 
Tande 

2 
878 P-1535 B Rusmiah Majene Banggae 

Timur 
Baurung 

5 
879 P-1536 A 7605083112660057 

 
Amir Majene Banggae 

Timur 
Tande 

3 
880 P-1536 B Rahim Majene Banggae Baurung 8 
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Timur 
881 P-1537 A 7605084304690001 

 
Sarianta Majene Banggae 

Timur 
Tande 

3 
882 P-1537 B Hj.Nahda Sh Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

Utara 1 
883 P-1538 A 7605086504860002 

 
Nurhayati Majene Banggae 

Timur 
Tande 

3 
884 P-1538 B Hasna Majene Banggae 

Timur 
Baurung 

6 
885 P-1539 A 7605084112910001 

 
Nurdalia Majene Banggae 

Timur 
Tande 

4 
886 P-1539 B Fauziah Thamrin Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

Utara 5 
887 P-1540 A 7605086305760001 

 
Rasaniah Majene Banggae 

Timur 
Tande 

4 
888 P-1540 B Nurbaeti Majene Banggae 

Timur 
Lembang 

5 
889 P-1541 A 7605087112600096 

 
Nurbayah Majene Banggae 

Timur 
Tande 

4 
890 P-1541 B Mansihari Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

8 
891 P-1542 A 7605083108900001 

 
Ismail Majene Banggae 

Timur 
Tande 

4 
892 P-1542 B Muhammad 

Luthfi 
Majene Banggae 

Timur 
Baruga 

4 
893 P-1543 A 7605087112850051 

 
Rasnia Majene Banggae 

Timur 
Tande 

5 
894 P-1543 B Maryam Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

12 
895 P-1544 A 7605087112840074 Rahmiani Majene Banggae Tande 5 
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 Timur 
896 P-1544 B Ros Majene Banggae 

Timur 
Lembang 

4 
897 P-1545 A 7605087112500086 

 
Suhaeni Majene Banggae 

Timur 
Tande 

5 
898 P-1545 B Ha'dara Majene Banggae 

Timur 
Baurung 

9 
899 P-1546 A 7605013012770004 

 
M Danial Zubaer Majene BANGGAE 

TIMUR 
TANDE 
TIMUR 1 

900 P-1546 B Ilham Majene Banggae Galung 6 
901 P-1547 A 7605014103920001 

 
Rezki Utamy 

Ramli 
Majene Banggae 

Timur 
Tande Timur 

1 
902 P-1547 B Rezki Utamy 

Ramli 
Majene Banggae Pangali Ali 

5 
903 P-1548 A 7605087112630063 

 
Nadirah M S.Pd Majene BANGGAE 

TIMUR 
TANDE 
TIMUR 1 

904 P-1548 B Jasmina Majene Banggae 
Timur 

Baruga Dhua 
2 

905 P-1549 A 7605082803740001 
 

M. Tasrif 
Fachruddin 

Majene Banggae 
Timur 

Tande Timur 
1 

906 P-1549 B Budianto Majene Banggae 
Timur 

Labuang 
Utara 12 

907 P-1550 A 7605084102800002 
 

Murniawaty D SP Majene BANGGAE 
TIMUR 

TANDE 
TIMUR 1 

908 P-1550 B Haslah F. Majene Banggae 
Timur 

Labuang 
10 

909 P-1551 A 7605081006590001 
 

Abd Majid Majene Banggae 
Timur 

Tande Timur 
1 

910 P-1551 B Arifin Majene Banggae 
Timur 

Labuang 
11 
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911 P-1552 A 7605083112640005 
 

Drs Rustam 
Salaming 

Majene Banggae 
Timur 

Tande Timur 
1 

912 P-1552 B Syamsuddin Majene Banggae 
Timur 

Baurung 
2 

913 P-1553 A 7605080409900001 
 

Na'im Majene BANGGAE 
TIMUR 

TANDE 
TIMUR 1 

914 P-1553 B Na Im Majene Banggae 
Timur 

Labuang 
Utara 8 

915 P-1554 A 7605081906710001 
 

Sofyan Majene Banggae 
Timur 

Tande Timur 
1 

916 P-1554 B Sofyan Majene Banggae 
Timur 

Lembang 
3 

917 P-1555 A 7605080802950001 
 

Muh Chaidir Majene Banggae 
Timur 

Tande Timur 
1 

918 P-1555 B Muh.Chaidir Majene Banggae 
Timur 

Lembang 
3 

919 P-1556 A 7605084501760002 
 

Fitriany Majene Banggae 
Timur 

Tande Timur 
1 

920 P-1556 B Fitriany, S.Sos Majene Banggae 
Timur 

Labuang 
Utara 6 

921 P-1557 A 7605084111910006 
 

Khuldiyah R Majene Banggae 
Timur 

Tande Timur 
2 

922 P-1557 B Rusnawati Majene Banggae 
Timur 

Baurung 
7 

923 P-1558 A 7605085003930001 
 

Wardina Sari Majene Banggae 
Timur 

Tande Timur 
3 

924 P-1558 B Wardina Sari Majene Banggae 
Timur 

Labuang 
Utara 6 

925 P-1559 A 7605085808870001 
 

Nurhajinah Majene Banggae 
Timur 

Tande Timur 
3 
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926 P-1559 B Nurhajinah Majene Banggae 
Timur 

Baurung 
1 

927 P-1560 A 7605084708800001 
 

Jumiati Majene Banggae 
Timur 

Tande Timur 
3 

928 P-1560 B Salmiah Majene Banggae 
Timur 

Baurung 
1 

929 P-1561 A 7605083112850050 
 

Supriadi Majene Banggae 
Timur 

Tande Timur 
5 

930 P-1561 B Baharuddin Majene Banggae 
Timur 

Buttu Baruga 
2 

931 P-1562 A 7605087112870051 
 

Sumarni Majene Banggae 
Timur 

Tande Timur 
5 

932 P-1562 B Hasmia Majene Banggae 
Timur 

Lembang 
2 

933 P-1563 A 7605083112910052 
 

Bahtiar Majene Banggae 
Timur 

Tande Timur 
5 

934 P-1563 B Sunardi Majene Banggae 
Timur 

Baurung 
2 

935 P-1564 A 7605045604960001 
 

Darmiati Majene Malunda Bambangan 2  
 
 

Membuktikan 
bahwa 

Termohon 
mengggunaka
n Modus Nik 
ganda untuk 
melakukan 

Penggelembun
gan Suara  

936 P-1564 B Darmawati Majene Malunda Bambangan 1 
937 P-1565 A 7605043112980001 Ali Majene Malunda Kayuangin 1 
938 P-1565 B Nurlela Majene Malunda Bambangan 1 
939 P-1566 A 7605084209940001 

 
Ria Bulan Majene Malunda Kayuangin 2 

940 P-1566 B Ria Wulan Majene Banggae 
Timur 

Lembang 
7 

941 P-1567 A 7605043112950016 
 

Ismail Majene Malunda Lamungang 
Batu 2 

942 P-1567 B Marling Majene Malunda Bambangan 1 
943 P-1568 A 7605045501850001 

 
Jamina Majene Malunda Lamungang 

Batu 3 
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944 P-1568 B Jamina Majene Malunda Bambangan 1 
945 P-1569 A 7605044107750044 

 
Ati Majene Malunda Lamungang 

Batu 3 
946 P-1569 B Ati Majene Malunda Bambangan 4 
947 P-1570 A 7605041212860002 

 
Sudarman Majene Malunda Lamungang 

Batu 4 
948 P-1570 B Sudarman Majene Malunda Bambangan 2 
949 P-1571 A 7605043112820043 

 
Ramli Majene Malunda Lombang 2 

950 P-1571 B Nasaruddin Majene Malunda Kayuangin 3 
951 P-1572 A 7605044405960001 

 
Fatmawati Majene Malunda Lombang 

Timur 1 
952 P-1572 B Harniati Majene Malunda Bambangan 2 
953 P-1573 A 7605043112850020 

 
Saeful Majene Malunda Lombang 

Timur 2 
954 P-1573 B Nikmat.R Majene Malunda Kayuangin 1 
955 P-1574 A 7605044107880010 

 
Nurbaya Majene Malunda Lombang 

Timur 3 
956 P-1574 B Nurbaya Majene Malunda Bambangan 3 
957 P-1575 A 7605041708980004 

 
Irwan Majene Malunda Lombang 

Timur 4 
958 P-1575 B Irwan Majene Banggae 

Timur 
Lembang 

3 
959 P-1576 A 7605043112520009 

 
Tinjang Majene Malunda Lombang 

Timur 4 
960 P-1576 B Tinjang Majene Malunda Lamungang 

Batu 5 
961 P-1577 A 7605047112540011 

 
Raliah Majene Malunda Lombang 

Timur 4 
962 P-1577 B Raliah Majene Malunda Lamungang 5 
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Batu 
963 P-1578 A 7605043112880010 

 
Candra Majene Malunda Lombang 

Timur 4 
964 P-1578 B Rahmat Majene Malunda Lamungang 

Batu 4 
965 P-1579 A 7605047112890038 

 
Saharia Majene Malunda Lombong 1 

966 P-1579 B Saharia Majene Malunda Bambangan 4 
967 P-1580 A 7605043112760002 

 
Ismail Majene Malunda Lombong 2 

968 P-1580 B Muhammad 
Japar 

Majene Malunda Lamungang 
Batu 4 

969 P-1581 A 7605047112670034 
 

Nurbaeti Majene MALUNDA LOMBONG 2 
970 P-1581 B Ce'ba Majene Malunda Lombang 

Timur 4 
971 P-1582 A 7605043112710051 

 
Syarifuddin Majene Malunda Lombong 3 

972 P-1582 B Hasri Majene Malunda Bambangan 1 
973 P-1583 A 7605047112560017 

 
Jamiah Majene Malunda Lombong 4 

974 P-1583 B Marpati Majene Malunda Bambangan 1 
975 P-1584 A 7605043112680002 

 
Palar Majene Malunda Lombong 4 

976 P-1584 B Mardi Majene Malunda Bambangan 1 
977 P-1585 A 7605040808980001 

 
Irfan Majene Malunda Lombong 4 

978 P-1585 B Muh. Arnol Majene Malunda Lamungang 
Batu 5 

979 P-1586 A 7605041210910003 
 

Rahman Majene Malunda Lombong 
Timur 2 

980 P-1586 B Hasni Majene Malunda Lamungang 
Batu 4 

981 P-1587 A 7605043112690075 
 

Maarupi. S Majene Malunda Lombong 
Timur 3 

982 P-1587 B Suaib Tongai Majene Malunda Kayuangin 2 
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983 P-1588 A 7605041206980002 
 

Maslan Majene Malunda Maliaya 2 
984 P-1588 B Samir Majene Malunda Lombong 3 
985 P-1589 A 7605045109840001 

 
Nurmi Majene Malunda Maliaya 2 

986 P-1589 B Nurmi Majene Malunda Bambangan 3 
987 P-1590 A 7605040809990001 

 
Andri Majene MALUNDA MALIAYA 2 

988 P-1590 B Pangki Majene Malunda Bambangan 2 
989 P-1591 A 7605045710960001 

 
Ismawati Nengsi Majene Malunda Maliaya 4 

990 P-1591 B Ismawati Nengsi Majene Banggae 
Timur 

Lembang 
3 

991 P-1592 A 7605043112500001 
 

Arifin Majene Malunda Malunda 3 
992 P-1592 B Tada Majene Malunda Bambangan 1 
993 P-1593 A 7605047112580019 

 
Dahlia Majene Malunda Malunda 4 

994 P-1593 B Tasmia Majene Malunda Lombong 4 
995 P-1594 A 7605043112840012 

 
Hasrat Majene Malunda Malunda 4 

996 P-1594 B Muh. Arsyad Majene Malunda Maliaya 4 
997 P-1595 A 7605047112700046 

 
Saida Rasyid Majene Malunda Malunda 5 

998 P-1595 B Asli Majene Malunda Lombong 4 
999 P-1596 A 7605043112860019 

 
Masra Majene Malunda Malunda 5 

1000 P-1596 B Rusman Majene Malunda Lombong 
Timur 1 

1001 P-1597 A 7601024701960001 
 

Sukmawati Majene MALUNDA MALUNDA 6 
1002 P-1597 B Sukmawati Mamuju 

Utara 
Pasangkayu Pasangkayu 

3 
1003 P-1598 A 7601025008730004 

 
Nurbaeda Majene MALUNDA MALUNDA 6 

1004 P-1598 B Nurbaeda Mamuju 
Utara 

Pasangkayu Pasangkayu 
3 

1005 P-1599 A 7601021509610002 
 

Makkas Majene MALUNDA MALUNDA 6 
1006 P-1599 B Makkas Mamuju 

Utara 
Pasangkayu Pasangkayu 

3 

 
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 

Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 
 



348 
 

1007 P-1600 A 7605047112800059 
 

Nurhayati Majene Malunda Malunda 6 
1008 P-1600 B Nurhayati Majene Malunda Lamungang 

Batu 2 
1009 P-1601 A 7605041001800001 

 
Herman Majene Malunda Malunda 6 

1010 P-1601 B Herman Majene Malunda Malunda 6 
1011 P-1602 A 7605045509810001 

 
Nunung Asrayani Majene Malunda Malunda 6 

1012 P-1602 B Nunung Asrayani Majene Malunda Malunda 6 
1013 P-1603 A 7605040211990005 

 
Bahtiar Majene Malunda Mekkatta 1 

1014 P-1603 B Jumriadi Majene Malunda Malunda 3 
1015 P-1604 A 7605047112500040 

 
Sahe Majene Malunda Mekkatta 1 

1016 P-1604 B Candi Majene Malunda Kayuangin 1 
1017 P-1605 A 7605043112620009 

 
Nabir.C Majene Malunda Mekkatta 1 

1018 P-1605 B Anwar Majene Malunda Mekkatta 1 
1019 P-1606 A 7605040708980002 

 
Wahyuddin Majene Malunda Mekkatta 2 

1020 P-1606 B Aco Fadli Majene Malunda Malunda 5 
1021 P-1607 A 7605044607790001 

 
St. Isa Djamal Majene Malunda Mekkatta 2 

1022 P-1607 B Fatimah 
Jamuuddin 

Majene Malunda Lamungang 
Batu 2 

1023 P-1608 A 7605043112890002 
 

Salbiati Majene MALUNDA MEKKATTA 3 
1024 P-1608 B Ruslam Majene Malunda Bambangan 1 
1025 P-1609 A 7605044107700041 

 
Nurpiah Majene Malunda Mekkatta 3 

1026 P-1609 B Hanabia Majene Malunda Lombang 
Timur 3 

1027 P-1610 A 7605043108980002 
 

Heriansyah Majene Malunda Mekkatta 4 
1028 P-1610 B Piqri Haekal Majene Malunda Malunda 2 
1029 P-1611 A '760504311259001

9 
 

Derlan.K Majene Malunda Mekkatta 
Selatan 1 

1030 P-1611 B Maming Majene Malunda Lombang 
Timur 3 
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1031 P-1612 A 7605043112860001 
 

Burhanuddin Majene Malunda Mekkatta 
Selatan 1 

1032 P-1612 B Anto Majene Malunda Bambangan 2 
1033 P-1613 A 7605047112890028 

 
St. Nurmiah Majene Malunda Mekkatta 

Selatan 1 
1034 P-1613 B Rosdiana Majene Malunda Malunda 1 
1035 P-1614 A 7605047112880028 

 
Haslia Majene Malunda Mekkatta 

Selatan 1 
1036 P-1614 B Haslia Majene Malunda Lombong 1 
1037 P-1615 A 7605044709890001 

 
Satriani Majene Malunda Mekkatta 

Selatan 1 
1038 P-1615 B Satriani Mamuju 

Utara 
Bambaira Kaluku 

Nangka 1 
1039 P-1616 A 7605043112870041 

 
Sunardi Majene Malunda Mekkatta 

Selatan 1 
1040 P-1616 B Cembang Majene Malunda Kayuangin 1 
1041 P-1617 A 7605044707670001 

 
St. Rimi Majene MALUNDA MEKKATTA 

SELATAN 3 
1042 P-1617 B St. Rimi Majene Malunda Bambangan 4 
1043 P-1618 A 7605045008800002 

 
Bicci Majene Malunda Mekkatta 

Selatan 3 
1044 P-1618 B Sunniati Majene Malunda Lombong 2 
1045 P-1619 A 7605044504920004 

 
Rohani Majene Malunda Salutahongan 1 

1046 P-1619 B Rohani Majene Malunda Bambangan 4 
1047 P-1620 A 7605047112870002 

 
Nurumia Majene Malunda Salutahongan 1 

1048 P-1620 B Rosida Majene Malunda Lombang 2 
1049 P-1621 A 7605040605820001 

 
Rahman Majene Malunda Salutahongan 2 

1050 P-1621 B Daming Majene Malunda Lamungang 
Batu 2 
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1051 P-1622 A 7605047112990022 
 

Andriani. B Majene Malunda Salutahongan 2 
1052 P-1622 B Rosmawati Majene Malunda Lombang 

Timur 4 
1053 P-1623 A 7605047112730032 

 
Sawia Majene Malunda Salutahongan 2 

1054 P-1623 B Hasnia Majene Malunda Mekkatta 1 
1055 P-1624 A 7605040205940001 

 
Hasriadi Majene Malunda Salutahongan 3 

1056 P-1624 B Hasbi Majene MALUNDA MALIAYA 2 
1057 P-1625 A 7605021905940001 

 
Hamdan Majene PAMBOAN

G 
ADOLANG 

DHUA 1 
Membuktikan 

bahwa 
Termohon 

mengggunaka
n Modus Nik 
ganda untuk 
melakukan 

Penggelembun
gan Suara  

1058 P-1625 B Hamdan Majene Banggae Totoli 1 
1059 P-1626 A 7605015608890002 

 
Hasrianti Majene PAMBOAN

G 
ADOLANG 

DHUA 1 
1060 P-1626 B Hasrianti Majene Banggae Totoli 1 
1061 P-1627 A 7605027112990048 

 
Srirama Intan Majene Pamboang Adolang 

Dhua 1 
1062 P-1627 B Srirama Intan Majene Pamboang Adolang 

Dhua 1 
1063 P-1628 A 7605024305980003 

 
Fitri Nur Majene Pamboang Adolang 

Dhua 2 
1064 P-1628 B Hasriani Majene Pamboang Adolang 3 
1065 P-1629 A 7605027112580030 

 
Nurhaeda Majene Pamboang Bababulo 4 

1066 P-1629 B Midarifa Majene BANGGAE 
TIMUR 

TANDE 
TIMUR 1 

1067 P-1630 A 7605022110860001 
 

Amiruddin Majene Pamboang Bababulo 
Utara 2 

1068 P-1630 B Amiruddin Majene Banggae Rangas 1 
1069 P-1631 A 7605043112900012 

 
Hasriadi Majene Pamboang Balombong 1 

1070 P-1631 B Hasriadi Majene Malunda Malunda 6 
1071 P-1632 A 7605087012920004 Rosmiati Majene Pamboang Balombong 1 
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1072 P-1632 B  Andi Ismah 
Nadhifah 

Majene Banggae 
Timur 

Lembang 
1 

1073 P-1633 A 7605026611800002 
 

Kasriah Majene Pamboang Balombong 2 
1074 P-1633 B Asriah Majene Banggae Baru 10 
1075 P-1634 A 7605023112780022 

 
Sapruddin Majene Pamboang Adolang 1 

1076 P-1634 B Diana Majene Pamboang Bababulo 3 
1077 P-1635 A 7605015105880002 

 
Suhaera Majene Pamboang Betteng 1 

1078 P-1635 B Suhaerah Majene Banggae Galung 3 
1079 P-1636 A 7605014204900001 

 
Sahalia Majene Pamboang Betteng 1 

1080 P-1636 B Sahalia Majene Banggae Totoli 2 
1081 P-1637 A 7605020105840005 

 
Husain Majene Pamboang Betteng 2 

1082 P-1637 B Husain Majene Banggae Baru 8 
1083 P-1638 A 7605025511930001 

 
Hasmira. A Majene Pamboang Betteng 2 

1084 P-1638 B Hasmirah. A Majene Banggae Baru 3 
1085 P-1639 A 7605011505850001 

 
Mahmud Majene Pamboang Bonde 1 

1086 P-1639 B Jusmiati Majene Banggae Palipi 
Soreang 1 

1087 P-1640 A 7605027112810017 
 

Adalia Majene Pamboang Bonde 4 
1088 P-1640 B Rismawanti Majene Banggae 

Timur 
Baurung 

1 
1089 P-1641 A 7605023112550009 

 
Kuttu Majene Pamboang Bonde 6 

1090 P-1641 B Kuttu Majene Pasangkayu Karya 
Bersama 4 

1091 P-1642 A 7605020101910003 
 

Aswar Abdul 
Wahab 

Majene Pamboang Bonde Utara 
1 

1092 P-1642 B Jasmuddin Majene Pamboang Bonde Utara 1 
1093 P-1643 A 7605020107760016 

 
Budiman Majene Pamboang Bonde Utara 1 

1094 P-1643 B Masri Majene Pamboang Bonde Utara 1 
1095 P-1644 A 7605024209940001 Dewi Rahma Majene Pamboang Bonde Utara 2 

 
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 

Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 
 



352 
 

1096 P-1644 B  Dewi Rahmah Majene Banggae Totoli 7 
1097 P-1645 A 7605027112700060 

 
Saenab Majene Pamboang Bonde Utara 3 

1098 P-1645 B Muna Majene Pamboang Adolang 3 
1099 P-1646 A 7605017112950110 

 
Jumriana Majene Pamboang Bonde Utara 4 

1100 P-1646 B Jumriana Majene Banggae Palipi 
Soreang 3 

1101 P-1647 A 7605085104870001 
 

Maharaniyanti Majene Pamboang Bonde Utara 5 
1102 P-1647 B Marharani Yanti Majene Banggae 

Timur 
Labuang 

Utara 10 
1103 P-1648 A 7605080212800001 

 
Syamsul Bahri Majene Pamboang Bonde Utara 5 

1104 P-1648 B Syamsul Bahri Majene Banggae 
Timur 

Labuang 
Utara 10 

1105 P-1649 A 7605027112880063 
 

Rahma Majene Pamboang Bonde Utara 6 
1106 P-1649 B Mutmainnah Majene Pamboang Bababulo 4 
1107 P-1650 A 7601101112810001 

 
Ahmad.S Majene Pamboang Buttu 

Pamboang 1 
1108 P-1650 B Ahmad S Mamuju 

Utara 
Bambaira Kaluku 

Nangka 3 
1109 P-1651 A 7601106509860001 

 
Marhama Majene Pamboang Buttu 

Pamboang 1 
1110 P-1651 B Marhama Mamuju 

Utara 
Bambaira Kaluku 

Nangka 3 
1111 P-1652 A 7605083112920035 

 
Abdul Syukur Majene Pamboang Buttu 

Pamboang 3 
1112 P-1652 B Abdul Syukur Majene Banggae 

Timur 
Baruga 

3 
1113 P-1653 A 7605020308660001 

 
Mardan K Majene Pamboang Lalampanua 1 

1114 P-1653 B Mardan Majene Banggae 
Timur 

Labuang 
4 
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1115 P-1654 A 7605020910830001 
 

Iswandi Idris Majene Pamboang Lalampanua 2 
1116 P-1654 B Iswandi Idris, Sp Majene Banggae 

Timur 
Lembang 

5 
1117 P-1655 A 7605026110820003 

 
Andi Reni 
Wahyuni 

Majene Pamboang Lalampanua 
2 

1118 P-1655 B Andi Reni 
Wahab, Se 

Majene Banggae 
Timur 

Lembang 
5 

1119 P-1656 A 7605027112990028 
 

Jirana Arfa Majene Pamboang Lalampanua 4 
1120 P-1656 B Lismawati Majene Pamboang Bababulo 1 
1121 P-1657 A 7605023112610006 

 
Saeni Majene Pamboang Sirindu 2 

1122 P-1657 B Halmi Majene Pamboang Adolang 2 
1123 P-1658 A 7605023112910024 

 
Yusuf Majene Pamboang Sirindu 3 

1124 P-1658 B Herlina Majene Pamboang Betteng 3 
1125 P-1659 A 7605021307880001 

 
Subardi Majene Pamboang Sirindu 3 

1126 P-1659 B Subardi Majene Banggae 
Timur 

Labuang 
Utara 2 

1127 P-1660 A 7601022012880001 
 

Saharuddin Majene Pamboang Sirindu 5 
1128 P-1660 B Saharuddin Mamuju 

Utara 
Pasangkayu Ako 

1 
1129 P-1661 A 7605087112600118 

 
Ramliah Majene Pamboang Sirindu 5 

1130 P-1661 B Hartika Majene Banggae 
Timur 

Tande Timur 
1 

1131 P-1662 A 7605023112650016 
 

Saudu Majene Pamboang Sirindu 5 
1132 P-1662 B Bahar Majene Pamboang Pesuloang 3 
1133 P-1663 A 7605021212890001 

 
Djamaluddin Majene Pamboang Tinambung 1 

1134 P-1663 B Ardi Yacong Majene Pamboang Pesuloang 1 
1135 P-1664 A 7605027112650011 

 
Hadia Majene Pamboang Tinambung 1 

1136 P-1664 B Hj. Jumariah Majene Pamboang Sirindu 2 
1137 P-1665 A 7605020110980002 Mawardi Majene Pamboang Tinambung 2 
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1138 P-1665 B  Sarman Majene Pamboang Pesuloang 3 
1139 P-1666 A 7605042211910001 

 
Fadli Mursyik Majene Pamboang Tinambung 2 

1140 P-1666 B Fadli Mursyid Majene Malunda Malunda 5 
1141 P-1667 A 7605026210970001 

 
Zakiya Majene Pamboang Tinambung 2 

1142 P-1667 B Wahdania N Majene Pamboang Lalampanua 1 
1143 P-1668 A 7605020605920001 

 
Syarifuddin Majene Pamboang Tinambung 4 

1144 P-1668 B Masri Majene Pamboang Pesuloang 3 
1145 P-1669 A 7601104102950001 

 
Rukmini Majene PAMBOAN

G 
TINAMBUNG 

5 
1146 P-1669 B Rukmini Mamuju 

Utara 
Bambaira Kaluku 

Nangka 3 
1147 P-1670 A 7605027012710001 

 
Hasna Majene Pamboang Tinambung 5 

1148 P-1670 B Misbahuddin Majene Pamboang Balombong 2 
1149 P-1671 A 7605014909890007 

 
Sadriah Majene Pamboang Tinambung 5 

1150 P-1671 B Sadriah Majene Banggae Pangali Ali 4 
1151 P-1672 A 7605015407870001 

 
Sukriani Majene Pamboang Tinambung 6 

1152 P-1672 B Sukriani Majene Banggae Baru 4 
1153 P-1673 A 7605086711940001 

 
Reskinovianti Majene Sendana Banua 

Sendana 
1  

 
 
 

Membuktikan 
bahwa 

Termohon 
mengggunaka
n Modus Nik 
ganda untuk 
melakukan 

Penggelembun

1154 P-1673 B Resky Novianty Majene Banggae 
Timur 

Labuang 
Utara 6 

1155 P-1674 A 7605024802970001 Lindasari Majene Sendana Bukit 
Samang 

1 

1156 P-1674 B Lindasari Majene Pamboang Adolang 
Dhua 1 

1157 P-1675 A 7605011606910001 Abdul Wahab Majene Sendana Bukit 
Samang 

2 

1158 P-1675 B Hendrik 
Juniansyah 

Majene Banggae Baru 
7 
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1159 P-1676 A 7605037112350021 
 

Basaria Majene Sendana Bukit 
Samang 

4 gan Suara  

1160 P-1676 B Basaria Majene Sendana Bukit 
Samang 2 

1161 P-1677 A 7601021008910006 
 

Sugito Majene Sendana Lalatedzong 2 
1162 P-1677 B Sugito Mamuju 

Utara 
Pasangkayu Pakava 

6 
1163 P-1678 A 7605037112970020 

 
Arfadina Majene Sendana Lalatedzong 2 

1164 P-1678 B Hardiana Majene Sendana Binanga 2 
1165 P-1679 A 7605023112600038 Sabri Majene Sendana Lalatedzong 2 
1166 P-1679 B Muh. Yusuf Majene Pamboang Buttu 

Pamboang 2 
1167 P-1680 A 7605031009950001 

 
Hermawan Majene SENDANA LEPPANGAN

G 
1 

1168 P-1680 B Darwin Majene Sendana Lalatedzong 2 
1169 P-1681 A 7605037112540001 Habaria Majene Sendana Leppangang 1 
1170 P-1681 B Pisah Majene Sendana Bukit 

Samang 3 
1171 P-1682 A 7605031312860001 

 
Akmal Majene Sendana Limbua 1 

1172 P-1682 B Akmal Mamuju 
Utara 

Tikke Raya Lariang 
1 

1173 P-1683 A 7605031010850001 Nasruddin Majene Sendana Limbua 1 
1174 P-1683 B Nasruddin Polewali 

Mandar 
Balanipa Pambusuang 

5 
1175 P-1684 A 7605031809940001 Muhammad 

Sugiarto 
Majene Sendana Limbua 2 

1176 P-1684 B Muh. Sugianto Majene Banggae 
Timur 

Lembang 
3 

1177 P-1685 A 7605022512830002 Irham Majene Sendana Limbua 3 
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1178 P-1685 B  Irham Ibnu Hajar Majene Pamboang Tinambung 3 
1179 P-1686 A 7605011105720001 Andi Rusli Syam Majene Sendana Limbua 3 
1180 P-1686 B A. Rusli Syam Majene Sendana Bukit 

Samang 3 
1181 P-1687 A 7605037112970007 Marlian Majene Sendana Limbua 4 
1182 P-1687 B Marhan Majene Sendana Limbua 4 
1183 P-1688 A 7601051401870001 Syapri Majene Sendana Limbua 5 
1184 P-1688 B Syapri Mamuju 

Utara 
Dapurang Dapurang 

6 
1185 P-1689 A 7605017112490018 St Hadijah Majene Sendana Limbua 3 
1186 P-1689 B Hadijah Majene Banggae Pamboboran

g 3 
1187 P-1690 A 7605037112730055 

 
Hijriah Majene Sendana Mosso Dhua 2 

1188 P-1690 B Derita Majene Sendana Limbua 6 
1189 P-1691 A 7605034107850048 Jumiati Majene Sendana Mosso Dhua 5 
1190 P-1691 B Jumiati Majene Banggae Totoli 5 
1191 P-1692 A 7605030804990001 

 
Samsir Majene Sendana Mosso Dhua 6 

1192 P-1692 B Hamdani Majene Sendana Banua 
Sendana 3 

1193 P-1693 A 7605037112600089 
 

Sahari Majene Sendana Mosso Dhua 6 
1194 P-1693 B Muna Majene Sendana Leppangang 1 
1195 P-1694 A 7605034102930004 

 
I Ati Majene Sendana Mosso Dhua 6 

1196 P-1694 B I'ati Mamuju 
Utara 

Baras Towoni 
1 

1197 P-1695 A 7605037112700057 
 

Nabu M. Majene Sendana Mosso Dhua 6 
1198 P-1695 B Masriani Majene Sendana Mosso Dhua 1 
1199 P-1696 A 7605035212900002 Rusnia Majene Sendana Mosso Dhua 6 
1200 P-1696 B Adhi Majene SENDANA LEPPANGAN

G 2 
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1201 P-1697 A 7605031708940005 
 

Abdul Rajab Majene Sendana Paminggalan 2 
1202 

P-1697 B 
Abdul Rajab Majene Sendana Limboro 

Rambu-
Rambu 2 

1203 P-1698 A 7605034107770069 Kore Majene Sendana Paminggalan 2 
1204 P-1698 B Marta Majene Sendana Mosso 2 
1205 P-1699 A 7605033112940042 Padli Majene Sendana Pundau 1 
1206 P-1699 B Padli Majene Sendana Mosso 1 
1207 P-1700 A 7605022303880001 

 
Anto Majene Sendana Mosso 2 

1208 P-1700 B Asmar Majene Pamboang Bababulo 3 
1209 P-1701 A 7605035807970001 

 
Ernawati Majene Sendana Sendana 1 

1210 P-1701 B Nirwana Majene Sendana Mosso Dhua 2 
1211 P-1702 A 7605030107640002 

 
Najamuddin Majene Sendana Sendana 1 

1212 
P-1702 B 

M. Tahir Majene Sendana Limboro 
Rambu-
Rambu 1 

1213 P-1703 A 7605034107450020 Maryam Majene Sendana Sendana 1 
1214 P-1703 B Nuru Majene Sendana Paminggalan 1 
1215 P-1704 A 7605037112920030 Masulan Majene Sendana Sendana 3 
1216 P-1704 B Erna Majene Sendana Paminggalan 1 
1217 P-1705 A 7605030107480042 Herman Majene Sendana Sendana 3 
1218 P-1705 B Alimin Majene Sendana Bukit 

Samang 2 
1219 P-1706 A 7605034306890001 Rahma Majene Sendana Sendana 3 
1220 P-1706 B Rahma Majene Sendana Mosso 3 
1221 P-1707 A 7605037112820054 Sidra Majene Sendana Sendana 3 
1222 P-1707 B Anrialang Majene Sendana Sendana 2 
1223 P-1708 A 7605033112840034 Muslim Majene Sendana Sendana 3 
1224 P-1708 B Hasmadi Majene Sendana Mosso 6 
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1225 P-1709 A 7605033112600004 
 

M. Yusup Majene Sendana Tallubanua 1 
1226 P-1709 B Bolong Majene Sendana Limbua 5 
1227 P-1710 A 7605031602890001 Ali Akbar Majene Sendana Tallubanua 1 
1228 P-1710 B Firal Majene Sendana Mosso 6 
1229 P-1711 A 7605031506900001 

 
Arman Majene Sendana Tallubanua 2 

1230 P-1711 B Nuralamsyah 
Matte 

Majene Sendana Binanga 
1 

1231 P-1712 A 7605033112750060 Jamaluddin Majene Sendana Tallubanua 2 
1232 P-1712 B Syaripuddin Majene Sendana Mosso 5 
1233 P-1713 A 7605034906940001 Muka Sifa Majene Sendana Tallubanua 2 
1234 P-1713 B Nana Majene Sendana Bukit 

Samang 2 
1235 P-1714 A 7605030101820002 Masra M Majene Sendana Tallubanua 3 
1236 P-1714 B Abdul Asis C. Majene Sendana Banua 

Sendana 2 
1237 P-1715 A 7605017112820120 

 
Rosmiani Majene Sendana Tallubanua 3 

1238 P-1715 B Masliana Majene Banggae Rangas 9 
1239 P-1716 A 7605033112950045 

 
Risal Majene Sendana Tallubanua 3 

1240 P-1716 B Masdar Majene Pamboang Adolang 
Dhua 1 

1241 P-1717 A 7605033112900017 
 

Ahmad Majene Sendana Tallubanua 3 
1242 P-1717 B Hakim Majene Sendana Mosso Dhua 6 
1243 P-1718 A 7605030107910025 Syamsuddin Majene Sendana Tallubanua 3 
1244 P-1718 B Syamsuddin Majene Sendana Lalatedzong 3 
1245 P-1719 A 7605020209830002 

 
Rusmin Majene Sendana Tallubanua 

Utara 
1 

1246 P-1719 B Rusmin Majene Pamboang Sirindu 4 
1247 P-1720 A 7605031705930001 

 
Nasrul Majene Sendana Tallubanua 

Utara 
1 
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1248 P-1720 B Rismo Majene Sendana Mosso 2 
1249 P-1721 A 7605031011860003 Rahmadi Majene Sendana Tallubanua 

Utara 
1 

1250 P-1721 B Hamran Majene Sendana Mosso Dhua 1 
1251 P-1722 A 7605033112790057 

 
Jupri Majene Sendana Tallubanua 

Utara 
2 

1252 P-1722 B Harju Majene Sendana Mosso Dhua 1 
1253 P-1723 A 7605037112950022 Nurmadina Majene Sendana Tallubanua 

Utara 
2 

1254 P-1723 B Nurmadina Majene Pamboang Bonde 5 
1255 P-1724 A 7605032211800001 

 
Muchlis Majene Sendana Totolisi 

Sendana 
1 

1256 P-1724 B Muchlis Majene Sendana Tallubanua 4 
1257 P-1725 A 7605037112760012 

 
Nurhayati Majene Sendana Totolisi 

Sendana 
1 

1258 P-1725 B Mulianti Majene Sendana Banua 
Sendana 1 

1259 P-1726 A 7605034107590010 Syamsiah Majene Sendana Totolisi 
Sendana 

1 

1260 P-1726 B Syamsiah Majene Sendana Tallubanua 4 
1261 P-1727 A 7605013112800165 Muh. Aming Majene Sendana Totolisi 

Sendana 
1 

1262 P-1727 B Amran Majene Banggae Rangas 2 
1263 P-1728 A 7605033112760058 

 
Abd Talib K Majene Sendana Totolisi 

Sendana 
3 

1264 P-1728 B Muh. Saleh Majene Sendana Bukit 
Samang 1 

1265 P-1729 A 7605037112590015 
 

Hadija Majene Sendana Totolisi 
Sendana 

3 
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1266 P-1729 B Anni Majene Sendana Limbua 6 
1267 P-1730 A 7605033112450047 Kunding Majene Sendana Totolisi 

Sendana 
3 

1268 P-1730 B Hamittong Majene Sendana Mosso 3 
1269 P-1731 A 7605033112760036 Abdillah Majene Sendana Totolisi 

Sendana 
4 

1270 P-1731 B Jasmin Majene Sendana Limbua 4 
1271 P-1732 A 7605060107840008 

 
Sarjan Majene Tammerodo 

Sendana 
Seppong 

 
3  

 
 

Membuktikan 
bahwa 

Termohon 
mengggunaka
n Modus Nik 
ganda untuk 
melakukan 

Penggelembun
gan Suara  

1272 P-1732 B Sarjan Majene Sendana Mosso Dhua 4 
1273 P-1733 A 7605060107620004 Saenong Majene Tammerodo 

Sendana 
Seppong 

 
3 

1274 P-1733 B Saenong Majene Tammerodo 
Sendana 

Awo 
4 

1275 P-1734 A 7605063112520013 
 

Hamma Aras Majene Tammerodo 
Sendana 

Tallambalao 
 

1 

1276 P-1734 B Kuling Majene Tammerodo 
Sendana 

Awo 
1 

1277 P-1735 A 7605063112770029 
 

Kaco Majene Tammerodo 
Sendana 

Tallambalao 
 

1 

1278 P-1735 B Darman Majene Tammerodo 
Sendana 

Awo 
4 

1279 P-1736 A 7605063112500017 Badu Majene Tammerodo 
Sendana 

Tallambalao 
 

1 

1280 P-1736 B Tombo Majene Tammerodo 
Sendana 

Manyamba 
1 

1281 P-1737 A 7605066203950001 
 

Canrawati Majene Tammerodo 
Sendana 

Tammerodo 3 

1282 P-1737 B Canrawati Majene Banggae Banggae 9 
1283 P-1738 A 7605064901920001 Ayu Srirahayu Majene  Tammerodo 1 
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 Tammerodo 
Sendana 

Utara 

1284 P-1738 B Ayu Srirahayu Majene Banggae 
Timur 

Baruga 
3 

1285 
P-1739 A 

7605032304950002 
 

Aminuddin Majene  
Tammerodo 

Sendana 

Tammerodo 
Utara 

3 

1286 P-1739 B Aminuddin Majene Banggae Rangas 2 
1287 

P-1740 A 
7605081909690001 Muchsar Majene  

Tammerodo 
Sendana 

Tammerodo 
Utara 

3 

1288 P-1740 B Muchsar Majene Banggae 
Timur 

Labuang 
3 

1289 
P-1741 A 

7605063112580002 
 

Ridwan Majene  
Tammerodo 

Sendana 

Tammerodo 
Utara 

4 

1290 P-1741 B Supardi Majene Tammerodo 
Sendana 

Tallambalao 
3 

1291 
P-1742 A 

7601036106840001 
 

Fitria Syarifuddin Majene  
Tammerodo 

Sendana 

Tammerodo 
Utara 

4 

1292 P-1742 B Fitriah 
Syarifuddin 

Mamuju 
Utara 

Baras Bulu Parigi 
1 

1293 
P-1743 A 

7605065509960001 Dewi Sahraeni Majene  
Tammerodo 

Sendana 

Tammerodo 
Utara 

4 

1294 P-1743 B Ulti Novita Majene Sendana Mosso 6 
1295 P-1744 A 7605064102880001 

 
Santi Majene Tammerodo 

Sendana 
Ulidang 

 
2 

1296 P-1744 B Munirah M. Majene Tammerodo Tammerodo 5 
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Sendana 
1297 P-1745 A 7605061411990002 

 
Ishak Majene Tammerodo 

Sendana 
Ulidang 

 
4 

1298 P-1745 B Muh Ibnu Majene Tammerodo 
Sendana 

Ulidang 
2 

1299 P-1746 A 7605067112800020 
 

Sahawia Majene Tammerodo 
Sendana 

Ulidang 
 

4 

1300 P-1746 B Yanti Majene Tammerodo 
Sendana 

Tallambalao 
2 

1301 P-1747 A 7605064305810001 Marlina Majene Tammerodo 
Sendana 

Ulidang 
 

4 

1302 P-1747 B Marlina Majene Tammerodo 
Sendana 

Ulidang 
4 

1303 P-1748 A 7604064611780003 
 

Warda 
Majene 

Tubo 
Sendana 

Bonde Bonde 1  
 
 

Membuktikan 
bahwa 

Termohon 
mengggunaka
n Modus Nik 
ganda untuk 
melakukan 

Penggelembun
gan Suara  

1304 P-1748 B Warda Polewali 
Mandar 

Binuang Rea 
1 

1305 P-1749 A 7605086808810001 
 

RATNA 
NINGSIH, S.Pdi 

Majene TUBO 
SENDANA 

BONDE 
BONDE 

1 

1306 P-1749 B Ratna Ningsih Majene Banggae 
Timur 

Baruga 
2 

1307 P-1750 A 7604063112780169 Muh. Yusuf, S.Ag Majene Tubo 
Sendana 

Bonde Bonde 1 

1308 P-1750 B Muhammad 
Yusuf 

Polewali 
Mandar 

Binuang Rea 
1 

1309 P-1751 A 7605033112440016 
 

Sa'dolla Majene Tubo 
Sendana 

Bonde Bonde 2 

1310 P-1751 B Lale Majene Sendana Bukit 
Samang 4 

1311 P-1752 A 7605077112670012 Saharah Majene Tubo Bonde Bonde 2 
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 Sendana 
1312 P-1752 B Saharah Majene Pamboang Bababulo 1 
1313 P-1753 A 7605046712880001 Rini Majene Tubo 

Sendana 
Bonde Bonde 2 

1314 P-1753 B Rini Majene Malunda Lombong 1 
1315 P-1754 A 7605071503990003 

 
Zulfahmi Majene Tubo 

Sendana 
Onang 6 

1316 P-1754 B Ridwan Majene Tubo 
Sendana 

Onang 
3 

1317 P-1755 A 7605077112470002 
 

Sitti Apa Majene Tubo 
Sendana 

Onang Utara 3 

1318 P-1755 B Sitti Adjah Majene Tubo 
Sendana 

Bonde Bonde 
2 

1319 P-1756 A 7605070107660020 Ba'duasi Majene Tubo 
Sendana 

Onang Utara 3 

1320 P-1756 B Anasur Majene Tubo 
Sendana 

Onang 
6 

1321 P-1757 A 7605070202980001 
 

Aswandi Majene Tubo 
Sendana 

Tubo 
1 

1322 P-1757 B Irfan Majene Tubo 
Sendana 

Onang Utara 
1 

1323 P-1758 A 7605073112750017 
 

Nu'ding Majene Tubo 
Sendana 

Tubo Poang 1 

1324 P-1758 B Saaban Majene Tubo 
Sendana 

Bonde Bonde 
1 

1325 P-1759 A 7605074107870001 Ridawati Majene Tubo 
Sendana 

Tubo Poang 1 

1326 P-1759 B Ridawati Majene Banggae Baru 11 
1327 P-1760 A 7605073112860005 

 
Rahmat Majene Tubo 

Sendana 
Tubo Poang 2 
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1328 P-1760 B Eris Majene Tubo 
Sendana 

Tubo 
3 

1329 P-1761 A 7605073112800001 
 

Sarnan. S.Pd Majene Tubo 
Sendana 

Tubo Poang 2 

1330 P-1761 B Hasdullah Majene Tubo 
Sendana 

Onang 
1 

1331 P-1762 A 7605071009960001 Ichsan Majene Tubo 
Sendana 

Tubo Poang 2 

1332 P-1762 B Irfan Majene Tubo 
Sendana 

Tubo Poang 
2 

1333 P-1763 A 7605073112640021 
 

M. Jasri Basri Majene Tubo 
Sendana 

Tubo Selatan 3 

1334 P-1763 B Nurdin Majene Tubo 
Sendana 

Tubo Poang 
1 

1335 P-1764 A 7605075812970001 
 

Muthmainnah Majene Tubo 
Sendana 

Tubo Tengah 1 

1336 P-1764 B Nurinsani Majene Tubo 
Sendana 

Onang Utara 
4 

1337 P-1765 A 7605055912950001 
 

Rismawati N. Majene Ulumanda Panggalo 2  
 

Membuktikan 
bahwa 

Termohon 
mengggunaka
n Modus Nik 
ganda untuk 
melakukan 

Penggelembun
gan Suara  

1338 P-1765 B Rismawati N Majene Sendana Tallubanua 3 
1339 P-1766 A 7605050107660022 Laga Majene Ulumanda Panggalo 2 
1340 P-1766 B Suardi. B Majene Ulumanda Panggalo 1 
1341 P-1767 A 7605063112850038 

 
Baharuddin Majene Ulumanda Panggalo 4 

1342 P-1767 B Baharuddin Majene Tammerodo 
Sendana 

Awo 
5 

1343 P-1768 A 7605054504970001 
 

Naga Majene Ulumanda Panggalo 4 
1344 P-1768 B Rahmatia Majene Ulumanda Panggalo 1 
1345 P-1769 A 7605050107920002 Hadi Majene Ulumanda Panggalo 4 
1346 P-1769 B Husni Majene Ulumanda Panggalo 4 
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1347 P-1770 A 7605054107700001 
 

Adiati Majene Ulumanda Popenga 2 
1348 P-1770 B Bande Majene Ulumanda Panggalo 4 
1349 P-1771 A 7605056101990001 

 
Nurliani Majene Ulumanda Popenga 2 

1350 P-1771 B Jahrawati Majene Ulumanda Panggalo 1 
1351 P-1772 A 7605053112730001 Aco Mannang Majene Ulumanda Popenga 2 
1352 P-1772 B Toe' Majene ULUMAND

A 
KABIRAAN 

2 
1353 P-1773 A 7605054107480006 

 
Najamia Majene Ulumanda Salutambung 

 
4 

1354 P-1773 B Hj. Najamiah Majene Tubo 
Sendana 

Tubo Tengah 
3 

1355 P-1774 A 7605054107810008 
 

Mahdalena Majene Ulumanda Sambabo 3 
1356 P-1774 B Hayana. T Majene Ulumanda Sambabo 3 
1357 P-1775 A 7605053112700029 

 
Saeri Dg 
Padjama 

Majene Ulumanda Tandeallo 
 

4 

1358 P-1775 B Saeri Dg. 
Padjama 

Majene Banggae 
Timur 

Lembang 
1 

1359 P-1776 A 7605053112870001 
 

Bahtiar Majene Ulumanda Ulumanda 1 
1360 P-1776 B Ahmad Rida Majene Ulumanda Tandeallo 4 
1361 P-1777 A 7605057112750012 

 
St Hapiah Majene Ulumanda Ulumanda 1 

1362 P-1777 B Naji Majene ULUMAND
A 

SAMBABO 
1 

1363 P-1778 A 7605054107720022 
 

Oni Majene Ulumanda Ulumanda 1 
1364 P-1778 B St. Awi Majene Ulumanda Panggalo 3 
1365 P-1779 A 7605054807930001 Liana Majene Ulumanda Ulumanda 1 
1366 P-1779 B Musdalifa Majene Ulumanda Ulumanda 1 
1367 P-1780 A 7605055006990001 

 
Fitrah Majene Ulumanda Ulumanda 4 

1368 P-1780 B Fitra Majene Ulumanda Ulumanda 1 
1369 P-1781 A 7605050107960082 Arsyad Majene Ulumanda Ulumanda 4 
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I. KABUPATEN MAMUJU UTARA 
I.1 Kecamatan Baras 
 
No Kode Bukti Bukti Fisik  Keterangan 
1 P-1782 Form C-1 TPS 1 

Desa/Kelurahan 
Towoni, 
Kecamatan Baras, 
Kabupaten 
Mamuju Utara 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P-
17 B, P-21 B, P-1694 B 
 

 P-1783 tidak 
ada 

  

2 P-1784 Form C-1 TPS 1 
Desa/Kelurahan 
Balanti, 
Kecamatan Baras, 
Kabupaten 
Mamuju Utara 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P-
12 B 
 

3 P-1785 Form C-1 TPS 1 
Desa Bulu Parigi, 
Kecamatan Baras, 
Kabupaten 
Mamuju Utara 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P-
1742 B 
 

4 P-1786 Form C-1 TPS 6 
Desa/Kelurahan 
Motu , Kecamatan 
Baras, Kabupaten 
Mamuju Utara 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P-
61 B 
 

5 P- 1787 Form C-1 TPS 7 
Desa/Kelurahan 
Motu , Kecamatan 
Baras, Kabupaten 
Mamuju Utara 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P-
13 B 
 

 
I.2 Kecamatan Sarudu 
 
No Kode Bukti Bukti Fisik  Keterangan 
6 P- 1788 Form C-1 TPS 1 

Kelurahan 
Sarudu, 
Kecamatan 
Sarudu, 
Kabupaten 
Mamuju Utara 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P-
69 A, P-70 A, P-71 A, P-759 A, P-983 B 
 

7 P- 1789 Form C-1 TPS 6 
Kelurahan 
Sarudu, 
Kecamatan 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P-
931 B, P-1246 B 
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Sarudu, 
Kabupaten 
Mamuju Utara 

 

8 P -1790 Form C-1 TPS 2, 
Kelurahan 
Sarudu, 
Kecamatan 
Sarudu, Mamuju 
Utara 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda dalam DPT, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti 
DPT P-1308 A , P-1310 B, P-1463 A, 
P- 1465 B, P- 1466 B, P- 1467 B 

9 P-1791 Form C-1 TPS 1 
Desa Kusumasari, 
kecamatan 
Sarudu, Mamuju 
Utara 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda dalam DPT, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti 
DPT P- 78 B;  
 

10 P- 1792 Form C-1 TPS 1 
Kelurahan 
Kumasari, 
Kecamatan 
Sarudu, 
Kabupaten 
Mamuju Utara 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P-
78 B 
 

11 P-1793 Form C-1 TPS 2 
Kelurahan Bulu 
Mario, Kecamatan 
Sarudu, 
Kabupaten 
Mamuju Utara 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P-
64 A, P-65 B 
 

12 P-1794 Form C-1 TPS 3 
Kelurahan Bulu 
Mario, Kecamatan 
Sarudu, 
Kabupaten 
Mamuju Utara 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P-
69 B  
 

13 P-1795 Form C-1 TPS 5 
Kelurahan Bulu 
Mario, Kecamatan 
Sarudu, 
Kabupaten 
Mamuju Utara 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P-
65 A, P-66 A, P-67 A, P-69 B, P-170 B, 
P-233 B, P-905 B,  
 

14 P-1795 Form C-1 TPS 5 
Kelurahan Bulu 
Mario, Kecamatan 
Sarudu, 
Kabupaten 
Mamuju Utara 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P-
65 A, P-66 A, P-67 A, P-69 B, P-170 B, 
P-233 B, P-905 B,  
 

15 P-1796 Form C-1 TPS 1 
Kelurahan Doda, 
Kecamatan 
Sarudu, 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P-
68 A 
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Kabupaten 
Mamuju Utara 

 

 
I.3 Kecamatan Pedongga 
 
No Kode Bukti Bukti Fisik  Keterangan 
16 P- 1797 Form C-1 TPS 3 

Kelurahan 
Martasari, 
Kecamatan 
Pedongga, 
Kabupaten 
Mamuju Utara 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P-
72 B, P-76 B, P-77 B 
 

17 P-1798 Form C-1 TPS 4 
Kelurahan 
Martasari, 
Kecamatan 
Pedongga, 
Kabupaten 
Mamuju Utara 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P-
56 A, P-347 B  
 

18 P- 1799 Form C-1 TPS 5 
Kelurahan 
Martasari, 
Kecamatan 
Pedongga, 
Kabupaten 
Mamuju Utara 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P-
57 
 

 
I.3 Kecamatan Tikke Raya 
 
No Kode Bukti Bukti Fisik  Keterangan 
19 P -1800 Form C-1 TPS 3 

Kelurahan Tikke, 
kecamatan Tikke 
Raya, Kabupaten 
Mamuju Utara 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda dalam DPT, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti 
DPT P- 184 B;  
 

20 P-1801 Form C-1 TPS 1 
Kelurahan 
Pajalele, 
kecamatan Tikke 
Raya, Kabupaten 
Mamuju Utara 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda dalam DPT, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti 
DPT P- 221 B;  
 

21 P-1802  Form C-1 TPS 1 
Kelurahan 
Lariang, 
kecamatan Tikke 
Raya, Kabupaten 
Mamuju Utara 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda dalam DPT, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti 
DPT P- 1682 B: 

22 P-1803 Form C-1 TPS 5 Membuktikan adanya TPS bermasalah 
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Kelurahan Tikke, 
Kecamatan Tikke 
Raya, Kabupaten 
Mamuju Utara 

terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P-
85 A, P-86 A 
 

23 P-1804 Form C-1 TPS 2 
Kelurahan 
Pajalele, 
Kecamatan Tikke 
Raya, Kabupaten 
Mamuju Utara 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P-
82 A 
 

 1805 tidak ada   
24 P- 1806 Form C-1 TPS 2 

Kelurahan 
Makmur Jaya, 
Kecamatan Tikke 
Raya, Kabupaten 
Mamuju Utara 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P-
76 A, P-77 A 
 

25 P-1807 Form C-1 TPS 3 
Kelurahan 
Makmur Jaya, 
Kecamatan Tikke 
Raya, Kabupaten 
Mamuju Utara 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P-
78 A 
 

26 P-1808 tidak 
ada 

  

27 P-1809 Form C-1 TPS 4 
Kelurahan 
Makmur Jaya, 
Kecamatan Tikke 
Raya, Kabupaten 
Mamuju Utara 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P-
79 A 
 

28 P-1810 Form C-1 TPS 6 
Kelurahan 
Makmur Jaya, 
Kecamatan Tikke 
Raya, Kabupaten 
Mamuju Utara 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P-
80 A, P-81 A 
 

29 P-1811 Form C-1 TPS 4 
Kelurahan 
Lariang, 
Kecamatan Tikke 
Raya, Kabupaten 
Mamuju Utara 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P-
73 A, P-74 A 
 

30 P-1811 Form C-1 TPS 4 
Kelurahan 
Lariang, 
Kecamatan Tikke 
Raya, Kabupaten 
Mamuju Utara 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P-
73 A, P-74 A 
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 P-1812 tidak 
ada 

  

 
31 

P- 1813 Form C-1 TPS 3 
Kelurahan 
Jengeng Raya, 
Kecamatan Tikke 
Raya, Kabupaten 
Mamuju Utara 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P-
72 A, P-798 B 
 

 
I.4 Kecamatan Sarjo 
No Kode Bukti Bukti Fisik  Keterangan 
32 P- 1814 Form C-1 TPS 3 

Kel. Letawa, Kec. 
Sarjo, Kab. 
Mamuju Utara 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P- 
102 B, 

33 P-1815 Form C-1 TPS 2 
Kelurahan 
Maponu, 
Kecamatan Sarjo, 
Kabupaten 
Mamuju Utara 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P-
58 A, P-59 A, P-86 B 
 

34 P- 1816 Form C-1 TPS 1 
Kelurahan Sarjo, 
Kecamatan Sarjo, 
Kabupaten 
Mamuju Utara 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P-
60 A 
 

35 P- 1817 Form C-1 TPS 4 
Kelurahan Sarjo, 
Kecamatan Sarjo, 
Kabupaten 
Mamuju Utara 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P-
61 A 
 

36 P-1818 Form C-1 TPS 1 
Kelurahan 
Sarude, 
Kecamatan Sarjo, 
Kabupaten 
Mamuju Utara 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P-
62 A 
 

 P-1819 tidak 
ada 

  

 P-1820 tidak 
ada 

  

 P-1821 tidak 
ada 

  

 
 
I.5 Kecamatan Duripoku 
No Kode Bukti Bukti Fisik  Keterangan 
37 P-1822 Form C-1 TPS 1 

Kelurahan 
Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
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Taranggi, 
Kecamatan 
Duripoku, 
Kabupaten 
Mamuju Utara 

Sebagaimana tertuang pada : Bukti P-
25 A, P-26 A  
 

38 P- 1823 Form C-1 TPS 2 
Kelurahan 
Taranggi, 
Kecamatan 
Duripoku, 
Kabupaten 
Mamuju Utara 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P-
27 A  
 

39 P- 1824 Form C-1 TPS 1 
Kelurahan 
Sipakainga, 
Kecamatan 
Duripoku, 
Kabupaten 
Mamuju Utara 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P-
22 A  
 

40 P- 1825 Form C-1 TPS 2 
Kelurahan 
Sipakainga, 
Kecamatan 
Duripoku, 
Kabupaten 
Mamuju Utara 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P-
23 A, P-24 A 
 

41 P-1826 Form C-1 TPS 1 
Kelurahan 
Saptanajaya, 
Kecamatan 
Duripoku, 
Kabupaten 
Mamuju Utara 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P-
21 A 
 

 
I.6 Kecamatan Bulu Taba 
 
No Kode Bukti Bukti Fisik  Keterangan 
42 P -1827 Form C-1 TPS 01 

Kelurahan 
Karave, 
kecamatan Bulu 
Taba, Kabupaten 
Mamuju Utara 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda dalam DPT, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti 
DPT P- 1340 B dan P- 1497 B 
 

43 P-1828 Form C-1 TPS 1 
Kelurahan 
Kastabuana, 
Kecamatan Bulu 
Taba, Kabupaten 
Mamuju Utara 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P-
20 B 
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44 P-1829 Form C-1 TPS 2 
Kelurahan Ompi, 
Kecamatan Bulu 
Taba, Kabupaten 
Mamuju Utara 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P-
16 A, P-33 B, P-799 B 
 

45 P-1830 Form C-1 TPS 3 
Kelurahan 
Lilimori, 
Kecamatan Bulu 
Taba, Kabupaten 
Mamuju Utara 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P-
16 B, P-34 B 
 

46 P-1831 Form C-1 TPS 5 
Kelurahan 
Lilimori, 
Kecamatan Bulu 
Taba, Kabupaten 
Mamuju Utara 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P-
15 A 
 

47 P-1832 Form C-1 TPS 2 
Kelurahan Bukit 
Harapan, 
Kecamatan Bulu 
Taba, Kabupaten 
Mamuju Utara 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P-
13 A, P-46 B, P-56 B 
 

48 P-1833 Form C-1 TPS 4 
Kelurahan Bukit 
Harapan, 
Kecamatan Bulu 
Taba, Kabupaten 
Mamuju Utara 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P-
30 B 
 

 
I.7 Kecamatan Lariang  
 
No Kode Bukti Bukti Fisik  Keterangan 
49 P -1834 Form C-1 TPS 03 

Kelurahan 
Bambakoro 
kecamatan 
Lariang, 
Kabupaten 
Mamuju Utara 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda dalam DPT, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti 
DPT P- 28 A 
 

50 P- 1835 Form C-1 TPS 3 
Kelurahan 
Bambakoro, 
Kecamatan 
Lariang, 
Kabupaten 
Mamuju Utara 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P-
28 A 
 

51 P-1836 Form C-1 TPS 1 
Kelurahan Batu 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
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Matoru, 
Kecamatan 
Lariang, 
Kabupaten 
Mamuju Utara 

Sebagaimana tertuang pada : Bukti P-
29 A 
 

52 P-1837 Form C-1 TPS 3 
Kelurahan 
Singani, 
Kecamatan 
Lariang, 
Kabupaten 
Mamuju Utara 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P-
35 A 
 

53 P- 1838 Form C-1 TPS 1 
Kelurahan 
Parabu, 
Kecamatan 
Lariang, 
Kabupaten 
Mamuju Utara 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P-
32 A, P-33 A, P-34 A,  
 

54 P- 1839 Form C-1 TPS 2 
Kelurahan 
Parabu, 
Kecamatan 
Lariang, 
Kabupaten 
Mamuju Utara 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P-
34 A  
 

55 P- 1840 Form C-1 TPS 1 
Kelurahan Kulu, 
Kecamatan 
Lariang, 
Kabupaten 
Mamuju Utara 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P-
30 A, P-31 A, P-50 B,  P-51 B 
 

 
I.8 Kecamatan Pasangkayu 
No Kode Bukti Bukti Fisik  Keterangan 
56 P-1841 Form C-1 TPS 01 

Kelurahan 
Pasangkayu 
kecamatan 
pasangkayu, 
Kabupaten 
Mamuju Utara 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda dalam DPT, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti 
DPT P- 419 B 
 

57 P -1842 Form C-1 TPS 04 
Kelurahan 
Pasangkayu 
kecamatan 
pasangkayu, 
Kabupaten 
Mamuju Utara 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda dalam DPT, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti 
DPT P- 100 B 
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58 P -1843 Form C-1 TPS 10 
Kelurahan 
Pasangkayu 
kecamatan 
pasangkayu, 
Kabupaten 
Mamuju Utara 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda dalam DPT, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti 
DPT P- 576 B 
 

59 P-1844 Form C-1 TPS 03 
Kelurahan 
Pasangkayu 
kecamatan 
pasangkayu, 
Kabupaten 
Mamuju Utara 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda dalam DPT, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti 
DPT P- 1597 B, P-1598 B, P- 1599 B,  
 

60 P-1845 Form C-1 TPS 05 
Kelurahan Ako 
kecamatan 
pasangkayu, 
Kabupaten 
Mamuju Utara 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda dalam DPT, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti 
DPT P- 667 B; 
 
 

61 P-1846 Form C-1 TPS 01 
Kelurahan Ako 
kecamatan 
pasangkayu, 
Kabupaten 
Mamuju Utara 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda dalam DPT, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti 
DPT P- 1660 B; 
 

62 P-1847 Form C-1 TPS 01 
Kelurahan Karya 
Bersama 
kecamatan 
pasangkayu, 
Kabupaten 
Mamuju Utara 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda dalam DPT, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti 
DPT P- 103 B 
 

63 P-1848 Form C-1 TPS 5 
Kelurahan 
Pasangkayu, 
Kecamatan 
Pasangkayu, 
Kabupaten 
Mamuju Utara 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P-
47 A 
 

64 P-1849 Form C-1 TPS 6 
Kelurahan 
Pasangkayu, 
Kecamatan 
Pasangkayu, 
Kabupaten 
Mamuju Utara 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P-
48 A 
 

65 P- 1850 Form C-1 TPS 7 
Kelurahan 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
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Pasangkayu, 
Kecamatan 
Pasangkayu, 
Kabupaten 
Mamuju Utara 

Sebagaimana tertuang pada : Bukti P-
49 A 
 

66 P-1851 Form C-1 TPS 9 
Kelurahan 
Pasangkayu, 
Kecamatan 
Pasangkayu, 
Kabupaten 
Mamuju Utara 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P-
50 A, P-51 A, P-64 B 
 

67 P- 1852 Form C-1 TPS 11 
Kelurahan 
Pasangkayu, 
Kecamatan 
Pasangkayu, 
Kabupaten 
Mamuju Utara 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P-
52 A 
 

68 P-1853 Form C-1 TPS 12 
Kelurahan 
Pasangkayu, 
Kecamatan 
Pasangkayu, 
Kabupaten 
Mamuju Utara 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P-
53 A, P-54 A, P-62 B 
 

69 P-1854 Form C-1 TPS 13 
Kelurahan 
Pasangkayu, 
Kecamatan 
Pasangkayu, 
Kabupaten 
Mamuju Utara 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P-
55 A, P-1245 B, P-1248 B 
 

70 P- 1855 Form C-1 TPS 3 
Kelurahan 
Martajaya, 
Kecamatan 
Pasangkayu, 
Kabupaten 
Mamuju Utara 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P-
45 A 
 

71 P-1856 Form C-1 TPS 2 
Kelurahan Karya 
Bersama, 
Kecamatan 
Pasangkayu, 
Kabupaten 
Mamuju Utara 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P-
55 B, P-82 B 
 

72 P-1857 Form C-1 TPS 3 
Kelurahan 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
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Gunung Sari, 
Kecamatan 
Pasangkayu, 
Kabupaten 
Mamuju Utara 

Sebagaimana tertuang pada : Bukti P-
38 A, P-39 A, P-40 A, P-41 A,  
 

73 P- 1858 Form C-1 TPS 6 
Kelurahan 
Gunung Sari, 
Kecamatan 
Pasangkayu, 
Kabupaten 
Mamuju Utara 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P-
42 A, P-59 B 
 

74 P- 1859 tidak 
ada 

  

75 P- 1860 Form C-1 TPS 3 
Kelurahan Ako, 
Kecamatan 
Pasangkayu, 
Kabupaten 
Mamuju Utara 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P-
36 A, P-37 A 
 

76 P- 1861 Form C-1 TPS 6 
Kelurahan Ako, 
Kecamatan 
Pasangkayu, 
Kabupaten 
Mamuju Utara 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P-
74 B 
 

 
I.9 Kecamatan Bambaira 
No Kode Bukti Bukti Fisik  Keterangan 
77 P-1862 Form C-1 TPS 1 

Kelurahan Kaluku 
Nangka, 
Kecamatan 
Bambaira, 
Kabupaten 
Mamuju Utara 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P-
273 B, P-1615 B 
 

78 P-1863 Form C-1 TPS 3 
Kelurahan Kaluku 
Nangka, 
Kecamatan 
Bambaira, 
Kabupaten 
Mamuju Utara 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P-9 
B, P-1650 B, P-1651 B, P-1669 B 
 

79 P- 1864 Form C-1 TPS 5 
Kelurahan Kaluku 
Nangka, 
Kecamatan 
Bambaira, 
Kabupaten 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P-
248 B 
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Mamuju Utara 
80 P- 1865 Form C-1 TPS 4 

Kelurahan 
Bambaira, 
Kecamatan 
Bambaira, 
Kabupaten 
Mamuju Utara 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P-
67 B, P-257 B, 
 

81 P- 1866 Form C-1 TPS 3 
Kelurahan 
Tampaure, 
Kecamatan 
Bambaira, 
Kabupaten 
Mamuju Utara 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P-7 
B,  
 

82 P- 1867 Form C-1 TPS 4 
Kelurahan 
Kasoloang, 
Kecamatan 
Bambaira, 
Kabupaten 
Mamuju Utara 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P-
11 B, P-39 B, P-43 B 
 

83 P-1868-1874 
tidak ada 

  

I.10 Kecamatan  dapurang 
 
No Kode Bukti Bukti Fisik  Keterangan 
84 P-1875 Form C-1 TPS 01 

Kelurahan Tirta 
Buana, 
Kecamatan 
Dapurang, 
kabupaten 
mamuju Utara 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P-
436 B, 

85 P-1876 Form C-1 TPS 01 
Kelurahan Bulu 
Bonggu, 
Kecamatan 
Dapurang, 
kabupaten 
mamuju Utara 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P-
157 B, P-303 B, P-304 B,  

86 P-1877 tidak 
ada 

  

87 P-1878 Form C-1 TPS 01 
Kelurahan 
Sarasa, 
Kecamatan 
Dapurang, 
kabupaten 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P-
66 B,  
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mamuju Utara 
88 P-1879 Form C-1 TPS 2 

Kelurahan Bulu 
Bonggu, 
Kecamatan 
Dapurang, 
Kabupaten 
Mamuju Utara 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P-
25 B, P-26 B 
 

89 P-1880 Form C-1 TPS 3 
Kelurahan Bulu 
Bonggu, 
Kecamatan 
Dapurang, 
Kabupaten 
Mamuju Utara 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P-
27 B 
 

90 P- 1881 Form C-1 TPS 6 
Kelurahan Bulu 
Bonggu, 
Kecamatan 
Dapurang, 
Kabupaten 
Mamuju Utara 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P-
23 B, P-47 B 
 

91 P-1882 Form C-1 TPS 06 
Kelurahan 
Dapurang, 
Kecamatan 
Dapurang, 
kabupaten 
mamuju Utara 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P-
1688 B,  

92 P- 1883 Form C-1 TPS 6 
Kelurahan 
Benggaulu, 
Kecamatan 
Dapurang, 
Kabupaten 
Mamuju Utara 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P-
24 B, P-71 B 
 

93 P- 1884 Form C-1 TPS 4 
Kelurahan 
Sarasa, 
Kecamatan 
Dapurang, 
Kabupaten 
Mamuju Utara 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P-
20 A,  
 

94 P-1885 Form C-1 TPS 1 
Kelurahan 
Dapurang, 
Kecamatan 
Dapurang, 
Kabupaten 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P-
70 B 
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Mamuju Utara 
95 P-1886 Form C-1 TPS 4 

Kelurahan 
Dapurang, 
Kecamatan 
Dapurang, 
Kabupaten 
Mamuju Utara 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P-
17 A, P-969 B 
 

96 P-1887 Form C-1 TPS 5 
Kelurahan 
Dapurang, 
Kecamatan 
Dapurang, 
Kabupaten 
Mamuju Utara 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P-
18 A 
 

 
I.11 Kecamatan Randomayang 
 
No Kode Bukti Bukti Fisik  Keterangan 
97 P -1888  Form C-1 TPS 05 

Kelurahan 
Bambalamotu, 
kecamatan 
Randomayang, 
Kabupaten 
Mamuju Utara 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda dalam DPT, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti 
DPT P- 552 B;  
 

 
II. KABUPATEN POLEWALI MANDAR 
II.1 Kecamatan Polewali 
 
No Kode Bukti Bukti Fisik  Keterangan 
1 P-1890 Form C-1 TPS 1 

Kel. Wattang, Kec. 
Polewali, Kab. 
Polewali Mandar 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P- 
643 A, P- 643 B, P- 644 A, P- 645 A, 

2 P-1891 Form C-1 TPS 2 
Kel. Wattang, Kec. 
Polewali, Kab. 
Polewali Mandar 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P- 
646 A, P- 647 A, P- 648 A, 

3 P-1892 Form C-1 TPS 3 
Kel. Wattang, Kec. 
Polewali, Kab. 
Polewali Mandar 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P- 
649 A, P- 650 A, P- 651 A 

4 P-1893 Form C-1 TPS 4 
Kel. Wattang, Kec. 
Polewali, Kab. 
Polewali Mandar 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P- 
652 A, P- 653 A, P- 653 B, P- 654 A, P- 
655 A, P- 656 A, P- 656 B, P- 657 A, P- 
658 A, P- 661 B 
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5 P-1894 Form C-1 TPS 5 
Kel. Wattang, Kec. 
Polewali, Kab. 
Polewali Mandar 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P- 
659 A, P- 659 B, P- 660 A, P- 661 A, P- 
662 A, P- 663 A, P- 663 B, P- 664 A, P- 
665 A, P- 666 B, P- 676 B 

6 P-1895 Form C-1 TPS 6 
Kel. Wattang, Kec. 
Polewali, Kab. 
Polewali Mandar 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P- 
666 A, P- 667 A, P- 668 A, P- 668 B, 

7 P-1896 Form C-1 TPS 7 
Kel. Wattang, Kec. 
Polewali, Kab. 
Polewali Mandar 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P- 
669 A, P- 670 A, P- 670 B, P- 671 A, P- 
678 B 

8 P-1897 Form C-1 TPS 8 
Kel. Wattang, Kec. 
Polewali, Kab. 
Polewali Mandar 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti, P- 
672 A, P- 673 A, P- 674 A, P- 675 A, P- 
676 A, 

9 P-1898 Form C-1 TPS 9 
Kel. Wattang, Kec. 
Polewali, Kab. 
Polewali Mandar 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti, P- 
677 A, P- 677 B, P- 678 A, P- 679 A, P- 
680 A, P- 680 B, P- 681 A, 

10 P-1899 Form C-1 TPS 10 
Kel. Wattang, Kec. 
Polewali, Kab. 
Polewali Mandar 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti, P- 
682 A, P- 682 B, P- 683 A, P- 684 A, P- 
684 B, P- 685 A, P- 686 A, P- 687 A, P- 
688 A, P- 689 A, P- 690 A,  

11 P-1900 Form C-1 TPS 1 
Kel. Polewali, Kec. 
Polewali, Kab. 
Polewali Mandar 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti, P- 
548 A, P- 549 A,  

12 P-1901 Form C-1 TPS 2 
Kel. Polewali, Kec. 
Polewali, Kab. 
Polewali Mandar 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti, P- 
550 A, P- 551 A, P- 552 A, P- 553 A, P- 
554 A, P- 555 A, P- 556 A, P- 557 A, P- 
558 A,               

13 P-1902 Form C-1 TPS 3 
Kel. Polewali, Kec. 
Polewali, Kab. 
Polewali Mandar 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti, P- 
559 A, P- 560 A, P- 561 A, P- 562 A, P- 
563 A, P- 564 A, P- 565 A 

14 P-1903 Form C-1 TPS 4 
Kel. Polewali, Kec. 
Polewali, Kab. 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P- 
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Polewali Mandar 566 A, P- 566 B, P- 567 A, P- 567 B, P- 
568 A, P- 568 B, P- 569 A, P- 569 B, P- 
570 A, P- 571 A, P- 572 A, P- 573 A, P- 
574 A, P- 575 A, 

15 P-1904 Form C-1 TPS 5 
Kel. Polewali, Kec. 
Polewali, Kab. 
Polewali Mandar 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P- 
618 B, 

16 P-1905 Form C-1 TPS 6 
Kel. Polewali, Kec. 
Polewali, Kab. 
Polewali Mandar 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P- 
576 A, P- 577 A 

17 P-1906 Form C-1 TPS 7 
Kel. Polewali, Kec. 
Polewali, Kab. 
Polewali Mandar 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P- 
578 A, P- 579 A, P- 580 A, P- 581 A, P- 
582 A, P- 583 A, P- 584 A, P- 585 A, P- 
586 A 

18 P-1907 Form C-1 TPS 8 
Kel. Polewali, Kec. 
Polewali, Kab. 
Polewali Mandar 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P- 
587 A, P- 588 A, P- 589 A, P- 590 A,  

19 P-1908 Form C-1 TPS 9 
Kel. Polewali, Kec. 
Polewali, Kab. 
Polewali Mandar 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P- 
591 A,  P- 592 A, P- 593 A, P- 594 A, 
P- 595 A, P- 596 A, P- 597 A, P- 598 A, 
P- 599 A, P- 600 A, P- 601 A, P- 602 A, 
P- 603 A, P- 604 A 

20 P-1909 Form C-1 TPS 10 
Kel. Polewali, Kec. 
Polewali, Kab. 
Polewali Mandar 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P- 
605 A, P- 606 A 

21 P-1910 Form C-1 TPS 1 
Kel. Manding, 
Kec. Polewali, 
Kab. Polewali 
Mandar 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P- 
505 A, P- 506 A, P- 507 A, P- 507 B, P- 
508 A, P- 509 A, P- 510 A, P- 510 B, P- 
514 B, P- 523 B, P- 524 B, P- 543 B,  

22 P-1911 Form C-1 TPS 2 
Kel. Manding, 
Kec. Polewali, 
Kab. Polewali 
Mandar 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P- 
511 A, P- 512 A, P- 513 A, P- 514 A, P- 
515 A, P- 516 A, P- 621 B, P- 779 B, P- 
932 B,  

23 P-1912 Form C-1 TPS 3 
Kel. Manding, 
Kec. Polewali, 
Kab. Polewali 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P- 
517 A, P- 517 B, P- 518 A, P- 616 B, P- 
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Mandar 637 B,  
24 P-1913 Form C-1 TPS 4 

Kel. Manding, 
Kec. Polewali, 
Kab. Polewali 
Mandar 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P- 
519 A, P- 520 A, P- 521 A, P- 521 B, P- 
624 B,  

25 P-1914 Form C-1 TPS 5 
Kel. Manding, 
Kec. Polewali, 
Kab. Polewali 
Mandar 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P- 
522 A, P- 523 A, P- 524 A, P- 525 A, P- 
525 B, P- 526 A 

26 P-1915 Form C-1 TPS 1 
Kel. Lantora, Kec. 
Polewali, Kab. 
Polewali Mandar 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P- 
593 B 

27 P-1916 Form C-1 TPS 3 
Kel. Lantora, Kec. 
Polewali, Kab. 
Polewali Mandar 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P- 
539 B, P- 617 B, P- 638 B, P- 683 B,  

28 P-1917 Form C-1 TPS 4 
Kel. Lantora, Kec. 
Polewali, Kab. 
Polewali Mandar 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P- 
712 B,  

29 P-1918 Form C-1 TPS 5 
Kel. Lantora, Kec. 
Polewali, Kab. 
Polewali Mandar 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P- 
493 A, P- 494 B, P- 541 B,  

30 P-1919 Form C-1 TPS 6 
Kel. Lantora, Kec. 
Polewali, Kab. 
Polewali Mandar 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P- 
615 B, P- 627 B, P- 1089 B 

31 P-1920 Form C-1 TPS 7 
Kel. Lantora, Kec. 
Polewali, Kab. 
Polewali Mandar 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P- 
910 B,  

32 P-1921 Form C-1 TPS 9 
Kel. Lantora, Kec. 
Polewali, Kab. 
Polewali Mandar 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P- 
494 A, P- 536 B, 

33 P-1922 Form C-1 TPS 10 
Kel. Lantora, Kec. 
Polewali, Kab. 
Polewali Mandar 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P- 
495 A, 

34 P-1923 Form C-1 TPS 1 
Kel. Darma, Kec. 
Polewali, Kab. 
Polewali Mandar 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P- 
478 A,  P- 478 B, P- 479 A, P- 479 B, 
P- 480 A, P- 480 B, P- 481 B,     

35 P-1924 Form C-1 TPS 2 Membuktikan adanya TPS bermasalah 
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Kel. Darma, Kec. 
Polewali, Kab. 
Polewali Mandar 

terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P- 
481 A, P- 482A, P- 981 B 

36 P-1925 Form C-1 TPS 3 
Kel. Darma, Kec. 
Polewali, Kab. 
Polewali Mandar 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P- 
483 A, P- 484 A, P- 485 A, P- 486 A, P- 
594 B, P- 888 B 

37 P-1926 Form C-1 TPS 4 
Kel. Darma, Kec. 
Polewali, Kab. 
Polewali Mandar 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P- 
487 A, P- 488 A, P- 489 A, P- 490 A, P- 
538 B, P- 631 B 

38 P-1927 Form C-1 TPS 5 
Kel. Darma, Kec. 
Polewali, Kab. 
Polewali Mandar 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P- 
491 A, P- 923 B, P- 967 B, P- 1073 B 

39 P-1928 Form C-1 TPS 6 
Kel. Darma, Kec. 
Polewali, Kab. 
Polewali Mandar 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P- 
492 A, P- 647 B,  

40 P-1929 Form C-1 TPS 8 
Kel. Darma, Kec. 
Polewali, Kab. 
Polewali Mandar 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P- 
503 B, P- 625 B,  

41 P-1930 Form C-1 TPS 1 
Kel. Sulewatang, 
Kec. Polewali, 
Kab. Polewali 
Mandar 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P- 
607 A,  

42 P-1931 Form C-1 TPS 3 
Kel. 
43Sulewatang, 
Kec. Polewali, 
Kab. Polewali 
Mandar 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P- 
608 A, P- 609 A, P- 610 A, 

43 P-1932 Form C-1 TPS 6 
Kel. Sulewatang, 
Kec. Polewali, 
Kab. Polewali 
Mandar 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P- 
611 A, P- 611 B, P- 741B, P-646 B,  

44 P-1933 Form C-1 TPS 7 
Kel. Sulewatang, 
Kec. Polewali, 
Kab. Polewali 
Mandar 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P- 
612 A, P- 613 A, P- 614 B 

45 P-1934 Form C-1 TPS 8 
Kel. Sulewatang, 
Kec. Polewali, 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P- 
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Kab. Polewali 
Mandar 

614 A, P- 673 B 

46 P-1935 Form C-1 TPS 1 
Kel. Takatidung, 
Kec. Polewali, 
Kab. Polewali 
Mandar 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P- 
615 A, P- 616 A, P- 617 A, P- 618 A, P- 
619 A, P- 679 B 

47 P-1936 Form C-1 TPS 2 
Kel. Takatidung, 
Kec. Polewali, 
Kab. Polewali 
Mandar 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P- 
620 A, P- 621 A, P- 622 A, P- 623 A, P- 
624 A, P- 625 A, P- 626 A, 

48 P-1937 Form C-1 TPS 3 
Kel. Takatidung, 
Kec. Polewali, 
Kab. Polewali 
Mandar 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P- 
627 A 

49 P-1938 Form C-1 TPS 4 
Kel. Takatidung, 
Kec. Polewali, 
Kab. Polewali 
Mandar 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P- 
628 A, P- 629 A, P- 630 A, P- 631 A, P- 
632 A, P- 633 A, P- 634 A, P- 635 A, P- 
636 A, P- 703 B 

50 P-1939 Form C-1 TPS 5 
Kel. Takatidung, 
Kec. Polewali, 
Kab. Polewali 
Mandar 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P- 
637 A 

51 P-1940 Form C-1 TPS 6 
Kel. Takatidung, 
Kec. Polewali, 
Kab. Polewali 
Mandar 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P- 
638 A, P- 639 A, P- 640 A, P- 657 B 

52 P-1941 Form C-1 TPS 7 
Kel. Takatidung, 
Kec. Polewali, 
Kab. Polewali 
Mandar 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P- 
641 A, P- 642 A, P- 652 B, P- 925 B 

 
 
KABUPATEN MAJENE 
III.1 Kecamatan Banggae Timur 
 
1 P-1942 Form C-1 TPS 01 

Kelurahan 
Labuang, 
Kecamatan 
Banggae Timur, 
kabupaten 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti, P-
217 B, P-1370 B, P-1527 B 

 
 

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 

 



386 
 

majene 
2 P-1942 Form C-1 TPS 02 

Kelurahan 
Labuang, 
Kecamatan 
Banggae Timur, 
kabupaten 
majene 
 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti, P-
176 B,  

3 P-1943 Form C-1 TPS 03 
Kelurahan 
Labuang, 
Kecamatan 
Banggae Timur, 
kabupaten 
majene 
 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti, P-
620 B, P-1265 B, P-1270 B, P-1352 B, 
P-1422 B, P-1427 B, P-1509 B, P-1740 
B 

4 P-1944 Form C-1 TPS 04 
Kelurahan 
Labuang, 
Kecamatan 
Banggae Timur, 
kabupaten 
majene 
 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti, P-
531 B, P-1265 A, P-1266 A, P-1266 B, 
P-1333 B, P-1422 A, P-1423 A, P-1423 
B, P-1490 B, P-1653 B 

5 P-1945 Form C-1 TPS 05 
Kelurahan 
Labuang, 
Kecamatan 
Banggae Timur, 
kabupaten 
majene 
 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti, P-
1267 A, P-1268 A, P-1269 A, P-1270 A, 
P-1271 A, P-1322 B, P-1359 B, P-1367 
B, P-1424 A, P-1425 A, P-1426 A, P-
1427 A, P-1428 A, P-1479 B, P-1516 B, 
P-1524 B, 

6 P-1946 Form C-1 TPS 06 
Kelurahan 
Labuang, 
Kecamatan 
Banggae Timur, 
kabupaten 
majene 
 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti, P-
1272 A, P-1369 B, P-1429 A, P-1526 B 

7 P-1947 Form C-1 TPS 07 
Kelurahan 
Labuang, 
Kecamatan 
Banggae Timur, 
kabupaten 
majene 
 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti, P-
1273 A, P-1274 A, P-1430 A, P-1431 A 
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8 P-1948 Form C-1 TPS 08 
Kelurahan 
Labuang, 
Kecamatan 
Banggae Timur, 
kabupaten 
majene 
 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti, P-
1275 A, P-1276 A, P-1277 A, P-1278 A, 
P-1347 B, P-1384 B, P-1432 A, P-1433 
A, P-1434 A, P-1435 A, P-1504 B, P-
1541 B 

9 P-1949 Form C-1 TPS 09 
Kelurahan 
Labuang, 
Kecamatan 
Banggae Timur, 
kabupaten 
majene 
 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti, P-
1279 A, P-1356 B, P-1436 A, P-1513 B 

10 P-1950 Form C-1 TPS 10 
Kelurahan 
Labuang, 
Kecamatan 
Banggae Timur, 
kabupaten 
majene 
 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti, P-
488 B, P-850 B, P-1280 A, P-1280 B, 
P-1368 B, P-1393 B, P-1437 A, P-1437 
B, P-1525 B, P-1550 B 

11 P-1951 Form C-1 TPS 11 
Kelurahan 
Labuang, 
Kecamatan 
Banggae Timur, 
kabupaten 
majene 
 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti, P-
1281 A, P-1282 A, P-1283 A, P-1284 A, 
P-1285 A, P-1326 B, P-1344 B, P-1348 
B, P-1355 B, P-1394 B, P-1438 A, P-
1439 A, P-1440 A, P-1441 A, P-1442 A, 
P-1483 B, P-1501 B, P-1505 B, P-1512 
B, P-1551 B 

12 P-1952 Form C-1 TPS 12 
Kelurahan 
Labuang, 
Kecamatan 
Banggae Timur, 
kabupaten 
majene 
 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti, P-
1286 A, P-1287 A, P-1288 A , P-1321 
B, P-1386 B, P-1443 A, P-1444 A, P-
1445 A, P-1478 B, P-1543 B,  

13 P-1953 Form C-1 TPS 01 
Kelurahan 
Baurung, 
Kecamatan 
Banggae Timur, 
kabupaten 
majene 
 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti, P-
1264 B, P-1284 B, P-1296 B, P-1297 B, 
P-1345 B, P-1402 B, P-1403 B, P-1421 
B, P-1441 B, P-1453 B, P-1454 B, P-
1502 B, P-1559 B, P-1560 B, P-1640 B 
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14 P-1954 Form C-1 TPS 02 
Kelurahan 
Baurung, 
Kecamatan 
Banggae Timur, 
kabupaten 
majene 
 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti, P-
112 B, P-952 B,  P-1361 B, P-1395 B, 
P-1406 B, P-1518  B, P-1552 B, P-1563 
B 

15 P-1955 Form C-1 TPS 03 
Kelurahan 
Baurung, 
Kecamatan 
Banggae Timur, 
kabupaten 
majene 
 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti, 

16 P-1956 Form C-1 TPS 04 
Kelurahan 
Baurung, 
Kecamatan 
Banggae Timur, 
kabupaten 
majene 
 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti, P-
607 B, P-1287 B, P-1444 B 

17 P-1957 Form C-1 TPS 05 
Kelurahan 
Baurung, 
Kecamatan 
Banggae Timur, 
kabupaten 
majene 
 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti, P-
1255 A, P-1260 B, P-1291 B, P-1292 B, 
P-1378 B, P-1412 A, P-1417 B, P-1448 
B, P-1449 B, P-1535 B 

18 P-1958 Form C-1 TPS 06 
Kelurahan 
Baurung, 
Kecamatan 
Banggae Timur, 
kabupaten 
majene 
 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti,  P-
1354 B, P-1381 B, P-1511 B, P-1538 B 

19 P-1959 Form C-1 TPS 07 
Kelurahan 
Baurung, 
Kecamatan 
Banggae Timur, 
kabupaten 
majene 
 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti, P-
1256 A, P-1257 A, P-1259 B, P-1274 B, 
P-1302 B, P-1400 B, P-1413 A, P-1414 
A, P-1416 B, P-1431 B, P-1459 B, P-
1557 B 

20 P-1960 Form C-1 TPS 08 Membuktikan adanya TPS bermasalah 
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Kelurahan 
Baurung, 
Kecamatan 
Banggae Timur, 
kabupaten 
majene 
 

terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti, P-
1258 A, P-1259 A, P-1286 B, P-1379 B, 
P-1415 A, P-1416 A, P-1443 B, P-1536 
B 

21 P-1961 Form C-1 TPS 09 
Kelurahan 
Baurung, 
Kecamatan 
Banggae Timur, 
kabupaten 
majene 
 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti, P-
1260 A, P-1311 B, P-1341 B, P-1388 B, 
P-1417 A, P-1468 B, P-1498 B, P-1545 
B, 

22 P-1962 Form C-1 TPS 10 
Kelurahan 
Baurung, 
Kecamatan 
Banggae Timur, 
kabupaten 
majene 
 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti, P-
1261 A, P-1295 B, P-1342 B, P-1365 B, 
P-1418 B, P-1452 B, P-1499 B, P-1522 
B 

 
III.2. Kecamatan Pamboang 
No Kode Bukti Bukti Fisik  Keterangan 
23 P-1963 Form C-1 TPS 1 

Kel. Bababulo, 
Kec. Pamboang, 
Kab. Majene 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P- 
1656 B, P- 1752 B, 

24 P-1964 Form C-1 TPS 3 
Kel. Bababulo, 
Kec. Pamboang, 
Kab. Majene 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P- 
1634 B, P- 1700 B 

25 P-1965 Form C-1 TPS 4 
Kel. Bababulo, 
Kec. Pamboang, 
Kab. Majene 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P- 
1629 A, P-1649 B, 

26 P-1966 Form C-1 TPS 1 
Kel. Bonde Utara, 
Kec. Pamboang, 
Kab. Majene 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P- 
1642 A, P- 1642 B, P- 1643 A, P-1643 
B, 

27 P-1967 Form C-1 TPS 2 
Kel. Bonde Utara, 
Kec. Pamboang, 
Kab. Majene 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P- 
1644 A,  

28 P-1968 Form C-1 TPS 3 
Kel. Bonde Utara, 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
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Kec. Pamboang, 
Kab. Majene 

Sebagaimana tertuang pada : Bukti P- 
1645 A,  

29 P-1969 Form C-1 TPS 4 
Kel. Bonde Utara, 
Kec. Pamboang, 
Kab. Majene 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P- 
1646A,  

30 P-1970 Form C-1 TPS 5 
Kel. Bonde Utara, 
Kec. Pamboang, 
Kab. Majene 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P- 
1647 A, P- 1648 A, 

31 P-1971 Form C-1 TPS 6 
Kel. Bonde Utara, 
Kec. Pamboang, 
Kab. Majene 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P- 
1649 A,  

32 P-1972 Form C-1 TPS 1 
Kel. Tinambung, 
Kec. Pamboang, 
Kab. Majene 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P-
163 B,  P- 1663 A, P- 1664 A, 

33 P-1973 Form C-1 TPS 2 
Kel. Tinambung, 
Kec. Pamboang, 
Kab. Majene 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P- 
1665 A, P- 1666 A, P- 1667 A 

34 P-1974 Form C-1 TPS 3 
Kel. Tinambung, 
Kec. Pamboang, 
Kab. Majene 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P- 
1685 B 

35 P-1975 Form C-1 TPS 4 
Kel. Tinambung, 
Kec. Pamboang, 
Kab. Majene 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P- 
1668 A 

36 P-1976 Form C-1 TPS 5 
Kel. Tinambung, 
Kec. Pamboang, 
Kab. Majene 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P- 
1669 A, P- 1670 A, P- 1671 A, 

37 P-1977 Form C-1 TPS 6 
Kel. Tinambung, 
Kec. Pamboang, 
Kab. Majene 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P- 
1672 A 

 
III.3. Kecamatan Malunda 
No Kode Bukti Bukti Fisik  Keterangan 
38 P-1978 Form C-1 TPS 1 

Kel. 
Salutahongan, 
Kec. Malunda, 
Kab. Majene 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P- 
1619 A, P- 1620 A, 

39 P-1979 Form C-1 TPS 2 
Kel. Maliaya, Kec. 
Malunda, Kab. 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P- 
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Majene 276 B, P-1588 A, P-1589 A, P-1590 A, 
P-1591 A, P-1624 B, 

40 P-1980 Form C-1 TPS 3 
Kel. Maliaya, Kec. 
Malunda, Kab. 
Majene 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P- 
276 B, P- 664 B, P- 998 B,  

41 P-1981 Form C-1 TPS 4 
Kel. Maliaya, Kec. 
Malunda, Kab. 
Majene 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P-
1591 A, P-1594 B, 

42 P-1982 Form C-1 TPS 1 
Kel. Mekkatta 
Selatan, Kec. 
Malunda, Kab. 
Majene 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P- 
1611 A, P- 1612 A, P- 1613 A, P- 1614 
A, P- 1615 A, P- 1616 A, 

43 P-1983 Form C-1 TPS 3 
Kel. Mekkatta 
Selatan, Kec. 
Malunda, Kab. 
Majene 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P- 
1617 A, P- 1618 A 

44 P-1984 Form C-1 TPS 1 
Kel. Kayuangin, 
Kec. Malunda, 
Kab. Majene 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P- 
1565 A, P- 1573 B, P- 1604 B, P- 1616 
B,  

45 P-1985 Form C-1 TPS 2 
Kel. Kayuangin, 
Kec. Malunda, 
Kab. Majene 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P- 
1566 A, P- 1587 B 

46 P-1986 Form C-1 TPS 3 
Kel. Kayuangin, 
Kec. Malunda, 
Kab. Majene 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P- 
1571 A,  

47 P-1987 Form C-1 TPS 1 
Kel. Malunda, 
Kec. Malunda, 
Kab. Majene 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P- 
1613 B, 

48 P-1988 Form C-1 TPS 2 
Kel. Malunda, 
Kec. Malunda, 
Kab. Majene 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P- 
1610 B, 

49 P-1989 Form C-1 TPS 3 
Kel. Malunda, 
Kec. Malunda, 
Kab. Majene 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P- 
1592 A, P- 1603 B, 

50 P-1990 Form C-1 TPS 4 
Kel. Malunda, 
Kec. Malunda, 
Kab. Majene 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P- 
1593 A,  P- 1594 A,   
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51 P-1991 Form C-1 TPS 5 
Kel. Malunda, 
Kec. Malunda, 
Kab. Majene 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P- 
1595 A,  P- 1596 A, P- 1606 B, P- 
1635B, 

52 P-1992 Form C-1 TPS 6 
Kel. Malunda, 
Kec. Malunda, 
Kab. Majene 

Membuktikan adanya TPS bermasalah 
terkait dengan NIK ganda, 
Sebagaimana tertuang pada : Bukti P- 
1597 A,  P- 1598 A, P- 1599 A, P- 1600 
A, P- 1601 A, P- 1601 B, P- 1602 A, P- 
1602 B,  P-1631 B 

 
 
No. Kode Bukti Keterangan Pembuktian 
1 P-1993 Fotokopi Surat Bawaslu 

Provinsi Sulawesi Barat No. 
460/K.BAWASLU-Prov-
SR/PM.00.01/XI/2016 
tanggal 30 November 2016 
tentang rekomendasi 
perbaikan. 

Menerangkan 
rekomendasi perbaikan 
DPT oleh bawaslu 

2 P-1994 Fotokopi Surat Bawaslu 
Provinsi Sulawesi Barat No. 
471/K.BAWASLU-Prov-
SR/PM.00.01/XII/2016 
tanggal 8 Desember 2016 
tentang rekomendasi 
perbaikan DPT. 

Menerangkan 
rekomendasi perbaikan 
DPT oleh bawaslu 

3 P-1995 Fotokopi Hasil rekapitulasi 
pengembalian formulir C6 
yang tidak terdistribusi 
Kabupaten Mamuju Utara 

Menerangkan adanya 
formulir C6 yang tidak 
dibagikan secara massif 

4 P-1996 Fotokopi Surat tim 
pemenangan pasangan 
calon gubernur dan wakil 
gubernur nomor urut 1. No. 
039/INT/TL/SulBar/XII/2016, 
tgl 30 November 2016 
perihal Daftar Pemilih 
Sementara DUplikat NIK 
Ganda Pemilihian Gubernur 
dan Wakil Gubernur 
Provinsi Sulawesi Barat 
Tahun 2017. 

Menerangkan pasangan 
nomor urut 1 telah 
menyampaikan kepada 
KPU (Termohon) perihal 
adanya permasalahan 
NIK ganda 

5 P-1997 Fotokopi Surat Bawaslu 
Provinsi Sulawesi Barat No. 
40/bawaslu-
prov.sr/pm.06.01/I/2017 
tanggal 19 Januari 2017 

Menerangkan mengenai 
adanya pertemuan untuk 
mengklarifikasi adanya 
DPT ganda yang 
ditetapkan oleh KPU 
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tentang undangan klarifikasi  Sulbar 
6 P-1998 Fotokopi Surat Perintah 

Kabupaten Majene Dinas 
Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil No. 
460/duk-capil/27.a/II/2017 
tanggal 27 Februari 2017 
perihal Penyampaian Data 

Membuktikan adanya 
Suket yang dikeluarkan 
dalam jumlah massif se-
Kabupaten Majene diluar 
jadwal yang sudah 
ditentukan. 

7 P-1999 Foto mengenai kegiatan 
pembukaan kotak suara 
oleh Termohon tanpa 
perintah Mahkamah 
Konstitusi 

Membuktikan bahwa 
Termohon melanggar 
peraturannya sendiri 
yang melarang 
pembukaan kotak tanpa 
perintah Mahkamah 
Konstitusi 

8 P-2000 Fotokopi Catatan kejadian 
khusus dalam pelaksanaan 
rekapitulasi penghitungan 
perolehan suara di tingkat 
provinsi yang disampaikan 
oleh Bawaslu Provinsi. 

Menerangkan bahwa 
bawaslu provinsi 
mengajukan keberatan 
atas mekanisme 
rekapitulasi di tingkat 
provinsi dimana bawaslu 
dan saksi pasangan 
calon tidak diberikan 
ruang tanggapan san 
bahwa KPU Kab, 
Majene, KPU Kab. 
Mamuju, dan KPU Kab. 
Mamuju Utara tidak 
menyiapkan hasil 
rekapitulasi 
pengembalian C6. 

9 P-2001 Fotokopi Daftar Rekapitulasi 
Penerbitan Surat 
Keterangan dari Dinas 
Kependudukan dan Catatan 
Sipil Kab. Mamuju Utara 

Menerangkan adanya 
penerbitan suket secara 
massif di Kab. Mamuju 
Utara. 

 
 Selain itu, Pemohon mengajukan alat bukti tambahan, yaitu bukti P-2002 
s.d. bukti P-2009 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 April 

2017, sebagai berikut:  

 
No. Kode Bukti Keterangan Pembuktian 
1 P-2002 Fotokopi Jumlah 

Pengambilan Surat 
Keterangan Perekaman 
Kabupaten Majene dari 
Dinas Kependudukan dan 
Pencatatatn Sipil 

Membuktikan bahwa 
banyaknya jumlah 
pengambilan surat 
keterangan yang 
dikeluarkan oleh Dinas 
Kependudukan dan 
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Pemerintah Kabupaten 
Majene tertanggal 14 
Februari 2017 

Pencatatan Sipil 
Pemerintah Kabupaten 
Majene.  

2 P-2003 Catatan Kejadian Khusus 
dan/atau Keberatan Saksi 
Dalam Pelaksanaan 
Rekapitulasi Penghitungan 
Perolehan Suara di 
Tingkat Provinsi Dalam 
Pemilihan Gubernur dan 
Wakil Gubernur tahun 
2017 yang diajukan oleh 
Saksi bernama Drs. H. 
Djamruddin B, MM  

Membuktikan bahwa 
adanya surat keberatan 
yang diajukan oleh saksi 
pasangan calon nomor 
urut 1 pada rekapitulasi 
tingkat provinsi terkait 
tidak dapat 
ditunjukkannya suket 
oleh KPU, tidak dapat 
ditunjukkannya hasil 
pengembalian formulir 
model C6 KWK yang 
tidak terdistribusi disetiap 
desa dan kelurahan 
untuk kabupaten. 

3 P-2004 Surat Permintaan 
keputusan Pengadilan 
Negeri Polman dari 
Pengadilan Negeri Polman 
Kelas II kepada Ketua 
DPRD Provinsi Sulawesi 
Barat tertanggal 6 April 
2017 

Membuktikan bahwa 
adanya putusan 
pengadilan terkait 
Pencoblosan 2x. 

4 P-2005 Laporan kepada Ketua 
Panwaslih Kab.Polman 
Perihal Laporan 
Pelanggaran Pilkada 
Serentak 2017 Prov. 
Sulawesi Barat tertanggal 
21 Februari 2017  

Membuktikan bahwa 
adanya temuan dan 
laporan masyarakat 
terkait pelanggaran yang 
terjadi di Kabupaten 
Polewali Mandar. 

5 P-2006 Audiens/penyampaian 
Laporan kepada 
Ketua/Anggota KPU Prov. 
Sulawesi Barat Perihal 
Penyampaian Laporan 
tertanggal 11 Februari 
2017 

Membuktikan bahwa 
adanya temuan dan 
laporan masyarakat 
terkait pelanggaran yang 
terjadi di Kabupaten 
Polewali Mandar. 

6 P-2007 Laporan Pengaduan No. 
LP-01/II/2017/SPKT 
kepada Kepolisian Daerah 
Sulawesi Barat tertanggal 
13 Februari 2017 

Membuktikan bahwa 
adanya pemalsuan tanda 
tangan masyarakat 
penerima beras raskin 
pada bulan desember 
2016. 

7 P-2008 Tanda Bukti Penerimaan 
Laporan No. 
02/LP/PILGUB/II/2017 dari 

Membuktikan bahwa 
Tanda bukti penerimaan 
laporan. 
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Badan Pengawas 
Pemilihan Umum Provinsi 
Sulawesi Barat tertanggal 
13 Februari 2017 

8 P-2009 1 (satu) bundel pernyataan 
tertulis saksi mengenai 
pelanggaran dalam proses 
pemilihan Gubernur Sulbar 
2017 

 

 
  

Terhadap alat bukti tambahan tersebut, Mahkamah tidak 

mempertimbangkan lebih lanjut dikarenakan bukti yang disampaikan telah 

melewati tenggang waktu yang ditentukan;  

 Selain itu, untuk membuktikan dalil permohonnya, Pemohon juga telah 

mengajukan 7 (tujuh) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah 

sumpah/janji dalam persidangan pada tanggal 7 April 2017, yang pada pokoknya 

menyampaikan keterangan sebagai berikut:  

1. Abdul Wahab Abdy 
 Bahwa Saksi adalah sekretaris tim pemenangan dan merangkap sebagai 

penghubung paslon dan saksi pada saat rekapitulasi tingkat provinsi. 

 Bahwa pada saat Penetapan DPT terdapat pemilih potensial non e-ktp yang 

berjumlah 109.166. 

 Bahwa pada saat penetapan DPT saksi sempat menanyakan kepada 

Termohon terkait dengan gambaran dan penyebaran pemilih potensial non 

e-ktp untuk masing-masing kabupaten dan Termohon pada saat itu 

menyampaikan  bahwa hal tersebut sudah tercover di dalamnya sebanyak 

94.834. 

 Bahwa menurut saksi pada saat penetapan perbaikan DPT masih terdapat 

indikasi NIK ganda sama nama, NIK ganda nama beda dan ketika tanggal 

16 Desember 2016 pada saat detik terakhir penetapan perbaikan DPT 

masih terdapat  NIK ganda. 

 Bahwa pada saat penetapan perbaikan DPT, saksi mempertanyakan 

kepada Termohon bahwa jika DPT tersebut ditetapkan maka adanya NIK 

ganda tersebut siapa yang akan bertanggung jawab. 

 Bahwa Saksi tidak ikut menandatangani penetapan perbaikan DPT. 
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 Bahwa pada saat penetapan rekapitulasi suara di provinsi, saksi hadir 

beserta Termohon, dan  saksi adalah saksi mandat. 

 Bahwa rekapitulasi dimulai pada tanggal 26 Februari 2017 mulai pukul 

14.00 s.d 16.00 WITA dan pada saat dimulai rekapitulasi suara, saksi 

meminta untuk membuka 6 kotak suara karena yang ada dalam kotak 

hanya hasil rekapitulasi dan tidak dilampri data yang diperlukan. Menurut 

saksi, dalam kotak tersebut Termohon tidak melampirkan data pemilih 

tambahan dan data pemilihan pindahan yang seharusnya tertuang dalam 

lampiran formulir A4.KWK dan A5-KWK. 

 Bahwa menurut saksi formulir A4.KWK juga tidak dilampirkan pada saat 

proses rekapitulasi di tingkat kabupaten. 

 Bahwa menurut saksi, semua saksi Pemohon di tingkat kabupaten tidak 

menandatangani rekapitulasi suara. 

 Bahwa menurut saksi di Sulawesi Barat ada 6 kabupaten yaitu Mamuju 

Utara, Mamuju Tengah, Mamuju, Majene, Polewali Mandar dan Mamasa. 

Menurut saksi pada saat  rekapitulasi kabupaten, saksi tidak 

menandatangani hasil rekapituliasi dan hanya Kabupaten Mamasa yang 

ditandatangani. 

 Bahwa pada saat rekapitulasi suara, saksi mempermasalahkan tidak 

adanya formulir A5-KWK dan A4-KWK dalam rekapitulasi. 

 Bahwa menurut saksi jumlah pemilih non e-ktp sesuai DPS adalah 

berjumlah  109.000, yang saksi ketahui sebelum penetapan DPT. 

 Bahwa pada saat penetapan DPS, menurut saksi ada 91.262 pemilih 

potensial non e-KTP untuk Kabupaten Mamuju Utara berdasarkan laporan 

dari KPU mamuju utara. 

 Bahwa saksi tidak tahu di pecah kemana saja jumlah NIK ganda tersebut 

ataupun disebarkan kemana saja . 

 Bahwa saksi tidak tahu terkait jumlah suara antara kabupaten dengan 

jumlah rekapitulasi provinsi dan saksi tidak tandatangan dan permasalahan 

yang disampaikan hanya terkait dengan tata cara dan tidak melengkapi alat 

bukti lainnya. 
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 Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak mempunyai data terkait 

penggunaaan NIK ganda tersebut dan di dalam DC2-KWK hanya 

mempermasalahkan proses dan tidak ada permasalahan NIK Ganda. 

 Bahwa saksi baru menerima informasi tentang suket setelah selesai Pilkada 

yang seharusnya diberikan sebelum penetapan DPT dan tanda terima serta 

penanggalan berlaku surut. 

 Bahwa menurut saksi, hasil rekapitulasi berjumlah 864.132, yang 

menggunakan e-KTP dan terdaftar di DPT adalah 840.091 dan daftar 

pemilih pindahan adalah 2.693, daftar pemiliih tambahan 17.339. 

 Bahwa pada saat rekapitulasi provinsi saksi berkeberatan terkait dengan 

daftar pemilih pindahan dan tambahan  yang termuat dalam formulir A4-

KWK dan A5-KWK yang tidak bisa diperlihatkan dan juga terkait rekap C6-

KWK yang tidak dibagikan yang juga dipertanyakan oleh Bawaslu  yang 

berjumlah 30 ribu. 

 Bahwa menurut saksi terkait dengan NIK ganda hanya Kabupaten Mamuju 

tengah yang dipermasalahkan sedangkan untuk kabupaten lain saksi tidak 

mengetahuinya dan di Kabupaten Mamuju Tengah Pemohon menang. 

 Bahwa menurut saksi Pemohon menang di empat kabupaten termasuk 

Majene, Mamuju Tengah, Mamuju, dan Mamasa. 

 Bahwa dalam DB2-KWK saksi tidak tahu tentang yang mempermasalahkan 

suket dan menurut saksi hanya di Kabupaten Polewali Mandar  dan 

Kabupaten Mamuju Utara sedangkan di Kabupaten Majene tidak ada. 

 Bahwa ada perbaikan DPT atas rekomendasi dari Bawaslu dan Paslon 1 

tidak keberatan terkait penetapan DPT final tersebut. 

 Bahwa terkait DPTb, suket dan e-KTP adalah berjumlah 16.899 yang 

tersebar di 6 kabupaten. Di Kabupaten Mamuju yang menang Pemohon, 

dan yang menggunakan suket dan KTP adalah berjumlah 5.447 pemilih.  

 Bahwa ada di Kabupaten Mamuju Tengah saksi Pemohon tanda tangan 

yang di tandatangani oleh Andi Baso yang tanda tangan di pleno kabupaten.  

 Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi DB2-KWK tidak ada kebaratan NIK 

ganda di Kabupaten Polewali Mandar. 

2. Muhammad Irfan Syarif 
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 Bahwa Saksi adalah tim kordinator bidang kesekretariatan dan saksi 

mandat Kabupaten Majene. 

 Bahwa Saksi hadir pada saat rekapitulasi kabupaten namun tidak 

menandatangani hasil rekapitulasi karena ada kekeliruan yang dilakukan 

Termohon pada saat rekapitulasi kabupaten. 

 Bahwa Saksi mempertanyakan tentang jumlah pemilih yang menggunakan 

suket, e-ktp yang tidak ada daftarnnya dan hanya menggunakan DPT-b. 

 Bahwa pada saat rekapitulasi, ada kotak suara tingkat kecamatan yang  

tertukar kecamatan dan oleh Termohon tidak dibuatkan berita acaranya dan 

meminta langsung menukar dengan kotak lain yang ada di gudang. 

 Bahwa di Kabupaten Majene ada 8 kecamatan dan proses rekapitulasi 

dimulai pada pukul 8.00 s.d. 13.00 WITA dari Kecamatan Bangge sampai 

Ulumanda dan yang keliru atau salah membawa kotak suara adalah di 

Kecamatan Tubo dan Tammerodo.  

 Bahwa menurut saksi, permasalahn tertukarnya kotak suara karena isinya 

beda dan kemudian ditukar yang tidak ada berita acara. 

 Bahwa dilakukannya rekapitulasi kecamatan ke kabupaten yang berselang 

beberapa hari, menurut saksi hal tersebut telah menggambarkan bahwa 

KPU tidak profesional 

 Bahwa menurut saksi kotak suara masih tersegel dengan baik, namun 

gudang sudah terbuka. 

 Bahwa pada saat buka kotak, saksi sudah hadir dan ada yang ganjil yaitu 

segel tidak tertutup sempurna pada amplop dan yang muncul hanya satu 

segel. 

 Bahwa menurut saksi, saksi mandat Pemohon untuk tingkat kecamatan 

Tubo dan Tammeredo mendatangani hasil rekapitulasi. 

 Bahwa saksi tidak tahu pasti pemilih yang memakai suket dan atau e-KTP. 

 Bahwa terkait tertukarnya kotak suara, saksi tidak tahu apakah ada 

perbedaan jumlah rekapitulasi antar kecamatan tersebut. 

 Bahwa saksi tidak membaca permohonan Pemohon dan saksi tidak 

mengajukan keberatan terkait NIK ganda, suket serta C6-KWK.  

 Bahwa terkait isu NIK ganda di tingkat kecamatan saksi pernah mendengar 

terkait isu tersebut. 

 
 

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 

 



399 
 

 Bahwa di Kabupaten Majene menurut saksi Pemohon unggul. 

3. Zubair  
 Bahwa Saksi adalah masyarakat pemilih di TPS 4 Kelurahan Amasangan, 

Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar. 

 Bahwa Saksi memilih pada pukul 11.30 dan telah hadir sejak pukul 11.00 

sampai selesai. 

 Bahwa saksi melihat anggota KPPS yang memberikan surat suara ke 

masyarakat yang tidak membawa undangan memilih dan tidak terdaftar 

dalam DPT. 

 Bahwa saksi melihat KPPS mencatat nama pemilih dalam buku yang tidak 

resmi. 

 Bahwa saksi telah menanayakan kepada KPPS terkait pemilih yang 

mencoblos tanpa dasar dan saksi bertanya karena saksi yakin bahwa 

pemilih tersebut bukan penduduk wilayah setempat. 

 Bahwa DPT di TPS 4 berjumlah 436 dengan posisi rumah yang tersebar 

dan masyarakat tidak saling kenal. 

 Bahwa saksi melihat KPPS membawa keluar kotak suara dengan alasan 

untuk menjemput pemilih. Saksi melihat ada pengawas dan saksi paslon 

yang ikut dan ada 8 surat suara yang dibawa. Saksi kemudian menanyakan 

kepada KPPS apa dasarnya membawa 8 surat suara tersebut. 

 Bahwa setelah selesai rekapitulasi saksi bertanya ke saksi paslon 2 dan 

saksi melihat C1-KWK ada pemilih pindahan 2 pemilih dan yang 

menggunakan suket berjumlah 16.   

 Bahwa saat rekapitulasi saksi tidak mellihat terkait tanda tangan para saksi 

paslon. 

 Saksi telah menyampaikan hal tersebut ke paslon dan panwaslih dan saksi 

tidak tahu pemilih memilih paslon yang mana. 

 Bahwa jumlah rekapitulasi menurut saksi adalah jumlah DPT 346, suara 

Pemohon: 67, Pihak Terkait:112, dan Paslon 3: 136 

 Bahwa saksi mengetahi pemilih yang tidak membawa undangan yang 

bernama Lukmanul Hakim dan berdasarkan C1-KWK yang tidak membawa 

e-KTP dan suket berjumlah 16. 
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 Bahwa saksi yakin ada 3 orang yang tidak membawa suket dan E-KTP dan 

KPPS tidak dapat menjelaskan terkait pemilih yang tidak membawa apa-

apa. 

 Bahwa setelah proses rekapitulasi saksi melihat upload KPU dan saksi 

melaporkan ke Panwaslu pada tanggal 22 Februari 2017. 

 Bahwa saksi tidak tahu tentang Andi Izak dan Abdul Wahid yang tanda 

tangan C1-KWK. 

 Bahwa saksi tidak pegang DPT namun kenal dengan pemilih yang hadir di 

TPS tersebut. 

 Bahwa saksi mengetahui pemilih yang bernama Lukman tinggal di makasar 

sehingga tidak tinggal TPS tempat saksi memilih. 

 Bahwa saksi telah melaporkan ke Tim Paslon 2 dan Panwaslih dan tidak 

ada rekomendasi panwaslu. 

4. Muhammad Nur Alam 
 Bahwa Saksi adalah sebagai Linmas di TPS 7 Kelurahan Polewali. 

 Bahwa saksi bertugas menjaga TPS di pintu keluar dan saksi melihat 

pemilih yang mencoblos 2 kali. 

 Bahwa menurut saksi jarak antara pintu masuk dan pintu keluar sekitar 3 

meter dan  saksi bertugas di pintu keluar dan karena ada kecurigaan 

terhadap pemilih kemudian saksi masuk ke dalam TPS.  

 Bahwa saksi tidak tahu pemilih tersebut mencoblos paslon mana dan 

pemilih tersebut sudah dipidana karena mencoblos dua kali. Pemilih 

tersebut  bernama Asrul Tonga.  

 Bahwa saksi baru tahu namanya tersebut setelah di pengadilan dan saksi 

telah melaporkan ke polisi dan Panwaslu terkait hal tersebut. 

 Bahwa menurut saksi di TPS tersebut tidak ada PSU dan saksi tidak tahu di 

TPS mana saja pemilih mencoblos 2 kali.   

 Bahwa saksi juga telah menjadi jadi saksi di Kepolisian, Panwaslu dan 

Pengadilan. 

 Saksi tidak tahu terkait dengan Nur Huda yang tanda tangan C1-KWK dan 

saksi tidak tahu saudara Agus yang menjadi saksi di tingkat kecamatan.  

 Bahwa yang menang di TPS tersebut adalah paslon 2 dan saksi tidak tahu 

jumlah suaranya.  
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 Bahwa terkait dengan tindak pidana yang terjadi tidak ada rekomendasi dari 

Panwaslu. 

5. Khairul Akbar 
 Bahwa Saksi adalah saksi profesional IT yang mengelola IT Pemohon 

terkait dengan NIK ganda serta mengelola data DPT berdasarkan data 

KPU. 

 Bahwa menurut saksi, saksi telah menemukan NIK ganda yaitu nomor sama 

dan nama sama yang berjumlah 4.129 sehingga suspect menjadi 8.256. 

 Bahwa aksi tidak tahu terkait apakah pemilih NIK ganda tersebut ikut 

mencoblos atau tidak. 

 Bahwa saksi sudah melaporkan hal mengenai NIK ganda tersebut kepada 

paslon 2 dan telah merekomendasikan agar melaporkan ke Bawaslu dan 

KPU yang disampaikan setelah penetapan DPT. 

 Bahwa untuk peruntukan NIK ganda tersebut saksi tidak tahu dan hanya 

bertugas  melakukan validasi yang tersebar untuk semua kabupaten. 

 Bahwa untuk Kabupaten Majene jumlah NIK ganda adalah NIK sama-nama 

sama berjumlah 133, NIK sama-nama beda berjumlah 471, total NIK ganda 

berjumlah 604 dengan suspect NIK ganda berjumlah 1.208. 

 Bahwa untuk Kabupaten Polewali Mandar jumlah NIK sama-nama sama 

berjumlah 536, NIK sama-nama beda berjumlah 565, total NIK ganda 

adalah 1.101 dengan suspect NIK ganda berjumlah 2.202. 

 Bahwa untuk  Kabupaten Mamuju Utara NIK sama-nama sama berjumlah 

133, NIK sama-nama beda berjumlah 56, total NIK ganda 189 dengan 

suspect 378. 

 Bahwa terkait dengan NIK ganda tersebut saksi tidak mengetahui terkait 

dengan peruntukannya. 

 Bahwa di Kabupaten Mamasa ada 387 NIK ganda-sama nama, 227 NIK 

sama-nama beda, dengan totak suspect 1.278 dan yang menang adalah 

Pemohon. 

 Bahwa di Kabupaten Majene ada NIK ganda sejumlah 604 sehingga 

suspect nya adalah 1.208 dan yang menang adalah Pemohon. 

 Bahwa di Mamuju terdapat 806 NIK ganda dengan suspect sebanyak 1.612 

dan  yang menang adalah Pemohon. 
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 Bahwa untuk Kabupaten Mamuju tengah dengan jumlah NIK ganda 790 

dengan suspect 1.580  dan yang menang adalah Pemohon. 

6. Syahruddin 
 Bahwa Saksi adalah Ketua KPPS di TPS 2 Kelurahan Polewali, Kecamatan 

Polewali, Kabupaten Polewali Mandar. 

 Bahwa saksi menemukan ada anggota KPPS yang memihak pasangan 

calon nomor 3 dan saksi melihat ada pemilih yang mencoblos dengan 

menggunakan biodata yang dijinkan oleh anggota KPPS tersebut. 

 Bahwa menurut saksi yang meninggal di TPS tersebut ada 10  dan tidak 

mencoblos sedangkan yang menggunakan bioadata hanya satu orang.  

 Bahwa yang menang di TPS tersesbut adalah paslon nomor 2.  

7. Djamruddin Badaruddin 
 Bahwa Saksi adalah saksi mandat di tingkat provinsi.  
 Bahwa tentang suket pada saat penetapan tanggal 6 Desember 2016, pada 

saat rapat sudah dijelaskan tentang adanya ada NIK ganda dan 

penggunaan suket. 
 Bahwa terkait suket sudah ada surat dari dirjend dukcapil dan tidak ada 

masalah. 

 Bahwa pada saat penetapan DPT, saksi sudah menyampaikan kepada KPU 

bahwa terkait suket harus ada pembagian berdasarkan nama dan alamat 

untuk mencegah datangnya pemilih yang memakai suket yang memilih  

bukan di wilayah TPS nya. 

[2.3]  Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah 

menyampaikan Jawaban Termohon yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah 

pada tanggal 21 Maret 2017 dan telah disampaikan dalam persidangan pada 

tanggal 21 Maret 2017,  yang pada pokoknya memberi jawaban sebagai berikut: 

I.DALAM EKSEPSI 
A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI  

Mahkamah Tidak Berwenang Mengadili. 
Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, 

mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara 

tahap akhir hasil pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi 
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Sulawesi Barat Tahun 2017 dengan alasan sebagai berikut: 

Pokok Permohonan tidak menyebutkan kesalahan penghitungan 
Termohon. 

1. Bahwa ketentuan pasal 157 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 

menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) mengatur bahwa perkara 

perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan 

diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan Peradilan 

Khusus. Selanjutnya Pasal 157 Ayat 4 UU 10/2016 menyatakan bahwa 

Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan 
hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi Sulawesi Barat 

kepada Mahkamah Konstitusi. 
2. Bahwa ketentuan pasal 156 ayat 1 UU 10/2016 jo Pasal 4 Peraturan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara 

dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 

(PMK 1/2016) sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 pada 

pokoknya menentukan yang menjadi objek dalam perkara perselisihan hasil 

Pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan 
suara hasil Pemilihan yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon.  

3. Setelah kami membaca dan mencermati seluruh halaman Permohonan 

Pemohon, tidak ada satu poin pun Pemohon dalam Permohonannya 

mendalilkan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang 
ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar 

menurut Pemohon. Pemohon juga tidak menjelaskan berapa perolehan 

suara yang benar menurut Pemohon pada tingkat TPS, PPK dan Kabupaten 

sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 156 ayat 2 UU 10/2016 

dan Pasal 8 Ayat (1) Huruf b Angka 4 PMK 1/2016 sebagaimana telah 

diubah dengan PMK 1/2017. 
4. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada pokoknya hanya 

mempermasalahkan tentang permasalahan NIK ganda, permasalahan 

penggunaan Surat Keterangan (Suket) dan tidak terdistribusikannya surat 
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undangan C6-KWK dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 

Sulawesi Barat Tahun 2017.  
5. Terhadap tuduhan pelanggaran/permasalahan tersebut yang didalilkan oleh 

Pemohon dalam Permohonannya bukan merupakan kewenangan 

Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya karena sudah menjadi 

kewenangan lembaga lain untuk mengadilinya, yaitu: 

a. Terkait dengan adanya tuduhan pelanggaran yang dilakukan oleh 

petugas KPU adalah merupakan pelanggaran kode etik 

penyelenggaraan Pemilihan yang diselesaikan oleh Dewan 
Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) sebagaimana diatur 

pasal 137 (UU 10/2016).    

b. Terkait dengan adanya tuduhan pelanggaran terhadap tata cara yang 
berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap 

tahapan Pemilihan adalah merupakan kewenangan dari Bawaslu 
Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana diatur 

dalam Pasal 138 – Pasal 139 UU 10/2016. 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Permohonan Pemohon yang 

memasukkan kejadian-kejadian khusus selama pelaksanaan Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana 

disebutkan dalam pokok permohonan Pemohon bukan merupakan 
kewenangan Mahkamah Konstitusi, sehingga Permohonan Pemohon 
harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).   

PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL). 
Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan 

sebagai berikut: 

DALIL MENGENAI NIK GANDA TIDAK JELAS 
6. Bahwa setelah membaca dan mencermati Permohonan Pemohon mulai 

dari halaman 1 sampai dengan halaman 138 ternyata dalil-dalil yang 

diajukan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur libel) sehingga tidak 

memenuhi syarat suatu Permohonan dan oleh karenanya harus 

dinyatakan tidak dapat diterima.  

7. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa adanya kecurangan NIK ganda 

akan menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan merugikan 
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Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah dalil yang tidak berdasar karena 

dalil yang diajukan oleh Pemohon hanyalah menyebutkan adanya NIK 
ganda tanpa menjelaskan bagaimana hubungan kausalitas antara 
adanya NIK ganda tersebut dengan Perolehan suara Pasangan 
Calon. Konstruksi yang dibangun oleh Pemohon dalam permohonannya 

hanyalah berupa asumsi bukan fakta. Dalam Permohonanannya Pemohon 

hanya menyajikan tabel NIK ganda mulai dari halaman 6 sampai dengan 

halaman 122 tanpa ada penjelasan dan bukti-bukti keterkaitan antara NIK 

ganda tersebut dengan pelaksanaan pemilihan yang melibatkan para 

Pemilih dalam proses pelaksanaan pemungutan suara. Sehingga dalil 

Pemohon mengenai hal ini tidak memiliki keterkaitan dan hubungan 
sebab akibat dengan perolehan suara pasangan calon.  

8. Data-data NIK ganda yang diajukan oleh Pemohon juga tidak jelas, karena 

Pemohon tidak mencantumkan dari mana sumber data yang digunakan 

oleh Pemohon. Kalaupun Pemohon merujuk kepada surat Bawaslu yang 

disebutkan oleh Pemohon  pada halaman 7 dalam Permohonannya (Surat 

No. 460/K.Bawaslu-Prov-SR/PM.00.01/XI/2016 tanggal 30 November 

2016 dan Surat No. 471/K.Bawaslu-Prov-SR/PM.00.01/XI/2016 tanggal 8 

Desember 2016), kedua surat Bawaslu tersebut tidak pernah 

menampilkan data NIK ganda sebagaimana yang ditampilkan oleh 

Pemohon. 
9. Dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan para pemilih ganda 

tersebut terbukti menggunakan hak pilihnya di TPS-TPS yang tersebar di 

3 kabupaten, yaitu Majene, Mamuju Utara, dan Polewali Mandar. 

Pemohon tidak menjelaskan dimana kerugian Pemohon di 
Kabupaten Majene karena perolehan suaranya jauh lebih tinggi 
daripada pasangan calon lainnya. Pemohon juga tidak menjelaskan 

adanya kejadian NIK ganda di 3 Kabupaten lainnya di Sulawesi Barat 
dimana Pemohon mendapatkan perolehan suara lebih tinggi dari 
pasangan calon lainnya, seperti Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju 

Tengah dan Kabupaten Mamasa.  

10. Menurut Termohon, Dalil Pemohon tersebut sangat tidak jelas karena 

Pemohon hanya mencantumkan nama-nama yang dianggap memiliki NIK 
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ganda tanpa bukti apakah nama-nama tersebut telah menggunakan 
hak pilihnya atau tidak, sehingga tidak bisa dipastikan berapa orang dari 

yang namanya tercantum dalam NIK ganda menggunakan hak pilihnya, 

dimana mereka menggunakan hak pilihnya serta berapa banyak jumlah 

pemilih yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya. 

11. Pemohon hanya membuat asumsi bukan fakta bahwa Pemilih yang 
memiliki NIK ganda telah menggunakan hak pilihnya, Pemohon tidak 

bisa menguraikan siapa saja dari Daftar Pemilih yang memiliki NIK ganda 

tersebut telah menggunakan hak pilihnya, di TPS mana saja mereka 

menggunakan hak pilihnya, berapa jumlah dari masing-masing Pemilih 

yang memiliki NIK ganda tersebut di setiap TPS dan kepada siapa saja 

suara mereka diberikan. Apalagi pemungutan suara berlangsung 
secara bebas dan rahasia sehingga siapapun pemilihnya apakah 
yang memiliki NIK ganda atau bukan, tidak bisa diketahui apalagi 
dipastikan akan mencoblos Pemohon ataukah Pihak Terkait.  
DALIL PEMOHON MENGENAI PENGGUNAAN SUKET TIDAK JELAS 

12. Dalil Pemohon pada halaman 123 bagian IV.2 (sebagaimana telah 

diperbaiki oleh Pemohon pada halaman 1, dengan surat tertanggal 17 

Maret 2017 perihal Tambahan Perbaikan Kesalahan Penulisan (Renvoi) 

dan Perbaikan Redaksional pada Petitum, bagian angka 1 halaman 1) 

mengenai adanya penggelembungan pemilih tidak sah yang merugikan 

perolehan suara Pemohon dengan modus penggunaan Surat Keterangan 

Pemilih (Suket) tidak sah yang terjadi pada tiga Kabupaten yakni 

Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamuju 

Utara adalah dalil yang tidak jelas, karena di Kabupaten Majene 
perolehan suara Pemohon menempati peringkat tertinggi sebanyak 
42.854 suara dan Pihak Terkait memperoleh 26.651 suara, sehingga 
dimana sesungguhnya kerugian Pemohon. Kenapa Pemohon juga 

tidak mempersoalkan kejadian yang sama di Kabupaten lainnya di 

Mamuju, Mamuju Tengah dan Mamasa dimana Pemohon memperoleh 

suara tertinggi padahal terdapat fenomena yang sama antara Suket yang 

dikeluarkan oleh Dukcapil dan tingginya penggunaan Suket seperti yang 

didalilkan oleh Pemohon.  
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13. Dalil Pemohon pada halaman 124 sampai halaman 125 mengenai adanya 

selisih antara Rekapitulasi Penerbitan Suket dengan Model DB-KWK di 

Kabupaten Polewali Mandar dan Mamuju Utara, adalah dalil yang tidak 

jelas, karena dalam formulir model DB-KWK dan DB1-KWK tidak ada 

istilah Surat Keterangan (Suket). Kalaupun merujuk kepada angka-angka 

yang dicantumkan oleh Pemohon yang disebutkan dalam Model DB-KWK 

di Kabupaten Polewali Mandar adalah 5.307 dan di DB-KWK di Mamuju 

Utara adalah 1.522, maka angka tersebut terdapat dalam baris Pemilih 

Tambahan (DPTb), yaitu Pemilih yang menggunakan KTP Elektronik atau 

Surat Keterangan.  

14. Pemohon telah keliru dalam menafsirkan jumlah Pemilih Tambahan 

(DPTb) sebagai Pemilih yang semata-mata hanya menggunakan Suket 

sehingga menyimpulkan pemilih lainnya diluar Suket yang diterbitkan oleh 

Dukcapil adalah pemilih yang menggunakan Surat Keterangan yang 

dikeluarkan secara tidak sah. Padahal berdasarkan Pasal 61 ayat (1) - (3) 

UU No. 10/2016 jo. Pasal 41A ayat 1 Peraturan KPU No. 8 Tahun 2016, 

yang pada pokoknya mengatur bahwa “dalam hal terdapat  penduduk 
yang mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam Daftar Pemilih 
Tetap, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan 
menunjukan Kartu Tanda Penduduk Elektronik”.  

15. Bahwa berdasarkan dalam Pasal 10 Peraturan KPU Nomor 14 tahun 2016 

menyatakan bahwa Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT 
menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan menunjukan Kartu 
Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan kepada KPPS 
pada saat Pemungutan Suara dan didaftar pada DPTb ke dalam formulir 

Model A.Tb-KWK..  
16. Berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Provinsi 

Sulawesi Barat. jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPTb yakni 16.892 

Pemilih, sebagaimana terdapat dalam bukti Formulir DC.1-KWK, dimana 

jumlah Pemilih Tambahan untuk setiap Kabupaten adalah sebagai berikut 
 

TABEL I.B.001 
PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON, JUMLAH DPTb, dan PENERBITAN 
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SUKET DI PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2017 

NO. KABUPATEN 

PEROLEHAN 
SUARA 

PASANGAN 
CALON 

DPTb 

SURAT 
KETER
ANGAN 
(SUKET

) 

SELISIH 

1 3 
1.  MAMASA 43.951 22.769 1.659 1.952 -295 
2.  POLEWALI MANDAR 38.331 104.230 5.307 4.627 680 
3.  MAJENE 42.854 26.651 1,021 5.809 -4788 
4.  MAMUJU 66.909 46.043 5.624 1.908 3.716 
5.  MAMUJU TENGAH 31.735 15.549 2.206 1.051 1.155 
6.  MAMUJU UTARA 16.230 29.521 1.522 800 722 

JUMLAH 240.010 244.763 17.339 16.147 1.190 
(Bukti TE.4-001) 

17. Berdasarkan Tabel tersebut di atas, terbukti ada perbedaan antaran jumlah 

Pemilih Tambahan (DPTb) dengan Suket yang diterbitkan oleh Dukcapil, 

yang terjadi pada semua Kabupaten, termasuk di Kabupaten-Kabupaten di 

tempat Pemohon memperoleh suara tertinggi seperti di Kabupaten 

Mamasa, Kabupaten Mejene, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju 

Tengah.  Sehingga dalil Pemohon mengenai adanya terhadap adanya 

penggelembungan suara yang merugikan Pemohon adalah tidak jelas, 

karena faktanya Pemohon memperoleh suara tertinggi, lantas dimana 

letak kerugian Pemohon. 

18. Dalil Pemohon pada halaman 124 permohonan a quo yang menyatakan 

bahwa data hasil rekapitulasi suara Kabupaten Polewali Mandar (DB1-

KWK) terdapat fakta penggunaan Surat Keterangan (Suket) sebanyak 

5.307 yang lebih banyak dari penerbitan Suket sebanyak 5.247 di 

Kabupaten Polewali Mandar sehingga Pemohon menyatakan menguatkan 

indikasi bahwa telah terjadi penggelembungan suara dengan modus 

penerbitan Suket secara massif yang secara langsung 

menggelembungkan suara Paslon nomor urut 3 sehingga merugikan 

perolehan suara Pemohon, adalah dalil yang tidak jelas atau kabur karena 

Pemohon tidak memahami dan salah dalam membaca informasi atau data 

yang terdapat dalam DB1-KWK Kabupaten Polewali Mandar. Pemohon 

juga terbukti ragu dengan dalilnya sendiri sehingga menyatakan 

“menguatkan indikasi”, padahal dalam persidangan di Mahkamah 

Konstitusi, yang digunakan sebagai alat bukti adalah fakta-fakta 
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persidangan bukan “indikasi” yang tidak jelas dasar hukum dan kekuatan 

pembuktiannya.  

19. Dalil Pemohon yang menyimpulkan adanya selisih DPTb dengan Suket 

yang merugikan Pemohon adalah dalil yang tidak jelas atau kabur, karena 

adanya perbedaan tersebut tersebut tidak bisa serta merta disebut 

sebagai penggelembungan suara karena dimungkinkan adanya pemilih 

lain yang menggunakan KTP elektronik. Adanya pemilih tambahan yang 

menggunakan KTP elektronik dimungkinkan terjadi karena pemilih 

tersebut belum terdaftar dalam DPT. Selain itu terdapat beberapa kasus 

dimana pada waktu KPPS membagikan Undangan C6-KWK ke alamat 

Pemilih ternyata Pemilih yang bersangkutan tidak berada ditempat, baik 

karena bekerja ataupun kegiatan lain sehingga KPPS tidak memberikan 

undangan C6 atau menitipkannya kepada orang lain dengan alasan agar 

C6 tidak disalahgunakan. Pada waktu hari pelaksanaan Pemungutan 

suara Pemilih tersebut kemudian mendatangi TPS untuk menggunakan 

hak pilihnya dengan menunjukan KTP Elektronik. Dalam kejadian ini 

terdapat beberapa kejadian dimana bagian pendaftaran KPPS tidak 

melakukan pengecekan terhadap DPT akan tetapi langsung 

menempatkan Pemilih tersebut sebagai Pemilih Tambahan.  

DALIL PEMOHON MENGENAI PEMBAGIAN C6 TIDAK JELAS 
20. Dalil Pemohon halaman 125-126 permohonan a quo, yang menyatakan 

terdapat penggurangan suara Pemohon secara massif dengan 

menggunakan modus tidak memberikan form undangan atau C6 kepada 

Pemilih yang terjadi di Kabupaten Polewali Mandar adalah dalil yang tidak 

jelas atau kabur, karena dalil tersebut dibangun berdaarkan asumsi 

seakan-akan Pemilih yang tidak mendapatkan surat pemberitahuan C6 itu 

tidak bisa melaksanakan hak pilihnya, dan mereka yang diasumsikan tidak 

bisa memilih tersebut diasumsikan akan memilih Pemohon. Padahal 

formulir model C6-KWK bukanlah merupakan syarat bagi Pemilih untuk 

dapat menggunakan hak pilihnya. Formulir model C6-KWK adalah 

pemberitahuan bagi para pemilih untuk menggunakan hak pilihnya. Bagi 

para Pemilih yang tidak mendapatkan C6-KWK, karena misalnya pada 

waktu pembagian C6-KWK sedang tidak berada di tempat, maka  kepada 
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Pemilih yang bersangkutan tetap bisa menggunakan hak pilihnya di TPS 

karena namanya sudah terdaftar dalam DPT. 

21. Dalil Pemohon mengenai adanya pengurangan suara Pemohon secara 

massif dengan modus tidak memberikan undangan kepada Pemilih adalah 

dalil yang tdak jelas, karena darimana Pemohon mengetahui bahwa para 

pemilih yang tidak mendapatkan surat pemberitahuan C6-KWK akan 

menggunakan hak pilihnya, dan jika menggunakan hak piihnya siapa yang 

akan dipilih apakah Pemohon ataukah pasangan calon lainnya karena 

Pemiihan berlangsung secara langsung, umum bebas dan rahasia 

(LUBER).  

22. Berdasarkan data pada Model DC7-KWK kejadian adanya surat 

pemberitahuan yang tidak terdistribusikan kepada Pemilih tidak saja 

terjadi di Polewali Mandar, akan tetapi juga terjadi di 5 Kabupaten lainnya, 

dimana di empat Kabupaten Pemohon memperoleh suara tertinggi.  

TABEL I.B.002 
HASIL REKAPITULSI PENGEMBALIAN C6-KWK 

 PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2017 

NO. KABUPATEN 

PEROLEHAN 
SUARA 

PASANGAN 
CALON 

C6 
(DC7-KWK) 

1 3 
1.  MAMASA 43.951 22.769 22.462 
2.  POLEWALI MANDAR 38.331 104.230 28.374 
3.  MAJENE 42.854 26.651 7.588 
4.  MAMUJU 66.909 46.043 10.699 
5.  MAMUJU TENGAH 31.735 15.549 7.625 
6.  MAMUJU UTARA 16.230 29.521 8.061 

JUMLAH 240.010 244.763 84.809 
  (Bukti TE.4-007) 

23. Dengan demikian bagaimana Pemohon menjelaskan dalilnya mengenai 

persoalan pembagian C6-KWK yang dipersoalkan hanya di Kabupaten 

Polewali Mandar dimana Pemohon memperoleh suara lebih rendah dari 

Pihak Terkat, padahal persoalan yang sama juga terjadi pada 4 

Kabupaten lainnya dimana Pemohon memperoleh suara terbanyak. 

Kenapa Pemohon juga tidak mempersoalkan masalah pembagian C6 di 

Kabupten tersebut, dan apa perbedaan kasus pembagian C6 di 
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Kabupaten Polewali Mandar dengan Kabupaten lainnya. Bagaimana 

Pemohon menjelaskan adanya surat pemberitahuan C6-KWK yang tidak 

didistribusikan dengan kerugian Pemohon ditempat Pemohon 

memperoleh suara terbanyak. 

24. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti dalil-dalil yang 

diajukan oleh Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur libel), sehingga 

Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet 

Ontvankelijke Verklaard).    

II.  DALAM POKOK PERMOHONAN 

A. PENDAHULUAN: GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PEMILIHAN 
25. Bahwa, sebelum Termohon menjawab seluruh dalil-dalil yang diajukan 

Pemohon, terlebih dahulu Termohon akan menguraikan pelaksanaan 

tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubenur 

Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 untuk memberikan gambaran kepada 

Mahkamah, bahwa pelaksanaan Pemilihan telah berjalan secara tertib dan 

damai, sesuai dengan asas-asas Pemilu yang jujur, adil, langsung, umum, 

bebas, dan rahasia.  

26. Gambaran umum pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 

Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 untuk setiap Kabupaten/Kota di 

seluruh Provinsi Sulawesi Barat dijelaskan secara terpisah dalam bentuk 

keterangan tertulis dari KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi 

Sulawesi Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

jawaban ini, dimana pada pokoknya pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat telah sesuai dengan tahapan dan 

jadwal yang ditentukan oleh Termohon, dan berlangsung secara damai, 

aman dan tertib, sesuai dengan asas Pemilihan Langsung, Umum, Bebas 

dan Rahasia (LUBER).  

27. Gambaran umum pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 

Provinsi Sulawesi Barat meliputi:  

a. Pelaksanaan Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Gubernur 

dan Wakil Gubenur  Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017;  

b. Pemutakhiran Data Pemilih, penyusunan DPS dan DPT. 

c. Sosialisasi Pelaksanaan Pemilihan;  
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d. Pemungutan, Penghitungan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara 

dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubenur Provinsi Sulawesi Barat 

Tahun 2017. 

II.A.I. PELAKSANAAN PENDAFTARAN DAN PENETAPAN PASANGAN 
CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBENUR  PROVINSI SULAWESI 
BARAT TAHUN 2017 

PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON 
28. Sesuai dengan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor 

3/KPTS/KPU-PROV-033/2016 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal 

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubenur Provinsi 

Sulawesi Barat Tahun 2017, Pendaftaran Bakal Pasangan Calon 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubenur Provinsi Sulawesi Barat 

dilaksanakan mulai tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 

23 September 2016 (Bukti TA-001). 
29. Bahwa sampai dengan batas akhir pendaftaran pada tanggal 23 

September 2016, Bakal Pasangan Calon Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubenur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 yang melakukan 

pendaftaran adalah (Bukti TA-005) 

a. Dr. H. Suhardi Duka, MM dan H. Kalma Katta, S.Sos., MM. yang 

diusung oleh Gabungan Partai Politik Demokrat, Hanura, dan PKS. 

b. Mayjen TNI (Purn) Salim S. Mengga dan H. Hasanuddin Mashud, 

S.Hut yang diusung oleh Partai Politik Golkar 

c. Drs. H. Ali Baal, M.Si dan Hj. Enny Anggraeny Anwar yang diusung 

oleh Gabungan Partai Politik Gerindra, Nasdem, PKB, PDIP dan PPP 

30. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor 7 

Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2017 (BUKTI TA-
001), bakal pasangan calon yang mendaftar  dari jalur Perseorangan 

harus mendapatkan dukungan perseorangan paling sedikit dari 88.341 

orang, sedangkan bakal pasangan calon yang mendaftar dari jalur Partai 

Politik harus mendapatkan dukungan paling sedikit 9 kursi anggota DPRD 

Provinsi Sulawesi Barat (BUKTI TA-003 dan TA-004). 
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31. Bahwa tidak terdapat bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur 

Provinsi Sulawesi Barat yang ditolak pada saat pendaftaran  

a. Bahwa berdasarkan Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi 

Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubenur Provinsi Sulawesi Barat 

sebagaimana terlampir dalam dokumen BA.HP-KWK beserta 

lampirannya berupa Dokumen (Bukti TA-009), Berita Acara Penelitian 

Persyaratan Administrasi Dokumen dalam Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017, syarat Bakal 

Pasangan Calon yang tidak memenuhi syarat Pencalonan dan/atau 
syarat Calon, yaitu: 

b. Dr. H. Suhardi Duka, MM dan H. Kalma Katta, S.Sos., MM. karena 

tidak memenuhi syarat Dokumen SKCK dan LHKPN belum memenuhi 

syarat. 

c. Mayjen TNI (Purn) Salim S. Mengga dan H. Hasanuddin Mashud, 

karena tidak memenuhi syarat Dokumen SKCK dan LHKPN belum 

memenuhi syarat. 

d. Drs. H. Ali Baal, M.Si dan Hj. Enny Anggraeny Anwar karena tidak 

memenuhi syarat Ijasah SMA, SKCK, dan LHKPN belum memenuhi 

syarat. 

32. Bahwa Bakal Pasangan Calon yang mengajukan dokumen perbaikan 

persyaratan Pencalonan dan syarat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur 

Provinsi Sulawesi Barat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 

Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 adalah (BUKTI TA-008):  
a. Dr. H. Suhardi Duka, MM dan H. Kalma Katta, S.Sos., MM, dengan 

menyerahkan dokumen perbaikan berupa dokumen SKCK masa 
berlakunya sudah sesuai dengan Tahun 2016., LHKPN sudah 
diperbaiki yaitu tahun 2016, SKCK telah diperbaiki sesuai dengan 
tahunnya.  

b. Mayjen TNI (Purn) Salim S. Mengga dan H. Hasanuddin Mashud, 
dengan menyerahkan dokumen perbaikan berupa Dokumen SKCK 

telah diperbaiki sesuai dengan tahunnya 2017. LHKPN sesuai dengan 

Tahunnya 2016, Tunggakan pajak sudah dilunasi sesuai tanda terima 
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pajak, Surat Sekjen sudah diterima oleh KPU Provinsi Sulbar, ljazah 

sudah ada, LHKPN sudah ada dan sesuai dengan tahun 2016, SKCK, 

sudah diperbaiki sesuai dengan tahun 2017.  

c. Drs. H. Ali Baal, M.Si dan Hj. Enny Anggraeny Anwar, dengan 

menyerahkan dokumen perbaikan berupa Dokumen LHKPN, telah 

diperbaiki sesuai dengan Tahun 2016, Surat dari pimpinan DPR Rl 

sudah ada diterima oleh KPU Provinsi Sulawesi Barat, Tanda Terima 

penyarahan Surat Pemberitahuan Pencalonan diserahkan  

33. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan 

Administrasi Dokumen Perbaikan Persyaratan Pencalonan dan 

Persyaratan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 

Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana terlampir dalam dokumen BA.HP-

KWK Perbaikan beserta lampirannya, tidak ada Bakal Pasangan Calon 

yang tidak memenuhi syarat Pencalonan dan/atau syarat Calon. 
(Bukti TA-009 dan TA-007). 

34. Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi persyaratan Pencalonan dan 

syarat Calon adalah: 

a. Dr. H. Suhardi Duka, MM dan H. Kalma Katta, S.Sos., MM. 

b. Mayjen TNI (Purn) Salim S. Mengga dan H. Hasanuddin Mashud, S.Hut  

c. Drs. H. Ali Baal, M.Si dan Hj. Enny Anggraeny Anwar  

PENETAPAN  PASANGAN CALON 
35. Pada tanggal 24 Oktober 2016, sesuai dengan Keputusan KPU Provinsi 

Sulawesi Barat Nomor 24/Kpts/KPU-Prov-033/tahun 2016 tentang 

Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi 

Sulawesi Barat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi 

Sulawesi Barat Tahun 2017 (Bukti TA-010), Bakal Pasangan Calon yang 

ditetapkan sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi 

Barat adalah: 

a. Dr. H. Suhardi Duka, MM dan H. Kalma Katta, S.Sos., MM. 

b. Mayjen TNI (Purn) Salim S. Mengga dan H. Hasanuddin Mashud, 

S.Hut  

c. Drs. H. Ali Baal, M.Si dan Hj. Enny Anggraeny Anwar  
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II.A.II.  SENGKETA TATA USAHA NEGARA PEMILIHAN 
36. Bahwa Tidak ada yang mengajukan gugatan sengketa pemilihan ke 

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Barat. 

II.A.III. PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH, PENYUSUNAN DPS,  DAN DPT 
37. Bahwa proses pemutakhiran data pemilih, dilaksanakan dengan tahapan 

pemutakhiran data melalui pencocokan dan penelitian (Coklit) oleh 

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) di Tingkat Desa, penetapan 

Daftar Pemilih Sementara (DPS), pemutakhiran dan penetapan DPS dan 

penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT).  

38. Termohon dan KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi 

Barat menerima  Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) hasil 

analisis dan hasil sinkronisasi DP4 dengan data pemilih (DPT) pada 

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dari KPU RI. 

  TABEL II.A.01 
DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH  

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI 
BARAT TAHUN 2016 

NO NAMA KABUPATEN/KOTA TOTAL 

1.  Majene 110.633 

2.  Mamasa 142.690 

3.  Mamuju 201.756 

4.  Mamuju Tengah 105.169 

5.  Mamuju Utara 148.060 

6.  Polewali Mandar 359.406 

TOTAL 1.067.714 
 (BUKTI TB-002) 

39. Hasil sinkronisasi DP4 dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan 

Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 diturunkan ke PPS melalui PPK 

oleh KPU Kabupaten/Kota untuk dimutakhirkan menjadi Daftar Pemilih 

Sementara (DPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi 

Sulawesi Barat Tahun 2016. 
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40. Kegiatan pencocokan dan penelitian (Coklit) dilakukan oleh PPDP dengan 

menandatangi pemilih secara langsung dan dapat menindaklanjuti usulan 

rukun tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) atau sebutan lain. Kegiatan 

Coklit dilakukan dengan cara (BUKTI TB-003 dan TPB-004):   
a. mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar 

dalam data Pemilih menggunakan formulir model A.A-KWK. 

b. memperbaiki data Pemilih apabila terdapat kesalahan; 

c. mencoret Pemilih yang telah meninggal; 

d. mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain; 

e. mencoret Pemilih yang telah berubah status  dari status sipil menjadi 

status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara 

Republik Indonesia; 

f. mencoret Pemilih  yang  belum  genap berumur 17 (tujuh belas) tahun 

dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara; 

g. mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya; 

h. mencoret Pemilih yang terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat 

keterangan dokter; 

i. mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan 

putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap; 

j. mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis 

disabilitas; dan 

k. mencoret Pemilih, yang berdasarkan identitas kependudukan bukan 

merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan  

Pemilihan. 

41. Dalam hal Pemilih yang tercantum dalam daftar Pemilih belum mempunyai 

KTP Elektronik atau Surat Keterangan, atau tidak dapat ditemui secara 

langsung oleh PPDP untuk dilakukan Coklit terhadap KTP Elektronik atau 

Surat Keterangan, maka Pemilih atau keluarganya dapat menunjukan 

Kartu Keluarga kepada PPDP sebagai dasar Coklit. PPDP kemudian 

mencatat Pemilih dengan memberikan keterangan tidak memiliki KTP 

Elektronik atau Surat Keterangan, atau belum dapat dipastikan 

kepemilikan KTP Elektronik atau Surat Keterangan. PPDP kemudian 

memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dengan mengunakan 
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formulir model AA.1-KWK dan menempelkan stiker Coklit dengan 

menggunakan formulir AA.2-KWK dengan rumah Pemilih. PPDP 

kemudian mencatat dan merekapitulasi hasil kegiatan Coklit kemudian 

menyampaikan hasilnya kepada PPS.  

42. PPS kemudian menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan 

menyampaikan kepada PPK dan KPU Kabupaten/Kota. Selanjutnya PPK 

melakukan rekapitulasi data hasil pemutakhiran di wilayah kerjanya yang 

dilakukan dalam rapat pleno terbuka, yang dihadiri oleh PPS, Panwas 

Kecamatan, dan tim Kampanye Pasangan Calon. Dalam rapat pleno 

tersebut, Panwas kecamatana atau tim Kampanye Pasangan Calon dapat 

memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam Rekapitulasi. 

Hasil Rekapitulasi dituangkan kedalam berita acara yang ditandatanggani 

oleh Ketua dan Anggota PPK. Salinan Rekapitulasi Hasil Pemutakhiran 

Daftar Pemilih sesuai formulir A1.2-KWK dan model AC.2-KWK 

disampaikan kepada Panwas Kecamatan, setiap tim Kampanye Pasangan 

Calon, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi Sulawesi Baratmelalui 

KPU Kabupaten/Kota.  

43. Setelah menerima rekapitulasi data Pemilih dari PPK, KPU 

Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran 

dan menetapkan DPS, dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh PPK, 

Panwas Kabupaten/Kota, dan tim Kampanye Pasangan Calon, dimana 

hasilnya dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua 

dan Anggota KPU Kabupaten/Kota. Dalam rapat pleno tersebut tim 

Kampanye Pasangan Calon dan Panwas Kabupaten/Kota dapat 

memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam proses 

rekapitulasi. Hasil penyusunan rekapitulasi DPS dalam formulir model 

A1.3-KWK disampaikan salinannya kepada setiap tim Kampanye 

Pasangan Calon, Panwas Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, KPU RI melalui 

KPU Provinsi, dan Dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan 

dan catatan sipil setempat.  

44. KPU Kabupaten/Kota dalam menetapkan DPS menggunakan formulir 

model A1-KWK dan menyampaikan Salinan DPS tersebut kepada PPS 

melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap, untuk digunakan sebagai : 
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a. Pengumuman di kantor Desa/Kelurahan atau sebutan lain 

b. Pengumuman di Sekretariat/Balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun 

Warga (RW) atau tempat strategis lainnya. 

45. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan Salinan DPS dalam bentuk soft copy 

dengan format portable document format (PDF) yang tidak dapat diubah 

kepada tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kecamatan, tim 

Kampanye Pasangan Calon tingkat Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, 

dan Panwas Kabupaten/Kota.  

46. Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat 

Termohon melakukan rekapitulasi DPS setelah menerima DPS dari KPU 

Kabupaten/Kota, dengan menggunakan formulir model A1.4-KWK  

47. Dalam proses Pemutakhiran data Pemilih di Provinsi Sulawesi Barat 

tersebut tidak ada satupun keberatan dari tim Kampanye Pasangan Calon 

maupun Panwas Kecamatan, Panwas Kabupaten, maupun Bawaslu 

Provinsi. 

Daftar Pemilih Sementara (DPS) 
48. Termohon melalui Surat Edaran Nomor 242/Kpu-prov-033/IX/2016 tanggal 

6 September 2016 tentang Laporan Proses Pencocokan Dan Penelitian 

Pemutakhiran Data Pemilih (Bukti TB-004), memerintahkan kepada KPU 

Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Barat agar melakukan monitoring 

dan pencermatan terhadap pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran 

Data Pemilih (PPDP) melalui PPK dan PPS dalam kegiatan pemutakhiran 

data pemilih. Selanjutnya Daftar Pemilih yang dimutakhirkan ditetapkan 

menjadi DPS.  

49. Termohon melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi 

Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada tanggal 3 November 2016 di Aula 

KPU Provinsi Sulawesi Barat Dari Berita Acara Rekapitulasi Manual 

Jumlah PPK, PPS, TPS dan Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 97/BA/XI/2016 

diperoleh daftar tabel rekapitulasi DPS per Kabupaten/Kota seperti 

dibawah ini: 

TABEL II.A.02 
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA 
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PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017  

 
NO. 

 
KABUPATEN/ 

KOTA 

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH 
SEMENTARA  

L + P JLH         
PPK 

JLH 
PPS 

JLH 
TPS L P 

1 Majene 8 82 405 53.173 55.834 109.007 
2 Mamasa 17 181 488 66.442 64.138 130.580 
3 Mamuju 11 101 553 81.156 79.347 160.503 
4 Mamuju Tengah 5 54 250 37.982 35.293 73.275 

5 Mamuju Utara 12 63 271 47.348 43.914 91.262 

6 Polewali Mandar 16 167 789 151.002 157.73
1 308.733 

 JUMLAH 69 648 2.75
6 437.103 436.25

7 873.360 

(Bukti TB-005) 
Daftar Pemilih Tetap 

50. DPS Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat 

selanjutnya diberikan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat (1 

rangkap), dan untuk setiap Pasangan Calon Gubernur dan Wakil 

Gubernur Provinsi Sulawesi Barat (masing-masing 1 rangkap). Kemudian, 

DPS dikembalikan kepada PPS untuk diumumkan di tempat-tempat publik 

di Desa dan Kelurahan untuk mendapat tanggapan masyarakat dan Tim 

Pasangan  Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat. 

51. Guna melengkapi DPS Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi 

Sulawesi Barat, Termohon berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan 

dan Catatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat melalui Rapat Koordinasi untuk 

mendapatkan data yang lebih komprehensif, akurat dan valid. Bahwa DPS 

yang sudah diumumkan tersebut selanjutnya divalidasi dan ditetapkan 

menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh PPS pada tanggal 16 Desember 

2017, kemudian dilakukan rekapitulasi secara berjenjang pada tingkat 

PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi.  

52. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2016 BAWASLU Provinsi Sulawesi 

Barat mengeluarkan Rekomendasi dengan nomor surat 471/K.Bawaslu-

Prov-SR/PM.00.01/XII/2016 kepada Termohon untuk memerintahkan KPU 

KPU Kabupaten Mamuju Tengah, KPU Kabupaten Polewali mandar, dan 

KPU Kabupaten Mamuju Utara untuk melakukan perbaikan terhadap data 
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pemilih bermasalah. Atas Rekomendasi tersebut Termohon 

menindaklanjutinya dengan mengeluarkan surat Nomor surat 393/KPU-

Prov-033/XII/2016, yang pada pokoknya isi surat tersebut adalah 

memerintahkan KPU Kabupaten Mamuju Tengah, KPU Kabupaten 

Polewali mandar, dan KPU Kabupaten Mamuju Utara  untuk melakukan 

pencermatan DPT. 

53. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2016 Termohon mengeluarkan Berita 

acara nomor 105/BA/XII/2016 tentang penundaan rekapitulasi Daftar 

Pemilih Tetap (DPT) tingkat Provinsi Sulawesi Barat Pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur 2017 yang pada pokoknya dikarenakan Bawaslu 

Provinsi Sulawesi Barat memberikan masukan termasuk merespon Usul 

dari Pihak Tim Kampanye Pasangan Calon untuk mencermati kembali 

Daftar Pemilih Tetap yang telah ditetapkan KPU Kabupaten yang masih 

ditemukan adanya Pemiih yang tidak mempunyai NIK termasuk Pemilih 

ganda di Kabupaten sehingga Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat 

merekomendasikan untuk menunda Penetapan Rekapitulasi DPT tingkat 

Provinsi, maka Termohon menetapkan untuk menunda Penetapan 

Rekapitulasi DPT tingkat Provinsi Sulawesi Barat selama sepekan atau 

sampai dengan tanggal 16 Desember 2016 

54. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2016 BAWASLU Provinsi Sulawesi 

Barat mengeluarkan Rekomendasi dengan nomor surat 473/K.Bawaslu-

Prov-SR/PM.00.01/XII/2016 kepada Termohon untuk memerintahkan KPU 

Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Majene, Kabupaten Mamasa 

untuk melakukan perbaikan terhadap data pemilih bermasalah. Atas 

Rekomendasi tersebut Termohon menindaklanjutinya dengan 

mengeluarkan surat Nomor surat 394/KPU-Prov-033/XII/2016, yang pada 

pokoknya isi surat tersebut adalah memerintahkan KPU Kabupaten 

Mamuju Tengah dan KPU Kabupaten Mamasa untuk melakukan 

pencermatan DPT.  

55. Jumlah DPT yang ditetapkan oleh Termohon berdasarkan SK Nomor 

106/BA/XII/2016 adalah 840.091 Pemilih (Bukti TB-006). Selanjutnya 

Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan tersebut dibagikan 

kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dan masing-masing Pasangan 
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Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, sebagaimana tercantum dalam 

daftar pemilih tetap formulir model A.3-KWK.Termohon juga 

mengumumkan DPT secara online melalui laman Termohon sehingga 

masyarakat bisa mengakses secara langsung tanpa harus mendatangi 

kantor desa/kelurahan. 

56. Bahwa proses penyusunan dan penetapan DPT pada setiap jenjang 

melibatkan Pengawas Pemilu, Peserta Pemilu, dan pemangku 

kepentingan lainnya. Pada tahap penyusunan DPT, Panwas dan Bawaslu 

serta Tim Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat 

diberikan kesempatan memberikan tanggapan dan masukan untuk 

penyempurnaan.  

 

TABEL II.A.03 
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP 

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017 

  
NO 

  
KABUPATEN 

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH 
TETAP 

  
L + P 

JLH         
PPK 

JLH 
PPS 

JLH 
TPS 

L P 

1 Majene 8 82 405 52.877 55.602 108.479 
2 Mamasa 17 181  488 59.692 57.849 117.541 
3 Mamuju 11 101  553 79.876 78.020 157.896 
4 Mamuju Tengah 5 54 250 36.729 34.220 70.949 
5 Mamuju Utara 12 63 271 43.398 40.503 83.901 
6 Polewali Mandar  16 167 789 147.505 153.820 301.325 
  JUMLAH 69 648 2.756 420.077 420.014 840.091 

(BUKTI TB-006) 
Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) 

57. Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) terdiri atas data Pemilih yang telah 

terdaftar dalam DPT di suatu TPS, yang karena keadaan tertentu tidak 

dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang 

bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di Provinsi 

Sulawesi Barat Dan/atau kabupaten yang sedang menyelenggarakan 

Pemilihan dalam satu wilayah, dimana DPPh disusun paling lambat 3 
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(tiga) hari sebelum hari pemungutan suara. Keadaan tertentu tersebut 

meliputi : 

a. Menjalankan tugas ditempat lain pada hari pemungutan suara; 

b. Menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga 

yang mendampingi; 

c. Menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan; 

d. Tugas belajar; 

e. Pindah domisili; dan 

f. Tertimpa bencana alam. 

58. Untuk dapat dimasukan kedalam DPPh, Pemilih harus menunjukan bukti 

identitas yang sah dan bukti telah terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di 

TPS asal. Pemilih melaporkan kepada PPS asal untuk mendapatkan 

surat pemberitahuan DPPh dalam formulir model A.5-KWK yang akan 

digunakan untuk memilih di TPS lain paling lambat 3 (tiga) hari sebelum 

hari pemungutan suara. Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh 

prosedur tersebut, Pemilih dapat melapor kepada KPU Kabupaten/Kota 

untuk mendapatkan formulir model A.5-KWK paling lambat 10 (sepuluh) 

hari sebelum hari pemungutan suara. 

59. Berdasarkan hasil rekapitulasi suara dalam tingkat Provinsi Sulawesi 

Barat jumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPPh adalah 2.693 Pemilih, 

sebagaimana terdapat dalam bukti pada formulir DC.1-KWK (Bukti TE.4-
002). 

TABEL II.A.04 
JUMLAH DAFTAR PEMILIH PINDAHAN PER KABUPATEN/KOTA 

NO KABUPATEN/ 
KOTA PPK PPS DPPh 

L P L+P 
1 Majene 8 17 165 121 286 
2 Mamasa 17 181 368 210 578 
3 Mamuju 11 101 337 218 555 
4 Mamuju Tengah 5 43 85 34 119 
5 Mamuju Utara 12 63 116 46 162 
6 Polewali Mandar 16 167 623 370 993 
 JUMLAH 69 572 1.694 999 2.693 

(Bukti TE.4-002) 
Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) 
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60. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan hak konstitusional warga negara 

dalam melaksanakan Pemilihan, Pasal 61 ayat (1) UU No 10/2016 telah 

mengatur bahwa “dalam hal terdapat  penduduk yang mempunyai hak pilih 

belum terdaftar dalam daftar Pemilih tetap, yang bersangkutan dapat 

menggunakan hak pilihnya dengan menunjukan Kartu Tanda Penduduk 

Elektronik”. Selanjutnya pada Ayat (2) disebutkan “Penggunaan hak pilih 

sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) hanya dapat digunakan di 

Tempat Pemungutan Suara yang berada di rukun tetangga atau rukun 

warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu 

Tanda Penduduk Elektronik.”. Ayat (3)….”Sebelum menggunakan hak 

pilihnya penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu 

mendaftarkan diri pada KPPS setempat dan dicatat dalam Daftar Pemilih 

Tambahan”. 

61. Bahwa berdasarkan pasal 41A ayat 1 Peraturan KPU nomor 8 tahun 2016 

dinyatakan bahwa dalam hal pemilih belum memiliki Kartu Tanda 

Penduduk Elektronik, Pemilih dapat memilih dengan menggunakan surat 

keterangan paling lambat bulan Desember 2018. Selanjutnya dalam Pasal 

10 Peraturan KPU Nomor 14 tahun 2016 tentang Perubahan atas 

Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015  tentang Pemungutan dan 

Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati,  

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa Pemilih yang 

tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan 

menunjukan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan 

kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara dan didaftar pada DPTb ke 

dalam formulir Model A.Tb-KWK. Hak pilih tersebut hanya dapat digunakan 

di TPS yang berada di RT/RW atau sebutan lain sesuai dengan alamat 

yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat 

Keterangan. Penggunaan hak pilih dimaksud dilakukan 1 (satu) jam 

sebelum selesainya Pemungutan Suara di TPS.  
62. Kemudian terdapat surat edaran dari Kementrian Dalam Negeri Nomor 

471.13/10231/DUKCAPIL, perihal format surat keterangan sebagai 

pengganti KTP Elektronik, tertanggal 29 September 2016 yang ditujukan 

kepada para Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
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Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, pada pokoknya menyatakan bahwa 

dalam hal penduduk telah melakukan perekaman KTP-el tetapi belum 

mendapatkan fisik KTP-el, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten/Kota dapat menerbitkan Surat Keterangan sebagai 
penganti KTP-el, yang menerangkan bahwa Penduduk tersebut benar-

benar sudah melakukan perekaman KTP-el dan penduduk yang 

bersangkutan telah terdata dalam Database Kependudukan 

Kabupaten/Kota. Surat Keterangan tersebut dipergunakan, antara lain 

untuk kepentingan Pemilu, Pemilukada, Pilkades, Perbankan, Imigrasi, 

kepolisian, BPJS, Pernikahan, dan kebutuhan lainnya sesuai dengan 

kebutuhan Daerah. 
63. Berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Provinsi 

Sulawesi Barat. jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPTb yakni 16.892 

Pemilih, sebagaimana terdapat dalam bukti Formulir DC.1-KWK, dimana 

jumlah Pemilih Tambahan untuk setiap Kabupaten adalah sebagai berikut 
TABEL II.A.05 

JUMLAH DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN PER KABUPATEN/KOTA 

NO KABUPATEN/ 
KOTA PPK PPS DPTb 

L P L+P 
1 Majene 8 17 518 503 1.021 
2 Mamasa 17 181 845 814 1.659 
3 Mamuju 11 101 2.805 2.819 5.624 
4 Mamuju Tengah 5 43 1.118 1.088 2.206 
5 Mamuju Utara 12 63 813 709 1.522 
6 Polewali Mandar 16 167 2.489 2.818 5.307 
 JUMLAH 69 572 8.588 8.751 17.339 

 (Bukti TE.4-002) 
SOSIALISASI PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR 
SULAWESI BARAT TAHUN 2017 

64. Termohon telah bekerja sama dengan berbagai pihak untuk melakukan 

sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 

2017 kepada masyarakat warga Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka 

melaksanakan pendidikan politik masyarakat dan meningkatkan partisipasi 

pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi 

Barat diantaranya melalui kampanye yang dilaksanaka n oleh Termohon 

dan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur 
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dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Kampanye dilaksanakan 

dengan metode debat public atau debat terbuka antar Pasangan Calon, 

penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, pemasangan Alat Peraga 

Kampanye dan iklan di media massa atau media elektronik.  
65. Debat publik antar pasangan calon dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 

2017  dan tanggal 29 Januari 2017  yang diselenggarakan di gedung 

Gabungan Dinas Kabupaten Polman, jalan Pancasila No. 1, dimana acara 

debat public disiarkan secara langsung melalui media televisi yaitu Metro 

TV.Acara debat publik tersebut dihadiri oleh seluruh pasangan calon yaitu 

Dr. H. Suhardi Duka, MM dan H. Kalma Katta, S.Sos., MM, Mayjen TNI 

(Purn) Salim S. Mengga dan H. Hasanuddin Mashud, S.Hut dan Drs. H. Ali 

Baal, M.Si dan Hj. Enny Anggraeny Anwar Melalui acara debat publik ini 

diharapkan masyarakat mengetahui adanya visi misi dan program kerja 

masing–masing pasangan calon, sebagai dasar untuk menentukan pilihan 

siapa calon yang akan dipilih menjadi pasangan calon  Gubernur dan 

Wakil Gubernur Sulawesi Barat (BUKTI TC-007). 
66. Termohon juga telah memfasilitasi pelaksanaan metode penyebaran 

bahan kampanye yang meliputi selebaran (flyer), brosur, pamflet dan 

poster yang berisi informasi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur 

Provinsi Sulawesi Barat Jadwal Pemilihan dan ajakan untuk mencoblos 

pada hari pemungutan suara tanggal 15 Februari 2017. Bahan kampanye 

tersebut kemudian disebarkan di seluruh Kabupaten dalam wilayah 

Provinsi Sulawesi Barat untuk diketahui oleh masyarakat luas, agar 

meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur Sulawesi Barat tanggal 15 Februari 2017. 
67. Termohon juga telah memfasilitiasi pembuatan dan pemasangan Alat 

Peraga Kampanye yang meliputi Baliho, umbul-umbul, dan spanduk, yang 

disebarkan di seluruh kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi 

Barat Termohon telah berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Sulawesi 

Barat pemerintah kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat, 

perangkat kecamatan dan perangkat desa atau sebutan lain//kelurahan 

untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga. 
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68. Selain itu, kegiatan sosialisasi juga dilakukan dengan cara membuat Iklan 

Kampanye di Media Massa, baik media massa cetak, media massa 

elektronik seperti televisi, radio dan/atau media online, dan lembaga 

penyiaran. Penayangan Iklan Kampanye dilaksanakan selama 14 hari 

sebelum dimulainya masa tenang (BUKTI TC-002). 
69. Selain Termohon, masing-masing pasangan calon dengan tim 

kampanyenya dapat melakukan pertemuan terbatas di dalam ruangan 

atau gedung tertutup, dengan jumlah peserta paling banyak 2.000 (dua 

ribu) orang untuk tingkat Provinsi Sulawesi Baratdan 1000 (seribu) orang 

untuk tingkat kabupaten. Tim Pasangan Calon juga dapat melakukan 

pertemuan tatap muka dan dialog dengan anggota masyarakat lainnya 

yang dapat dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung tertutup dan/atau 

di luar ruangan.  
70. Termohon juga telah melaksanakan beberapa kali kegiatan yang 

melibatkan masyarakat luas baik dalam bentuk kegiatan sosial, yaitu 

Sosialisasi Pemilih di Taman Mangrove di Sendana, 16 November 2016, 

Sosialisasi Pilgub Sulbar dalam bentuk Gerebek Pasar 20 November 2016 

(BUKTI TC-002). 
71. Termohon menyadari bahwa faktor pendorong partisipasi pemilih tidak 

semata-mata datang dari Termohon selaku penyelenggara namun juga 

dukungan dari para pemangku kepentingan menjadi hal penting yang tidak 

boleh dilupakan dalam melakukan upaya sosialisasi. 
72. Selanjutnya, sejumlah pendekatan sosialisasi secara serentak 

dilaksanakan secara berjenjang hingga ke tingkat desa, baik dengan 

menggunakan pendekatan memasang alat peraga sosialisasi seperti 

baliho atau spanduk, kemudian membagi bahan sosialisasi (selebaran 

atau sticker) hingga berkeliling melakukan siaran ajakan partisipasi. Selain 

itu sejumlah publikasi iklan sosialisasi di media massa (cetak maupun 

elektronik) juga dipergunakan untuk mengajak masyarakat berpartisipasi 

penuh dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 

Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017.  
PEMUNGUTAN SUARA, PENGHITUNGAN SUARA DAN 
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN 
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73. Bahwa pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 

Provinsi Sulawesi Barat telah dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 

2017  di 2.756 TPS, yang tersebar di 69 Kecamatan dan 6 

Kabupaten/Kota. Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di 69 PPK 

telah dilaksanakan mulai tanggal 16 Februari 2017 dan selesai pada 

tanggal 18 Februari 2017. Tanggal 26 Februari 2017 dilaksanakan Rapat 

Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara di 6 Kabupaten/Kota se-

Provinsi Sulawesi Barat dan pada tanggal 26 Februari 2017 telah 

dilaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat 

Provinsi Sulawesi Barat (BUKTI TE.2-001). 
74. Bahwa pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara dalam pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat tahun 2017 telah 

dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 15 

Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 

2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara dan Penetapan 

Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yakni mulai dari Rapat Pleno di 

PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi. Bahwa pada waktu 

rekapitulasi ditingkat PPK, di beberapa tempat telah terjadi perbaikan 

data atas kekeliruan pengisian data dalam Formulir Model C1.KWK yang 

terkait dengan penjumlahan DPT, surat suara, suara sah, pengguna hak 

pilih, dan lain-lain. Bahwa pada waktu rekapitulasi di tingkat KPU 

Kabupaten/Kota juga dilakukan pencermatan terhadap masalah atau 

kejadian sebagaimana yang terjadi di PPK. Jika ada keberatan dari saksi 

pasangan calon atau Panwas Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota 

akan mencermati dan meneliti kebenarannya, jika benar ditemukan 

kekeliruan maka langsung dilakukan perbaikan. Pelaksanaan 

Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat KPU Provinsi Sulawesi 

Baratdilaksanakan melalui pleno terbuka dan transparan dengan 

menghadirkan saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta 

Bawaslu Provinsi. (BUKTI TE.2-001, TE.3-001 DAN TE.4-002) 
75. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Provinsi 

Sulawesi Barat telah dilaksanakan pada hari minggu 26 Februari 2017, 
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pukul 08.00 WITA sampai dengan pukul 18.30 WITA dengan dihadiri oleh 

saksi-saksi Pasangan Calon, KPU Kabupaten/ 18 Pengawas Pemilihan 

Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat., sebagai berikut 

(BUKTI TE.4-002): 
a. Yohanis Buntulangi, MH Saksi Pasangan Calon nomor urut 1. DR. H. 

Suhardi Duka, MM dan H. Kalma Katta, S.Sos, MM 

b. Jufri Sambomadika, SE Saksi Pasangan Calon nomor urut 2 Mayjen 

TNI  (Purn.) Salim S. Mengga dan H. Hasanuddin Mashud, S.Hut 

c. Ely Sambominanga Saksi Pasangan Calon nomor urut 3 Drs. H.Muh. 

Ali Baal Masdar, M.Si dan Hj. Enny Anggraeny Anwar.  

d. Seluruh Ketua dan Anggota dari 6 KPU Kabupaten/Kota. 

e. Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat(Busrang Riandhy 

dan Muh. Yunus, ST). 

f. 18 Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, dimana atas permintaan 

Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat pada waktu rekapitulasi berlangsung 

diberikan kesempatan menjelaskan pelaksanaan rekapitulasi di 

Kabupaten. 

76. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Provinsi Sulawesi Barat. 

adalah sebagai berikut (Bukti TE.4-001): 
a. Nomor urut 1, memperoleh  240.055 suara; 

b. Nomor urut 2, memperoleh 146.769 suara; 

c. Nomor urut 3, memperoleh 244.803 suara; 

d. Jumlah DPT adalah 840.091; 

e. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 619.408; 

f. Jumlah DPT yang tidak menggunakan hak pilih 220.683; 

g. Jumlah DPPh adalah 2.693; 

h. Jumlah DPPh yang menggunakan hak pilih 2.633; 

i. Jumlah DPPh yang tidak menggunakan hak pilih 60; 

j. Jumlah DPTb adalah 17.339; 

k. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 16.899 ; 

l. Jumlah DPTb yang tidak menggunakan hak pilih 440 ; 

m. Jumlah Seluruh Pemilih 860.123; 

n. Jumlah Seluruh Pengguna hak pilih 638.940; 
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o.  Jumlah suara sah 631.547; 

p. Jumlah suara tidak sah 7.393; 

q. Jumlah Surat Suara yang digunakan 638.940; 

r. Jumlah Surat Suara yang rusak 189; 

s. Jumlah sisa Surat Suara yang tidak digunakan 223.551; 

77. Hasil rekapitulasi perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 

2017 secara rinci untuk setiap kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi 

Sulawesi Barat adalah sebagai berikut: 
 

TABEL II.A.06 
PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI BARAT 

 TAHUN 2017 

NO. KABUPATEN 
NOMOR URUT PASANGAN 

CALON SUARA  
SAH 1 2 3 

1.  MAMASA 43.951 8.767 22.769 75.487 
2.  POLEWALI MANDAR 38.331 86.608 104.230 229.169 
3.  MAJENE 42.854 21.375 26.651 90.880 
4.  MAMUJU 66.909 10.130 46.043 123.082 
5.  MAMUJU TENGAH 31.735 5.891 15.549 53.175 
6.  MAMUJU UTARA 16.230 14.003 29.521 59.754 

JUMLAH 240.010 146.774 244.763 631.547 
(Bukti TE.4-002) 

78. Bahwa selama proses rekapitulasi pada tingkat Provinsi ada keberatan 

dari saksi Tim Pasangan Calon maupun oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi 

Barat, sebagai berikut (BUKTI TE.4-003):  
a. Keberatan dari saksi Tim Pasangan Calon Nomor urut satu atas 

nama ABD.Wahab Aboy, dimana pada pokoknya mengenai tidak 

diperlihatkannya data pemilih pindahan (A4-KWK), data pemilih 

tambahan (A5-KWK), Model A.Tb-KWK, hasil bloking kesepakatan 

KPU dan Bawaslu, C6. 

b. Keberatan dari saksi Tim Pasangan Calon Nomor urut dua atas nama 

Syahid, S.H., dimana pada pokoknya mengenai tidak 

diperlihatkannya rekap C6-KWK, data Surat Keterangan (SUKET). 
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c. Keberatan dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat atas nama Busrang 

Riyandhy, dimana pada pokoknya mengenai tidak diperlihatkannya 

hasil rekapitulasi pengembalian formulir Model C6-KWK yang tidak 

didistribusi dari setiap Desa/Kelurahan dalam wilayah 

Kabupaten/Kota, Model DB8-KWK Kabupaten dan Model DC7-KWK. 

79. Bahwa atas keberatan-keberatan tersebut, Termohon telah memberikan 

tanggapan dan/atau tindak lanjutnya sebagai berikut: 

a. Terhadap keberatan dari saksi pasangan calon nomor urut satu, 

tanggapan Termohon adalah perihal diperlihatkannya data pemilih 

pindahan (A4-KWK), data pemilih tambahan (A5-KWK), Model A.Tb-

KWK, C6 merupakan data yang berada di tingkat TPS dan data 

tersebut berada di kotak suara. Sedangkan pada rekap 

Kelurahan/Desa tidak ada saksi pasangan calon yang 

mempermasalahkan data tersebut. Maka Termohon tidak dapat 

memperlihatkan data-data yang diminta oleh pasangan calon nomor 

urut satu tersebut. Dalam keberatan tentang hasil bloking 

kesepakatan Termohon dan Bawaslu bukanlah merupakan bahasan 

di tahap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat 

provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi 

Barat. 

b. Terhadap keberatan dari saksi pasangan calon nomor urut dua, 

tanggapan Termohon adalah Termohon telah menjelaskan bahwa  

perihal tidak diperlihatkannya rekap C6-KWK, data Surat Keterangan 

(SUKET) oleh Termohon merupakan data yang berada di tingkat TPS 

dan data tersebut berada di kotak suara. Sedangkan pada rekap 

Kelurahan/Desa tidak ada saksi pasangan calon yang 

mempermasalahkan data tersebut. Maka Termohon tidak dapat 

memperlihatkan data-data yang diminta oleh pasangan calon nomor 

urut satu tersebut.  

c. Terhadap keberatan dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat tanggapan 

Termohon adalah Termohon telah menjelaskan bahwa perihal tidak 

diperlihatkannya hasil rekapitulasi pengembalian formulir Model C6-

KWK yang tidak didistribusi dari setiap Desa/Kelurahan dalam 
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wilayah Kabupaten/Kota, Model DB8-KWK Kabupaten dan Model 

DC7-KWK merupakan data yang berada di tingkat TPS dan data 

tersebut berada di kotak suara. Sedangkan pada rekap 

Kelurahan/Desa tidak ada saksi yang mempermasalahkan data 

tersebut. Maka Termohon tidak dapat memperlihatkan data-data 

yang diminta oleh Pasangan Calon nomor urut satu tersebut. 

d. Bahwa mengenai identitas pengguna hak pilih yang tidak 

mendapatkan C6 tidak bisa diihat pada hasil rekap tingkat provinsi 

dalam bentuk model D7-KWK maupun hasil rekap di tingkat 

kabupaten dalam model DB8-KWK ataupun pada tingkat PPS dalam 

bentuk formulir D2 kwk dan berita acara model D1-KWK. 

e. Sesuai dengna pasal 16 PKPU Nomor 14 tahun 2016 tentang 

Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil 

Walikota Disebutkan bahwa PPS menerima pengembalian formulir 

C6 KWK dari KPPS menggunakan berita acara model D1-kwk. 

Selanjutnya pasal 5 mengatur pps melakukan rekapitulasi terhadapa 

pengembalian C6 dengan menggunakal formulir D2-KWK. 

f. Kemudian PPS menyerahkan berita acara D1-KWK dan D2-KWK 

kepada PPK bersama” di tingkat TPS untuk diteruskan di KPU 

Kabupaten. 

g. KPU Kabupaten melakukan rekapitulasi pengembalian C6 dengan 

menggunakan form model DB8-KWK. KPU kabupaten memberikan 

rekapitulasi ke KPU Provinsi agar menjadi form model DC7-KWK. 

Dalam berbagai formulir tersebut model rekapitulasi tidak 

menyediakan form identitas nama” dan alamat pemilih yang tidak 

mendapatkan formulir C6. 

KABUPATEN MAMASA 
80. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten 

Mamasa telah dilaksanakan pada hari  22 Februari 2017, pukul 08.00 

sampai dengan pukul 16.00 Wita dengan dihadiri oleh saksi-saksi 

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Barat,  

PPK se- Kabupaten Mamasa,  Forum Komunikasi Pimpinan Daerah 
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Tingkat Kabupaten Mamasa, dan Panwas Kabupaten  Mamasa sebagai 

berikut (BUKTI TE.3-001): 
a. Yohanis Buntulangi, M.H. dan Soleman Pualillin, S.H, M.H. Saksi 

Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama DR. H. Suhardi Duka, MM 

dan H. Kalma Katta, S.Sos, MM 

b. Jufri Sambomadika, S.E. Saksi Pasangan Calon nomor urut 2 atas 

nama Mayjen TNI  (Purn.) Salim S. Mengga dan H. Hasanuddin 

Mashud, S.Hut 

c. Ely Sambominanga, S.H. Saksi Pasangan Calon nomor urut 3 atas 

nama Drs. H.Muh. Ali Baal Masdar, M.Si dan Hj. Enny Anggraeny 

Anwar. 

d. Seluruh Ketua dan Anggota dari 17 (tujuh belas)  PPK dari wilayah 

Kabupaten Mamasa 

e. Panwas Kabupaten Mamasa atas nama Patrik 

81. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Mamasa 

adalah sebagai berikut (BUKTI TE.3-001): 
a. Nomor urut 1, memperoleh  43.951 suara; 

b. Nomor urut 2, memperoleh 8.769 suara; 

c. Nomor urut 3, memperoleh 22.769 suara; 

d. Jumlah DPT adalah 117.541; 

e. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 74.044; 

f. Jumlah DPT yang tidak menggunakan hak pilih 43.497; 

g. Jumlah DPPh adalah 578 

h. Jumlah DPPh yang menggunakan hak pilih 575; 

i. Jumlah DPPh yang tidak menggunakan hak pilih 3; 

j. Jumlah DPTb adalah 1.659; 

k. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 1.649 ; 

l. Jumlah DPTb yang tidak menggunakan hak pilih 10 ; 

m. Jumlah Seluruh Pemilih 119.778; 

n. Jumlah Seluruh Pengguna hak pilih 76.268; 

o.  Jumlah suara sah 75.487; 

p. Jumlah suara tidak sah 781; 

q. Jumlah Surat Suara yang digunakan 76.268; 
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r. Jumlah Surat Suara yang rusak 37; 

s. Jumlah sisa Surat Suara yang tidak digunakan 44.428; 

82. Hasil rekapitulasi perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat. secara 

rinci untuk setiap kecamatan di Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi 

Barat, adalah sebagai berikut : 
TABEL II.A.07 

PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN 
WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2017  

DI KABUPATEN MAMASA PROVINSI SULAWESI BARAT 

NO. KECAMATAN 
NOMOR URUT PASANGAN 

CALON SUARA  
SAH 1 2 3 

1.  ARALLE 2.342 375 1.230 3.947 
2.  BALLA 1.828 485 1.335 3.648 
3.  BAMBANG 3.900 1.199 1.315 6.414 
4.  BUNTUMALANGKA 3.054 218 1283 4.555 
5.  MAMASA 4.636 841 4.352 9.829 
6.  MAMBI 3.217 850 1.154 5.221 
7.  MEHALAAN 1.496 229 409 2.134 
8.  MESSAWA 2.125 441 1.144 3.701 
9.  NOSU 1.760 244 487 2491 
10.  PANA 3.016 364 975 4.355 
11.  RANTEBULAHAN TIMUR 1.905 578 699 3.182 
12.  SESENAPADAN 2.225 511 1.467 4.203 
13.  SUMARORONG 2.577 600 1.580 4.757 
14.  TABANG 1.854 276 413 2.543 
15.  TABULAHAN 3.734 182 2.037 5.953 
16.  TANDUK KALUA  2.305 940 1.523 4.768 
17.  TAWALIAN 1.977 434 1.366 3.777 

JUMLAH 43.951 8.767 22.769 75.487 
(Bukti TE.3-001) 

83. Bahwa selama proses rekapitulasi tidak ada keberatan baik yang 

disampaikan oleh Tim Pasangan Calon maupun oleh Panwaslu 

Kabupaten Mamasa.Tidak ada saksi Tim Pasangan Calon yang mengisi 

formulir model DB2-KWK (TE.3-002). 
KABUPATEN POLEWALI MANDAR 

84. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten 

Polewali Mandar telah dilaksanakan pada hari Rabu 22 Februari 2017, 

pukul 09.30 WITA sampai dengan pukul 17.45 WITA dengan dihadiri oleh 
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saksi-saksi Pasangan Calon, 16 PPK,  2 Panwascam, dan Panwas 

Kabupaten Polewali Mandar sebagai berikut (TE.3-001):  
a. Syamsul Samad dan Hasbi Waluyo, Saksi Pasangan Calon nomor 

urut 1 atas nama Dr. H. Suhardi Duka, MM dan H. Kalma Katta, 

S.Sos., MM.  

b. Abubakar Kadir / Fariruddin Saksi Pasangan Calon nomor urut 2 atas 

nama Mayjen TNI (Purn) Salim S. Mengga dan H. Hasanuddin 

Masud, S.Hut 

c. Maenunis / Muhsin Fattah, saksi Pasangan Calon nomor urut 3 atas 

nama  Drs. H. Ali Baal, M.Si dan Hj. Enny Anggraeny  Anwar. 

d. Seluruh Ketua dan Anggota dari 16 PPK dari wilayah Kabupaten 

Polewali Mandar 

e. Ketua Panwas Kabupaten Polewali Mandar atas nama Suaib. 

f. 3 Panwascam, dimana atas permintaan Panwas Kabupaten Polewali 

Mandar pada waktu rekapitulasi berlangsung diberikan kesempatan 

menjelaskan pelaksanaan rekapitulasi di Kecamatan. 

85. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Polewali 

Mandar adalah sebagai berikut (BUKTI TE.3-001):  
a. Nomor urut 1, memperoleh  38.331suara; 

b. Nomor urut 2, memperoleh 86.608 suara; 

c. Nomor urut 3, memperoleh 104.230 suara; 

d. Jumlah DPT adalah 301.325; 

e. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 225.795; 

f. Jumlah DPT yang tidak menggunakan hak pilih 75.530; 

g. Jumlah DPPh adalah 993; 

h. Jumlah DPPh yang menggunakan hak pilih 949; 

i. Jumlah DPPh yang tidak menggunakan hak pilih 44; 

j. Jumlah DPTb adalah 5.307; 

k. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 5.307; 

l. Jumlah DPTb yang tidak menggunakan hak pilih 0 ; 

m. Jumlah Seluruh Pemilih 307.625; 

n. Jumlah Seluruh Pengguna hak pilih 232.051; 

o.  Jumlah suara sah 229.169; 
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p. Jumlah suara tidak sah 2.882; 

q. Jumlah Surat Suara yang digunakan 232.051; 

r. Jumlah Surat Suara yang rusak 58 

s. Jumlah sisa Surat Suara yang tidak digunakan 77.084; 

86. Hasil rekapitulasi perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat secara 

rinci untuk setiap kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar Provinsi 

Sulawesi Barat adalah sebagai berikut :  
 

 
TABEL II.A. 08 

PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN 
WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2017  

DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI 
BARAT 

NO. KECAMATAN 
NOMOR URUT PASANGAN 

CALON SUARA  
SAH 1 2 3 

1.  ALLU 1.301 2.405 3.486 7.192 
2.  ANREAPI 759 1.209 3.607 5.575 
3.  BALANIPA 3.371 6.560 4.997 14.928 
4.  BINUANG 3.564 5.608 7.669 16.841 
5.  BULO 524 1.658 3.187 5.369 
6.  CAMPALAGIAN 6.954 10.230 12.849 30.033 
7.  LIMBORO 1.622 3.996 4.680 10.298 
8.  LUYO 2.288 5.953 6.867 15.108 
9.  MAPILLI 2.987 6.613 6.510 16.110 
10.  MATAKALI 1.527 5.119 5.774 12.420 
11.  MATANGNGA 187 607 1.863 2.657 
12.  POLEWALI 3.882 11.738 13.568 29.188 
13.  TAPANGO 2.077 3.843 6.589 12.509 
14.  TINAMBUNG 2.027 5.706 5.755 13.488 
15.  TUTAR 1.307 3.813 5.659 10.779 
16.  WONOMULYO 3.954 11.550 11.170 26.674 

JUMLAH 38.331 86.608 104.230 229.169 
(BUKTI TE.3-001) 

87. Bahwa selama proses rekapitulasi ada keberatan dari saksi atas nama 

Hasbi yang mempermasalahkan banyaknya pemilih yang tidak 
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mendapatkan C6, penggunaan SUKET di beberapa Kecamatan yang 

sangat tinggi (BUKTI TE.3-002). 
88. Bahwa atas keberatan-keberatan tersebut, Termohon telah memberikan 

tanggapan dan/atau tindak lanjutnya berupa penjelasan bahwa C6 yang 

dibagikan merupakan hasil dari coklit dari data yang didapat oleh 

DisDukCapil, kemudian C6 hanya merupakan surat pemberitahuan 

Termohon tetap memberikan kesempatan untuk para pemilih untuk 

memilih di TPS dengan memperlihatkan SUKET atau e-KTP yang sesuai 

dengan domisili. Termohon juga telah memberi pemberitahuan melalui 

media cetak, media elektronik, serta pemberitahuan secara langsung. 

Kemudian tanggapan mengenai SUKET Termohon juga sudah 

menjelaskan kepada saksi bahwa tingginya penggunaan SUKET di 

beberapa Kecamatan sudah sesuai dengan aturan tentang pemilihan 

kepala daerah yang terkait dan telah dikonfirmasi oleh DisDukCapil. 

KABUPATEN MAJENE 
89. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten 

Majene telah dilaksanakan pada hari Rabu 22 Februari 2017, pukul 09.00 

WITA sampai dengan pukul 09.00 sampai dengan 12.00 WITA dengan 

dihadiri oleh saksi-saksi Pasangan Calon, 8 PPK, 6 Panwascam, dan 

Panwas Kabupaten Majene sebagai berikut (BUKTI TE.3-001): 
a. Muh. Irfan Syarif, S.H Saksi Pasangan Calon nomor urut 1. DR. H. 

Suhardi Duka, MM dan H. Kalma Katta, S.Sos, MM 

b. Idham Muchsin Ali, S.E, Saksi Pasangan Calon nomor urut 2 Mayjen 

TNI  (Purn.) Salim S. Mengga dan H. Hasanuddin Mashud, S.Hut 

c. Muh. Wahyu, S.E, Saksi Pasangan Calon nomor urut 3 Drs. H.Muh. 

Ali Baal Masdar, M.Si dan Hj. Enny Anggraeny Anwar. 

d. Seluruh Ketua dan Anggota dari 8 PPK dari wilayah Kabupaten 

Majene 

e. Panwas Kabupaten atas nama Hapriawan 

f. 6 Panwascam, dimana atas permintaan Panwas Kabupaten Majene 

pada waktu rekapitulasi berlangsung diberikan kesempatan 

menjelaskan pelaksanaan rekapitulasi di Kecamatan. 
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90. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Majene adalah 

sebagai berikut (Bukti T Model DB-KWK dan DB1-KWK) (BUKTI TE.3-
001): 
a. Nomor urut 1, memperoleh  42.854 suara; 

b. Nomor urut 2, memperoleh 21.375 suara; 

c. Nomor urut 3, memperoleh 26.651 suara; 

d. Jumlah DPT adalah 108.479; 

e. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 90.498; 

f. Jumlah DPT yang tidak menggunakan hak pilih 17.981; 

g. Jumlah DPPh adalah 286; 

h. Jumlah DPPh yang menggunakan hak pilih 284; 

i. Jumlah DPPh yang tidak menggunakan hak pilih 2; 

j. Jumlah DPTb adalah 1.021; 

k. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 1.018; 

l. Jumlah DPTb yang tidak menggunakan hak pilih 3 ; 

m. Jumlah Seluruh Pemilih 109.786; 

n. Jumlah Seluruh Pengguna hak pilih 91.800; 

o.  Jumlah suara sah 90.880; 

p. Jumlah suara tidak sah 920; 

q. Jumlah Surat Suara yang digunakan 91.800; 

r. Jumlah Surat Suara yang rusak 28; 

s. Jumlah sisa Surat Suara yang tidak digunakan 19.574; 

91. Hasil rekapitulasi perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat secara 

rinci untuk setiap kecamatan di Kabupaten Majene  Provinsi Sulawesi 

Barat adalah sebagai berikut:  
TABEL II.A.09 

PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN 
WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2017  

DI KABUPATEN MAJENE PROVINSI SULAWESI BARAT 

NO. KECAMATAN 
NOMOR URUT PASANGAN 

CALON SUARA  
SAH 1 2 3 

1.  BANGGAE 12.194 3.625 7.192 23.011 
2.  BANGGAE TIMUR 7.183 4.318 5.385 16.886 
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3.  MALUNDA 3.814 4.040 2.033 9.887 
4.  PAMBOANG 5.727 3.505 2.868 12.100 
5.  SENDANA 6.346 2.282 3.848 12.476 
6.  TAMMERODO SENDANA 2.729 1.897 1.915 6.541 
7.  TUBO SENDANA 2.278 871 1.834 4.983 
8.  ULUMANDA 2.583 837 1.576 4.996 

JUMLAH 42.854 21.375 26.651 90.880 
(BUKTI TE.3-001) 

92. Panwaslu Kabupaten tidak menyampaikan keberatan pada saat rekap di 

tingkat kabupaten Majene tidak mengisi formulir model DB2-KWK (BUKTI 
TE.3-002) 

93. Bahwa selama proses rekapitulasi ada keberatan dari Saksi Tim Pasangan 

Calon nomor urut 1 yang mempermasalahkan Kotak suara PPK 

Tammero’do Sendana & Tubo Sendana yang telah tertukar pada saat 

Rekapitulasi ditingkat Kabupaten Majene berupa kotak suara yang berisi 

Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran serta model C-KWK Ukuran plano 

serta anak kunci kotak suara semua TPS. Atas keberatan itu Termohon 

kemudian mengganti kotak suara yang tertukar dengan kotak suara yang 

sebenarnya di bawa ketempat rekapitulasi tingkat Kabupaten Majene berisi 

Formulir model DA-KWK, Model DA1-KWK, Model DA2-KWK, Model DA 1-

KWK, DAA-KWK ukuran Plano dan Model DA 7-KWK, yang proses 

penggantian kotak semua Saksi pasangan calon dan anggota panwas 

kabupaten dikawal aparat keamanan dari kepolisian, bersama-sama 

mengambil kotak suara rekap yang seharusnya ke kantor KPU kabupaten 

majene yang masih dalam kondisi tersegel yang kemudian dibawa kembali 

ketempat pelaksanaan rekapitulasi tingkat Kabupaten Majene (BUKTI 
TE.3-002). 

94. Atas keberatan tersebut Termohon telah telah memberikan penjelasan 

bahwa permasalahan yang disampaikan telah ditindaklanjuti dan dilakukan 

perbaikan sebagaimana mestinya pada rekapitulasi tingkat kecamatan, 

dan para Saksi Paslon pada rekapitulasi di setiap kecamatan telah 

menandatangani berita acara hasil rekapitulasi.  
95. Bahwa pada pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan 

suara tingkat kabupaten Polewali Mandar Panwaslu Kabupaten tidak 
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menyampaikan keberatan pada saat rekap di tingkat Kabupaten Majene 

tidak mengisi formulir model DB2-KWK. 
KABUPATE MAMUJU 

96. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten 

Mamuju telah dilaksanakan pada hari  Rabu 22 Februari 2017, pukul 08.30 

WITA dengan dihadiri oleh saksi-saksi Pasangan Calon, 11 PPK dan 

Panwas Kabupaten Mamuju sebagai berikut (BUKTI TE.3-001):  
a. A. Muh Akbar dan Syamsir Saksi Pasangan Calon nomor urut 1. DR. 

H. Suhardi Duka, MM dan H. Kalma Katta, S.Sos, MM 

b. Suharto dan Tandius Tekkay, Saksi Pasangan Calon nomor urut 2 

Mayjen TNI  (Purn.) Salim S. Mengga dan H. Hasanuddin Mashud, 

S.Hut 

c. Ahmadi dan, Ahmad An, Saksi Pasangan Calon nomor urut 3. Drs. 

H.Muh. Ali Baal Masdar, M.Si dan Hj. Enny Anggraeny Anwar. 

d. Seluruh Ketua dan Anggota dari 11 PPK dari wilayah Kabupaten 

Mamuju 

e. Panwas Kabupaten Mamuju atas nama Muhammad Yusri.AR 

97. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Mamuju adalah 

sebagai berikut (BUKTI TE.3-001): 
a. Nomor urut 1, memperoleh  66..954 suara; 

b. Nomor urut 2, memperoleh 10.130 suara; 

c. Nomor urut 3, memperoleh 46.051 suara; 

d. Jumlah DPT adalah 157.896; 

e. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 118.506; 

f. Jumlah DPT yang tidak menggunakan hak pilih 39.390; 

g. Jumlah DPPh adalah 558; 

h. Jumlah DPPh yang menggunakan hak pilih 547; 

i. Jumlah DPPh yang tidak menggunakan hak pilih 11; 

j. Jumlah DPTb adalah 5.624; 

k. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 5,447; 

l. Jumlah DPTb yang tidak menggunakan hak pilih 177 ; 

m. Jumlah Seluruh Pemilih 164.070; 

n. Jumlah Seluruh Pengguna hak pilih 124.500; 
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o.  Jumlah suara sah 123.135; 

p. Jumlah suara tidak sah 1.365; 

q. Jumlah Surat Suara yang digunakan 124.500; 

r. Jumlah Surat Suara yang rusak 41; 

s. Jumlah sisa Surat Suara yang tidak digunakan 37.622; 

98. Hasil rekapitulasi perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat secara 

rinci untuk setiap kecamatan di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, 

adalah sebagai berikut : 
TABEL II.A.10 

PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN 
WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2017  

DI KABUPATEN MAMUJU PROVINSI SULAWESI BARAT 

NO. KECAMATAN 
NOMOR URUT PASANGAN 

CALON SUARA  
SAH 1 2 3 

1.  BONEHAU 2.709 92 1.822 4.623 
2.  KALUKKU 12.253 2.749 9.943 24.945 
3.  KALUMPANG 4.625 97 1.618 6.340 
4.  KEPULAUAN BALA 

BALAKANG 
507 231 469 1.207 

5.  MAMUJU 14.007 1.756 11.124 26.887 
6.  PAPALANG 7.635 884 3.267 11.786 
7.  SAMPAGA 4.190 1.043 2.641 7.874 
8.  SIMBORO dan KEPULAUAN 7.526 961 5.830 14.317 
9.  TAPALANG 5.174 954 3.523 9.651 
10.  TAPALANG BARAT 2.781 242 1.594 4.617 
11.  TOMMO 5.547 1.121 4.220 10.888 

JUMLAH 66.954 10.130 46.051 123.135 
(BUKTI TE.3-001) 

99. Bahwa pada waktu rapat pleno terbuka di Kabupaten Mamuju terdapat 

keberatan dari saksi pasangan calon No. 1. yang pada pokoknya 

menyatakan bahwa ingin meminta semua formulir C.7 dibuka (Bukti TE.3-
002). 

100. Bahwa atas keberatan tersebut telah ditindaklanjuti dengan melakukan 

memintah tanggapan kepada peserta rapat pleno,baik kepada ketua PPK 

ke Panwasli Kabupaten maupun kepada Saksi pasangan calon lainnya. 
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Saksi Pasangan Calon tidak diperlihatkan karena C.7 itu sudah di 

perlihatkan pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan.  

101. Pada saat rekapitulasi  ada rekomendasi Panwasli tentang Pemilihan 

Ulang di TPS 2 desa Kinatang kecamatan Bonehau . KPU kabupaten 

Mamuju telah menindaklanjuti melaksanakan rekomendasi Panwasli 

tersebut dengan melaksanakan pemilihan ulang di TPS 2 Desa Kinatang 

Kecamatan Bonehau.  

MAMUJU TENGAH 
102. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten 

Mamuju Tengah telah dilaksanakan pada hari  Minggu, 22 Februari 2017, 

pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 16.30 WIB dengan dihadiri oleh 

saksi-saksi Pasangan Calon nomor urut 1, 2 dan 3, Ketua dan Anggota 

PPK se-Kabupaten Mamuju Tengah, Ketua dan Anggota Panwas 

Kabupaten Mamuju Tengah sebagai berikut (BUKTI TE.3-001):  
a.  Andi Baso Saksi Pasangan Calon nomor urut 1 

b. Firman, Saksi Pasangan Calon nomor urut 2  

c. Satrio Nugroho P, Saksi Pasangan Calon nomor urut 3  

d. Seluruh Ketua dan Anggota dari PPK se-Kabupaten Mamuju Tengah 

e. Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten (Rustang S.Ag, Rahmat, 
S.Kom dan Muhdar). 

103. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Mamuju Tengah 

adalah sebagai berikut (BUKTI TE.3-001): 
a. Nomor urut 1, memperoleh 31.735 suara; 

b. Nomor urut 2, memperoleh 5.891 suara; 

c. Nomor urut 3, memperoleh 15.549 suara; 

d. Jumlah DPT adalah 70.949; 

e. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 51.780; 

f. Jumlah DPT yang tidak menggunakan hak pilih 19.169; 

g. Jumlah DPPh adalah 119; 

h. Jumlah DPPh yang menggunakan hak pilih 119; 

i. Jumlah DPPh yang tidak menggunakan hak pilih 0; 

j. Jumlah DPTb adalah 2.206; 

k. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 1.956; 

 
 

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 

 



442 
 

l. Jumlah DPTb yang tidak menggunakan hak pilih 250; 

m. Jumlah Seluruh Pemilih 73.274; 

n. Jumlah Seluruh Pengguna hak pilih 53.855; 

o. Jumlah suara sah 53.175; 

p. Jumlah suara tidak sah 680; 

q. Jumlah Surat Suara yang digunakan 53.855; 

r. Jumlah Surat Suara yang rusak 5; 

s. Jumlah sisa Surat Suara yang tidak digunakan 18.972; 

104. Hasil rekapitulasi perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 

2017 secara rinci untuk setiap kecamatan dalam wilayah Kabupaten 

Mamuju Tengah adalah sebagai berikut.  

TABEL II.A.11 
PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN 

WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2017  
DI KABUPATEN MAMUJU TENGAH 

NO. KECAMATAN 
NOMOR URUT PASANGAN 

CALON SUARA  
SAH 1 2 3 

1.  Budong-budong 5.680 1.008 4.489 11.177 
2.  Karossa 6.123 1.429 3.104 10.656 
3.  Pangale 3.614 914 2.130 6.658 
4.  Tobadak 8.208 736 2.587 11.531 
5.  Topoyo 8.110 1.804 3.239 13.153 

JUMLAH 31.735 5.891 15.549 53.175 
(BUKTI TE.3-001) 

105. Bahwa pada waktu rapat pleno terbuka di Kabupaten Mamuju Tengah, tidak 

terdapat keberatan dari seluruh saksi pasangan calon  yang pada pokoknya 

semua saksi pasangan calon menerima hasil rekapitulasi perolehan suara 

masing-masing calon untuk Kabupaten Mamuju Tengah.  (BUKTI TE.3-
002). 

106. Bahwa pada waktu rapat pleno terbuka di Kabupaten Mamuju Tengah, 

terdapat masukan/rekomendasi Panwas serta perbaikan yang dilakukan 

oleh KPU Kabupaten Mamuju Tengah sebagai berikut :  

Daftar perbaikan pada Pleno Tingkat KPU Kabupaten Mamuju Tengah sbb: 

No Kecamata Desa TPS Uraian Masalah sebelum setelah Ket 
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n diperbaiki Diperbaiki 
L P L P 

1. 
 

Tobadak Tobadak TPS 
7 

Kesalahan 
Penempatan 
Jumlah pada 
Daftar Pemilih 
Tambahan  

2 0 2 1 

 

Pengguna Hak 
Pilih (DPT) 116 96 115 96  

Jumlah Surat 
Suara Tidak 
Terpakai  

18 20 
Bukti 
C7 

2. Topoyo  Budong-
budong 

TPS 
1 

Kesalahan 
penulisan pada 
jumlah DPT 

1.288 1.356 
Bukti 
DPT 

Pangalloang TPS 
1 

Kesalahan 
penulisan pada 
jumlah DPT 

995 996 
Bukti 
DPT 

Salule’bo TPS 
1 

Kesalahan 
penulisan pada 
jumlah DPT 

1.866 1.869 
 

 
MAMUJU UTARA 
107. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten 

Mamuju Utara telah dilaksanakan pada hari Rabu Tanggal 22 Februari 

2017, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 15.14 WITA dengan dihadiri 

oleh saksi-saksi Pasangan Calon, 12 PPK, 5 Panwascam, dan Panwas 

Kabupaten Mamuju Utara sebagai berikut (BUKTI TE.3-001): 
a. Musfi Nuhung dan Jurahman, Saksi Pasangan Calon nomor urut 1.  

b. Aswar, Saksi Pasangan Calon nomor urut 3.  

c. Seluruh Ketua dan Anggota dari 12 PPK dari wilayah Kabupaten 

Mamuju Utara 

d. Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Mamuju Utara (Nasrul Natsir 

dan Andi Nurhadi). 

e. 12 Panwascam, dimana atas permintaan Panwas Kabupaten Mamuju 

Utara pada waktu rekapitulasi berlangsung diberikan kesempatan 

menjelaskan pelaksanaan rekapitulasi di Kecamatan. 

108. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Mamuju Utara 

adalah sebagai berikut (BUKTI TE.3-001):  
a. Nomor urut 1, memperoleh  16.230 suara; 

b. Nomor urut 2, memperoleh 14.003 suara; 

c. Nomor urut 1, memperoleh 29.521 suara; 
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d. Jumlah DPT adalah 83.901; 
e. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 58.835; 
f. Jumlah DPT yang tidak menggunakan hak pilih 25.066; 
g. Jumlah DPPh adalah 162; 
h. Jumlah DPPh yang menggunakan hak pilih 162; 
i. Jumlah DPPh yang tidak menggunakan hak pilih 0; 
j. Jumlah DPTb adalah 1.522; 
k. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 1.522 ; 
l. Jumlah DPTb yang tidak menggunakan hak pilih 0 ; 
m. Jumlah Seluruh Pemilih 85.585; 
n. Jumlah Seluruh Pengguna hak pilih 60.519; 
o.  Jumlah suara sah 59.754; 
p. Jumlah suara tidak sah 765; 
q. Jumlah Surat Suara yang digunakan 60.519; 
r. Jumlah Surat Suara yang rusak 20; 
s. Jumlah sisa Surat Suara yang tidak digunakan 25.818; 

109. Hasil rekapitulasi perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat secara 

rinci untuk setiap kecamatan di Kabupaten Mamuju Utara Provinsi Sulawesi 

Barat, adalah sebagai berikut : 
TABEL II.A.12 

PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN 
WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2017 DI 

KABUPATEN MAMUJU UTARA PROVINSI SULAWESI BARAT 

NO. KECAMATAN 
NOMOR URUT PASANGAN 

CALON SUARA  
SAH 1 2 3 

1.  BAMBAIRA 1.073 1.201 1.708 3.982 
2.  BAMBALAMOTU 2.132 2.561 2.930 7.623 
3.  BARAS 2.543 1.034 3.073 6.650 
4.  BULU TABA 1.347 460 2.416 4.223 
5.  DAPURANG 1.107 1.143 3.132 5.382 
6.  DURIPOKU 544 343 1.274 2.161 
7.  LARIANG 1.007 429 1.334 2.770 
8.  PASANGKAYU 2.244 2.735 4.562 9.541 
9.  PEDONGGA 578 504 1.786 2.868 
10.  SARJO 1.002 929 1.428 3.359 
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11.  SARUDU 1.167 1.067 3.221 5.455 
12.  TIKKE RAYA 1.486 1.597 2.657 5.740 

JUMLAH 16.230 14.003 29.521 59.754 
(BUKTI TE.3-001) 

110. Bahwa selama proses rekapitulasi tidak ada keberatan baik yang 

disampaikan oleh Tim Pasangan Calon maupun oleh Panwaslu Kabupaten 

Mamasa.Tidak ada saksi Tim Pasangan Calon yang mengisi formulir model 

DB2-KWK (BUKTI TE.3.002). 
111. Termohon tidak dapat menindaklanjuti keberatan saksi Pemohon karena 

tidak menyebut locus (tempat kejadian) secara spesifik terkait proses 

rekapitulasi penghitungan suara pada semua jenjang maupun terhadap  

adanya perbedaan angka pemilih yang hadir dengan jumlah perolehan 

suara, dan juga terhadap adanya perolehan suara yang jauh melebihi 

jumlah DPT dibanyak TPS  dan hanya bersifat asumsi dan tidak ada 

rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat terkait hal tersebut. 
112. Termohon tidak dapat mengklarifikasi keberatan terkait ketidaknetralan 

penyelenggara pada semua jenjang tersebut karena keberatan saksi 

Pemohon tidak secara spesifik menyebutkan siapa, penyelenggara pada 

jenjang mana dan dimana yang tidak netral tersebut karena tidak disertai 

dengan bukti pendukung, dan menyarankan agar melaporkan hal tersebut 

kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dan jajarannya, atau kepada 

DKPP untuk ditindaklanjuti. 
B. BANTAHAN TERHADAP PERMOHONAN PEMOHON 
113. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada halaman 6 permohonan a quo yang 

pada pokoknya menuduh adanya kecurangan-kecurangan yang merugikan 

perolehan suara Pemohon secara masif, yaitu adanya penggelembungan 

Pemilih tidak sah dengan modus NIK ganda, dan modus menggunakan 

surat keterangan pemilih tidak sah, serta tidak memberikan form 

pemberitahuan C6-KWK kepada Pemilih. 

 

TIDAK BENAR TERJADI PENGGELEMBUNGAN PEMILIH TIDAK SAH 
DENGAN MODUS NIK GANDA DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR, 
MAJENE, DAN MAMUJU UTARA 
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114. Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya penggelembungan Pemilih yang 

tidak sah dengan modus NIK Ganda yang terjadi pada 3 Kabupaten yaitu di 

Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Majene, dan Kabupaten Mamuju 

Utara adalah dalil yang tidak berdasar dan haruslah dikesampingkan karena 

dalil yang diajukan oleh Pemohon hanyalah menyebutkan adanya NIK 
ganda tanpa menjelaskan bagaimana hubungan kausalitas antara 
adanya NIK ganda tersebut dengan Perolehan suara Pasangan Calon. 

Jadi konstruksi yang dibangun oleh Pemohon dalam permohonannya 

hanyalah berupa asumsi bukan fakta. 

115. Dalam Permohonanannya Pemohon hanya menyajikan tabel NIK ganda 

mulai dari halaman 6 sampai dengan halaman 123 tanpa ada penjelasan 
dan bukti-bukti keterkaitan antara NIK ganda tersebut dengan 
pelaksanaan pemilihan yang melibatkan para Pemilih dalam proses 
pelaksanaan pemungutan suara. Sehingga dalil Pemohon mengenai hal 

ini tidak memiliki keterkaitan dan hubungan sebab akibat dengan perolehan 

suara pasangan calon. Selain itu sumber data yang digunakan oleh 

Pemohon tidak jelas darimana, karena Pemohon tidak menyebutkan 

sumbernya apakah dari Termohon ataukah dari Bawaslu Provinsi Sulawesi 

Barat ataukah hasil karangan Pemohon. Dalam Permohonannya pada 

halaman 7 Pemohon merujuk kepada 2 surat dari Bawaslu Provinsi 

Sulawesi Barat yaitu Surat Nomor 460/K.Bawaslu-Prov-

SR/PM.00.01/XI/2016 tanggal 30 November 2016 dan surat Nomor 

471/K.Bawaslu-Prov-SR/PM.00.01/XI/2016 Tanggal 8 Desember 2016. 

Akan tetapi dari kedua surat tersebut tidak ada daftar NIK ganda 

sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon mulai dari halaman 8 sampai 

dengan halaman 122 permohonan a quo.  

116. Dalil Pemohon pada pokoknya hanya menyebutkan bahwa terdapat temuan 

NIK ganda sebanyak 1.370 suara di Kabupaten Majene, 154 suara di 

Kabupaten Mamuju Utara dan 2.158 di Kabupaten Polewali Mandar.  

Sehingga Pemohon menyimpulkan terdapat suara tidak sah akibat NIK 

ganda sebesar 3.682 suara. Dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang 

sangat menyesatkan karena mengaitkan adanya NIK ganda pada wilayah 

Kabupaten dimana Pemohon mendapatkan suara yang lebih rendah 
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daripada Pihak Terkait, sehingga seolah-olah Pemohonlah yang dirugikan 

dengan adanya NIK ganda tersebut. Padahal kejadian adanya NIK ganda 

dalam proses pemutakhiran data, penyusunan DPS dan DPT dalam 

pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2017 terjadi 

di seluruh Kabupaten dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat, tidak saja 

terjadi di Kabupaten Polewali Mandar, Majene dan Mamuju Utara akan 

tetapi juga termasuk di Kabupaten Mamasa, Mamuju, dan Mamuju Tengah. 

Di Kabupaten Majene, ternyata Pemohon memperoleh suara tertinggi 

sehingga dimana kerugian yang diderita oleh Pemohon.  

117. Berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara tingkat Provinsi Sulawesi 

Barat, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai 

berikut: 

TABEL II.B.01 
PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL 

GUBERNUR PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2017 

NO. KABUPATEN 
NOMOR URUT PASANGAN 

CALON SUARA  
SAH 1 2 3 

1.  MAMASA 43.951 8.767 22.769 75.487 
2.  POLEWALI MANDAR 38.331 86.608 104.230 229.169 
3.  MAJENE 42.854 21.375 26.651 90.880 
4.  MAMUJU 66.909 10.130 46.043 123.082 
5.  MAMUJU TENGAH 31.735 5.891 15.549 53.175 
6.  MAMUJU UTARA 16.230 14.003 29.521 59.754 

JUMLAH 240.010 146.774 244.763 631.547 
(Bukti TE.4-001 dan TE.4-002) 

118. Berdasarkan Tabel IIB.01 tersebut di atas, perolehan suara Pemohon di 

Kabupaten Majene adalah 42.854 (empat puluh dua ribu delapan ratus lima 

puluh empat) suara, sedangkan Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 

26.651 (dua puluh enam ribu enam ratus lima puluh satu) suara, sehingga 

Pemohon lebih unggul sebanyak 16.203 (enam belas ribu dua ratus tiga) 

suara.  

119. Dalam Permohonannya pada halaman 6 sampai dengan halaman 8 

Pemohon menyatakan bahwa terdapat penggelembungan pemilih tidak sah 

yang merugikan perolehan suara Pemohon dengan modus NIK ganda 

sebanyak 3.682 suara yang terjadi di Kabupaten Majene, Kabupaten 
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Mamuju Utara, dan Kabupaten Polewali Mandar. Menurut Pemohon para 

Pemilih ganda tersebut terbukti menggunakan hak pilihnya di TPS-TPS 

tersebar di 3 Kabupaten tersebut. Apabila dalil Pemohon tersebut dianggap 

benar (quod non), maka bagaimana Pemohon menjelaskan sebanyak 
1.370 NIK ganda di Kabupaten Majene dimana perolehan suara Pemohon 

jauh lebih unggul daripada Pihak Terkait dengan selisih suara sebanyak 

16.203 suara. Fakta Pemohon memiliki perolehan suara yang jauh lebih 

tinggi dari Pihak Terkait membuktikan bahwa dalil Pemohon mengenai 

adanya NIK ganda yang merugikan Pemohon di Kabupaten Majene 

terbantahkan dengan sendirinya karena ternyata Pemohon tidak dirugikan. 

120. Selain itu apabila dikaitkan dengan rekomendasi Bawaslu Nomor 

43/Bawaslu-Prov.SR/HK.00.06/I/2017 tanggal 23 Januari 2017 perihal 

Penerusan pelanggaran administrasi masih terdapat daftar pemilih yang NIK 

sama dan nama sama serta NIK sama nama berbeda, yang terjadi di 

seluruh kabupaten di provinsi Sulawesi Barat termasuk di kabupaten-

kabupaten dimana perolehan suara Pemohon jauh lebih tinggi daripada 

perolehan suara Pihak Terkait, seperti di kabupaten Mamuju, Mamasa, dan 

Mamuju Tengah.  

121. Begitu pula halnya dengan adanya NIK ganda di Kabupaten Mamuju 

Tengah, Pemohon ternyata lebih unggul dari pihak Terkait dengan  

memperoleh suara sebanyak 31.735 sedangkan pihak Terkait memperoleh 

suara 15.549, sehingga selisih suara antara Pemohon dengan pihak Terkait 

adalah 16.186 suara. Berdasarkan surat dari Bawaslu Provinsi Sulawesi 

Barat Nomor 473/K.Bawaslu-Prov-SR/PM.00.01/XII/2016 tertanggal 12 

Desember 2016, di Kabupaten Mamuju Tengah terdapat NIK sama dan 

nama sama dalam DPT sisa yang bermasalah adalah 1.786 pemilih dan 

terdapat 756 pemilih yang NIK sama nama berbeda.  

122. Merujuk pada surat Bawaslu tersebut di Kabupaten Mamasa masih terdapat 

pemilih ganda dengan NIK sama dan nama sama sebanyak 360 pemilih, 

dan pemilih dengan NIK sama dan nama berbeda terdapat 150 pemilih, 

dimana perolehan suara Pemohon di Kabupaten Mamasa lebih unggul 

daripada Pihak Terkait, yaitu 43.951 suara untuk Pemohon dan 22.769 
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suara Pihak Terkait, sehingga selisih suara Pemohon dengan pihak Terkait 

adalah  21.182. 

123. Dalam suratnya kepada KPU Provinsi Sulawesi Barat tertanggal 12 

Desember 2016, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat telah merekomendasikan 

kepada Termohon untuk memerintahkan KPU Kabupaten Mamuju Tengah 

dan Kabupaten Mamasa untuk melakukan perbaikan terhadap data pemilih 

bermasalah, dimana menurut Pemohon Termohon tidak menindaklanjuti 

rekomendasi Bawaslu, padahal ternyata perolehan suara Pemohon pada 

kedua kabupaten tersebut lebih unggul daripada pihak Terkait.  

124. Dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan bahwa adanya NIK 

ganda merugikan perolehan suara Pemohon adalah tidak benar karena 

faktanya juga terdapat NIK ganda di kabupaten-kabupaten lain dimana 

Pemohon memperoleh suara lebih tinggi yaitu di Kabupaten Mamuju, 

Kabupaten Majene, Kabupaten Mamasa, dan Kabupaten Mamuju Tengah 

sebagaimana terlihat dari Tabel IIB.01. Oleh karena itu dalil Pemohon 

mengenai hal ini haruslah ditolak atau dikesampingkan. 

125. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak melaksanakan 

Rekomendasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat tersebut adalah dalil yang 

tidak berdasar karena Termohon telah menindaklanjuti surat Bawaslu 

Nomor 471/K.Bawaslu-Prov-SR/PM.00.01/XII/2016 tertanggal 8 Desember 

2016 perihal rekomendasi perbaikan DPT dengan memberikan arahan 

kepada KPU-KPU Kabupaten untuk melakukan pencermatan sebagaimana 

surat KPU Nomor 393/KPU-Prov-033/XII/2016 tertanggal 9 Desember 2016. 

Selanjutnya terhadap surat rekomendasi Bawaslu Nomor 473/K.Bawaslu-

Prov-SR/PM.00.01/XXI/2016 tertanggal 12 Desember 2016 perihal 

rekomendasi perbaikan DPT, Termohon telah menindaklanjutinya dengan 

mengeluarkan surat Nomor 394/KPU-Prov-033/XII/2016 tertanggal 13 

Desember 2016 yang ditujukan kepada KPU-KPU Kabupaten untuk 

menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu dimaksud (BUKTI TB-027). Dengan 

demikian terbukti bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon 

tidak menindaklanjuti rekomendasi dari Bawaslu adalah tidak benar dan 

oleh karenanya harus dikesampingkan. 

 
 

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 

 



450 
 

126. Berdasarkan surat arahan dari Termohon tersebut KPU-KPU Kabupaten 

telah menindaklanjutinya dengan melakukan pencermatan ulang dan 

melakukan faktualisasi data pemilih yang di indikasikan ganda ke alamat 

pemilih di lapangan, kemudian setelah dipastikan adanya NIK ganda dan 

nama sama maka Termohon melakukan penghapusan pemilih yang 

memiliki dua NIK yang sama sehingga mengurangi jumlah DPT hasil 

penetapan pada tingkat kabupaten tanggal 6 Desember 2016. Hasil dari 

pencermatan inilah yang menjadi dasar dari Jumlah DPT yang ditetapkan 

oleh Termohon berdasarkan Keputusan Nomor 106/BA/XII/2016 tertanggal 

16 Desember 2016 adalah 840.091 Pemilih (Bukti TB-006). Selanjutnya 

Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan tersebut dibagikan kepada 

Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dan masing-masing Pasangan Calon 

Gubernur dan Wakil Gubernur, sebagaimana tercantum dalam daftar 

pemilih tetap formulir model A.3-KWK.Termohon juga mengumumkan DPT 

secara online melalui laman Termohon sehingga masyarakat bisa 

mengakses secara langsung tanpa harus mendatangi kantor 

desa/kelurahan, serta diumumkan di tempat-tempat umum baik di Kantor 

Desa/Kelurahan, masjid, atau tempat ibadah lainnya, dan tempat-tempat 

lainnya yang strategis dan mudah diakses oleh masyarakat. 

127. Bahwa terhadap dugaan adanya NIK ganda setelah penetapan DPT pada 

tanggal 16 Januari 2017 sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, 

sesuai dengan rekomendasi Bawaslu, pada tanggal 25 Januari 2017 

Termohon telah memerintahkan KPU-KPU Kabupaten di seluruh Provinsi 

Sulawesi Barat untuk melakukan pencermatan dan faktualisasi terhadap 

DPT untuk memastikan kegandaannya dan apabila telah difaktualkan dan 

betul ganda segera dilakukan konfirmasi terhadap pemilih tersebut untuk 

menetapkan pilihan tempat yang bersangkutan. Terhadap pemilih yang 

telah menentukan untuk tidak memilih pada tempat yang bersangkutan, 

maka tidak diberi surat pemberitahuan (model C6-KWK) dan diberikan 

penandaan pada kolom keterangan (model A.3-KWK). Berdasarkan hasil 

pencermatan dan faktualisasi diperoleh laporan tindak lanjut oleh KPU 

Kabupaten sebagaimana data terlampir (BUKTI TF-001, TF-003, TF-004, 
TF-005, TF-006 dan TF-007), dimana pada pokoknya Termohon sudah 
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melakukan perbaikan dengan membuat penandaan dan tidak 

mendistribusikan C6-KWK kepada pemilih yang memiliki NIK sama nama 

sama dan NIK sama nama beda. 

128. Bahwa dengan demikian tidak benar Termohon tidak melaksanakan 

rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat. Apalagi sampai saat ini 

tidak ada satupun teguran ataupun sanksi yang diberikan kepada Termohon 

atas tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi dimaksud. 

129. Selain itu persoalan masalah NIK ganda tersebut tidak bisa dikategorikan 

sebagai bentuk pelanggaran yang terstruktur sistematis, dan massif. 

Pemohon tidak memahami bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran 

yang Terstruktur, Sistematis, dan Massif adalah: 

a. Pelanggaran itu bersifat sistematis artinya pelanggaran tersebut benar-

benar direncanakan secara matang (by design);  

b. Pelanggaran itu bersifat terstruktur artinya pelanggaran ini dilakukan 

oleh aparat structural, baik aparat pemerintah maupun aparat 

penyelenggara pemilu secara kolektif bukan aksi individual;  

c. Pelanggaran itu bersifat masif artinya pelanggaran tersebut terjadi 

disemua tempat atau sangat luas, bukan sporadis;  

130. Dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan para pemilih ganda tersebut 

terbukti menggunakan hak pilihnya di TPS-TPS yang tersebar di 3 

kabupaten, yaitu Majene, Mamuju Utara, dan Polewali Mandar. Dalil 

Pemohon tersebut sangat tidak beralasan karena Pemohon hanya 

mencantumkan nama-nama yang dianggap memiliki NIK ganda tanpa bukti 

apakah nama-nama tersebut telah menggunakan hak pilihnya atau tidak, 

sehingga tidak bisa dipastikan berapa orang dari yang namanya tercantum 

dalam NIK ganda menggunakan hak pilihnya, dimana mereka 

menggunakan hak pilihnya serta berapa banyak jumlah pemilih yang 

terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya. 

131. Pemohon hanya membuat asumsi bukan fakta bahwa Pemilih yang memiliki 

NIK ganda telah menggunakan hak pilihnya, Pemohon tidak bisa 

menguraikan siapa saja dari Daftar Pemilih yang memiliki NIK ganda 

tersebut telah menggunakan hak pilihnya, di TPS mana saja mereka 

menggunakan hak pilihnya, berapa jumlah dari masing-masing Pemilih yang 
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memiliki NIK ganda tersebut di setiap TPS dan kepada siapa saja suara 

mereka diberikan. Apalagi pemungutan suara berlangsung secara bebas 

dan rahasia sehingga siapapun pemilihnya apakah yang memiliki NIK ganda 

atau bukan, tidak bisa diketahui apalagi dipastikan akan mencoblos 

Pemohon ataukah Pihak Terkait. 

132. Selain itu berdasarkan data yang dimiliki oleh Termohon tidak ada satupun 

temuan, laporan, ataupun rekomendasi baik dari Panwas Kabupaten 

maupun Bawaslu Provinsi yang menyimpulkan bahwa adanya Pemilih yang 

memiliki NIK ganda telah memberikan suaranya kepada Pasangan Calon 

Nomor Urut 3 selaku Pihak Terkait. 

133. Begitu pula halnya dengan saksi-saksi Pemohon pada tingkat TPS, yang 

melihat dan mengikuti secara langsung proses pemungutan dan 

penghitungan suara, tidak ada satupun yang menyatakan keberatan 

terhadap para pemilih maupun terhadap hasil perolehan suara pasangan 

calon. Dalam proses rekapitulasi hasil pengitungan suara dalam tingkat 

kecamatan tidak ada satupun saksi pasangan calon yang mempersoalkan 

adanya pemilih yang memiliki NIK ganda yang dianggap memilih lebih dari 

satu kali. Begitu juga pada waktu rekapitulasi penghitungan suara tingkat 

kabupaten, tidak ada satupun saksi pasangan calon yang menyatakan 

keberatan terhadap para pemilih yang memiliki NIK ganda, termasuk saksi 

dari Pemohon.  

134. Dengan demikian Dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah 

dikesampingkan. 

TIDAK BENAR ADANYA PEMILIH YANG TIDAK SAH DENGAN MODUS 
PENGGUNAAN SURAT KETERANGAN DI KABUPATEN POLEWALI 
MANDAR, MAJENE, DAN MAMUJU UTARA 

135. Dalil Pemohon pada halaman 124 permohonan a quo yang menyatakan 

bahwa data hasil rekapitulasi suara Kabupaten Polewali Mandar (DB1-

KWK) terdapat fakta penggunaan Surat Keterangan (Suket) sebanyak 

5.307 yang lebih banyak dari penerbitan Suket sebanyak 5.247 di 

Kabupaten Polewali Mandar sehingga Pemohon menyatakan menguatkan 

indikasi bahwa telah terjadi penggelembungan suara dengan modus 

penerbitan Suket secara massif yang secara langsung 
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menggelembungkan suara Paslon nomor urut 3 sehingga merugikan 

perolehan suara Pemohon, adalah dalil yang tidak berdasar karena 

Pemohon tidak memahami dan salah dalam membaca informasi atau data 

yang terdapat dalam DB1-KWK Kabupaten Polewali Mandar. Pemohon 

juga terbukti ragu dengan dalilnya sendiri sehingga menyatakan 

“menguatkan indikasi”, padahal dalam persidangan di Mahkamah 

Konstitusi, yang digunakan sebagai alat bukti adalah fakta-fakta 

persidangan bukan “indikasi” yang tidak jelas dasar hukum dan kekuatan 

pembuktiannya.  

136. Berdasarkan data yang terdapat dalam DB1-KWK Kabupaten Polewali 

Mandar, angka 5.307 terdapat pada baris Pemilih DPTb/Pengguna KTP 
elektronik atau Surat Keterangan (Suket) sehingga dalil Pemohon yang 

menyatakan pengguna Suket di Kabupaten Polewali Mandar sebanyak 

5.307 adalah salah atau tidak benar karena jumlah pemilih yang terdaftar 

dalam DPTb bisa berasal dari pemilih yang menggunakan Suket atau 

menggunakan KTP elektronik. 

137. Pada bagian Pendahuluan Jawaban Termohon mengenai gambaran 

umum pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi 

Sulawesi Barat Tahun 2017, Termohon telah menjelaskan mengenai 

Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) mulai halaman 26 sampai dengan 28 

jawaban Termohon, dimana pada pokoknya berdasarkan Pasal 10 

Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2016 disebutkan bahwa pemilih yang 

tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan 

menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan 
kepada KPPS pada saat pemungutan suara dan didaftar pada DPTb ke 

dalam formulir Model A.Tb-KWK. Dengan demikian para pemilih yang 

terdaftar dalam DPTb bukanlah semata-mata berasal dari pemilih yang 

menggunakan Suket akan tetapi bisa juga dari para pemilih yang 

menggunakan KTP elektronik yang tidak terdaftar dalam DPT. Oleh karena 

itu adalah wajar dan masuk diakal apabila jumlah DPTb lebih besar 

daripada jumlah pemilih yang menggunakan Suket. Selisih antara jumlah 

DPTb dengan jumlah pemilih yang menggunakan Suket tidak bisa 
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disimpulkan sebagai penggelembungan suara yang menguntungkan pihak 

Terkait. 

138. Di Kabupaten Mamuju, dimana perolehan suara Pemohon (66.909 suara) 

jauh lebih tinggi daripada pihak Terkait (46.043 suara) dengan selisih 

20.866 suara, terdapat pemilih tambahan yang terdaftar dalam DPTb 

sebanyak 5.624 pemilih, (menempati ranking tertinggi DPTb se-Sulawesi 

Barat) dengan jumlah Suket yang diterbitkan oleh DukCapil sebanyak 

2.091 Surat sebangaimana surat dari Kepala DInas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju tertanggal 14 Februari 2017, 

sehingga terdapat selisih antara DPTb dengan jumlah Suket yang 

dikeluarkan sebanyak 3.533. Dengan menggunakan alur berfikir Pemohon, 

maka seakan-akan di Kabupaten Mamuju terdapat Pemilih yang tidak sah 

dan tidak tercatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam bentuk 

pelanggaran yang bersifat sistemik, terstruktur, dan massif, sehingga 

Pemohon juga seharusnya menuntut pemungutan suara ulang di 

Kabuaten Mamuju ditempat Pemohon meraih suara terbanyak. Kenapa 

Pemohon tidak mendalilkan selisih perbedaan jumlah DPTb dengan 

jumlah penerbitan Suket padahal selisihnya sangat besar. Kenapa 

Pemohon hanya mendalilkan di Kabupaten dimana perolehan suara 

Pemohon lebih rendah dari pihak Terkait. Hal ini menunjukkan 

ketidakkonsistenan Pemohon dalam mengajukan dalil-dalilnya. 

139. Besarnya selisih DPTb dengan Suket tersebut tidak bisa serta merta 

disebut sebagai penggelembungan suara karena dimungkinkan adanya 

pemilih lain yang menggunakan KTP elektronik. Adanya pemilih tambahan 

yang menggunakan KTP elektronik dimungkinkan terjadi karena pemilih 

tersebut belum terdaftar dalam DPT. Selain itu terdapat beberapa kasus 

dimana pada waktu KPPS membagikan Undangan C6-KWK ke alamat 

Pemilih ternyata Pemilih yang bersangkutan tidak berada ditempat, baik 

karena bekerja ataupun kegiatan lain sehingga KPPS tidak memberikan 

undangan C6 atau menitipkannya kepada orang lain dengan alasan agar 

C6 tidak disalahgunakan. Pada waktu hari pelaksanaan Pemungutan 

suara Pemilih tersebut kemudian mendatangi TPS untuk menggunakan 

hak pilihnya dengan menunjukan KTP Elektronik. Dalam kejadian ini 

 
 

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 

 



455 
 

terdapat beberapa kejadian dimana bagian pendaftaran KPPS tidak 

melakukan pengecekan terhadap DPT akan tetapi langsung menempatkan 

Pemilih tersebut sebagai Pemilih Tambahan. 

140. Bahwa jumlah DPTb dan penerbitan Suket untuk setiap Kabupaten di 

Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut : 

TABEL II.B.02 
PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON, JUMLAH DPTb, dan PENERBITAN 

SUKET DI PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2017 

NO. KABUPATEN 

PEROLEHAN SUARA 
PASANGAN CALON 

DPTb 

SURAT 
KETER
ANGAN 
(SUKET

) 

SELISI
H 

1 3 

7.  MAMASA 43.951 22.769 1.659 1.952 -295 
8.  POLEWALI MANDAR 38.331 104.230 5.307 4.627 680 
9.  MAJENE 42.854 26.651 1,021 5.809 -4788 
10.  MAMUJU 66.909 46.043 5.624 1.908 3.716 
11.  MAMUJU TENGAH 31.735 15.549 2.206 1.051 1.155 
12.  MAMUJU UTARA 16.230 29.521 1.522 800 722 

JUMLAH 240.010 244.763    
(Bukti TE.4-001 dan TE.4-002) 

141. Bahwa dari Tabel tersebut diatas terbukti bahwa Pemohon memperoleh 

suara tertinggidi 4 (empat) Kabupaten dari 6 (enam) Kabupaten di 

Sulawesi Barat. Sehingga terhadap tuduhan mengenai adanya 

penggelembungan suara adalah tidak berdasar karena faktanya 

Pemohonlah yang diuntungkan karena memperoleh suara tertinggi. 

142. Tidak benar dalil Pemohon pada halaman 123 sampai dengan halaman 

125 yang menyatakan bahwa terdapat penggelembungan Pemilih yang 

tidak sah dengan modus penggunaan Surat Keterangan (SUKET) yang 

merugikan perolehan suara Pemohon. 

143. Dalil Pemohon yang membandingkan jumlah penerbitan Surat Keterangan 

(SUKET) dengan jumlah Pemilih dari jalur Pemilih Pindahan sehingga 

menyimpulkan selisihnya sebagai suatu penggelembungan adalah dalil 

yang tidak berdasar, yang menunjukkan ketidakpahaman Pemohon 

terhadap proses dan mekanisme pemilihan, dimana Pemilih Tambahan 

adalah Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, sehingga Pemilih yang 

bersangkutan bisa menggunakan KTP Elektronik yang dimilikinya atau 
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Surat Keterangan dari Disdukcapil setempat. Sebagai contoh, dari 

berbagai media terdapat beberapa berita masih banyaknya pemilih yang 

telah memiliki KTP Elektronik namun namanya tidak tercantum dalam 

DPT, sehingga kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk 

memilih dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan. Selain itu siapapun 

pemilihnya tidak bisa dipastikan oleh siapapun kepada siapa pemilih dari 

Pemilih Tambahan tersebut akan menentukan suaranya, apakah kepada 

Pemohon ataukah kepada Pihak Terkait. 

144. Terkait dengan banyaknya jumlah DPTb di Provinsi Sulawesi Barat adalah 

merupakan salah satu permasalahan administrasi data kependudukan 

yang masih terjadi pada tingkat nasional baik dalam Pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Walikota 

Tahun 2017, maupun dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Walikota Tahun 2015. Jumlah DPTb 

dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil GUbernur di Provinsi Sulawesi Barat 

menempati jumlah yang terkecil yaitu 0,62% atau 16,889 suara, 

sedangkan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil GUbernur Provinsi DKI 

Jakarta adalah jumlah DPTb mencapai 1,04% atau 237.003 suara. Untuk 

Pemilihan di Kalimantan Utara jumlah DPTbnya adalah1,61% atau 12.832 

suara. 

145. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil Pemohon yang membandingkan 

jumlah penerbitan Surat Keterangan (SUKET) dengan jumlah Pemilih dari 

jalur Pemilih Pindahan sehingga menyimpulkan selisihnya sebagai suatu 

penggelembungan haruslah ditolak atau dikesampingkan.   

TIDAK BENAR BAHWA TERMOHON TIDAK MELAKUKAN 
KECURANGAN DENGAN TIDAK MEMBAGIKAN C6 KWK. 

146. Tidak benar dalil Pemohon halaman 125 permohonan a quo, yang 

menyatakan terdapat penggurangan suara Pemohon secara massif 

dengan menggunakan modus tidak memberikan form undangan atau C6 

kepada Pemilih yang terjadi di Kabupaten Polewali Mandar. Dalil Pemohon 

tersebut sangat tidak berdasar karena seakan-akan Pemilih yang tidak 

mendapatkan Undangan C6 itu tidak bisa melaksanakan hak pilihnya, dan 
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mereka yang diasumsikan tidak bisa memilih tersebut diasumsikan akan 

memilih Pemohon.  

147. Perlu Termohon sampaikan bahwa formulir model C6-KWK bukanlah 

merupakan syarat bagi Pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya. 

Formulir model C6-KWK adalah pemberitahuan bagi para pemilih untuk 

menggunakan hak pilihnya. Bagi para Pemilih yang tidak mendapatkan 

C6-KWK, karena misalnya pada waktu pembagian C6-KWK sedang tidak 

berada di tempat, maka  kepada Pemilih yang bersangkutan tetap bisa 

menggunakan hak pilihnya di TPS karena namanya sudah terdaftar dalam 

DPT.  

148. Termohon beserta  jajarannya sampai tingkat TPS telah menyampaikan 

pemberitahuan kepada warga masyarakat di berbagai ruang publik baik 

media radio, tv, maupun kepada para Tokoh Masyarakat bahwa bagi para 

Pemilih yang tidak mendapatkan C6-KWK mereka tetap bisa 

menggunakan hak pilihnya dengan mendatangi TPS, dengan mengecek 

namanya yang terdapat didaftar DPT.  

149. Adanya penarikan C6-KWK itu disebabkan karena para penyelenggara 

Pemilihan pada tingkat KPPS telah berupaya menandatanggani para 

Pemilih ke alamatnya, akan tetapi Pemilih tersebut tidak ditemukan atau 

tidak sedang berada di tempat dan Pihak KPPS tidak bisa menyerahkan 

C6 itu kepada orang lain, atau dititipkan karena khawatir akan 

disalahgunakan sehingga ditarik kembali. Jadi tidak benar kalau ada 

modus untuk mempengaruhi suara Pemohon dengan tidak membagikan 

undangan memilih. Selain itu tidak bisa dipastikan para Pemilih tersebut 

apakah akan mencoblos suaranya untuk para Pemohon ataupun Pihak 

Terkait karena Pemiihan berlangsung secara langsung, umum bebas dan 

rahasia (LUBER). 

150. Bahwa sesuai dengan Pasal 16 PKPU Nomor 14 tahun 2016 tentang 

Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. 

Disebutkan bahwa PPS menerima pengembalian formulir C6-KWK dari 

KPPS menggunakan berita acara model D.1-KWK. Selanjutnya PPS 

melakukan rekapitulasi terhadap pengembalian C6 dengan menggunakal 
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formulir D.2-KWK. Kemudian PPS menyerahkan berita acara D1-KWK dan 

D2-KWK Berita Acara D1-KWK dan D2-KWK kepada PPK bersama-sama 

di tingkat TPS untuk diteruskan di KPU Kabupaten. KPU Kabupaten 

melakukan Rekapitulasi pengembalian C6 dengan mengunakan Form 

Model DB8-KWK. KPU Kabupaten memberikan hasil rekapitulasi ke KPU 

Provinsi yang kemudian disusun dalam Model DC7-KWK. Dalam berbagai 

formulir model rekapitulasi tersebut tidak menyediakan format identitas 

nama-nama dan alamat Pemilih yang tidak mendapatkan formulir C6. 

151. Bahwa berdasarkan formulir model DC7-KWK di Provinsi Sulawesi Barat, 

adanya surat pemberitahuan C6-KWK yang tidak dapat disampaikan 

kepada para Pemilih tidak saja terjadi di Kabupaten Polewali Mandar 

dimana Pihak Terkait memperoleh suara tertinggi, akan tetapi terjadi juga 

di 5 Kabupaten lainnya di Sulawesi Barat, termasuk di 4 Kabupaten 

dimana Pemohon memperoleh suara lebih tinggi daripada Pihak Terkait. 

Berikut ini data selengkapnya hasil rekapitulasi undangan C6-KWK yang 

tidak bisa didistribusikan kepada para pemilih : 

TABEL II.B.03 
HASIL REKAPITULSI PENGEMBALIAN C6-KWK 

 PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2017 

NO. KABUPATEN 

PEROLEHAN 
SUARA 

PASANGAN 
CALON 

C6 
(DC7-
KWK) 

1 3 
7.  MAMASA 43.951 22.769 22.462 
8.  POLEWALI MANDAR 38.331 104.230 28.374 
9.  MAJENE 42.854 26.651 7.588 
10.  MAMUJU 66.909 46.043 10.699 
11.  MAMUJU TENGAH 31.735 15.549 7.625 
12.  MAMUJU UTARA 16.230 29.521 8.061 

JUMLAH 240.010 244.763 84.809 
  (Bukti TE.4-007) 
152. Di Kabupaten Mamasa, dimana Pemohon memperoleh suara tertinggi 

sebanyak 43.951 suara, terdapat 22.482 surat pemberitahuan C6-KWK 

yang tidak dapat disampaikan kepada pemilih. Begitu juga yang terjadi di 

Kabupaten Mamuju dimana Pemohon memperoleh suara tertinggi 

sebanyak 66.909 suara, terdapat 10.699 surat pemberitahuan C6-KWK 
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yang tidak bisa disampaikan kepada para pemilih. Hal yang sama terjadi di 

Majene dan Mamuju Tengah, di kabupaten dimana Pemohon memperoleh 

suara terbanyak masih terdapat ribuan surat pemberitahuan C6-KWK yang 

tidak dapat didistribusikan. Apabila mengikuti alur berfikir Pemohon, maka 

seakan-akan Pihak Terkait yang dirugikan karena terdapat puluhan ribu 

pemilih yang tidak mendapatkan C6-KWK yang tidak bisa memilih, dimana 

mereka semuanya akan memilih Pihak Terkait, padahal belum tentu para 

pemilih yang tidak mendapatkan C6-KWK tidak bisa memilih, dan tidak 

bisa dipastikan jika mereka memilih akan mencoblos siapa, apakah 

Pemohon ataukah Pihak Terkait.  

153. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil Pemohon mengenai 

penggurangan suara Pemohon secara massif dengan menggunakan 

modus tidak memberikan form undangan atau C6 kepada Pemilih yang 

terjadi di Kabupaten Polewali Mandar adalah tidak berdasar dan oleh 

karenanya haruslah ditolak. 

 

PETITUM 
Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada 

Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : 

DALAM EKSEPSI 
Mengabulkan Eksepsi Termohon 

DALAM POKOK PERKARA 
- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.  

- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi Sulawesi Barat Nomor 05/Kpts/KPU-Prov-033/2017 Tentang 

Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan 

Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2017, bertanggal  26 Februari 2017 

Pukul 17.30 WITA 

- Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Gubernur 

dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2017 yang benar adalah sebagai 

berikut: 

No. NAMA PASANGAN CALON PEROLEHAN 
SUARA 

1. Dr. H. Suhardi Duka, MM dan 240.010 suara 
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H. Kalma Katta, S.Sos., MM. 
2. Mayjen TNI (purn) Salim S. Mengga dan 

H. Hasanuddin Mashud, S. Hut 
146.774 suara 

3 Drs. H. Ali Baalm M.Si dan 
Hj. Enny Anggraeny Anwar 

244.763 suara 

TOTAL SUARA SAH 631.547 suara 
 

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya (ex aequo et bono). 

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah 

mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA-001 s.d. bukti TF-006 

yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 21 Maret 2017, serta 

tambahan alat bukti TB-050 s.d. TB-054 yang disahkan dalam persidangan pada 

tanggal 7 April 2017, sebagai berikut: 

NO. KODE 
BUKTI JENIS BUKTI POKOK KETERANGAN 

1. TA-001 Kumpulan Keputusan Komisi 
Pemilihan Umum Provinsi 
Sulawesi Barat Tentang 
Pedoman Teknis Tahapan, 
Program Dan Jadwal 
Penyelenggaraan Pemilihan 
Gubernur Dan Wakil Gubernur 
Tahun 2017 
 

Bukti ini menunjukkan bahwa 
pendaftaran Pasangan Calon 
Gubernur dan Wakil Gubernur 
Provinsi Sulawesi Barat, dimulai 
pada tanggal 19 September 2016 
sampai dengan tanggal 21 
September 2016 

2. TA-002 Keputusan Komisi Pemilihan 
Umum No. 7 Tahun 2016 
Tentang Tata Cara 
Pencalonan Pemilihan 
Gubernur Dan Wakil Gubernur 
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 
2017, Tertanggal 31 Mei 2016 
 

Bukti ini pada pokoknya 
menunjukkan bahwa termohon 
telah mengeluarkan pedoman 
Tata Cara Pencalonan beserta 
lampiran dokumenyna dalam 
pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur Sulawesi Barat 2017 

3 TA-003 Surat Keputusan KPU Provinsi 
Sulawesi Barat Nomor 
05/Kpts/KPU-Prov-033/2016 
tentang Penetapan 
Rekapitulasi DPT Pemilu/ 
Pemilihan terakhir sebagai 
dasar Penghitungan Jumlah 
Minimum dukungan 
Persyaratan dan sebaran 
paling sedikit pasangan calon 
Perseorangan dalam 

Bukti ini menunjukkan bahwa 
untuk Pasangan Calon 
perseorangan harus memenuhi 
jumlah dukungan perseorangan 
paling sedikit  88.341 Orang 
Provinsi Sulawesi Barat. 
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Pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur Sulawesi Barat 
Tahun 2017, tanggal 22 Mei 
2016 

4 TA-004 Surat Keputusan KPU Provinsi 
Sulawesi Barat Nomor 
17/Kpts/KPU-Prov-033/2016 
Tentang Jumlah Kursi Atau 
Jumlah Suara Sah Partai 
Politik Atau Gabungan Partai 
Politik Dalam Pengajuan Bakal 
Pasangan Calon Pada 
Pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur Sulawesi Barat 
2017, tanggal 07 September 
2017. 

Bukti ini pada pokoknya 
menerangkan bahwa syarat 
jumlah kursi sekurang-kurangnya 
adalah 9 kursi anggota DPRD 
atau jumlah suara sah partai 
politik sekurang-kurangnya 
170.888 dalam dukungan 
pengajuan pasangan calon 
Gubernur dan Wakil Gubernur 
Sulawesi Barat 2017 

5. TA-005 Berita Acara No. 
56/BA/IX/2016 Rapat Pleno 
Pelaksanaan Pendaftaran 
Bakal Calon Gubernur Dan 
Wakil Gubernur Provinsi 
Sulawesi Barat Tahun 2017, 
Tertanggal 23 September 2016 

Bukti ini menunjukkan bahwa 
terdapat 3 Pasangan Calon 
Gubernur dan Wakil Gubernur 
Provinsi Sulawesi Barat  dalam 
pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur Provinsi Sulawesi Barat 
tahun 2017. 

6. TA-006 Kumpulan Persyaratan 
Pasangan Calon Gubernur 
Dan Wakil Gubernur Provinsi 
Sulawesi Barat Dalam 
Pemilihan Gubernur Dan Wakil 
Gubernur Provinsi Sulawesi 
Barat Tahun 2017 
 

Bukti ini menunjukkan bahwa 
kelengkapan dokumen 
administrasi Pasangan Calon 
yang mendaftar sebagai 
Gubernur dan Wakil Gubernur 
Provinsi Sulawesi Barat dalam 
pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur Provinsi Sulawesi Barat  
tahun 2017. 

7. TA-007 Kumpulan Surat Dukungan 
Dari Partai Politik Atau 
Gabungan Partai Politik 
Terhadap Pasangan Calon 
Gubernur Dan Wakil Gubernur 
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 
2017. (Model B.1-KWK Parpol) 
 

Bukti ini menunjukkan bahwa 
Pasangan Calon Drs. H. Muh. Ali 
Baal Masdar, M.Si, Hj. Eny 
Anggraeny Anwar Adnan Saleh 
didukung oleh partai PAN, PPP, 
Nasdem, Gerindra, PDI, PKB. 
Pasangan Calon Mayjen TNI 
(Purn.) Salim Mengga dan H. 
Hasanuddin Mas’ud S.Hut yang 
didukung oleh partai Golkar. 
Pasangan Calon Dr. H. Suhardi 
Duka, M.M., dan H. Kalma Katta, 
S.Sos., M.M. yang didukung oleh 
partai Hanura, PKS, Demokrat. 

8. TA-008 Kumpulan Tanda Terima 
Dokumen Perbaikan Pasangan 
Calon Gubernur Dan Wakil 

Bukti ini menunjukkan bahwa 
KPU Provinsi Sulawesi Barat 
telah menerima dokumen 
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Gubernur Provinsi Sulawesi 
Barat  (Model TT.2-KWK) 
 

perbaikan dari 3 (tiga) Pasangan 
Calon Gubernur dan Wakil 
Gubernur Provinsi Sulawesi Barat 
, yaitu : 

1. Dr. H. Suhardi Duka, M.M., 
dan H. Kalma Katta, 
S.Sos.,M.M  

2. Mayjen TNI (Purn.) Salim 
Mengga dan H. 
Hasanuddin Mas’ud S.Hut 

3. Drs. H. Muh. Ali Baal 
Masdar, M.Si Dan Hj. Eny 
Anggraeny Anwar Adnan 
Saleh 

9. TA-009 Kumpulan Berita Acara 
Tentang Penerimaan Dokumen 
Perbaikan Persyaratan Bakal 
Calon Gubernur Dan Wakil 
Gubernur Sulawesi Barat 
Tahun 2017. 

Bukti ini menunjukkan bahwa 
KPU Provinsi Sulawesi Barat 
telah menerima dokumen 
perbaikan dari calon berupa : 

1. LHKP dari  dr. H. Suhardi 
duka, m.m., 

2. Melakukan verifikasi 
faktual dukungan partai 
persatuan pembangunan 
terhadap Pasangan Calon 
Drs. H. Muh. Ali Baal 
Masdar, M.Si dan Hj. Eny 
Anggraeny Anwar Adnan 
Saleh 

10. TA-010 Kumpulan Keputusan Komisi 
Pemilihan Umum Provinsi 
Sulawesi Barat Tentang 
Penetapan Pasangan Calon 
Gubernur Dan Wakil Gubernur 
Sulawesi Barat Tahun 2017 

Bukti ini menunjukkan terdapat 3 
(tiga) Pasangan Calon yang 
memenuhi syarat sebagai Calon 
Gubernur dan Wakil Gubernur 
Provinsi Sulawesi Barat tahun 
2017. 

11. TA-011 Keputusan Komisi Pemilihan 
Umum Provinsi Sulawesi Barat 
Nomor 29/Kpts//KPU-Prov-
033/2016  Tentang Penetapan 
Nomor Urut Dan Daftar 
Pasangan Calon Gubernur 
Dan Wakil Gubernur Provinsi 
Sulawesi Barat Tahun 2017, 
tanggal 25 Oktober 2016. 
 

Bukti menunjukkan bahwa 
Pasangan Calon nomor urut 1 
atas nama Dr. H. Suhardi Duka, 
M.M., dan H. Kalma Katta, 
S.Sos.,M.M  nomor urut 2 atas 
nama Pasangan Calon Mayjen 
TNI (Purn.) Salim Mengga dan H. 
Hasanuddin Mas’ud S.Hut, nomor 
urut 3 Pasangan Calon atas nama 
Drs. H. Muh. Ali Baal Masdar, 
M.Si dan Hj. Eny Anggraeny 
Anwar Adnan Saleh. 

12. TA-012 Surat Atau Dokumen Lainnya 
Yang Terkait Dengan 
Pendaftaran, Penetapan 
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Calon, Dan Sengketa 
Pemilihan. 
 

 
TB: Daftar Bukti Surat Yang Berkaitan Dengan Pemutakhiran Data, 
Penyusunan DPS, Dan DPT 

No. Kode 
Bukti Jenis bukti Pokok keterangan 

1. TB-001 Data Agregat Kependudukan 
Per-Kecamatan (DAK2) 
semester II Tahun 2015 
pertanggal 31 Desember 2015. 

Bukti ini menerangkan pada 
pokoknya jumlah penduduk 
provinsi Sulawesi Barat adalah 
1.522.626 Jiwa 

2. TB-002 Berita Acara serah terima 
daftar Penduduk Potensial 
Pemilih Pemilihan (DP4) 

Bukti ini menerangkan pada 
pokoknya jumlah penduduk 
Potensial Pemilih Pemilihan 
adalah sebanyak 1.067.714 jiwa 

3. TB-003 Kumpulan Keputusan Komisi 
Pemilihan Umum Provinsi 
Sulawesi Barat Tentang 
Pedoman Teknis Pemutakhiran 
Data Dan Penyusunan Daftar 
Pemilih Dalam Pemilihan 
Gubernur Dan Wakil Gubernur 
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 
2017 

Bukti Ini menerangkan pada 
pokoknya menetapkan Pedoman 
Teknis Tentang Pemutakhiran 
Data Dan Penyusunan Daftar 
Pemilih Dalam Pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur  
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 
2017 

4. TB-004 
 

Kumpulan Surat KPU Provinsi 
Sulawesi Barat Tentang Proses 
Pencocokan Dan Penelitian 
Pemutakhiran Data Pemilih. 
 

Bukti ini menerangkan pada 
pokoknya Termohon 
memerintahkan kepada seluruh 
KPU Kabupaten di Provinsi 
Sulawesi Barat agar melakukan 
Monitoring Dan Pencermatan 
terhadap pelaksanaan tugas 
Petugas Pemutakhiran Data 
Pemilih (PPDP) Melalui PPK Dan 
PPS dalam kegiatan 
Pemutakhiran Data Pemilih 

5. TB-005 
 

Keputusan Komisi Pemilihan 
Umum Provinsi Sulawesi Barat 
Nomor 97/BA/XI/2016 Tentang 
Penetapan Rekapitulasi Daftar 
Pemilih Sementara (DPS) 
Pemilihan Gubernur Dan Wakil 
Gubernur Sulawesi Barat  
Tahun 2017 Tingkat Provinsi 
Sulawesi Barat  Tertanggal 3 
November 2016. 

Bukti Ini menerangkan pada 
pokoknya menyatakan bahwa   
jumlah DPS di Provinsi Sulawesi 
Barat Adalah sebanyak 873.360 
Pemilih  
 

6 TB-006 Berita Acara Nomor 
106/BA/XII/2016 tentang 
Penetapan Rekapitulasi Daftar 

Bukti Ini menerangkan pada 
pokoknya jumlah DPT pada 
Pemilihan Gubernur dan Wakil 
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Pemilih Tetap (DPT) tingkat 
Pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur Sulawesi Barat 
Tahun 2017, tanggal 16 
Desember 2016. 

Gubernur Sulawesi Barat Tahun 
2017 Adalah sebanyak 840.091 
Pemilih 

7 TB-007 Surat Edaran Menteri Dalam 
Negeri Republik Indonesia 
Nomor 470/296/SJ perihal KTP 
elektronik (KTP-el) berlaku 
seumur hidup, Tertanggal 29 
Januari 2016. 

Bukti ini menerangkan pada 
pokoknya Kementrian Dalam 
Negeri meminta kepada Para 
Gubernur dan Bupati/Walikota 
untuk menugaskan unit kerja 
yang menyelenggarakan 
pelayanaan publik agara 
mematuhi ketentuan KTP-el yang 
diterbitkan sejak tahun 2011 
berlaku seumur hidup dan 
menugaskan unit kerja yang 
menyelenggarakan Administrasi 
Kependudukan agar 
menyebarluaskan ketentuan 
dimaksud melalui media cetak, 
media elektronik maupun media 
sosial lainnya, sehingga dapat 
diketahui oleh para petugas 
penyelenggara administrasi 
kependudukan, para 
penyelenggara layanan publik 
maupun masyarakat. 

8 TB-008 Surat Sekretaris Gubernur 
Daerah Nomor 270/304/SET 
Kepada DisDukCapil 
Kabupaten Se-Sulawesi Barat 
perihal dukungan PILKADA 
Serentak 2017, Tertanggal 7 
Februari 2017. 

Bukti ini menerangkan pada 
pokoknya himbauan kepada 
DisDukCapil Kabupaten se-
Sulawesi Barat agar segera 
melakukan rekapitulasi surat 
keterangan yang telah diterbitkan, 
dicetak dan diserahkan ke KPUD 
masing-masing paling lambat 8 
Februari 2017 dan tebusannya 
disampaikan ke DisDukCapil 
Provinsi Sulawesi Barat, serta 
diharapkan untuk tetap 
memberikan pelayanan pada 
tanggal 15 Februari 2017 

9 TB-009 Surat KPU Provinsi Sulawesi 
Barat Nomor 134/KPU-
Prov/033/II/2017 Perihal 
Rekapitulasi Surat Keterangan 
(SUKET)Tertanggal 12 
Februari 2017  

Bukti ini menerangkan bahwa 
DisDukCapil belum ada yang 
menyampaikan rekapitulasi Surat 
Keterangan (SUKET) 
Kependudukan yang memuat 
nama dan NIK pemiloh dimaksud 
yang akan digunakan petugas 
KPPS untuk mengecek 
keaslian/kebenaran SUKET yang 
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dikeluarkan oleh Dis DukCapil 
10 TB-010 Berita Acara KPU Provinsi 

Sulawesi Barat Nomor 
09/BA/I/2017 Tentang 
Penetapan Penggunaan Surat 
Keterangan Pengganti KTP 
elektronik dalam pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur 
Sulawesi Barat Tahun 2017, 
tanggal 27 Januari 2017. 

Bukti ini menerangkan pada 
pokoknya warga negara yang 
tidak terdaftar dalam DPT untuk 
menggunakan hak pilihnya 
menggunakan format Surat 
Keterangan sebagai pengganti 
KTP elektronik berdasarkan Surat 
Kemendagri Nomor 
471.13/10231/DUKCAPIL 

11 TB-011 Surat Rekomendasi Panwaslih 
KPU Kabupaten Majene Nomor 
068/K.Bawaslu-Prov.SR-
01/00.01/XI/2016 tentang 
rekomendasi perbaikan 
terhadap Daftar Pemilih By 
Name By Address, tertanggal 
30 November 2016 

Bukti ini menerangkan pada 
pokoknya bahwa Panwas telah 
merekomendasikan KPU 
Kabupaten Majene untuk 
melakukan perbaikan terhadap 
Daftar Pemilih sebelum 
melaksanakan Rekapitulasi Daftar 
Pemilih Sementara Hasil 
Perbaikan (DPSHP)/Penetapan 
Daftar Pemilih Tetap 

12 TB-012 Surat KPU Kabupaten Majene 
Nomor 140/KPU-Kab-
033.433422/XII/2016 tentang 
tindak lanjut terhadap 
rekomendasi Panwaslih 
mengenai perbaikan terhadap 
Daftar Pemilih By Name By 
Address, tertanggal 5 
Desember 2016 

Bukti ini menerangkan pada 
pokoknya bahwa Termohon telah 
menindaklanjuti dan melakukan 
pencermatan terhadap data 
ganda tersebut By name By 
address, melakukan pencoretan 
terhadap Data Ganda tersebut 
dan melakukan perbaikan 
terhadap elemen data yang NIK 
nya Invalid yang menyebabkan 
Data Ganda. 

13 TB-013 Surat Bawaslu Provinsi 
Sulawesi Barat Nomor 
471/K.Bawaslu-Prov-
SR/PM.00.01/XII/2016 perihal 
rekomendasi tentang 
Perbaikan Daftar Pemilih Tetap 
dalam Pemilihan Gubernur dan 
Wakil Gubernur Sulawesi Barat 
tahun 2017, Tertanggal 8 
Desember 2016. 

Bukti Ini menerangkan pada 
pokoknya Bawaslu Provinsi 
Sulawesi Barat telah 
merekomendasikan perbaikan 
terhadap Daftar Pemilih Tetap. 
 

14 TB-014 Surat Bawaslu Provinsi 
Sulawesi Barat Nomor 
473/K.Bawaslu-Prov-
SR/PM.00.01/XII/2016 perihal 
rekomendasi tentang 
Perbaikan Daftar Pemilih Tetap 
dalam Pemilihan Gubernur dan 
Wakil Gubernur Sulawesi Barat 

Bukti ini menerangkan pada 
pokoknya Bawaslu Provinsi 
Sulawesi Barat telah 
merekomendasikan perbaikan 
Daftar Pemilih Tetap di 3 
Kabupaten, yaitu Mamasa, 
Mamuju Tengah, Majene. 
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tahun 2017, tertanggal 12 
Desember 2016. 

15 TB-015 Surat Pengantar dari 
Pemerintah Kabupaten Mamuju 
Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kaupaten 
Mamuju Nomor 474/21/II.2017 
tentang Rekapan Surat 
Keterangan (Suket), tertanggal 
14 Februari 2017. 

Bukti ini pada pokoknya 
menerangkan Jumlah dan Daftar 
penerima Surat Keterangan di 
Kabupaten Mamuju. 

16 TB-016 Surat  KPU Kabupaten Mamuju 
Nomor 
21/KPU.KAB.033.433438/II/201
7 perihal Pemilih Pemula yang 
tidak terdaftar dalam DPT, 
tertanggal 14 Februari 2017.  

Bukti ini pada pokoknya 
menerangkan bahwa KPU 
Kabupaten Mamuju telah 
menyerahkan by Name pemilih 
pemula yang tidak terdaftar dalam 
Data Pemilih Tetap (DPT) 
sebagaimana terlampir. 

17 TB-017 Surat KPU Provinsi Sulawesi 
Barat Nomor 387.1/kpu-prov-
033/XII/2016 tentang 
Rekapitulasi Jumlah Penerbitan 
Surat Keterangan (SUKET) 
Pasca Penetapan DPT 
Pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur Sulawesi Barat 
Tahun 2017, tertanggal 9 
Desember 2016. 

Bukti ini pada pokoknya 
menerangkan mengenai jumlah 
Surat Keterangan setelah 
penetapan DPT Pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur di 
masing-masing Kabupaten di 
Provinsi Sulawesi Barat, dengan 
total 16.147 

18 TB-018 Berita Acara KPU Provinsi 
Sulawesi Barat Nomor 
105/BA/XII/2016 tentang 
Penundaan Rekapitulaasi 
Daftar Pemili Tetap (DPT) 
Tingkat Provinsi Sulawesi Barat 
Pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur Sulawesi Barat 
Tahun 2017, tertanggal 8 
Desember 2016. 

Bukti in menerangkan pada 
pokoknya KPU Provinsi Sulawesi 
Barat telah melakukan rapat 
pleno terbuka mengenai 
rekapitulasi DPT. Pada rapat 
tersebut Bawaslu memeberikan 
rekomendasi kepada KPU 
Provinsi Sulawesi Barat untuk: 

1. menunda penetapan 
rekapitulasi DPT tingkat 
Provinsi sampai dengan 
tanggal 16 Desember 
2016. 

2. Melakukan pertemuan 
antara KPU, Bawaslu dan 
Tim Pasangan Calon pra 
rekapitulasi. 

3. Penundaan penetapan 
rekapitulasi DPT untuk 
mendapatkan DPT yang 
valid dan akurat. 

19 TB-019 Berita Acara KPU Kabupaten Bukti ini menerangkan pada 
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Majene Nomor 
28.a/BA/XII/2016 tentang 
Pencermatan Ulang Daftar 
Pemilih Tetap Bagi Wajib Pilih 
yang Tidak Memenuhi Syarat 
yang Terdaftar dalam Daftar 
Pemilih Tetap (DPT) Pemilih 
Gubernur dan Wakil Gubernur 
Kabupaten Majene Tahun 
2017, tertanggal 15 Desember 
2017 

pokoknya KPU Kabupaten 
Majene Provinsi Sulawesi Barat 
mengadakan pencermatan ulang 
daftar pemilih tetap bagi wajib 
pilih yang tidak mamenuhi syarat 
yang terdaftar dalam DPT. Data 
diberikan berupa tabel 
perkecamatan beserta kronologi 
perubahannya. 

20 TB-020 Berita Acara KPU Kabupaten 
Majene Nomor 29/BA/XII/2016 
tentang Perbaikan Daftar 
Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur 
Tahun 2017 Tingkat Kabupaten 
Majene, tertanggal 15 
Desember 2016. 

Bukti ini menerangkan pada 
pokoknya bahwa KPU Kabupaten 
Majene telah mengadakan 
Perubahan Rekapitulasi Daftar 
Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur 
Sulawesi Barat. Data diberikan 
berupa Tabel per kecamatan di 
Kabupaten Majene. 

21 TB-021 Keputusan KPU Kabupaten 
Mamuju Nomor 49/KPTS/KPU-
KAB-033.433438/XII/2016 
tentang Penetapan Daftar 
Pemilih Tetap Pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur 
Sulawesi Barat Tahun 2017, 
tertanggal 6 Desember 2016. 

Buti ini menerangkan pada 
pokoknya KPU Kabupaten 
Mamuju telah melakukan 
Penetapan DPT Pemilihan 
Kabupaten Mamuju Pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur 
tahun 2017 berjumlah 158.427. 

22 TB-022 Keputusan KPU Kabupaten 
Mamuju Nomor 50/KPTS/KPU-
KAB-033.433438/XII/2016 
tentang Perbaikan Terhadap 
Penetapan Rekapitulasi Daftar 
Pemilih Tetap Pemilihan 
Gubernur an Wakil Gubernur 
Sulawesi Barat Tahun 2017, 
tertanggal 19 Desember 2016 

Bukti ini menerangkan pada 
pokoknya menetapkan perbaikan 
terhadap rekapitulasi DPT 
Kabupaten Mamuju Pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur 
Sulawesi Barat Tahun 2017 , 
jumlah DPT sesuai Hasil 
Perbaikan berjumlah 157.896. 

23 TB-023 Berita Acara KPU Kabupaten 
Mamuju Nomor 
07.b/BA/KPU/MU/II/2017 
tentang Pencoretan Data 
Pemilih yang Tidak Memenuhi 
Syarat, tertanggal 3 Februari 
2017. 

Bukti ini menerangkan bahwa 
pada pokoknya KPU Kabupaten 
Mamuju telah melakukan 
rekomendasi Panwaslih telah 
melakukan pencoretan data 
pemilih yang tidak memenuhi 
syarat sejumlah 134 . 

24 TB-024 Berita Acara KPU Kabupaten 
Mamuju Nomor 
51/BA/KPU/MU/XII/2016 
tentang tindak lanjut 
Rekomendasi KPU Provinsi 

Bukti ini menerangkan pada 
pokoknya KPU Kabupaten 
Mamuju telah melakukan 
penghapusan terhadap Pemilih 
yang Tidak Memenuhi Syarat dari 
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Sulawesi Barat Nomor 
393/KPU-Prov-033/XII/2016, 
tanggal 9 Desember 2016 dan 
Rekomendasi Panwaslih 
Kabupaten Mamuju Nomor 
:168/Bawaslu-Prov.SR-
03/PM.00.02/XII/2016, tanggal 
12 Desember 2016, hal : 
Rekomendasi Perbaikan DPT, 
tertanggal 16 Desember 2016. 

DPT yang semula berjumlah 
158.427 jiwa berkurang menjadi 
157.896. 

25 TB-025 Keputusan KPU Kabupaten 
Mamuju Nomor 43/KPTS/KPU-
KAB-033.433438/XI/2016 
tentang Penetapan 
Rekapitulasi DPS Pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur 
Sulawesi Barat Tahun 2017, 
tertanggal 2 November 2016. 

Bukti ini menerangkan pada 
pokoknya bahwa KPU Kabupaten 
Mamuju telah melakukan 
penetapan DPS sejumlah 
160.503 jiwa. 

26 TB-026 Berita Acara KPU Kabupaten 
Mamuju Nomor 41/BA/KPU-
MU/Xi/2016 tentang Rapat 
Pleno Penetapan Rekapitulasi 
DPS Kabupaten Mamuju, 
tertanggal 2 November 2016. 

Bukti ini menerangkan pada 
pokoknya KPU Kabupaten 
Mamuju telah melakukan 
penetapan DPS sejumlah 
160.503 jiwa. 

27 TB-027 Surat KPU Provinsi Sulawesi 
Barat Nomor 394/KPU-Prov-
003/XII/2016 Perihal 
Rekomendasi Perbaikan Daftar 
Pemilih Tetap (DPT), tertanggal 
13 Desember 2016 

Bukti ini menerangkan pada 
pokoknya rekomendasi terhadap 
perubahan Daftar Pemilih Tetap 
(DPT) di Kabupaten Mamuju 
Tengah dan Kabupaten Mamasa 
atas pencermatan yang dilakukan 
oleh KPU Provinsi Sulawesi Barat 

28 TB-028 Surat KPU Provinsi Sulawesi 
Barat Nomor 53/KPU-Prov-
033/I/2017 Perihal Tindak lanjut 
Rekomendasi Bawaslu Kepada 
KPU Provinsi Slawesi Barat 
Nomor 43/Bawaslu-
Prov.SR/HK.00.06/I/2017 untuk 
melakukan pencermatan dan 
faktualisasi DPT, tertanggal 25 
Januari 2017 

Bukti ini menerangkan pada 
pokoknya mengenai tindak lanjut 
pencermatan dan faktualisasi 
terhadap DPT untuk memastikan 
kegandaannya dan apabila telah 
difaktualkan dan betul ganda, 
segera dilakukan konfirmasi 
kepada pemilih tersebut untuk 
menetapkan pilihan tempat yang 
bersangkutan. 

29 TB-029 Surat KPU Provinsi Sulawesi 
Barat Nomor 13/KPU-Kab-
033433422/I/2017 Perihal 
Tindak Lanjut surat Ketua KPU 
Provinsi Sulawesi Barat Nomor 
67/KPU-Prov-033/I/2017 untuk 
melakukan pencermatan dan 
faktualisasi DPT, tertanggal 26 

Bukti ini menerangkan pada 
pokoknya mengenai tindak lanjut 
pencermatan dan faktualisasi 
terhadap DPT untuk memastikan 
kegandaannya dan apabila telah 
difaktualkan dan betul ganda, 
segera dilakukan konfirmasi 
kepada pemilih tersebut untuk 
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Januari 2017 menetapkan pilihan tempat yang 
bersangkutan.  

30 TB-030 Surat KPU Provinsi Sulawesi 
Barat Nomor 67/Kpu-Prov-
033/I/2017 Perihal Tindak lanjut 
Rekomendasi Bawaslu Provinsi 
Sulawesi Barat Nomor 
43/Bawaslu-
Prov.SR/HK.00.06/I/2017 untuk 
melakukan pencermatan dan 
faktualisasi DPT, tertanggal 25 
Januari 2017 

Bukti ini menerangkan pada 
pokoknya mengenai tindak lanjut 
pencermatan dan faktualisasi 
terhadap DPT untuk memastikan 
kegandaannya dan apabila telah 
difaktualkan dan betul ganda, 
segera dilakukan konfirmasi 
kepada pemilih tersebut untuk 
menetapkan pilihan tempat yang 
bersangkutan, dan terhadap 
pemilih yang telah menentukan 
untk tidak memilih pada tempat 
yang bersangkutan maka tidak 
diberi surat pemberitahuan C6 

31 TB-031 Surat Bawaslu Nomor 
43/Bawaslu-
Prov.SR/HK.00.06/I/2017 
Perihal Penerusan 
Pelanggaran Administrasi, 
tertanggal 23 Januari 2017 

Bukti ini menerangkan pada 
pokoknya mengenai 
Rekomendasi kepada KPU 
Provinsi Sulawesi Barat untuk 
melakukan perbaikan DPT yang 
masih memiliki NIK sama dan 
Nama sama serta NIK sama dan 
nama berbeda 

32 TB-032 Surat KPU Provinsi Sulawesi 
Barat Nomor 394/KPU-Prov-
033/XII/2016 Perihal tindak 
lanjut rekomendasi Bawaslu 
Nomor 473/K.Bawaslu-Prov-
SR/PM.00.01/XII/2016 perihal 
rekomendasi perbaikan DPT, 
tertanggal 13 Desember 2016 

Bukti ini menerangkan pada 
pokoknya mengenai tindak lanjut 
peraikan terhadap DPT di 
Kabupaten Mamuju Tengah dan 
Kabupaten Mamasa. 

33 TB-033 Surat KPU Provinsi Sulawesi 
Barat Nomor 393/KPU-Prov-
033/XII/2016 Perihal tindak 
lanjut rekomendasi Bawasl 
Nomor 471/K.Bawaslu-Prov-
SR/PM.00.01/XII/2016, 
tertanggal 9 Desember 2016 

Bukti ini menerangkan pada 
pokoknya mengenai tindak lanjut 
peraikan terhadap DPT di 
Kabupaten Mamuju Tengah dan 
Kabupaten Polewali Mandar, 
Kabupaten Mamuju, dan 
Kabupaten Mamuju Utara. 

34 TB-034 Surat Pengantar Bawaslu 
Provinsi Sulawesi Barat Nomor 
044/Bawaslu-
Prov.SR/HK.00.06/I/2017 
Perihal Penyampaian Kajian, 
Rekomendasi, dan Dokumen-
Dokumen Lainnya, tertanggal 
23 Januari 2017 
 

Bukti ini menerangkan pada 
pokoknya mengenai 
penyampaian Kajian Penanganan 
Pelanggaran Bawaslu Provinsi 
Sulawesi Barat, Rekomendasi 
Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, 
Lampiran Dokumen NIK sama 
dan Nama Sama, Lampiran 
Dokumen NIK sama dan Nama 
Berbeda serta Softcopy file. 
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35 TB-035 Kumpulan Berita Acara Serah 
Terima C6-KWK yang Ditahan 
untuk di faktualkan kembali. 

Bukti ini menerangkan pada 
pokoknya mengenai serah terime 
Surat Undangan C6-KWK yang 
ditahan kepada PPS Desa 
Salupangkang, PPK Kecamatan 
Karossa, PPK Kecamatan 
Tobadak, dan PPS Salule’bo 

36 TB-036 Surat KPU Provinsi Sulawesi 
Barat Nomor 140.1/kpu-prov-
033/II/2017 tentang 
Rekapitulasi Jumlah Penerbitan 
Surat Keterangan (SUKET) 
Pasca Penetapan DPT 
Pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur Sulawesi Barat 
Tahun 2017, tertanggal 14 
Februari 2017 

Bukti ini pada pokoknya 
menerangkan mengenai jumlah 
Surat Keterangan setelah 
penetapan DPT Pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur di 
masing-masing Kabupaten di 
Provinsi Sulawesi Barat, dengan 
total 15.105. 

37 TB-037 Berita Acara KPU Kabupaten 
Majene Nomor 28/BA/XII/2016 
tentang Rekapitulasi DPT 
Pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur tahun 2017 tingkat 
Kabupaten Majene, tertanggal 
6 Desember 2016 

Bukti ini menerangkan pada 
pokoknya KPU Kabupaten 
Majene mengadakan rekapitulasi 
DPT dengan total 108.531 
pemilih. 

38 TB-038 Berita Acara KPU Kabupaten 
Majene Nomor 23/BA/XI/2016 
tentang Rekapitulasi DPS 
Pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur tingkat Kabupaten 
Majene tahun 2017, tertanggal 
2 November 2016. 

Bukti ini menerangkan pada 
pokoknya KPU Kabupaten 
Majene mengadakan rekapitulasi 
DPTS dengan total 109.007 
pemilih. 

39 TB-039 Berita Acara Nomor: 
028/BA/Kpu-Kab/XI/2016 
Tentang Rekapitulasi Daftar 
Pemilih Sementara Pada 
Pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur Tahun 2017 
tertanggal 2 November 2016 

Bukti ini pada pokoknya 
menunjukkan bahwa Daftar 
Pemilih Sementara (DPS) di 
Kecamatan Mamuju Tengah 
berjumlah 73.275 pemilih. 

40 TB-040 Berita Acara Nomor: 
029/BA/Kpu-Kab/XI/2016 
tentang Rekapitulasi Daftar 
Pemilih Potensial Non KTP-el 
pada Pemilihan Gubernur dan 
Wakil Gubernur Tahun 2017 
tertanggal 2 November 2016 

Bukti ini menunjukkan bahwa 
Daftar Pemilih Potensial Non 
KTP-Elektronik di Kabupaten 
Mamuju Tengah adalah sejumlah 
9.154 orang 

41 TB-041 Berita Acara Nomor: 
34/BA/Kpu-Kab/XII/2016 
tentang Rekapitulasi Daftar 
Pemilih Tetap (DPT) Pada 

Bukti ini menunjukkan bahwa 
Daftar Pemilih Tetap di 
Kabupaten Mamuju Tengah 
adalah sejumlah 72.739 orang 
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Pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur tahun 2017 
tertanggal 6 Desember 2016 

42 TB-042 Berita Acara Nomor: 
36/BA/Kpu-Kab/XII/2016 
tentang Berita Acara Perbaikan 
Daftar Pemilih Tetap (DPT) 
Pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur 2017 tertanggal 16 
Desember 2016 

Bukti ini menunjukkan bahwa 
Jumlah Pemilih Hasil Perbaikan di 
Kabupaten Mamuju Tengah 
adalah sejumlah 70.949 orang 

43 TB-043 Berita Acara Nomor: 
7.a/BA/KPU/II/2017 tertanggal 
13 Februari 2017 

Bukti ini menunjukkan bahwa 
KPU Kabupaten Polewali Mandar 
telah mengadakan Rapat Pleno 
yang membahas tindak lanjut 
pencermatan dan verifikasi faktual 
data pemilih ganda 

44 TB-044 Surat Pernyataan Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil Nomor: 460/229/DKPS, 
tertanggal 17 Maret 2013 

Bukti ini menunjukkan bahwa 
Surat Keterangan yang 
dikeluarkan oleh Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil sebelum dan Pasca 
Penetapan DPT tanggal 16 
Desember 2016 sebanyak 16.357 
orang dan surat keterangan untuk 
pemilih pemula sebanyak 12.409 

45 TB-045 Surat KPU Kabupaten Polewali 
Mandar Nomor 129/KPU-
Kab.Gub/033.433.413/XII/2016 
perihal tindak lanjut 
rekomendasi panwaslih 
Polewali Mandar, tertanggal 6 
Desember 2016 

Bukti ini menerangkan pada 
pokoknya mengenai tindak lanjut 
perbaikan terhadap data dan 
daftar pemilih ganda di 
Kabupaten Polewali Mandar  

47 TB-046 Berita Acara Rapat Pleno DPS 
Hasil Perbaikan Pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur 
Provinsi Sulawesi Barat Nomor 
28/BA/XII/2016, tertanggal 6 
Desember 2016 

Bukti pada pokoknya 
menerangkan bahwa KPU 
Polewali Mandar telah 
melaksanakan pemeriksaan Datar 
Pemilih dan rekapitulasi daftar 
pemilih yang tidak terdapat dalam 
database kependudukan 
sebanyak 2.947  

47 TB-047 Berita Acara Rapat Pleno KPU 
Kabupaten Polewali Mandar 
Nomor 30/BA/XII/2016, 
tertanggal 16 Desember 2016 

Bukti pada pokoknya 
menerangkan bahwa KPU 
Polewali Mandar telah 
melaksanakan Rapat Pleno Hasil 
Pencermatan dan Perbaikan DPT 

48 TB-048 Surat Rekomendasi Panwaslih 
Kabupaten Majene Nomor 
070/K.Bawaslu-Prov.SR-
01/00.01/XII/2016 tentang 

Bukti ini pada pokoknya 
menerangkan bahwa Panwas 
meminta kepada pihak KPU 
Kabuapten Majene agar 
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Pencermatan Ulang DPT, 
tertanggal 13 Desember 2016 

melakukan pencermatan ulang 
DPT bagi wajib pilih yang 
terindikasi NIK ganda, Nama 
ganda, pemilih meninggal yang 
masih tercantum di DPT pada 
pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur tahun 2017. 

49 TB-049 Berita Acara KPU Kabupaten 
Majene Nomor 7a/BA/II/2017 
tentang faktualisasi DPT di 
Kabupaten Majene, tertanggal 
12 Februari 2017 

Bukti ini pada pokoknya 
menerangkan bahwa KPU 
Kabupaten Majene telah 
mengadakan faktualisasi yang 
dilaksanakan oleh PPK/PPS 
diwilayah kerja masing-masing 
terhadap NIK sama, Nama sama 
yang terdaftar dalam DPT di tiap 
Desa/Kelurahan dalam wilayah 
Kabupaten Majene. KPU 
Kabupaten Majene telah 
mencoret dan tidak 
mendistribusikan formulir model 
C6-KWK ke yang bersangkutan. 

 
TC : Daftar Bukti Surat Yang Berkaitan Dengan Sosialisasi, Kampanye, Dan 
Laporan Dana Kampanye 

No. Kode 
Bukti Jenis Bukti Pokok Keterangan 

1.  TC-001 Kumpulan Pengumuman 
Komisi Pemilihan Umum 
Provinsi Sulawesi Barat 
Kepada: 
1. Jajaran Penyelenggara 
Pemilihan Gubernur Dan Wakil 
Gubernur  Sulawesi Barat 
Tahun 2017 
2. Seluruh Pemangku 
Kepentingan 
3. Warga Masyarakat/ 
Pemilih Di Provinisi Sulawesi 
Barat 
Yang Diterbitkan Oleh Dalam 
Bentuk Pengumuman Poster 
Dan Undangan Yang 
Dikelarkan Oleh Komisi 
Pemilihan Umum Sulawesi 
Barat 

Bukti ini menunjukkan bahwa 
Termohon Telah melaksanakan 
sosialisasi pelaksanaan pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur 
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 
2017 pada tanggal 15 Februari 
2017 kepada masyarakat luas 
khususnya masyarakat pemilih di 
Provinsi Sulawesi Barat  

2.  TC-002 Kumpulan Foto-Foto ,Kliping 
Pemberitaan, Kliping 
Pengumunan-Pengumuman 
Dan Sosialisasi Dari Komisi 

Bukti ini menerangkan pada 
pokoknya bahwa Termohon telah 
memberikan pemberitaan, 
pengumuman-penguman dan 
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Pemilihan Umum Provinsi 
Sulawesi Barat  Tentang 
Tahapan, Program, Dan 
Jadwal Penyelenggaraan 
Pemilihan Gubernur Dan Wakil 
Gubernur  Sulawesi Barat Yang 
Akan Dilaksanakan Pada Hari 
Rabu Tanggal 15 Februari 
2017 

sosialisasi kepada publik tentang 
Tahapan, Program, dan Jadwal 
Penyelenggaraan Pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur  
Sulawesi Barat Tahun 2017 akan 
dilaksanakan pada Hari Rabu 
tanggal 15 Februari 2017. 

3.  TC-003 Laporan Kelompok Kerja 
Sosialisasi Dan Partisipasi 
Masyarakat/ Penyuluhan/ 
Bimtek Pemilihan Gubernur 
Dan Wakil Gubernur Sulawesi 
Barat 2017 

Bukti Ini Menerangkan Pada 
Pokoknya Bahwa Termohon 
Telah Membentuk Kelompok-
Kelompok Kerja Untuk Sosialisasi 
Dan Partisipasi Masyarakat 

4.  TC-004 Kumpulan Berita Acara Dan 
Keputusan KPU Provinsi 
Sulawesi Barat Tentang 
Pelaksanaan Kampanye  

Bukti ini menerangkan bahwa 
Termohon telah melaksanakan 
kampanye sesuai dengan 
tahapan dan jadwal. 

5.  TC-005 Kumpulan Susunan Tim 
Kampanye Seluruh Pasangan 
Calon yang didaftarkan ke KPU 
Provinsi Sulawesi Barat. 

Bukti ini menerangkan bahwa 
pada pokokna masing-masing 
pasangan calon Gubernur dan 
Wakil Gubernur telah membentuk 
susunan tim kampanye. 

6.  TC-006 Laporan Dana Kampanye 
Pasangan Calon Gubernur dan 
Wakil Gubernur Sulawesi Barat 
Tahun 2017. 

Bukti ini menerangkan bahwa 
Termohon telah menerima 
Laporan Dana Kampanye dari 
seluruh Pasangan Calon 
Gubernur dan Wakil Gubernur 
Provinsi Sulawesi Barat. 

7.  TC-007 Laporan Pelaksanaan Debat 
Publik Pemilihan Gubernur dan 
Wakil Gubernur Sulawesi Barat 
Tahun 2017 

Bukti ini menerangkan pada 
pokoknya informasi mengenai 
jadwal pelaksanaan debat publik 
Pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur Sulawesi Barat Tahun 
2017 telah dilaksanakan pada 
tanggal 11 Januari 2017, 29 
Januari 2017 dan 9 Februari 
2017. 

 
TE : Daftar Bukti Yang Berkaitan Dengan Proses Rekapitulasi Penghitungan 
Suara Pada Tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan 

No. Kode 
Bukti Jenis Bukti Pokok Keterangan 

1.  TE.2-001 Kumpulan DA-KWK Dan DA1-
KWK Perkecamatan Dalam 
Wilayah Kabupaten Se-Provinsi 
Sulawesi Barat . 

Bukti Ini Menunjukan Berita Acara 
Rekapitulasi Dan Sertifikat 
Rekapitulasi Hasil Dan Rincian 
Perolehan Suara Dari Setiap 
Desa/Kelurahan Di Tingkat 
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Kecamatan Dalam Wilayah 
Kabupaten Se-Provinsi Sulawesi 
Barat  

2.  TE.2-002 Kumpulan DA2-KWK Per 
Kecamatan Dalam Wilayah 
Kabupaten Se-Provinsi 
Sulawesi Barat . 

Bukti Ini  Catatan Kejadian 
Khusus Dan/Atau Keberatan 
Saksi Pasangan Calon Dalam 
Pelaksanaan Rekapitulasi  Hasil 
Penghitungan Perolehan Suara Di 
Tingkat Kecamatan Dalam 
Wilayah Kabupaten Se-Provinsi 
Sulawesi Barat  

3.  TE.2-003 Kumpulan DA7-KWK 
Perkecamatan Dalam Wilayah 
Kabupaten Se-Provinsi 
Sulawesi Barat . 

Bukti ini menunjukan daftar hadir 
peserta rapat rekapitulasi 
penghitungan perolehan suara di 
tingkat kecamatan dalam wilayah 
kabupaten Se-Provinsi Sulawesi 
Barat  

4.  TE.3-001 DB-KWK Dan DB1-KWK Per 
Kabupaten Dalam Wilayah 
Provinsi Sulawesi Barat . 

Bukti ini menunjukan Berita Acara 
Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil 
Dan Rincian Penghitungan 
Perolehan Suara dari setiap 
kecamatan di tingkat kabupaten 
Se-Provinsi Sulawesi Barat  

5.  TE.3-002 DB2-KWK Per Kabupaten  
Dalam Wilayah Provinsi 
Sulawesi Barat . 

Bukti ini menunjukan catatan 
kejadian khusus dan/atau 
keberatan saksi dalam 
pelaksanaan rekapitulasi hasil 
penghitungan perolehan suara di 
tingkat kabupaten Se-Provinsi 
Sulawesi Barat . 
 

6.  TE.3-003 DB7-KWK Provinsi Sulawesi 
Barat . 

Bukti ini menunjukan  daftar hadir 
saksi Pasangan Calon dan 
Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat 
pada waktu Rapat Pleno Terbuka 
Rekapitulasi Hasil Penghitungan 
Suara tingkat Provinsi Sulawesi 
Barat . 

7.  TE.3-004 DB8-KWK Provinsi Sulawesi 
Barat . 

Bukti ini menunjukan hasil 
rekapitulasi pengembalian 
formulir model C6-kwk yang tidak 
terdistribusi dari setiap 
Desa/Kelurahan dalam wilayah  
kabupaten Se-Provinsi Sulawesi 
Barat  

8.  TE.4-001 Keputusan Komisi Pemilihan 
Umum Sulawesi Barat Nomor 
05/Kpts/KPU-Prov-003/2017 
Tentang Penetapan 

Bukti ini menunjukan penetapan 
hasil penghitungan perolehan 
suara dan hasil pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur 
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Rekapitulasi Hasil 
Penghitungan Perolehan Suara 
Dan Hasil Pemilihan Gubernur 
Dan Wakil Gubernur Sulawesi 
Barat Tahun 2017 

Provinsi Sulawesi Barat Tahun 
2017 yang dituangkan dalam 
Model DC1-KWK 

9.  TE.4-002 DC-KWK Dan DC1-KWK 
Provinsi Sulawesi Barat  

Bukti ini menunjukan Berita 
Acara, Sertifikat Rekapitulasi 
Hasil Dan Rincian Penghitungan 
Perolehan Suara Dari Setiap 
Kabupaten Se-Provinsi Sulawesi 
Barat  

10   TE.4-003 DC2-KWK Provinsi Sulawesi 
Barat  

Bukti ini menunjukkan kejadian 
khusus dan/atau keberatan saksi 
dalam pelaksanaan rekapitulasi 
penghitungan perolehan suara di 
tingkat provinsi dalam pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur 
Sulawesi Barat 2017.  

11. TE.4-004 DC3-KWK Provinsi Sulawesi 
Barat  
 

Bukti ini menunjukan penerimaan 
hasil rekapitulasi perhitungan 
perolehan suara dari Kabupaten 
dalam pemilihan Gubernur dan 
Wakil Gubernur Sulawesi Barat 
2017 

12 TE.4-005 DC4-KWK Provinsi Sulawesi 
Barat  
 

Bukti ini menunjukan daftar hadir 
peserta rapat rekapitulasi 
perhitungan perolehan suara 
pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur Sulawesi Barat tahun 
2017.  

13 TE.4-006 DC5-KWK Provinsi Sulawesi 
Barat 
 

Bukti ini menunjukan tanda terima 
penyampaian berita acara dan 
sertifikat rekapitulasi hasil dan 
rincian penghitungan perolehan 
suara di tingkat provinsi dalam 
pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur Sulawesi Barat tahun 
2017. 

14 TE.4-007 DC6-KWK Provinsi Sulawesi 
Barat  

Bukti ini menunjukan undangan 
rapat rekapitulasi penghitungan 
perolehan suara di tingkat 
provinsi nomor 146/KPU-Prov-
033/II/2017. 

 
TF : Lain - Lain 

No. Kode 
Bukti Jenis Bukti Pokok Keterangan 

1. TF-001 Keterangan Tertulis Kabupaten 
Mamuju Utara Terkait NIK, 

Bukti ini menerangkan pada 
pokoknya surat keterangan dari 
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Suket dan Surat 
Pemberitahuan berupa 
Formulir Model C6-KWK 
beserta Lampiran faktualisasi 
yang dilakukan oleh PPK dan 
PPS se-Kabupaten Mamuju 
Utara 

Kabupaten Mamuju Utara yang 
menjelaskan mengenai adanya 
tuduhan NIK ganda, adanya 
penggelembungann pemilih yang 
tidak sah dengan modus 
penggunaan Surat Keterangan 
(Suket), dan pembagian Surat 
Pemberitahuan berupa Formulir 
Model C6-KWK 

2. TF-002 Keterangan Tertulis Ketua 
Kabupaten Polewali Mandar 

Bukti ini menerangkan bahwa 
pelaksanaan rekapitulasi hasil 
penghitungan perolehan suara 
Pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur Sulawesi Barat Tahun 
2017 tingkat Kabupaten Polewali 
Mandar ang dilaksanakan dalam 
rapat Pleno terbuka yang 
berlangsung du Aula SLB 
Polewali Mandar. 

3.  TF-003 Penjelasan Data Pemilih 
Ganda NIK dan Nama Sama 
Serta NIK dan Nama Berbeda 
di Kabupaten Polewali Mandar 
dengan data by name by 
adress dalam dalil yang 
dipermasalahkan oleh 
Pemohon. 
 

Bukti ini pada pokoknya 
menunjukkan daftar data pemilih 
ganda NIK dan Nama Sama serta 
NIK dan Nama Berbeda di 
Kabupaten Polewali Mandar. 

4. TF-004 Surat Keterangan Ketua KPU 
Kabupaten Polewali Mandar 
Terkait NIK, Suket dan Surat 
Pemberitahuan berupa 
Formulir Model C6-KWK 
beserta Lampiran faktualisasi 
yang dilakukan oleh PPK dan 
PPS se-Kabupaten Polewali 
Mandar  

Bukti ini menerangkan pada 
pokoknya surat keterangan dari 
Kabupaten Polewali Mandar yang 
menjelaskan mengenai adanya 
tuduhan NIK ganda, adanya 
penggelembungann pemilih yang 
tidak sah dengan modus 
penggunaan Surat Keterangan 
(Suket), dan pembagian Surat 
Pemberitahuan berupa Formulir 
Model C6-KWK 

5. TF-005 Kronologis Pemutakhiran Data 
Pemilih Kabupaten Polewali 
Mandar 

Bukti ini pada pokoknya 
menjelaskan kronologi 
pelaksanaan tahapan 
pemutakhiran data pemilih 
PILKADA Provinsi Sulawesi Barat 
2017 di Kabupaten Polewali 
Mandar 

6. TF-006 Penjelasan Data Pemilih 
Ganda NIK dan Nama Sama 
Serta NIK dan Nama Berbeda 

Bukti ini pada pokoknya 
menunjukkan daftar data pemilih 
ganda NIK dan Nama Sama serta 
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di Kabupaten Majene NIK dan Nama Berbeda di 
Kaupaten Majene 

 
 Selain itu, Termohon juga telah mengajukan 6 (enam) orang saksi, yang 

telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada tanggal 7 April 2017, 

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:  

1. Ishak Ibrahim 
 Bahwa Saksi adalah Ketua KPU Kabupaten Mamuju Utara. 

 Bahwa terkait NIK ganda di Kabupaten Mamuju Utara adalah tidak benar 

dan telah disesuaikan dengan surat KPU Provinsi Nomor 53/KPU-Prov-

033/I/2017 bertanggal 25 Januari 2017 dan untuk melakukan 

pencermatan terhadap permasalahan NIK ganda dengan cara 

mengeluarkan Surat Nomor 023/KPU-Kab.033.433475/I/2017 tertanggal 

26 Januari 2017 yang ditujukan kepada seluruh ketua PPK. 

 Bahwa saksi telah menyampaikan pencermatan terkait NIK ganda 

berdasarkan rekomendasi Bawaslu melalui surat KPU Provinsi. 

 Bahwa saksi tidak mengetahui pemilih NIK ganda tersebut memilih 

paslon mana. 

 Bahwa yang menang di Kabupaten Mamuju Utara adalah Paslon Nomor 

3 dan pada saat rekapitulasi tidak ada keberatan dari saksi pasangan 

calon sedangkan pada saat pleno rekapitulasi saksi Paslon 1 keluar dan 

tidak menandatangani hasil rekapitulasi. 

 Bahwa terkait keberatan saat rekapitulasi tidak ada persoalan suket 

ataupun formulir C6-KWK yang tidak terdistribusi. 

 Bahwa saksi tidak mengetahui batasan pemberian suket dari dukcapil ke 

masyarakat.  

 Bahwa dasar menentukan suket adalah berdasarkan surat dari dinas 

pencatatan sipil  (dukcapil), misalnya di kabupaten saksi informasi 

tentang suket dari dukcapil disampaikan pada tanggal 19 Januari 2017 

dan 1 Februari 2017 yang semuanya berjumlah 800. 

 Bahwa perlakuan terhadap pemilih yang menggunakan suket dan e-KTP 

adalah sama dicatat dan tanpa ada keterangan suket. 

 Bahwa bagi yang menggunakan e-KTP ataupun suket dicatat dalam 

formulir ATb untuk mencatat nama pemilih tambahan. 
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2. Hasriadi 
 Bahwa Saksi adalah anggota KPU Kabupaten Polewali Mandar. 

 Bahwa menurut saksi ada beberapa C6-KWK ditahan karena NIK ganda 

sedangkan terkait dengan keberatan adalah terkait penggunaan suket. 

 Bahwa jumlah DPT di Kabupaten Polewali Mandar berjumlah 302.325 

dan terkait C6-KWK yang tidak dibagikan karena ada pemilih yang 

meninggal, pindah domisli dan NIK ganda. 

 Bahwa KPU telah melakukan sosialisasi terkait hak memilih dimana 

pemilih boleh memilih menggunakan KTP 

 Bahwa rincian suket dari dukcapil Kabupaten Polewali Mandar pertanggal 

16 Desember 2016 adalah sebanyak 11.005 dan total sampai tanggal 14 

Februari 2017 adalah sebanyak 16.357 Suket. 

3. Sulfan Bulo 
 Bahwa Saksi adalah anggota KPU Kabupaten Majene. 

 Bahwa terkait NIK ganda telah dilakukan pencermatan terhadap DPT 

yang ada  dan setelah perbaikan jumlah DPT menjadi berkurang. 

 Bahwa jumlah DPT final adalah 108.479 dan yang menggunakan hak 

pilih adalah 91.800. dan yang unggul di Majene adalah Pemohon  

sedangkan Pihak Terkait kalah. 

 Bahwa terkait suket dari jumlah DPTb hanya berjumlah 1.018 sedangkan 

jumlah suket yang dikeluarkan dukcapil berjumlah 5.809. 

 Bahwa di Kecamatan Tubo terhadap pemilih yang NIK ganda maka C6-

KWK ditahan.  

 Bahwa saksi telah melakukan pencermatan dan pencocokan terhadap 

DPT sebagaimana surat KPU Provinsi. 

 Bahwa Suket berasal dari catatan sipil dan Termohon tidak 

mengeluarkan Suket, pemilih yang berhubungan langsung dengan 

Dukcapil. 

4. Bambang Arianto Akbar 
 Bahwa Saksi adalah anggota KPU Kabupaten Mamuju. 

 Bahwa yang unggul di Kabupaten  Mamuju adalah Pemohon.  

 Bahwa terhadap NIK ganda telah dilakukan faktualaisasi berdasarkan 

rekomendasi Panwaslu sehingga terjadi pengurangan jumlah DPT. 
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 Bahwa jumlah DPT Kabupaten Mamuju terakhir adalah 157.896. 

 Bahwa jumlah suket di Kabupaten Mamuju yang berasal dari Dukcapil 

adalah berjumlah  1.908 dan pengguna DPTb adalah 5.447. 

 Bahwa terhadap pendistribusian C6-KWK yang dikembalikan 

dikarenakan orangnya tidak ditemukan karena meninggal atau pindah 

domisili. 

 Bahwa menurut saksi tidak ada formulir khusus terkait pemilih yang 

menggunakan suket. 

5. Galuh Prihandini 
 Bahwa Saksi adalah anggota KPU Kabupaten Mamuju tengah. 

 Bahwa Pemohon tidak mempermasalahkan terkait NIK ganda dan suket 

karena Pemohon di Kabupaten Mamuju Tengah yang unggul. 

 Bahwa terkait NIK ganda telah dilakukan tindaklanjut berdasarkan 

rekomendasi Panwaslu dan telah memerintahkan PPK untuk melakukan 

pencermatan.  

 Bahwa Suket yang diterbitkan sebanyak 1.051 dan hasil rekapitulasi 

pengembalian formulir C6-KWK adakah 7.625.  

 Bahwa terkait rekapitulasi tidak ada masalah dan semua saksi tanda 

tangan. 

6. Suriani Tasikrara’Dellumaja 
 Bahwa Saksi adalah Ketua KPU Kabupaten Mamasa. 

 Bahwa terkait dengan NIK ganda, suket dan C6-KWK tidak dipersoalkan 

Pemohon karena Pemohon memperoleh suara tertinggi yaitu 43.951 

sedangkan Pihak Terkait 22.69. 

 Bahwa terkait NIK ganda untuk Kabupaten Mamasa terbagi menjadi 17 

Kecamatan  dengan suspect NIK ganda nama sama sebanyak 772, NIK 

sama-nama beda sebanyak 504. 

  Bahwa terkait adanyta NIK ganda tersebut saksi telah memerintahkan 

kepada seluruh PPK untuk melakukan pencermatan dan faktualisasi NIK 

ganda. 

 Bahwa terkait suket, dinas dukcapil Kabupaten Mamasa telah 

mengeluarkan 1.952 dan data pemilih tambahan (DPTb) berjumlah 1.649 

pemilih. 
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 Bahwa terkait pengembalian formulir C6-KWK di Kabupaten Mamasa ada 

sebanyak 22. 462 C6-KWK yang tidak di distribusikan.  

[2.5]  Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait telah 

menyampaikan keterangan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 

21 Maret 2017 dan telah disampaikan dalam persidangan pada tanggal 21 Maret 

2017, yang pada pokoknya menyampaikan keterangan sebagai berikut: 

DALAM EKSEPSI 
A. EKSEPSI KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI (KOMPETENSI 

ABSOLUT) 
Bahwa menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk 

memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan suara tahap 

akhir hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat 

Tahun 2017 berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon dengan 

alasan-alasan sebagai berikut : 

1) Bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 

10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota Menjadi Undang-Undang (“UU 10/2016”), Perkara perselisihan 

penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili 

oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus. 

2) Demikian pula sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara 

Perselisihan Hasil Pemilhan Gubernur, Bupati dan Walikota (“PMK 1/2016”) 

yang menyatakan bahwa objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan 

adalah “keputusan termohon tentang penetapan perolehan suara hasil 

pemilihan” yang mempengaruhi pemohon. 

3) Bahwa ketentuan-ketentuan tersebut di atas telah dengan jelas dan tegas 

mengatur batasan kewenangan Mahkamah Konstitusi, dimana Mahkamah 

Konstitusi dalam perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah secara 

spesifik mengadili perselisihan terkait penetapan perolehan suara hasil 

pemilihan, bukan pelanggaran-pelanggaran tentang proses penyelenggaraan 
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pemilihan yang merupakan domain lembaga lainnya yang diatur dalam 

peraturan perundang-undangan yang berbeda. 

4) Bahwa setelah kami membaca seluruh uraian permohonan a quo yang diajukan 

oleh Pemohon, tampak jelas bahwa apa yang dipersoalkan oleh Pemohon 

adalah pelanggaran-pelanggaran administratif terkait proses pelaksanaan 

pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017 

yakni dugaan NIK Ganda yang diasumsikan Pemohon sebagai bentuk 

penggelembungan suara, penggunaan surat keterangan (SuKet) yang dianggap 

oleh pemohon sebagai modus penggelembungan pemilih tidak sah dan 

distribusi administrasi C-6. Dimana dugaan pelanggaran tersebut senyatanya 

merupakan domain kewenangan dari lembaga lain, dalam hal ini Bawaslu yang 

memiliki mekanisme dan forum penyelesaiannya sendiri.  
5) Berdasarkan Pasal 75 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 

tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum salah satu kewenangan dari 

Bawaslu Provinsi adalah menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap 

pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu. Oleh karena 
itu, seandainya dugaan-dugaan Pemohon tersebut memang benar terjadi (quod 

non), seharusnya Pemohon melaporkannya di Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat. 

Sehingga permohonan a quo tidak tampak sebagai permohonan yang diajukan 

oleh Pemohon hanya pada saat mengetahui bahwa pihaknya adalah pihak yang 

kalah dalam perhitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 

Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017. 
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut Pihak Terkait objek Permohonan a 

quo bukanlah objek permohonan yang menjadi kewenangan Mahkamah 

Konstitusi. 

B. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL 
Menurut Pihak Terkait, dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon dalam posita serta 

petitum Permohonan a quo merupakan dalil-dalil yang senyatanya tidak jelas dan 

mengalami pertentangan satu dengan yang lainnya, dengan uraian sebagai 

berikut: 

1) Jumlah Pelanggaran Yang Didalilkan Oleh Pemohon Tidak Jelas 

Bahwa pada posita halaman 6 poin 4, Pemohon mendalilkan dugaan 

kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil 
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Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 terjadi dengan “lima” 

pola/bentuk pelanggaran. Namun dalam uraian selanjutnya sampai 

keseluruhan uraian dalil dalam posita, Pemohon ternyata hanya mendalilkan 

terjadinya 3 (tiga) bentuk pelanggaran yaitu dugaan penggelembungan pemilih 

dengan modus NIK ganda, dugaan penggelembungan pemilih dengan modus 

penggunaan Surat Keterangan yang tidak sah dan masalah pendistribusian 

form undangan pemilihan. Sedangkan 2 (dua) bentuk pelanggaran lainnya tidak 

disebutkan seperti apa serta sama sekali tidak diuraikan dalam posita 

Pemohon, sehingga permohonan a quo  senyatanya hanya merupakan dalil 

dan asumsi-asumsi yang tidak jelas serta bertentangan antara satu dengan 

yang lainnya.  

2) Locus Kabupaten Yang Dipermasalahkan Pemohon Tidak Jelas 

Bahwa Pemohon dalam permohonannya di halaman 6 poin 4 angka (1) dan (2) 

menyatakan bahwa locus terjadinya dugaan pelanggaran NIK ganda dan 

penggunaan Surat Keterangan yang tidak sah terjadi di Kabupaten Polewali 

Mandar, Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamuju Utara. Hal tersebut 

bertentangan dengan seluruh uraian posita dan petitum pemohon yang 

menyebutkan locus terjadinya dugaan pelanggaran in casu adalah di 

Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamuju 

Utara.  

Hal tersebut dapat kita lihat pada tabel halaman 8 sampai 122 posita yang 

secara berurutan dalam posita dipaparkan sebagai berikut : 

a. Kabupaten Mamuju Utara (tabel halaman 8 sampai halaman 13); 

b. Kabupaten Polewali Mandar (tabel halaman 13 sampai halaman 78); 

c. Kabupaten Majene (tabel halaman 78 sampai halaman 122); 

Tabel-tabel deskripsi dugaan NIK ganda tersebut locusnya jelas berbeda serta 

bertentangan dengan uraian Pemohon sebelumnya yang menyebutkan salah 

satu locus terjadi pelanggaran adalah di Kabupaten Mamuju, sedangkan dalam 

uraian, yang pemohon uraikan adalah locus pelanggaran yang berada di 

Kabupaten Majene.   

Bahwa begitupun dengan sub judul poin IV.2 pada halaman 123 posita 

Permohonan, dimana Pemohon menyatakan “Terdapat Penggelembungan 

Pemilih Tidak Sah Yang Merugikan Perolehan Suara Pemohon Dengan Modus 
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Penggunaan Surat Keterangan Pemilih (SuKet) Tidak Sah Yang Terjadi Pada 

Tiga Kabupaten Yakni Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamuju dan 

Kabupaten Mamuju Utara”. Namun dalam uraiannya pada halaman 123 sampai 

dengan halaman 125 posita, Pemohon hanya menguraikan dua locus yaitu 

Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamuju Utara. 

Adapun perihal renvoi yang diajukan oleh Pemohon dalam Surat tertanggal 17 

Maret 2017 perihal: Perbaikan Kesalahan Penulisan (Renvoi) (“Surat Renvoi”) 

dan Surat tertanggal 17 Maret 2017 perihal : Tambahan Perbaikan Kesalahan 

Penulisan (Renvoi) dan Perbaikan Redaksional Pada Petitum (“Tambahan 
Surat Renvoi”), faktanya bukanlah merupakan perbaikan redaksional semata 

melainkan telah masuk pada ranah perubahan substansi sehingga 

menciptakan dalil baru yang tidak ada dalam permohonan sebelumnya 

(permohonan hasil perbaikan). Penggantian frasa “Kabupaten Mamuju” 

menjadi “Kabupaten Majene” serta pencabutan frasa “Kabupaten Mamuju” 

dalam Posita dan Petitum yang menjadi inti dari Surat Renvoi dan Tambahan 

Surat Renvoi a quo membuktikan bahwa Permohonan a quo telah mengalami 

salah penunjukan locus dugaan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh 

Pemohon.  

Bahwa seandainya salah satu dari kedua kabupaten tersebut tidak berada di 

wilayah Provinsi Sulawesi Barat, maka penggantiannya dapat dianggap 

sebagai koreksi atas salah pengetikan yang oleh karenanya perubahan yang 

terjadi masih dapat dianggap sebagai perbaikan pada tataran redaksional 

(renvoi). Namun, faktanya “Kabupaten Majene” dan “Kabupaten Mamuju” 

adalah dua kabupaten yang berada dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat. 

Oleh karena itu, mengganti frasa “kabupaten Mamuju” dengan frasa 

“Kabupaten Majene” tidak dapat ditafsirkan sebagai koreksi atas pengetikan, 

namun perbaikan atas kesalahan penunjukan locus yang senyatanya 

merupakan aspek perbaikan pada ranah substansi sebuah permohonan. Oleh 

karena itu, renvoi yang diajukan oleh Pemohon melalui Surat Renvoi dan 

Tambahan Surat Renvoi a quo tidak beralasan untuk diterima dan sudah 

sepatutnya untuk ditolak atau setidak-tidaknya tidak dipertimbangkan oleh 

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.  

 
 

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 

 



484 
 

Hal tersebut merupakan uraian-uraian yang membuktikan bahwa permohonan 

a quo senyatanya merupakan permohonan yang locus permasalahnnya tidak 

jelas sehingga sudah sepatutnya untuk dinyatakan sebagai permohonan yang 

obscuur.  

3) Klaim Jumlah NIK Ganda Yang Didalilkan Pemohon Dalam Posita Tidak 

Berkesesuaian Dengan Jumlah NIK Pada Tabel Di Halaman 8 Sampai 

Halamah 122 Permohonan 

Bahwa pada halaman 122 posita, Pemohon mendalilkan bahwa jumlah suara 

tidak sah di tiga kabupaten berdasarkan temuan NIK ganda adalah : 

1. Kabupaten Majene   : 1370 Suara 

2. Kabupaten Mamuju Utara  : 154 Suara 

3. Kabupaten Polewali Mandar  : 2158 Suara 

,dengan total keseluruhan sebanyak 3682 suara (tiga ribu delapan ratus enam 

puluh dua). 

Namun setelah kami melakukan perhitungan ulang terhadap tabel tersebut, 

jumlah NIK ganda dalam tabel yang dipaparkan oleh Pemohon pada halaman 8 

sampai halaman 122 Permohonan a quo adalah sebagai berikut :  

Kabupaten Mamuju Utara  
Kec. Bambalamotu  : 6 Suara 

Kec. Baras   : 1 Suara 

Kec. Bulutaba   : 4 Suara 

Kec. Dapurang  : 4 Suara 

Kec. Duripoku   : 7 Suara 

Kec. Lariang   : 8 Suara 

Kec. Pasangkayu  : 20 Suara 

Kec. Pedongga   : 2 Suara 

Kec. Sarjo   : 6 Suara 

Kec. Sarudu  : 8 Suara 

Kec. Tikke Raya  : 15 Suara 

Total    : 81 Suara 
Kabupaten Polewali Mandar 
Kec. Allu   : 1 suara 

Kec. Anreapi   : 1 suara 
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Kec. Balanipa   : 11 suara 

Kec. Binuang   : 26 suara 

Kec. Bulo   : 19 suara 

Kec. Campalagian  : 91 suara 

Kec. Limboro   : 22 suara 

Kec. Luyo   : 49 suara 

Kec. Mapili   : 122 suara 

Kec. Matakali   : 40 suara 

Kec. Matangnga  : 9 suara 

Kec. Polewali   : 213 suara 

Kec. Tapango   : 116 suara 

Kec. Tinabung   : 79 suara 

Kec. Tutar   : 34 suara 

Kec. Wonomulyo  : 177 suara 

Total    : 1010 suara 
Kabupaten Majene 
Kec. Banggae    : 153 suara 

Kec. Banggae Timur   : 314 suara 

Kec. Malunda   : 61 suara 

Kec. Pamboang   : 48 suara 

Kec. Sendana    : 59 suara 

Kec. Tamerodo Sendana : 16 suara 

Kec. Tubo Sendana   : 17 suara 

Kec. Ulumanda   : 17 suara 

Total     : 685 suara 
Sehingga total keseluruhan berdasarkan tabel yang dibuat Pemohon adalah 

hanya sebanyak 1776 suara (seribu tujuh ratus tujuh puluh enam). Oleh 

karena itu, dugaan Pemohon tentang jumlah NIK ganda dalam permohonan a 

quo merupakan dugaan yang tidak jelas karena tidak sesuai dengan jumlah 

NIK ganda dalam tabel yang dibuat sendiri oleh Pemohon. Sehingga 

Permohonan a quo adalah merupakan permohonan yang tidak jelas (obscuur) 

karena dalil-dalil positanya saling bertolak belakang antara satu dengan yang 

lainnya.  
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4) Posita Dan Petitum Permohonan Saling Bertentangan Serta Adanya Petitum 

Yang Tidak Memiliki Uraian Dalam Posita 

Bahwa dalam Posita permohonan a quo halaman 123 alinea pertama, 

Pemohon menyatakan : 

 “Bahwa terkait keberadaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Ganda 

dimaksud, jelas terbukti Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi 

Barat (Termohon) tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Provinsi 

dan melakukan pelanggaran yang bersifat sistemik, terstruktur dan 

massif, oleh karenanya demi kepastian dan objektivitas Pemilihan Calon 

Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat beralasan hukum untuk 

memohon kepada Mahkamah untuk memerintahkan Pemungutan 
Suara Ulang pada 3 (tiga) Kabupaten dimaksud”. 

Hal tersebut bertentangan dengan Petitum angka 7 dimana Pemohon meminta 

kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Termohon melakukan 

Pemungutan Suara Ulang pada 4 (empat) kabupaten yaitu Polewali Mandar, 

Kabupaten Majene, Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamuju Utara.  

Bahwa Petitum demikian pula angka 7 a quo juga merupakan petitum yang 

tidak memiliki uraian posita. Hal tersebut dikarenakan dalam petitum angka 7 a 

quo, salah satu Kabupaten yang diminta oleh Pemohon untuk dilakukan 

Perhitungan Suara Ulang adalah Kabupaten Mamuju, akan tetap dalam posita 

tidak ada satupun uraian Pemohon tentang dugaan pelanggaran apa yang 

terjadi di Kabupaten Mamuju. Oleh karenanya, Permohonan a quo juga 

merupakan permohonan yang tidak jelas (obscuur) karena  terdapat 

pertentangan antara petitum dengan positanya dan juga ada  posita yang tidak 

memiliki uraian dalam petitum.  

5) Petitum Permohonan Saling Bertentangan Antara Petitum Yang Satu Dengan 

Yang Lainnya 

Bahwa petitum Permohonan a quo juga terdapat saling pertentangan antara 

petitum yang satu dengan petitum yang lainnya. Dimana pada Petitum angka 4 

dan angka 7, Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk 

memerintahkan Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), namun 

pada petitum angka 5 dan angka 6 Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi 

untuk menetapkan perolehan suara berdasarkan perhitungan Pemohon dan 
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menetapkan Pemohon sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih 

dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 

2017. 

Bahwa Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan penetapan perhitungan suara 

versi pemohon serta penetapan pemohon sebagai Calon Gubernur dan Wakil 

Gubernur terpilih adalah dua hal yang bertentangan. Dimana Pemungutan 

Suara Ulang (PSU) tidak mungkin dilakukan setelah penetapan Calon 

Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih dan begitupun sebaliknya bahwa 

penetapan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih menandakan bahwa 

proses pemilihan sudah selesai dan tidak mungkin lagi dilakukan pemungutan 

suara ulang setelahnya. Oleh karena itu, petitum permohonan a quo adalah 

petitum yang mengandung kontradiksi antara satu dengan yang lainnya 

sehingga Permohonan pemohon senyatanya merupakan permohonan yang 

tidak jelas (obscuur). 

DALAM POKOK PERKARA 
Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil dalam pokok permohonan Pemohon, 

kecuali yang diakui secara tegas, dengan uraian sebagai berikut: 

A. TANGGAPAN TERHADAP DALIL TENTANG DUGAAN NIK GANDA 
1. Pihak Terkait menolak permohonan Permohon yang mempersoalkan ribuan 

NIK ganda sebagai perselisihan yang menjadi objek perselisihan di MK. NIK 

ganda bukanlah persoalan yang terkait langsung dengan penyelenggara 

pemilihan kepala daerah tetapi persoalan administrasi kependudukan yang 

tidak secara langsung berkaitan dengan pemilihan. Jika pun persoalan NIK 

ganda berkaitan dengan pemilihan kepala daerah, hanya terkait dengan 

pemilih ganda atau pemilih yang memilih lebih dari satu kali (quod non), yang 

kenyataannya dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 

Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017, tidak ada satu pun permasalahan yang 

berkaitan dengan pemilih ganda. Tidak ada satu pun keberatan dari 

pasangan calon dan para saks mandat di tingkat TPS, PPS dan PPK yang 

terkait pemilih ganda, atau menggunakan hak pilih lebih dari satu kali.  

2. Masalah NIK tidak merupakan masalah yang secara langsung memengaruhi 

hasil pemilu. Yurispruden Putusan Mahkamah Nomor 60/PHPU.D/2008 

tanggal 21 Januari 2009, Mahkamah Konstitusi menyatakan sebagai berikut : 
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 “Mahkamah berpendapat keberatan pemohon tentang adanya berbagai 

pelanggaran NIK sebagaimana disebutkan di atas tidak tepat dan tidak 

berdasar hukum, karena persyaratan pemilih untuk melakukan pemilihan 

pada masing-masing TPS tidak berdasarkan NIK seseorang. Mahkamah 

berpendapat bahwa NIK bukanlah merupakan syarat hukum pemilih dalam 

menentukan sah atau tidak sahnya seseorang sebagai pemilih dalam 

pemilukada dan tidak harus selalu sama dengan jumlah pemilih yang 

terdaftar karena dalam adminitrasi kependudukan di seluruh Indonesia 

belum semuanya tertata dan masih ada sebagian penduduk belum memiliki 

NIK.” 

3. Kalau benar ada NIK ganda sebagaimana dipersoalkan Pemohon, hal 

tersebut tidak berkaitan dengan hasil pemilihan yang mengakibatkan 

kekalahan Pemohon. Dugaan Pemohon bahwa karena persoalan NIK ganda 

yang mengakibatkan kalahnya Pemohon dalam Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 adalah merupakan dalil 

yang sangat mengada-ada. Tidak ada satu pun yang dapat memastikan 

apakah pemilik NIK ganda datang ke TPS untuk memilih pasangan tertentu, 

atau apakah mereka benar-benar datang ke TPS untuk memilih. Jadi 

permohonan Permohon adalah ilusi dan bayangan pemohon sendiri yang 

tidak berdasar. 

4. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang 

Administrasi Kependudukan Pasal 1 Angka (12) (“UU Administrasi 
Kependudukan”) dinyatakan : 

 “Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah  nomor 

identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal  dan melekat pada 

seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.” 

dan pada Pasal 1 Angka 6 UU Administrasi Kependudukan dinyatakan: 

 “Penyelenggara adalah Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah 

kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan 

Administrasi Kependudukan.” 
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Dimana dari ketentuan tersebut di atas, kita dapat melihat bahwa persoalan 

Nomor Induk Kependudukan (NIK) merupakan persoalan pada ranah 

penyelenggaraan pendaftaran administrasi kependudukan. Hal tersebut 

merupakan kewenangan dari Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Provinsi 

atau Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara administrasi 

kependudukan.  

5. Bahwa demikian pula Pemohon pada halaman 7 Poin IV.1 alinea ke 5 

permohonannya mendalilkan bahwa :  
 “pasca DPT final disahkan yaitu pada tanggal 16 Desember 2016, ternyata  

pemohon masih menemukan banyak NIK ganda yang tersebar secara 

massif se kabupaten Sulawesi Barat terutama pada 3 (tiga) kabupaten Yaitu 

Kabupaten Majene, Kabupaten Mamuju Utara dan Kabupaten Polewali 

Mandar”.  

Dalil ini senyatanya merupakan dalil yang mengada-ada serta tidak 

berkesesuaian dengan fakta yang terjadi di lapangan. Bahwa seandainya 

(quod non) pemohon betul-betul menemukan hal tersebut sebagaimana yang 

didalilkannya, tentu saja Pemohon seharusnya melaporkan kejadian ini di 

Panwas Kabupaten atau Bawaslu Provinsi untuk ditindaklanjuti sebagai 

pelanggaran yang harus diproses sebelum pemungutan suara dilaksanakan.  

6. Bahwa adapun tabel NIK Ganda yang dipaparkan oleh Pemohon dalam 

posita halaman 8 sampai dengan halaman 122 Permohonan adalah tabel 

data yang diolah sendiri oleh Pemohon dan bukan merupakan data resmi 

yang dikeluarkan oleh Pemerintah masing-masing Kabupaten/Kota tentang 

NIK Ganda. Oleh karenanya dalil Pemohon tersebut merupakan dalil subjektif 

yang tidak berkesesuaian dengan fakta yang terjadi.  

7. Bahwa ketentuan Pasal 58 dan 59 UU No. 10/2016 jo PKPU No. 4/2015 

sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 8/2016, penetapan DPT melalui 

proses validasi yang panjang sampai pada tahap disetujui oleh masing 

masing pasangan calon dan menjadi Daftar Pemilih Tetap. Kegiatan-kegiatan 

dimaksud meliputi proses penyediaan data pemilih, pemutakhiran data 

pemilih melalui mekanisme pencocokan dan penelitian, rekapitulasi data 

pemilih dan seterusnya. Dalam setiap kegiatan a quo seluruh stakeholder 

dalam pemilihan selalu dilibatkan baik dari Tim Pasangan Calon, Bawaslu 
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Provinsi, maupun instansi pemerintahan yang terkait. Para stakeholder 

dimaksud juga diberikan ruang untuk mengajukan keberatan apabila tidak 

puas atau menemukan kejanggalan dalam prosesnya. 

8. Bahwa pada faktanya penyusunan dan penetapan DPT dalam Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 telah 

dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 58 dan 59 UU No. 10/2016 jo 

PKPU No. 4/2015 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 8/2016 

dibuktikan dengan tidak adanya keberatan dari Tim Pasangan Calon terhadap 

DPT final yang di tetapkan oleh Termohon.  

9. Adapun dalil Pemohon pada halaman 7 Poin IV.1 Alinea Ke – 2 yang 

menyatakan bahwa Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi 

Sulawesi Barat Nomor 460/K.Bawaslu-Prov-SR/PM.00.01/XI/2016 tanggal 30 

November 2016 dan Surat  Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi 

Sulawesi Barat Nomor 471/K.Bawaslu-Prov-SR/PM.00.01/XII/2016 tanggal 08 

Desember 2016 adalah bukti adanya NIK Ganda merupakan dalil yang 

menyesatkan. Karena faktanya surat tersebut keluar sebelum tanggal 

penetapan DPT Tingkat Provinsi yang ditetapkan pada tanggal 16 Desember 

2016 (Bukti PT – 12). Surat tersebut sesungguhnya merupakan surat 

rekomendasi perbaikan daftar pemilih yang merupakan proses pemuthakiran 

data pemilih sebelum ditetapkan menjadi DPT.  

10. Faktanya, setelah DPT ditetapkan pada tanggal 16 Desember 2017 (vide 

Bukti PT – 12) tidak ada persoalan atau keberatan dari Pemohon terkait 

dugaan NIK Ganda hingga keseluruhan tahapan pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 selesai dilaksanakan.  

Pemohon Menyetujui Seluruh Hasil Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan Pada 

Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamuju Utara 

11. Bahwa faktanya, berdasarkan seluruh Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara 

di tingkat kecamatan pada Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Majene 

dan Kabupaten Mamuju Utara (Bukti PT – 31 sampai Bukti PT - 66) Saksi 

Pemohon menyetujui dan menandatangani hasil perhitungan seluruh form 

Model DA-1.KWK. Begitupun dengan seluruh Form C-1.KWK pada setiap 

TPS yang didalilkan bermasalah oleh Pemohon dalam permohonan a quo, 

dimana terbukti disetujui dan ditandatangani oleh Saksi Pemohon tanpa ada 
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satupun keberatan atau keterangan mengenai persoalan NIK Ganda seperti 

yang didalilkan oleh Pemohon. Hal tersebut membuktikan bahwa fakta 

lapangan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi 

Sulawesi Barat tidak ada permasalahan dan semua tahapan telah 

dilaksanakan oleh Termohon sesuai dengan ketentuan tentang 

penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berlaku.  

12. Adapun pada saat rekapitulasi perhitungan suara di tingkat Kabupaten, 

walaupun Saksi Pemohon dianggap walk out dan tidak menandatangani 

Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten di 

Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamuju 

Utara, namun pihak Pemohon sama sekali tidak menyampaikan kebertannya 

terkait adanya dugaan NIK Ganda tersebut. Tidak ada satupun catatan 

kejadian khusus terkait keberatan pemohon yang menyebutkan adanya 

dugaan penggelembungan suara dengan modus NIK Ganda (vide Bukti PT – 

31 sampai Bukti PT - 66). Sehingga dugaan penggelembungan suara dengan 

modus NIK ganda yang didalilkan oleh Pemohon merupakan sebuah hal yang 

sangat membingungkan semua pihak dan senyatanya merupakan dalil yang 

menyesatkan, karena dugaan penggelembungan suara dengan modus NIK 

ganda ini tidak pernah ada sepanjang pelaksanaan tahapan proses pemilihan 

Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 dan hanya 

muncul pada permohonan a quo. 

B. TANGGAPAN TERHADAP DALIL TENTANG DUGAAN PENGGUNAAN 
SURAT KETERANGAN YANG TIDAK SAH 

13. Bahwa Pemohon secara sengaja tidak mengungkapkan jumlah total seluruh 

Surat Keterangan yang dikeluarkan di seluruh kabupaten di Provinsi Sulawesi 

Barat, padahal jumlah total surat keterangan yang dikeluarkan untuk seluruh 

kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat adalah sebanyak 16.803 (enam belas 

ribu delapan ratus tiga). Sedangkan dalam Permohonan a quo, jumlah Surat 

Keterangan yang dipersoalkan Pemohon hanya sejumlah 1.395 (seribu tiga 

ratus Sembilan puluh lima) yang berasal dari dua kabupaten yaitu Kabupaten 

Polewali Mandar dan Kabupaten Mamuju Utara.  Adapun Penerbitan Surat 

Keterangan sebagai pengganti KTP-el adalah dibenarkan menurut hukum 
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termasuk untuk kepentingan Pemilukada sebagaimana diatur dalam Pasal 10 

Ayat (1) huruf a Peraturan KPU RI Nomor 14 Tahun 2016.  

Tidak ada yang bisa memastikan penerima Surat Keterangan tersebut 

menguntungkan pasangan calon yang mana dalam Pemilukada. Faktanya di 

banyak kabupaten yang kemenangan mutlak diraih oleh Pemohon juga 

merupakan daerah yang banyak mengeluarkan Surat Keterangan. 

14. Bahwa berdasarkan uraian dalam permohonan a quo, indikator Surat 

Keterangan dinyatakan tidak sah menurut Pemohon adalah surat keterangan 

tersebut diterbitkan setelah Penetapan DPT tanggal 16 Desember 2016 

hingga 1 hari sebelum pencoblosan. Dalil tersebut sesungguhnya merupakan 

dalil yang didasarkan pada ketidakpahaman Pemohon perihal penerbitan 

Surat Keterangan (Suket) sebagai salah satu bentuk pelayanan publik 

dibidang administrasi kependudukan.  

15. Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam 

Negeri RI melalui Surat Nomor : 471.13/2051/DUKCAPIL tertanggal 20 

Februari 2017 perihal Penerbitan Surat Keterangan Sebagai Pengganti KTP-

el Maupun Surat Keterangan Terdata Dalam Database Kependudukan (Bukti 

PT – 20) yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil  Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia menyatakan : 

“Dalam rangka kepentingan pelayanan publik, antara lain untuk kepentingan 

Pemilukada, Pilkades, Perbankan, Imigrasi, Kepolisian, Asuransi, BPJS, 

Pernikahan, dan kebutuhan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah, maka 

Surat Keterangan Pengganti KTP-el maupun Surat Keterangan Telah 

Terdata Dalam Database Kependudukan dapat terus diterbitkan oleh Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota sampai tersedianya 

blanko KTP-el di Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian 

Dalam Negeri. Dengan demikian tanggal 8 Februari ataupun tanggal 15 
Februari 2015 bukan merupakan batas akhir penerbitan Surat 
Keterangan Pengganti KTP-el maupun Surat Keterangan Telah Terdata 
Dalam Database Kependudukan.” 

Bahwa berdasarkan hal tersebut maka, Surat Keterangan (SuKet) bukanlah 

merupakan wilayah kewenangan Termohon, melainkan wilayah kewenangan 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang 
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penerbitannya dalam rangka pelayanan publik yang tetap sah walaupun 

diterbitkan 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara.  

16. Bahwa Penggunaan Surat Keterangan hanyalah salah satu syarat 

administratif bagi pemilih menggunakan hak pilihnya. Selama sebuah Surat 

Keterangan tersebut diterbitkan oleh Instansi yang berwenang dalam hal ini 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, maka Surat 

Keterangan tersebut merupakan Surat Keterangan yang sah. Surat 

Keterangan yang tidak sah seharusya tidak didefinisikan sebagai Surat 

Keterangan yang diterbitkan setelah penetapan DPT. Karena jangka waktu 

penetapan DPT pun tidak serta merta bisa ditafsirkan sebagai batas akhir 

penerbitan Surat Keterangan dimaksud. Oleh karena itu, indikator Surat 

Keterangan dinyatakan sebagai tidak sah haruslah apabila Surat Keterangan 

tersebut tidak diterbitkan oleh instansi yang berwenang.  

17. Pemohon juga dalam dalil permohonannya tidak dapat membuktikan korelasi 

antara penerbitan Surat Keterangan dengan jumlah suara Pihak Terkait. 

Karena pemilih yang menggunakan Surat Keterangan (Suket) tidak dapat 

dipastikan 100% memilih Pihak Terkait sehingga harus dianggap sebagai 

penggelembungan suara. Faktanya, Surat Keterangan tersebut justru lebih 

banyak diterbitkan di kabupaten - kabupaten yang dimenangkan oleh 

Pemohon yaitu :  

Kabupaten Jumlah Suket Suara Paslon 
1 

Suara Paslon 
2 

Suara Paslon 
3 

Mamuju 
Tengah 

1.051 31.735 5.886 15.549 

Majene 6.009 42.854 21.375 26.651 
Mamuju 1.908 66.954 10.130 46.051 
Mamasa 2.408 43.951 8.767 22.769 
 

(sumber: [https://pilkada2017.kpu.go.id/hasil/t1/sulawesi_barat])  

Dimana Surat Keterangan tersebut juga ada yang diterbitkan sampai 1 hari 

sebelum perhitungan suara (Bukti PT – 22). Namun anehnya, Pemohon tidak 

mempermasalahkan hal tersebut.  

Oleh karenanya, dalil Pemohon dalam permohonan a quo yang menyatakan 

bahwa terjadi dugaan penggelembungan suara dengan modus penggunaan 

Surat Keterangan Yang Tidak Sah adalah dalil yang menyesatkan sehingga 

 
 

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 

 



494 
 

sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidak-tidaknya tidak dipertimbangkan 

oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.  

C. TANGGAPAN TERHADAP DALIL TENTANG DISTRIBUSI C.6 
18. Bahwa dalam posita Poin IV.3 Permohonan, Pemohon mendalilkan bahwa 

telah terjadi pengurangan suara Pemohon secara massif dengan modus 

Termohon tidak mendistribusikan atau membagikan C.6-KWK di Kabupaten 

Polewali Mandar. Dalil ini sesungguhnya merupakan dalil yang mengada-ada, 

hal tersebut karena berdasarkan Form Model DB.8-KWK berupa rekapitulasi 

pengembalian formulir C.6-KWK yang tidak terdistribusi di Kabupaten 

Polewali Mandar (Bukti PT - 23), alasan C.6-KWK tersebut ditarik kembali 

adalah pemilih meninggal dunia, pindah alamat, tidak dikenal, tidak dapat 

ditemui dan lain-lain. Pemohon pun tidak dapat membuktikan atau 

menjelaskan dengan pasti dalam permohonannya bahwa keseluruhan C.6-

KWK yang tidak didistribusikan tersebut merupakan C.6-KWK yang apabila 

didistribusikan pasti memilih Pemohon atau ada korelasi dengan jumlah suara 

Pemohon, karena diantara C.6-KWK yang tidak terdistribusikan tersebut ada 

yang disebabkan pemilih meninggal dunia dan pindah alamat.  

19. Begitupula dengan dalil Pemohon pada posita halaman 125 permohonan 

yang menyebutkan bahwa jumlah C-6.KWK yang tidak terdistribusi di 

Kabupaten Polewali Mandar sebanyak 7.588 (tujuh ribu lima ratus delapan 

puluh delapan). Dalil ini senyatanya merupakan dalil yang mengada-ada 

karena berdasarkan form model DB.8-KWK Kabupaten Polewali Mandar (vide 

Bukti PT - 23), jumlah total form C.6-KWK yang tidak terdistribusi adalah 

sebanyak 2.462 (dua ribu empat ratus enam puluh dua). 

20. Hal tersebut kemudian menegaskan bahwa klaim Pemohon pada posita 

permohonan tentang dugaan adanya pengurangan suara Pemohon secara 

massif dengan modus tidak memberikan form undangan kepada pemilih di 

Kabupaten Polewali Mandar adalah dalil yang terbantahkan dan tidak terbukti 

serta tidak sesuai dengan fakta yang terjadi sehingga sudah sepatutnya untuk 

ditolak atau setidak-tidaknya tidak dipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis 

Hakim Mahkamah Konstitusi.  
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D. TANGGAPAN TERHADAP DALIL TENTANG JUMLAH SUARA YANG 
TIDAK SAH YANG MERUGIKAN PEMOHON DAN TANGGAPAN 
TERHADAP PERHITUNGAN SUARA YANG BENAR MENURUT PEMOHON 

21. Bahwa oleh karena dalil Pemohon sebelumnya mengenai dugaan 

penggelembungan suara dengan modus NIK Ganda dan penggunaan Surat 

Keterangan Yang Tidak Sah sesungguhnya merupakan dalil yang tidak 

berdasar, maka dari itu Pada Poin V Posita Permohonan, dalil pemohon yang 

menyatakan bahwa jumlah suara yang tidak sah yang merugikan pemohon 

adalah sebanyak 5077 (lima ribu tujuh puluh tujuh) suara juga senyatanya 

merupakan perhitungan yang mengada-ada sehingga sudah sepatutnya 

untuk ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.  

22. Demikian pula dengan dalil Pemohon pada poin VI permohonan yang 

menyebutkan bahwa berdasarkan perhitungan C.1-KWK Pemohon 

mendapatkan 242.885, merupakan perhitungan yang sama sekali tidak 

berdasar. Hal tersebut dikarenakan sepanjang Permohonan a quo, Pemohon 

tidak pernah menjelaskan atau memaparkan dimana letak perbedaan 

perhitungan C.1-KWK versi Termohon dengan perhitungan C.1-KWK versi 

Pemohon. Oleh karena itu, perhitungan C.1-KWK versi Termohon yang 

ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi 

Barat Nomor 05/KPTS/KPU-Prov-033/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi 

Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2017 (Bukti PT - 8) merupakan perhitungan 

yang sah karena didasarkan pada form C.1-KWK yang juga disetujui oleh 

Pemohon dengan ditandatanganinya form C.1-KWK tersebut oleh Saksi 

Pemohon.  

23. Perlu kita ketahui bahwa fakta proses penyelenggaraan Pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 sudah tidak 

menyisakan permasalahan apapun. Setiap tahapan dan rekomendasi 

bawaslu termasuk rekomendasi untuk melakukan pemungutan suara ulang 

telah dilaksanakan oleh Termohon. 

24. Bahwa justru sebaliknya yang terbukti melakukan pelanggaran yang sangat 

merugikan pihak terkait justru dilakukan oleh Pemohon sebagaimana tebukti 

dalam Perkara Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN.Mam dan Nomor 
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7/Pid.Sus/2017/PN.Mam dimana adanya Aparatur Sipil Negara yang didakwa 

ikut terlibat mengakampanyekan Pemohon serta dalam perkara Nomor 

46/Pid.Sus/2017/PN.Pol, perkara Nomor 45/Pid.Sus/2017/PN.Pol dan perkara 

Nomor 54/Pid.Sus/2017/PN.Pol perkara-perkara tindak pidana money politic 

justru terbukti secara hukum pihak Pemohon yang melakukan money politic. 

PETITUM 
Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini Pihak Terkait 

memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutus 

perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut : 

DALAM EKSEPSI 

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya. 

- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima. 

DALAM POKOK PERKARA 

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 

- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi Sulawesi Barat Nomor 05/KPTS/KPU-Prov-033/2017 tentang 

Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2017. 

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon 

putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). 

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait 

telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan 

bukti PT-370 yang telah disahkan dalam persidangan pada 21 Maret 2017 dan 

tanggal 7 April 2017, sebagai berikut: 

No Tanda 
Bukti Uraian 

1 PT – 1 Fotokopi KTP dan NPWP Drs. H. Ali Baal Masdar, M.Si 
2 PT – 2 Fotokopi KTP dan NPWP Hj. Enny Anggraeny Anwar 
3 PT – 3  Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor 

24/Kpts/KPU-Prov-033/2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon 
Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2017,  tanggal 
24 Oktober 2016.  

4 PT- 4 Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen 
Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan 
Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2017, tanggal 
29 September 2016. 

5 PT - 5 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor 
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29/Kpts/KPU-Prov-033/2016 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan 
Daftar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi 
Barat Tahun 2017, tanggal 25 Oktober 2016, menetapkan Pihak 
Terkait sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur 
Nomor Urut 3 (tiga). 

6 PT- 6 Berita Acara Nomor : 92/BA/X/2016 Tentang Penetapan Nomor Urut 
Dan Daftar Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi 
Barat Tahun 2017, tanggal 25 Oktober 2016. 

7 PT - 7 Berita Acara Nomor : 97/BA/XI/2016 Tentang Penetapan 
Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Gubernur 
Dan Wakil  Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2017 Tingkat Provinsi 
Sulawesi Barat, tanggal 3 Nopember 2016. 

8 PT - 8 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor 
05/Kpts/KPU-Prov-033/2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil 
Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan 
Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2017, tanggal 26 Februari 
2017. 

9 PT - 9 Model DC-KWK Berita Acara Nomor : 29/BA/II/2017 Rekapitulasi 
Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Provinsi Dalam 
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 
2017, tanggal 26 Februari 2017.  

10 PT-10 Berita Acara Rapat Pleno No. 027/BA/XI/2016 tentang Penetapan 
Daftar Pemilih Tetap / DPT Sekabupaten Mamuju Utara, tanggal  6 
Desember 2016. 

11 PT-11 Berita Acara No. 30/BA/PKWK/KPU-Kab.033.433450/XII/2016 tentang 
Perbaikan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Model A.3.3-KWK 
Kabupaten Mamasa, tanggal 15 Desember 2016. 

12 PT-12 Berita Acara No. 106/BA/XII/2016 tentang Penetapan Rekapitulasi 
Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Provinsi Sulawesi Barat, sebanyak 
840,091 pemilih terdiri atas laki-laki = 420,077 pemilih, dan perempuan 
= 420,014 pemilih (Model A.3.4-KWK), tanggal 16 Desember 2016. 

13 PT-13 Berita Acara Sinkronisasi Dan Perbaikan Data Pemilih Kategori 
Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) 
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2017, tanggal  22 
Februari 2017 di beberapa kecamatan. 

14 PT-14 Berita Acara No. 10/BA/KPU-Kab-033.433438/II/2017 tanggal 22 
Februari 2017 terkait Perbaikan Jumlah Daftar Pemilih Tetap pada 
Model DA-KWK, oleh KPU Kabupaten Mamuju. 

15 PT-15 Berita Acara No. 18/BA/KPU-MT/II/2017 tanggal 25 Februari 2017 
tentang Pencermatan DPT pada Form DB1-KWK. 

16 PT-16 - Berita Acara No. 19/BA/KPU-MT/II/2017 tanggal 26 Februari 
2017, tentang Rapat Pleno Perbaikan Model DB1-KWK 
Kabupaten Mamuju Tengah. 

- Berita Acara Perubahan Model DAA-KWK dan DA1-KWK 
Kecamatan Wonomulyo No. 09/PPK-KW/II/2017 tanggal 20 
Februari 2017.  

17 PT-17 - Berita Acara Perbaikan Data / Analisis Terdaftar Dalam DBTB 
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 
2017 No. 01/BA-PPK-TTR/II/2017, tanggal 20 Februari 2017  

- Berita Acara Perbaikan Data Pemilih Kecamatan Matangnga Kab. 
Polewali Mandar No. BA/PPK-MT/II/2017, tanggal 22 Februari 2017 

- Berita Acara Perbaikan Data Pemilih Kecamatan Campalanggian 
Kab. Polewali Mandar No. 011/BA-PPK/KC/II/2017, tanggal 20 
Februari 2017. 
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- Berita Acara No. 02/BA/PPK-KL/II/2017 tentang Perbaikan terhadap 
Pencatatan Data Pemilih Kategori Terdaftar Pemilih Tetap 
Tambahan (DPTb) Kecamatan Luyo Kab. Polewali Mandar, tanggal 
22 Februari 2017 

18 PT -18 Surat No. 73/Kpu-Prov-033/I/2017 tanggal 26 Januari 2017 tentang 
Undangan Rapat Koordinasi dan Berita Acara No. 09/BA/I/2017 tanggal 
27 Januari 2017 Penetapan Penggunaan Surat Keterangan Pengganti 
KTP_El Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat 
Tahun 2017. 

19 PT - 19 Surat No. 470/198/SET, dari Gubernur Sulawesi Barat kepada Bupati 
Sulawesi Barat, tentang Pedoman Penerbitan Surat Keterangan 
Pengganti KTP-el, tertanggal 27 Januari 2017 

20 PT - 20 Surat No. 471.13/2051/DUKCAPIL, dari Kementerian Dalam Negeri RI 
kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, 
tentang Penerbitan Surat Keterangan sebagai Pengganti KTP-el 
maupun Surat Keterangan Telah Terdata Dalam Database 
Kependudukan, 20 Februari 2017 

21 PT -21 Rekapitulasi Jumlah Surat Keterangan (SUKET) Yang Dikeluarkan 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Polewali Mandar Dari 
Bulan September 2016 S/D 14 Februari 2017, mencakup Kecamatan 
sebagai berikut: 
- Kecamatan Tinambung;  
- Kecamatan Campalagian; 
- Kecamatan Wonomulyo; 
- Kecamatan Polewali; 
- Kecamatan Tutar; 
- Kecamatan Binuang; 
- Kecamatan Tapango; 
- Kecamatan Mapilli; 
- Kecamatan Luyo; 
- Kecamatan Matangnga; 
- Kecamatan Limboro; 
- Kecamatan Balanipa; 
- Kecamatan Anreapi; 
- Kecamatan Matakali; 
- Kecamatan Allu 
- Kecamatan Bulo 

22 PT-22 Data Pencetakan Surat Keterangan Pengganti KTP_el s/d 31 Januari 
2017  dan Data Pencetakan Surat Keterangan Pengganti KTP_el  1 s/d 
31 Februari 2017, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Tengah, tanggal 02 Maret 2017.   

23 PT-23 Model DB.8-KWK Hasil Rekapitulasi Pengembalian Formulir Model C6-
KWK yang Tidak Terdistibusi dari setiap Desa/Kelurahan Dalam 
Wilayah Kabupaten/ Kota Polewali Mandar, Sulawesi Barat, tertanggal 
20 Februari 2017. 

24 PT -24 Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan 
Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi 
Barat Tahun 2017. 

25 PT – 25 - Model DB-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan 
Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Majene dalam Pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2017 tanggal 22 Februari 
2017. 

- Model DB1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian 
Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat 
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Kabupaten/Kota Majene dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur Tahun 2017. 

26 PT -26 - Model DB-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan 
Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Polewali Mandar dalam 
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2017 tanggal 22 
Februari 2017. 

- Model DB1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian 
Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat 
Kabupaten/Kota Polewali Mandar dalam Pemilihan Gubernur dan 
Wakil Gubernur Tahun 2017. 

27 PT -27 - Model DB-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan 
Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Mamuju dalam 
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2017 tanggal 22 
Februari 2017. 

- Model DB1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian 
Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat 
Kabupaten/Kota Mamuju dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur Tahun 2017. 

- Berita Acara No. 11/BA/KPU-KAB.033.433438/II/2017   tanggal 
25 Februari 2017, Rapat Pleno Perbaikan Model DB1-KWK 
Kabupaten Mamuju setalah Pelaksanaan Pemungutan Suara 
Ulang di TPS 2 Desa Kinatang, Kec. Bonehau Kab. Mamuju 

- Hasil Perbaikan Model DB1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil 
Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap 
Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Mamuju dalam Pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2017. 

28 PT - 28 - Model DB-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan 
Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Mamasa dalam Pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2017 tanggal 22 Februari 
2017. 

- Model DB1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian 
Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat 
Kabupaten/Kota Mamasa dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur Tahun 2017. 

29 PT- 29 
 

- Model DB2-KWK, Catatan Kejadian Khusus di Kabupaten 
Mamuju Utara, tanggal 22 Februari 2017. 

- Model DB5-KWK Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan 
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan 
Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2017 

- Model DB-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan 
Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Mamuju Utara dalam 
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2017 tanggal 22 
Februari 2017. 

- Model DB1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian 
Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat 
Kabupaten/Kota Mamuju Utara dalam Pemilihan Gubernur dan 
Wakil Gubernur Tahun 2017. 

30 PT - 30 - Model DB-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan 
Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Mamuju Tengah dalam 
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2017 tanggal 22 
Februari 2017. 

- Model DB1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian 
Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat 
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Kabupaten/Kota Mamuju Tengah dalam Pemilihan Gubernur dan 
Wakil Gubernur Tahun 2017. 

- Model DB5-KWK Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan 
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan 
Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2017. 

31 PT – 31 - Model DA-KWK Berita Acara Rapat Rekapitulasi Hasil 
Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Banggae 
Timur Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi 
Barat Tahun 2017. 

- Model DA1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Perincian 
Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di 
Tingkat Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene dalam 
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2017. 

32 PT - 32 - Model DA-KWK Berita Acara Rapat Rekapitulasi Hasil 
Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Banggae 
Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat 
Tahun 2017. 

- Model DA1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Perincian 
Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di 
Tingkat Kecamatan Banggae Kabupaten Majene dalam 
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2017. 

33 PT - 33 - Model DA-KWK Berita Acara Rapat Rekapitulasi Hasil 
Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Malunda 
Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat 
Tahun 2017. 

- Model DA1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Perincian 
Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di 
Tingkat Kecamatan Malunda Kabupaten Majene dalam 
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2017. 

34 PT - 34 - Model DA-KWK Berita Acara Rapat Rekapitulasi Hasil 
Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Pamboang 
Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat 
Tahun 2017. 

- Model DA1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Perincian 
Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di 
Tingkat Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene dalam 
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2017. 

35 PT – 35 - Model DA-KWK Berita Acara Rapat Rekapitulasi Hasil 
Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Sendana 
Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat 
Tahun 2017. 

- Model DA1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Perincian 
Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di 
Tingkat Kecamatan Sendana Kabupaten Majene dalam 
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2017. 

36 PT – 36 - Model DA-KWK Berita Acara Rapat Rekapitulasi Hasil 
Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan 
Tammero’do Senada Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2017. 

- Model DA1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Perincian 
Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di 
Tingkat Kecamatan Tammero’do Senada Kabupaten Majene 
dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2017. 
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37 PT – 37 - Model DA-KWK Berita Acara Rapat Rekapitulasi Hasil 
Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Tubo 
Sendana Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 
Sulawesi Barat Tahun 2017. 

- Model DA1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Perincian 
Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di 
Tingkat Kecamatan Tammero’do Sendana Kabupaten Majene 
dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2017. 

38 PT – 38 - Model DA1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Perincian 
Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di 
Tingkat Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene dalam 
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2017. 
 

39 PT – 39 - Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan 
Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Baras dalam Pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2017. 

- Model DA1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian 
Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di 
Tingkat Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara, Sulawesi 
Barat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 
2017. 

40 PT – 40 - Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan 
Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Lariang, dalam Pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2017. 

- Model DA1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian 
Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di 
Tingkat Kecamatan Lariang, Kabupaten Mamuju Utara, Sulawesi 
Barat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 
2017. 

41 PT – 41 - Model DA5-KWK Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan 
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan 
Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2017 

- Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan 
Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Bulu Taba, dalam 
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 
2017 

- Model DA1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian 
Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di 
Tingkat Kecamatan Bulu Taba, Kabupaten Mamuju Utara, 
Sulawesi Barat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 
Tahun 2017. 

42 PT – 42 - Model DA1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian 
Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di 
Tingkat Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara, Sulawesi 
Barat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 
2017. 

43 PT – 43 - Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan 
Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Dapurang, dalam 
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 
2017. 

- Model DA1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian 
Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di 
Tingkat Kecamatan Dapurang, Kabupaten Mamuju Utara, 
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Sulawesi Barat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 
Tahun 2017. 

44 PT – 44 - Model DA1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian 
Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di 
Tingkat Kecamatan Duripoku, Kabupaten Mamuju Utara, 
Sulawesi Barat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 
Tahun 2017 

45 PT – 45 - Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan 
Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Sarjo, dalam Pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2017. 

- Model DA1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian 
Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di 
Tingkat Kecamatan Sarjo, Kabupaten Mamuju Utara, Sulawesi 
Barat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 
2017. 

46 PT – 46 - Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan 
Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Bambaira, dalam 
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 
2017. 

- Model DA1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian 
Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di 
Tingkat Kecamatan Bambaira, Kabupaten Mamuju Utara, 
Sulawesi Barat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 
Tahun 2017. 

47 PT – 47 - Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan 
Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Pasangkayu, dalam 
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 
2017. 

- Model DA1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian 
Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di 
Tingkat Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, 
Sulawesi Barat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 
Tahun 2017. 

48 PT – 48 - Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan 
Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Pedongga, dalam 
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 
2017. 

- Model DA1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian 
Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di 
Tingkat Kecamatan Pedongga, Kabupaten Mamuju Utara, 
Sulawesi Barat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 
Tahun 2017. 

49 PT – 49 - Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan 
Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Tikke Raya, dalam 
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 
2017. 

- Model DA1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian 
Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di 
Tingkat Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Mamuju Utara, 
Sulawesi Barat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 
Tahun 2017. 

50 PT – 50 - Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan 
Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Bambalamotu, dalam 
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 
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2017. 
- Model DA1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian 

Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di 
Tingkat Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Mamuju Utara, 
Sulawesi Barat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 
Tahun 2017. 

51 PT – 51 - Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan 
Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Balanipa dalam 
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 
2017. 

- Model DA1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian 
Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di 
Tingkat Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar dalam 
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2017. 

52 PT – 52 - Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan 
Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Binuang dalam 
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 
2017. 

- Model DA1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian 
Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di 
Tingkat Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar dalam 
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2017. 

53 PT – 53 - Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan 
Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Bulo dalam Pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2017. 

- Model DA1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian 
Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di 
Tingkat Kecamatan Bulo Kabupaten Polewali Mandar dalam 
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2017. 

54 PT - 54 - Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan 
Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Allu dalam Pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2017. 

- Model DA1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian 
Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di 
Tingkat Kecamatan Allu Kabupaten Polewali Mandar dalam 
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2017. 

55 PT -55 - Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan 
Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Anreapi dalam Pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2017. 

- Model DA1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian 
Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di 
Tingkat Kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali Mandar dalam 
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2017. 

56 PT – 56 - Model DA1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian 
Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di 
Tingkat Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar 
dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2017. 

57 PT – 57 - Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan 
Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Limboro dalam Pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2017. 

- Model DA1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian 
Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di 
Tingkat Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar dalam 
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2017. 
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58 PT - 58 - Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan 
Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Luyo dalam Pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2017. 

- Model DA1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian 
Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di 
Tingkat Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar dalam 
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2017. 

59 PT – 59 - Model DA1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian 
Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di 
Tingkat Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar dalam 
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2017. 

60 PT – 60 - Model DA1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian 
Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di 
Tingkat Kecamatan Matangnga Kabupaten Polewali Mandar 
dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2017. 

61 PT – 61 - Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan 
Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Pulewali dalam 
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 
2017. 

- Model DA1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian 
Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di 
Tingkat Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar dalam 
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2017. 

62 PT - 62 - Model DA1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian 
Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di 
Tingkat Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar dalam 
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2017. 

63 PT – 63 - Model DA1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian 
Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di 
Tingkat Kecamatan Tutar Kabupaten Polewali Mandar dalam 
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2017. 

64 PT - 64 - Model DA1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian 
Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di 
Tingkat Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar dalam 
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2017. 

65 PT - 65 - Model DA1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian 
Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di 
Tingkat Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar 
dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2017. 

66 PT - 66 - Model DA1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian 
Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di 
Tingkat Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar 
dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2017. 

 
 

No Tanda 
Bukti Uraian 

  KABUPATEN MAMUJU 

1 PT - 67 

TPS 1, TPS 2, dan TPS 4 Desa/Kelurahan Balanti, Kecamatan 
Baras, Kabupaten Mamuju Utara.  
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 
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2 PT – 68 

TPS 01, TPS 03 dan TPS 04 Desa/Kelurahan Kasano, 
Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara. 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

3 PT – 69 

TPS 1, TPS 5, TPS 6 dan TPS 7 Desa/Kelurahan Motu, 
Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara 

4 PT – 70 

TPS 1 Desa/Kelurahan Towani, Kecamatan Baras, Kabupaten 
Mamuju Utara 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

5 PT – 71 

TPS 2 Desa/Kelurahan Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten 
Mamuju Utara 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

6 PT – 72 

TPS 1 Desa/Kelurahan Bulu Parigi, Kecamatan Baras, Kabupaten 
Mamuju Utara  
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

7 PT – 73 

TPS 5 Desa/Kelurahan Bambalamotu, Kecamatan Bambalamotu, 
Kabupaten Mamuju Utara 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

8 PT – 74 

TPS 1, TPS 3 dan TPS 4 Desa/Kelurahan Pangiang, Kecamatan 
Bambalamotu, Kabupaten Mamuju Utara 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

9 PT – 75 

TPS 3, TPS 4, TPS 6 dan TPS 7 Desa/Kelurahan Polewali, 
Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Mamuju Utara 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

10 PT – 76 

TPS 2, TPS 4, TPS 5, TPS 6 dan TPS 7  Desa/Kelurahan 
Randomayang, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Mamuju 
Utara 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 
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11 PT – 77 

TPS 2 dan TPS 4 Desa/Kelurahan Wulai, Kecamatan 
Bambalamotu, Kabupaten Mamuju Utara 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

12 PT – 78 

TPS 02 dan TPS 04  Desa/Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan 
Bulu Taba, Kabupaten Mamuju Utara 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

13 PT – 79 

TPS 01 Desa/Kelurahan Karape, Kecamatan Bulu Taba, 
Kabupaten Mamuju Utara 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

14 PT – 80 

TPS 02 Desa/Kelurahan Ompi, Kecamatan Bulu Taba, Kabupaten 
Mamuju Utara 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

15 PT – 81 

TPS 03 dan TPS 05 Desa/Kelurahan Lilimori, Kecamatan Bulu 
Taba, Kabupaten Mamuju Utara 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

16 PT – 82 

TPS 04 Desa/Kelurahan Bambaira, Kecamatan Bambaira, 
Kabupaten Mamuju Utara 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

17 PT – 83 

TPS 01, TPS 03 dan TPS 05 Desa/Kelurahan Kalukku Nangka, 
Kecamatan Bambaira, Kabupaten Mamuju Utara 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

18 PT – 84 

TPS 03 Desa/Kelurahan Tampaure, Kecamatan Bambaira, 
Kabupaten Mamuju Utara 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

19 PT – 85 

TPS 03 dan TPS 04 Desa/Kelurahan Kasolang, Kecamatan 
Bambaira, Kabupaten Mamuju Utara 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 
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20 PT – 86 

TPS 1, TPS 03, TPS 04 dan TPS 05 Desa/Kelurahan Martasari 
Kecamatan Pedongga, Kabupaten Mamuju Utara 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

21 PT – 87 

TPS 3, TPS 5 dan TPS 6 Desa/Kelurahan Ako, Kecamatan 
Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

22 PT – 88 

TPS 3, TPS 6 dan TPS 8 Desa/Kelurahan Gunung Sari, 
Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

23 PT – 89 

TPS 1, TPS 2 dan TPS 4 Desa/Kelurahan Karya Bersama, 
Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

24 PT – 90 

TPS 3 Desa/Kelurahan Martajaya, Kecamatan Pasangkayu, 
Kabupaten Mamuju Utara 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

25 PT – 91 

TPS 2 Desa/Kelurahan Maponu, Kecamatan Sarjo, Kabupaten 
Mamuju Utara 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

26 PT – 92 

TPS 2, TPS 5, TPS 6 dan TPS 7 Desa/Kelurahan Pakawa, 
Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

27 PT – 93 

TPS 1, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 9, TPS 10, TPS 
11, TPS 12, dan TPS 13 Desa/Kelurahan Pasangkayu, 
Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

28 PT – 94 

TPS 3 Desa/Kelurahan Bambakoro, Kecamatan Lariang, 
Kabupaten Mamuju Utara 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 
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KWK) 

29 PT – 95 

TPS 1 Desa/Kelurahan Batu Matoru, Kecamatan Lariang, 
Kabupaten Mamuju Utara 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

30 PT – 96 

TPS 1 Desa/Kelurahan Kulu, Kecamatan Lariang, Kabupaten 
Mamuju Utara 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

31 PT – 97 

TPS 1 dan TPS 2 Desa/Kelurahan Parabu, Kecamatan Lariang, 
Kabupaten Mamuju Utara 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

32 PT – 98 

TPS 3 Desa/Kelurahan Singgani Dusun Beai, Kecamatan Lariang, 
Kabupaten Mamuju Utara 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

33 PT – 99 

TPS 3 Desa/Kelurahan Letawa, Kecamatan Sarjo, Kabupaten 
Mamuju Utara 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

34 PT – 100 

TPS 2 Desa/Kelurahan Maponu, Kecamatan Sarjo, Kabupaten 
Mamuju Utara 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

35 PT – 101 

TPS 1 dan TPS 4 Desa/Kelurahan Sarjo, Kecamatan Sarjo, 
Kabupaten Mamuju Utara 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

36 PT – 102 

TPS 1 dan TPS 2 Desa/Kelurahan Sarude, Kecamatan Sarjo, 
Kabupaten Mamuju Utara 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

37 PT – 103 

TPS 3 Desa/Kelurahan Jengeng Raya, Kecamatan Tikke Raya, 
Kabupaten Mamuju Utara 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

 
 

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 

 



509 
 

KWK) 

38 PT – 104 

TPS 1, TPS 4 dan TPS 5 Desa/Kelurahan Lariang, Kecamatan 
Tikke Raya, Kabupaten Mamuju Utara 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

39 PT – 105 

TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 6 Desa/Kelurahan Makmur Jaya, 
Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Mamuju Utara 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

40 PT – 106 

TPS 1, TPS 2 dan TPS 4 Desa/Kelurahan Pajalele, Kecamatan 
Tikke Raya, Kabupaten Mamuju Utara 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

41 PT – 107 

TPS 3 dan TPS 5 Desa/Kelurahan Tikke, Kecamatan Tikke Raya, 
Kabupaten Mamuju Utara 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

42 PT – 108 

TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 5 Desa/Kelurahan Bulu Mario, 
Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

43 PT – 109 

TPS 1 Desa/Kelurahan Doda, Kecamatan Sarudui, Kabupaten 
Mamuju Utara 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

44 PT – 110 

TPS 1, TPS 2 dan TPS 6 Desa/Kelurahan Sarudu, Kecamatan 
Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

45 PT – 111 

TPS 1 Desa/Kelurahan Kumasari, Kecamatan Sarudu, Kabupaten 
Mamuju Utara 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

46 PT – 112 

TPS 1 Desa/Kelurahan Saptanajaya, Kecamatan Duripoku, 
Kabupaten Mamuju Utara 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 
- Lampiran C-1 KWK 
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47 PT – 113 

TPS 1 dan TPS 2 Desa/Kelurahan Sipakainga, Kecamatan 
Duripoku, Kabupaten Mamuju Utara 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

48 PT – 114 

TPS 1 dan TPS 2 Desa/Kelurahan Taranggi, Kecamatan 
Duripoku, Kabupaten Mamuju Utara 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

49 PT – 115 

TPS 3 Desa/Kelurahan Tammarunang, Kecamatan Duripoku, 
Kabupaten Mamuju Utara 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

50 PT – 116 

TPS 1 Desa/Kelurahan Benggaulu, Kecamatan Dapurang, 
Kabupaten Mamuju Utara 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

51 PT – 117 

TPS 1,  TPS 2, TPS 3 dan TPS 6 Desa/Kelurahan Bulu Bonggu, 
Kecamatan Dapurang, Kabupaten Mamuju Utara 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

52 PT – 118 

TPS 1, TPS 4, TPS 5, TPS 6 dan TPS 8 Desa/Kelurahan 
Dapurang, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Mamuju Utara 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

53 PT – 119 

TPS 1 Desa/Kelurahan Sarasa, Kecamatan Dapurang, Kabupaten 
Mamuju Utara 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 
  KABUPATEN MAJENE 

54 PT – 120 

TPS 2 Desa/Kelurahan Lalatedong, Kecamatan Sendana, 
Kabupaten Majene 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

55 PT – 121 

TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa/Kelurahan Banua Sendana, 
Kecamatan Sendana, Kabupaten Mejene 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 
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KWK) 

56 PT – 122 

TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, dan TPS 6 Desa/Kelurahan 
Limbua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

57 PT – 123 

TPS 1 dan TPS 2  Desa/Kelurahan Binanga, Kecamatan 
Sendana, Kabupaten Majene 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

58 PT – 124 

TPS 1, TPS 3  dan TPS 4 Desa/Kelurahan Totolisi Sendana, 
Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

59 PT – 125 

TPS 1 Desa/Kelurahan Pundau, Kecamatan Sendana, Kabupaten 
Majene 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

60 PT – 126 

TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Desa/Kelurahan Tallu Banua, 
Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

61 PT – 127 

TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 dan TPS 6  Desa/Kelurahan Mosso, 
Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

62 PT – 128 

TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 dan TPS 6  Desa/Kelurahan 
Mosso Dhua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

63 PT – 129 

TPS 1 dan TPS 2  Desa/Kelurahan Limboro Rambu-Rambu, 
Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

64 PT – 130 

TPS 1 dan TPS 2 Desa/Kelurahan Puttada, Kecamatan Sendana, 
Kabupaten Majene 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 
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KWK) 

65 PT – 131 

TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa/Kelurahan Tallubanua Utara, 
Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

66 PT – 132 

TPS 1 dan TPS 2  Desa/Kelurahan Leppangang, Kecamatan 68 
Sendana, Kabupaten Majene 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

67 PT – 133 

TPS 1 dan TPS 2  Desa/Kelurahan Paminggalan, Kecamatan 
Sendana, Kabupaten Majene 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

68 PT – 134 

TPS 1, TPS 2 dan TPS 3  Desa/Kelurahan Sendana, Kecamatan 
Sendana, Kabupaten Majene 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

69 PT – 135 

TPS 1 dan TPS 3  Desa/Kelurahan Tubo, Kecamatan Tubo 
Sendana, Kabupaten Majene 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

70 PT – 136 

TPS 1 dan TPS 2 Desa/Kelurahan Tubo Poang, Kecamatan Tubo 
Sendana, Kabupaten Majene 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

71 PT – 137 

TPS 1 dan TPS 2  Desa/Kelurahan Bonde-Bonde, Kecamatan 
Tubo Sendana, Kabupaten Majene 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

72 PT – 138 

TPS 3 Desa/Kelurahan Tubo Selatan, Kecamatan Tubo Sendana, 
Kabupaten Majene 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

73 PT – 139 

TPS 1 dan TPS 3 Desa/Kelurahan Tubo Tengah, Kecamatan 
Tubo Sendana, Kabupaten Majene 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 
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KWK) 

74 PT – 140 

TPS 1, TPS 3 dan TPS 6 Desa/Kelurahan Onang, Kecamatan 
Tubo Sendana, Kabupaten Majene 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

75 PT – 141 

TPS 1, TPS 3 dan TPS 4 Desa/Kelurahan Onang Utara, 
Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

76 PT – 142 

TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 dan TPS 6 Desa/Kelurahan 
Malunda, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

77 PT – 143 

TPS 1, TPS 2 dan TPS 3  Desa/Kelurahan Lombang, Kecamatan 
Malunda, Kabupaten Majene 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

78 PT – 144 

TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa/Kelurahan Kayuangin, Kecamatan 
Malunda, Kabupaten Majene 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

79 PT – 145 

TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5 Desa/Kelurahan Lamungan 
Batu, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

80 PT – 146 

TPS 2 dan TPS 3 Desa/Kelurahan Lombong Timur, Kecamatan 
Malunda, Kabupaten Majene 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

81 PT – 147 

TPS 1, TPS 2 dan TPS 3  Desa/Kelurahan Salutahongan, 
Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

82 PT – 148 

TPS 2 dan TPS 3 Desa/Kelurahan Lombong Kecamatan Malunda, 
Kabupaten Majene 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 
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KWK) 

83 PT – 149 

TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Desa/Kelurahan Lombong, 
Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

84 PT – 150 

TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Desa/Kelurahan Bambangan, 
Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

85 PT – 151 

TPS 1 dan TPS 3 Desa/Kelurahan Mekkatta Selatan, Kecamatan 
Malunda, Kabupaten Majene 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

86 PT – 152 

TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Desa/Kelurahan Mekkatta, 
Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

87 PT – 153 

TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Desa/Kelurahan Maliaya, Kecamatan 
Malunda, Kabupaten Majene 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

88 PT – 154 

TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5 Desa/Kelurahan Tande, 
Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

89 PT – 155 

TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 5 Desa/Kelurahan Tande Timur, 
Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

90 PT – 156 

TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 
9, TPS 10, TPS 11, TPS 12 dan TPS 13 Desa/Kelurahan Labuang 
Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

91 PT – 157 
TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8 dan 
TPS 10 Desa/Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, 
Kabupaten Majene 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 
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(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

92 PT – 158 

TPS 1 dan TPS 2 Desa/Kelurahan Buttu Baruga, Kecamatan 
Banggae Timur, Kabupaten Majene 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

93 PT – 159 

TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 
9, TPS 10, TPS 11 dan TPS 12 Desa/Kelurahan Labuang, 
Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

94 PT – 160 

TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5 Desa/Kelurahan Baruga, 
Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

95 PT – 161 

TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5 Desa/Kelurahan Baruga Dhua, 
Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

95 PT – 162 

TPS 1, TPS 2, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 
10 Desa/Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, 
Kabupaten Majene 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

96 PT – 163 

TPS 2, TPS 4 dan TPS 5 Desa/Kelurahan Ulidang, Kecamatan 
Tammero’do Sendana, Kabupaten Majene 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

97 PT – 164 

TPS 3 dan TPS 4 Desa/Kelurahan Seppong, Kecamatan 
Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

98 PT – 165 

TPS 1 Desa/Kelurahan Manyamba, Kecamatan Tammerodo 
Sendana, Kabupaten Majene 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 
99 PT – 166 TPS 1, TPS 2, TPS 4 dan TPS 5 Desa/Kelurahan Awo, 
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Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

100 PT – 167 

TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Desa/Kelurahan Tammerodo 
Utara, Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

101 PT – 168 

TPS 3 dan TPS 5 Desa/Kelurahan Tammero’do, Kecamatan 
Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

102 PT – 169 

TPS 1, TPS 2 TPS 3 dan TPS 5 Desa/Kelurahan Tallambalao, 
Kecamatan Tammero’do Sendana, Kabupaten Majene 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

103 PT – 170 

TPS 2 Desa/Kelurahan Kabiraan, Kecamatan Ulumanda, 
Kabupaten Majene 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

104 PT – 171 

TPS 1 dan TPS 2, Desa/Kelurahan Panggalo, Kecamatan 
Ulumanda, Kabupaten Majene 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

105 PT – 172 

TPS 2 Desa/Kelurahan Popenga, Kecamatan Ulumanda, 
Kabupaten Majene 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

106 PT – 173 

TPS 4 Desa/Kelurahan Salutambung, Kecamatan Ulumanda, 
Kabupaten Majene 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

107 PT – 174 

TPS 1 dan TPS 3 Desa/Kelurahan Sambabo, Kecamatan 
Ulumanda, Kabupaten Majene 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 
108 PT – 175 TPS 3 Desa/Kelurahan Sulai, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten 
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Majene 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

109 PT – 176 

TPS 4 Desa/Kelurahan Tandeallo, Kecamatan Ulumanda, 
Kabupaten Majene 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

110 PT – 177 

TPS 1, TPS 2 dan TPS 4 Desa/Kelurahan Ulumanda, Kecamatan 
Ulumanda, Kabupaten Majene 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

111 PT – 178 

TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 
9, TPS 10, TPS 11, TPS 12 dan TPS 13 Desa/Kelurahan 
Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

112 PT – 179 

TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 
9, TPS 10, TPS 11 dan TPS 12 Desa/Kelurahan Baru, Kecamatan 
Banggae, Kabupaten Majene 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

113 PT – 180 

TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 dan TPS 6 Desa/Kelurahan 
Galung, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

114 PT – 181 

TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Desa/Kelurahan Palipi Soreang, 
Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

115 PT – 182 

TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 
10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 16, TPS 17 dan TPS 
19 Pangali-ali Desa/Kelurahan , Kecamatan Banggae, Kabupaten 
Majene 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

116 PT – 183 
TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 
9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13 dan TPS 14 Desa/Kelurahan 
Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene 
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- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 
(Model C-KWK) 

- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 
KWK) 

117 PT – 184 

TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8 dan 
TPS 9 Desa/Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten 
Majene 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

118 PT – 185 

TPS 1, TPS 2  dan TPS 3 Desa/Kelurahan Adolang Dhua, 
Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

119 PT – 186 

TPS 2 TPS 3, TPS 4 dan TPS 5 Desa/Kelurahan Sirindu, 
Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

120 PT – 187 

TPS 1, TPS 4, TPS 5 dan TPS 6 Desa/Kelurahan Bonde, 
Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

121 PT – 188 

TPS 1 dan TPS 3 Desa/Kelurahan Pesuloang, Kecamatan 
Pamboang, Kabupaten Majene 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

122 PT – 189 

TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 dan TPS 6 Desa/Kelurahan 
Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

123 PT – 190 

TPS 1, TPS 2 dan TPS 4 Desa/Kelurahan Lalampanua, 
Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

124 PT – 191 

TPS 1 Desa/Kelurahan Banua Adolang, Kecamatan Pamboang, 
Kabupaten Majene 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 
125 PT – 192 TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 dan TPS 6 Desa/Kelurahan 
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Tinambung, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

126 PT – 193 

TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa/Kelurahan Buttu Pamboang, 
Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

127 PT – 194 

TPS 1 dan TPS 2 Desa/Kelurahan Balombong, Kecamatan 
Pamboang, Kabupaten Majene 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

128 PT – 195 

TPS 1, TPS 3 dan TPS 4 Desa/Kelurahan Bababulo, Kecamatan 
Pamboang, Kabupaten Majene 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

129 PT – 196 

TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa/Kelurahan Bababulo Utara, 
Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

130 PT – 197 

TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa/Kelurahan Betteng, Kecamatan 
Pamboang, Kabupaten Majene 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 
  KABUPATEN POLEWALI MANDAR 

131 PT – 198 

TPS 1, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5 Desa Barumbung, Kecamatan 
Matakali, Kabupaten Polewali Mandar 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

132 PT – 199 

TPS 1 dan TPS 2 Desa/Kelurahan Bunga-Bunga, Kecamatan 
Matakali, Kabupaten Polewali Mandar  
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

133 PT – 200 

TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 6 Desa/Kelurahan 
Indomakkombong, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali 
Mandar 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 
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KWK) 

134 PT – 201 

TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 5 dan TPS 7 Desa/Kelurahan 
Matakali, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

135 PT – 202 

TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 6  dan TPS 7 Desa/Kelurahan 
Pasiang, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

136 PT – 203 

TPS 2, TPS 4, TPS 5, TPS 6  TPS 7 dan TPS 8 Desa/Kelurahan 
Petampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

137 PT – 204 

TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa/Kelurahan Tonrolima, Kecamatan 
Matakali, Kabupaten Polewali Mandar 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

138 PT – 205 

TPS 1 Desa/Kelurahan Lili, Kecamatan Matangnga, Kabupaten 
Polewali Mandar 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

139 PT – 206 

TPS 2 Desa/Kelurahan Matangnga, Kecamatan Matangnga, 
Kabupaten Polewali Mandar 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

140 PT – 207 

TPS 2 Desa/Kelurahan Rangoan, Kecamatan Matangnga, 
Kabupaten Polewali Mandar 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

141 PT – 208 

TPS 1 Desa/Kelurahan Mambu Tapua, Kecamatan Matangnga, 
Kabupaten Polewali Mandar 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

142 PT – 209 

TPS 1, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 9 dan TPS 10 
Desa/Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten 
Polewali Mandar  
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
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- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 
KWK) 

143 PT – 210 

TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 9 dan 
TPS 11 Desa/Kelurahan Madate, Kecamatan Polewali, Kabupaten 
Polewali Mandar 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK)  

144 PT – 211 

TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5 Desa/Kelurahan 
Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar  
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

145 PT – 212 

TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6 dan TPS 7 
Desa/Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten 
Polewali Mandar  
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

146 PT – 213 

TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 8, TPS 9 dan 
TPS 10 Desa/Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, 
Kabupaten Polewali Mandar  
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

147 PT – 214 

TPS 1, TPS 3, TPS 6, 7 dan TPS 8 Desa/Kelurahan Sulewatang, 
Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar  
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

148 PT – 215 

TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, dan TPS 7 
Desa/Kelurahan Takaditung, Kecamatan Polewali, Kabupaten 
Polewali Mandar  
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

149 PT – 216 

TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 
9 dan TPS 10 Desa/Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, 
Kabupaten Polewali Mandar 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK)  

150 PT – 217 

TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5 Desa/Kelurahan 
Ambopadang, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar  
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 
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KWK) 

151 PT – 218 

TPS 2 Desa/Kelurahan Arabua, Kecamatan Tutar, Kabupaten 
Polewali Mandar  
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

152 PT – 219 

TPS 1 Desa/Kelurahan Besoangin Utara, Kecamatan Tutar, 
Kabupaten Polewali Mandar  
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

153 PT – 220 

TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Desa/Kelurahan Peburru, 
Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar  
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

154 PT – 221 

TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa/Kelurahan Piriang Tapiko, 
Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar  
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

155 PT – 222 

TPS 3 Desa/Kelurahan Poda-poda, Kecamatan Tutar, Kabupaten 
Polewali Mandar  
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

156 PT – 223 

TPS 1, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5 Desa/Kelurahan Pollewani, 
Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar  
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

157 PT – 224 

TPS 1 Desa/Kelurahan Ratte, Kecamatan Tutar, Kabupaten 
Polewali Mandar  
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

158 PT – 225 

TPS 3 dan TPS 4 Desa/Kelurahan Taramanu, Kecamatan Tutar, 
Kabupaten Polewali Mandar 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK)  

159 PT – 226 

TPS 1 dan TPS 2 Desa/Kelurahan Tubbi, Kecamatan Tutar, 
Kabupaten Polewali Mandar  
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 
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KWK) 

160 PT – 227 

TPS 2 dan TPS 3 Desa/Kelurahan Besoangin, Kecamatan Tutar, 
Kabupaten Polewali Mandar  
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

161 PT – 228 

TPS 2 dan TPS 3 Desa/Kelurahan Batulaya, Kecamatan 
Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar  
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

162 PT – 229 

TPS 1, TPS 3 dan TPS 4 Desa/Kelurahan Galung Lombok, 
Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar  
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

163 PT – 230 

TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 dan TPS 6 Desa/Kelurahan 
Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar  
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

164 PT – 231 

TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Desa/Kelurahan Lekopadis, 
Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar  
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

165 PT – 232 

TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Desa/Kelurahan Sepabatu, 
Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar  
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

166 PT – 233 

TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Desa/Kelurahan Tandung, 
Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar  
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

167 PT – 234 

TPS 1, TPS 2, TPS 4 dan TPS 3 Desa/Kelurahan Tangnga 
Tangnga, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar  
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

168 PT – 235 

TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 dan TPS 6 Desa/Kelurahan 
Tinambung, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar  
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 
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KWK) 

169 PT – 236 

TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa/Kelurahan Banato Rejo, 
Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar  
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

170 PT – 237 

TPS 2 dan TPS 3 Desa/Kelurahan Batu, Kecamatan Tapango, 
Kabupaten Polewali Mandar  
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

171 PT – 238 

TPS 1 dan TPS 2 Desa/Kelurahan Bussu, Kecamatan Tapango, 
Kabupaten Polewali Mandar  
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

172 PT – 239 

TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Desa/Kelurahan Dakka, 
Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar  
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

173 PT – 240 

TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa/Kelurahan Jambu Malea, 
Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar  
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

174 PT – 241 

TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa/Kelurahan Kalimbua, Kecamatan 
Tapango, Kabupaten Polewali Mandar  
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

175 PT – 242 

TPS 1 Desa/Kelurahan Kurrak, Kecamatan Tapango, Kabupaten 
Polewali Mandar  
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

176 PT – 243 

TPS 1 Desa/Kelurahan Palatta, Kecamatan Tapango, Kabupaten 
Polewali Mandar  
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

177 PT – 244 

TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa/Kelurahan Pelitakan, Kecamatan 
Tapango, Kabupaten Polewali Mandar 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 
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KWK)  

178 PT – 245 

TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa/Kelurahan Rappang, Kecamatan 
Tapango, Kabupaten Polewali Mandar  
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

179 PT – 246 

TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Desa/Kelurahan Riso, 
Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar  
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

180 PT – 247 

TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5 Desa/Kelurahan 
Tapango, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar  
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

181 PT – 248 

TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa/Kelurahan Tapango Barat, 
Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar  
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

182 PT – 249 

TPS 1 Desa/Kelurahan Tuttula, Kecamatan Tapango, Kabupaten 
Polewali Mandar  
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

183 PT – 250 

TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa/Kelurahan Arjo Sari, Kecamatan 
Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar  
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

184 PT – 251 

TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Desa/Kelurahan Arjo Sari, 
Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar  
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
-  Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

185 PT – 252 

TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Desa/Kelurahan Arjo Sari, 
Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar  
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

186 PT – 253 

TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Desa/Kelurahan Banua Baru, 
Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar  
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 
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KWK) 

187 PT – 254 

TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5 Desa/Kelurahan 
Bumiayu, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar  
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

188 PT – 255 

TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa/Kelurahan Bumimulyo, Kecamatan 
Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar  
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

189 PT – 256 

TPS 1, TPS 3 dan TPS 5 Desa/Kelurahan Campurjo, Kecamatan 
Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar  
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

190 PT – 257 

TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8 dan TPS 9 
Desa/Kelurahan Sugihwaras, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten 
Polewali Mandar 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

191 PT – 258 

TPS 2, TPS 3, TPS 5, TPS 6, TPS 7 dan TPS 8 Desa/Kelurahan 
Sumberejo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

192 PT – 259 

TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5  Desa/Kelurahan 
Tumpiling, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar  
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

193 PT – 260 

TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5  Desa/Kelurahan Galeso, 
Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

194 PT – 261 

TPS 1, TPS 2, TPS 4 dan TPS 5  Desa/Kelurahan Nepo, 
Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar  
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

195 PT – 262 
TPS 1, TPS 3 dan TPS 4  Desa/Kelurahan Kebunsari, Kecamatan 
Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
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- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 
KWK) 

196 PT – 263 

TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 5 dan TPS 7 Desa/Kelurahan 
Sidorejo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

197 PT – 264 

TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 
9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16 
TPS 17 dan TPS 18  Desa/Kelurahan Sidodadi, Kecamatan 
Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

198 PT – 265 

TPS 1, TPS 2, TPS 4, TPS 5 dan TPS 6  Desa/Kelurahan 
Amasangan, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar  
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

199 PT – 266 

TPS 3  Desa/Kelurahan Amola, Kecamatan Binuang, Kabupaten 
Polewali Mandar 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

200 PT – 267 

TPS 1, TPS 3, TPS 5, TPS 8 dan TPS 9 Desa/Kelurahan 
Batetangnga, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

201 PT – 268 

TPS 1, TPS 3 dan TPS 4  Desa/Kelurahan Kaleok, Kecamatan 
Binuang, Kabupaten Polewali Mandar 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

202 PT – 269 

TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 dan TPS 6 Desa/Kelurahan 
Kuajang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar  
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

203 PT – 270 

TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 5  Desa/Kelurahan Mammi, 
Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

204 PT – 271 TPS 4, TPS 5 dan TPS 7 Desa/Kelurahan Mirring, Kecamatan 
Binuang, Kabupaten Polewali Mandar  
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- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 
(Model C-KWK) 

- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 
KWK) 

205 PT – 272 

TPS 1, TPS 2, TPS 4, TPS 5 dan TPS 6 Desa/Kelurahan Paku, 
Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
 Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 KWK) 

206 PT – 273 

TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5 Desa/Kelurahan Rea, 
Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

207 PT – 274 

TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6 dan TPS 8  
Desa/Kelurahan Tonyaman, Kecamatan Binuang, Kabupaten 
Polewali Mandar 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

208 PT – 275 

TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 dan TPS 6  Desa/Kelurahan 
Baru, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

209 PT – 276 

TPS 1, TPS 2, TPS, 3 dan TPS 4 Desa/Kelurahan Luyo, 
Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

210 PT – 277 

TPS 1 dan TPS 2 Desa/Kelurahan Puccadi, Kecamatan Luyo, 
Kabupaten Polewali Mandar 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

211 PT – 278 

TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Desa/Kelurahan Mapilli Barat, 
Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

212 PT – 279 

TPS 2 dan 3 Desa/Kelurahan Mambu, Kecamatan Luyo, 
Kabupaten Polewali Mandar 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

213 PT – 280 TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 dan TPS 6 Desa/Kelurahan 
Batupanga, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar 
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- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 
(Model C-KWK) 

- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 
KWK) 

214 PT – 281 

TPS 2, TPS 3, TPS 5 dan TPS 6 Desa/Kelurahan Batupanga 
Dalla, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

215 PT – 282 

TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5 Desa/Kelurahan 
Tenggelang, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

216 PT – 283 

TPS 1 danTPS 3 Desa/Kelurahan Sambali Wali, Kecamatan Luyo, 
Kabupaten Polewali Mandar 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

217 
 PT – 284 

TPS 1, TPS 2 dan TPS 4 Desa/Kelurahan Pussui, Kecamatan 
Luyo, Kabupaten Polewali Mandar 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

218 PT – 285 

TPS 1 Desa/Kelurahan Pussui Barat, Kecamatan Luyo, 
Kabupaten Polewali Mandar 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

219 PT – 286 

TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa/Kelurahan Anreapi, Kecamatan 
Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

220 PT – 287 

TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 5 dan TPS 6 Desa/Kelurahan 
Duanpanula, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

221 PT – 288 

TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Desa/Kelurahan Kelapa Dua, 
Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

222 PT – 289 TPS 3 Desa/Kelurahan Kunyi, Kecamatan Anreapi, Kabupaten 
Polewali Mandar 
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- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 
(Model C-KWK) 

- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 
KWK) 

223 PT – 290 

TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Desa/Kelurahan Papandangan, 
Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

224 PT – 291 

TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Desa/Kelurahan Beroangin, 
Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

225 PT – 292 

TPS 1 dan TPS 2 Desa/Kelurahan Bonne-Bonne, Kecamatan 
Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

226 PT – 293 

TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5 Desa/Kelurahan Bonra, 
Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

227 PT – 294 

TPS 1, TPS 4 dan TPS 5 Desa/Kelurahan Buku, Kecamatan 
Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

228 PT – 295 

TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5 Desa/Kelurahan Kurma, 
Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

229 PT – 296 

TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Desa/Kelurahan Landi 
Kanusuang, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

230 PT – 297 

TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5 Desa/Kelurahan Mapilli, 
Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

231 PT – 298 TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5 Desa/Kelurahan 
Rappang Barat, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar 
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- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 
(Model C-KWK) 

- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 
KWK) 

232 PT – 299 

TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5 Desa/Kelurahan Rumpa, 
Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

233 PT – 300 

TPS 1 Desa/Kelurahan Sattoko, Kecamatan Mapilli, Kabupaten 
Polewali Mandar 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK)  

234 PT – 301 

TPS 1 dan TPS 2 Desa/Kelurahan Segerang, Kecamatan Mapilli, 
Kabupaten Polewali Mandar 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

235 PT – 302 

TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5 Desa/Kelurahan Ugi 
Baru, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

236 PT – 303 

TPS 1, TPS 7, TPS 8 dan TPS 10 Desa/Kelurahan Pambusuang, 
Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

237 PT – 304 

TPS 1, TPS 3, TPS 4, TPS 5 dan TPS 6 Desa/Kelurahan Sabang 
Subik, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

238 PT – 305 

TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Desa/Kelurahan Tamanggalle, 
Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

239 PT – 306 

TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Desa/Kelurahan Tammajarra, 
Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

240 PT – 307 TPS 3 dan TPS 5 Desa/Kelurahan Bala, Kecamatan Balanipa, 
Kabupaten Polewali Mandar 
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- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 
(Model C-KWK) 

- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 
KWK) 

241 PT – 308 

TPS 1, TPS 2, TPS 4 dan TPS 5 Desa/Kelurahan Balanipa, 
Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

242 PT – 309 

TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Desa/Kelurahan Galung Tuluk, 
Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

245 PT – 310 

TPS 2 Desa/Kelurahan Lambanan, Kecamatan Balanipa, 
Kabupaten Polewali Mandar 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

246 PT – 311 

TPS 1 Desa/Kelurahan Lego, Kecamatan Balanipa, Kabupaten 
Polewali Mandar 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

247 PT – 312 

TPS 3 Desa/Kelurahan Mosso, Kecamatan Balanipa, Kabupaten 
Polewali Mandar 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

248 PT – 313 

TPS 1 dan TPS 2 Desa/Kelurahan Pallis, Kecamatan Balanipa, 
Kabupaten Polewali Mandar 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

249 PT – 314 

TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5 Desa/Kelurahan 
Lembang-Lembangs, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali 
Mandar 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

250 PT – 315 

TPS 1 dan TPS 4 Desa/Kelurahan Limboro, Kecamatan Limboro, 
Kabupaten Polewali Mandar 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 
251 PT – 316 TPS 1 dan TPS 2 Desa/Kelurahan Napo, Kecamatan Limboro, 
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Kabupaten Polewali Mandar 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

252 PT – 317 

TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa/Kelurahan Palece, Kecamatan 
Limboro, Kabupaten Polewali Mandar 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

253 PT – 318 

TPS 2, TPS 3 dan TPS 4  Desa/Kelurahan Renggeang, 
Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

254 PT – 319 

TPS 1 dan TPS 2 Desa/Kelurahan Salarri, Kecamatan Limboro, 
Kabupaten Polewali Mandar 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

255 PT – 320 

TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Desa/Kelurahan SamaSundu, 
Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

256 PT – 321 

TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa/Kelurahan Tandasurra, 
Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

257 PT – 322 

TPS 1 Desa/Kelurahan Tangan Baru, Kecamatan Limboro, 
Kabupaten Polewali Mandar 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

258 PT – 323 

TPS 1 dan TPS 3 Desa/Kelurahan Todang-Todang, Kecamatan 
Limboro, Kabupaten Polewali Mandar 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

259 PT – 324 

TPS 2 dan TPS 3 Desa/Kelurahan Alu, Kecamatan Alu, 
Kabupaten Polewali Mandar 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 
260 PT – 325 TPS 1 Desa/Kelurahan Kalumammang, Kecamatan Alu, 
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Kabupaten Polewali Mandar 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

261 PT – 326 

TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Desa/Kelurahan Mombi, Kecamatan 
Alu, Kabupaten Polewali Mandar 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

262 PT – 327 

TPS 2 dan TPS 4 Desa/Kelurahan Pao-Pao, Kecamatan Alu, 
Kabupaten Polewali Mandar 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

263 PT – 328 

TPS 2 dan TPS 4 Desa/Kelurahan Petoosang, Kecamatan Alu, 
Kabupaten Polewali Mandar 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

264 PT – 329 

TPS 3 dan TPS 4 Desa/Kelurahan Pappu Uring, Kecamatan Alu, 
Kabupaten Polewali Mandar 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

265 PT – 330 

TPS 1 dan TPS 3 Desa/Kelurahan, Kecamatan Alu, Kabupaten 
Polewali Mandar 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

266 PT – 331 

TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9 dan 
TPS 10 Desa/Kelurahan Sumarrang, Kecamatan Campalagian, 
Kabupaten Polewali Mandar 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

267 PT – 332 

TPS 1, TPS 2 dan TPS 5 Desa/Kelurahan Suruang, Kecamatan 
Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

268 PT – 333 

TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 dan TPS 6 Desa/Kelurahann 
Lappeo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 
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269 PT – 334 

TPS 1, TPS 3 dan TPS 4 Desa/Kelurahan Ongko, Kecamatan 
Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

270 PT – 335 

TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Desa/Kelurahan Padang Timur, 
Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

271 PT – 336 

TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5 Desa/Kelurahan 
Panyampa, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali 
Mandar 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

272 PT – 337 

TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 dan TPS 6 Desa/Kelurahan 
Pappang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

273 PT – 338 

TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6 dan TPS 7 Desa/Kelurahan 
Parappe, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

274 PT – 339 

TPS 1, TPS 2, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 8 dan TPS 9 
Desa/Kelurahan Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten 
Polewali Mandar 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

275 PT – 340 

TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5 Desa/Kelurahan Botto, 
Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

276 PT – 341 

TPS 2 dan TPS 3 Desa/Kelurahan Gattungan, Kecamatan 
Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

277 PT – 342 
TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 dan TPS 6 Desa/Kelurahan 
Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali 
Mandar 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 
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(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

278 PT – 343 

TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 dan TPS 6 Desa/Kelurahan 
Katumbangan Lemo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten 
Polewali Mandar 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

279 PT – 344 

TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5 Desa/Kelurahan Kenje, 
Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

280 PT – 345 

TPS 1 dan TPS 3 Desa/Kelurahan Lagi-Agi, Kecamatan 
Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

281 PT – 346 

TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5 Desa/Kelurahan Laliko, 
Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

282 PT – 347 

TPS 1, TPS 2, TPS 4, TPS 6, TPS 5 dan TPS 7 Desa/Kelurahan 
Lampoko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

283 PT – 348 

TPS 2 Desa/Kelurahan Bulo, Kecamatan Bulo, Kabupaten 
Polewali Mandar 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK)  

284 PT – 349 

TPS 2 Desa/Kelurahan Sepparaki, Kecamatan Bulo, Kabupaten 
Polewali Mandar 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

285 PT – 350 

TPS 2 dan TPS 4 Desa/Kelurahan Patambanua, Kecamatan Bulo, 
Kabupaten Polewali Mandar 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

286 PT – 351 TPS 1, TPS 3 dan TPS 4 Desa/Kelurahan Lenggo, Kecamatan 
Bulo, Kabupaten Polewali Mandar 
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- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 
(Model C-KWK) 

- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 
KWK) 

287 PT – 352 

TPS 1 dan TPS 2 Desa/Kelurahan Sabura, Kecamatan Bulo, 
Kabupaten Polewali Mandar 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

288 PT – 353 

TPS 2 Desa/Kelurahan Ihing, Kecamatan Bulo, Kabupaten 
Polewali Mandar 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

289 PT – 354 

TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 dan TPS 6 Desa/Kelurahan 
Puliwa, Kecamatan Bulo, Kabupaten Polewali Mandar 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

290 PT – 355 

TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa/Kelurahan Karombang, 
Kecamatan Bulo, Kabupaten Polewali Mandar 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

291 PT – 356 

TPS 1 dan TPS 2 Desa/Kelurahan Daala Timur, Kecamatan Bulo, 
Kabupaten Polewali Mandar 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

292 PT – 357 

TPS 1 dan TPS 2 Desa/Kelurahan Bakka-Bakka, Kecamatan 
Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar    
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

293 PT – 358 

TPS 1 Desa/Kelurahan Malei, Kecamatan Pedongnga, Kabupaten 
Mamuju Utara 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

294 PT – 359 

TPS 1 Desa/Kelurahan Kastabuana, Kecamatan Bulu Taba, 
Kabupaten Mamuju Utara 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

295 PT – 360 TPS 2 dan TPS 5 Desa/Kelurahan Bulu Mario, Kecamatan 
Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara 
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- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 
(Model C-KWK) 

- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 
KWK) 

296 PT – 361 

TPS 1 Desa/Kelurahan Patika, Kecamatan Sarudu, Kabupaten 
Mamuju Utara 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

297 PT - 362 
TPS 1 dan TPS 2 Desa/Kelurahan Ba’ba’ Tapua, Kecamatan 
Matangnga, Kabupaten Polewali Mandar 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

298 PT - 363 

TPS 1 Desa/Kelurahan Katimbang, Kecamatan Matangnga, 
Kabupaten Polewali Mandar 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

299 PT – 364  

TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7 dan TPS 8 
Desa/Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten 
Polewali Mandar 
- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Berita 

(Model C-KWK) 
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C-1 

KWK) 

300 PT – 365 TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan  TPS 4 Desa/Kelurahan Buki Samang, 
Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene 

301   PT - 366 
Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 
7/Pid.Sus/2017.PN.Mam tanggal 19 januari 2017, atas nama 
terdakwa Muliadi M Bin Muin Mustafa; 

302   PT - 367 
Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 
6/Pid.Sus/2017.PN.Mam tanggal 20 Januari 2017, atas nama 
terdakwa Muhammad Ibrahim, S.T., M.M.; 

303   PT - 368 
Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2017/PN.POL, tanggal 8 Maret 2017 
atas nama Terdakwa Harianto alias Anto alias Papa Putra Bin 
Ibrahim; 

304   PT - 369 Putusan nomor 46/Pid.Sus/2017/PN.POL, tangga. 8 Maret 2017, 
atas nama terdakwa Arib alias Papa Amra Bin Nudding; 

305   PT - 370 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2017/PN.POL, tanggal 16 Maret 2017, 
atas nama terdakwa H. Jamaluddin alias Jamal Bin Rukka; 

 Selain itu, Pihak Terkait juga telah mengajukan 5 (lima) orang saksi, 

yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan 

pada tanggal 7 April 2017, pada pokoknya sebagai berikut:  

1. Sulfakri Sultan 
 Bahwa Saksi adalah tim sukses di tingkat provinsi dan saksi mandat pada 

saat penetapan DPT. 
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 Bahwa rapat pleno penetapan DPT dilakukan 2 kali yaitu tanggal 8 

Desember 2016 dan tanggal 16 Desember 2016 dengan rincian DPT 

yaitu Mamasa 117.766, Polman 302.182, Majene 108.531, Mamuju 

158.427, Mamuju Tengah 72.739 dan Mamuju Utara 84.043. 

 Bahwa ada sanggahan dari Bawaslu terkait penetapan DPT tersebut, 

karena adanya NIK ganda. Bawaslu merekomendasikan untuk 4 

kabupaten agar ditunda penetapan DPTnya karena adanya NIK ganda 

yang kemudian meminta kepada KPU untuk melakukan pencermatan, 

perbaikan dan verifikasi faktual. 

 Bahwa pasca rekomendasi Bawaslu, kemudian KPU kembali melakukan 

rapat pleno penetapan DPT pada tanggal 16 Desember 2016.   

 Bahwa rapat pleno penetapan DPT kedua  agak lama oleh karena ada 

salah satu kabupaten berada dalam perjalanan.  

 Bahwa dalam rapat pleno penetapan DPT kedua tersebut tidak ada 

keberatan dari saksi pasangan calon. 

 Bahwa menurut saksi, DPT final ditetapkan pada tanggal 16 Desember 

2016 setelah dilakukan pencermatan dan pada saat rekapitulasi DPT 

kedua tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon. 

 Bahwa ada pelanggaran yang dilakukan kepala desa dan ASN pemkab 

Mamuju yang hadir saat kampanye dan menjadi temuan Bawaslu. 

2. Ahmadi 
 Bahwa Saksi adalah saksi mandat pada saat rekapitulasi di tingkat 

provinsi. 

 Bahwa dalam rapat pleno rekapitulasi semua saksi hadir. Proses 

rekapitulasi dimulai dari Kabupaten Mamasa sampai yang terakhir yaitu 

Kabupaten Mamuju Utara. 

 Bahwa ada persoalan saat rekapitulasi di Kabupaten Mamasa khususnya 

terkait perbedaan antara laki-laiki dan perempuan. Yang kedua untuk 

Kabupaten Mamuju telah dilakukan PSU yaitu di TPS 2 Desa Kinatang, 

Kecamatan Bonehau terkait dengan adanya dugaan empat orang pemilih 

ganda yang semuanya hadir.  
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 Bahwa saksi Paslon 1 tidak mempermasalahkan terkait rekapitulasi 

penghitungan suara dan yang dipersoalkan hanya terkait persoalan 

teknis yaitu masalah A4-KWK dan A5-KWK.  

 Bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 240.010, 

Paslon 2 adalah 146.774 dan Paslon 3 adalah 244.763, dengan total 

suara sah sebanyak 631.547 suara.  

 Bahwa Pemohon menang di Kabupaten Mamasa, Mamuju Tengah, 

Majene dan Mamuju sedangkan Pihak Terkait menang di 2 Kabupaten 

yaitu Polewali Mandar dan Mamuju Utara sedangkan Paslon Nomor 2 

tidak ada yang menang. 

 Bahwa terkait masalah penggunaaan DPTb, pengguna DPTb terbanyak 

adalah di Kabupaten Mamuju dan Polewali Mandar. 

 Bahwa menurut saksi sikap Bawaslu pada saat rekapitulasi hanya 

menyetujui, dan tidak ada perkembangan terkait permasalahan isu NIK 

ganda dan suket. 

3. Andi Tahmid  
 Bahwa Saksi adalah saksi mandat pada saat rekapitulasi di Kabupaten 

Mamuju Utara. 

 Bahwa Pelaksanaan rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 

2017 mulai pukul 10.00 s.d. 15.00 WITA. 

 Bahwa yang menandatangani rekapitulasi hanya saksi Paslon 3 

sedangkan Paslon 1 hadir namun tidak tanda tangan. 

 Bahwa yang dipermasalahkan saksi Paslon 1 hanya terkait dengan 

penambahan suara untuk Paslon 2 dan Paslon 3 di Desa Singgani, 

Kecamatan Lariang yang kemudian telah diklarifikasi secara langsung, 

dicocokkan dengan dokumen C1-KWK.  

 Bahwa terkait dengan NIK ganda, Suket dan C6-KWK tidak ada kebaatan 

dari Paslon 1. 

 Bahwa saksi Paslon 1 meninggalkan tempat sesaat sebelum rekapitulasi 

selesai sehingga tidak menandatangani hasil rekapitulasi. 

4. Maenunis Amin 
 Bahwa Saksi adalah saksi mandat di Kabupaten Polewali Mandar. 
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 Bahwa terkait proses rekapitulasi tidak ada masalah dan yang 

menandatangani rekapitulasi hanya Paslon 2 dan Paslon 3. 

 Bahwa yang menang di Kabupaten Polewali Mandar adalah Paslon 3.   

 Bahwa saksi Paslon 1 tidak menandatangani hasil rekapitulasi dan 

mengajukan keberatan terkait dengan pendistribusian formulir C6-KWK. 

 Bahwa menurut saksi, sepanjang proese rekapitulasi tidak ada komplain 

dari saksi Paslon 1 terkait dengan suket dan C6-KWK. 

 Bahwa tidak ada keberatan dari saksi paslon terkait dengan pencoblosan 

di TPS 4 Kelurahan Amasangan, Kecamatan Binuang dan di TPS 7 

Kelurahan Polewali. 

5. Muhammad Wahyu 
 Bahwa Saksi adalah saksi mandat pada saat rekapitulasi di Kabupaten 

Majene. 

 Bahwa menurut saksi pada saat proses rekapitulasi berjalan lancar, akan 

tetapi pada saat proses pembacaan hasil ada masalah terkait 

pengambilan kotak suara yang salah namun sudah langsung diiganti 

sesuai kecamatan. 

 Bahwa kotak yang tertukar adalah untuk Kecamatan Tammerdo dan 

Tubo. Pada saat ditukar kondisi kotak masih tersegel dan amplop di lem 

dengan  baik.  

 Bahwa hasil rekapitulasi untuk ketiga pasangan calon adalah Paslon 1 

sebanyak 42.854, Paslon 2 sebanyak 21.375 dan Paslon 3 sebanyak 

26.651. 

[2.7]  Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Pihak Lain, 

yaitu Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat yang telah menyampaikan keterengan 

dalam persidangan pada tanggal 21 Maret 2017, yang pada pokoknya 

menyampaikan keterangan sebagai berikut  

Sehubungan dengan adanya surat Mahkamah Konstitusi Republik 

Indonesia Nomor 20.13/PAN.MK/3/2017 tertanggal 13 Maret 2017 perihal 

Penyampaian Salinan Permohonan terkait adanya perkara Perselisihan Hasil 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2017 yang telah 

diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 
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pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 pukul 10.00 WIB telah dicatat dalam Buku 

Registrasi Perkara Konstitusi, dengan registrasi perkara Nomor 13/PHP.GUB-

XV/2017, diajukan oleh: 

Pemohon: Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat 

Tahun 2017 Nomor Urut 1 Dr. H. Suhardi Duka, MM. dan H. Kalma Katta, 

S.Sos.,M.M. terhadap Termohon Komisi Pemilihan Umum  Provinsi Sulawesi 

Barat.  

Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat  menyampaikan keterangan sebagai 

berikut: 

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur 

Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor Urut 1 berdasarkan Surat 

Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Barat  Nomor 24/Kpts/KPU-Prov-033/2016 

tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi 

Barat Tahun 2017 tertanggal 24 Oktober 2016 dan Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor 29/Kpts/KPU-Prov-033/2016 

tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Gubernur dan 

Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2017 tertanggal 25 Oktober 2016  

(Bukti PK 1 Terlampir). 
2. Bahwa KPU Provinsi Sulawesi Barat  telah melakukan penetapan hasil 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2017 pada 

tanggal 26 Februari 2017 berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi 

Sulawesi Barat Nomor 05/Kpts/KPU-Prov-033/2017 tentang Penetapan 

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2017, dengan hasil 

sebagai berikut: 

 

No Pasangan Calon Nomor 
Urut 

Hasil 
Perolehan Persentase 

1. 
Dr. H. Suhardi Duka, MM 

dan  
H. Kalma Katta, Sos., MM 

1 240.010 38,00 % 

2. 
Mayjen TNI (Purn). Salim S. Mengga 

dan 
H. Hasanuddin Mashud, S.Hut 

2 146.774 23,24 % 
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3. 
Drs. H. Muh. Ali Baal Masdar, M.Si 

dan 
Hj. Enny Anggraeny Anwar 

3 244.763 38,76 % 

Jumlah 631.547 100% 

 
A. Aspek Pengawasan 

1. Pengawasan Tahapan Pemutakiran Data dan Daftar Pemilih 
a. Bahwa terhadap pelaksanaan tahapan Pemutakiran Data dan Daftar 

Pemilih, pasca penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) tanggal 3 

Nopember 2016, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat melakukan 

pencermatan terhadap Daftar Pemilih  By Name By Address dalam 

DPS dan ditemukan adanya permasalahan dalam daftar pemilih 

tersebut dengan rincian sebagai berikut : 

No Kabupaten 
Jumlah 
Pemilih 

Dalam DPS 

Rincian Temuan Permasalahan 
NIK Sama 

NAMA 
Sama 

NIK Sama 
NAMA 
Beda 

Jumlah 

1. Mamasa 130.580 2.141 314 2.455 

2. Polewali 
Mandar 308.733 6.434 1.273 7.707 

3. Majene 109.007 645 188 833 

4. Mamuju 160.503 2.069 645 2.714 

5. Mamuju 
Tengah 73.275 2.560 805 3.365 

6. Mamuju Utara 91.262 747 118 865 

Jumlah 873.360 14.596 3.343 17.939 
 

Berdasarkan hasil temuan tersebut, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat 

merekomendasikan kepada KPU Provinsi Sulawesi Barat untuk 

melakukan perbaikan terhadap Daftar Pemilih By Name By Addres 

sebelum pelaksanaan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil 

Perbaikan (DPSHP)/Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2017 

di Tingkat Kabupaten melalui Surat Nomor 460/K.Bawaslu-Prov-

SR/PM.00.01/XI/2016 tanggal 30 Nopember 2016 perihal 

Rekomendasi Perbaikan. Rekomendasi yang sama juga telah 
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disampaikan oleh masing-masing Panwaslih Kabupaten kepada KPU 

Kabupaten, (Bukti PK 2 Terlampir). 
Bahwa KPU Provinsi Sulawesi Barat menindaklanjuti rekomendasi 

Bawaslu Provinsi, setelah penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di 

masing-masing kabupaten yang berlangsung pada tanggal 6 

Desember 2016, Bawaslu Provinsi kembali melakukan pencermatan 

terhadap Daftar Pemilih  By Name By Address dalam DPT dan masih 

ditemukan adanya permasalahan dalam daftar pemilih tersebut 

dengan rincian sebagai berikut: 

No Kabupaten 
Jumlah 
Pemilih 
Dalam 
DPT 

 Rincian Temuan 
Permasalahan 

NIK 
Sama 
NAMA 
Sama 

NIK 
Sama 
NAMA 
Beda 

NIK 
Kosong

/ 
Tidak 

Standar 

Jumla
h 

1. Mamasa 117.76
6 376 158 0 534 

2. Polewali 
Mandar 

302.18
2 1.786 806 42 2.634 

3. Majene 108.53
1 92 264 0 356 

4. Mamuju 158.42
7 640 476 0 1.116 

5. Mamuju 
Tengah 72.739 1.435 756 397 2.588 

6. Mamuju 
Utara 84.043 212 60 1 273 

Jumlah 843.68
8 4.541 2.520 440 7.501 

 

Bahwa berdasarkan hasil temuan permasalahan tersebut di atas, 

Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat pada saat Rekapitulasi Daftar 

Pemilih Tetap (DPT) di Tingkat Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 

8 Desember 2016, merekomendasikan kepada KPU Provinsi 

Sulawesi Barat untuk melakukan perbaikan terhadap Daftar Pemilih 

By Name By Addres dalam DPT dan melakukan penundaan 

penetapan Rekapitulasi DPT di Tingkat Provinsi selama 7 (tujuh) hari 

melalui Surat Nomor 471/K.Bawaslu-Prov-SR/PM.00.01/XII/2016 

tanggal 8 Desember 2016 perihal Rekomendasi Perbaikan DPT dan 
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Surat Nomor 473/K.Bawaslu-Prov-SR/PM.00.01/XII/2016 tanggal 10 

Desember 2016 perihal Rekomendasi Perbaikan DPT. (Bukti PK 3  
Terlampir). 
Bahwa terhadap rekomendasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat 

dengan persetujuan masing-masing LO Pasangan Calon, KPU 

Provinsi Sulawesi melakukan penundaan penetapan Rekapitulasi 

DPT di Tingkat Provinsi dan memerintahkan masing-masing KPU 

Kabupaten untuk melaksanakan rekomendasi tersebut. 

Bahwa KPU Provinsi Sulawesi Barat menetapkan tanggal 16 

Desember 2016 sebagai waktu penetapan Rekapitulasi DPT di 

Tingkat Provinsi pasca pelaksanaan rekomendasi. 

Bahwa Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap pasca 

pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat yang 

ditetapkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 16 

Desember pukul 23.59 Wita, adalah sebagai berikut: 

 
No Kabupaten Jumlah 

TPS 
Rincian Jumlah Pemilih 

Laki-Laki Perempuan Jumlah 
1. Mamasa 488 59.692 57.849 117.541 

2. Polewali 
Mandar 789 147.505 153.820 301.325 

3. Majene 405 52.877 55.602 108.479 

4. Mamuju 553 79.876 78.020 157.896 

5. Mamuju 
Tengah 250 36.729 34.220 70.949 

6. Mamuju Utara 271 43.398 40.503 83.901 

Jumlah 2.756 420.077 420.014 840.091 
 

b. Bahwa terhadap Surat Keterangan Kependudukan yang dikeluarkan 

oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), 

Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat telah berulang-ulang kali mengikuti 

Rapat Koordinasi dengan KPU Provinsi Sulawesi Barat dan 

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang dihadiri oleh LO Pasangan 

Calon masing-masing dan Disdukcapil Kabupaten masing-masing 

terkait perkembangan permasalahan Suket yang dihadapi. 
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Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat juga telah menginstruksikan kepada 

Panwaslih Kabupaten untuk berkoordinasi secara intensif dan berkala 

kepada Disdukcapil Kabupaten masing-masing untuk mengetahui 

perkembangan pengeluaran Suket oleh Disdukcapil terkhusus pasca 

Penetapan DPT Tingkat Kabupaten tanggal 6 Desember 2016. 

Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat telah menyampaikan Surat 

Nomor: 016/K.Bawaslu-Prov-SR/TU.00.01/I/2017 tanggal 19 Januari 

2017 perihal Akses Data Pemilih Berbasis Surat Keterangan kepada 

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten se-

Provinsi Sulawesi Barat. (Bukti PK 4  Terlampir). 
Bahwa surat tersebut pada dasarnya meminta data pemilih by name 

by addres yang telah dibuatkan Surat Keterangan Kependudukan 

yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kabupaten  sebelum dan sesudah penetapan Daftar Pemilih Tetap 

oleh KPU Provinsi Sulawesi Barat. 

Bahwa data-data yang diperoleh Panwaslih Kabupaten dari Dinas 

Kependudkan dan Catatan Sipil hingga tanggal 13 Februari 2017 

adalah sebagai berikut : 

No. Kabupaten Jumlah 

1. Mamasa 2.408 

2. Polewali Mandar 4.627 

3. Majene 2.609 

4. Mamuju 1.846 

5. Mamuju Tengah 1.051 

6. Mamuju Utara 800 

Jumlah 13.341 
 

Bahwa Panwaslih Kabupaten se-Provinsi Sulawesi Barat baru 

mendapatkan Daftar Pemilih by name by address Surat Keterangan 

Kependudukan yang dikeluarkan  oleh Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil pasca Penetapan DPT Tingkat Kabupaten setelah hari 

pemungutan dan penghitungan suara. 

2. Pengawasan Tahapan Pencalonan 
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Bahwa terhadap pelaksanaan tahapan Pencalonan, Bawaslu Provinsi 

Sulawesi Barat telah melaksanakan strategi pengawasan pencegahan 

berupa Himbauan dan Peringatan Dini kepada pihak-pihak terkait seperti 

Partai Politik, Penyelenggara Pemilihan, dan Pemerintah Provinsi 

Sulawesi Barat. 

Bahwa bentuk-bentuk Himbauan dan Peringatan Dini tersebut adalah: 

a. Peringatan Dini kepada Gubernur Sulawesi Barat melalui Surat 

Nomor 183/K.Bawaslu-Prov-SR/HK.05/VIII/2016 tanggal 4 Agustus 

2016 perihal Peringatan Dini. (Bukti PK 5  Terlampir). 
Bahwa pada Peringatan Dini tersebut disampaikan ketentuan Pasal 

71 ayat (2) dan ayat (3) dan ketentuan pidana sebagaimana Pasal 

188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Unndang-Undang Nomor 1 Tahun 

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi 

Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Unndang-Undang Nomor 1 Tahun 

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi 

Undang-Undang. 

Bahwa pada Peringatan Dini tersebut juga disampaikan agar 

segenap jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam lingkup 

Pemerintah Sulawesi Barat untuk menjaga netralitas dan 

profesionalisme dalam menghadapi tahapan pelaksanaan Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2017. 

Bahwa pada Peringatan Dini tersebut juga diminta kepada 

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk melakukan moratorium 

penyaluran Dana Bantuan Sosial sejak penetapan Pasangan Calon 

hingga selesainya hari pemungutan dan penghitungan suara. 

b. Himbauan melalui Surat Nomor 184/K.Bawaslu-Prov-

SR/HK.05/VIII/2016 tanggal 4 Agustus 2016 perihal Ketentuan 

Pidana Undang-Undang Pemilihan Bagi Peserta Pemilihan dan 
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Penyelenggara Pemilihan dalam Pencalonan. (Bukti PK 6 
Terlampir). 
Bahwa Himbauan tersebut dilakukan melalui cara menempelkan 

pada papan pengumuman di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Barat 

menjelang pelaksanaan tahapan pencalonan yang memuat 

ketentuan-ketentuan sebagaimana Pasal 181, Pasal 179, Pasal 184, 

Pasal 185, Pasal 185A, Pasal 185B, Pasal 186, Pasal 186A, Pasal 

187B, dan Pasal 187C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Unndang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, 

dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah 

terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, 

dan Walikota Menjadi Undang-Undang. 

c. Himbauan kepada KPU Provinsi Sulawesi Barat melalui Surat Nomor 

201/K.Bawaslu-Prov-SR/PM.00.01/IX/2016 tanggal 5 September 

2016 perihal Himbauan. (Bukti PK 7 Terlampir). 
Bahwa Himbauan tersebut untuk mengingatkan KPU Provinsi 

Sulawesi Barat agar memperhatikan ketentuan peraturan perundang-

undangan dalam pelaksaaan Sub Tahapan Pendaftaran Pasangan 

Calon agar memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam 

Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (6) serta Pasal 37 ayat 

(2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan KPU RI Nomor 5 Tahun 2016 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU RI Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. 

d. Himbauan kepada Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi Sulawesi 

Barat melalui Surat Nomor 202/K.Bawaslu-Prov-SR/HK.05/IX/2016 

tanggal 5 September 2016 perihal Himbauan. (Bukti PK 8 
Terlampir). 
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Bahwa Himbauan tersebut untuk mengingatkan kepada masing-

masing Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi Sulawesi Barat untuk 

memperhatikan dan menaati ketentuan-ketentuan administrasi dan 

pidana dalam hal pencalonan sebagaimana diatur dalam Pasal 40 

ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), serta Pasal 42 ayat (4), Pasal 179, 

Pasal 181, Pasal 184, Pasal 186A, Pasal 187B, dan Pasal 187C 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Unndang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang. 

Bahwa pada Himbauan tersebut juga disampaikan mengenai 

ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (2), ayat (2a), 

ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Peraturan KPU RI Nomor 5 Tahun 

2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU RI Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil 

Walikota. 

e. Himbauan kepada Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi Sulawesi 

Barat melalui Surat Nomor 217/K.Bawaslu-Prov-SR/HK.05/IX/2016 

tanggal 21 September 2016 perihal Himbauan. (Bukti PK 9 
Terlampir). 
Bahwa Himbauan tersebut untuk mengingatkan kepada masing-

masing Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi Sulawesi Barat agar 

dalam hal pencalonan memperhatikan dan menaati ketentuan-

ketentuan sebagai berikut : 

1) Tidak mengikutsertakan/melibatkan ASN/PNS dan Kepala Desa 

pada saat pendaftaran Bakal Pasangan Calon maupun pada saat 

deklarasi Pasangan Calon; 
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2) Bagi pejabat negara dan pejabat daerah yang dalam 

kapasitasnya sebagai Pimpinan/Pengurus Partai Politik pada saat 

mendaftarkan Bakal Pasangan Calon untuk tidak menggunakan 

fasilitas negara yang melekat pada jabatannya; dan 

3) Tidak menggunakan program dan kegiatan pemerintah sebagai 

media deklarasi atau kampanye Pasangan Calon. 

Bahwa pada saat Pendaftaran Pasangan Calon H. Ali Baal Masdar, M,Si 

dan Hj. Enny Anggraeni Anwar tanggal 23 September 2016 pukul 09.32 

Wita di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Barat yag diusung oleh Partai 

Nasdem, PKB, PDI Perjuangan, Partai Gerindra, PAN, dan PPP, 

berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat 

menemukan hal-hal sebagai berikut: 

a. Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat (DPN) PKP Indonesia yang 

bertanda tangan dalam Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat 

Pusat tentang Persetujuan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil 

Gubernur (Formulir Model B.1-KWK Parpol) adalah Pjs. Ketua Umum 

Haris Sudarno dan Sekretaris Jenderal Semuel Samson. (Bukti PK 
10 Terlampir). 
Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-19.AH.11.01 Tahun 2015 

tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan 

Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia tanggal 

10 November 2015 dan Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum 

Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia Nomor AHU.4.AH.11.01 – 84 tanggal 20 September 2016 

perihal Penegasan Susunan Personalia DPN PKP Indonesia 

menyebutkan bahwa Ketua Umum Isran Noor dan Sekretaris 

Jenderal Semuel Samson. (Bukti PK 11 Terlampir). 
Bahwa merujuk pada hal-hal tersebut di atas, Bawaslu Provinsi 

Sulawesi Barat berpandangan bahwa pada Keputusan Pimpinan 

Partai Politik Tingkat Pusat tentang Persetujuan Pasangan Calon 

Gubernur dan Wakil Gubernur (Formulir Model B.1-KWK Parpol) 

dalam dokumen pencalonan ditandatangani oleh Ketua Umum yang 
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tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-19.AH.11.01 Tahun 2015 

dan Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 

AHU.4.AH.11.01 – 84 serta bertentangan dengan Pasal 38 Peraturan 

KPU RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau 

Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir kali 

dengan Peraturan KPU RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Ketiga Atas Peraturan KPU RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sehingga 

Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat merekomendasikan kepada KPU 

Provinsi Sulawesi Barat untuk tidak menerima Partai Keadilan dan 

Persatuan Indonesia sebagai salah satu Partai Politik pengusung 

Pasangan Calon H. Ali Baal Masdar, M,Si dan Hj. Enny Anggraeni 

Anwar. 

b. Bahwa Surat Pernyataan Kesepakatan Partai Politik/Gabungan 

Partai Politik Dalam Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur 

(Formulir Model B.2-KWK Parpol), Surat Pernyataan Antara Partai 

Politik/Gabungan Partai Politik Dengan Pasangan Calon Gubernur 

dan Wakil Gubernur (Formulir Model B.3-KWK Parpol), dan Surat 

Pernyataan Kesesuaian Naskah Visi, Misi, dan Program Pasangan 

Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Dengan RPJP Daerah (Formulir 

Model B.4-KWK Parpol) tidak ditandatangani oleh Ketua DPW PPP 

Provinsi Sulawesi Barat Mannang Azis. (Bukti PK 12 Terlampir). 
Bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan 

mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 0290/KPTS/DPP/IX/2016 

tanggal 20 September 2016 yang memberikan mandat kepada Dr. H. 

MZ. Amirul Tamim, M.Si (Ketua DPP PPP) untuk melakukan 

pendaftaran dan menandatangani berkas-berkas dan persyaratan 

lainnya terhadap Pasangan Calon H. Ali Baal Masdar, M,Si dan Hj. 

Enny Anggraeni Anwar menggantikan Abd. Mannang Azis, SE 
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(Ketua DPW PPP Provinsi Sulawesi Barat) yang tidak mematuhi dan 

menjalankan kebijakan partai. (Bukti PK 13 Terlampir) 
Bahwa merujuk pada hal-hal tersebut di atas, Bawaslu Provinsi 

Sulawesi Barat merekomendasikan kepada KPU Provinsi Sulawesi 

agar syarat pencalonan yang diajukan oleh Partai Persatuan 

Pembangunan sebagai salah satu Partai Politik pengusung dapat 

diterima setelah Dr. H. MZ. Amirul Tamim, M.Si membubuhkan tanda 

tangan pada Formulir Model B.2-KWK Parpol, Formulir Model B.3-

KWK Parpol, dan Formulir Model B.4-KWK Parpol. 

Bahwa kedua rekomendasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat tersebut di 

atas diterima dan dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Barat. 

3. Pengawasan Tahapan Kampanye 

Bahwa terhadap pelaksanaan tahapan Pencalonan, Bawaslu Provinsi 

Sulawesi Barat telah melaksanakan strategi pengawasan pencegahan 

berupa Peringatan Dini kepada pihak-pihak terkait seperti Pasangan 

Calon, Gubernur Sulawesi Barat, serta Bupati dan Wakil Bupati. 

Bahwa Peringatan Dini tersebut adalah: 

a. Peringatan Dini kepada Bupati dan Wakil Bupati Mamuju melalui 

Surat Nomor 220/K.Bawaslu-Prov-SR/HK.05/IX/2016 tanggal 27 

September 2016 perihal Peringatan Dini. (Bukti PK 14 Terlampir). 
Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di lapangan, Bawaslu Provinsi 

Sulawesi Barat menemukan adanya baliho bergambar Bupati dan 

Wakil Bupati Mamuju dengan mengenakan Pakaian Dinas Lengkap 

yang mengkampanyekan Bakal Pasangan Calon DR. H. Suhardi 

Duka, MM dan H. Kalma Katta, S.Sos. 

Bahwa baliho tersebut ditemukan pada akhir bulan September 2016 

sebelum masa penetapan Pasangan Calon sehingga Bawaslu 

Provinsi Sulawesi Barat menyampaikan Peringatan Dini kepada 

Bupati dan Wakil Bupati Mamuju agar segera menginstruksikan 

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju untuk 

menertibkan/menurunkan baliho tersebut. 

Bahwa baliho tersebut ditertibkan/diturunkan 4 (empat) hari setelah 

Peringatan Dini tersebut disampaikan. 
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b. Peringatan Dini kepada Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah 

melalui Surat Nomor 221/K.Bawaslu-Prov-SR/HK.05/IX/2016 tanggal 

27 September 2016 perihal Peringatan Dini. (Bukti PK 15  
Terlampir). 
Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di lapangan, Bawaslu Provinsi 

Sulawesi Barat menemukan adanya baliho bergambar Bupati dan 

Wakil Bupati Mamuju Tengah dengan mengenakan Pakaian Dinas 

Lengkap yang mengkampanyekan Bakal Pasangan Calon DR. H. 

Suhardi Duka, MM dan H. Kalma Katta, S.Sos. 

Bahwa baliho tersebut ditemukan pada akhir bulan September 2016 

sebelum masa penetapan Pasangan Calon sehingga Bawaslu 

Provinsi Sulawesi Barat menyampaikan Peringatan Dini kepada 

Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah agar segera 

menginstruksikan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju 

Tengah untuk menertibkan/menurunkan baliho tersebut. 

Bahwa baliho tersebut ditertibkan/diturunkan 3 (tiga) hari setelah 

Peringatan Dini tersebut disampaikan. 

c. Peringatan Dini kepada Gubernur Sulawesi Barat melalui Surat 

Nomor 222/K.Bawaslu-Prov-SR/HK.05/IX/2016 tanggal 27 

September 2016 perihal Peringatan Dini. (Bukti PK 16  Terlampir). 
Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di lapangan, Bawaslu Provinsi 

Sulawesi Barat menemukan adanya baliho bergambar Bakal 

Pasangan Calon H. Ali Baal Masdar, M,Si dan Hj. Enny Anggraeni 

Anwar dimana pada sudut kiri atas baliho tersebut terdapat foto 

Gubernur Sulawesi Barat yang mengenakan Pakaian Dinas dengan 

simbol-simbol jabatan. 

Bahwa baliho tersebut ditemukan pada akhir bulan September 2016 

sebelum masa penetapan Pasangan Calon sehingga Bawaslu 

Provinsi Sulawesi Barat menyampaikan Peringatan Dini kepada 

Gubernur Sulawesi Barat agar segera menginstruksikan Satuan 

Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Barat untuk 

menertibkan/menurunkan baliho tersebut. 
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Bahwa baliho tersebut ditertibkan dengan cara menutupi foto 

Gubernur Sulawesi Barat dimaksud pada 1 (satu) hari setelah 

Peringatan Dini tersebut disampaikan. 

d. Peringatan Dini kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil 

Gubernur Sulawesi Barat melalui Surat Nomor 415/K.Bawaslu-Prov-

SR/PM.00.01/X/2016 tanggal 29 Oktober 2016 perihal Peringatan 

Dini. (Bukti PK 17  Terlampir). 
Bahwa pada Peringatan Dini tersebut disampaikan ketentuan terkait 

pelaksana kampanye dan petugas kampanye sebagaimana diatur 

dalam Pasal 7 ayat (3), Pasal 10 ayat (6), Pasal 12 ayat (5), Pasal 38 

ayat (1), Pasal 40 ayat (1), Pasal 46 ayat (4) dan Pasal 65 ayat (3) 

Peraturan KPU RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kampanye 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 

dan/atau Walikota/Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan 

Partauran KPU RI Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas 

Peraturan KPU RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kampanye 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 

dan/atau Walikota/Wakil Walikota. 

e. Peringatan Dini kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil 

Gubernur Sulawesi Barat melalui Surat Nomor 418/K.Bawaslu-Prov-

SR/HK.05/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016 perihal Peringatan Dini. 

(Bukti PK 18  Terlampir). 
Bahwa pada Peringatan Dini tersebut disampaikan ketentuan terkait 

ijin cuti kampanye dan larangan penggunaan fasilitas negara dalam  

kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (1), ayat (2), 

ayat (3), ayat (4), dan Pasal 38 ayat (2) Peraturan KPU RI Nomor 7 

Tahun 2016 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota/Wakil Walikota 

sebagaimana telah diubah dengan Partauran KPU RI Nomor 12 

Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU RI Nomor 7 

Tahun 2016 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota/Wakil 

Walikota. 
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4. Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara 

Bahwa terhadap pelaksanaan tahapan Pemungutan dan Penghitungan 

Suara baik di TPS, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dan jajaran 

Pengawas Pemilihan telah melaksanakan pengawasan dengan cara : 

a. .Pengawasan terhadap Dugaan Pelanggaran Pelaksanaan 

Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS pada Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur sebelum Pemungutan Suara dimulai. 

Kab 

Informasi 
Dugaan 

Pelanggaran 
Hasil 

Pengawasan 

Jml 

Tindak Lanjut 
Yang Telah 
Dilakukan 

Oleh 
Pengawas 

Hasil Tindak 
Lanjut 

Terhadap 
Hasil 

Pengawasan 

Keterangan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
Mamasa Money Politic/ 

Pemberian 
Uang di Kec. 
Aralle 

1 Telah ditindak 
lanjuti sesuai 
dengan 
Peraturan 
Perundang-
undangan 

Sudah lanjut 
pada tingkat 
Penyelidikan  

Sementara 
dalam 
penyelidikan 
oleh penyidik 
Kepolisian 
Resort 
Mamasa   

Pertemuan 
Dugaan 
Kampanye 
Tim Paslon 
No 2 di Kec. 
Mamasa dan 
Kec. 
Buntumalangk
a 

2 Kejadian 
tersebut telah 
diberi 
saran/teguran 
untuk 
menghentikan 
pertemuan 

Kejadian 
tersebut 
akhirnya tidak  
jadi lanjutkan 

Panitia 
Pelaksana 
kegiatan 
pertemuan 
mengghentik
an 
kegiatannya  

Terdapat 
pemilih yang 
belum 
mendapatkan 
Formulir C6 
KWK di Kec. 
Messawa dan 
Kec. Nosu 

2 Kejadian 
tersebut telah 
diberi 
saran/teguran 
kepada ketua 
KPPS untuk 
memberikan 
kesempatan 
kepada pemilih 
untuk meminta 
Formulir model 
C6 KWK 
dengan 
menunjukkan 
KTP 

Kejadian 
tersebut 
akhirnya 
ditindaklanjuti 

KPPS 
Memberikan 
kesempatan 
kepada 
pemilih untuk 
meminta 
Formulir 
model C6 
KWK dengan 
menunjukkan 
KTP 

Pertemuan 
Dugaan 

1 Kejadian 
tersebut telah 

Kejadian 
tersebut 

Panitia 
Pelaksana 
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Kampanye 
Tim Paslon 
No 3 di Kec. 
Mambi 

diberi 
saran/teguran 
untuk 
menghentikan 
pertemuan 

akhirnya tidak  
jadi lanjutkan 

kegiatan 
pertemuan 
menghentika
n 
kegiatannya  

Polewali 
Mandar 

Money Politic/ 
Pemberian 
Uang di Kec. 
Alu, Kec. 
Limboro, Kec. 
Balanipa, Kec. 
Binuang, dan 
Kec. 
Campalagian 

5 Telah ditindak 
lanjuti sesuai 
dengan 
Peraturan 
Perundang-
undangan 

Sudah lanjut 
pada tingkat 
Penyelidikan  

Sementara 
dalam 
penyelidikan 
oleh penyidik 
Kepolisian 
Resort 
Polman   

Ketua KPPS 
tidak 
mengumumka
n hari,tanggal 
dan waktu 
Pemungutan 
Suara,serta 
nama TPS 
Kepada 
pemilih di 
wilayah 
kerjanya di 
Kec. Balanipa 

1 Memberikan 
saran/teguran 
kepada ketua 
KPPS agar 
mengumumkan 
segera Jadwal 
Pemungutan 
suara. 

Ketua KPPS 
menerima 
saran dan 
teguran dari 
PTPS dan 
mengumumka
n jadwal 
pemungutan 
suara sesuai 
perundang-
undangan 
yang berlaku 

 

Masih 
ditemukan 
APK Paslon 
No 2 di sekitar 
wilayah TPS 1 
Desa Tangan 
Baru Kec. 
Limboro 

1 Pengawas TPS 
menghubungi 
PPL/Panwasca
m agar 
melakukan 
koordinasi 
kepada Tim 
Paslon No 2 
untuk segera 
menertibkan 
APK tersebut. 

Hasil 
koordinasi 
PPL/Panwasc
am dengan 
Tim 
Pemenangan, 
APK tersebut 
telah 
ditertibkan. 

 

Ditemukannya 
bendera partai 
pengusung 
Paslon berada 
di dekat TPS 
4 Desa Bonra 
Kec. Mapilli 

1 Pengawas TPS 
menghubungi 
PPL/Panwasca
m agar 
melakukan 
koordinasi 
kepada Tim 
Pemenangan 
untuk segera 
menurunkan 
bendera partai 

Hasil 
koordinasi 
PPL/Panwasc
am dengan 
tim 
Pemenangan, 
bendera partai 
pengusung 
tersebut telah 
ditertibkan. 
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pengusung 
tersebut. 

Masih di 
temukan APK 
(stiker paslon 
1, 2 dan 3) di 
sekitar TPS 
16 di 
Kelurahan 
Sidodadi Kec. 
Wonomulyo 
 
 

1 Pengawas TPS 
berkoordinasi 
dengan 
PPL/Panwasca
m dan petugas 
KPPS/PPS 
terkait 
ditemukannya 
stiker masing-
masing paslon 
disekitar TPS 
tersebut 

Pengawas 
TPS, 
PPL/Panwasc
am dan 
Petugas 
KPPS/PPS 
melakukan 
penertiban  
terhadap 
stiker 
tersebut. 

 

Majene Money Politic/ 
Pemberian 
Uang di Kec. 
Malunda, Kec. 
Sendana, dan 
Kec. Tubo 
Sendana 

3 Telah ditindak 
lanjuti sesuai 
dengan 
Peraturan 
Perundang-
undangan 

Sudah lanjut 
pada tingkat 
Penyelidikan  

Sementara 
dalam 
penyelidikan 
oleh penyidik 
Kepolisian 
Resort 
Majene   

 Salinan DPT, 
DPTb1 dan 
Daftar Paslon 
tidak dipasang 
di papan 
pengumuman 
di Kec. 
Banggae 
Timur 

1 PTPS 
menyampaikan 
kepada KPPS 
supaya Daftar 
Pemilih 
ditempel 

KPPS 
menempelkan 
DPT sesuai 
rekomendasi 
PTPS 

 

 Masih 
ditemukan 
APK di sekitar 
TPS 2 Desa 
Salutahongan 
Kec. Malunda 

1 PTPS 
berkoordinasi 
dengan PPL 
dan 
menghubungi 
Tim Paslon 

Hasil 
koordinasi 
dan telah 
ditertibkan 

 

Mamuju Money Politic/ 
Pemberian 
Uang di Kel. 
Rimuku Kec. 
Mamuju 

1 Telah ditindak 
lanjuti sesuai 
dengan 
Peraturan 
Perundang-
undangan 

Dihentikan di 
pembahasan 
Sentra 
Gakkumdu 
karena tidak 
memenuhi 
unsur 

 

Mamuju 
Tengah 

Money Politic/ 
Pemberian 
Uang di Kec. 
Karossa 

1 Telah ditindak 
lanjuti sesuai 
dengan 
Peraturan 
Perundang-
undangan 

Dihentikan 
karena 
menurut 
pandangan 
Penyidik tidak 
memenuhi 
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unsur 
C6-KWK yang 
tidak sampai 
ke tangan 
pemilih pada 
162 TPS di 
seluruh 
kecamatan 

1 Meyampaikan 
kepada KPPS 
untuk 
mengembalika
n surat 
pemberitahuan 
(C6-KWK) 
kepada PPS 

KPPS 
menindaklanju
ti hasil 
rekomendasi 
dari 
pengawas 

 

Adanya TPS 
yang tidak 
layak atau 
tidak 
memenuhi 
syarat 

1 Menyampaiaka
n kepada 
KPPS untuk 
berkoordinasi 
dengan PPS 
agar 
memindahkan 
TPS tersebut. 

KPPS dan 
PPS 
menindaklanju
ti 
penyampaian 
Pengawas 
Pemilu 
dengan 
memindahkan 
TPS. 

 

Mamuju 
Utara 

Money Politic/ 
Pemberian 
Uang di Kec. 
Baras 

2 Telah ditindak 
lanjuti sesuai 
dengan 
Peraturan 
Perundang-
undangan 

Sedang dalam 
pembahasan 
di Sentra 
Gakkumdu 

 

 Masih 
ditemukan 
APK di 
wilayah TPS 2 
Karave Kec. 
Bulutaba dan 
TPS 1 Desa 
Bulumario 
Kec. Sarudu 

2 Pengawas TPS 
menghubungi 
PPL/Panwasca
m agar 
melakukan 
koordinasi 
kepada Tim 
Paslon 
bersangkutan 
yang 
tergabung 
dalam pokja 
kampanye 
untuk segera 
menertibkan 
APK tersebut. 

Hasil 
koordinasi 
PPL/Panwasc
am dengan 
tim 
Pemenangan, 
APK tersebut 
telah 
ditertibkan 

 

 Adanya KPPS 
TPS 4 
Gunungsari 
Kec. 
Pasangkayu 
atas nama 
Sahir yang 
membagikan 

1 PPL bersama 
Panwascam 
melakukan 
koordinasi 
dengan KPPS 
bersangkutan 
agar tidak 
melakukan hal 

KPPS tidak 
mengakui 
perbuatannya 
Panwascam 
menuangkan 
dalam 
(Formulir A) 

Laporan 
disampaikan 
oleh warga 
setempat 
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C6 kepada 
pemilih 
dengan cara 
mengkampan
yekan salah 
satu paslon 

tersebut, sebab 
perbuatan 
tersebut dapat 
melanggar 
kode etik 
penyelenggara 

 Adanya 
laporan 
masyarakat 
terhadap 
sekretaris 
PPS Desa 
Buluparigi 
yang 
membagikan 
insentif Honor 
saksi 

1 Panwascam 
mengundang 
terlapor untuk 
melakukan 
klarifikasi 
terkait laporan 

Terlapor 
memenuhi 
undangan 
panwascam 
untuk 
diklarifikasi 
dugaan 
pelanggaran 
kode etik 
serta dugaan 
pelanggaran 
pidana 

Penanganan 
diteruskan ke 
Sentra 
Gakumdu 
Panwaslih 
Kabupaten 
Matra 

JUMLAH TOTAL 30    
 

b. Pengawasan terhadap Dugaan Pelanggaran Pelaksanaan 

Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS pada Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur pada saat Pemungutan Suara 

dilaksanakan. 

Kab 

Informasi 
Dugaan 

Pelanggaran 
Hasil 

Pengawasan 

Jml 

Tindak Lanjut 
Yang Telah 
Dilakukan 

Oleh 
Pengawas 

Hasil Tindak 
Lanjut 

Terhadap 
Hasil 

Pengawasan 

Keterangan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
Mamasa DPT Tidak 

ditempelkan 
di papan 
Informasi di 
Kec. Aralle, 
Kec. 
Buntumalang
ka, Kec. 
Rantebulaha
n Timur, Kec. 
Tabulahan, 
Kec. Mambi, 
dan Kec. 
Tabulahan 

22 22 kejadian 
tersebut telah 
diberi 
saran/teguran 

DPT segera 
ditempelkan 
di papan 
Informasi  

Petugas 
melaksanaka
n sesuai 
ketentuan 

Ketua KPPS 
tidak 
menjelaskan 

9 9 kejadian 
tersebut telah 
diberi 

9 kejadian  
segera 
ditindaklanjuti 

Petugas 
melaksanaka
n sesuai 
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kepada 
pemilih 
tentang tata 
cara 
pemungutan 
suara di Kec. 
Balla, Kec. 
Sesenapadan
g, dan Kec. 
Sumarorong 

saran/teguran 
agar 
menjelaskan 
terlebih dahulu 
kepada pemilih 
tentang tata 
cara 
pemungutan 
suara  

sesuai 
ketentuan   

ketentuan 

Setiap 
pemilih yang 
dipanggil 
tidak 
dicocokkan 
nomor dan 
nama pemilih 
yang 
tercantum 
dalam salinan 
DPT di Kec. 
Tandukkalua 

3 3a kejadian 
tersebut telah 
diberi 
saran/teguran 

3 kejadian  
segera 
ditindaklanjuti  

Petugas 
melaksanaka
n sesuai 
ketentuan 

Polewali 
Mandar 

KPPS tidak 
memberi 
tanda silang 
untuk  surat 
suara 
rusak,tidak 
terpakai atau 
keliru di 
coblos di 
Kec. Luyo 
dan Kec. 
Mapilli 

3 Pengawas 
TPS 
memberikan 
saran kepada 
Petugas KPPS 
agar 
memberikan 
tanda silang 
(X) kepada 
Petugas 
KPPS. 

KPPS segera 
memperbaiki 
surat suara 
dengan 
memberikan 
tanda silang 
kepada surat 
suara yang 
belum diberi 
tanda silang  

Petugas 
melaksanaka
n saran 
sesuai 
ketentuan. 

Ada pemilih 
di Desa 
Suruang, 
tidak 
bersedia 
mencelupkan 
jarinya ke 
botol tinta 
setelah 
selesai 
mencoblos di 
Kec. 
Campalagian 

2 Memberikan 
saran kepada 
petugas KPPS 
agar pemilih 
tersebut 
mencelupkan 
jari ke botol 
tinta sebagai 
bukti telah 
menyalurkan 
hak pilih 

KPPS segera 
menindak 
lanjuti 
masukan dari 
PTPS 

Pemilih 
menerima 
saran dari 
pengawas. 

 Pemilih 
menggunaka

1 Telah ditindak 
lanjuti sesuai 

Sudah lanjut 
pada tingkat 

Sementara 
dalam 
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n hak pilih 
lebih dari 
satu kali yaitu 
di TPS 7 Kel. 
Takatidung 
dan TPS 7 
Kel. Polewali 
(terdaftar di 
DPT dan 
memiliki C6 
pada kedua 
TPS tersebut) 

dengan 
Peraturan 
Perundang-
undangan 

Penyelidikan  penyelidikan 
oleh penyidik 
Kepolisian 
Resort 
Polman   

Majene Pemilih tidak 
bersedia 
mencelupkan 
jarinya ke 
botol tinta 
setelah 
selesai 
mencoblos di 
Kel. Labuang 
Kec. 
Banggae 
Timir 

1 Memberikan 
saran kepada 
petugas KPPS 
agar pemilih 
tersebut 
mencelupkan 
jari ke botol 
tinta sebagai 
bukti telah 
menyalurkan 
hak pilih 

KPPS segera 
menindak 
lanjuti 
masukan dari 
PTPS 

Pemilih 
menerima 
saran dari 
pengawas. 

Mamuju 
Tengah 

Ada pemilih 
tidak 
bersedia 
mencelupkan 
jarinya ke 
botol tinta 
setelah 
selesai 
mencoblos di 
TPS 2 Desa 
Kire Kec. 
Budong-
Budong, TPS 
4 Desa Lara 
Kec. 
Karossa, dan 
TPS 3 Desa 
Tobadak Kec. 
Tobadak 

3 Memberikan 
saran kepada 
petugas KPPS 
agar pemilih 
tersebut 
mencelupkan 
jari ke botol 
tinta sebagai 
bukti telah 
menyalurkan 
hak pilih 

KPPS segera 
menindak 
lanjuti 
masukan dari 
PTPS 

Pemilih 
menerima 
saran dari 
pengawas. 

Hendak 
mengunakan 
hak pilih 
namun KTP 
luar Sulbar di 
TPS 1 Desa 
Salumanurun

1 Menyampaika
n kepada 
KPPS untuk 
tidak 
memberikan 
kesempatan 
kepada 

KPPS 
menindaklanj
uti 
penyampaian 
pengawas 
pemilu agar 
pemilih ybs 
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g Kec. 
Budong-
Budong 

masyarakat 
tersebut untuk 
tidak memilih 

tidak berhak 
memilih 

Adanya 
pemilih KTP 
El yang ingin 
memilih 
sebelum jam 
12.00 wita di 
Kec. Karossa 

1 Menyampaika
n kepada 
KPPS agar 
melayani 
pengguna KTP 
El antara jam 
12.00 s/d 
13.00 

KPPS 
memberitahu
kan yang 
bersangkutan 
agar sabar 
menunggu 
sampai jam 
12.00 s/d 
13.00 

 

Mamuju 
Utara 

Pemilih 
menggunaka
n hak pilih 
orang lain di 
TPS 7 Kel. 
Pasangkayu 
Kec. 
Pasangkayu 

1 Telah ditindak 
lanjuti sesuai 
dengan 
Peraturan 
Perundang-
undangan 

Sudah lanjut 
pada tingkat 
Penyelidikan  

Sementara 
dalam 
penyelidikan 
oleh penyidik 
Kepolisian 
Resort 
Mamuju 
Utara  

 Adanya 
pemilih 
pengguna 
DPTb yang 
ingin 
mencoblos 
sebelum jam 
12.00 Wita di 
Kec. Sarjo 
dan Kec. 
Pasangkayu 

3 Pengawas 
TPS 
memberikan 
saran dan 
pendapat agar 
KPPS tetap 
mengikuti 
sesuai aturan 

Semua KPPS 
dan para 
saksi 
menerima 
pendapat 
Pengawas 
TPS dan 
memberlakuk
an pemilih 
DPTb 
mencoblos 
jam 12.00 
Wita 

Adanya 
pemilih 
pengguna 
DPTb yang 
ingin 
mencoblos 
sebelum jam 
12.00 Wita 

 Pemilih yang 
menggunaka
n C6 di TPS 
7 bukan atas 
namanya 

1 Pengawas 
TPS tidak 
melakukan 
pencegahan 
karena tidak 
mengetahui 
pemilih 
tersebut pada 
saat yang 
bersangkutan 
di panggil 
untuk 
melakukan 
pencoblosan 

KPPS tetap 
memberikan 
Surat Suara 
untuk 
melakukan 
pencoblosan 

Proses 
penanganan 
dugaan 
pelanggaran 
di bahas di 
Sentra 
Gakumdu 
Panwaslih 
Kabupaten 
Mamuju 
Utara 

JUMLAH TOTAL 51    
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c. Pengawasan terhadap Dugaan Pelanggaran Pelaksanaan 
Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS pada Pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur pada saat Penghitungan Suara 
dilaksanakan.  
 

Kab 

Informasi 
Dugaan 

Pelanggaran 
Hasil 

Pengawasan 

Jml 

Tindak Lanjut 
Yang Telah 
Dilakukan 

Oleh 
Pengawas 

Hasil Tindak 
Lanjut 

Terhadap 
Hasil 

Pengawasan 

Keterangan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
Mamasa Penghitungan 

suara  akan 
dimulai 
sebelum 
pukul 13.00 
waktu 
setempat di 
Kec. Aralle 
dan Kec. 
Sumarorong 

4 4 kejadian 
tersebut telah 
diberi 
saran/teguran  
perbaikan 
untuk 
dilakukan 
sesuai 
ketentuan 

Terhadap 4 
kejadian 
tersebut 
KPPS  
akhirnya 
menindaklanj
uti dengan 
memulainya 
setelah  
13.00 waktu 
setempat 

Petugas 
melaksanaka
n sesuai 
ketentuan 

Surat suara 
yang tidak 
terpakai tidak 
diberi tanda 
silang di Kec. 
Sesenapadan
g, Kec. 
Messawa, 
Kec. Mambi. 
Kec. Tabang, 
dan Kec. 
Pana 

12 12 kejadian 
tersebut telah 
diberi 
saran/teguran  
perbaikan 
untuk 
dilakukan 
sesuai 
ketentuan 

Terhadap 12 
kejadian 
tersebut 
KPPS  
akhirnya 
menindaklanj
uti sesuai 
ketentuan 

Petugas 
melaksanaka
n sesuai 
ketentuan 

Mamuju 
Tengah 

Masih banyak 
kekeliruan 
KPPS dalam 
pengisian C1-
KWK seperti 
ketidaksesuai
an jumlah 
pengguna 
hak pilih 
dengan 
jumlah surat 
suara yang 
digunakan, 
surat suara 
rusak/keliru 

67 Merekomenda
sikan kepada 
KPPS untuk 
melakukan 
perbaikan 

KPPS 
menindaklanj
uti saran 
pengawas 
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coblos 
diklasifikasika
n sebagai 
surat suara 
tdk 
digunakan, 
dsb 

Mamuju 
Utara 

Masih banyak 
kekeliruan 
KPPS dalam 
pengisian C1-
KWK seperti 
ketidaksesuai
an jumlah 
pengguna 
hak pilih 
dengan 
jumlah surat 
suara yang 
digunakan, 
surat suara 
rusak/keliru 
coblos 
diklasifikasika
n sebagai 
surat suara 
tdk 
digunakan, 
dsb 

22 Merekomenda
sikan kepada 
KPPS untuk 
melakukan 
perbaikan 

KPPS 
menindaklanj
uti saran 
pengawas 

 

 Surat suara 
tidak sesuai 
DPT + 2,5% 
di Kec. Baras 
dan Kec. 
Pasangkayu 

3 Memberikan 
saran ke pada 
KPPS untuk 
segera 
berkoordinasi 
ke PPS 
terhadap 
ketidaksesuaia
n antara surat 
suara dengan 
DPT 

Petugas 
KPPS 
menindaklanj
uti saran dari 
Pengawas 
TPS 

Petugas 
melaksanaka
n sesuai 
ketentuan 

JUMLAH TOTAL 108    
 

5. Pengawasan Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara 

Bahwa terhadap pelaksanaan tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan 

Suara baik di Tingkat Kecamatan maupun di Tingkat Kabupaten, 

Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat telah melaksanakan pengawasan 

melalui fungsi monitoring dan supervisi. 
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Bahwa pengawasan pelaksanaan tahapan Rekapitulasi Hasil 

Penghitungan Suara difokuskan pada: 

a. Kesesuaian rincian jumlah pemilih Laki-Laki dan Perempuan dalam 

Formulir Model C1-KWK, Formulir Model DAA-KWK, Formulir Model 

DA1-KWK, Formulir Model DB-1 KWK, dan Formulir Model DC-1 

KWK dengan Berita Acara Penetapan Daftar Pemili tatap yang telah 

ditetapkan sebelumnya; 

b. Kesesuaian antara jumlah surat suara yang diterima termasuk 

cadangan 2,5% dengan jumlah surat suara yang dikembalikan 

karena rusak/keliru coblos ditambah jumlah suara yang tidak 

digunakan ditambah jumlah surat suara yang digunakan; 

c. Kesesuaian antara jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat 

suara yang digunakan; 

d. Kesesuaian antara jumlah suara sah ditambah jumlah suara tidak 

sah dengan jumlah pengguna hak pilih; dan 

e. Kesesuaian antara hasil perolehan suara masing-masing Pasangan 

Calon di TPS dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat 

kecamatan, kabupaten, dan provinsi. 

Bahwa jika ditemukan adanya kekeliruan pencatatan maupun kesalahan 

penulisan dalam Formulir Model C1-KWK, Formulir Model DAA-KWK, 

Formulir Model DA1-KWK, Formulir Model DB-1 KWK, dan Formulir 

Model DC-1 KWK maka jajaran Pengawas Pemilihan segera 

menyampaikan saran perbaikan untuk segera ditindaklanjuti oleh KPPS, 

PPK, KPU Kabupaten, maupun KPU Provinsi. 

Bahwa Pasca Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan, Panwaslih Kabupaten 

Mamuju melakukan pencermatan terhadap penggunaan hak pilih dalam 

Daftar Pemilih Tetap yang kesemuanya menggunakan hak pilih. 

Berdasarkan hasil pencermatan tersebut, Panwaslih Kabupaten Mamuju 

menemukan adanya dugaan penggunaan hak pilih lebih dari satu kali 

pada TPS 2 Desa Kinatang Kecamatan Bonehau yang didasarkan pada 

temuan adanya pemilih ganda dalam daftar pemilih By Name By Addres 

pada TPS tersebut.  
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Bahwa terhadap temuan tersebut, Panwaslih Kabupaten Mamuju pada 

saat rekapitulasi ditingkat kabupaten melakukan koordinasi dan 

konfirmasi terhadap kebenaran temuan tersebut. Setelah dilakukan 

pemeriksaan secara bersama antara Panwaslih Kabupaten Mamuju dan 

KPU Kabupaten Mamuju terhadap Formulir Model C7 – KWK ditemukan 

Pemilih Nomor Urut 24 atas nama Don Pratama, Pemilih Nomor Urut 29 

atas nama Herman, Pemilih Nomor Urut 37 atas nama Kornelius Podo, 

Pemilih Nomor Urut 123 atas nama Yuni, dan Pemilih Nomor Urut 129 

atas nama Jidon terdaftar dua kali dalam Formulir Model C7 – KWK 

yang menguatkan dugaan penggunaan hak pilih lebih dari satu kali oleh 

pemilih-pemilih tersebut. 

Bahwa berdasarkan dugaan tersebut, Panwaslih Kabupaten Mamuju 

merekoemdasikan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS  2 

Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kabupaten Mamuju melalui Surat 

Nomor 128/K.Bawaslu-Prov.SR-03/TU.00.01/II/2017 tanggal 28 Februari 

2017 perihal Penyampaian Berkas Kajian PSU. (Bukti PK 19  
Terlampir).    
Bahwa terhadap Surat Pemberitahuan bagi Pemilih (Form Model C6-

KWK), Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat pada saat Rapat Pleno 

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi Sulawesi Barat 

oleh KPU Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 26 Februari 2017, 

Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat telah menyampaikan kepada Ketua 

dan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Barat agar dapat memberikan 

salinan Hasil Rekapitulasi Pengembalian Formulir Model C6-KWK yang 

Tidak Terdistribusi dari Setiap Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi 

dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Formulir Model DC7-

KWK). 

Hingga berakhirnya Rapat Pleno tersebut, KPU Provinsi Sulawesi Barat 

tidak dapat memberikan data Formulir Model DC7-KWK tersebut dan 

hanya mendapatkan Hasil Rekapitulasi Pengembalian Formulir Model 

C6-KWK yang Tidak Terdistribusi dari Setiap Desa/Kelurahan dalam 

Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur (Formulir Model DB8-KWK) dari Kabupaten Mamasa, 
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Kabupaten Polewali Mandar, dan Kabupaten Mamuju Tengah. 

Sementara 3 (tiga) kabupaten lainnya yaitu Kabupaten Majene, 

Kabupaten Mamuju, dan Kabupaten Mamuju Utara menjanjikan akan 

memberikan data tersebut beberapa hari setelah Rekapitulasi Hasil 

Penghitungan Suara Tingkat Provinsi selesai dilaksanakan. 

Bahwa Rekapitulasi Formulir  Model C6 – KWK yang tidak terdistribusi 

berdasarkan Formulir Model DB8 – KWK adalah sebagai berikut: 

No 
Rincian 

Pengembalian 
Formulir 

Kabupaten 
Jumlah Mamasa Polewali 

Mandar Majene Mamuju Mamuju 
Tengah 

Mamuju 
Utara 

1. Meninggal 
Dunia 301 967 335 384 169 168 2.324 

2. Pindah Alamat 610 2.245 624 1.440 547 1.282 6.748 
3. Tidak Dikenal 1.714 5.708 794 4.675 1.450 1.422 15.763 

4. Tidak Dapat 
Ditemui 18.041 12.867 4.660 6.603 1.851 3.999 48.021 

5. Lain-lain 1.796 6.587 1.175 2.147 669 1.190 13.564 

Jumlah 22.462 28.374 7.588 15.249 4.686 8.061 86.420 

(Bukti PK 20  Terlampir). 
 

Merujuk pada hal tersebut,  Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat meminta 

kepada KPU Provinsi Sulawesi Barat agar permintaan Bawaslu Provinsi 

Sulawesi Barat yang tidak dipenuhi oleh KPU Provinsi Sulawesi Barat 

dicatatkan dalam  Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi 

dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di 

Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 

(Formulir Model DC2-KWK). (Bukti PK 21  Terlampir). 
Bahwa terkait dengan pembukaan kotak suara KPU Sulawesi Barat 

mengeluarkan surat nomor 171/KPU-Prov.033/III/2017 tanggal 5 Maret 

2017, perihal penyampaian yang berisikan Sembilan poin. (Bukti PK 22 
Terlampir) dan surat nomor 178/KPU-Prov.033/III/2017 tanggal 13 

Maret 2017 yang salah satu poinnya adalah memerintahkan KPU 

Kabupaten dapat membuka kotak suara untuk mengambil formulir 

sebagai alat bukti dalam penyelesaian hasil pemilihan (Bukti PK 23 
Terlampir) dan atas dasar surat pada tanggal 14 sampai dengan 15 
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Maret 2017, terdapat tiga Kabupaten yang melakukan pembukaan kotak 

suara yakni:  

1. KPU Kabupaten Polewali Mandar; 

2. KPU Kabupaten Majene; dan  

3. KPU Kabupaten Mamuju Utara  

Bahwa terkait dengan Pembukaan Kotak Suara yang dilakukan oleh 

KPU Provinsi Sulawesi Barat, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dalam 

upaya menjalankan fungi pencegahan dalam terhadap potensi masalah 

dalam pemilihan serentak Tahun 2017 telah mengingatkan kepada KPU 

Provinsi Sulawesi Barat melalui Surat Nomor 048/K.Bawaslu-Prov-

SR/PM.00.00/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 perihal Peringatan. (Bukti 
PK 24  Terlampir). 
Bahwa pada tanggal 14  

Bahwa Peringatan tersebut untuk mengingatkan KPU Provinsi Sulawesi 

Barat mengenai ketentuan Pasal 71 Peraturan KPU RI Nomor 11 Tahun 

2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan 

Hasil Pemilihan Gubernur dan Waki Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serta Pasal 10 huruf j, Pasal 11 

huruf a, b, dan c, Pasal 12 huruf a, b, dan c Peraturan Bersama KPU, 

Bawaslu, dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan 

Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu.  

Bahwa pada Surat Peringatan tersebut juga disampaikan agar 

pembukaan kotak suara sebaiknya dilakukan setelah mendapatkan 

perintah dari Mahkamah Konstitusi RI dan menghadirkan Panwaslih 

Kabupaten, Pihak Kepolisian, dan Tim Pemenangan Pasangan Calon 

masing-masing. 

B. Aspek Tindak Lanjut Pelanggaran 
Pelanggaran Administrasi Pemilu 
1. Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 5 November 2016 Bawaslu Provinsi 

Sulawesi Barat telah menerima Laporan dari Nasrun Natsir SH, Tim 

Hukum Paslon 1 dengan Nomor Laporan 01/LP/Pilgub/XI/2016 dengan 

terlapor Pasangan Calon Nomor Urut 3, terkait dengan Permasalahan 
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tersebut Bawaslu telah merekomendasikan kepada KPU Provinsi 

Sulawesi Barat (Bukti PK 25 Terlampir) 
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 Bawaslu Provinsi 

Sulawesi Barat telah menerima Laporan L.O Pasangan Calon nomor 

urut 2 Salim S. Mengga dan H. Hasanuddin Mashud, S.Hut An. Rahman 

Zainuddin dengan Laporan Nomor 01/LP/Pilgub/I/2017 dengan Terlapor 

KPU Provinsi Sulawesi Barat dengan permasalahan Adanya dugaan 

data pemilih yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Barat masih 

terdapat data pemilih, NIK Sama dan Nama Sama serta NIK Sama dan 

Nama Berbeda di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat. terkait dengan 

permasalahan tersebut Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat telah 

menindaklanjuti dengan Meneruskan Pelanggaran Administrasi Kepada 

KPU Provinsi Sulawesi Barat dengan Nomor: 043/Bawaslu-

Prov.SR/HK.00.06/I/2017, Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi 

tertanggal 23 Januari 2017. (Bukti PK 26  Terlampir). 
3. Bahwa Pada tanggal 21 Februari 2017 Panwaslih Kab. Majene 

meregistrasi laporan dengan nomor: 09/LP/PILGUB/II/2017 yang 

dilaporkan oleh saudara Muhammad Irfan Syarif SH dengan Terlapor 

PPK Kecamatan Banggae, PPK Kec. Banggae Timur, dan PPK 

Kecamatan Pamboang serta KPPS sesuai tempat kejadian. Adapun 

pokok masalah yang dilaporkan adalah bahwa telah ditemukan 

beberapa TPS di Kabupaten Majene yang telah melakukan rekapitulasi 

suara yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku yakni: 
a. Ditemukannya selisih jumlah pemilih dan jumlah suara pasangan 

calon; 

b. Ditemukannya jumlah selisih kertas suara cadangan yang 

seharusnya surat suara cadangan 2,5% dari jumlah DPT di TPS 

menjadi lebih dari surat suara yang dimaksud; 

c. Selisih jumlah pemilih laki-laki dan perempuan yang tidak sama dari 

sebelumnya yang sesuai DPT; 

d. Selisih jumlah surat suara dan surat suara yang terpakai; 

Terkait dengan pokok permasalahan tersebut, Panwaslih Kabupaten 

Majene telah merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Majene untuk 
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ditindaklanjuti, (Bukti PK 27 Terlampir). 
4. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2017, Panwaslih Kabupaten Majene 

menerima Laporan yang diregistrasi dengan Nomor: 

10/LP/PILGUB/II/2017 yang dilaporkan oleh saudara Muhammad Irfan 

Syarif, SH dengan terlapor KPU Kabupaten Majene. Adapun pokok 

permasalahan yang dilaporkan adalah:  

a. Dugaan KPU Kab. Majene telah keliru dengan hasil rekapitulasi 

suara dikarenakan telah dengan sengaja menukar kotak suara dan 

hasil rekap kecamatan; 

b. Bahwa dalam prosedur yang tidak sesuai SOP, UU, dan PKPU yang 

berlaku; 

c. Bahwa segel kotak suara yang tertukar tidak dikategorikan aman. 

Terkait dengan pokok permasalahan tersebut, Panwaslih Kabupaten 

Majene telah merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Majene untuk 

ditindaklanjuti (Bukti PK 28 Terlampir). 
5. Bahwa pada tanggal, 8 September 2016, Panwaslih Kabupaten Mamuju 

Tengah Telah Menerima Temuan dari Saudara Rahmat dengan terlapor 

KPU Kabupaten Mamuju Tengah dengan Nomor Temuan: 

01/TM/PILGUB/IX/2016 Pokok permasalahan adalah pada saat 

pencermatan terhadap Daftra Pemilih Model A-KWK telah ditemukan 

adanya 10 TPS dengan jumlah pemilih lebih dari 800 orang yang 

bertentangan dengan pasal 9 ayat 2 PKPU Nomor 4 Tahun 2015. TPS 

yang Dimaksud adalah : 

a. TPS 1, TPS 2 dan TPS Desa Kadaila Kec. Karossa 

b. TPS 1, TPS 4, dan TPS 8 Desa Karossa Kec. Karossa 

c. TPS 1 Desa Tasokko Kec. Karossa 

d. TPS 8 Desa Tobadak, Kec. Tobadak 

e. TPS 5 dan TPS 9 Desa Topoyo, Kec. Topoyo 

Terkait permasalahan tersebut Panwaslih Kabupaten Mamuju Tengah 

Merekomendasikan Kepada KPU Kab. Mamuju Tengah untuk 

memperbaiki data pemilih Model A-KWK  yang ada pada 10 TPS yang 

lebih dari 800 orang dalam satu TPS. (Bukti PK 29 Terlampir). 
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6. Bahwa Pada Tanggal, 26 Oktober 2016 Panwaslih Kecamatan Budong 

– budong telah menerima Temuan yang disampaikan Saudara Restu Ali 

terlapor adalah PPK Kecamatan Budong-budong dengan Nomor 

Temuan : 01/TM/PILGUB/IX/2016 Pokok permasalah adalah PPK 

kecamatan budong –budong terlambat melakukan rekapitulasi AC 1 –

KWK dan AC2- KWK ditingkat PPS se kecamatan dan tidak sesuai 

dengan Pasal 11 ayat 1 PKPU Nomor 8 Tahun 2016.. Panitia pengawas 

kecamatan Budong budong merekomendasi kepada KPU Kab. Mamuju 

tengah melalui Panitia pengawas Kabupaten Mamuju tengah untuk 

mmemberikan peringatan keras kepada PPS dan PPK Kec. Budong –

budong dalam menjalankan tugasnya agar tetap mengacu kepada 

peraturan perundang undangan dan PKPU yang berlaku dalam 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2017. (Bukti PK 30 
Terlampir). 

7. Bahwa Pada Tanggal 27 November 2016 Panwaslih Kecamatan 

Topoyo menerima temuan dari PPL Desa Salu le’bo atas nama Firman 

Mapiasse, terlapor adalah PPS Desa Salu le’bo dengan Nomor Temuan 

: 01/TM/PILGUB/IX/2016 pokok permasalah adalah  pada saat 

melakukan pencermatan terhadap daftar Pemilih  Form.  A3-KWK 

ditemukan adanya pemilih yang tidak layak terdaftar dalam daftar 

Pemilih A3 – KWK karena belum sampai umur 17 Tahun. Terkair 

permasalahan tersebut Panitia pengawas pemilihan Kecamatan 

Topoyo. Merekomendasikan kepada PPK kecamatan Topoyo untuk 

melakukan perbaikan data dalam Form A3- KWK sesuai dengan 

peraturan perundang undangan yang berlaku. (Bukti PK 31 Terlampir). 
8. Berdasarkan Temuan Nomor :01/TMPILGUB/IX/2016 Panwas 

Kecamatan melakukan proses penaganan pelanggaran administrasi 

yang dilakukan oleh PPK Budong budong dimana PPK Budong - 

Budong tidak melakukan rekap itulasi AC 1 KWK di semua PPS se-

kecamatan Budong-Budong. Terkait dengan permasalahan tersebut 

Panitia Pengawas Kecamatan Budong-Budong merekomendasikan 

Kepada KPU Mamuju Tengah untuk memberikan teguran keras kepada 
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PPS dan PPK kecamatan budong budong Melalui Panwaslih Kabupaten 

Mamuju Tengah (Bukti PK 32 Terlampir). 
9. Bahwa Pada tanggal, 9 Desember 2016 Panitia pengawas Pemilihan 

Kecamatan Pangalemenerima temuan dari PPL Desa Pangale atas 

nama Abdul Rahman dengan terlapor saudara Aco Mursyid PPS Polo 

lereng dengan Nomor Temuan: 01/TM/PILGUB/XII/2016 pokok 

permasalahan yaitu salah seorang anggota PPS atas nama Aco 

Mursyid telah memasang foto frofil bersama dengan salah seorang 

Calon Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor urut 1, Terkait Pokok 

permasalahan tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan 

Pangale merekomendasikan kepada PPK Kec. Pangale dan 

meneruskan kepada Panwaslih Kabupaten Mamuju Tengah untuk 

merekomendasikan kepada KPU kab. Mamuju tengah agar 

memberhentikan Saudara Aco Mursyid Menjadi Anggota PPS Desa 

Polo Lereng Karena Melanggar Peraturan bersama KPU, BAWASLU, 

DKPP Nomor 13 Tahun 2012. (Bukti PK 33 Terlampir). 
10. Pada tanggal 9 September 2016 Panwaslih Kab. Polewali Mandar telah 

menerima temuan dengan nomor 003/TM/Pilgub/2016. Yang ditemukan 

oleh saudara Sumarding, S.Pd dengan terlapor KPU Kabupaten 

Polewali Mandar  pokok permasalahan masih ditemukan 42 TPS 

dengan jumlah pemilih lebih dari 800 orang dalam form model A KWK 

dan ditemukan pengurangan 2 TPS dikelurahan lantora dan 

penambahan 2 TPS di kelurahan Madatte di Kec. Polewali. Terkait 

dengan permasalahan tersebut Panwaslih Kab. Polewali Mandar 

merekomendasikan kepada KPU Kab. Polewali mandar untuk 

ditindaklajuti (Bukti PK 34 Terlampir). 
11. Pada tanggal 26 Oktober 2016 Abdul Rahman Idrus (anggota Panwaslih 

Kec. Campalagian) menemukan dugaan pelanggaran dengan nomor: 

001/TM/PILGUB/Campalagian/X/2016. Pokok permasalahan ketika PPK 

menetapkan rekapitulasi pemilih hasil pemutakhiran yang secara 

manual oleh PPS se Kec. Campalagian tidak sinkron dengan data 

sidalih untuk pemilih Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat 

Tahun 2017. Panwaslih Kec. Campalagian merekomendasikan kepada 
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PPK Kec. Campalagian untuk segera menindaklanjuti temuan tersebut, 

(Bukti PK 35 Terlampir). 
12. Bahwa Laporan diterima pada hari Senin, tanggal 07 Nopember 2016 

pukul 10.00 wita dari Anggota Panwas Kabupaten mamasa atas nama 

ABD. HAFID, S.Pd., M.Pd, dengan Nomor : 04/TM/PILGUB/XI/2016 

terhadap TERLAPOR (Yusuf Mardianto) terkait KPU Kab. Mamasa 

dalam Penetapan Daftar pemilih sementara ada perbedaan/selisih data 

dari hasil Rekapitulasi tingkat PPS dan PPK dengan Rekapitulasi tingkat 

KPU Kab. Mamasa. Bahwa terkait dengan permasalahan tersebut 

Panwas Kabupaten Mamasa telah merekonedasikan kepada KPU Kab. 

Mamasa, (Bukti PK 36 Terlampir). 
13. Bahwa Berdasarkan Temuan Nomor : 02/TM/PILGUB/II/2017 terhadap 

terlapor Ketua dan Anggota KPPS di TPS 1 dan TPS 2 desa salualo 

kec. Mambi diduga melakukan pelanggaran Administrasi. hal ini 

disebabkan oleh adanya kegiatan Penghitungan Suara yang belum tiba 

waktunya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 15 Tahun 2016. (Bukti PK 37 Terlampir). 
14. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2016 dengan Nomor: 02 

/TM/PILGUB/VII/2016, Sdr. Faisal Jumalang menemukan dugaan 

pelanggaran yang dilakukan oleh Sdr. Firman Haris, S.PdI. (Anggota 

KPU Kabupaten Mamuju) terkait Adanya Indikasi beberapa 

Desa/Kelurahan yang belum mendapatkan SK dan Penerbitan SK PPS 

sebanyak 2 (dua) kali dengan daftar nama PPS yang tidak jelas: 

1. PPS Kelurahan Dayanginna Kec. Tapalang 

2. PPS Kelurahan Sinyoyoi Selatan Kec. Kalukku 

3. PPS Desa Labuang Rano Kec. Tapalang Barat kurang satu orang 

4. PPS Desa Belang-belang Kec. Kalukku berjumlah 5 (lima) orang 

5. PPS Desa Kalepu Kec. Tommo berjumlah 4 (empat) orang. 

Dari hasil proses penanganan yang dilakukan, Panwas Kabupaten 

Mamuju pada tanggal 04 September 2016 merekomendasikan kepada 

KPU Kabupaten Mamuju untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan 

perundang-undangan. (Bukti PK 38 Terlampir). 
Pelanggaran Pidana Pemilu, yaitu: 
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1. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2017, Panwaslih Kabupaten Majene 

telah menerima Temuan yang diregistrasi dengan Nomor: 

02/TM/PILGUB/II/2017 yang ditemukan oleh saudara MUHAMMAD 

HAERUDDIN, SH dengan terlapor atas nama SAHRUL. Adapun pokok 

permasalahan adalah Adanya indikasi Politik Uang yang dilakukan oleh 

saudara Sahrul pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Prov. 

Sulawesi Barat Tahun 2017. Dan terkait dengan pokok permasalahan 

tersebut, Panwaslih Kabupaten Majene telah merekomendasikan 

kepada Penyidik Kepolisian Resort Majene untuk ditindak lanjuti sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. (Bukti PK 39 Terlampir). 
2. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2017, Panwaslih Kabupaten Majene 

telah menerima Temuan yang diregistrasi dengan Nomor: 

04/TM/PILGUB/II/2017 yang ditemukan oleh saudara MAS,UD dengan 

terlapor atas nama KISMAN. Adapun pokok permasalahan adalah 

Adanya indikasi politik uang yang dilakukan oleh saudara Kisman Tim 

Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) pada Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2017. Dan terkait dengan pokok 

permasalahan tersebut, Panwaslih Kabupaten Majene telah 

merekomendasikan kepada Penyidik Kepolisian Resort Majene untuk 

ditindak lanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Bukti 
PK 40 Terlampir).  

3. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2017, Panwaslih Kabupaten Majene 

telah menerima Temuan yang diregistrasi dengan Nomor: 

06/TM/PILGUB/II/2017 yang ditemukan oleh saudara UMAR USMAN, 

S.Pd dengan terlapor atas nama JUMAIN. Adapun pokok 

permasalahan adalah Adanya indikasi politik uang yang dilakukan oleh 

saudara Jumain untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 

(dua) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2017. Dan 

terkait dengan pokok permasalahan tersebut, Panwaslih Kabupaten 

Majene telah merekomendasikan kepada Penyidik Kepolisian Resort 

Majene untuk ditindak lanjuti sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. (Bukti PK 41 Terlampir). 
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4. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2017, Panwaslih Kabupaten Majene 

telah menerima Temuan yang diregistrasi dengan Nomor: 

07/TM/PILGUB/II/2017 yang ditemukan oleh saudara UMAR USMAN, 

S.Pd dengan terlapor atas nama ABDUL HAMID. Adapun pokok 

permasalahan adalah Adanya indikasi politik uang yang dilakukan oleh 

saudara Abdul Hamid untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 

2 (dua) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2017. 

Dan terkait dengan pokok permasalahan tersebut, Panwaslih 

Kabupaten Majene telah merekomendasikan kepada Penyidik 

Kepolisian Resort Majene untuk ditindak lanjuti sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. (Bukti PK 42  Terlampir). 
5. Pada tanggal 12 Februari 2017 seseorang Warga Negara Indonesia 

yang memiliki hak pilih pada pemilihan setempat atas nama Tasrif 

melaporkan saudara Mansyur (terlapor) dengan pokok permasalahan 

dugaan pelanggaran Politik Uang dengan pemberian uang sejumlah 

Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) beserta kartu nama pasangan 

calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat nomor Urut 1 

(satu) SDK-KALMA dari saudara Mansur. Dengan nomor laporan 

005/LP/PILGUB/II/2017. Dari hasil pembahasan forum sentra 

Gakkumdu, Panwaslih Kab. Polewali Mandar merekomendasikan untuk 

meneruskan laporan tersebut pada Kepolisian Resort Polewali Mandar 

untuk ditingkatkan pada tahap penyidikan. (Bukti PK 43 Terlampir). 
6. Pada tanggal 13 Februari 2017, atas nama Ibrahim melaporkan 

saudara Abd. Majid, Kamaruddin dan Hartono ke Panwaslih Kec. 

Limboro yang kemudian diteruskan kepada Panwaslih Kab. Polewali 

Mandar dengan nomor laporan 007/LP/Pilgub/II/2017 dengan pokok 

permasalahan dugaan pelanggaran pemberian uang untuk memilih 

pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat 

Nomor urut 1 Suhardi Duka-Kalma Katta. Panwaslih Kab. Polewali 

Mandar merekomendasikan untuk diteruskan pada tahap penyidikan di 

Kepolisian Resort Polewali Mandar. (Bukti PK 44 Terlampir). 
7. Pada tanggal 15 Februari 2017 seorang pengawas TPS 7 Kelurahan 

Polewali atas nama Musdalifah menemukan dugaan pelanggaran 
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dengan nomor temuan 006/TM/PILGUB/II/2017 yang dilakukan oleh 

saudara Asrul Tonga (Terlapor) dengan pokok permasalahan memilih 

lebih dari satu kali yang dilakukan di TPS 7 Kelurahan Takatidung dan 

dilanjutkan di TPS 7 Kelurahan Polewali. Untuk itu Panwaslih kab. 

Polewali Mandar merekomendasikan untuk meneruskan kepada pihak 

kepolisian Resort Polewali Mandar untuk selanjutnya dilakukan 

penyidikan. (Bukti PK 45 Terlampir) 
8. Pada tanggal 15 Februari 2017 seorang Warga Negara Indonesia yang 

memiliki hak pilih pada pemilihan setempat atas nama Muliadi 

melaporkan saudara H. Jamaluddin (Terlapor) dengan nomor laporan 

010/LP/PILGUB/II/2017. Dengan pokok permasalahan dugaan 

pelanggaran terkait dengan adanya pemberian uang sejumlah Rp. 

100.000,- untuk memilih pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur 

Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor urut 2 (dua). Panwaslih Kab. 

Polewali Mandar merekomendasikan untuk laporan tersebut diteruskan  

kepada Kepolisian Resort Polewali Mandar untuk ditingkatkan pada 

tahap penyidikan. (Bukti PK 46  Terlampir). 
9. Bahwa Panwas Kabupaten Mamasa telah menemukan pelanggaran 

dengan  Temuan nomor : 01/TM/PILGUB/II/2017, tanggal 11 Februari 

2017, bahwa saudara HARIANTO (TERLAPOR) juga telah 

membenarkan sudah memberikan uang kepada saudara ARIB 

sejumlah Rp. 5.000.000,-. demikian pula keterangan saksi-saksi 

membenarkan telah menerima uang Pecahan Rp. 100.000,- yang 

diberikan oleh saudara ARIB (TERLAPOR). dengan tujuan agar 

memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Sehingga Panwaslih 

berkesimpulan dan terhadap permasalahan tersebut Panwas 

Kabupaten telah merekomendasikan kepada Penyidik Sentra 

Gakkumdu untuk ditindaklanjuti. (Bukti PK 47  Terlampir).  
10. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2016 dengan Nomor: 

14/TM/PILGUB/XII/2016, Sdr. Muhammad Yusri AR. (Ketua Panwaslih 

Kabupaten Mamuju) menemukan dugaan pelanggaran yang dilakukan 

oleh Sdr. H. MUHAMMAD IBRAHIM, ST, MM. terkait adanya dugaan 

pelanggaran keterlibatan salah satu ASN yang hadir dengan ikut 
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mendukung salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur 

Sulawesi Barat Tahun 2017, dalam Kampanye Pasangan Calon Nomor 

Urut 1 (Satu) SDK-KALMA, di Lapangan Desa Bunde Kecamatan 

Sampaga, Kabupaten Mamuju, pada tanggal 17 Desember 2016. 

Disimpulkan pada tanggal 28 Desember 2016 direkomendasikan 

kepada penyidik Gakkumdu untuk Tindak Pidananya dan kepada 

Bawaslu untuk pelanggaran hukum lainnya, dan telah diputuskan 

Pengadilan Negeri Mamuju bahwa terbukti melanggar peraturan 

perundang-undangan (Bukti PK 48 terlampir). 
11. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2016 dengan Nomor: 

15/TM.PILGUB/XII/2016, Sdr. Syarifuddin (Ketua Panwaslih 

Kecamatan Papalang) menemukan dugaan pelanggaran yang 

dilakukan oleh Sdr. Muliadi M. terkait adanya Dugaan Pelanggaran 

Keterlibatan Kepala Desa Papalang yang hadir ikut memberikan 

Dukungan kepada salah satu Pasangan Calon Gubernur dan Wakil 

Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2017, dalam Kampanye Pasangan 

Calon Nomor urut 1 (satu) SDK-KALMA di lapangan Desa Bunde 

Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju pada tanggal 17 Desember 

2016. Disimpulkan pada tanggal 28 Desember 2016 direkomendasikan 

kepada penyidik Gakkumdu untuk Tindak Pidananya dan kepada 

Bupati Mamuju untuk pelanggaran hukum lainnya, dan telah diputuskan 

Pengadilan Negeri Mamuju bahwa terbukti melanggar peraturan 

perundang-undangan (Bukti PK 49 terlampir). 
12. Pada Hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 Pukul 14.00 - 17.00 Wita, di 

Desa Ako Kec. Pasangkayu, Kampanye Terbatas yang dilaksanakan 

oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (ABM-ENNY), salah seorang 

Kepala Desa atas nama MARDIN selaku Kepala Desa Ako Kec. 

Pasangkayu ikut hadir di atas Panggung kampanye dan menggunakan 

Atribut Kampanye salah satu Pasangan Calon. Yang ditemukan oleh 

Panwascam Pasangkayu atas nama AGUSSALIM, S.Pd, bahwa 

Temuan Nomor : 01/TM/PILGUB/I/2017, tanggal 23 Januari 2017, telah 

memenuhi unsur dan direkomendasikan kepada Panwaslih Mamuju 

Utara agar meneruskan Laporan tersebut kepada Penyidik Kepolisian 
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Resort Mamuju Utara untuk dilakukan Penyelidikan lebih lanjut. 

berdasarkan Surat Nomor : 058/K.Bawaslu-Prov.05/SR/I/2017 perihal 

Penerusan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan kepada KAPOLRES 

Matra. (Bukti PK 50  Terlampir). 
Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, yaitu: 

1. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2017 Panwasli Kecamatan Budong – 

budong menerima Temuan dari saudara Kaslan, S.Ip, terlapor saudara 

Muh. Tamsil PPL Desa Lumu dengan Nomor: 01/Pilgub/II/2017  pokok 

permasalahan adalah  keterlibatan PPL dalam Kampanye Pasangan 

Calon Gubernur ABM – ENNY  pada tanggal 20 Februari 2017. Terkait 

permasalah tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Budong 

–budong merekomendasikan kepada panwaslih Kabupaten Mamuju 

tengah untus segera di berhenntikan dari Anggota PPL desa Lumu 

karena melanggar Peraturan bersama KPU, BAWASLU dan DKPP 

Nomor 13 Tahun 2012 dan menggantikan sesuai dengan nomor urut 

selanjutnya. (Bukti PK 51  Terlampir). 
2. Pada tanggal 27 juli 2016 warga Negara Indonesia yang memiliki hak 

pilih atas nama Sudirman melaporkan saudara Fastabikul Khaerat, 

SKM dengan nomor laporan: 002/LP/Pilgub/VII/2016. Dengan pokok 

permasalahan dugaan pelanggaran tentang adanya indikasi pengurus 

partai demokrat menjadi penyelenggara pemilihan ditingkat panitia 

pemilihan kecamatan (PPK) atas nama. Panitia Pengawas Pemilihan 

Kabupaten Polewali Mandar merekomendasikan kepada Dewan 

Kehormatan Penyelenggara Pemilu dan/atau Tim Pemeriksa Daerah 

Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu untuk ditindaklanjuti 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun 

pelanggaran tersebut tidak disidangkan oleh Tim Pemeriksa Daerah 

karena sebelum rekomendasi dikeluarkan, terlapor terlebih dahulu 

mengajukan pengunduran diri sebagai anggota PPK kepada KPU Kab. 

Polewali Mandar. (Bukti PK 52 Terlampir). 
3. Bahwa pada tanggal 01 November 2016 dengan Nomor: 

04/TM/PILGUB/XI/2016, Sdr. Askari (Pimpinan Panwaslih Kecamatan 

Kalukku) menemukan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Sdr.  
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Saiful Kasim  selaku Ketua PPS Sinyoyoi Selatan  yang ikut hadir 

mendukung salah satu pasangan calon dalam kegiatan Pengukuhan 

TIM Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Satu) SDK-KALMA 

pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat 

tahun 2017. Disimpulkan pada tanggal 07 November 2016 bahwa 

terbukti melanggar dan direkomendasikan kepada Bawaslu. (Bukti PK 
53 Terlampir). 

4. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2016 dengan Nomor: 

01/TM/PILGUB/X/2016, Sdr. Muh. Alwi M., S.IP. (Pimpinan Panwaslih 

Kecamatan Tapalang) menemukan dugaan pelanggaran 

penyelenggara Pemilihan di Tingkat Desa atau Anggota PPS yaitu Sdr. 

Awaluddin dengan memakai Atribut Partai HANURA dalam kegiatan 

Musyawarah cabang Partai HANURA Se- Provinsi Sulawesi Barat di 

Hotel D’Maleo Mamuju sebagaimana Bukti Dokumen Foto. Disimpulkan 

pada tanggal 25 Oktober 2016 bahwa terbukti melanggar dan 

direkomendasikan kepada Bawaslu (Bukti PK  54  Terlampir). 
5. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2017 dengan Nomor: 

02/TM/PILGUB/I/2017, Sdr. Muh. Alwi M., S.IP. (Pimpinan Panwaslih 

Kecamatan Tapalang) menemukan dugaan pelanggaran terkait adanya 

indikasi salah satu anggota PPS Kelurahan Kasambang, Kecamatan 

Tapalang yaitu Sdr. Amin Nur, yang diduga ikut dalam rapat tim Koalisi 

pemenangan salah satu pasangan calon dalam pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2017, sebagaimana bukti 

dokumen Foto/Gambar. Disimpulkan pada tanggal 29 Januari 2017 

bahwa terbukti melanggar dan direkomendasikan kepada Bawaslu 

(Bukti PK 55 Terlampir). 
6. Bahwa pada tanggal 09 Februari 2017 dengan Nomor: 

01/LP/PILGUB/II/2017, Sdr. Sukardi melaporkan dugaan pelanggaran 

terkait adanya indikasi keterlibatan Sdr. Wahyuddin A. salah satu 

anggota KPPS yang membagikan/ mendistribusikan C6-KWK 

menggunakan kendaraan Roda empat yang terdapat stiker salah satu 

pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 

2017. Disimpulkan pada tanggal 13 Februari 2017 bahwa terbukti 
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melanggar dan direkomendasikan kepada Dewan Kehormatan 

Penyelenggara Pemilu dan/atau Tim Pemeriksa Daerah Pelanggaran 

Kode Etik Penyelenggara Pemilu. (Bukti PK 56 Terlampir). 
7. Pada Hari Jum'at, tanggal 27 Januari 2017 Pukul 10.00 - 16.00 wita, di 

SMA Negeri 1 Duripoku, salah seorang Penyelenggara Ketua PPS 

Desa Saptanajaya Kec. Duripoku (MUH. JUMADIL AHIR), 

menggunakan alat komunikasi HP yang bersticker salah satu 

Pasangan Calon. Laporan diterima pada hari Jum'at, tanggal 27 

Januari 2017 pukul 19.30 wita dengan Nomor : 01/TM/PG/Panwascam 

DURIPOKU/I/2017. Rapat Pleno Pembahasan dengan Anggota 

Panwaslih Kec. Duripoku Kab. Mamuju Utara, membahas tentang 

status terhadap temuan dan TELAH MEMENUHI Unsur Dugaan 

Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilihan, dan dituangkan dalam 

Berita Acara Pleno Pembahasan atas temuan tersebut. Pada hari 

Selasa, tanggal 31 Januari 2017 pada pukul 10.00 wita, 

Penandatanganan Berita Acara Pleno Pembahasan dengan Anggota 

Panwascam Duripoku Kab. Mamuju Utara, membahas tentang 

Penerusan laporan/Temuan ke DKPP melalui Bawaslu Provinsi 

Sulawesi Barat. (Bukti PK 57 Terlampir) 
8. Berdasarkan Laporan/Temuan yang diregistrasi Nomor : 

07/LP/Pilgub/II/2017, tanggal 14 Februari 2017, Panwaslih Kab. 

Mamuju Utara melakukan proses penanganan Dugaan Pelanggaran 

Etik Penyelenggara Pemilihan yang dilaporkan oleh SYAHRIR, SE., 

M.AP bahwa Salah seorang Sekretaris PPS Desa Bulu Parigi yang 

menyerahkan Amplop kepada masyarakat Pemilih atas nama 

MARDANI dan Terlapor atas nama NURDIN alias BILO pada forum 

Sentra Gakkumdu yang menghasilkan rekomendasi bahwa terhadap 

Penyelenggara dalam hal ini Sekretaris PPS Desa Bulu Parigi di duga 

melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara. dan diteruskan 

kepada DKPP melalui Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat. (Bukti PK 58 
Terlampir) 

Pelanggaran Sengketa Pemilihan, yaitu: 
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Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dan Jajaran Pengawas Pemilihan 

Umum di Provinsi Sulawesi Barat tidak pernah menangani Laporan 

maupun temuan terhadap pelanggaran sengketa pemilihan baik sengketa 

antar Peserta Pemilihan maupun Sengketa antar Perserta dengan KPU 

Provinsi dan KPU Kabupaten akaibat keputusan KPU Provinsi maupuk 

KPU Kabupaten. 

Pelanggaran Administrasi yag terjadi secara Tersturuktur, Sistematis 
dan Massif,  yaitu: 

Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dan Jajaran Pengawas 

Pemilihan Umum di Provinsi Sulawesi Barat tidak pernah menerima 

Laporan maupun Temuan Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan 

Massif.  

Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lainnya, yaitu: 
1. Bahwa pada tanggal 9 November 2016 Panwaslih Kabupaten Majene 

telah meregistrasi Temuan dengan Nomor: 01/TM/PILGUB/XI/2016 

yang ditemukan oleh saudara MUHAMMAD HIDAYAT, M.Phil dengan 

terlapor atas nama SAHLANG (Kepala Dusun Konja). Adapun pokok 

permasalahannya adalah Dugaan keterlibatan Kepala Dusun dalam 

Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) dengan memakai 

Atribut Paslon 1. Terkait dengan pokok permasalahan tersebut, 

Panwaslih Kabupaten Majene telah merekomendasikan kepada 

Kepala Desa Pambo’borang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. (Bukti PK 59 Terlampir). 
2. Bahwa pada tanggal 10 November 2016 Panwaslih Kabupaten Majene 

telah meregistrasi Temuan dengan Nomor: 02/TM/PILGUB/XI/2016 

yang ditemukan oleh saudara INDRIANAH MUSTAFA, S.Pd dengan 

terlapor atas nama ANITA ACHYAR. Adapun pokok permasalahannya 

adalah Adanya dugaan penyalahgunaan akun media sosial 

(Facebook) atas nama Anita Achyar dengan maksud 

mengkampanyekan salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil 

Gubernur Sulawesi Barat. Terkait dengan pokok permasalahan 

tersebut, Panwaslih Kabupaten Majene telah merekomendasikan 

kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Majene untuk ditindaklanjuti 
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sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Bukti PK 60 
Terlampir). 

3. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2017 Panwaslih Kabupaten Majene 

telah meregistrasi Temuan dengan Nomor: 01/TM/PILGUB/I/2017 

yang ditemukan oleh saudara MUHAMMAD HAERUDDIN, SH dengan 

terlapor atas nama TASDIR CANDU. Adapun pokok permasalahannya 

adalah Dugaan keterlibatan Oknum ASN dalam kegiatan Kampanye 

Akbar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat 

Nomor Urut 1 (satu) H. SUHARDI DUKA  dan H. KALMA KATTA di 

Kabupaten Majene. Terkait dengan pokok permasalahan tersebut, 

Panwaslih Kabupaten Majene telah merekomendasikan kepada 

Sekretaris Daerah Kabupaten Majene untuk ditindaklanjuti sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. (Bukti PK 61 Terlampir). 
4. Bahwa pada tanggal 30 November 2016, Panwaslih Kecamatan Tubo 

Sendana Kabupaten Majene telah meregistrasi temuan dengan 

Nomor: 01/TM/PILGUB/XI/2016 yang ditemukan oleh saudara ABD. 

MAJID dengan terlapor atas nama HENDRA, S.Pd (Kepala Dusun 

Cambaraya). Adapun pokok permasalahan adalah dugaan keterlibatan 

Aparat Desa dalam kegiatan Tim Kampanye / Partai Politik. Dan terkait 

permasalahan tersebut, Panwaslih Kecamatan Tubo Sendana telah 

merekomendasikan kepada Kepala Desa Bonde-Bonde untuk 

ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Bukti 
PK 62 Terlampir). 

5. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2016, Panwaslih Kecamatan 

Malunda Kabupaten Majene telah meregistrasi temuan dengan nomor: 

01/TM/PILGUB/XII/2016 yang ditemukan oleh saudara MUHAMMAD 

HAERUDDIN, SH dengan terlapor atas nama SIDIQ. Adapun pokok 

permasalahannya adalah adanya indikasi keterlibatan Aparat Desa 

dalam kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) (H. Suhardi 

Duka dan Kalma Katta) sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur 

Sulawesi Barat Tahun 2017. Dan terkait dengan permasalahan 

tersebut, Panwaslih Kecamatan Malunda Kabupaten Majene telah 

merekomendasikan kepada Kepala Desa Maliaya untuk ditindaklanjuti 
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sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Bukti PK 63 
Terlampir). 

6. Pada Hari Rabu tanggal 16 Januari 2017 Panitia Pengawas Pemilihan 

Kabupaten Mamuju Tengah menerima Temuan dari Panwasli 

Kecamatan Topoyo terlapor Saudara Sakaria dengan Nomor : 

01/TM/pilgub/I/2017 pokok permasalahan yaitu keterlibatan ASN 

dalam Kampanye terbatas calon Gubernur dan Wakil Gubernur SDK – 

Kalma pada tanggal 16 Januari 2017. Terkait Temuan tersebut 

Panewaslih Kabupaten Mamuju Tengah membahas dalam Forum 

Sentra GAKKUMDU Kab. Mamuju Tengah Namun tidak memenuhi 

unsur formar dan meteril, setelah melakukan kajian  Panwaslih 

Kabupaten Mamuju tengah merekemendasikan kepada Sekretarias 

daerah Kab. Mamuju Tengah untuk dilakukan pembinaan kepada 

Saudara Zakaria, S.Ag, terhadap kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil 

dan merekomendasikan kepada Kemenpan  RB melalui bawaslu 

Provinsi Sulawesi Barat. (Bukti PK 64 Terlampir). 
7. Pada Tanggal 02 Februari 2017 Panwaslih Kecamatan Topoyo 

menerima Temuan dari saudara Marsal, S.Ag terlapor saudara Muh. 

Dahlan dengan Nomor Temuan 01/TM/Pilgub/II/2017 Pokok 

permasalahan Keterlibatan ASN Atas nama Muh. Dahlan berfoto 

bersama dengan calon Wakil Gubernur dan mengangkat jari telunjuk 

sebagai symbol Angka satu  di unggah melalui akun Facebook. Terkait 

Temuan tersebut Panwaslih Kabupaten Mamuju Tengah 

merekemendasikan kepada Sekretarias daerah Kab. Mamuju Tengah 

untuk dilakukan pembinaan kepada Saudara Zakaria, S.Ag,terhadap 

kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil dan merekomendasikan kepada 

Kemenpan  RB melalui bawaslu Provinsi Sulawesi Barat. (Bukti PK 65 
Terlampir). 

8. Pada Tanggal 01 Februari 2017 Panwaslih Kabupaten Mamuju 

Tengah  menerima Temuan dari saudara Rahmat, S.Kom terlapor 

saudara Colleng Sulaeman  dengan Nomor Temuan : 01/ 

TM/Pilgub/II/2017  Pokok permasalahan ASN Atas Colleng Sulaeman 

mengapluoad foto bersama dengan Bupati Mamuju Tengah sambil 
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mengacungkan jari telunjuk serta Foto bersama dengan Calon 

Gubernur Provinsi Sulawesi Barat melalui akun Facebook. Terkait 

temuan tersebut  . Terkait Temuan tersebut Panwaslih Kabupaten 

Mamuju tengah merekemendasikan kepada Sekretarias daerah Kab. 

Mamuju Tengah untuk dilakukan pembinaan kepada Saudara Zakaria, 

S.Ag,terhadap kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil dan 

merekomendasikan kepada Kemenpan  RB melalui bawaslu Provinsi 

Sulawesi Barat. (Bukti PK 66 Terlampir) 
9. Pada Hari Minggu tangaal, 12 Februari 2017 Panitia Pengawas 

Pemilihan Kabupaten Mamuju Tengah telah menerima Laporan dari 

saudara Priyo dengan terlapor atas nama I GUSTI BUDI SANTOSO 

dengan nomor Laporan 01/LP/PILGUB/II/2017 pokok permasalahan 

adalah Intimidasi salah seorang kepala desa dengan warganya. 

Terkait permasalahan tersebut Panwaslih Kabupaten Mamuju Tengah 

merekomendasikan kepada Bupati Mamuju Tengah untuk melakukan 

pembinaan kepada Kepala Desa Bambamanurung untuk tidak terlibat 

dalam politik praktis. (Bukti PK 67 Terlampir) 
10. Pada tanggal  15 November 2016 pelapor atas nama Asrullah Anwar 

melaporkan Yuru (kepala dusun Banua Baru 2 Desa Lagi-agi) dengan 

nomor registrasi 002/LP/Pilgub/campalagian/XI/2016 kepada 

Panwaslih Kec. Campalagian dengan pokok permasalahan mengenai 

Adanya indikasi keterlibatan perangkat desa  atas yang memasang 

bahan kampanye (Poster) salah satu pasangan calon. Panwaslih Kec. 

Campalagian merekomendasikan kepada kepala desa Lagi-Agi untuk 

kemudian ditindaklanjuti berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. (Bukti PK 68 Terlampir). 
11. Pada tanggal 11 Januari 2017 anggota Panwaslih Kab. Polewali 

Mandar atas nama Arham Syah, SH menemukan dugaan pelanggaran 

dimana seorang pegawai Negeri Sipil atas nama Bugiman, S.Sos 

dengan nomor temuan 01/TM/PILGUB/I/2017. Panitia Pengawas 

Pemilihan Kabupaten Polewali Mandar tersebut diputuskan tidak 

memenuhi unsur tindak pidana pemilihan. Namun dalam rapat pleno 

disimpulkan perbuatan terlapor sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil 

 
 

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 

 



585 
 

melanggar larangan bagi PNS/ASN yang tertuang dalam Undang-

undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 

Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Oleh karena itu, Panwaslih Kab. 

Polewali Mandar merekomendasikan temuan tersebut diteruskan 

Kepada Sekda Kab. Polewali Mandar, Mendagri, Menpan RB, BKN 

dan KASN. (Bukti PK 69 Terlampir). 
12. Pada tanggal 26 Januari 2017 Arham Syah, SH menemukan dugaan 

pelanggaran yang ditemukan dalam media sosial facebook dengan 

terlapor atas nama Afandi Rahman, ST., M.Si dan Asrul A, SP.,M.Si. 

dengan pokok permasalahan terlapor berfoto mengacungkan simbol 

tiga jari di area kampanye pasangan calon Ali Baal Masdar - Enny 

Anggraeny Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi 

Barat Nomor urut 3. Dengan nomor temuan: 002/TM/PILGUB/I/2017. 

Panwaslih Kab. Polewali Mandar merekomendasikan kepada 

Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar, Kementerian Dalam 

Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan 

Reformasi Birokrasi (KEMENPAN RB), Komisi Aparatur Sipil Negara 

melalui Badan Pengawas Pemilihan Umum Prov. Sulawesi Barat dan 

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk ditindak 

lanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(Bukti PK 70 Terlampir) 
13. Bahwa Berdasarkan Temuan Panwas Kabupaten Mamasa yang 

diregistrasi Nomor: 02/TM/Pilgub/X/2016, tanggal 20 Oktober 2016, 

dengan dugaan pelanggaranKeterlibatan ASN dalam pertemuan tatap 

Muka Bakal pasangan Calon SDK-KALMA, di Aula Hotel Matana Dua 

Mamasa. Ditemukan adanya beberapa ASN yang hadir pada 

pertemuan tersebut telah diteruskan kepada Instansi yang Berwenang, 

untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. (Bukti PK 71 Terlampir) 
14. Bahwa pada tanggal 17 September 2016 dengan Nomor: 04 

/TM/PILGUB/IX/2016, Sdr. Muhammad Yusri AR. (Ketua Panwaslih 

Kabupaten Mamuju) menemukan dugaan pelanggaran, terkait dugaan 
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pelanggaran Sdri. Dra. Hj. MURNIANI, MM. selaku Ka. Dinas 

Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju menyerukan 

untuk memilih salah satu bakal calon pasangan Gubernur dan Wakil 

Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 dalam sambutannya 

pada acara Program Hari Kerja Bupati dan Wakil Bupati dan SKPD 

Kabupaten Mamuju di Kecamatan Tapalang Barat, pada hari Jum’at 

tanggal 16 September 2016, yang dihadiri oleh Camat dan stafnya, 

serta Guru PNS dan Honorer serta Siswa-Siswi dari sekolah tingkat 

SLTP dan SD Se-Kecamatan Tapalang Barat. Hasil proses 

penanganan Panwas Kabupaten Mamuju, pada tanggal 24 September 

2016 memutuskan bahwa terbukti melanggar Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku, dan merekomendasikan kepada Bupati 

Mamuju dan Bawaslu Provinsi untuk ditindaklanjuti. (Bukti PK 72 
Terlampir) 

15. Bahwa pada tanggal 22 September 2016 dengan Nomor: 
05/TM/Pilgub/IX/2016, Sdr. Faisal Jumalang (Pimpinan Panwaslih 

Kabupaten Mamuju) menemukan dugaan pelanggaran yang dilakukan 

oleh Hamdan Malik, S.SPT. selaku Kepala Dinas Tata Ruang dan 

Kebersihan Kabupaten Mamuju terkait adanya indikasi keterlibatannya 

sebagai ASN dengan menggunakan atribut Bakal Pasangan Calon 

SDK - KALMA salah satu Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil 

Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 pada pendaftaran Bakal 

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur  Tahun 2017 di Kantor 

KPU Provinsi Sulawesi Barat, pada tanggal 22 September 2016 sekitar 

pukul 11.30 Wita. Hasil proses penanganan Panwas Kabupaten 

Mamuju, pada tanggal 01 Oktober 2016 memutuskan bahwa terbukti 

melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan 

merekomendasikan kepada Bupati Mamuju dan Bawaslu Provinsi 

untuk ditindak lanjuti (Bukti PK 73 terlampir). 
16. Bahwa pada tanggal 22 September 2016 dengan Nomor: 

06/TM/PILGUB/IX/2016, Sdr. Faisal Jumalang (Pimpinan Panwaslih 

Kabupaten Mamuju) menemukan dugaan pelanggaran yang dilakukan 

oleh Sdr. Rusdianto, S.Ag. selaku Kepala ULP Kabupaten Mamuju 
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terkait adanya indikasi keterlibatannya sebagai ASN dengan 

menggunakan atribut Bakal Pasangan Calon SDK - KALMA salah satu 

Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi 

Sulawesi Barat Tahun 2017 pada pendaftaran Bakal Pasangan Calon 

Gubernur dan Wakil Gubernur  Tahun 2017 di Kantor KPU Provinsi 

Sulawesi Barat, pada tanggal 22 September 2016 sekitar pukul 11.30 

Wita. Hasil proses penanganan Panwas Kabupaten Mamuju, pada 

tanggal 01 Oktober 2016 memutuskan bahwa terbukti melanggar 

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan 

merekomendasikan kepada Bupati Mamuju dan Bawaslu Provinsi 

untuk ditindaklanjuti (Bukti PK. 74 Terlampir). 
17. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2016 dengan Nomor: 

14/TM/PILGUB/XII/2016, Sdr. Muhammad Yusri AR. (Ketua Panwaslih 

Kabupaten Mamuju) menemukan dugaan pelanggaran yang dilakukan 

oleh Sdr. H. MUHAMMAD IBRAHIM, ST, MM. terkait adanya dugaan 

pelanggaran keterlibatan salah satu ASN yang hadir dengan ikut 

mendukung salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur 

Sulawesi Barat Tahun 2017, dalam Kampanye Pasangan Calon 

Nomor Urut 1 (Satu) SDK-KALMA, di Lapangan Desa Bunde 

Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, pada tanggal 17 Desember 

2016. Disimpulkan pada tanggal 28 Desember 2016 direkomendasikan 

kepada penyidik Gakkumdu untuk Tindak Pidananya dan kepada 

Bawaslu untuk pelanggaran hukum lainnya, dan telah diputuskan 

Pengadilan Negeri Mamuju bahwa terbukti melanggar peraturan 

perundang-undangan (Vide Bukti PK 44 Terlampir). 
18. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2016 dengan Nomor: 

15/TM.PILGUB/XII/2016, Sdr. Syarifuddin (Ketua Panwaslih 

Kecamatan Papalang) menemukan dugaan pelanggaran yang 

dilakukan oleh Sdr. Muliadi M. terkait adanya Dugaan Pelanggaran 

Keterlibatan Kepala Desa Papalang yang hadir ikut memberikan 

Dukungan kepada salah satu Pasangan Calon Gubernur dan Wakil 

Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2017, dalam Kampanye Pasangan 

Calon Nomor urut 1 (satu) SDK-KALMA di lapangan Desa Bunde 
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Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju pada tanggal 17 Desember 

2016. Disimpulkan pada tanggal 28 Desember 2016 direkomendasikan 

kepada penyidik Gakkumdu untuk Tindak Pidananya dan kepada 

Bupati Mamuju untuk pelanggaran hukum lainnya, dan telah 

diputuskan Pengadilan Negeri Mamuju bahwa terbukti melanggar 

peraturan perundang-undangan (Vide Bukti PK 45 Terlampir). 
19. Bahwa pada tanggal 07 Februari 2017 dengan Nomor: 

17/TM/PILGUB/II/2017, Sdr. Faisal Jumalang (Pimpinan Panwaslih 

Kabupaten Mamuju) menemukan dugaan pelanggaran yang dilakukan 

oleh Sdr. Jaharuddin (Lurah Kelurahan Kasambang) Terkait adanya 

dugaan Keberpihakan Lurah  Kelurahan Kasambang, Kec. Tapalang, 

Kabupaten Mamuju kepada salah satu Pasangan Calon Nomor urut 1 

(satu) SDK-KALMA. Disimpulkan pada tanggal 12 Februari 2017 tidak 

terbukti sebagai pelanggaran pidana (dihentikan pada Pembahasan 2) 

dan terbukti sebagai pelanggaran lain, direkomendasikan kepada 

Bupati Mamuju dan Bawaslu (Bukti PK 75 Terlampir). 
20. Bahwa pada tanggal 01 November 2016 dengan Nomor: 01 

/TM/PILGUB/XI/2016, Sdr. Askari (Pimpinan Panwaslih Kecamatan 

Kalukku) menemukan dugaan terkait pelanggaran yang dilakukan oleh 

Abd. Zaman Calang, S.Pd. selaku Lurah Kelurahan Sinyonyoi yang 

ikut mendukung salah satu pasangan calon dalam kegiatan 

Pengukuhan TIM Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Satu) 

SDK-KALMA pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi 

Sulawesi Barat tahun 2017. Disimpulkan pada tanggal 07 November 

2016 bahwa terbukti melanggar dan direkomendasikan kepada Bupati 

Mamuju dan Bawaslu (Bukti PK 76 Terlampir). 
21. Bahwa pada tanggal 01 November 2016 dengan Nomor: 

02/TM/PILGUB/XI/2016, Sdr. Askari (Pimpinan Panwaslih Kecamatan 

Kalukku) menemukan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Abd. 

Qabid (Kepala Desa Belang-Belang, Kec. Kalukku) terkait hadir 

dengan memakai Kostum salah satu Partai Pendukung (Partai 

Demokrat) pada pelaksanaan kegiatan Pengukuhan TIM Pemenangan 

Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Satu) SDK-KALMA pada pemilihan 
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Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017. 

Disimpulkan pada tanggal 07 November 2016 bahwa terbukti 

melanggar dan direkomendasikan kepada Bupati Mamuju dan 

Bawaslu (Bukti PK. 77 Terlampir). 
22. Bahwa pada tanggal 01 November 2016 dengan Nomor: 03 /TM 

/PILGUB/XI /2016, Sdr. Askari (Pimpinan Panwaslih Kecamatan 

Kalukku) menemukan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Bapak  

Arwan, S.IP  selaku Lurah Kelurahan Kalukku yang ikut mendukung 

salah satu pasangan calon dalam kegiatan Pengukuhan TIM 

Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Satu) SDK-KALMA pada 

pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi Sulawesi barat tahun 

2017. Disimpulkan pada tanggal 07 November 2016 bahwa terbukti 

melanggar dan direkomendasikan kepada Bupati Mamuju dan 

Bawaslu (Bukti PK. 78 terlampir). 
23. Bahwa pada tanggal 10 November 2016 dengan Nomor: 02 

/TM/Pilgub/XI/2016, Sdri. Alfi Syahrin Nur (Pimpinan Panwaslih 

Kecamatan Sampaga) menemukan dugaan pelanggaran yang 

dilakukan oleh Sdr. Bondan Winarno (Kepala Desa Bunde) yang 

menggunkan Atribut PRO HW yang ikut hadir dalam Kampanye dan 

Pengukuhan Tim Pemenangan Pasangan Calon SDK-KALMA. 

Disimpulkan pada tanggal 19 November 2016 bahwa terbukti 

melanggar dan direkomendasikan kepada Bupati Mamuju dan 

Bawaslu (Bukti PK. 79 Terlampir). 
24. Bahwa pada tanggal 10 November 2016 dengan Nomor: 01 

/TM/Pilgub/XI/2016, Sdri. Alfi Syahrin Nur (Pimpinan Panwaslih 

Kecamatan Sampaga) menemukan dugaan pelanggaran yang 

dilakukan oleh Sdr. Sualif (Bendahara Kantor Kecamatan Sampaga) 

yang menggunkan Atribut PRO HW yang ikut hadir dalam Kampanye 

dan Pengukuhan Tim Pemenangan Pasangan Calon SDK-KALMA. 

Disimpulkan pada tanggal 19 November 2016 bahwa terbukti 

melanggar dan direkomendasikan kepada Bupati Mamuju dan 

Bawaslu (Bukti PK 80 Terlampir). 

 
 

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 

 



590 
 

25. Bahwa pada tanggal 25 November 2016 dengan Nomor: 

04/TM/PILGUB/XI/2016, Sdr. Nurhadi Fajar (Pimpinan Panwaslih 

Kecamatan Mamuju) menemukan dugaan pelanggaran Terkait adanya 

dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Sdr. H. Ahmad Dahing 

selaku Kepala Lingkungan Karema Utara, Kel. Karema, Kec. Mamuju 

atas nama jabatannya menfasilitasi pertemuan antara masyarakat 

lingkungan karema utara, kel. Karema, Kec. Mamuju dengan Dr. H. 

Suhardi Duka, MM. dalam rangkaian kampanye Dialogis pasangan 

nomor urut 1 (satu) SDK-KALMA. Disimpulkan pada tanggal 04 

Desember 2017 bahwa terbukti melanggar dan direkomendasikan 

kepada Lurah, Camat, dan Panwas Kabupaten Mamuju (Bukti PK 81 
Terlampir). 

26. Berdasarkan Laporan/Temuan yang diregistrasi Nomor : 

05/TM/Pilgub/XI/2016, tanggal 18 Nopember 2016, Panwaslih Kab. 

Mamuju Utara melakukan proses penanganan Pelanggaran Peraturan 

Perundang-undangan lainnya terhadap salah seorang ASN 

(HERWAN, S.Ag) staf pada Kantor KUA Kec. Bambalamotu yang 

ditemukan oleh Panwascam Bambalamotu atas nama SUPIADI 

Berdasarkan Hasil Kajian Dugaan Pelanggaran atas temuan Nomor 

05/TM/Pilgub/XI/2016, Rapat Pleno Pembahasan dengan Anggota 

Panwaslih Kab. Mamuju Utara, membahas tentang status terhadap 

temuan dan Tidak Memenuhi Unsur Dugaan Pelanggaran Pidana 

Pemilihan, namun diduga melanggar UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

ASN dan PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan diteruskan 

kepada Instansi yang berwenang, untuk diproses sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Bukti PK  82 
Terlampir). 

27. Berdasarkan Laporan/Temuan yang diregistrasi Nomor : 

03/TM/Pilgub/I/2017, tanggal 18 Januari 2017, Panwaslih Kab. 

Mamuju Utara melakukan proses penanganan Pelanggaran Peraturan 

Perundang-undangan lainnya, dengan telapor salah seorang ASN 

(HASBULLAH), Penyuluh pada Badan Ketahanan Pangan yang 

ditemukan oleh Panwascam Pasangkayu atas nama ZAINUDDIN, 
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S.Sos. Berdasarkan Hasil Kajian Dugaan Pelanggaran atas temuan 

Nomor : 03/TM/Pilgub/I/2017, Berita Acara Rapat Pleno Pembahasan 

dengan Anggota Panwaslih Kab. Mamuju Utara, dan Tidak Memenuhi 

Unsur Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan, namun diduga 

melanggar UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan PP 53 Tahun 

2010 tentang Disiplin PNS dan diteruskan kepada Instansi yang 

berwenang, untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. (Bukti PK 83 Terlampir) 
C. Keterangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Berkaitan dengan Pokok 

Permasalahan Yang Dimohonkan Pemohon  (Pasangan Calo Gubernur 
dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017, Nomor Urut 1 
(satu)  Dr. H. Suhardi Duka,MM dan H. Kalma Katta, S.Sos.,M.Si).  
1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Provinsi 

Sulaesi Barat, KPU Provinsi Sulawesi Barat  telah melaksanakan 

penetapan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi 

Barat Tahun 2017 pada tanggal 26 Februari 2017, dengan Surat 

Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor 05/Kpts/KPU-Prov-

033/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan 

Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 

Sulawesi Barat Tahun 2017, dengan hasil sebagai berikut: 

No Pasangan Calon 
Nomor 

Urut 
Hasil 

Perolehan 
Persentase 

1. 

Dr. H. Suhardi Duka, MM 

dan  

H. Kalma Katta, Sos., MM 

1 240.010 38,00 % 

2. 

Mayjen TNI (Purn). Salim S. 

Mengga 

dan 

H. Hasanuddin Mashud, S.Hut 

2 146.774 23,24 % 

3. 

Drs. H. Muh. Ali Baal Masdar, 

M.Si 

dan 

Hj. Enny Anggraeny Anwar 

3 244.763 38,76 % 
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Jumlah 631.547 100% 

    

2. Bahwa Pemohon  dalam pokok pemohonannya menyatakan telah 

terjadi kecurangan-kecurangan  dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur Provinsi Sulawesi Barat  Tahun 2017  yang merugikan 

Perolehan Suara Pemohon secara Massif dengan lima pola bentuk 

pelanggaran yakni: 
a. Pertama, Terdapat penggelembungan Pemilih Tidak Sah Yang 

Merugikan Perolehan Suara Pemohon dengan Modus NIK Ganda 

yang terjadi pada 3 (tiga) Kabupaten yakni Kabupaten Polewali 

Mandar, Kabupaten Majene, dan Kabupaten Mamuju Utara. 
Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dan Jajaranya tidak pernah 

menerima laporan terkait dengan Penggelembungan Pemilih Tidak 

Sah Yang Merugikan Perolehan Suara Pemohon dengan Modus Nik 

Ganda yang terjadi ditiga Kabupaten yakni Kabupaten Polewali 

Mandar, Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamuju Utara terkait 

permasalahan dalam daftar pemilih berupa NIK Sama Nama Sama 

dan NIK Sama Nama Beda.  

b. Kedua, Terdapat Penggelembungan Pemilih Tidak Sah yang 

merugikan Perolehan Suara Pemohon dengan Modus 

Penggunaan Surat Keterangan Pemilih (Suket) Tidak Sah yang 

terjadi pada tiga kabupaten yakni Kabupaten Polewali Mandar, 

Kabupaten Mamuju, dan Kabupaten Mamuju Utara. 
Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dan Jajaranya tidak 

pernah menerima laporan dugaan pelanggaran, dan tidak 

menemukan dugaan pelanggaran yang merugikan Perolehan 

Suara Pemohon dengan Modus Penggunaan Surat Keterangan 

Pemilih (Suket) Tidak Sah yang terjadi pada tiga kabupaten yakni 

Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamuju, dan Kabupaten 

Mamuju Utara.  
c. Ketiga, Terdapat Pengurangan Suara Pemohon Secara Massif 

dengan Modus Tidak Memberikan Form Undangan kepada Pemilih 

yang terjadi di Kabupaten Polewali Mandar.  
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Bahwa terhadap pokok permohonan tersebut Bawaslu Provinsi 

Sulawesi Barat tidak pernah menerima laporan terkait 

Pengurangan Suara Pemohon Secara Massif dengan Modus Tidak 

Memberikan formulir Undangan kepada Pemilih yang terjadi di 

Kabupaten Polewali Mandar. 

3. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon pada angka romawi IV.1 

dimana Pemohon menyebutkan bahwa terdapat fakta adanya 

Pengelembungan pemilih tidak sah dengan modus menggandakan NIK 

Pemilih, Permasalahan NIK ganda. Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat 

menjelaskan sebagai berikut : 

Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dalam mengeluarkan 

rekomedasi sebagaimana yang dimaksud Pemohon tidaklah 

membuktikan telah terjadi penggelembungan akan tetapi justru untuk 

memperbaiki daftar pemilih dari daftar-daftar pemilih ganda By Name By 

Addres dan hal tersebut telah direkomendasikan dengan Surat Nomor 

460/K.Bawaslu-Prov-SR/PM.00.01/XI/2016 tanggal 30 Nopember 2016 

perihal Rekomendasi Perbaikan, 471/K.Bawaslu-Prov-

SR/PM.00.01/XII/2016 tanggal 8 Desember 2016 perihal Rekomendasi 

Perbaikan DPT dan Surat Nomor 473/K.Bawaslu-Prov-

SR/PM.00.01/XII/2016 tanggal 10 Desember 2016 perihal Rekomendasi 

Perbaikan DPT kepada KPU Sulawesi Barat untuk dilakukan perbaikan 

sebagaimana tersebut dibawah ini: 

a. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat telah melakukan 

pencermatan DPS dan hasil pencermatan telah ditemukan NIK dan 

Nama yang Ganda  kemudian Nima Ganda dan Nama Ganda dan 

Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat telah merekomendasikan kepada 

KPU Provinsi dengan Surat Nomor 460/K.Bawaslu-Prov-

SR/PM.00.01/XI/2016 tanggal 30 Nopember 2016 perihal 

Rekomendasi Perbaikan dengan rincian sebagai berikut: 

 

No Kabupaten 
Jumlah 
Pemilih 

Dalam DPS 

Rincian Temuan Permasalahan 
NIK, 

NAMA 
Ganda 

NIK 
Ganda,   
NAMA 

Jumlah 
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Beda 
1. Mamasa 130.580 2.141 314 2.455 

2. Polewali 
Mandar 308.733 6.434 1.273 7.707 

3. Majene 109.007 645 188 833 

4. Mamuju 160.503 2.069 645 2.714 

5. Mamuju 
Tengah 73.275 2.560 805 3.365 

6. Mamuju Utara 91.262 747 118 865 

Jumlah 873.360 14.596 3.343 17.939 
Daftar Pemilih Sementara By Name By Addres. (Vide Bukti PK 2 
Terlampir). 

b. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat telah  merekomendasikan 

kepada KPU Provinsi Sulawesi Barat untuk melakukan perbaikan 

terhadap Daftar Pemilih By Name By Addres dalam DPT dan 

melakukan penundaan penetapan Rekapitulasi DPT di Tingkat 

Provinsi selama 7 (tujuh) hari melalui Surat Nomor 471/K.Bawaslu-

Prov-SR/PM.00.01/XII/2016 tanggal 8 Desember 2016 perihal 

Rekomendasi Perbaikan DPT dengan rincian sebagai berikut: 

 

No Kabupaten 
Jumlah 
Pemilih 
Dalam 
DPT 

 Rincian Temuan 
Permasalahan 

NIK 
Sama 
NAMA 
Sama 

NIK 
Sama 
NAMA 
Beda 

NIK 
Kosong

/ 
Tidak 

Standar 

Jumlah 

1. Mamasa 117.76
6 376 158 0 534 

2. Polewali 
Mandar 

302.18
2 1.786 806 42 2.634 

3. Majene 108.53
1 92 264 0 356 

4. Mamuju 158.42
7 640 476 0 1.116 

5. Mamuju 
Tengah 72.739 1.435 756 397 2.588 

6. Mamuju 
Utara 84.043 212 60 1 273 

Jumlah 843.68
8 4.541 2.520 440 7.501 
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Daftar Pemilih By Name By Addres dalam DPT. (Vide Bukti PK 3 
Terlampir). 
Bahwa berdasarkan pokok permohonan pemohon pada angga 

romawi IV.1 huruf d, dimana Pemohon menyatakan bahwa telah 

terjadi Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS 

yang sama atau TPS yang berbeda, Bawaslu Provinsi Sulawesi 

Barat tidak pernah laporan terkait dengan permasalahan tersebut. 

Bahwa Pasca Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan, Panwaslih 

Kabupaten Mamuju melakukan pencermatan terhadap penggunaan 

hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang kesemuanya 

menggunakan hak pilih. Berdasarkan hasil pencermatan tersebut, 

Panwaslih Kabupaten Mamuju menemukan adanya dugaan 

penggunaan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS 2 Desa Kinatang 

Kecamatan Bonehau yang didasarkan pada temuan adanya pemilih 

ganda dalam daftar pemilih By Name By Addres pada TPS tersebut.  

Bahwa terhadap temuan tersebut, Panwaslih Kabupaten Mamuju 

pada saat rekapitulasi ditingkat kabupaten melakukan koordinasi 

dan konfirmasi terhadap kebenaran temuan tersebut. Setelah 

dilakukan pemeriksaan secara bersama antara Panwaslih 

Kabupaten Mamuju dan KPU Kabupaten Mamuju terhadap Formulir 

Model C7 – KWK ditemukan Pemilih Nomor Urut 24 atas nama Don 

Pratama, Pemilih Nomor Urut 29 atas nama Herman, Pemilih 

Nomor Urut 37 atas nama Kornelius Podo, Pemilih Nomor Urut 123 

atas nama Yuni, dan Pemilih Nomor Urut 129 atas nama Jidon 

terdaftar dua kali dalam Formulir Model C7 – KWK yang 

menguatkan dugaan penggunaan hak pilih lebih dari satu kali oleh 

pemilih-pemilih tersebut. 

Bahwa berdasarkan dugaan tersebut, Panwaslih Kabupaten 

Mamuju merekoemdasikan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang 

di TPS  2 Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kabupaten Mamuju 

melalui Surat Nomor 128/K.Bawaslu-Prov.SR-03/TU.00.01/II/2017 

tanggal 28 Februari 2017 perihal Penyampaian Berkas Kajian PSU. 

(Vide Bukti PK 19 Terlampir).  
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Bahwa berdasarkan pokok permohonan pemohon pada angga 

romawi IV.1 huruf e, dimana Pemohon menyatakan bahwa telah 

terjadi lebih dari seorang Pemilih Pemilih yang tidak terdaftar 

sebagai pemilih mendapat kesempatan memilih pada TPS, Bawaslu 

Provinsi Sulawesi Barat dan jajarannya  tidak pernah menerima 

laporan terkait dengan permasalahan tersebut. 

Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon pada angka Romawi 

IV.1.1, angka Romawi IV.1.2. dan IV.1.3  Bawaslu Provinsi Sulawesi 

Barat telah merekomedasikan kepada KPU Provinsi Sulawesi Barat 

dengan n Surat Rekomendasi Nomor Surat Nomor 460/K.Bawaslu-

Prov-SR/PM.00.01/XI/2016 tanggal 30 Nopember 2016 perihal 

Rekomendasi Perbaikan dan Rekomendasi  Nomor 471/K.Bawaslu-

Prov-SR/PM.00.01/XII/2016 tanggal 8 Desember 2016 perihal 

Rekomendasi Perbaikan DPT (Vide Bukti PK 2 dan 3 Terlampir). 
Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat telah menerima Laporan 

L.O Pasangan Calon Nomor Urut 2 Salim S. Mengga dan H. 

Hasanuddin Mashud, S.Hut an. Rahman Zainuddin yang pada 

Pokok Laporan Adanya dugaan data pemilih yang ditetapkan oleh 

KPU Provinsi Sulawesi Barat masih terdapat data pemilih, NIK 

Sama dan Nama Sama serta NIK Sama dan Nama Berbeda di 

Wilayah Provinsi Sulawesi Barat. terhadap Laporan tersebut 

Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dalam kajian dengan Nomor: 
01/LP/Pilgub/I/2017 telah menindaklanjuti dengan Meneruskan 

Pelanggaran Administrasi Kepada KPU Provinsi Sulawesi Barat 

Nomor: 043/ Bawaslu-Prov.SR/HK.00.06/I/2017, Perihal Penerusan 

Pelanggaran Administrasi dan melakukan perbakaikan Data Pemilih 

Khususnya NIK sama nama sama dan NIK sama Nama berbeda 

tertanggal 23 Januari 2017 dengan rincian sebagai berikut: 

NIK SAMA NAMA SAMA 

No Kabupaten 

Pemilih ( 
NIK Sama 

dengan 
Nama 
Beda) 

Total 
Suspek 
Ganda 

Keterangan 

1. Mamuju Utara 113 226  
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2. Mamuju 282 564  
3. Mamasa 386 772  
4. Polewali Mandar 536 1.072  
5. Majene 133 266  
6. Mamuju Tengah 209 418  

JUMLAH 1.659 3.318  
NIK SAMA NAMA SAMA 

No Kabupaten 

Pemilih 
(NIK Sama 

dengan 
Nama 
Beda) 

Total 
Suspek 
Ganda 

Keterangan 

1. Mamuju Utara 53 106  
2. Mamuju 524 1048  
3. Mamasa 252 504  
4. Polewali Mandar 565 1130  
5. Majene 471 942  
6. Mamuju Tengah 542 1084  

JUMLAH 2.407 4.814   
(Vide Bukti  PK 26  Terlampir). 

D. Uraian Singkat Mengenai Jumlah dan Jenis Pelanggaran 

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dan Jajarnnya telah menerima 

laporan maupun temuan pelanggaran Administrasi Pemilihan sebanyak 

14 pelanggaran adminstrasi pemilihan. 

2. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dan Jajarnnya telah menerima 

laporan maupun temuan pelanggaran Pidana Pemilihan sebanyak 12 

pelanggaran pidana  pemilihan. 

3. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dan Jajarnnya telah menerima 

laporan maupun temuan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara  

Pemilihan sebanyak 8 pelanggaran kode etik penyelenggara  pemilihan. 

4. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dan Jajarnnya telah menerima 

laporan maupun temuan pelanggaran Pelanggaran Peraturan 

Perundang-Undangan Lain dalam tahapan   Pemilihan sebanyak 27 

pelanggaran peraturan perundang-undangan lain. 

5. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dan Jajarnnya telah menerima 

laporan maupun temuan Pemilihan sebanyak 58 yang tidak memenuhi 

unsur Formal dan Materil Laporan. 

Lebih rinci sebagaimana Tabel di bawah ini: 
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REKAP PENANGANAN PELANGGARAN DALAM BENTUK ANGKA 
 

NO
. PROVINSI KABUPATEN 

JUMLAH 
LAPORAN/ 
TEMUAN 

TINDAK LANJUT PENANGANAN 
PELANGGARAN 

DIHEN
TIKAN

/ 
BUKA

N 
PELA
NGGA
RAN 

   
LAP
ORA

N 
TEM
UAN ADM PIDA

NA 
KODE 
ETIK 

PELAN
GGARA

N 
PERAT
URAN 

PERUN
DANG-
UNDAN

GAN 
LAIN 

SE
NG
KE
TA 

 

1. SULBAR  4 0 2 0 0 0 0 2 
2.  MAMUJU 2 32 1 2 4 12 0 17 
3.  MAJENE 4 12 2 4 0 5 0 5 

4.  MAMUJU 
UTARA 1 14 0 1 2 2 0 10 

5  MAMASA 2 9 2 1 0 1 0 7 

6.  MAMUJU 
TENGAH 1 9 5 0 1 4 0 1 

7.  POLEWALI 
MANDAR 11 9 2 4 1 3 0 10 

JUMLAH 24 86 14 12 8 27 0 52 

 

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat ini dibuat dengan sebenar-

benarnya. 

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Provinsi 

Sulawesi Barat telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 

sampai dengan bukti PK-83 yang disahkan dalam persidangan tanggal 7 April 

2017, sebagai berikut: 

NO NOMOR BUKTI KETERANGAN 

1.  BUKTI PK 1 

Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor 
24/Kpts/KPU-Prov-033/2016 tentang Penetapan 
pasangan Calon gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi 
Barat Tahun 2017; 

2.  BUKTI PK 2 Surat Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Nomor 
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460/K.Bawaslu-Prov-SR/PM.00.01/XI/2016 tanggal 30 
November 2016 perihal Rekomendasi Perbaikan; 

3.  BUKTI PK 3 
Surat Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Nomor 
471/K.Bawaslu-Prov-SR/PM.00.01/XII/2016 tanggal 8 
Desember 2016 perihal Rekomendasi Perbaikan DPT; 

4.  BUKTI PK 4 

Surat Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Nomor 
016/K.Bawaslu-Prov-SR/PM.00.01/I/2017 tanggal 19 
Januari 2017 perihal Akses Data Pemilih berbasis Surat 
Keterangan; 

5.  BUKTI PK 5 
Surat Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Nomor 
183/K.Bawaslu-Prov-SR/HK.05/VIII/2016 tanggal 4 
Agustus 2016 perihal Peringatan Dini; 

6.  BUKTI PK 6 

Himbauan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Nomor 
184/K.Bawaslu-Prov-SR/HK.05/VIII/2016 tanggal 4 
Agustus 2016 tentang Ketentuan Pidana UU Pemilihan 
Bagi Peserta Pemilihan dan Penyelenggara Pemilihan 
Dalam Pencalonan; 

7.  BUKTI PK 7 
Surat Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Nomor 
201/K.Bawaslu-Prov-SR/PM.00.01/IX/2016 tanggal 5 
September 2016 perihal Himbauan; 

8.  BUKTI PK 8 
Surat Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Nomor 
202/K.Bawaslu-Prov-SR/HK.05/IX/2016 tanggal 5 
September 2016 perihal Himbauan; 

9.  BUKTI PK 9 
Surat Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Nomor 
217/K.Bawaslu-Prov-SR/HK.05/IX/2016 tanggal 21 
September 2016 perihal Himbauan; 

10.  BUKTI PK 10 

Keputusan Pimpinan Partai Politik Pusat tentang 
Persetujuan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil 
Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil 
Walikota tanggal 22 Agustus 2016; 

11.  BUKTI PK 11 

Keputusan Mentri Hukum dan HAM Nomor M.HH-
19.AH.11.01 TAHUN 2015 tentang Pengesahan 
Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan 
Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia; 

12.  BUKTI PK 12 

Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Poliwali 
Mandar Nomor 99/Bawaslu-
Prov.SR.06/TU.00.01/XI/2016 tanggal 14 Nopember 
2016 perihal Rekomendasi; 

13.  BUKTI PK 13 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 
001/LP/PILGUB/XI/2016 tanggal 2 Desember 2016; 

14.  BUKTI PK 14 Kajian Laporan Nomor 005/TM/PILGUB/XII/2016 
tanggal 11 Desember 2016; 

15.  BUKTI PK 15 

Surat Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Nomor 
221/K.Bawaslu-Prov-SR/HK.05/IX/2016 tanggal 27 
September 2016 perihal Peringatan Dini (kepada Bupati 
dan Wakil Bupati Mamuju Tengah); 

16.  BUKTI PK 16 
Surat Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Nomor 
222/K.Bawaslu-Prov-SR/HK.05/IX/2016 tanggal 27 
September 2016 perihal Peringatan Dini (kepada 
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Gubernur Sulawesi Barat); 

17.  BUKTI PK 17 

Surat Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Nomor 
0415/K.Bawaslu-Prov-SR/PM.00.01/X/2016 tanggal 29 
Oktober 2016 perihal Peringatan Dini (kepada 
Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur 
Sulawesi Barat); 

18.  BUKTI PK 18 

Surat Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Nomor 
0418/K.Bawaslu-Prov-SR/HK.05/X/2016 tanggal 31 
Oktober 2016 perihal Peringatan Dini (kepada 
Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur 
Sulawesi Barat); 

19.  BUKTI PK 19 

Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Mamuju 
Nomor 128/K.Bawaslu-Prov-SR-03/TU-00.01/III/2017 
tanggal 28 Februari 2017 perihal Penyampaian Berkas 
Kajian PSU; 

20.  BUKTI PK 20 Formulir Model DB8-KWK Kabupaten Mamasa 

21.  BUKTI PK 21 

Formulir Model DC2-KWK tentang Catatan Kejadian 
Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan 
Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Provinsi 
dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 
2017; 

22.  BUKTI PK 22 
Surat KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor 171/KPU-
Prov-033/III/2017 tanggal 5 Maret 2017 perihal 
Penyampaian menghadapi PHP; 

23.  BUKTI PK 23 
Surat KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor 178/KPU-
Prov-033/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 perihal 
Penyampaian; 

24.  BUKTI PK 24 
Surat Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Nomor 
048/K.Bawaslu-Prov-SR/PM.00.00/III/2017 tanggal 13 
Maret 2017 perihal Peringatan; 

25.  BUKTI PK 25 Kajian Laporan (Form Model A.8.) Nomor 
01/LP/PILGUB/XI/2016 tanggal 9 November 2016; 

26.  BUKTI PK 26 Penerusan Pelanggaran Administrasi No.043/Bawaslu-
Prov.SR/HK.00.06/I/2017 

27.  BUKTI PK 27 Penerimaan Laporan Nomor 09 /LP/PILGUB/II/2017 
28.  BUKTI PK 28 Penerimaan Laporan No. 10/LP/PILGUB/II/2017 
29.  BUKTI PK 29 Kajian laporan No.02/TM/PIlgub/IX/2016 

30.  BUKTI PK 30 Penerusan Rekomendasi No. 06/K.Bawaslu-
SR.04/TU.00.01/XI/2016 

31.  BUKTI PK 31 Penerusan Rekomendasi No.02/TM/Pilgub/XI/2016 
32.  BUKTI PK 32 Kajian Laporan No. 01/TM/DDG/Pilgub/IX/2016 

33.  BUKTI PK 33 Penerusan Rekomendasi No. 038/K.Bawaslu-Prov.SR-
04/TU.00.01/XII/2016 

34.  BUKTI PK 34 Rekomendasi No. 050/Bawaslu-
Prov.SR.06/TU/TU.00.01/X/2016 

35.  BUKTI PK 35 Penerusan Pelanggaran Administrasi 
36.  BUKTI PK 36 KajianLaporan No. 01/TM/Pilgub/IX/2016 
37.  BUKTI PK 37 Kajian Dugaan Pelanggaran 
38.  BUKTI PK 38 Kajian Dugaan Pelanggaran No. 02/TM/Pilgub/VII/2016 
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39.  BUKTI PK 39 Laporan Hasil Pengawasan 
40.  BUKTI PK 40 Laporan Hasil Pengawasan 
41.  BUKTI PK 41 Laporan Hasil Pengawasan 
42.  BUKTI PK 42 Laporan Hasil Pengawasan 
43.  BUKTI PK 43 Kajian Dugaan Pelanggaran No. 05/TM/Pilgub/IX/2016 
44.  BUKTI PK 44 Kajian Laporan No. 007/LP/Pilgub/II/2017 

45.  BUKTI PK 45 Penerusan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan No. 
060/K.Bawaslu-Prov.SR.06/TU.00.01/II/2017 

46.  BUKTI PK 46 Kajian Laporan No.10/LP/Pilgub/II/2017 
47.  BUKTI PK 47 Kajian Laporan No. 01/TM/Pilgub/II/2017 
48.  BUKTI PK 48 Kajian Dugaan Pelanggaran No. 14/TM/Pilgub/XII/2016 
49.  BUKTI PK 49 Kajian Dugaan Pelanggaran No. 15/TM/Pilgub/XII/016 
50.  BUKTI PK 50 Kajian Dugaan Pelanggaran No. 01/TM/Pilgub/I/2017 

51.  BUKTI PK 51 Rekomendasi No.011/K.Bawaslu-
SR.04/TU.00.01/I/2017 

52.  BUKTI PK 52 Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara 
Pemililu No. 17/Panwas-PM/Pilgub/VII/2016 

53.  BUKTI PK 53 Kajian Dugaan Pelanggaran No. 04/TM/Pilgub/XI/2016 
54.  BUKTI PK 54 Kajian Laporan No. 01/TM/Pilgub/X/2016 
55.  BUKTI PK 55 Kajian Dugaan Pelanggaran No. 02/TM/Pilgub/I/2016 
56.  BUKTI PK 56 Kajian Dugaan Pelanggaran No. 01/LP/Pilgub/II/2017 
57.  BUKTI PK 57 Kajian Dugaan Pelanggaran No. 01/TM/Pilgub/2017 
58.  BUKTI PK 58 Kajian Dugaan Pelanggaran No. 07/LP/PIlgub/II/2017 

59.  BUKTI PK 59 Laporan Hasil Pengawasan Pemilu No.040.g/K.Bawaslu 
Prov.SR/00.01/XI/2016 

60.  BUKTI PK 60 Laporan Hasil Pengawasan Pemilu 
61.  BUKTI PK 61 Formulir Laporan / Temuan No. 01/TM/Pilgub/I/2017 
62.  BUKTI PK 62 Formulir Temuan No. 01/TM/Pilgub/XI/2016 
63.  BUKTI PK 63 Temuan Laporan No.01/TM/Pilgub/XII/2016 

64.  BUKTI PK 64 
Penerusan Laporan Pelanggaran Peraturan Perundang-
Undangan Lain No. 015/K.Bawaslu-
Prov.SR/04/PM.06.02/I/2017 

65.  BUKTI PK 65 Kajian Laporan No.02/TM/Pilgub/II/2017 

66.  BUKTI PK 66 
Penerusan Laporan Pelanggaran Peraturan Perundang-
Undangan Lain No. 016/K.Bawaslu-
Prov.SR/04/PM.06.02/I/2017 

67.  BUKTI PK 67 Kajian Laporan No. 02/LP/Pilgub/II/2017  
68.  BUKTI PK 68 Surat Pengantar No. 03/SP/Panwas-KC/Pilgub/XII/2016 
69.  BUKTI PK 69 Kajian Laporan No. 001/TM/Pilgub/I/2017 

70.  BUKTI PK 70 
Penerusan Pelanggaran Peraturan Perundang-
Undangan Lain No. 068/Bawaslu-
Prov.SR.06/TU.01/I/2017 

71.  BUKTI PK 71 Kajian Dugaan Pelanggaran No. 02/TM/Pilgub/X/2016 
72.  BUKTI PK 72 Kajian Dugaan Pelanggaran No. 04/TM/Pilgub/IX/2016 
73.  BUKTI PK 73 Kajian Dugaan Pelanggaran No. 05/TM/Pilgub/IX/2016 
74.  BUKTI PK 74 Kajian Dugaan Pelanggaran No. 06/TM/Pilgub/IX/2016 
75.  BUKTI PK 75 Kajian Dugaan Pelanggaran No. 17/TM/Pilgub/II/2017 
76.  BUKTI PK 76 Kajian Dugaan Pelanggaran No. 01/Pilgub/XI/2016 
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77.  BUKTI PK 77 Kajian Dugaan Pelanggaran No. 02/TM/Pilgub/XI/2016  
78.  BUKTI PK 78 Kajian Dugaan Pelanggaran No. 03/TM/Pilgub/XI/2016 
79.  BUKTI PK 79 Kajian Dugaan Pelanggaran No. 02/TM/Pilgub/XI/2016 
80.  BUKTI PK 80 Kajian Dugaan Pelanggaran 
81.  BUKTI PK 81 Kajian Dugaan Pelanggaran No. 04/TM/Pilgub/XI/2016 
82.  BUKTI PK 82 Kajian Dugaan Pelanggaran 05/TM/Pilgub/XI/2016 
83.  BUKTI PK 83 Kajian Dugaan Pelanggaran No. 03/Pilgub/I/2017 
 
 

[2.9]  Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima kesimpulan tertulis dari 

Pemohon, bertanggal 10 April 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:  

I. MAHKAMAH KONSTITUSI BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO 
1. Bahwa Permohonan Pemohon perihal “Permohonan Pembatalan Terhadap 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor: 

05/Kpts/KPU-Prov-033/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil 

Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2017 tertanggal Tanggal 26 Februari 2017 

(Vide Bukti P-1) adalah produk hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) 

selaku Pejabat Tata Usaha Negara di Bidang Pemilihan Umum terkait 

dengan Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Peserta 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2017. 

Dengan demikian, Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Barat tersebut dapat 

dikategorikan sebagai keputusan yang mandiri yang dikeluarkan oleh 

Pejabat Tata Usaha Negara di Bidang Pemilu yang  kewenangannya 

diberikan oleh Undang-Undang, dan karenanya Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor: 05/Kpts/KPU-Prov-

033/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 

Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat 

Tahun 2017 tertanggal Tanggal 26 Februari 2017 adalah sebagai objectum 
litis yang menjadi Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk 

menyelesaikannya; 
2. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Gubernur, dan Walikota 
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Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Nomor 8/2015), perkara 

perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan 

diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan 

khusus;  
3. Bahwa berdadsarkan semua uraian di atas, Mahkamah terbukti dan tak 

terbantahkan, Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan memutus 

Permohonan a quo; 
II. PEMOHON MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)  

1. Bahwa Pasal 1 angka 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 4 

Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi 

Nomor: 4 Tahun 2016  tentang Pedoman Penyusunan Permohonan 

Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait (selanjutnya 

disebut PMK No. 4 Tahun 2017) menyatakan bahwa, “Pemohon adalah 

pasangan calon Gubernur dan Wakil gubernur, pasangan calon Gubernur 

dan Wakil Gubernur, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota 

serta Pemantau Pemilihan yang mengajukan keberatan terhadap 

Keputusan KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota.”; 

2. Bahwa  Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil 

Gubernur pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi 

Barat Tahun 2017 yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan Oleh 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor: 

24/Kpts/KPU-Prov-033/2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur 

dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2017 Tertanggal 24 Oktober 

2016 (Vide Bukti P-3) jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi 

Sulawesi Barat Nomor 29/Kpts/KPU-Prov-033/2016  tentang Penetapan 

Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur 

Sulawesi Barat Tahun 2017 Tertanggal 25 Oktober 2016 (vide Bukti P-4) 
telah menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil 

Gubernur Nomor Urut 1 (Satu). 

Tabel 1. Daftar Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur  
Yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 
Sulawesi Barat Tahun 2017 
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No. 
Nama Pasangan Gubernur 

dan 
Wakil Gubernur 

Nomor Urut 
Pasangan Calon 

1 
Dr. H.Suhardi Duka, MM 

Dan 
H. Kalma Katta, S.Sos.,MM 

1 

2 
Mayjen TNI (Purn) Salim S. Mengga 

Dan 
H. Hasanuddi Mashud, S.Hut 

2 

3 
Drs. H. Muh. Ali Baal Masdar, M.Si 

Dan 
Hj. Enny Anggraeny Anwar 

3 

 

3. Bahwa Pemohon adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil 

Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2017 yang memperoleh suara terbanyak 

kedua dalam  Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat 

Tahun 2017 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi 

Sulawesi Barat Nomor: 05/Kpts/KPU-Prov-033/2017 tentang Penetapan 

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2017 tertanggal 

Tanggal 26 Februari 2017 sebagai berikut: 

Tabel 2. Daftar Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon 

No. 
Nama Pasangan Gubernur 

dan 
Wakil Gubernur 

Perolehan  
Suara 

1 
Dr. H.Suhardi Duka, MM 

Dan 
H. Kalma Katta, S.Sos.,MM 

240,010 

2 
Mayjen TNI (Purn) Salim S. Mengga 

Dan 
H. Hasanuddi Mashud, S.Hut 

146,774 

3 
Drs. H. Muh. Ali Baal Masdar, M.Si 

Dan 
Hj. Enny Anggraeny Anwar 

244,763 
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4. Bahwa berdasarkan data BPS Provinsi Sulawesi Barat, dari Statistik 

jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin Tahun 2015, diketahui bahwa 

jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Provinsi Sulawesi Barat adalah 

sebanyak 1.282.160 (satu juta dua ratus delapan puluh dua seratus enam 

puluh) jiwa; 

5. Bahwa ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf a UU Nomor 10 tahun 

2016 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota 

Menjadi Undang-Undang menyatakan : 

“Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua 

juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika 

terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2 % (dua persen) dari 

total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan 

oleh KPU Provinsi” 

6. Bahwa hal senada juga ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a 

Peraturan Mahkamah konstitusi Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Pedoman 

Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan 

Walikota dimana dikatakan: 

“Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua 

juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara  dilakukan jika 

terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari 

total suara sah hasil penghitungan tahap akhir yang ditetapkan 

oleh Termohon” 

7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, sebagai Provinsi dengan 

penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, maka Penyelesaian 

Perselisihan Pemilihan Gubernuar Provinsi Sulawesi Barat dapat diajukan 

ke Mahkamah Konstitusi harus memenuhi syarat minimal selisih sebesar 

2% (da persen) sebagai berikut : 

Paslon 1  = 240.010 suara 

Paslon 2  = 146.774 suara 

Paslon 3  = 244.763 suara  

Total Suara Sah = 631.547 suara 
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Batas Selisih: 
Batas maksimal selisih 2% suara antara lain : 2%x 631.547 = 12.630, 94 
Suara 
Perhitungan: 

• Selisih perolehan suara antara paslon 1 dan Paslon 2 yakni :  240.010-

146.774 = 93.236 suara 

• Selisih perolehan suara antara Paslon 1 dan Paslon 3 yakni : 240.010-

244.763 = 4.753 suara 

Dikarenakan selisih Paslon 1 dan Paslon 3 sebesar 4.753 suara, maka 

selisih keduanya masih berada di bawah ambang batas 2 % (12.630, 94) 
Suara, sehingga Paslon 1 (Pemohon) dapt mengajukan Permohonan 

Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Sulawesi Barat ke 

Mahkamah Konstitusi.  

8. Berdasarkan seluruh uraian yang telah Pemohon sampaikan di atas, 

terbukti dan tak terbantahkan bahwa Pemohon selaku Pasangan Calon 

Nomor Urut 1 (satu) atas nama DR. H. Suhardi Duka, MM – H. Kalma 
Katta, S. Sos., MM memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai 

PEMOHON dalam perkara a quo. 
III. PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON MASIH DALAM TENGGANG 

WAKTU  
1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 tahun 

2016 jo. Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 1/2016 sebagaimana telah diubah 

dengan PMK Nomor 1 Tahun 2017 atau Pasal 6 ayat (1) PMK Nomor 2 

Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 2 Tahun 2017, 

yang pada pokoknya mengatur bahwa Permohonan dapat dimohonkan 

kepada MK dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak 

Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan; 
2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor: 

05/Kpts/KPU-Prov-033/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil 

Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2017 ditetapkan Termohon pada tanggal 

26 Februari 2017, Pukul 17.30 WITA (pukul tujuh belas lewat tiga puluh 

menit) Waktu Indonesia Tengah; sehingga batas waktu tiga hari 
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sebagaimana ditentukan undang-undang akan jatuh pada hari Rabu 

Tanggal 01 Maret 2017, Pukul 16.30 WIB; 

3. Bahwa Permohonan ini didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi 

pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 Pukul 13.37 WIB, sehingga terbukti 

permohonan Pemohon yang diajukan masih dalam tenggang waktu 

pengajuan permohonan;  
IV. KESIMPULAN POKOK PERMOHONAN 

1. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas hasil Penghitungan Suara, 

Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil  Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, 

yang dibuat oleh Termohon, seperti yang tertuang dalam Berita acara 

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan 

Wakil  Gubernur Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana ditetapkan dalam 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor: 

05/Kpts/KPU-Prov-033/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil 

Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2017 tertanggal Tanggal 26 Februari 2017 

karena telah terjadi kecurangan-kecurangan yang merugikan perolehan 
suara Pemohon secara massif;  

2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor: 

05/Kpts/KPU-Prov-033/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil 

Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2017 tertanggal Tanggal 26 Februari 2017, 

telah menetapkan sebagai berikut: (vide Tabel 2. Daftar Perolehan Suara 

Masing-Masing Pasangan Calon) sebagai berikut: 

No. 
Nama Pasangan 

Gubernur dan Wakil 
Gubernur 

Perolehan Suara 

1 
Dr. H.Suhardi Duka, MM 

Dan 
H. Kalma Katta, S.Sos.,MM 

240.010 

2 
Mayjen TNI (Purn) Salim S. 

Mengga 
Dan 

H. Hasanuddi Mashud, S.Hut 

146.774 
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3 
Drs. H. Muh. Ali Baal Masdar, 

M.Si 
Dan 

Hj. Enny Anggraeny Anwar 

244.763 

 Jumlah Suara Sah 631.547 
 

3. Bahwa kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam proses pemilihan 

membuahkan hasil perolehan suara yang keliru, sehingga Perolehan Suara 

Sah Pemohon yang ditetapkan Termohon dalam Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor: 05/Kpts/KPU-Prov-

033/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 

Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat 

Tahun 2017 tertanggal Tanggal 26 Februari 2017, adalah sebesar 240.010 

suara. padahal dari keseluruhan suara sah yakni 631.547, terdapat 

campuran suara-suara tidak sah yang terakumulasi dari pelanggaran – 

pelanggaran dengan berbagai modus yang pada akhirnya merugikan 

perolehan suara Pasangan Pemohon; 

4. Bahwa kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 terungkap dan terbukti 

dalam persidangan yang merugikan Perolehan Suara Pemohon Secara 

Massif yang terjadi dengan 3 (tiga) pola kecurangan yang diuraikan dengan 

bukti-bukti sebagai berikut: 

 

No. Dalil Pemohon Bukti Pemohon 
1. Terdapat penggelembungan 

pemilih tidak sah yang merugikan 
perolehan suara pemohon dengan 
modus nik ganda yang terjadi pada 
tiga kabupaten yakni Kabupaten 
Mamuju Utara, Kabupaten Polewali 
Mandar dan Kabupaten Majene; 

1. Kabupaten Mamuju Utara 
sebagaimana dibuktikan dengan 
tanda bukti P-6A s/d P-86 B; 

2. Kabupaten Polewali Mandar 
sebagaimana dibuktikan dengan 
tanda bukti P-87A s/d P-1096 B; 

3. Kabupaten Majene sebagaimana 
dibuktikan dengan tanda bukti P-
1097A s/d P-1781 B  

2. Terdapat penggelembungan 
pemilih tidak sah yang merugikan 
perolehan suara pemohon dengan 
modus penggunaan surat 
keterangan pemilih (suket) tidak 
sah yang terjadi pada tiga 
kabupaten yakni Kabupaten 

1. Kabupaten Mamuju Utara 
sebagaimana dibuktikan dengan 
tanda bukti P-2001 

2. Kabupaten Polewali Mandar 
sebagaimana dibuktikan dengan 
tanda bukti P-5a19; 

3. Kabupaten Majene sebagaimana 
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Mamuju Utara, Kabupaten Polewali 
Mandar dan Kabupaten Majene; 

dibuktikan dengan tanda bukti P-
1998; 

3. Terdapat pengurangan suara 
pemohon secara massif dengan 
modus tidak memberikan form 
undangan kepada pemilih yang 
terjadi di kabupaten polewali 
mandar; 
 

Terdapat ribuan C 6 yang tidak 
didistribusikan sebagaimana dijelaskan 
bukti P-1994 
 

 
Bahwa Pemohon Membantah dalil-dalil Termohon  yang pada pokoknya 

menyatakan hal berikut: 

 

No Dalil Termohon Bantahan Atas Dalil Termohon 
1 Dalil Termohon Halaman 3 sampai 

Halaman 7 yang pada pokoknya 
menyatakan “Pokok Permohonan 
pemohon tidak menyebutkan 
kesalahan Penghitungan oleh 
Termohon” 

Bahwa Pemohon membantah dalil 
tersebut karena pada faktanya 
Pemohon dapat menghadirkan bukti-
bukti yang memiliki kekuatan 
pembuktian yang cukup untuk 
membuktikan tiga dalil Permohonan 
Pemohon. Terutama terkait dengan 
kecurangan berupa NIK ganda, 
Termohon tidak pernah membantah 
adanya NIK ganda tersebut, padahal 
faktor adanya kesalahan 
penghitungan suara itu adalah 
disebabkan karena adanya Pemilih 
dengan NIK ganda. Dalil Dalil 
Pemohon mengenai NIK ganda telah 
dibuktikan sebagaimana tanda Bukti 
berikut : 
- Bukti P-6A s/d P-86 B Bukti DPT 

Kabupaten Mamuju Utara; 
- P-1097A s/d P-1781 B DPT 

kabupaten Majene; 
- P-87A s/d P-1096 B DPT 

Kabupaten Polewali Mandar; 
- P-1782 s/d P- 1992 Form C 1 

Kabupaten Mamuju Utara, 
Kabupaten Polewali Mandar, 
Kabupaten Majene 

 
Praktik pelanggaran NIK ganda 
tersebut juga dikuatkan oleh dua 
saksi yang diajukan Pemohon yakni 
Abdul Wahab Abdy, Nur Alam dan 
Khairul Akbar;  
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2 Dalil Termohon Halaman 7 sampai 
halaman 10 yang pada pokoknya 
menyatakan “ Dalil Pemohon 
mengenai penggunaan Suket tidak 
jelas” 

Pemohon membantah dalil 
Termohon tersebut, karena pada 
faktanya, penerbitan suket secara 
massif benar terjadi bahkan terus 
diterbitkan menjelang mendekati 
pemilihan. dalil dalil Pemohon 
mengenai Pelanggaran Suket telah 
dibuktikan dengan Bukti P-5a19 dan 
P-2002. Bukti mengenai suket 
tersebut juga dikuatkan oleh 
Keterangan Saksi Abdul Wahab 
Abdy; 

3 Dalil Dalil Termohon Halaman 10  
sampai dengan Halaman 12 yang 
pada pokoknya menyatakan “dalil 
Pemohon mengenai pembagian C6 
tidak Jelas”; 

Pemohon membantah dalil 
Termohon tersebut, karena pada 
faktanya, kecurangan dengan modus 
tidak membagikan C-6 itu adalah 
benar adanya. diantara indikasi kuat 
Termohon menjadikan c.6 sebagai 
modus untuk menghalangi pemilih 
adalah KPU mengumumkan terdapat 
7.588 C6 yang tidak tersampaikan 
kepada pemilih, namun ketika saksi 
Pemohon meminta agar KPU 
menunjukkan fisik C.6 yang tidak 
terbagi tersebut, KPU Provinsi tidak 
dapat menunjukkan nya. Fakta 
mengenai hal tersebut telah 
dikuatkan oleh Saksi Pemohon yakni 
Abdul Wahab Abdy dan Muhammad 
Irfan Syarif; 

4 Dalil Termohon Pada bagian II dalam 
Pokok Permohonan sampai pada 
halaman 74 yang keseluruhannya 
menjelaskan mengenai kronoligis, 
proses administrasi penyelenggaraan 
Pemilihan Gubernur Provinsi 
Sulawesi Barat dan Penetapan DPT”.  

Bahwa terhadap dalil Tersebut 
Termohon hanya menceritakan 
ulang proses dan kronologis 
pemilihan dari awal hingga 
penghitugan suara. Terhadap dalil 
tersebut Pemohon membantah dan 
menolaknya karena segala proses 
tersebut telah tercederai dengan 
adanya pelanggaran-pelanggaran 
sebagaimana telah Pemohon 
dalilkan dalam Permohonan 
pemohon sebelumnya; 

 

Bahwa Pemohon Membantah dalil-dalil Pihak Terkait yang pada pokoknya 

menyatakan hal berikut: 

 

No Dalil Pihak Terkait Bantahan Atas Dalil Pihak Terkait 
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1 Dalil Eksepsi Pihak 
Terkait pada halaman 
3 sampai dengan 
halaman 11  

Pemohon membantah dalil Pihak Terkait yang pada 
pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon 
bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan 
Permohonan Obscur libel. Permohonan Pemohon 
jelas merupakan kewenangan Mahkamah 
Konstitusi. Hal ini telah Pemohon jelaskan dan 
tegaskan pada bagian II halaman 3 di atas berjudul 
“ pemohon memiliki kedudukan hukum (legal 
standing)…”. Sedangkan mengenai dalil 
Permohonan Pemohon Obscuur Libel jelas tidak 
terbukti karena ketiga dalil Permohonan Pemohon 
diuraikan dengan dasar dan alasan hukum yang 
jelas, serta telah melampirkan bukti-bukti yang 
memiliki kekuatan pembuktian yang cukup untuk itu; 

2 Dalil Pihak Terkait 
pada poin A berjudul “ 
Tanggapan Terhadap 
Dalil Tentang Dugaan 
NIK ganda” pada 
halaman 12 sampai 
dengan halaman  16 

Bahwa Pemohon membantah Dalil Pihak Terkait 
yang menyatakan dalil NIK ganda tidak 
mempengaruhi hasil Pemilu. Dalam penelusuran 
Pemohon, terdapat setidaknya 4000 an suspect NIK 
ganda untuk ketiga kabupaten yang Pemohon 
dalilkan yakni Kabupaten Majene, Kabupaten 
Mamuju Utara dan Kabupaten Polewalimandar. 
Selain itu bukti pengaruh NIK ganda terhadap 
Pemilu juga terbukti di persidangan dimana saksi 
Muhammad Nur Alam telah menangkap pelaku 
pencoblosan yang dapat melakukan pelanggaran 
coblos ganda karena terfasilitasi oleh NIK ganda 
tersebut. Pada faktanya pada TPS yang terjadi 
pencoblosan ganda juga Termohon tidak 
melakukan pemungutan suara ulang, sehingga 
cukup dasar dan alasan hukumnya bagi Mahkamah 
untuk menerapkan pasal 112 ayat (2) huruf d 
dan/atau huruf e  Undang-Undang Nomor 1 tahun 
2015 dengan memerintahkan Termohon untuk 
melakukan Pemungutan Suara Ulang; 

3 Dalil Pihak Terkait 
pada poin B berjudul 
“Tanggapan Terhadap 
Dalil Tentang Dugaan 
Penggunaan Surat 
Keterangan Yang 
Tidak Sah” pada 
halaman 17 sampai 
dengan halaman 19; 

Pemohon membantah Dalil Pihak Terkait yang 
menyatakan penerbitan suket yang dilakukan 
mendekati masa pencoblosan adalah sah, hal ini 
jelas keliru dikarenakan Surat Edaran Direktur 
Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kementerian Dalam Negeri RI Nomor: 
470/1210/DUKCAPIL yang memerintahkan Kepala 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten untuk segera melakukan rekapitulasi 
Surat Keterangan (SUKET) Kependudukan dan 
dicetak untuk diserahkan kepada KPU Kabupaten 
paling lambat tanggal 8 Februari 2017; 

4 Dalil Pihak Terkait 
pada poin C berjudul 
“Tanggapan Terhadap 
Dalil Tentang 

Pemohon membantah Dalil Pihak Terkait yang pada 
pokoknya menyatakan bahwa dalil Pemohon 
mengenai c-6 yang tidak didistribusikan tidak dapat 
dipastikan akan merugikan pemohon, hal ini terbukti 
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Distribusi C6” pada 
halaman 19 sampai 
dengan halaman 20 

merugikan perolehan suara Pemohon dikarenakan 
pada saat hari H pencoblosan banyak terdapat 
Pemilih yang memilih menggunakan form C-6  yang 
diterbitkan secara tidak sah yakni melewati batas 
tanggal 8 februari 2017  sebagaimana Surat Edaran 
Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil Kementerian Dalam Negeri RI Nomor: 
470/1210/DUKCAPIL; 

5 Dalil Pihak Terkait 
pada poin D berjudul 
“Tanggapan Terhadap 
dalil tentang jumlah 
suara yang tidak sah 
yang merugikan 
Pemohon dan 
Tanggapan Terhadap 
Perhitungan Suara 
Yang Benar Menurut 
Pemohon” pada 
halaman 21 sampai 
dengan halaman 22. 

Pemohon membantah dalil Pihak Terkait yang 
menyatakan bahwa jumlah total suara 5077 (lima 
ribu tujuh puluh tujuh ) suara adalah tidak berdasar 
dan mengada-ada. Hal ini dikarenakan total suara 
tersebut telah Pemohon buktikan dalam 
Permohonan Pemohon sebelumnya dengan 
dikuatkan oleh Bukti-bukti. Rincian total suara 
tersebut termuat dalam Permohonan Pemohon 
halaman 126 sebagai berikut : 
 

N0 Bentuk Pelanggaran 
Jumlah 
Suara 

tidak Sah 

IV.1 

Penggelembungan dengan 
Modus NIK Ganda  

1. Kabupaten Mamuju 
Utara 154   

2. Kabupaten Polewali 
Mandar 2158  

3. Kabupaten Majene 1370  

IV.2 

Penggelembungan dengan 
Modus Suket  

1. Kabupaten Mamuju 
Utara 722 

2. Kabupaten Polewali 
Mandar 673 

 Total Suara Tidak sah 5077 
 

Bahwa dalam Permohonan ini Pemohon telah mengajukan bukti-bukti untuk 

menguatkan dalil Permohonan Pemohon sebagai berikut: 

 

No Daftar Bukti Kode Bukti 
1 Daftar Bukti I Tertanggal 01 

Maret 2017 
P-1 s/d P-4 

2 Daftar Bukti II Tertanggal 09 
Maret 2017 

P-5 s/d P5a20 

3 Daftar Bukti III Tertanggal 21 
Maret 2017  

P-6A s/d P-86 B Bukti DPT Kabupaten 
Mamuju Utara 
P-1097A s/d P-1781 B DPT kabupaten 
Majene 

4 Daftar Bukti IV Tertanggal 07 P-87A s/d P-1096 B DPT Kabupaten 
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April 2017 Polewali Mandar 
5 Daftar Bukti V Tertanggal 07 

April 2017 
P-1782 s/d P- 1992 Form C 1 Kabupaten 
Mamuju Utara, Kabupaten Polewali 
Mandar, Kabupaten Majene 

6 Daftar Bukti VI Tertanggal 07 
April 2017 

P- 1993 s/d P- 2001 Bukti-Bukti Surat 

7 Daftar Bukti VII Tertanggal 07 
April 2017 

P-2002 s/d P-2009 Bukti – Bukti Surat 

 

Bahwa dalam Permohonan ini Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang 

telah diperiksa dalam persidangan maupun yang memberikan keterangan di luar 

persidangan melalui pernyataan tertulis sebagai berikut: 

 

No Nama Keterangan 
1 Nama Lengkap : 

Abd. Wahab Abdy 
 
NIK          : 
7602011507550001 
Agama    : Islam 
Alamat    : Jalan Desa 
Mamuju, Kec. Mamuju. 
 
Pekerjaan : Pensiunan 

saksi sebagai l.o paslon no. 1 sekaligus 
sebagai saksi di tingkat provinsi sulawesi 
barat, saksi memberikan keterangan 
penyaksian dalam pilgub dan wagub 
provinsi sulbar tahun 2017. proses 
pelaksanaan tahapan pilgub tahun 2017 
yang dilaksanakan oleh pihak kpud provinsi 
seulbar antara lain  
proses penetapan daftar pemilih dimulai 
dari 

• penetapan dps (daftar pemilih 
sementara) 

• penetapan dps.hp (daftar pemilih 
sementara hasil perbaikan) 

• penetapan dpt (daftar pemilih tetap) 
dalam pelaksanaannya tahapan tersebut 
patut diduga terjadi pelanggaran 
dikarenakan masih adanya nik ganda pada 
penetapan dps (daftar pemilih sementara) 
sampai dengan penetapan dpt (daftar 
pemilih tetap) dan adanya pemilih potensial 
non e-kpt yang tidak jelas jumlah si setiap 
kabupaten pada penetapan dpt. pada 
perhitungan hasil perhitungan suara tingkat 
provinsi tidak dapat diperlihatkan a4 kwk 
untuk pemilih pindahan dan a5 kwk untuk 
pemilih tambahan. 

2 nama lengkap : 
muhammad irfan syarif 
 
nik          : 7605080210850003 
agama    : islam 
alamat    : jalan kpt. m. amir 

saksi adalah saksi tingkat kabupaten dari 
paslon nomor 1, saksi menolak hasil rekap 
suara pemilihan gubernur sulawesi barat 
kabupaten majene yang dilaksanakan di 
gedung lpmp provinsi sulbar kab. majene. 
bahwa kpu kabupaten majene dalam 
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tangan kel. labuang kec. 
banggai timur, kab. majene 
 
pekerjaan : wiraswasta 

proses rekap kabupaten majene dengan 
sengaja menukar kotak suara yang 
seharusnya adalah isi kotak suara rekap 
kecamatan tubo dan tameroddo dengan isi 
kotak suara yang ada di tps (bukti foto dan 
video), adapun pada rekap tingkat 
kecamatan, sebagaimana ditemuan oleh 
team saksi paslon nomor 1 terdapat jumlah 
pemilih laki-laki dan perempuan yang tidak 
sama dengan da-kwk (rekap kecmatan) 
antara ppk kecamtan dengan team nomor 
1 pada form da-kwk yang dimiliki paslon 
kecamatan banggae-banggae timur, 
pamboang dan malunda. 
bahwa kpu kabupaten majene tidak tegas, 
karena tidak memberikan rekap jumlah 
pengguna surat keterangan dan jumlah 
pengguna e-ktp secara detail, bahwa kpu 
pada rekap kabupaten majene tidak 
menjelaskan siapa saja penerima c-6 
secara detail, bahwa kpu kabupaten 
majene tidak mengeluarkan jumlah surat 
keterangan domisili dari disdukcapil 

3 nama lengkap : 
zubair 
 
nik          : 760406230570001 
agama    : islam 
alamat    : jalan pakkabata 
kanang, kel. ambasangan, 
kec. binuang, polewali mandar 
 
pekerjaan : wiraswasta 

bahwa saksi pemilih yang terdaftar pada 
tps 4 kel. amasangan, kec. binuang, 
polewaii mandar. hadir dan menyaksikan 
pencoblosan mulai dari jam 11 : 00 dalam 
waktu tersebut saksi melihat seseorang 
bernama lukman nul hakim adalah bukan 
penduduk pada tps tersebut dan tidak 
terdaftar dalam dpt tapi ikut memberikan 
suara dengan mencoblos pada tps 4 
tersebut. 
bahwa saksi melihat masyarakat 
memberikan suaranya/ mencoblos tidak 
menggunakan surat undangan, namun 
menggunakan identitas lain lalu saksi 
menanyakan ke kpps, “tolong perlihatkan 
identitas masyarakat itu tadi” tapi kpps 
tidak bisa memperlihatkan adapun 
masyarakat lain menggunakan hak pilih 
dengan menggunakan surat keterangan 
pindah namun surat keterangan pindah 
tidak jelas. 
bahwa saksi melihat kpps menjemput 
pemilih dengan membawa kotak suara ke 
rumah masyarakat, ketika ditanyakan pihak 
kpps tidak dapat menjelaskan, bahwa saya 
melihat daftar hadir di kpps itu 
menggunakan buku tulis biasa yang bukan 
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keluaran dari kpu. 
4 nama lengkap : 

muhammad nur alam 
 
nik          : 
76040431127101128 
agama    : islam 
alamat    : jalan durian, kel. 
polewali, kec. polewali, kab. 
polewali mandar. 
 
pekerjaan : wiraswasta 

saksi seorang linmas di tps 7 kelurahan 
polewali, kecamatan polewali, bahwa ketika 
sedang bertugas untuk menjaga tps saksi 
melihat dan menangkap langsung seorang 
warga melakukan pencoblosan ganda pada 
tersebut kejadiannya saksi melihat 
seseorang yang mencurigakan pada waktu 
mendaftar  
c-6, pada saat itu pelaku datang dengan 
menyembunyikan tangan kiri pada saku 
celana kemudian pelaku melakukan 
pencoblosan dan memasukkan surat suara 
ke kotak suara, setelah itu saya 
mendatangi pelaku dengan memeriksa 
tangan kiri nya yang ternyata terdapat tinta 
tanda coblos. 
bahwa saksi menangkap dan melaporkan 
kepada pengawas tps kemudian 
menyerahkan kepada pihak kepolisian. 
adapun setelah diketahui ternyata pelaku 
menggunakan c-6 milik orang lain bukan 
atas nama pelaku, bahwa pelaku 
sebenarnya terdaftar di tps 7 kelurahan 
takatidung, kecamatan polewali. 

5 Nama Lengkap : 
Khairul Akbar 
 
NIK          : 
7371120510780003 
Agama    : Islam 
Alamat    : Jalan Durian, Kel. 
Polewali, Kec. Polewali, Kab. 
Polewali Mandar. 
 
Pekerjaan : Wiraswasta 

Pada Hari Jumat, tanggal 30 Desember 
2016; Kami PT Klik Data Persada terikat 
kerjasama dengan Tim Paslon Nomor Urut 
2 PilGub Sulbar 2017. Dengan tanggung 
jawab memverifikasi Data Daftar 
PemilihTetap (DPT) Pilgub 2017. Oleh 
tanggung jawab tersebut; LO Paslon nomor 
ururt 2 memberikan data DPT Pilgub 2017 
yang di tetapkan pada tanggal 16 
Desember 2016. Selanjutnya data tersebut 
kami olah dan teliti lebih lanjut, dan 
melakukan tahapan secara tekhnis. Dalam 
hal ini data DPT KPU format PDF kami 
convert ke excel selanjut di masukkan ke 
dalam Database aplikasi Kami. Aplikasi 
kami melakukan filterisasi dengan primary 
Key Nomor Induk Kependudukan (NIK). 
Dan output (Hasil) dari proses tersebut 
kami menemukan NIK suspek/di tengarai 
ganda secara data. Data ganda tersebut 
mencakup :1. NIK Sama, NamaSama, 2. 
NIK Sama, Nama Beda. Total Keseluruhan 
Suspek Ganda sebanyak :8.258;  
Dengan temuan tersebut kami 
merekomendasikan Kepada LO Paslon 2 
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untuk melakukan laporan kepada para 
pihak yang terkait penyelenggaraan Pilgub 
Sulbar 2017, dalam hal ini Badan 
Pengawas Pemilu Propinsi (Sulbar) dan 
Komisi Pemilihan Umum Daerah Propinsi 
Sulbar, Tujuan rekomendasi Kami, agar 
DPT Pilgub Sulbar yang di tetapkan 
tanggal 16 Desember 2016 dilakukan 
verifikasi/perbaikan Data DPT 
Pilgub Sulbar 2017. 
Berdasarkan Laporan dengan Nomor : 
01/LP/Pilgub/I/2017, tanggal 19 Januari 
2017, 
Badan Pengawas Pemilu Propinsi Sulbar, 
mengundang saya dengan Nomor : 
40/Bawaslu-Prov. SR/PM.06.01/I/2017 
perihal undangan Klarifikasi masih adanya 
DPT yang di tetapkan KPU Prov. Sulbar 
masih terdapat NIK Sama dan Nama sama, 
NIK Sama dan Nama Beda. 
(UndanganTerlampir) Klarifikasi di 
laksanakan pada Hari Jumat, Tanggal 20 
Januari 2017 di kantor Bawaslu Propinsi 
Sulbar. Pihak Bawaslu yang melakukan 
Klarifikasi Muhammad Nur. Setelah 
Laporan tersebut, kami tidak mengetahui 
tindak lanjut dari laporan tersebut. 
Terlampir dengan bukti-bukti yang di 
perlukan. 

 

Bahwa berdasarkan segala uraian bukti-bukti di atas dan pemeriksaan saksi-saksi 

di persidangan, Pemohon menyimpulkan bahwa: 

1. Termohon mengakui dan tidak pernah membantah bahwa terdapat NIK 

ganda dalam DPT secara sengaja dan tidak terdapat usaha untuk 

memperbaiki walau sudah diminta oleh Bawaslu dan LO Pasangan 

Pemohon. Berdasarkan Berita Acara Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih 

Tetap (DPT) Tingkat Provinsi Sulawesi Barat Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2017, Nomor: 106/BA/XII/2016 tertanggal 

16 Desember 2016  dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Provinsi 

oleh KPU Provinsi Sulawesi Barat, Model : A.3.4-KWK tertanggal 16 

Desember 2016 telah ditetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di 6 (enam) 

Kabupaten sebanyak 840.091.  
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Permasalahan NIK ganda ini sebelumnya telah menjadi pembahasan 

Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, dan terhadap permasalahan ini, Bawaslu 

Provinsi Sulawesi Barat telah mengeluarkan rekomendasi perbaikan bahkan 

sebanyak dua kali melalui Surat berikut: 

1. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat 

Nomor 460/K.Bawaslu-Prov-SR/PM.00.01/XI/2016, tanggal 30 

November 2016 Perihal Rekomendasi Perbaikan; 

2. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat 

Nomor 471/K.Bawaslu-Prov-SR/PM.00.01/XII/2016, tanggal 08 

Desember 2016 Perihal Rekomendasi Perbaikan DPT  

Namun ternyata, pasca DPT Final disahkan pada tanggal 16 Desember 

2016 ternyata Pemohon masih menemukan banyak NIK ganda yang 

tersebar secara massif se kabupaten Sulawesi Barat terutama pada 3 (tiga) 

kabupaten Yakni Kabupaten Majene, Mamuju Utara dan Polewalimandar. 

2. Dalam persidangan terungkap terdapat Pemilih yang mencoblos sebanyak 

dua kali dan telah diproses hukum hingga putusan Pengadilan yang 

berkekuatan tetap. saksi Muhammad Nur Alam yang merupakan linmas 

yang bertugas pada TPS 7, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, 

Kabupaten Polewali Mandar, yang pada intinya menyampaikan: 

- Melakukan penangkapan terhadap pemilih yang mencoblos 2 (dua) 

kali. 

- Adanya proses hukum terkait Pemilih yang mencoblos 2 (dua) kali 

dimaksud. 

- Telah diproses hingga tingkat Pengadilan Negeri Polewali Mandar 

dengan Nomor Registrasi Perkara 50/Pid.Sus/2017/PN.Pol atas 

nama Asrul Tonga. 

- Telah adanya Putusan Pengadilan Negeri Polewali Mandar. 

3. Dapat dibuktikan bahwa suket yang dikeluargkan oleh Dukcapil dikeluarkan 

tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini mengacu kepada Surat 

Surat Edaran Direktur Jendral Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kementerian Dalam Negeri RI Nomor: 470/1210/DUKCAPIL tertanggal 31 

Januari 2017 dimaksud, telah menegaskan: 
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• Dari Perihal Surat: Dukungan Pilkada Serentak 2017, adalah surat 

dimaksud ditujukan untuk kepentingan Pemillihan kepala Daerah 

Serentak 2017; 

• Adanya kewajiban Rekapitulasi bagi Dinas Dukcapil dan kewajiban 

untuk menyerahkan kepada KPU Kabupaten/Kotapaling lambat 

tanggal 8 Februari 2017; 

• Adanya Perintah berkoordinasi dengan KPUD terkait pengecekan 

NIK/Surat Keterangan. 

Hal ini dikuatkan pula dengan fakta bahwa Termohon tidak dapat 

membuktikan mengenai pemutakhiran data Suket yang dilakukan oleh 

Dinas Dukcapil termasuk Termohon, sertaTermohon sama sekali tidak 

dapat membuktikan berapa sebenarnya jumlah Surat Keterangan yang 

telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Secara Resmi, sehingga dalam Pemilihan Calon Gubernur  dan Wakil 

Gubernur Sulawesi Barat tahun 2017 tidak dapat dibuktikan secara 

administratif jumlah Surat Keterangan yang dipergunakan sebagai dasar 

untuk mendapatkan kertas suara/memilih. 

4. Bahwa adalah fakta hukum yang tak terbantahakn surat edaran direktur 

jendral kependudukan dan pencatatan sipil kementrian dalam negeri nomor: 

471.13/2051/dukcapil tanggal 20 februari 2017 tidak berlaku surut dan tidak 

mensahkan surat keterangan yang tidak dilakukan rekapitulasi dan 

diterbitkan setelah tanggal 8 februari 2017. Bahwa dari Surat Edaran 

Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam 

Negeri Nomor 471.13/2051/DUKCAPIL dimaksud jelas menunjukkan: 

- Surat dimaksud terbit pada tanggal 20 Februari 2017, yakni setelah 

Pilkada Serentak tanggal 15 Februari 2017, oleh karenanya Surat 

dimaksud secara administratif tidak berlaku surut; 

- Surat dimaksud menyatakan “dengan demikian tanggal 8 februari 

2017 ataupun tanggal 15 Februari 2017 bukan merupakan batas 

akhir penerbitan Surat Keterangan Pengganti KTP Elektronik 

maupun Surat Keterangan telah terdata dalam database 

Kependudukan”, yakni setelah tanggal tersebut masih diterbitkan 

suket, bukan mensahkan suket yang terbit seteah tanggal 8 Februari 
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2017, mengingat tanggal 15 Februari 2017 berdasarkanSurat 

Edaran Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kementerian Dalam Negeri RI Nomor: 470/1210/DUKCAPIL tanggal 

31 Januari 2017 adalah untuk Tetap memberikan pelayanan pada 

tanggal 15 Februari 2017, khususnya dalam hal melakukan 

pengecekan Surat Keterangan Kependudukan melalui System 

Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). 

- Surat dimaksud tidak membatalkan atau menganulirSurat Edaran 

Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian 

Dalam Negeri RI Nomor: 470/1210/DUKCAPIL tanggal 31 Januari 

2017. 

- Surat dimaksud dengan perihal : Penerbitan Surat Keterangan 

sebagai Pengganti KTP-el maupun Surat Keterangan yang telah 

terdata dalam Database Kependudukan adalah bersifat 

Umum,sedangkan Surat Edaran Direktur Jendral Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI Nomor: 

470/1210/DUKCAPIL tanggal 31 Januari 2017dengan 

Perihal:Dukungan Pilkada Serentak 2017 bersifat Khusus; 

- Surat dimaksud dikeluarkan dengan memperhatikan Kondisi yang 

berkembang di Kabupaten Kota Pasca pelaksanaan Pilkada 

Serentak tahun 2017, hal ini relevan dengan permasalahan Suket 

yang didalilkan Pemohon dan menjadi permasalahan dalam 

Pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi 

Sulawesi Barat 2017 . 

Bahwa dengan segala bukti-bukti yang telah diuraikan di atas, telah terjadi hal 

yang sebagaimana dilarang oleh Undang-Undang dilarang oleh Undang-Undang 

yakni sebagaimana disebutkan dalam pasal 112 ayat (2) huruf d dan/atau huruf e 

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang menyatakan:  

“(2) pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan 

pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih 

keadaan sebagai berikut :  

d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada 
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TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau 

e. lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat 

kesempatan memberikan suara pada TPS. 

V. PETITUM 
Berdasarkan dalil-dalil dalam Permohonan Pemohon sebagaimana 

diuraikan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada yang Mulia Hakim Mahkamah 

Konstitusi untuk sudilah menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut: 
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya; 

2. Menyatakan Batal Dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat Keputusan 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor: 05/Kpts/Kpu-Prov-

033/2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 

Suara Dan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat 

Tahun 2017 Tertanggal Tanggal 26 Februari 2017; 

3. Menetapkan Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon Pemilihan 

Gubernur Sulawesi Barat Yang Benar Sebagai Berikut: 

No. Nama Pasangan Gubernur Dan 
Wakil Gubernur 

Perolehan 
Suara 

1 
Dr. H.Suhardi Duka, Mm 

dan 
H. Kalma Katta, S.Sos.,Mm 

242.885 

2 
Mayjen Tni (Purn) Salim S. Mengga 

dan 
H. Hasanuddi Mashud, S.Hut 

146.761 

3 
Drs. H. Muh. Ali Baal Masdar, M.Si 

dan 
Hj. Enny Anggraeny Anwar 

241.517 

 Jumlah Suara Sah 631.163 
 

4. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 

atas Nama Dr. H.Suhardi Duka, MM Dan H. Kalma Katta, S.Sos.,MM sebagai 

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih dalam Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubenur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017; 

5. Atau setidak tidaknya Menyatakan Batal Dan Tidak Sah Surat Suara sebanyak 

5077 (Lima Ribu Tujuh Puluh Tujuh) Akibat Adanya Nik Ganda Dan Surat 

Keterangan Tidak Sah Yang Terjadi Di Tiga Kabupaten Yakni Kabupaten 

Majene, Kabupaten Mamuju Utara Dan Kabupaten Polewalimandar; 
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6. Atau setidak tidaknya Memerintahkan Termohon Untuk Melakukan Pemungutan 

Suara Ulang Dengan Terlebih Dahulu Memperbaiki Daftar Pemilih Tetap Pada 

Tempat Berikut : 

6.1  Kabupaten Polewali Mandar  

1. Kecamatan Alu : 

a. Kelurahan Kalumammang: TPS 1 

b. Kelurahan Alu: TPS 2, TPS 3 

c. Kelurahan Mombi : TPS 2, TPS 3, TPS 4 

d. Kelurahan Puppu Uring:  TPS 3 TPS 4 

e. Kelurahan Saragian:  TPS 1, TPS 3 

f. Kelurahan Pao-Pao:  TPS 2, TPS 4 

g. Kelurahan Petoosang : TPS 2, TPS 4 

2. Kecamatan Anreapi : 

a. Kelurahan Kunyi : TPS 3 

b. Kelurahan Kelapa Dua : TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 

c. Kelurahan Duampanua : TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 5, TPS 6 

d. Kelurahan Anreapi :  TPS 1, TPS 2,  TPS 3 

e. Kelurahan Papandangan : TPS 2, TPS 3, TPS 4 

3. Kecamatan Balanipa 

a. Kelurahan Balanipa :  TPS 1, TPS 2, TPS 4, TPS 5 

b. Kelurahan Mosso : TPS 3 

c. Kelurahan Pallis : TPS 1, TPS 2 

d. Kelurahan Pambusuang : TPS 1, TPS 7, TPS 8, TPS 10 

e. Kelurahan Sabang Subik : TPS 1, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6 

f. Kelurahan Tamanggalle : TPS 1, TPS 2, TPS 3,TPS 4 

g. Kelurahan  Tammajarra : TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 

h. Kelurahan  Galung Tuluk: TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 

i. Kelurahan Lego: TPS 1 

j. Kelurahan Bala : TPS 3, TPS 5 

k. Kelurahan Lambanan : TPS 2 

4. Kecamatan  Binuang 

a. Kelurahan Amassangan : TPS 1, TPS 2, TPS 4, TPS 5 

b. Kelurahan Batetangnga : TPS 1, TPS 3, TPS 5, TPS 8, TPS 9 
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c. Kelurahan Kaleok : TPS 1, TPS 3, TPS 4 

d. Kelurahan Kuajang : TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6 

e. Kelurahan Mammi : TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 5 

f. Kelurahan Mirring : TPS 4, TPS 5, TPS 7 

g. Kelurahan  Paku : TPS 1, TPS 2, TPS 4, TPS 5, TPS 6 

h. Kelurahan  Rea :TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 

i. Kelurahan  Tonyaman : TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 

8 

j. Kelurahan Amola :  TPS 3 

5. Kecamatan Bulo 

a. Kelurahan Daala Timur : TPS 2 

b. Kelurahan Ihing : TPS 2 

c. Kelurahan Karombang : TPS 1, TPS 2, TPS 3 

d. Kelurahan Lenggo : TPS 1, TPS 3, TPS 4 

e. Kelurahan Patambanua : TPS 2, TPS 4 

f. Kelurahan Pulliwa : TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6 

g. Kelurahan  Sabura : TPS 1, TPS 2 

h. Kelurahan Bulo :  TPS 2 

i. Kelurahan Sepporraki : TPS 2 

6. Kecamatan Campalagian 

a. Kelurahan Bonde : TPS 1, TPS 2, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 8, TPS 9 

b. Kelurahan Botto : TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 

c. Kelurahan Gattungan : TPS 2, TPS 3 

d. Kelurahan Katumbangan : TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6 

e. Kelurahan Katumbangan Lemo : TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, 

TPS 6 

f. Kelurahan Kenje : TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 

g. Kelurahan  Lagi-Agi : TPS 1, TPS 3 

h. Kelurahan Laliko : TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 7 

i. Kelurahan Lampoko: TPS 1, TPS 2, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7  

j. Kelurahan Lapeo : TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6 

k. Kelurahan Ongko : TPS 1, TPS 3, TPS 4 

l. Kelurahan Padang Timur : TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 
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m. Kelurahan Panyampa : TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 

n. Kelurahan  Pappang : TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6 

o. Kelurahan Parappe  : TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7 

p. Kelurahan Sumarrang: TPS 1,TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 6, TPS 7, TPS 

8, TPS 9, TPS 10 

q. Kelurahan  Suruang: TPS 1, TPS 2, TPS 5 

r. Kelurahan Gattungan : TPS 3 

s. Kelurahan Padang : TPS 1, TPS 2 

7. Kecamatan Limboro 

a. Kelurahan Lembang Lembang : TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 

b. Kelurahan Limboro : TPS 1, TPS 4  

c. Kelurahan Napo : TPS 1,TPS 2 

d. Kelurahan Palece : TPS 1, TPS 2, TPS 3 

e. Kelurahan Renggeang : TPS 2, TPS 3, TPS 4 

f. Kelurahan Salarri : TPS 1, TPS 2 

g. Kelurahan  Samasundu : TPS 2, TPS 3, TPS 4 

h. Kelurahan Tandasura : TPS 1, TPS 2, TPS 3 

i. Kelurahan Tangan Baru : TPS 1 

j. Kelurahan  Todang Todang : TPS 1, TPS 3 

8. Kecamatan Luyo 

a. Kelurahan  Baru : TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 6, TPS 9 

b. Kelurahan Batupanga : TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6 

c. Kelurahan Batupanga Daala : TPS 2, TPS 3, TPS 5, TPS 6 

d. Kelurahan Luyo : TPS 1, TPS 2 , TPS 3, TPS 4 

e. Kelurahan Mambu : TPS 2, TPS 3 

f. Kelurahan Mapili Barat : TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 

g. Kelurahan  Puccadi :TPS 1, TPS 2 

h. Kelurahan Pussui : TPS 1, TPS 2, TPS 4 

i. Kelurahan Pussui Barat : TPS 1 

j. Kelurahan  Sambali Wali : TPS 1, TPS 3 

k. Kelurahan  Tenggelang : TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 

l. Kelurahan Batupanga : TPS  5, TPS 6 

9. Kecamatan Mapilli 
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a. Kelurahan Beroangin: TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 

b. Kelurahan Bonne Bonne : TPS 1, TPS 2 

c. Kelurahan Bonra : TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 

d. Kelurahan Buku : TPS 1, TPS 4, TPS 5 

e. Kelurahan  Kurma: TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5,  

f. Kelurahan Landi Kanusuang: TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 

g. Kelurahan  Mapili : TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4. TPS 5 

h. Kelurahan Rappang Barat: TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 

i. Kelurahan Rumpa : TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 

j. Kelurahan Sattoko : TPS 1 

k. Kelurahan Segerang : TPS 1, TPS 2 

l. Kelurahan Ugibaru : TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 

10. Kecamatan Matakali 

a. Kelurahan Barumbung : TPS 1, TPS 3, TPS 4, TPS 5 

b. Kelurahan Bunga-Bunga : TPS 1, TPS 2 

c. Kelurahan Indomakkombong : TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 6 

d. Kelurahan Matakali : TPS  1, TPS 2, TPS 3, TPS 5, TPS 7 

e. Kelurahan Pasiang : TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 6, TPS 7 

f. Kelurahan Petampanua : TPS 2, TPS 4. TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8 

g. Kelurahan  Tonrolima : TPS 1, TPS 2, TPS 3 

11. Kecamatan Matangnga 

a. Kelurahan Katimbang : TPS 1 

b. Kelurahan Lilli : TPS 1 

c. Kelurahan  Matangnga : TPS 2 

d. Kelurahan Rangoan : TPS 2, TPS 3 

e. Kelurahan Mambu Tapua : TPS 1 

f. Keluarahan Ba’ba Tapua : TPS 1, TPS 2 

12. Kecamatan Polewali 

a. Kelurahan  Darma : TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, 

TPS 8 

b. Kelurahan Lantora : TPS 1, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 9, 

TPS 10 
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c. Kelurahan Madate : TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, 

TPS 9, TPS 11 

d. Kelurahan Manding: TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 

e. Kelurahan  Pekkabata : TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 

7 

f. Kelurahan Polewali : TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, 

TPS 8, TPS 9, TPS 10 

g. Kelurahan  Sulewatang : TPS 1, TPS 3, TPS 6, TPS 7, TPS 8 

h. Kelurahan Takatidung : TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 

7 

i. Kelurahan Wattang : TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, 

TPS 8, TPS 9, TPS 10 

13. Kecamatan Tapango 

a. Kelurahan Banato Rejo : TPS 1, TPS 2, TPS 3 

b. Kelurahan Batu : TPS 2, TPS 3 

c. Kelurahan Bussu : TPS 1, TPS 2 

d. Kelurahan Dakka: TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 

e. Kelurahan  Jambu Malea: TPS 1, TPS 2, TPS 3 

f. Kelurahan  Kalimbua : TPS 1, TPS 2, TPS 3 

g. Kelurahan  Kurrak: TPS 1,  

h. Kelurahan Palatta : TPS1 

i. Kelurahan Pelitakan: TPS 1, TPS 2, TPS 3 

j. Kelurahan Rappang : TPS 1, TPS 2, TPS 3 

k. Kelurahan  Riso : TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 

l. Kelurahan Tapango: TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 

m. Kelurahan Tapango Barat: TPS 1, TPS 2, TPS 3 

n. Kelurahan Tuttula : TPS 1 

14. Kecamatan Tinambung 

a. Kelurahan Batulaya : TPS 2, TPS 3 

b. Kelurahan Galung Lombok: TPS 1, TPS 4, TPS 3 

c. Kelurahan Karama : TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6 

d. Kelurahan Lekopadis: TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 

e. Kelurahan Sepabatu : TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 
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f. Kelurahan Tandung : TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 

g. Kelurahan  Tangnga Tangnga : TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 

h. Kelurahan Tinambung : TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6 

15. Kecamatan Tutar 

a. Kelurahan Ambopadang : TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 

b. Kelurahan Arabua: TPS 2 

c. Kelurahan Besoangin Utara: TPS 1 

d. Kelurahan Peburru: TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 

e. Kelurahan Piriang Tapiko: TPS 1, TPS 2, TPS 3 

f. Kelurahan Poda: TPS 3 

g. Kelurahan  Pollewani : TPS 1, TPS 3, TPS 4, TPS 5 

h. Kelurahan Ratte : TPS 1 

i. Kelurahan Taramanu : TPS 1, TPS 3 

j. Kelurahan Taramanu Tua : TPS 4 

k. Kelurahan Tubbi : TPS 1, TPS 2 

l. Kelurahan Besoangin:  TPS 2, TPS 3 

16. Kecamatan Wonomulyo 

a. Kelurahan Arjo Sari: TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 

b. Kelurahan Bakka-Bakka: TPS 1, TPS 2 

c. Kelurahan Banua Baru : TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 

d. Kelurahan Bumiayu : TPS 1, TPS 2, TPS 3,TPS 4, TPS 5 

e. Kelurahan Bumimulyo: TPS 1, TPS 2, TPS 3 

f. Kelurahan Campurjo : TPS 2, TPS 3, TPS 5 

g. Kelurahan  Galeso : TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 

h. Kelurahan Kebunsari :  TPS 1, TPS 3, TPS 4 

i. Kelurahan Nepo : TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 

j. Kelurahan Sidodadi: TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, 

TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 

16, TPS 17, TPS 18 

k. Kelurahan Sidorejo: TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 7 

l. Kelurahan Sugihwaras: TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 

8, TPS 9 

m. Kelurahan Sumberejo: TPS 2, TPS 3, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8 
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n. Kelurahan  Tumpiling : TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 

6.2 Kabupaten Majene 

1. Kecamatan Banggae 

a. Banggae : TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, 

TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13 

b. Baru: TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, 

TPS 10, TPS 11, TPS 12, 19 

c. Galung: TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6 

d. Palipi Soreang: TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 

e. Pangali Ali: TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, 

TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 16, TPS 17, TPS 19 

f. Rangas: TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 8, TPS 9, TPS 

10, TPS 11, TPS 12, 13, TPS 14 

g. Totoli: TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9 

2. Kecamatan Banggae Timur 

a. Baruga: TPS 1, TPS 3, TPS 4, TPS 5 

b. Baruga Dhua: TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 

c. Baurung: TPS 1, TPS 2,TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 

10 

d. Buttu Baruga: TPS 1, TPS 2 

e. Labuang: TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, 

TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12 

f. Labuang Utara: TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 

8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13 

g. Lembang: TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, 

TPS 10 

h. Tande: TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 

i. Tande Timur: TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 5 

3. Kecamatan Malunda 

a. Bambangan: TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 

b. Kayuangin: TPS 1, TPS 2, TPS 3 

c. Lamungang Batu: TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 

d. Lombang: TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 
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e. Lombang Timur: TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 

f. Lombong: TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 

g. Lombong Timur: TPS 2, TPS 3 

h. Maliaya: TPS 2, TPS 3, TPS 4 

i. Malunda: TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6 

j. Mekkatta: TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 

k. Mekkatta Selatan: TPS 1, TPS 3 

l. Salutahongan: TPS 1, TPS 2, TPS 3 

4. Kecamatan Pamboang 

a. Adolang Dhua: TPS 1, TPS 2, TPS 3 

b. Bababulo: TPS 1, TPS 3, TPS 4 

c. Bababulo Utara: TPS 1, TPS 2, TPS 3 

d. Balombong: TPS 1, TPS 2 

e. Banua Adolang: TPS 1 

f. Betteng: TPS 1, TPS 2, TPS 3 

g. Bonde: TPS 1, TPS 4, TPS 5, TPS 6 

h. Bonde Utara: TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6 

i. Buttu Pamboang: TPS 1, TPS 2, TPS 3 

j. Lalampanua: TPS 1, TPS 2, TPS 4 

k. Sirindu: TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 

l. Tinambung: TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6 

m. Pesuloang: TPS 1, TPS 3 

5. Kecamatan Sendana 

a. Banua Sendana: TPS 1, TPS 2, TPS 3 

b. Bukit Samang: TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 

c. Lalatedzong: TPS 2 

d. Leppangang: TPS 1, TPS 2, TPS 3 

e. Limbua: TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6 

f. Mosso Dhua: TPS 1, TPS 2, TPS 4, TPS 5, TPS 6 

g. Paminggalan: TPS 1, TPS 2 

h. Pundau: TPS 1 

i. Puttada: TPS 1, TPS 2 

j. Sendana: TPS 1, TPS 2, TPS 3 
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k. Tallubanua: TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 

l. Tallubanua Utara: TPS 1, TPS 2, TPS 4 

m. Totolisi Sendana: TPS 1, TPS 3, TPS 4 

n. Binanga: TPS 1, TPS 2 

o. Limboro Rambu-Rambu: TPS 1, TPS 2 

p. Mosso: TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6 

6. Kecamatan Tammerodo Sendana 

a. Seppong: TPS 3, TPS 4 

b. Tallambalao: TPS 1, TPS 2, TPS 3 

c. Tammerodo: TPS 3, TPS 5 

d. Tammerodo Utara: TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 

e. Ulidang: TPS 2, TPS 4, TPS 5 

f. Uwo: TPS 1, TPS 2, TPS 4, TPS 5, TPS 6 

g. Manyamba: TPS 1 

7. Kecamtan Tubo Sendana 

a. Bonde Bonde: TPS 1, TPS 2 

b. Onang: TPS 1, TPS 3, TPS 6 

c. Onang Utara: TPS 1, TPS 3, TPS 4 

d. Tubo: TPS 1, TPS 3 

e. Tubo Poang: TPS 1, TPS 2 

f. Tubo Selatan: TPS 3 

g. Tubo Tengah: TPS 1, TPS 3 

8. Kecamatan Ulumanda 

a. Panggalo: TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 

b. Popenga: TPS 2 

c. Salutambung: TPS 4 

d. Sambabo: TPS 1, TPS 3 

e. Tandeallo: TPS 4 

f. Ulumanda: TPS 1, TPS 2, TPS 4 

g. Sulai: TPS 3 

h. Kabiraan: TPS 2 

6.3 Kabupaten Mamuju Utara 

1. Kecamatan Bambalamotu 
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a. Pangiang: TPS 1, TPS 3, TPS 4 

b. Polewali: TPS 3, TPS 4, TPS 6, TPS 7 

c. Randomayang: TPS 2, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7 

d. Wulai: TPS 2, TPS 4 

e. Bablamotu: TPS 5 

2. Kecamatan Baras 

a. Kasano: TPS 1, TPS 3, TPS 4 

b. Balanti: TPS 1, TPS 2, TPS 4 

c. Motu: TPS 1, TPS 5, TPS 6, TPS 7 

d. Towani: TPS 1 

e. Baras: TPS 2 

f. Bulu Paragi: TPS 1 

3. Kecamatan Bulu Taba 

a. Bukit Harapan: TPS 2, TPS 4 

b. Lilimori: TPS 5, TPS 3 

c. Ompi TPS 2 

d. Kastabuana: TPS 1 

e. Karape: TPS 1 

4. Kecamatan Dapurang 

a. Dapurang: TPS 1, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 8 

b. Sarasa: TPS 1 

c. Benggaulu: TPS 1 

d. Bulu Bonggu: TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 6 

5. Duripoku 

a. Saptanajaya: TPS 1 

b. Sipakainga: TPS 1, TPS 2 

c. Taranggi: TPS 1, TPS 2 

d. Tammarunan: TPS 3 

6. Lariang 

a. Bambakoro: TPS 3 

b. Batu Matoru: TPS 1 

c. Kulu: TPS 1 

d. Parabu: TPS 1, TPS 2 
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e. Singgani: TPS 3 

7. Pasangkayu 

a. Ako: TPS 3, TPS 5, TPS 6 

b. Gunung Sari: TPS 3, TPS 6, TPS 8 

c. Karya Bersama: TPS 1, TPS 2, TPS 4 

d. Martajaya: TPS 3 

e. Pakava: TPS 2, TPS 5, TPS 6, TPS 7 

f. Pasangkayu: TPS 1, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 9, TPS 10, 

TPS 11, TPS 12, TPS 13 

8. Pedongga 

a. Martasari: TPS 3, TPS 4, TPS 5 

9. Sarjo 

a. Maponu: TPS 2 

b. Sarjo: TPS 1, TPS 4 

c. Sarude: TPS 1, TPS 2 

d. Letawa: TPS 3 

10. Sarudu 

a. Bulu Mario: TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 5 

b. Doda: TPS 1 

c. Sarudu: TPS 1, TPS 2, TPS 6 

d. Kumasari: TPS 1 

11. Tikke Raya 

a. Jengeng Raya: TPS 3 

b. Lariang: TPS 1, TPS 4, TPS 5 

c. Makmur Jaya: TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 6 

d. Pajalele: TPS 1, TPS 2, TPS 4 

e. Tikke: TPS 3, TPS 5 

12. Baibaira 

a. Kasoloang: TPS 3, TPS 4 

b. Tampaure: TPS 3 

c. Kalukku Nangka: TPS 1, TPS 3, TPS 5 

d. Bambaira: TPS 4 

7. Atau setidak-tidaknya memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan 
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Suara Ulang di tiga Kabupaten yakni Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten 

Majene, dan Kabupaten Mamuju Utara; 

8. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi 

sebagaimana mestinya; 

Atau bilamana Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon putusan yang 

seadil-adilnya (ex aequo et bono). 

[2.10]  Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima kesimpulan tertulis dari 

Termohon, bertanggal 10 April 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut;  

DALAM POKOK PERMOHONAN 

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan terhadap alat bukti yang diajukan 

oleh Termohon, baik berupa alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi, 

terbukti bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menuduh adanya 

kecurangan-kecurangan yang merugikan perolehan suara Pemohon secara 

masif, yaitu adanya penggelembungan Pemilih tidak sah dengan modus NIK 

ganda, dan modus menggunakan surat keterangan pemilih tidak sah, serta 

tidak memberikan form undangan C6-KWK pada Pemilih adalah tidak benar, 

sehingga dall pemohon haruslah ditolak atau dikesampingkan.  

2. Terkait dengan permasalahan NIK ganda, Termohon perlu menyampaikan 

gambaran umum penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang sudah 

dilakukan secara berjenjang dan terbuka dengan melibatkan seluruh bagian 

komponen masyarakat, termasuk Bawaslu dan Pasangan Calon sejak proses 

penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS).   

Daftar Pemilih Sementara (DPS) 
3. Termohon melalui Surat Edaran Nomor 242/Kpu-Prov-033/IX/2016 tanggal 6 

September 2016 tentang Laporan Proses Pencocokan Dan Penelitian 

Pemutakhiran Data Pemilih (Bukti TB-004), telah memerintahkan kepada KPU 

Kabupaten se-Provinsi Sulawesi Barat agar melakukan monitoring dan 

pencermatan terhadap pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data 

Pemilih (PPDP) melalui PPK dan PPS dalam kegiatan pemutakhiran data 

pemilih. Selanjutnya Daftar Pemilih yang dimutakhirkan ditetapkan menjadi 

DPS.  

4. Termohon melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Daftar 

Pemilih Sementara (DPS) pada tanggal 3 November 2016 di Aula KPU 

 
 

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 

 



633 
 

Provinsi Sulawesi Barat. Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Manual 

Jumlah PPK, PPS, TPS dan Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 

Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 97/BA/XI/2016 diperoleh daftar 

tabel rekapitulasi DPS per Kabupaten seperti di bawah ini: 

TABEL I.001 
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA 

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017  

 

NO. 

 

KABUPATEN/ 
KOTA 

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH 
SEMENTARA  

L + P JLH         
PPK 

JLH 
PPS 

JLH 
TPS 

L P 

1 Majene 8 82 405 53.173 55.834 109.007 

2 Mamasa 17 181 488 66.442 64.138 130.580 

3 Mamuju 11 101 553 81.156 79.347 160.503 

4 Mamuju Tengah 5 54 250 37.982 35.293 73.275 

5 Mamuju Utara 12 63 271 47.348 43.914 91.262 

6 Polewali Mandar 16 167 789 151.002 
157.73

1 
308.733 

 JUMLAH 69 648 
2.75

6 
437.103 

436.25
7 

873.360 

(Bukti TB-005) 
Daftar Pemilih Tetap 

5. DPS Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat 

selanjutnya diberikan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat (1 rangkap), 

dan untuk setiap Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi 

Sulawesi Barat (masing-masing 1 rangkap). Kemudian, DPS dikembalikan 

kepada PPS untuk diumumkan di tempat-tempat publik di Desa dan Kelurahan 

untuk mendapat tanggapan masyarakat dan Tim Pasangan  Calon Gubernur 

dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat. 

6. Guna melengkapi DPS Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi 

Sulawesi Barat, Termohon berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat melalui Rapat Koordinasi untuk 

mendapatkan data yang lebih komprehensif, akurat dan valid. Bahwa DPS 
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yang sudah diumumkan tersebut selanjutnya divalidasi dan ditetapkan menjadi 

Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh PPS pada tanggal 16 Desember 2017, 

kemudian dilakukan rekapitulasi secara berjenjang pada tingkat PPK, KPU 

Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi.  

7. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2016 BAWASLU Provinsi Sulawesi Barat 

mengeluarkan Rekomendasi dengan nomor surat 471/K.Bawaslu-Prov-

SR/PM.00.01/XII/2016 kepada Termohon untuk memerintahkan KPU KPU 

Kabupaten Mamuju Tengah, KPU Kabupaten Polewali mandar, dan KPU 

Kabupaten Mamuju Utara untuk melakukan perbaikan terhadap data pemilih 

bermasalah. Atas Rekomendasi tersebut Termohon menindaklanjutinya 

dengan mengeluarkan surat Nomor surat 393/KPU-Prov-033/XII/2016, yang 

pada pokoknya isi surat tersebut adalah memerintahkan KPU Kabupaten 

Mamuju Tengah, KPU Kabupaten Polewali mandar, dan KPU Kabupaten 

Mamuju Utara  untuk melakukan pencermatan DPT. 

8. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2016 Termohon mengeluarkan Berita acara 

nomor 105/BA/XII/2016 tentang penundaan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap 

(DPT) tingkat Provinsi Sulawesi Barat Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur 2017 yang pada pokoknya dikarenakan Bawaslu Provinsi Sulawesi 

Barat memberikan masukan termasuk merespon Usul dari Pihak Tim 

Kampanye Pasangan Calon untuk mencermati kembali Daftar Pemilih Tetap 

yang telah ditetapkan KPU Kabupaten yang masih ditemukan adanya Pemiih 

yang tidak mempunyai NIK termasuk Pemilih ganda di Kabupaten sehingga 

Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat merekomendasikan untuk menunda 

Penetapan Rekapitulasi DPT tingkat Provinsi, maka Termohon menetapkan 

untuk menunda Penetapan Rekapitulasi DPT tingkat Provinsi Sulawesi Barat 

selama sepekan atau sampai dengan tanggal 16 Desember 2016 

9. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2016 BAWASLU Provinsi Sulawesi Barat 

mengeluarkan Rekomendasi dengan nomor surat 473/K.Bawaslu-Prov-

SR/PM.00.01/XII/2016 kepada Termohon untuk memerintahkan KPU 

Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Majene, Kabupaten Mamasa untuk 

melakukan perbaikan terhadap data pemilih bermasalah. Atas Rekomendasi 

tersebut Termohon menindaklanjutinya dengan mengeluarkan surat Nomor 

surat 394/KPU-Prov-033/XII/2016, yang pada pokoknya isi surat tersebut 
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adalah memerintahkan KPU Kabupaten Mamuju Tengah dan KPU Kabupaten 

Mamasa untuk melakukan pencermatan DPT.  

10. Jumlah DPT yang ditetapkan oleh Termohon berdasarkan SK Nomor 

106/BA/XII/2016 adalah 840.091 Pemilih (Bukti TB-006). Selanjutnya Daftar 

Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan tersebut dibagikan kepada Bawaslu 

Provinsi Sulawesi Barat dan masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan 

Wakil Gubernur, sebagaimana tercantum dalam daftar pemilih tetap formulir 

model A.3-KWK.Termohon juga mengumumkan DPT secara online melalui 

laman Termohon sehingga masyarakat bisa mengakses secara langsung 

tanpa harus mendatangi kantor desa/kelurahan. 

TABEL I.002 
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP 

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017 

  
NO 

  
KABUPATEN 

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH 
TETAP 

  
L + P 

JLH         
PPK 

JLH 
PPS 

JLH 
TPS 

L P 

1 Majene 8 82 405 52.877 55.602 108.479 
2 Mamasa 17 181  488 59.692 57.849 117.541 
3 Mamuju 11 101  553 79.876 78.020 157.896 
4 Mamuju Tengah 5 54 250 36.729 34.220 70.949 
5 Mamuju Utara 12 63 271 43.398 40.503 83.901 
6 Polewali Mandar  16 167 789 147.505 153.820 301.325 
  JUMLAH 69 648 2.756 420.077 420.014 840.091 

 

11. Bahwa proses penyusunan dan penetapan DPT pada setiap jenjang 

melibatkan Pengawas Pemilu, Peserta Pemilu, dan pemangku kepentingan 

lainnya. Pada tahap penyusunan DPT, Panwas dan Bawaslu serta Tim 

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat diberikan 

kesempatan memberikan tanggapan dan masukan untuk penyempurnaan.  

TIDAK TERBUKTI TERJADI PENGGELEMBUNGAN PEMILIH TIDAK SAH 
DENGAN MODUS NIK GANDA DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR, 
MAJENE, DAN MAMUJU UTARA 
12. Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya penggelembungan Pemilih yang 

tidak sah dengan modus NIK Ganda yang terjadi pada 3 Kabupaten yaitu di 
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Kabupaten Mamuju Utara, Kabupaten Majene, dan Kabupaten. Polewali 

Mandar yang merugikan Pemohon tidak terbukti, karena sebagaimana 

keterangan dari Saksi Sulfan Bulo, S.Ip,M.Si. Anggota KPU Kabupaten 

Majene, Saksi Bambang Arianto Akbar Anggota KPU Kabupaten Mamuju, 

Saksi Galuh Prihandini.S.Pd. Anggota KPU Kabupaten Mamuju Tengah dan 

Saksi Suriani Tasikrara’D Ellumaja,S.P.,M.M. Ketua KPU Kabupaten Mamasa 

yang disampaikan dimuka persidangan pada tanggal 7 April 2017, persoalan 

NIK ganda juga terjadi pada kabupaten-kabupaten tersebut dimana Pemohon 

memperoleh suara yang lebih unggul daripada Pihak Terkait sehingga tidak 

ada kerugian Pemohon, sebagaimana table berikut ini (Bukti TE.4.002): 

TABEL I.003 
PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL 

GUBERNUR PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2017 

NO. KABUPATEN 
NOMOR URUT PASANGAN 

CALON SUARA  
SAH 1 2 3 

1 MAMASA 43.951 8.767 22.769 75.487 
2 POLEWALI MANDAR 38.331 86.608 104.230 229.169 
3 MAJENE 42.854 21.375 26.651 90.880 
4 MAMUJU 66.909 10.130 46.043 123.082 
5 MAMUJU TENGAH 31.735 5.891 15.549 53.175 
6 MAMUJU UTARA 16.230 14.003 29.521 59.754 

JUMLAH 240.010 146.774 244.763 631.547 
 

13. Sebagai contoh, di Kabupaten Mamuju Tengah, Pemohon ternyata lebih 

unggul dari Pihak Terkait dengan memperoleh suara sebanyak 31.735 

sedangkan pihak Terkait memperoleh suara 15.549, sehingga selisih suara 

antara Pemohon dengan pihak Terkait adalah 16.186 suara. Berdasarkan 

surat dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Nomor 473/K.Bawaslu-Prov-

SR/PM.00.01/XII/2016 tertanggal 12 Desember 2016, di Kabupaten Mamuju 

Tengah terdapat NIK sama dan nama sama dalam DPT sisa yang 

bermasalah adalah 1.786 pemilih dan terdapat 756 pemilih yang NIK sama 

nama berbeda.  

14. Merujuk pada surat Bawaslu tersebut di Kabupaten Mamasa masih terdapat 

pemilih ganda dengan NIK sama dan nama sama sebanyak 360 pemilih, 

dan pemilih dengan NIK sama dan nama berbeda terdapat 150 pemilih, 
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dimana perolehan suara Pemohon di Kabupaten Mamasa lebih unggul 

daripada Pihak Terkait, yaitu 43.951 suara untuk Pemohon dan 22.769 

suara Pihak Terkait, sehingga selisih suara Pemohon dengan pihak Terkait 

adalah 21.182. 

15. Adanya persoalan NIK Ganda di 6 (enam) Kabupaten di Provinsi Sulawesi 

Barat juga disampaikan oleh Saksi Pemohon yaitu Khairul Akbar dimuka 

sidang tanggal 7 April 2017, dimana ternyata Pemohon memperoleh suara 

yang lebih unggul di 4 (empat) dari 6 Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat 

dibandingkan perolehan suara Pihak Terkait. Dengan demikian, terbukti 

bahwa permasalahan NIK ganda tidak merugikan perolehan suara 

Pemohon. 

16. Keterangan  saksi Pemohon Abdul Wahab dimuka persidangan tanggal 7 

April 2017, hanya menyampaikan dugaan adanya NIK ganda pada tahap 

penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) bukan setelah tahap 

penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana yang didalilkan oleh 

Pemohon dalam Permohonannya.  

17. Terbukti dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak 

melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat adalah tidak 

benar karena Termohon telah menindaklanjuti surat Bawaslu Nomor 

471/K.Bawaslu-Prov-SR/PM.00.01/XII/2016 tertanggal 8 Desember 2016 

perihal rekomendasi perbaikan DPT dengan memberikan arahan kepada 

KPU-KPU Kabupaten untuk melakukan pencermatan sebagaimana surat 

KPU Nomor 393/KPU-Prov-033/XII/2016 tertanggal 9 Desember 2016. 

Selanjutnya terhadap surat rekomendasi Bawaslu Nomor 473/K.Bawaslu-

Prov-SR/PM.00.01/XXI/2016 tertanggal 12 Desember 2016 perihal 

rekomendasi perbaikan DPT, Termohon telah menindaklanjutinya dengan 

mengeluarkan surat Nomor 394/KPU-Prov-033/XII/2016 tertanggal 13 

Desember 2016 yang ditujukan kepada KPU-KPU Kabupaten untuk 

menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu dimaksud (Bukti Tb-013, Bukti-032, 

Bukti-033). 

18. Berdasarkan surat arahan dari Termohon tersebut KPU-KPU Kabupaten 

telah menindaklanjutinya dengan melakukan pencermatan ulang dan 

melakukan faktualisasi data pemilih yang di indikasikan ganda ke alamat 
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pemilih di lapangan, kemudian setelah dipastikan adanya NIK ganda dan 

nama sama maka Termohon melakukan penghapusan pemilih yang 

memiliki dua NIK yang sama sehingga mengurangi jumlah DPT hasil 

penetapan pada tingkat kabupaten tanggal 6 Desember 2016. Hasil dari 

pencermatan inilah yang menjadi dasar dari Jumlah DPT yang ditetapkan 

oleh Termohon berdasarkan Keputusan Nomor 106/BA/XII/2016 tertanggal 

16 Desember 2016 adalah 840.091 Pemilih (Bukti TB-006). Selanjutnya 

Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan tersebut dibagikan kepada 

Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dan masing-masing Pasangan Calon 

Gubernur dan Wakil Gubernur, sebagaimana tercantum dalam daftar 

pemilih tetap formulir model A.3-KWK.Termohon juga mengumumkan DPT 

secara online melalui laman Termohon sehingga masyarakat bisa 

mengakses secara langsung tanpa harus mendatangi kantor 

desa/kelurahan, serta diumumkan di tempat-tempat umum baik di Kantor 

Desa/Kelurahan, masjid, atau tempat ibadah lainnya, dan tempat-tempat 

lainnya yang strategis dan mudah diakses oleh masyarakat. 

19. Bahwa terhadap dugaan adanya NIK ganda setelah penetapan DPT pada 

tanggal 16 Januari 2017 sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, 

sesuai dengan rekomendasi Bawaslu, pada tanggal 25 Januari 2017 

Termohon telah memerintahkan KPU-KPU Kabupaten di seluruh Provinsi 

Sulawesi Barat untuk melakukan pencermatan dan faktualisasi terhadap 

DPT untuk memastikan kegandaannya dan apabila telah difaktualkan dan 

betul ganda segera dilakukan konfirmasi terhadap pemilih tersebut untuk 

menetapkan pilihan tempat yang bersangkutan sesuai dengan Surat Nomor 

53/KPU-PROV-033/I/2017.  Terhadap pemilih yang telah menentukan untuk 

tidak memilih pada tempat yang bersangkutan, maka tidak diberi surat 

pemberitahuan (model C6-KWK) dan diberikan penandaan pada kolom 

keterangan (model A.3-KWK). Berdasarkan hasil pencermatan dan 

faktualisasi diperoleh laporan tindak lanjut oleh KPU Kabupaten dimana 

pada pokoknya Termohon sudah melakukan perbaikan dengan membuat 

penandaan dan tidak mendistribusikan C6-KWK kepada pemilih yang 

memiliki NIK sama nama sama dan NIK sama nama beda. 

KABUPATEN MAMUJU UTARA 
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20. Berdasarkan keterangan Saksi Ishak Ibrahim, S.H. Ketua KPU Kabupaten 

Mamuju Utara dimuka persidangan menerangkan bahwa: 

a. Mengenai tuduhan NIK Ganda di Kecamatan Bambalamotu, Baras, 

Bulutaba, Dapuran, Duripoku, Lariang, Pasang Kayu, Pedongga, 

Sarjo, Sarudu dan Tikke Raya Kabupaten Mamuju Utara, adalah tidak 

benar karena KPU Mamuju Utara telah menindaklanjuti surat dari KPU 

Provinsi Sulawesi Barat Nomor 53/KPU-Prov-033/I/2017 tanggal 25 

Januari Tahun 2017 untuk melakukan pencermatan terhadap 

permasalahan NIK ganda, dengan mengeluarkan surat Nomor 
023/KPU-Kab.033.433475/I/2017 tanggal 26 Januari 2017 yang 
ditujukan kepada PPK-PPK di seluruh kecamatan dalam wilayah 
Kabupaten Mamuju Utara, dimana pada pokoknya meminta agar 
PPK bersama dengan PPS untuk melakukan pencermatan dan 
faktualisasi terhadap permasalahan NIK ganda (Bukti Tb-028, 
Bukti Tb-050). 

Sebagaimana terdapat dalam Bukti TF-001 terdapat berita Acara dari 

PPK di Kecamatan Bulutaba, Tike Raya, Bambalomotu, Dapurang, 

Baras, Lariang, Pasangkayu, Sarjo, Sarrudu, Bambaira, pada tanggal 

3 dan 4 Februari 2017 yang pada pokoknya PPK dan PPS pada 

wilayah kecamatan masing-masing telah melakukan faktualisasi 

terhadap Daftar Pemilih NIK sama dan Nama Sama yang telah dicoret 

dan tidak di distribusikan formulir C6-KWKnya karena yang 

bersangkutan secara faktual tidak ada di tempat, terhadap NIK sama 

nama berbeda dilakukan koreksi terhadap NIK. (Bukti Tf-001).  

Berikut ini contoh hasil pencermatan dan faktualisasi di Kecamatan 

Bambalamotu Kabupaten Mamuju Utara: 

 

TABEL I.004 
CONTOH HASIL PENCERMATAN NIK GANDA DI KABUPATEN MAMUJU 

UTARA KECAMATAN BAMBALAMOTU 

NO NIK NAMA KECAMATAN DESA TPS KABUPATEN KOREKSI 
1 760101

160483
0002 

Retno Bambalamotu Pangian
g 

1 Mamuju 
Utara 

 

Retno Bambaira Kasoloa
ng 

3 Mamuju 
Utara 

Form. Model 
C6 KWK 
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tidak 
distribusikan 

2 760101
311261
0014 

Yusi Bambalamotu Polewali 3 Mamuju 
Utara 

Dikoreksi 
NIKnya 
menjadi 
7601013112
510004 

Sail Bambaira Tampau
re 

3 Mamuju 
Utara 

 

3 760101
560687

0003 

Derita Bambalamotu Random
ayang 

3 Mamuju 
Utara 

Form. Model 
C6 KWK 
tidak 
distribusikan 

Derita Bambaira Kasolo
ang 

2 Mamuju 
Utara 

 

4 760110
511192

0001 

Nurlian
i 

Bambalamotu Wulai 2 Mamuju 
Utara 

Form. Model 
C6 KWK 
tidak 
distribusikan 

Nurlian
i 

Bambaira Kaluku
nangk
a 

3 Mamuju 
Utara 

 

5 760101
460893

0002 

Asmari
ta 

Bambalamotu Wulai 2 Mamuju 
Utara 

Form. Model 
C6 KWK 
tidak 
distribusikan 

Asmari
ta 

Bambalamotu Rando
mayan
g 

6 Mamuju 
Utara 

 

6 760101
470168

0001 

Mariati Bambalamotu Wulai 4 Mamuju 
Utara 

Form. Model 
C6 KWK 
tidak 
distribusikan 

Mariati Bambaira Kasolo
ang 

4 Mamuju 
Utara 

 

 

 

b. Tidak benar dalil Pemohon pada halaman 123 -125, bahwa terdapat 

penggelembungan Pemilih tidak Sah terdapat fakta penggunaan 

SUKET sebanyak 1522 (seribu limaratus duapuluh dua) padahal suket 

yang telah diterbitkan adalah 800, sehingga terjadi Penggelembungan 

suara Pasangan calon nomor urut 3 sebanyak 722 yang merugikan 

perolehan suara Pemohon, dengan alasan sebagai berikut: (Bukti 
TE.3-001, Bukti TB-051) 
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(1) Pemohon telah keliru dalam membaca data model DC1-KWK 

dimana Pemilih sebanyak 1.522 adalah pengguna hak pilih yang 

terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). (Bukti TE.4-
002) 

(2) Sebagaimana diatur dalam Pasal 61 UU 10/2016, Pasal 41A 

Peraturan KPU 8/2016, dan Pasal 10 Peraturan KPU No. 14/2016 

bahwa Pemilih Tambahan adalah Pemilih yang mempunyai hak 

pilih namun belum terdaftar pada DPT maka yang bersangkutan 

dapat menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP 

elektronik atau Surat Keterangan (SUKET). 

(3) Formulir model DC1-KWK tidak bisa memberikan informasi berapa 

banyak Pemilih yang memilih dengan kategori sebagai Pemilih 

terdaftar dalam DPTb yang menggunakan KTP elektronik ataupun 

surat keterangan (SUKET). 

(4) Pemilih yang terdaftar dalam DPTb tidak bisa dipastikan akan 

memilih Pihak Terkait ataukah Pemohon sehingga banyaknya 

jumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPTb tidak bisa dipastikan 

akan merugikan Pemohon ataukah menguntungkan Pihak Terkait. 

(5) Dalil Pemohon bahwa terdapat 722 Pemilih yang menggunakan 

SUKET secara tidak sah adalah tidak benar karena tidak pernah 

ada laporan ataupun rekomendasi dari Panwas Kabupaten 

Mamuju Utara ataupun Disdukcapil terkait adanya penerbitan 

SUKET yang tidak sah. 

c. Terkait dengan pembagian Formulir model C6-KWK di Kabupaten 

Mamuju Utara terdapat 8.061 Formulir model C6-KWK yang tidak 

didistribusikan kepada para Pemilih dengan berbagai alasan antara 

lain Pemilih sudah meninggal dunia, pindah alamat, tidak dikenal, tidak 

dapat ditemui pada saat KPPS mendatangi para Pemilih ke alamatnya 

juga termasuk Pemilih yang ganda.  

Para Pemilih yang tidak mendapatkan Formulir model C6-KWK 

(kecuali yang termasuk kategori NIK ganda, karena sudah ada 

penandaan pada daftar DPT yang bersangkutan) bukan berarti tidak 

dapat menggunakan hak pilihnya karena jika namanya sudah terdaftar 
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dalam DPT maka mereka bisa datang ke TPS dimana namanya 

terdaftar untuk memilih dengan menunjukkan KTP Elektronik atau 

Surat Keterangan (SUKET) dari Disdukcapil.  

Dengan demikian banyaknya C6-KWK yang tidak terbagikan tidak 
sama dengan jumlah Pemilih yang tidak menggunakan hak 
pilihnya.  

Bagi Pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya tidak bisa diketahui 

apakah mereka mendukung Pihak Pemohon ataukah Pihak Terkait.  

Begitu juga mereka yang menggunakan hak pilihnya tidak bisa 

dipastikan akan memilih Pemohon ataukah Pihak Terkait. (Bukti TE.4-
007) 

KABUPATEN POLEWALI MANDAR 
21. Berdasarkan Keterangan Saksi Ishak Hasriadi Anggota KPU Kabupaten 

Polewali Mandar dimuka persidangan menerangkan bahwa:  

a. Mengenai tuduhan NIK Ganda di Kecamatan Allu, Anreapi, Kecamatan 

Balanipa, Binuang, Bulo, Campalagian, Limboro, Luyo, Mapili, Matakali, 

Matangnga, Polewali, Tapango, Tinabung, Tutar, Wonomulyo, 

Kabupaten Polewali Mandar, adalah tidak benar karena KPU Polewali 
Mandar telah menindaklanjuti surat dari KPU Provinsi Sulawesi 
Barat Nomor 53/KPU-Prov-033/I/2017 Tanggal 25 Januari 2017  
untuk melakukan pencermatan terhadap permasalahan NIK ganda, 
dengan mengeluarkan surat nomor 37/KPU-
KAB.GUB.033.433413/II/2017 yang ditujukan kepada PPK-PPK di 
seluruh kecamatan dalam wilayah Polewali Mandar, dimana pada 

pokoknya memerintahkan PPK bersama dengan PPS untuk melakukan 

pencermatan terhadap permasalahan NIK ganda. Contoh berikut ini 

hasil pencermatan di Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar: 
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TABEL I.005 
CONTOH HASIL PENCERMATAN NIK GANDA DI KABUPATEN  

POLEWALI MANDAR KECAMATAN BALANIPA 
 

        

NO NIK NAMA  KECAMATAN   DESA / KEL  TPS HASIL 
FAKTUAL 

RUJUKAN 
BUKTI 

1 7604120107420121 MUNA BALANIPA  BALANIPA   BALANIPA  5     

MUNA BALANIPA  BALANIPA   BALANIPA  1 C6 
DITAHA
N 

TB-052 

2 7604152611950001 BASRAH  BALANIPA   MOSSO  3     

BASRAH KP  ALLU   
KALUMAMMAN

G  

1     

3 7602071411070001 SAINA  BALANIPA   PALLIS  2     

SUKURLI  BALANIPA   PALLIS  2     

4 7604121707880001 HERNI  BALANIPA   PAMBUSUANG  8     

ADNAN  BALANIPA   PAMBUSUANG  8     

5 7604127112470031 HJ. SITTI ANNA  BALANIAPA   SABANG SUBIK  1     

SITTI NUR  BALANIPA   BALANIPA  5     

6 7604127112760033 SITTI SULAEHA  BALANIPA   SABANG SUBIK  5 C6 
DITAHA
N 

TB-052 

RUHANIA  BALANIPA   PAMBUSUANG  8     

7 7605013112830175 SAINUDDIN  BALANIPA   SABANG SUBIK  6     

SANI  BANGGAE   RANGAS  3   MAJENE 

8 7604127112720028 ST. NURMI  BALANIPA   
TAMMANGALLE  

1  
7604127
1127100
26 

 

HADRIAH  BALANIPA   BALA  4     

9 7604124107900220 NURHAYATI  BALANIPA   
TAMMANGALLE  

4     

NURHAYATI  BANGGAE 
TIMMUR  

 BUTTU 
BARUGA  

2     

10 7604123112870098 AHMAD  BALANIPA   TAMMAJARRA  3     

ALIMUDDIN  BALANIPA   BALA  2     

11 7604127112670042 SAHARA  BALANIPA   TAMMAJARRA  4 C6 
DITAHA
N 

TB-052 

RAHMATIAH  BALANIPA   SABANG SUBIK  4     

 

 

b. Hasil pencermatan dan verifikasi data ganda telah direkap sebagaimana 

terdapat dalam berita acara Nomor: 7.a/BA/KPU/II/2017 tertanggal 13 

Februari 2017 (Bukti TB-043), dimana pada pokoknya terhadap Pemilih 

yang secara faktual tidak berada di tempat C6-KWKnya di tahan 
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sedangkan terhadap orang yang berbeda tapi NIKnya sama dilakukan 

perbaikan data. 

c. Tidak benar dalil Pemohon pada halaman 123 -124, bahwa terdapat 

penggelembungan Pemilih tidak Sah yang merugikan perolehan suara 

Pemohon dengan modus surat keterangan Pemilih (SUKET) tidak sah 

yang terjadi pada Kabupaten Polewali Mandar, sebanyak 673 

(enamratus tujuhpuluh tiga) yang merugikan perolehan suara Pemohon, 

dengan alasan sebagai berikut  (Bukti TE.3-001, Bukti TB-053): 

(1) Pemohon telah keliru dalam membaca data model DB1-KWK 

dimana Pemilih sebanyak 5.307 adalah pengguna hak pilih yang 

terdaftar dalam Pemilih Tambahan (DPTb).  

(2) Sebagaimana diatur dalam Pasal 61 UU 10/2016, Pasal 41A 

Peraturan KPU 8/2016, dan Pasal 10 Peraturan KPU No. 14/2016 

bahwa Pemilih Tambahan (DPTb) adalah Pemilih yang mempunyai 

hak pilih namun belum terdaftar pada DPT maka yang bersangkutan 

dapat menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP 

elektronik atau Surat Keterangan kepada KPPS pada saat 

pemungutan suara.  

(3) Model C-KWK tidak bisa memberikan informasi berapa Pemilih 

tambahan yang berasal dari Pemilih pengguna surat keterangan 

(SUKET), ataupun Pemilih yang menggunakan KTP elektronik. 

(4) Pemilih yang terdaftar dalam DPTb tidak bisa dipastikan akan 

memilih Pihak Terkait ataukah Pemohon sehingga banyaknya 

jumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPTb tidak bisa dipastikan 

akan merugikan Pemohon ataukah menguntungkan Pihak Terkait. 

(5) Dalil Pemohon bahwa terdapat 673 Pemilih yang menggunakan 

SUKET secara tidak sah adalah tidak benar karena tidak pernah 

ada laporan ataupun rekomendasi dari Panwas Kabupaten Polewali 

Mandar terkait adanya penerbitan SUKET yang tidak sah. 

d. Terkait dengan pembagian C6-KWK di Kabupaten Polewali Mandar 

terdapat 28.374 C6-KWK yang tidak didistribusikan kepada para Pemilih 

dengan berbagai alasan diantaranya adalah karena Pemilih sudah 
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meninggal dunia, Pemilih tidak berada di tempat pada saat Pihak KPPS 

menandatanggi para Pemilih ke alamatnya.  

Para Pemilih yang tidak mendapatkan C6-KWK bukan berarti tidak 

dapat memilih karena jika namanya sudah terdaftar dalam DPT mereka 

tinggal menunjukkan KTP elektronik ke KPPS.  

Dengan demikian banyaknya C6-KWK yang tidak terbagikan tidak sama 

dengan jumlah Pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya.  

Bagi Pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya tidak bisa diketahui 

apakah mereka mendukung Pihak Pemohon ataukah Pihak Terkait.  

Begitu juga mereka yang menggunakan hak pilihnya tidak bisa 

dipastikan akan memilih Pemohon ataukah Pihak Terkait. (Bukti TE.4-
007) 

22. Berdasarkan fomulir model DC2-KWK (Bukti TE.3.002), saksi Pemohon 

pada tingkat Kabupaten atas nama Hasbi tidak pernah mempersoalkan 

masalah NIK ganda di Kabupaten Polewali  Mandar, yang dipersoalkan oleh 

Saksi Pemohon hanyalah mengenai penerbitan Surat Keterangan Pemilih 

(SUKET).  

KABUPATEN MAJENE 
23. Berdasarkan Keterangan Saksi Sulfan Bulo, S.I.P.,M.Si Anggota KPU 

Kabupaten Majene dijelaskan bahwa sebagai berikut:  

a. Mengenai tuduhan NIK Ganda di Kecamatan Banggae, Banggae Timur, 

Malunda, Pamboang, Sendana, Tamerodo Sendana, Tubo Sendana, 

Ulumanda Kabupaten Majene, adalah tidak benar karena KPU Majene 

telah menindaklanjuti surat dari KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor 

53/KPU-Prov-033/I/2017 tertanggal 25 Januari 2017 untuk melakukan 

pencermatan terhadap permasalahan NIK ganda, dengan 

memerintahkan PPK-PPK diseluruh Kecamatan dalam wilayah 

Kabupaten Majene untuk melakukan pencermatan dan faktualisasi 

bersama dengan PPS di wilayahnya masing-masing, sesuai dengan 

surat nomor 13/KPU-KAB.033433422/I/2017 tertanggal 26 Januari 

2017. 

Bahwa pada tanggal 12 Februari 2017 telah dibuat berita acara nomor 

7a/BA/II/2017 dimana pada pokoknya KPU Kabupaten Majene telah 
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mengadakan faktualisasi yang dilaksanakan oleh PPK/PPS diwilayah 

kerja masing-masing terhadap NIK sama nama sama yang terdaftar 

dalam DPT di TPS di Desa/Kelurahan dalam wilayah Kecamatan di 

Kabupaten Majene dimana namanya telah dicoret dan tidak 

didistribusikan formulir model C6-KWK ke yang bersangkutan (Pemilih). 

(BUKTI TB-049)  

Sebagai contoh hasil pencermatan NIK ganda di Kabupaten Majene 

adalah di Kecamatan Tubo Sendana adalah sebagai berikut: 

TABEL I.006 
CONTOH HASIL PENCERMATAN NIK GANDA DI KABUPATEN  

POLEWALI MANDAR KECAMATAN BALANIPA 

NO NIK NAMA Kecamatan Kelurahan TPS Kabupaten Vide 
Bukti 

1 760406461
1780003 

WARDA Tubo 
Sendana 

Bonde-
Bonde 1 Majene   

WARDA Binuang Rea 1 Polewali 
Mandar 

DITAHAN 
C6 

2 760508680
8810001 

RATNA 
NINGSIH,S.Pd.I 

Tubo 
Sendana 

Bonde-
Bonde 1 Majene   

RATNA 
NINGSIH 

Banggae 
Timur Baruga 2 Majene DITAHAN 

C6 

3 760406311
2780169 

MUH. YUSUF, 
S.Ag. 

Tubo 
Sendana 

Bonde-
Bonde 1 Majene   

MUHAMMAD 
YUSUF Binuang Rea 1 Polewali 

Mandar 
DITAHAN 
C6 

4 760503311
2440016 

SA'DOLLA Tubo 
Sendana 

Bonde-
Bonde 2 Majene 

ORANG 
YANG 
BERBED
A 

LALE Sendana Bukit 
Samang 4 Majene 

ORANG 
YANG 
BERBED
A 

5 760507711
2670012 

SAHARAH Tubo 
Sendana 

Bonde-
Bonde 2 Majene DITAHAN 

C6 
SAHARAH Pamboang Bababulo 1 Majene   

6 760504461
2880001 

RINI Tubo 
Sendana 

Bonde-
Bonde 2 Majene DITAHAN 

C6 
RINI Malunda Lombong 1 Majene   

7 760507150
3990003 

ZULFAHMI Tubo 
Sendana Onang 6 Majene 

ORANG 
YANG 
BERBED
A 

RIDWAN Tubo 
Sendana Onang 3 Majene 

ORANG 
YANG 
BERBED
A 
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8 760507711
2470002 

SITTI APA Tubo 
Sendana 

Onang 
Utara 3 Majene 

ORANG 
YANG 
BERBED
A 

SITTI ADJAH Tubo 
Sendana 

Bonde-
Bonde 2 Majene 

ORANG 
YANG 
BERBED
A 

9 760507010
7760020 

BA'DUASI Tubo 
Sendana 

Onang 
Utara 3 Majene 

PENCOC
OKAN 
NIK 
(7605070
10766002
0) 

ANASUR Tubo 
Sendana Onang 6 Majene 

PENCOC
OKAN 
NIK 
(7605070
10766002
0) 

10 760507020
2980001 

ASWANDI Tubo 
Sendana Tubo 1 Majene 

ORANG 
YANG 
BERBED
A 

IRFAN Tubo 
Sendana 

Onang 
Utara 1 Majene 

ORANG 
YANG 
BERBED
A 

11 760507311
2750017 

NU'DING Tubo 
Sendana Tubo Poang 1 Majene 

PENCOC
OKAN 
NIK 
(7602073
11275001
7) 

SAABAN Tubo 
Sendana 

Bonde-
Bonde 1 Majene   

12 760507410
7870007 

RIDAWATI Tubo 
Sendana Tubo Poang 1 Majene DITAHAN 

C6 
RIDAWATI Banggae Baru 11 Majene   

13 760507311
2860005 

RAHMAT Tubo 
Sendana Tubo Poang 2 Majene 

ORANG 
YANG 
BERBED
A 

ERIS Tubo 
Sendana Tubo 3 Majene 

ORANG 
YANG 
BERBED
A 

14 760507311
2800001 

SARNAN, S.Pd. Tubo 
Sendana Tubo Poang 2 Majene 

PENCOC
OKAN 
NIK 
(7605070
60686000
2) 

HASDULLAH Tubo 
Sendana Onang 1 Majene   

15 760507100
9960001 

ICHSAN Tubo 
Sendana Tubo Poang 2 Majene   

IRFAN Tubo Tubo Poang 2 Majene PENCOC
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Sendana OKAN 
NIK 
(7605070
40399000
1) 

16 760507311
2640021 

M. JASRI BASRI Tubo 
Sendana 

Tubo 
Selatan 3 Majene 

ORANG 
YANG 
BERBED
A 

NURDIN Tubo 
Sendana Tubo Poang 1 Majene 

ORANG 
YANG 
BERBED
A 

17 760507581
2970001 

MUTHMAINNAH Tubo 
Sendana 

Tubo 
Tengah 1 Majene 

ORANG 
YANG 
BERBED
A 

NURINSANI Tubo 
Sendana 

Onang 
Utara 4 Majene 

ORANG 
YANG 
BERBED
A 

b. Tidak benar dalil Pemohon pada halaman 123, bahwa terdapat 

penggelembungan Pemilih tidak Sah yang merugikan perolehan suara 

Pemohon dengan modus surat keterangan Pemilih (SUKET) tidak sah 

yang terjadi pada Kabupaten Majene, dimana Pemohon tidak bisa 

menjelaskan fakta pengguna SUKET yang tidak sah, berapa jumlah 

suara yang digelembungkan dan dimana saja SUKET yang 

dipermasalahkan. (Bukti TE.3-001). 

Walaupun tidak disebutkan oleh Pemohon dalam Permohonanannya, 

perlu disampaikan bahwa di Kabupaten Majene terdapat 5.809 Surat 

Keterangan Pemilih (SUKET) yang diterbitkan oleh Disdukcapil 

Kabupaten Majene, dimana jumlah Pemilih yang terdaftar dalam Daftar 

Pemilih Tambahan (DPTb) adalah 1.018. 

c. Dalam Permohonannya Pemohon tidak mempersoalkan pendistribusian 

Formulir Model C6-KWK di Kabupaten Majene. Akan tetapi perlu 

disampaikan bahwa di Kabupaten Majene juga terdapat Formulir Model 

C6-KWK yang tidak terdistribusikan sebanyak 7.588, dengan berbagai 

alasan antara lain Pemilih sudah meninggal dunia, pindah alamat, tidak 

dikenal, tidak dapat ditemui pada saat KPPS mendatangi para Pemilih 

ke alamatnya juga termasuk Pemilih yang ganda.  

Para Pemilih yang tidak mendapatkan Formulir model C6-KWK (kecuali 

yang termasuk kategori NIK ganda, karena sudah ada penandaan pada 
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daftar DPT yang bersangkutan) bukan berarti tidak dapat menggunakan 

hak pilihnya karena jika namanya sudah terdaftar dalam DPT maka 

mereka bisa datang ke TPS dimana namanya terdaftar untuk memilih 

dengan menunjukkan KTP Elektronik atau Surat Keterangan (SUKET) 

dari Disdukcapil. 

Para Pemilih yang tidak mendapatkan C6-KWK bukan berarti tidak 

dapat memilih karena jika namanya sudah terdaftar dalam DPT mereka 

tinggal menunjukkan KTP elektronik ke KPPS.  

Dengan demikian banyaknya C6-KWK yang tidak terbagikan tidak sama 

dengan jumlah Pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya.  

Bagi Pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya tidak bisa diketahui 

apakah mereka mendukung Pihak Pemohon ataukah Pihak Terkait. 

Begitu juga mereka yang menggunakan hak pilihnya tidak bisa 

dipastikan akan memilih Pemohon ataukah Pihak Terkait. (BUKTI TE.4-

007) 

d. Bahwa hasil rekapitulasi perolehan suara di Kabupaten Majene. 

Pemohon unggul dengan memperoleh suara sebanyak 42.854 
suara sedangkan Pihak Terkait memperoleh 26.651 suara. (BUKTI 

TE.3-002) 

KESIMPULAN: 
24. Berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa dalil Pemohon 

mengenai adanya penggelembungan Pemilih tidak sah dengan modus NIK 

ganda adalah tidak beralasan. 

25. Dalil Pemohon mengenai adanya para pemilih ganda tersebut terbukti 

menggunakan hak pilihnya di TPS-TPS yang tersebar di 3 kabupaten, yaitu 

Majene, Mamuju Utara, dan Polewali Mandar adalah tidak beralasan karena 

Pemohon hanya mencantumkan nama-nama yang dianggap memiliki NIK 

ganda tanpa bisa membuktikan di muka sidang apakah nama-nama 

tersebut telah menggunakan hak pilihnya atau tidak, sehingga tidak bisa 

dipastikan berapa orang dari yang namanya tercantum dalam NIK ganda 

menggunakan hak pilihnya, dimana mereka menggunakan hak pilihnya 

serta berapa banyak jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT yang 

menggunakan hak pilihnya. 
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26. Pemohon hanya membuat asumsi bukan fakta bahwa Pemilih yang memiliki 

NIK ganda telah menggunakan hak pilihnya, Pemohon tidak bisa 

membuktikan siapa saja dari Daftar Pemilih yang memiliki NIK ganda 

tersebut telah menggunakan hak pilihnya, di TPS mana saja mereka 

menggunakan hak pilihnya, berapa jumlah dari masing-masing Pemilih yang 

memiliki NIK ganda tersebut di setiap TPS dan kepada siapa saja suara 

mereka diberikan. Apalagi pemungutan suara berlangsung secara bebas 

dan rahasia sehingga siapapun pemilihnya apakah yang memiliki NIK ganda 

atau bukan, tidak bisa diketahui apalagi dipastikan akan mencoblos 

Pemohon ataukah Pihak Terkait. 

27. Selain itu berdasarkan keterangan saksi Termohon dimuka persidangan dan 

Keterangan dari Bawaslu, tidak ada satupun temuan, laporan, ataupun 

rekomendasi baik dari Panwas Kabupaten maupun Bawaslu Provinsi yang 

menyimpulkan bahwa adanya Pemilih yang memiliki NIK ganda telah 

memberikan suaranya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 selaku Pihak 

Terkait. 

28. Begitu pula halnya dengan saksi-saksi Pemohon pada tingkat TPS yaitu 

Zubair dan Muhammad Nur Alam, yang melihat dan mengikuti secara 

langsung proses pemungutan dan penghitungan suara, tidak ada satupun 

yang menyatakan adanya Saksi Pemohon pada tingkat TPS dan PPK yang 

menyatakan keberatan terhadap para pemilih maupun terhadap hasil 

perolehan suara pasangan calon. Dalam proses rekapitulasi hasil 

penghitungan suara dalam tingkat kecamatan tidak ada satupun saksi 

pasangan calon yang mempersoalkan adanya pemilih yang memiliki NIK 

ganda yang dianggap memilih lebih dari satu kali. Begitu juga pada waktu 

rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten, tidak ada satupun saksi 

pasangan calon yang menyatakan keberatan terhadap para pemilih yang 

memiliki NIK ganda, termasuk saksi dari Pemohon.  

29. Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, yaitu Abd Wahab Abdy, 

Muhammad Irfan Syarif, Zubair, Muhammad Nur Alam, Khairul Akbar, Abdul 

Wahid, Andi Izzaf tidak ada satupun yang menjelaskan mengenai adanya 

pemilih yang memiliki NIK ganda yang telah menggunakan hak pilihnya 
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lebih dari satu kali yang merugikan perolehan suara Pemohon ataupun 

menguntungkan PIhak Terkait. 

30. Dengan demikian Dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak atau 

dikesampingkan. 

TIDAK TERBUKTI ADANYA PENGGELEMBUNGAN PEMILIH YANG TIDAK 
SAH DENGAN MODUS MENGGUNAKAN SURAT KETERANGAN PEMILIH 
(SUKET) TIDAK SAH.  
31. Dalil Pemohon pada halaman 124 sampai halaman 125 mengenai adanya 

penggelembungan pemilih yang tidak sah dengan modus menggunakan 

Surat Keterangan Pemilih (SUKET) dengan alasan adanya selisih antara 

Rekapitulasi Penerbitan Suket dengan Model DB-KWK di Kabupaten Polewali 

Mandar dan Mamuju Utara, TIDAK TERBUKTI, karena dalam formulir model 

DB-KWK dan DB1-KWK tidak ada istilah Surat Keterangan (Suket). Kalaupun 

merujuk kepada angka-angka yang dicantumkan oleh Pemohon yang 

disebutkan dalam Model DB-KWK di Kabupaten Polewali Mandar adalah 

5.307 dan di DB-KWK di Mamuju Utara adalah 1.522, maka angka tersebut 

terdapat dalam baris Pemilih Tambahan (DPTb), yaitu Pemilih yang 

menggunakan KTP Elektronik atau Surat Keterangan sebagaimana dijelaskan 

oleh Saksi Termohon Ishak Ibrahim,S.H. Ketua KPU Mamuju Utara dan Saksi 

Hariadi Anggota KPU Polewali Mandar.  

32. Pemohon telah keliru dalam menafsirkan jumlah Daftar Pemilih Tambahan 

(DPTb) sebagai Pemilih yang semata-mata hanya menggunakan Suket 

sehingga menyimpulkan pemilih lainnya diluar Suket yang diterbitkan oleh 

Dukcapil adalah pemilih yang menggunakan Surat Keterangan yang 

dikeluarkan secara tidak sah. Padahal berdasarkan Pasal 61 ayat (1) - (3) UU 

No. 10/2016 jo. Pasal 41A ayat 1 Peraturan KPU No. 8 Tahun 2016, yang 

pada pokoknya mengatur bahwa “dalam hal terdapat penduduk yang 

mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, yang 

bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukan Kartu 

Tanda Penduduk Elektronik”.  

33. Bahwa berdasarkan dalam Pasal 10 Peraturan KPU Nomor 14 tahun 2016 

menyatakan bahwa Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan 

hak pilihnya dengan ketentuan menunjukan Kartu Tanda Penduduk Elektronik 
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atau Surat Keterangan kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara dan 

didaftar pada DPTb ke dalam formulir Model A.Tb-KWK..  

34. Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon yaitu saksi 

Ishak Ibrahim, S.H. Ketua KPU Kabupaten Mamuju Utara, Hariadi Anggota 

KPU Polewali Mandar, Sulfan Bulo, S.IP.,M.Si Anggota KPU Kabupaten 

Majene, Bambang Arianto Akbar,S.T.,M.M. Anggota KPU Kabupaten 

Mamuju, Galuh Prihandini, S.Pd. Anggota KPU Kabupaten Mamuju Tengah,  

Suriani Tasikrara’D Ellumaja, S.P.,M.M. Ketua KPU Kabupaten Mamasa, 

terdapat penerbitan SUKET di seluruh Kabupaten dalam wilayah Provinsi 

Sulawesi Barat, dan terdapat perbedaan antara jumlah suara Pemilih dalam 

Daftar Pemilih Tambahan dengan jumlah SUKET yang dikeluarkan oleh 

Disdukcapil dari masing-masing Kabupaten.  

Berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Provinsi Sulawesi 

Barat. jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPTb yakni 16.892 Pemilih, 

sebagaimana terdapat dalam bukti Formulir DC.1-KWK, dimana jumlah Pemilih 

Tambahan untuk setiap Kabupaten adalah sebagai berikut (Bukti TE.4-002, TB-
036) : 

TABEL I.007 
PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON, JUMLAH DPTb, dan PENERBITAN 

SUKET DI PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2017 
 

NO. KABUPATEN 
PEROLEHAN SUARA 
PASANGAN CALON DPTb  (SUKET) 

 
SELISIH 

1 3 
1 MAMASA 43.951 22.769 1.659 1.952 -295 
2 POLEWALI 

MANDAR 
38.331 104.230 5.307 4.627 680 

3 MAJENE 42.854 26.651 1,021 5.809 -4788 
4 MAMUJU 66.909 46.043 5.624 1.908 3.716 
5 MAMUJU TENGAH 31.735 15.549 2.206 1.051 1.155 
6 MAMUJU UTARA 16.230 29.521 1.522 800 722 

JUMLAH 240.010 244.763    
 

35. Berdasarkan Tabel tersebut di atas, terbukti ada perbedaan antaran jumlah 

Pemilih Tambahan (DPTb) dengan Suket yang diterbitkan oleh Dukcapil, 

yang terjadi pada semua Kabupaten, termasuk di Kabupaten-Kabupaten di 

tempat Pemohon memperoleh suara tertinggi melebihi perolehan suara 

pasangan calon lainnya termasuk Pihak Terkait, seperti di Kabupaten 
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Mamasa, Kabupaten Mejene, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju 

Tengah.  Sehingga dalil Pemohon mengenai adanya terhadap adanya 

penggelembungan suara yang merugikan Pemohon adalah tidak terbukti. 

36. Dalil Pemohon yang menyimpulkan adanya selisih DPTb dengan Suket yang 

merugikan Pemohon adalah tidak berdasar, karena adanya perbedaan 

tersebut tersebut tidak bisa serta merta disebut sebagai penggelembungan 

suara karena dimungkinkan adanya pemilih lain yang menggunakan KTP 

elektronik. Adanya pemilih tambahan yang menggunakan KTP elektronik 

dimungkinkan terjadi karena pemilih tersebut belum terdaftar dalam DPT. 

Selain itu terdapat beberapa kasus dimana pada waktu KPPS membagikan 

Undangan C6-KWK ke alamat Pemilih ternyata Pemilih yang bersangkutan 

tidak berada ditempat, baik karena bekerja ataupun kegiatan lain sehingga 

KPPS tidak memberikan undangan C6 atau menitipkannya kepada orang lain 

dengan alasan agar C6 tidak disalahgunakan. Pada waktu hari pelaksanaan 

Pemungutan suara Pemilih tersebut kemudian mendatangi TPS untuk 

menggunakan hak pilihnya dengan menunjukan KTP Elektronik. Dalam 

kejadian ini terdapat beberapa kejadian dimana bagian pendaftaran KPPS 

tidak melakukan pengecekan terhadap DPT akan tetapi langsung 

menempatkan Pemilih tersebut sebagai Pemilih Tambahan. 

37. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan hak konstitusional warga negara dalam 

melaksanakan Pemilihan, Pasal 61 ayat (1) UU No 10/2016 telah mengatur 

bahwa “dalam hal terdapat  penduduk yang mempunyai hak pilih belum 

terdaftar dalam daftar Pemilih tetap, yang bersangkutan dapat menggunakan 

hak pilihnya dengan menunjukan Kartu Tanda Penduduk Elektronik”.  

38. Surat edaran dari Kementrian Dalam Negeri Nomor 

471.13/10231/DUKCAPIL, perihal format surat keterangan sebagai pengganti 

KTP Elektronik, tertanggal 29 September 2016 yang ditujukan kepada para 

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota seluruh 

Indonesia, pada pokoknya menyatakan bahwa dalam hal penduduk telah 

melakukan perekaman KTP-el tetapi belum mendapatkan fisik KTP-el, maka 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dapat 

menerbitkan Surat Keterangan sebagai penganti KTP-el, yang menerangkan 

bahwa Penduduk tersebut benar-benar sudah melakukan perekaman KTP-el 
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dan penduduk yang bersangkutan telah terdata dalam Database 

Kependudukan Kabupaten/Kota. Surat Keterangan tersebut dipergunakan, 

antara lain untuk kepentingan Pemilu, Pemilukada, Pilkades, Perbankan, 

Imigrasi, kepolisian, BPJS, Pernikahan, dan kebutuhan lainnya sesuai dengan 

kebutuhan Daerah. 

39. Model DB1-KWK tidak bisa memberikan informasi berapa Pemilih dalam 

Daftar Pemilih Tambahan yang berasal dari Pemilih pengguna surat 

keterangan (SUKET), ataupun Pemilih yang menggunakan KTP elektronik. 

40. Selain itu Pemilih yang terdaftar dalam DPTb tidak bisa dipastikan akan 

memilih Pihak Terkait ataukah Pemohon sehingga banyaknya jumlah Pemilih 

yang terdaftar dalam DPTb tidak bisa dipastikan akan merugikan Pemohon 

ataukah menguntungkan Pihak Terkait. 

41. Dalil Pemohon bahwa terdapat 722 Pemilih di Kabupaten Mamuju Utara yang 

menggunakan SUKET secara tidak sah adalah tidak terbukti karena tidak 

pernah ada laporan ataupun rekomendasi dari Panwas Kabupaten Mamuju 

Utara ataupun Disdukcapil terkait adanya penerbitan SUKET yang tidak sah 

dan Pemohon tidak mampu mengajukan bukti-bukti yang mendukung dalilnya 

tersebut.  

42. Begitu juga, dalil Pemohon bahwa terdapat 673 Pemilih di Kabupaten 

Polewali Mandar yang menggunakan SUKET secara tidak sah adalah tidak 

terbukti karena tidak pernah ada laporan ataupun rekomendasi dari Panwas 

Kabupaten Polewali Mandar terkait adanya penerbitan SUKET yang tidak 

sah, dan Pemohon tidak mampu mengajukan bukti-bukti yang mendukung 

dalilnya tersebut. 

KESIMPULAN  
43. Dalil Pemohon mengenai adanya penggelembungan Pemilih dengan modus 

menggunakan Surat Keterangan Pemilih (SUKET) tidak sah tidak terbukti.  

44. Adanya perbedaan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam 

Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dengan jumlah Surat Keterangan Pemilih 

(SUKET) yang dikeluarkan Disdukcapil Kabupaten dalam wilaya Provinsi 

Sulawesi Barat, terbukti terjadi pada semua Kabupaten, termasuk di 

Kabupaten-Kabupaten di tempat Pemohon memperoleh suara tertinggi 

melebihi perolehan suara pasangan calon lainnya, seperti di Kabupaten 
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Mamasa, Kabupaten Mejene, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju 

Tengah.  Sehingga dalil Pemohon mengenai adanya terhadap adanya 

penggelembungan suara yang merugikan Pemohon adalah tidak beralasan 

menurut hukum sehingga harus ditolak atau dikesampingkan. 

45. Pemohon hanya membuat asumsi bahwa selisih jumlah DPTB dengan jumlah 

SUKET yang dikeluarkan Disdukcapil, adalah jumlah pemilih tidak sah yang 

telah memilih suara Pihak Terkait, tanpa bisa menguraikan siapa saja 

identitas orang yang telah  menggunakan hak pilihnya tersebut, di TPS mana 

saja mereka menggunakan hak pilihnya, berapa jumlah dari masing-masing 

Pemilih tersebut untuk setiap TPS. 

46. Saksi yang diajukan oleh Pemohon, yaitu Abd Wahab Abdy, Muhammad Irfan 

Syarif, Zubair, Muhammad Nur Alam, Khairul Akbar, Abdul Wahid, Andi Izzaf 

tidak ada satupun yang mempersoalkan jumlah DPTb dengan banyaknya 

SUKET yang diterbitkan oleh masing-masing Disdukcapil Kabupaten, 

sehingga dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak atau 

dikesampingkan. 

TIDAK TERBUKTI TERMOHON MELAKUKAN KECURANGAN DENGAN TIDAK 
MEMBAGIKAN C6 KWK. 
47. Dalil Pemohon halaman 125 permohonan a quo, yang menyatakan terdapat 

penggurangan suara Pemohon secara massif dengan menggunakan modus 

tidak memberikan form undangan atau C6 kepada Pemilih yang terjadi di 

Kabupaten Polewali Mandawar, tidak terbukti karena tidak ada satupun saksi-

saksi yang diajukan oleh Termohon yang memberikan keterangan mengenai 

masalah pembagian C6-KWK di Kabupaten Polewali  Mandar.  

48. Berdasarkan keterangan saksi Termohon Hasriadi Anggota KPU Polewali 

Mandar menjelaskan bahwa terkait dengan pembagian C6-KWK di 

Kabupaten Polewali Mandar terdapat 28.374 C6-KWK yang tidak 

didistribusikan kepada para Pemilih dengan berbagai alasan diantaranya 

karena masuk dalam kategori Pemilih ganda dimana namanya dicoret dalam 

daftar DPT, atau karena alasan ketika formulir model C6-KWK dikirimkan ke 

alamat Pemilih, ternyata Pemilih yang bersangkuta sedang berada di tempat 

atau misalnya karena  Pemilih sudah meninggal dunia.  

 
 

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 

 



656 
 

49. Di luar kasus NIK ganda, bagi Pemilih yang tidak mendapatkan surat 

pemberitahuan Formuir Model C6-KWK maka pemilih tersebut dapat 

menggunakan hak pilihnya di TPS dengan menunjukkan KTP elektronik. 

Formulir model C6-KWK bukanlah merupakan syarat bagi Pemilih untuk 

dapat menggunakan hak pilihnya. Formulir model C6-KWK adalah 

pemberitahuan bagi para pemilih untuk menggunakan hak pilihnya. Bagi para 

Pemilih yang tidak mendapatkan C6-KWK, karena misalnya pada waktu 

pembagian C6-KWK sedang tidak berada di tempat, maka  kepada Pemilih 

yang bersangkutan tetap bisa menggunakan hak pilihnya di TPS karena 

namanya sudah terdaftar dalam DPT.  

50. Termohon beserta jajarannya sampai tingkat TPS telah menyampaikan 

pemberitahuan kepada warga masyarakat di berbagai ruang publik baik 

media radio, tv, maupun kepada para Tokoh Masyarakat bahwa bagi para 

Pemilih yang tidak mendapatkan C6-KWK mereka tetap bisa menggunakan 

hak pilihnya dengan mendatangi TPS, dengan mengecek namanya yang 

terdapat didaftar DPT.  

51. Adanya penarikan C6-KWK itu disebabkan karena para penyelenggara 

Pemilihan pada tingkat KPPS telah berupaya menandatanggani para Pemilih 

ke alamatnya, akan tetapi Pemilih tersebut tidak ditemukan atau tidak sedang 

berada di tempat dan Pihak KPPS tidak bisa menyerahkan C6 itu kepada 

orang lain, atau dititipkan karena khawatir akan disalahgunakan sehingga 

ditarik kembali. Jadi tidak benar kalau ada modus untuk mempengaruhi suara 

Pemohon dengan tidak membagikan undangan memilih. Selain itu tidak bisa 

dipastikan para Pemilih tersebut apakah akan mencoblos suaranya untuk 

para Pemohon ataupun Pihak Terkait karena Pemiihan berlangsung secara 

langsung, umum bebas dan rahasia (LUBER). 

52. Bahwa sesuai dengan Pasal 16 PKPU Nomor 14 tahun 2016 tentang 

Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota 

disebutkan bahwa PPS menerima pengembalian formulir C6-KWK dari KPPS 

menggunakan berita acara model D.1-KWK. Selanjutnya PPS melakukan 

rekapitulasi terhadap pengembalian C6 dengan menggunakal formulir D.2-

KWK. Kemudian PPS menyerahkan berita acara D1-KWK dan D2-KWK 
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kepada PPK untuk selanjutnya diteruskan ke KPU Kabupaten. KPU 

Kabupaten melakukan Rekapitulasi pengembalian C6 dengan mengunakan 

Form Model DB8-KWK. KPU Kabupaten memberikan hasil rekapitulasi ke 

KPU Provinsi yang kemudian disusun dalam Model DC7-KWK. Dalam 

berbagai formulir model rekapitulasi tersebut tidak menyediakan format 

identitas nama-nama dan alamat Pemilih yang tidak mendapatkan formulir 

C6-KWK. 

Bahwa berdasarkan formulir model DC7-KWK di Provinsi Sulawesi Barat, 

adanya surat pemberitahuan C6-KWK yang tidak dapat disampaikan kepada para 

Pemilih tidak saja terjadi di Kabupaten Polewali Mandar dimana Pihak Terkait 

memperoleh suara tertinggi, akan tetapi terjadi juga di 5 Kabupaten lainnya di 

Sulawesi Barat, termasuk di 4 Kabupaten dimana Pemohon memperoleh suara 

lebih tinggi daripada Pihak Terkait. Berikut ini data selengkapnya hasil rekapitulasi 

undangan C6-KWK yang tidak bisa didistribusikan kepada para pemilih (Bukti 
TE.4-002) : 

TABEL I.008 
HASIL REKAPITULSI PENGEMBALIAN C6-KWK 

 PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2017 

NO. KABUPATEN 
PEROLEHAN SUARA 
PASANGAN CALON C6 

(DC7-KWK) 1 3 
 MAMASA 43.951 22.769 22.462 
 POLEWALI MANDAR 38.331 104.230 28.374 
 MAJENE 42.854 26.651 7.588 
 MAMUJU 66.909 46.043 10.699 
 MAMUJU TENGAH 31.735 15.549 7.625 
 MAMUJU UTARA 16.230 29.521 8.061 

JUMLAH 240.010 244.763 84.809 
  

53. Di Kabupaten Mamasa, dimana Pemohon memperoleh suara tertinggi 

sebanyak 43.951 suara, terdapat 22.482 surat pemberitahuan C6-KWK yang 

tidak dapat disampaikan kepada pemilih. Begitu juga yang terjadi di 

Kabupaten Mamuju dimana Pemohon memperoleh suara tertinggi sebanyak 

66.909 suara, terdapat 10.699 surat pemberitahuan C6-KWK yang tidak bisa 

disampaikan kepada para pemilih. Hal yang sama terjadi di Majene dan 

Mamuju Tengah, di kabupaten dimana Pemohon memperoleh suara 

terbanyak masih terdapat ribuan surat pemberitahuan C6-KWK yang tidak 

dapat didistribusikan. Apabila mengikuti alur berfikir Pemohon, maka seakan-
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akan Pihak Terkait yang dirugikan karena terdapat puluhan ribu pemilih yang 

tidak mendapatkan C6-KWK yang tidak bisa memilih, dimana mereka 

semuanya akan memilih Pihak Terkait, padahal belum tentu para pemilih 

yang tidak mendapatkan C6-KWK tidak bisa memilih, dan tidak bisa 

dipastikan jika mereka memilih akan mencoblos siapa, apakah Pemohon 

ataukah Pihak Terkait.  

KESIMPULAN 
Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil Pemohon mengenai penggurangan 

suara Pemohon secara massif dengan menggunakan modus tidak memberikan 

formulir model C6-KWK kepada Pemilih yang terjadi di Kabupaten Polewali 

Mandar adalah tidak berdasar dan oleh karenanya haruslah ditolak. 

PETITUM 
Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada 

Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : 

DALAM EKSEPSI 
Mengabulkan Eksepsi Termohon 

DALAM POKOK PERKARA 

• Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.  

 Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi Sulawesi Barat Nomor 05/Kpts/KPU-Prov-033/2017 Tentang 

Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan 

Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2017, bertanggal  26 Februari 2017 

Pukul 17.30 WITA 

 Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Gubernur 

dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2017 yang benar adalah sebagai 

berikut: 

 
No. NAMA PASANGAN CALON PEROLEHAN SUARA 

1. Dr. H. Suhardi Duka, MM dan 
H. Kalma Katta, S.Sos., MM. 

240.010 suara 

2. Mayjen TNI (purn) Salim S. Mengga dan 
H. Hasanuddin Mashud, S. Hut 

146.774 suara 

3 Drs. H. Ali Baalm M.Si dan 
Hj. Enny Anggraeny Anwar 

244.763 suara 

TOTAL SUARA SAH 631.547 suara 
 

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
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adilnya (ex aequo et bono). 

[2.11]  Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima kesimpulan tertulis dari 

Pihak Terkait, bertanggal 10 April 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:  

I.  ANALISIS YURIDIS TERHADAP DALIL-DALIL PERMOHONAN 
A. TERBUKTI PERMOHONAN PEMOHON BUKAN PERSELISIHAN HASIL 

PILKADA  
1. Berdasarkan fakta-fakta persidangan yang terbukti dari keterangan saksi 

Pemohon yaitu saksi Abdul Wahab Abdy, Saksi Muhammad Irfan Syarif, 

Saksi Zubair, Saksi Muhammad Nur Alam dan Saksi Khairul Akbar dan 

bukti-bukti surat Pemohon (Bukti P – 1 sampai Bukti P – 1781A) terbukti 

bahwa pokok permasalahan yang dipersoalkan oleh Pemohon bukanlah 

merupakan perselisihan hasil pemilihan melainkan permasalahan yang 

seharusnya menjadi persoalan dalam ranah proses. Hal tersebut terbukti 

yang dipersoalkan Pemohon adalah masalah DPT dan NIK yang dalam 

persidangan hal itu pun tidak terbukti.  Selain itu, terbukti semua Saksi 

Pemohon mengakui bahwa hasil perhitungan dalam formulir C.1 – KWK 

(vide Bukti PT – 67 sampai Bukti PT – 365) benar dan ditandatangani oleh 

saksi mandat Pemohon di seluruh TPS di Provinsi Sulawesi Barat. 

2. Begitupula dengan hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan yang tertuang 

dalam formulir DA.1 – KWK di seluruh kecamatan di Sulawesi Barat 

ditandatangani dan diakui kebenarannya oleh saksi Pemohon (vide Bukti PT 

- 31 sampai Bukti PT – 66 dan Bukti TE.2-001). Hal tersebut membuktikan 

bahwa pokok persoalan yang dipermasalahkan oleh Pemohon bukanlah 

sengketa hasil pemilihan yang menjadi ranah kewenangan Mahkamah 

Konstitusi, tetapi wilayah kewenangan Bawaslu berdasarkan 75 Ayat (1) 

huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan 

Pemilihan Umum jo Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 

Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil 

Pemilhan Gubernur, Bupati dan Walikota, sehingga Mahkamah Konstitusi 

tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo,. 

B. DALIL PEMOHON TENTANG NIK GANDA YANG TERJADI DI KABUPATEN 
POLEWALI MANDAR, KABUPATEN MAJENE DAN KABUPATEN MAMUJU 
UTARA TIDAK TERBUKTI 
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1. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi, yaitu saksi Pihak Terkait  yang 

bernama Ahmdi, S.E., Sulfakri Sultan, S.H., Andi Tahmid Tasbih, Maenunis 

Amin dan Muhammad Wahyu,  saksi Termohon yaitu Ishak Ibrahim, S.H. 

Hasriadi, Sulfan Bulo, S.IP., M.Si Bambang Arianto Akbar, S.T., M.M., 

Galuh Prihandini, S.Pd, Suriani Tasikrara D’ellumaja, SP., MM. serta saksi 

yang diajukan oleh Pemohon yaitu Abdul Wahab Abdy, Muhammad Irfan 

Syarif, Zubair, Muhammad Nur Alam Terbukti bahwa tidak ada  

penggelembungan pemilih tidak sah dengan modus NIK Ganda yang terjadi 

di tiga kabupaten yakni Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamuju 

Utara dan Kabupaten Majene sebagaimana didalilkan Pemohon. Apalagi 

para Saksi Pemohon hanya menjelaskan bahwa NIK Ganda ini adalah 

permasalahan yang terjadi pada saat penetapan DPS menjadi DPT yang 

sudah diselesaikan sesuai Surat Bawaslu Nomor: 471/K.Bawaslu-Prov-

SR/PM.00.01/XII/2016 tertanggal 8 Desember 2016 perihal Rekomendasi 

Perbaikan DPT. 

2. Fakta bahwa persoalan NIK Ganda merupakan masalah yang terjadi 

sebelum penetapan DPT ini juga diperkuat oleh keterangan Saksi 

Termohon yaitu Ishak Ibrahim, S.H. Hasriadi, Sulfan Bulo, S.IP., M.Si 

Bambang Arianto Akbar, S.T., M.M., Galuh Prihandini, S.Pd, Suriani 

Tasikrara D’ellumaja, SP., MM. dan Saksi Pihak Terkait Sulfakri Sultan, S.H. 

yang menyatakan bahwa proses penetapan DPT pada pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat sempat ditunda pada saat 

pleno dilaksanakan tanggal 8 Desember 2016. Penundaan tersebut karena 

adanya Surat Bawaslu Nomor : 471/K.Bawaslu-Prov-SR/PM.00.01/XII/2016 

tertanggal 8 Desember 2016 perihal Rekomendasi Perbaikan DPT kepada 

Termohon terkait temuan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat tentang adanya 

NIK Ganda yang terjadi di 5 (lima) Kabupaten. Berdasarkan hal tersebut 

Termohon kemudian melakukan perbaikan data pemilih di tingkat 

kabupaten yang kemudian pada tanggal 16 Desember 2016 ditetapkan 

sebagai DPT yang dihadiri dan disepakati oleh semua pihak  termasuk tim 

Pemohon. Terhadap hasil pleno penetapan DPT oleh Termohon tersebut 

tidak ada keberatan dari Pemohon. 
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3. Bahwa demikian pula dengan keterangan dari Saksi Pemohon yaitu saksi 

Abdul Wahab Abdy, Saksi Muhammad Irfan Syarif, Saksi Zubair, Saksi 

Muhammad Nur Alam dan Saksi Khairul Akbar yang tidak satupun diantara 

mereka yang dapat membuktikan adanya hubungan antara NIK Ganda 

yang didalilkan tersebut dengan jumlah suara yang diperoleh Pihak Terkait. 

Saksi Pemohon tidak dapat membuktikan apakah nama-nama yang 

didalilkan Pemohon dalam Permohonannya sebagai NIK Ganda semua 

menggunakan hak pilihnya dan memilih Pihak Terkait sehingga dapat 

dianggap sebagai penggelembungan suara. Sebaliknya dalam persidangan 

a quo terbukti bahwa nama-nama NIK Ganda tersebut merupakan data 

yang diolah oleh Pemohon sendiri dan bukan merupakan data resmi DPT. 

Saksi Pemohon terbukti tidak mengetahui nama-nama yang tercantum 

dalam DPT yang disahkan pada tanggal 16 Desember 2016.  

4. Begitupun dengan Bukti Surat Pemohon yaitu Bukti P – 6A sampai Bukti P – 

1781A yang hanya mencantumkan daftar nama-nama yang diduga NIK 

Ganda namun tidak dapat dibuktikan data tersebut diambil dari mana dan 

apakah data tersebut merupakan data resmi DPT yang ditetapkan pada 

tanggal 16 Desember 2016. Hal ini membuktikan dalil Pemohon terkait 

dugaan adanya NIK Ganda merupakan dalil yang tidak berdasarkan alat 

bukti, sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak oleh Yang Mulia Majelis 

Hakim Mahkamah Konstitusi.  

5. Hal tersebut juga sesuai dengan keterangan Bawaslu Provinsi Sulawesi 

Barat Nomor : 055/K.Bawaslu-Prov-SR/PM.07.01/III/2017 tanggal 20 Maret 

2017 yang telah disampaikan di hadapan persidangan yang pada intinya 

menyatakan bahwa semua pelanggaran yang terjadi sepanjang 

pelaksanaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi 

Sulawesi Barat 2017 telah ditindaklanjuti dan diselesaikan sehingga tidak 

meninggalkan persoalan apapun.  

C. DALIL PEMOHON TENTANG PENGGELEMBUNGAN SURAT 
KETERANGAN DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR DAN KABUPATEN 
MAMUJU UTARA TIDAK TERBUKTI 

1. Bahwa Saksi Pemohon yaitu saksi Abdul Wahab Abdy, Saksi Muhammad Irfan 

Syarif, Saksi Zubair, Saksi Muhammad Nur Alam dan Saksi Khairul Akbar 
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dalam persidangan tidak dapat menjelaskan tentang dalil Pemohon dalam 

Permohonan yang menyatakan bahwa ada penggelembungan suara tidak sah 

yang terjadi di Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamuju Utara 

dengan modus penerbitan Surat Keterangan yang dianggap tidak sah. Dalam 

persidangan terbukti bahwa tidak adanya rekapitulasi jumlah suket bukan 

merupakan kewenangan dari Termohon, karena Surat Edaran Gubernur 

Provinsi Sulawesi Barat Nomor 270/304/SET yang didalilkan Pemohon tidak 

ditindaklanjuti oleh Termohon bukanlah surat yang ditujukan kepada Termohon, 

melainkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.  

2. Dalam persidangan juga terbukti bahwa mengenai Surat Keterangan (Suket) 

adalah hal yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan yang diterbitkan 

oleh Dinas DUKCAPIL masing-masing Kabupaten yang ada di Provinsi 

Sulawesi Barat, yang penerbitannya tidak dibatasi waktu, namun 

menyesuaikan dengan kebutuhan pelayanan administrasi kependudukan 

warga masyarakat. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI 

471.13/2051/DUKCAPIL tertanggal 20 Februari 2017 (vide Bukti PT – 20 

SUKET dapat diterbitkan sesuaia kebutuhan, bahkan sampai tanggal 14 

Februari 2017. Adapun mengenai jumlah SUKET yang digunakan pemilih untuk 

mencoblos, terbukti didalam persidangan bahwa hal tersebut tidak dapat 

dipastikan jumlahnya, oleh karena sesuai  dengan aturan yang ditetapkan  KPU 

RI, jumlah pemilih yang menggunakan SUKET masuk dalam kategori Jumlah 

pemilih dalam DPTb bersama-sama dengan pemilih yang menggunakan e-

KTP. Dengan demikian, dalil Pemohon tentang batas waktu penerbitan Suket 

hanya sampai pada tanggal 8 Februari 2017 dan dalil atas penggunaan SUKET 

untuk kepentingan pemenangan Pihak Terkait adalah tidak terbukti menurut 

hukum. 

3. Begitupulan dengan fakta yang terbukti di persidangan bahwa Suket 

merupakan persitiwa-peristiwa yang terjadi di seluruh kabupaten di provinsi 

Sulawesi Barat sebagaimana keterangan dari Saksi Termohon yaitu Ishak 

Ibrahim, S.H. Hasriadi, Sulfan Bulo, S.IP., M.Si Bambang Arianto Akbar, S.T., 

M.M., Galuh Prihandini, S.Pd, Suriani Tasikrara D’ellumaja, SP., MM., artinya 

pada kabupaten yang dimenangkan Pemohon jumlah penggunaan Suket justru 
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lebih banyak. Sehingga tidak terbukti bahwa Suket adalah modus 

penggelembungan suara yang dilakukan oleh Pihak Terkait.  

4. Dalam persidangan juga terbuki bahwa Saksi Pemohon yaitu Muhammad Irfan 

Syarif tidak bisa menjelaskan keterkaitan antara penggunaan Suket dengan 

jumlah suara yang diraih Pihak Terkait. Serta terbukti suket bukan merupakan 

wilayah wewenang Termohon sebagai penyelenggara melainkan Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai bentuk pelayanan administrasi 

kependudukan.  

5. Bukti Surat yang disampaikan oleh Pemohon juga tidak bisa mendukung dalil-

dalil dalam permohonan a quo tentang permasalahan Suket tersebut. Surat 

Edaran Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam 

Negeri RI Nomor : 470/1210/DUKCAPIL yang diajukan Pemohon sebagai bukti 

senyatanya sudah diperbaharui dengan Surat Edaran Direktur Jenderal 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI 

471.13/2051/DUKCAPIL tertanggal 20 Februari 2017 (vide Bukti PT – 20) yang 

menyatakan bahwa tidak ada batas waktu penerbitan Suket bahkan untuk 

kepentingan Pemilukada.  

6. Oleh karena itu, terbukti bahwa dalil-dalil Pemohon dalam Permohonan a 

quo yang menyatakan adanya penggelembungan suara dengan modus 

penerbitan Suket yang tidak sah di Kabupaten Polewali Mandar dan 

Kabupaten Mamuju Utara adalah dalil yang mengada-ada dan tidak 

berdasar sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak oleh Mahkamah 

Konstitusi.  

D. DALIL PEMOHON TENTANG PERMASALAHAN DISTRIBUSI C.6 – KWK DI 
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TIDAK TERBUKTI 
1. Adapun dalam persidangan juga terbukti bahwa Saksi Pemohon 

Muhammad Irfan Syarif tidak bisa menjelaskan perihal distribusi C.6 – KWK 

yang dipermasalahkan di Kabupaten Polewali Mandar, hal tersebut 

dikarenakan Saksi Muhammad Irfan Syarif justru mempermasalahkan 

distribusi C.6 – KWK di Kabupaten Majene. Hal ini tentu saja bertentangan 

dengan dalil Pemohon dalam Permohonan yang menyebutkan masalah 

distribusi C.6 – KWK terjadi di Kabupaten Polewali Mandar.  
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2. Demikian pula Terbukti berdasarkan Bukti TE.3 – 004 yang diajukan oleh 

Termohon , adanya C.6 – KWK yang tidak didistribusikan karena orang 

tersebut tidak ditemukan, meninggal dunia atau sudah pindah alamat.  
3. Saksi Pemohon Muhammad Irfan Syarif juga tidak bisa menjelaskan adanya 

hubungan antara formulir C.6 – KWK yang tidak terdistribusikan dengan 

hilangnya suara Pemohon karena Saksi Pemohon tidak bisa memastikan 

orang-orang yang tidak dibagikan C.6. – KWK akan memilih Pemohon.  

4. Dalam persidangan juga terbukti bahwa C.6. – KWK bukanlah merupakan 

syarat utama seseorang dalam menyalurkan hak suaranya. Masyarakat 

Sulawesi Barat yang tidak menerima formulir C.6. – KWK masih dapat 

menyalurkan suaranya dengan datang ke TPS membawa KTP elektronik 

atau Kartu Keluarga. Hal tersebut juga diakui oleh Saksi Pemohon.  

5. Berdasarkan hal tersebut, maka dalil Pemohon dalam Permohonan a quo 

yang menyatakan bahwa C.6 – KWK yang tidak didistribuksikan di 

Kabupaten Polewali Mandar merugikan perolehan suara pemohon adalah 

dalil yang tidak terbukti dan sudah sepatutnya untuk ditolak oleh Yang Mulia 

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.  

 
E. PEMOHON ADALAH PIHAK YANG TERBUKTI MELAKUKAN 

KECURANGAN-KECURANGAN  
- Justru dalam persidangan Pemohon adalah pihak yang terbukti melakukan 

kecurangan-kecurangan dimana Saksi Pemohon tidak bisa menyangkal 

bahwa pihak Pemohon melibatkan ASN dan kepala desa serta melakukan 

praktek money politic sepanjang tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017 (vide Bukti PT – 

366 sampai PT – 370).  

- Kecurangan itu semakin terbukti di akhir persidangan dimana Pemohon bisa 

menghadirkan seorang Ketua KPPS sebagai saksi dipihaknya. Hal yang 

seharusnya tidak terjadi mengingat Ketua KPPS adalah penyelenggara 

pemilu yang independen dan telah disumpah untuk menjalankan 

jabatannya. Namun faktanya dapat dihadirkan oleh Pemohon yang 

mengindikasikan bahwa Pemohon melakukan intervensi bahkan kepada 
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instansi penyelenggara pemilu. Bahkan Saksi Pemohon tersebut 

menyerahkan sejumlah dokumen kepada Pemohon. 

II.  KESIMPULAN 
Atas dasar uraian analisis yuridis terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dalil-dalil pemohon bukan merupakan perselisihan hasil. 

2. Permasalahan NIK ganda yang terjadi Di Kabupaten Polewali Mandar, 

Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamuju Utara tidak terbukti 

menguntungkan salah satu pasangan calon. 

3. Tentang penggelembungan Surat Keterangan di Kabupaten Polewali 

Mandar dan Kabupaten Mamuju Utara tidak terbukti mempengaruhi 

perolehan suara Pihak Terkait, karena penerbitan Suket menjadi tanggung 

jawab pelayanan publik masing-masing Dinas Dukcapil Kabupaten yang 

penggunaannya tidak dapat dibuktikan apakah menguntungkan Pihak 

Terkait saja. Bahkan, di empat wilayah Kabupaten yang perolehan suaranya 

dimenangkan Pemohon, yakni Kabupaten Majene, Kabupaten Mamuju, 

Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Mamasa, jumlah Suket yang 

digunakan untuk memilih mencapai 10.070 Suket, lebih banyak dari jumlah 

Suket pada dua kabupaten yang dimenangkan Pihak Terkait. 

4. Permasalahan C.6 – kwk di kabupaten polewali mandar yang tidak 

terdistribusikan terbukti karena beberapa sebab : pemilih meninggal dunia, 

pindah alamat ataupun tidak diketahui keberadaannya, sehingga C6 tidak 

dibagikan. Terhadap C-6 yang karena nama ganda, Termohon hanya 

membagikan satu Undangan saja, apabila pemilihnya ada ditempat. 

5. Kecurangan-kecurangan justru terbukti dilakukan oleh Pemohon. 

III. PETITUM 
Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta persidangan yang telah kami paparkan di 

atas, dengan ini Pihak Terkait memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim 

Mahkamah Konstitusi RI yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar 

berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut : 

DALAM EKSEPSI 
a. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya. 

b. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima. 
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DALAM POKOK PERKARA 
1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 

2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi Sulawesi Barat Nomor 05/KPTS/KPU-Prov-033/2017 tentang 

Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2017. 

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya (ex aequo et bono). 

[2.12] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala 

sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara 

Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan 

putusan ini. 

3. PERTIMBANGAN HUKUM 

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan 

Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal 

penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan gubernur, 

bupati, dan walikota serentak tahun 2017 sebagai berikut: 

Kesatu, perihal kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil 

Pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan 

wakil walikota serentak 2017; 

Kedua, perihal keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut 

UU 10/2016) dalam hubungannya dengan pelaksanaan kewenangan Mahkamah 

dalam mengadili perselisihan hasil Pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati 

dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak 2017. 

 Terhadap masalah yang kesatu: perihal kewenangan Mahkamah dalam 

mengadili perselisihan hasil Pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 
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2017, Mahkamah berpendapat dan perlu memberikan penegasan: 

a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, 

bertanggal 19 Mei 2014 dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah telah menegaskan pendiriannya 

bahwa Pemilihan gubernur, bupati, walikota bukan merupakan rezim Pemilihan 

umum, oleh karena itu maka kewenangan Mahkamah dalam mengadili 

perselisihan hasil Pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 

bukanlah kewenangan yang diturunkan dari Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 

melainkan kewenangan tambahan yang bersifat sementara yang semata-mata 

dimaksudkan untuk menghindari kekosongan hukum; 

b. bahwa sifat sementara kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan 

hasil Pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017, sebagaimana 

dimaksud pada huruf a di atas, tegas dinyatakan dalam Pasal 157 ayat (1), 

ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016 yang selengkapnya berbunyi: 

(1) Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan 
peradilan khusus. 

(2) Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk 
sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional. 

(3) Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil 
Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai 
dibentuknya badan peradilan khusus. 

Dengan demikian, kewenangan Mahkamah untuk mengadili perselisihan hasil 

Pemilihan  gubernur, bupati, dan walikota akan berakhir begitu badan 

peradilan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) UU 

10/2016 terbentuk; 

c. bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana diuraikan pada huruf a dan huruf 

b di atas, telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam 

hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil 

Pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 adalah sebagai 

pelaksana Undang-Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-

batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya sesuai dengan 

kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif 

kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada 
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tingkatannya masing-masing (vide Pasal 10 UU 10/2016); (ii) untuk sengketa 

antar peserta Pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia 

pengawas Pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (vide Pasal 

22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016); (iii) untuk sengketa penetapan 

pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi 

pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (vide Pasal 135A, 

Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016); (iv) untuk tindak pidana Pemilihan 

kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu 

Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (vide Pasal 

152 UU 10/2016) dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide 

Pasal 146 UU 10/2016), serta (v) untuk perselisihan hasil Pemilihan 

kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk 

untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan 

kepada Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 157 UU 10/2016). 

 Selanjutnya, terhadap masalah kedua: perihal keberlakuan Pasal 158 UU 

10/2016 dalam hubungannya dengan pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam 

mengadili perselisihan hasil Pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 

2017, Mahkamah berpendapat dan perlu menegaskan: 

a. bahwa substansi Pasal 158 UU 10/2016 tidak berbeda dengan substansi Pasal 

158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 

8/2015). Sementara itu, terhadap Pasal 158 UU 8/2015 telah pernah 

dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya yang oleh Mahkamah dalam 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 

2015, telah dinyatakan ditolak dan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan tidak dapat 

diterima karena Mahkamah berpendapat bahwa hal itu merupakan kebijakan 

hukum terbuka pembentuk Undang-Undang sekaligus sebagai bagian upaya 

membangun struktur, substansi, dan terutama etika dan budaya politik yang 

makin dewasa.  

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, Mahkamah 
 

 
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 

Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 
 



669 
 

menyatakan, antara lain, “[3.19] … bahwa tidak semua pembatasan serta 

merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan 

tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan 

kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan 

pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum maka 

pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J 

ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu 

untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam 

Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk 

Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan 

dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan 

suara calon”.  

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, Mahkamah 

menyatakan, antara lain, “Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) 

UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-

Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang 

makin dewasa, yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-

Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil 

Pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima 

oleh penalaran yang wajar”. 

b. bahwa selanjutnya, terkait dengan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016 

tersebut, berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 86 UU MK,  

Mahkamah telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 

2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2016) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 

Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 

Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil 

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2017) 

yang merupakan penjabaran terhadap ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 

tersebut yang selanjutnya dijadikan pedoman oleh Mahkamah dalam 

melaksanakan kewenangannya yang diberikan oleh UU 10/2016 dalam 
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mengadili perselisihan hasil Pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 

2017; 

c. bahwa keberadaan Mahkamah dalam diskursus/perdebatan tentang 

penerapan Pasal 158 UU 10/2016 dalam persoalan penyelesaian perselisihan 

hasil Pemilihan gubernur, bupati, dan walikota harus dibedakan dengan 

keberadaan Mahkamah dalam persoalan permohonan untuk 

mengesampingkan penerapan Pasal 158 UU 10/2016. Dalam hal yang 

disebutkan terdahulu, kedudukan Mahkamah adalah sebagai pelaksana 

Undang-Undang dan itu pun sifatnya sementara, sedangkan dalam hal yang 

disebut belakangan kedudukan Mahkamah adalah sebagai organ negara yang 

sedang melaksanakan fungsinya “mengadili” norma Undang-Undang. Dengan 

demikian, mencampuradukkan kedudukan Mahkamah dalam dua keadaan 

yang berbeda tersebut dengan dalih demi keadilan substantif adalah tindakan 

yang justru mencederai keadilan itu sendiri. 

[3.2] Menimbang bahwa meskipun UU 10/2016 adalah Undang-Undang 

perubahan dari Undang-Undang sebelumnya, yaitu UU 8/2015, secara substansial 

tidak ada perbedaan antara UU 8/2015 dan UU 10/2016 yang berkenaan dengan 

kewenangan Mahkamah. Sementara itu, substansi pertimbangan sebagaimana 

diuraikan pada paragraf [3.1] di atas sesungguhnya telah diuraikan secara 

panjang lebar dalam pertimbangan hukum putusan-putusan Mahkamah dalam 

perkara perselisihan hasil Pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tahun 2015 

(vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 

Januari 2016, paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.2.15] dan putusan-

putusan lainnya dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan gubernur, bupati, dan 

walikota serentak 2015), sehingga dengan demikian pertimbangan hukum 

Mahkamah pada putusan dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan gubernur, 

bupati, dan walikota tahun 2015 dimaksud mutatis mutandis berlaku pula terhadap 

permohonan a quo.  

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan 

pada paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.2] di atas, Mahkamah 

berpendapat: 
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a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas 

kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan 

kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili 

perkara perselisihan hasil Pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan 

kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas 

kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan 

berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan 

yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak 

sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih 

menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar 

dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah 

oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk 

melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam 

penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang 

berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil Pemilihan 

gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan 

sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya 

demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang 

sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum 

yang demokratis (constitutional democratic state); 

b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak 

mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab 

mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang 

putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan 

PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, 

Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 

10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana 

(sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah 

sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam 

melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. 

Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat 

dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan 
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kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat 

(1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan 

Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, 

Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih 

menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu 

pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat 

dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga 

dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial 

accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak 

fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 

158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan 

kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih 

kuat atau setidak-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam 

permohonan a quo.   

Kewenangan Mahkamah 

[3.4] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), selanjutnya 

disebut UU 10/2016), menyatakan “Perkara perselisihan penetapan perolehan 

suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi 

sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 

10/2016 menyatakan bahwa, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan 

pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi 

atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.” 

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon a quo adalah permohonan 

keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat 

Nomor 05/Kpts/KPU-Prov-033/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil 

Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil 
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Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2017, bertanggal 26 Februari 2017  [vide bukti    
P-1 = bukti TE.4-001 = bukti PT-8]. Dengan demikian, Mahkamah berwenang 

mengadili permohonan Pemohon a quo; 

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan 

[3.6]   Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan 

Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016 juncto Pasal 5 PMK 1/2017, tenggang waktu 

pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan 

Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota 

dan Wakil Walikota Tahun 2017 paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak 

Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan; 

[3.6.1] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 

Provinai Sulawesi Barat diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor 05/Kpts/KPU-Prov-
033/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara 

Dan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2017, 

bertanggal 26 Februari 2017 Pukul 17.30 WITA [vide bukti P-1 = bukti TE.4-001 
= bukti PT-8]; 

[3.6.2] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan 

penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi 

Sulawesi Barat Tahun 2017 adalah hari Senin, tanggal 27 Februari 2017, pukul 

24.00 WIB, hari Selasa, tanggal 28 Februari 2017, pukul 24.00 WIB dan hari 

Rabu, tanggal 1 Maret 2017, pukul 24.00 WIB;  

[3.7]   Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan 

Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2017, pukul 13.37 WIB, berdasarkan 

Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 46/PAN.MK/2017, sehingga 

permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan 

permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan; 

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon 

[3.8]  Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum (legal 

standing) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 

 
 

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 

 



674 
 

1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 UU 8/2015 

sebagaimana telah diubah dengan UU 10/2016, Pasal 157 ayat (4) UU 

10/2016, Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) PMK 1/2016? 

2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana 

diatur dalam Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 PMK 1/2016? 

[3.9]   Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah 

mempertimbangkan sebagai berikut:  

[3.9.1]  Bahwa Pasal 1 angka 3 UU 8/2015 sebagaimana telah diubah dengan 

UU 10/2016, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) 

PMK 1/2016, menyatakan: 

Pasal 1 angka 3 UU 8/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 10/2016, 

menyatakan, “Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah peserta 

Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau 

perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi”; 

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat 

mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan 

suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah 

Konstitusi”; 

Pasal 2 huruf a PMK 1/2016, menyatakan, “Para Pihak dalam perkara 

perselisihan hasil Pemilihan adalah:  

a. Pemohon; 
b. Termohon; dan 

c. Pihak Terkait. 

Pasal 3 ayat (1) PMK 1/2016, menyatakan, “Pemohon sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 huruf a adalah: 

a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; 
b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; atau 

c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;” 

[3.9.1.1]  Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat 

Nomor 24/Kpts/KPU-Prov-033/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon 

Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2017, bertanggal 24 Oktober 
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2016 [vide bukti P-3 = TA-010 = PT-3], serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi Sulawesi Barat Nomor 29/Kpts/KPU-Prov-033/2016 tentang Penetapan 

Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi 

Barat Tahun 2017, bertanggal 25 Oktober 2016 [vide P-4 = TA-011 = PT-5], telah 

menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur 

dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 

2017 dengan Nomor Urut 1; 

[3.9.1.2]  Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Pemohon adalah 

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat dalam 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017, 

dengan Nomor Urut 1; 

[3.9.2]  Bahwa Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (1) PMK 

1/2016, menyatakan: “Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat 

mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara 

dengan ketentuan: 

a. provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, 

pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan 

paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan 

suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi; 

b. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 

6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika 

terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari 

total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU 

Provinsi; 

c. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai 

dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan 

suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu 

persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang 

ditetapkan oleh KPU Provinsi; dan 

d. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, 

pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan 

paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil 
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penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi.” 

[3.9.2.1]  Bahwa jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Barat adalah berjumlah 

1.522.626 jiwa [vide bukti TB-001] sehingga perbedaan perolehan suara antara 

Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak sebagaimana dimaksud 

Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (1) PMK 1/2016 untuk dapat 

mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 adalah paling banyak sebesar 2% 

(dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang 

ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat; 

[3.9.2.2]  Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan 

pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2% x 631.547 suara 

(total suara sah) = 12.631 suara. 

[3.9.2.3]  Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 240.010 suara, sedangkan 

perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 

244.763 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak 

Terkait adalah (244.763 suara – 240.010 suara) = 4.753 suara (0,75%) sehingga 

kurang dari 12.631 suara. 

[3.10]  Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah 

berpendapat bahwa oleh karena Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan 

Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi 

Barat Tahun 2017, dan memenuhi ketentuan pengajuan permohonan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016 juncto Pasal 7 
PMK 1/2016, sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) 

untuk mengajukan perkara a quo.  

[3.11]   Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili 

permohonan Pemohon, permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang 

ditentukan peraturan perundang-undangan, dan Pemohon memiliki kedudukan 

hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, selanjutnya 

Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; 
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Pokok Permohonan 

[3.12]   Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama permohonan 

Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu 

Provinsi Sulawesi Barat, bukti dan saksi yang diajukan Pemohon, Termohon, 

Pihak Terkait, dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, serta fakta persidangan dan 

kesimpulan dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, Mahkamah berpendapat 

sebagai berikut: 

Dalam Eksepsi 

[3.13]  Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dan 

Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa 

permohonan Pemohon bukan termasuk kewenangan Mahkamah karena objek 

permohonan tidak terkait dengan kesalahan hasil penghitungan suara dan 

permohonan Pemohon kabur (obscuur libel); 

[3.14]  Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait 

tersebut, Mahkamah berpendapat: 

1. Bahwa terhadap eksepsi yang menyatakan permohonan bukan termasuk 

kewenangan Mahkamah karena objek permohonan tidak terkait dengan 

kesalahan hasil penghitungan suara, menurut Mahkamah sebagaimana telah 

dipertimbangkan pada paragraf [3.4] dan [3.5] di atas, bahwa Mahkamah 

Konstitusi berwenang mengadili perkara a quo, sehingga eksepsi Termohon 

dan Pihak Terkait tentang Mahkamah tidak berwenang haruslah dianggap tidak 

beralasan menurut hukum. 

2. Bahwa terhadap eksepsi tentang permohonan kabur, menurut Mahkamah 

permohonan sudah cukup jelas karena telah menguraikan kewenangan 

Mahkamah, tenggang waktu pengajuan permohonan, kedudukan hukum, dan 

dalil tentang dugaan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon serta 

disertai dengan petitum yang tegas tentang hal-hal yang diminta untuk diputus 

oleh Mahkamah. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait 

bahwa permohonan kabur tidak beralasan menurut hukum; 

[3.15] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak 
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beralasan menurut hukum maka Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan 

pokok permohonan; 

Dalam Pokok Perkara 

[3.16]  Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan hal sebagai 

berikut:   

[3.16.1] Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat penggelembungan Pemilih tidak 

sah yang merugikan perolehan suara Pemohon dengan modus NIK ganda yang 

terjadi pada tiga kabupaten yakni Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Majene 

dan Kabupaten Mamuju Utara. 

Untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat atau 

tulisan bertanda P-5 s.d. P-5a17, P5a20, P-6A s.d. P-87B, P-87A s.d. P-1096B, 
P-1097A s.d. P-1781A, P-1782 s.d. P-1888, P-1890 s.d. P-1941, P-1942 s.d. P-
1962, P-1963 s.d. P-1977, P-1978 s.d. 1992, P-1993, P-1994, P-1996, P-1997, 
serta saksi yang bernama Abdul Wahab Abdy, Muhammad Irfan Syarif, Khairul 
Akbar dan Djamruddin Badaruddin yang keterangan selengkapnya termuat 

dalam bagian Duduk Perkara. 

[3.16.1.1] Terhadap dalil a quo, Termohon membantahnya yang pada pokoknya 

menyatakan sebagai berikut: [keterangan Termohon selengkapnya termuat dalam 

bagian Duduk Perkara] 

1. Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya penggelembungan Pemilih yang tidak 

sah dengan modus NIK Ganda yang terjadi pada 3 Kabupaten yaitu di 

Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Majene, dan Kabupaten Mamuju Utara 

adalah dalil yang tidak berdasar dan haruslah dikesampingkan karena dalil yang 

diajukan oleh Pemohon hanyalah menyebutkan adanya NIK ganda tanpa 

menjelaskan bagaimana hubungan kausalitas antara adanya NIK ganda 

tersebut dengan Perolehan suara Pasangan Calon.  

2. Dalam Permohonannya Pemohon hanya menyajikan tabel NIK ganda mulai dari 

halaman 6 sampai dengan halaman 123 tanpa ada penjelasan dan bukti-bukti 

keterkaitan antara NIK ganda tersebut dengan pelaksanaan Pemilihan yang 

melibatkan para Pemilih dalam proses pelaksanaan pemungutan suara, 

sehingga dalil Pemohon mengenai hal ini tidak memiliki keterkaitan dan 
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hubungan sebab akibat dengan perolehan suara pasangan calon. Dalil 

Pemohon pada pokoknya hanya menyebutkan bahwa terdapat temuan NIK 

ganda sebanyak 1.370 suara di Kabupaten Majene, 154 suara di Kabupaten 

Mamuju Utara dan 2.158 di Kabupaten Polewali Mandar, sehingga Pemohon 

menyimpulkan terdapat suara tidak sah akibat NIK ganda sebesar 3.682 suara. 

Dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang sangat menyesatkan karena 

mengaitkan adanya NIK ganda pada wilayah kabupaten dimana Pemohon 

mendapatkan suara yang lebih rendah daripada Pihak Terkait, sehingga seolah-

olah Pemohonlah yang dirugikan dengan adanya NIK ganda tersebut. Padahal 

kejadian adanya NIK ganda dalam proses pemutakhiran data, penyusunan DPS 

dan DPT dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 

2017 terjadi di seluruh kabupaten dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat, tidak 

saja terjadi di Kabupaten Polewali Mandar, Majene dan Mamuju Utara akan 

tetapi juga termasuk di Kabupaten Mamasa, Mamuju, dan Mamuju Tengah. 

Dimana di Kabupaten Majene, Pemohon memperoleh suara tertinggi.  

3. Dalam Permohonannya pada halaman 6 sampai dengan halaman 8, Pemohon 

menyatakan bahwa terdapat penggelembungan Pemilih tidak sah yang 

merugikan perolehan suara Pemohon dengan modus NIK ganda sebanyak 

3.682 suara yang terjadi di Kabupaten Majene, Kabupaten Mamuju Utara, dan 

Kabupaten Polewali Mandar. Menurut Pemohon para Pemilih ganda tersebut 

terbukti menggunakan hak pilihnya di TPS-TPS yang tersebar di 3 Kabupaten 

tersebut. Apabila dalil Pemohon tersebut dianggap benar, quod non, maka 

bagaimana Pemohon menjelaskan sebanyak 1.370 NIK ganda di Kabupaten 

Majene yang perolehan suara Pemohon jauh lebih unggul daripada Pihak 

Terkait dengan selisih suara sebanyak 16.203 suara. Fakta bahwa Pemohon 

memiliki perolehan suara yang jauh lebih tinggi dari Pihak Terkait membuktikan 

dalil Pemohon mengenai adanya NIK ganda yang merugikan Pemohon di 

Kabupaten Majene terbantahkan dengan sendirinya, karena ternyata Pemohon 

tidak dirugikan. Selain itu apabila dikaitkan dengan rekomendasi Bawaslu 

Nomor 43/Bawaslu-Prov.SR/HK.00.06/I/2017, tanggal 23 Januari 2017 perihal 

Penerusan pelanggaran administrasi masih terdapat daftar Pemilih yang NIK 

sama dan nama sama serta NIK sama nama berbeda, yang terjadi di seluruh 

kabupaten di provinsi Sulawesi Barat termasuk di kabupaten-kabupaten dimana 
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perolehan suara Pemohon jauh lebih tinggi daripada perolehan suara Pihak 

Terkait, seperti di kabupaten Mamuju, Mamasa, dan Mamuju Tengah.  

4. Bahwa terkait dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak 

melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat adalah dalil yang 

tidak berdasar karena Termohon telah menindaklanjuti surat Bawaslu Nomor 

471/K.Bawaslu-Prov-SR/PM.00.01/XII/2016, bertanggal 8 Desember 2016 

perihal rekomendasi perbaikan DPT dengan memberikan arahan kepada KPU-

KPU Kabupaten untuk melakukan pencermatan sebagaimana surat KPU Nomor 

393/KPU-Prov-033/XII/2016 bertanggal 9 Desember 2016. Selanjutnya terhadap 

surat rekomendasi Bawaslu Nomor 473/K.Bawaslu-Prov-

SR/PM.00.01/XXI/2016, bertanggal 12 Desember 2016 perihal rekomendasi 

perbaikan DPT, Termohon telah menindaklanjutinya dengan mengeluarkan 

surat Nomor 394/KPU-Prov-033/XII/2016, bertanggal 13 Desember 2016 yang 

ditujukan kepada KPU-KPU Kabupaten untuk menindaklanjuti rekomendasi 

Bawaslu dimaksud (bukti TB-027).  
5. Bahwa berdasarkan surat dari Termohon tersebut seluruh KPU Kabupaten telah 

menindaklanjutinya dengan melakukan pencermatan ulang dan melakukan 

faktualisasi data Pemilih yang diindikasikan ganda ke alamat Pemilih di 

lapangan, kemudian setelah dipastikan adanya NIK ganda dan nama sama 

maka Termohon melakukan penghapusan Pemilih yang memiliki dua NIK yang 

sama, sehingga mengurangi jumlah DPT hasil penetapan pada tingkat 

kabupaten, tanggal 6 Desember 2016. Hasil dari pencermatan inilah yang 

menjadi dasar dari Jumlah DPT yang ditetapkan oleh Termohon berdasarkan 

Keputusan Nomor 106/BA/XII/2016, bertanggal 16 Desember 2016 adalah 

840.091 Pemilih (bukti TB-006). Selanjutnya Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang 

telah ditetapkan tersebut dibagikan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat 

dan masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, 

sebagaimana tercantum dalam daftar Pemilih tetap formulir model A.3-KWK. 

Termohon juga mengumumkan DPT secara online melalui laman Termohon 

sehingga masyarakat bisa mengakses secara langsung tanpa harus 

mendatangi kantor desa/kelurahan, serta diumumkan di tempat-tempat umum 

baik di Kantor Desa/Kelurahan, masjid, atau tempat ibadah lainnya, dan tempat-

tempat lainnya yang strategis dan mudah diakses oleh masyarakat. 
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6. Bahwa terhadap dugaan adanya NIK ganda setelah penetapan DPT pada 

tanggal 16 Januari 2017 sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, sesuai 

dengan rekomendasi Bawaslu, pada tanggal 25 Januari 2017 Termohon telah 

memerintahkan seluruh KPU Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat untuk 

melakukan pencermatan dan faktualisasi terhadap DPT untuk memastikan 

kegandaannya dan apabila telah difaktualkan dan betul ganda segera dilakukan 

konfirmasi terhadap Pemilih tersebut untuk menetapkan pilihan tempat yang 

bersangkutan. Terhadap Pemilih yang telah menentukan untuk tidak memilih 

pada tempat yang bersangkutan, maka tidak diberi surat pemberitahuan 

(Formulir Model C6-KWK) dan diberikan penandaan pada kolom keterangan 

(Formulir Model A.3-KWK). Berdasarkan hasil pencermatan dan faktualisasi 

diperoleh laporan tindak lanjut oleh KPU Kabupaten sebagaimana data terlampir 

(bukti TF-001, TF-003, TF-004, TF-005, TF-006 dan TF-007), dimana pada 

pokoknya Termohon sudah melakukan perbaikan dengan membuat penandaan 

dan tidak mendistribusikan Formulir Model C6-KWK kepada Pemilih yang 

memiliki NIK sama nama sama dan NIK sama nama beda. 

Untuk menguatkan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan 

bertanda bukti TB-003, TB-004, TB-006, TB-012, TB-013, TB-014, TB-018, TB-
020, TB-021, TB-022, TB-024, s.d. TB-028, TB-030 s.d. TB-034, TB-037 s.d. TB-
043, TB-045 s.d. TB-048, TE.2-001, TE.3-001, TE.4-001, TE.4-002, TE.4-003, TF-
001, TF-003 dan bukti TF-007 serta saksi yang bernama Ishak Ibrahim, Sulfan 
Bulo, Bambang Arianto Akbar, Galuh Prihandini dan Suriani Tasikrara yang 

keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara. 

[3.16.1.2] Terhadap dalil a quo, Pihak Terkait membantahnya yang pada 

pokoknya menyatakan sebagai berikut: [keterangan Pihak Terkait selengkapnya 

termuat dalam bagian Duduk Perkara]  

a. Pihak Terkait menolak permohonan Permohon yang mempersoalkan ribuan NIK 

ganda sebagai perselisihan yang menjadi objek perselisihan di MK. NIK ganda 

bukanlah persoalan yang terkait langsung dengan penyelenggara Pemilihan 

kepala daerah tetapi persoalan administrasi kependudukan yang tidak secara 

langsung berkaitan dengan Pemilihan. Jika pun persoalan NIK ganda berkaitan 

dengan Pemilihan kepala daerah, hanya terkait dengan Pemilih ganda atau 
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Pemilih yang memilih lebih dari satu kali (quod non), yang kenyataannya dalam 

pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat 

Tahun 2017, tidak ada satu pun permasalahan yang berkaitan dengan Pemilih 

ganda. Tidak ada satu pun keberatan dari pasangan calon dan para saksi 

mandat di tingkat TPS, PPS dan PPK yang terkait Pemilih ganda, atau 

menggunakan hak pilih lebih dari satu kali.  

b. Masalah NIK tidak merupakan masalah yang secara langsung memengaruhi 

hasil pemilu. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PHPU.D/2008 

tanggal 21 Januari 2009, Mahkamah Konstitusi menyatakan sebagai berikut: 

“Mahkamah berpendapat keberatan pemohon tentang adanya berbagai 

pelanggaran NIK sebagaimana disebutkan di atas tidak tepat dan tidak berdasar 

hukum, karena persyaratan Pemilih untuk melakukan Pemilihan pada masing-

masing TPS tidak berdasarkan NIK seseorang. Mahkamah berpendapat bahwa 

NIK bukanlah merupakan syarat hukum Pemilih dalam menentukan sah atau 

tidak sahnya seseorang sebagai Pemilih dalam pemilukada dan tidak harus 

selalu sama dengan jumlah Pemilih yang terdaftar karena dalam adminitrasi 

kependudukan di seluruh Indonesia belum semuanya tertata dan masih ada 

sebagian penduduk belum memiliki NIK.” 

c. Kalau benar ada NIK ganda sebagaimana dipersoalkan Pemohon, hal tersebut 

tidak berkaitan dengan hasil Pemilihan yang mengakibatkan kekalahan 

Pemohon. Dugaan Pemohon bahwa karena persoalan NIK ganda yang 

mengakibatkan kalahnya Pemohon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 adalah merupakan dalil yang 

sangat mengada-ada. Tidak ada satu pun yang dapat memastikan apakah 

pemilik NIK ganda datang ke TPS untuk memilih pasangan tertentu, atau 

apakah mereka benar-benar datang ke TPS untuk memilih.  

d. Bahwa terkait dalil Pemohon pada halaman 7 Poin IV.1 Alinea Ke-2 yang 

menyatakan bahwa Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi 

Barat Nomor 460/K.Bawaslu-Prov-SR/PM.00.01/XI/2016, tanggal 30 November 

2016 dan Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat 

Nomor 471/K.Bawaslu-Prov-SR/PM.00.01/XII/2016, tanggal 08 Desember 2016 

adalah bukti adanya NIK Ganda merupakan dalil yang menyesatkan. Karena 

faktanya surat tersebut keluar sebelum tanggal penetapan DPT Tingkat Provinsi 
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yang ditetapkan pada tanggal 16 Desember 2016 (Bukti PT-12). Surat tersebut 

sesungguhnya merupakan surat rekomendasi perbaikan daftar Pemilih yang 

merupakan proses pemuthakiran data Pemilih sebelum ditetapkan menjadi 

DPT. Faktanya, setelah DPT ditetapkan pada tanggal 16 Desember 2017, tidak 

ada persoalan atau keberatan dari Pemohon terkait dugaan NIK Ganda hingga 

keseluruhan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi 

Sulawesi Barat Tahun 2017 selesai dilaksanakan.  

Untuk menguatkan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan 

bertanda PT-10 s.d. bukti PT-17, bukti PT-31 s.d. bukti PT-66, serta saksi 

Sulfakri Sultan, Ahmadi dan Andi Tahmid Tasbih yang keterangan saksi 

selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara. 

[3.16.1.3] Bahwa terkait dalil a quo, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat telah 

menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 21 Maret 

2017 dan tanggal 7 April 2017 yang pada pokoknya menyampaikan keterangan 

sebagai berikut: [keterangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat selengkapnya 

termuat dalam bagian Duduk Perkara] 

a. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dan jajarannya tidak pernah menerima 

laporan terkait dengan penggelembungan pemilih tidak sah yang merugikan 

perolehan suara pemohon dengan modus NIK Ganda yang terjadi di tiga 

kabupaten terkait permasalahan dalam daftar Pemilih berupa NIK sama nama 

sama dan NIK sama nama beda.  

b. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dalam mengeluarkan rekomendasi 

sebagaimana yang dimaksud Pemohon tidaklah membuktikan telah terjadi 

penggelembungan akan tetapi justru untuk memperbaiki daftar Pemilih dari 

daftar-daftar Pemilih ganda By Name By Addres. Hal tersebut telah 

direkomendasikan dengan Surat Nomor 460/K.Bawaslu-Prov-

SR/PM.00.01/XI/2016, bertanggal 30 Nopember 2016 perihal Rekomendasi 

Perbaikan, Surat Nomor 471/K.Bawaslu-Prov-SR/PM.00.01/XII/2016, bertanggal 

8 Desember 2016 perihal Rekomendasi Perbaikan DPT dan Surat Nomor 

473/K.Bawaslu-Prov-SR/PM.00.01/XII/2016, bertanggal 10 Desember 2016 

perihal Rekomendasi Perbaikan DPT kepada KPU Sulawesi Barat untuk 

dilakukan perbaikan.  
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Untuk menguatkan keterangannya, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat telah 

mengajukan alat bukti surat/tulisan bertanda PK-2, PK-3, PK-19, PK-26 dan PK-
45. 

[3.16.1.4] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara cermat dan 

mempertimbangkan dengan saksama fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, 

menurut Mahkamah, bukti dan saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak cukup 

membuktikan bahwa ada upaya dari Termohon beserta jajarannya secara sengaja 

melakukan manipulasi data terhadap DPT sehingga menyebabkan adanya 

penggelembungan Pemilih tidak sah dengan modus NIK ganda. Dari rangkaian 

fakta yang terungkap dalam persidangan, terbukti bahwa Termohon beserta 

jajarannya telah melakukan proses pemutakhiran dan validasi data Pemilih serta 

telah pula melakukan pemeriksaan, pengecekan, pencermatan ulang, dan 

faktualisasi terhadap data Pemilih yang diindikasikan ganda ke alamat Pemilih di 

lapangan. Hasil pemutakhiran dan validasi tersebut dijadikan dasar dalam 

penetapan DPT akhir yang ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara 

Nomor 106/BA/XII/2016, bertanggal 16 Desember 2016. Hal mana bersesuaian 

dengan keterangan saksi Termohon, yaitu Ishak Ibrahim, Sulfan Bulo, Bambang 
Arianto Akbar, Galuh Prihandini dan Suriani Tasikrara yang pada pokoknya 

menerangkan bahwa saksi telah melakukan pencermatan dan pemutakhiran data 

terkait adanya NIK ganda dengan mendasarkan kepada rekomendasi Bawaslu 

Provinsi Sulawesi Barat dan surat KPU Provinsi Sulawesi Barat. 

Menurut Mahkamah tindakan Termohon yang telah melaksanakan 

rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat pada saat penetapan DPT 

pada tanggal 8 Desember 2016 yang kemudian dilakukan pemutakhiran dengan 

melibatkan Termohon beserta jajarannya yang kemudian ditetapkan kembali pada 

tanggal 16 Desember 2016, hal tersebut adalah sebagai bentuk tindakan yang 

penuh dengan kehatian-hatian Termohon dalam menyikapi permasalahan adanya 

NIK ganda tersebut. Adanya surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi 

Barat Nomor 394/KPU-Prov-033/XII/2016, bertanggal 13 Desember 2016, perihal 

Rekomendasi [vide bukti TB-027] dan surat Nomor 53/Kpu-Prov-033/2017, 

bertanggal 25 Januari 2017, perihal tindak lanjut rekomendasi Bawaslu [vide bukti 
TB-028] yang ditujukan kepada seluruh KPU Kabupaten untuk menindaklanjuti 
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rekomendasi Bawaslu dimaksud yang kemudian ditindaklanjuti oleh seluruh KPU 

Kabupaten untuk melakukan pencermatan dan pemutakhiran data Pemilih telah 

tepat dan benar secara hukum.  

Terlebih lagi, sesuai dengan fakta persidangan, meskipun saksi mandat 

Pemohon masih tetap mengajukan keberatan yang mempersoalkan keakurasian 

NIK yang disampaikan menjelang batas akhir penetapan DPT pada tanggal 16 

Desember 2016, menurut Mahkamah, adanya keberatan saksi mandat Pemohon 

tersebut tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena selain tanpa disertai 

data autentik dan bukti tertulis yang menguatkan keberatan tersebut, Termohon 

telah pula melakukan pencermatan dan pemutkahiran data pemilih hingga akhir 

Januari 2017 sebagaimana surat Termohon Nomor 53/Kpu-Prov-033/2017 perihal 

tindak lanjut rekomendasi Bawaslu [vide bukti TB-028] yang ditujukan kepada 

seluruh KPU Kabupaten untuk menindaklanjuti adanya permasalahan NIK ganda 

tersebut yang kemudian telah pula ditindaklanjuti oleh Termohon dan jajarannya 

hingga tingkat PPK dan PPS [vide bukti TB-029]. 

Selain itu, berdasarkan fakta persidangan, tidak dapat dibuktikan bahwa 

Pemilih yang memiliki NIK ganda tersebut, akan memilih Pemohon atau pasangan 

calon manapun, yang mempengaruhi hasil perolehan suara masing-masing 

pasangan calon. Seharusnya setiap pasangan calon mengetahui dan memahami 

mengenai hal tersebut, sehingga apabila salah satu pasangan calon merasa 

dirugikan dalam penetapan DPT dapat mengajukan keberatan pada saat itu juga 

yakni masa tahapan pemutakhiran data daftar pemilih dan bukan mengajukan 

keberatan setelah selesai penyelenggaraan Pilkada. Berdasarkan pertimbangan 

tersebut, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon a quo tidak terbukti menurut 

hukum.  

[3.16.2] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terdapat penggelembungan 

Pemilih tidak sah yang merugikan perolehan suara Pemohon dengan modus 

penggunaan Surat Keterangan (Suket) tidak sah yang terjadi pada tiga kabupaten 

yakni Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamuju 

Utara. 

Untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat 

atau tulisan yang diberi tanda bukti P-5 s.d. P-5b, P-5a18, P-5a19, P-1998, P-
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2001, serta saksi-saksi yaitu Abdul Wahab Abdy, Muhammad Irfan Syarif, 
Zubair dan Djamruddin Badaruddin yang keterangan selengkapnya termuat 

dalam bagian Duduk Perkara. 

[3.16.2.1] Termohon membantah dalil Pemohon a quo yang pada pokoknya 

menyampaikan keterangan sebagai berikut: [keterangan Termohon selengkapnya 

termuat dalam bagian Duduk Perkara] 

a. Dalil Pemohon pada halaman 124 permohonan a quo yang menyatakan bahwa 

data hasil rekapitulasi suara Kabupaten Polewali Mandar (DB1-KWK) terdapat 

fakta penggunaan Surat Keterangan (Suket) sebanyak 5.307 yang lebih banyak 

dari penerbitan Suket sebanyak 5.247 di Kabupaten Polewali Mandar sehingga 

Pemohon menyatakan menguatkan indikasi bahwa telah terjadi 

penggelembungan suara dengan modus penerbitan Suket secara masif yang 

secara langsung menggelembungkan suara Paslon Nomor Urut 3 sehingga 

merugikan perolehan suara Pemohon, adalah dalil yang tidak berdasar karena 

Pemohon tidak memahami dan salah dalam membaca informasi atau data yang 

terdapat dalam DB1-KWK Kabupaten Polewali Mandar. Pemohon juga terbukti 

ragu dengan dalilnya sendiri sehingga menyatakan “menguatkan indikasi”, 

padahal dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, yang digunakan sebagai 

alat bukti adalah fakta-fakta persidangan bukan “indikasi” yang tidak jelas dasar 

hukum dan kekuatan pembuktiannya.  

b. Berdasarkan data yang terdapat dalam DB1-KWK Kabupaten Polewali Mandar, 

angka 5.307 terdapat pada baris Pemilih DPTb/Pengguna KTP elektronik atau 

Surat Keterangan (Suket) sehingga dalil Pemohon yang menyatakan pengguna 

Suket di Kabupaten Polewali Mandar sebanyak 5.307 adalah salah atau tidak 

benar karena jumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPTb bisa berasal dari 

Pemilih yang menggunakan Suket atau menggunakan KTP elektronik. 

c. Pada bagian Pendahuluan Jawaban Termohon mengenai gambaran umum 

pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat 

Tahun 2017, Termohon telah menjelaskan mengenai Daftar Pemilih Tambahan 

(DPTb) mulai halaman 26 sampai dengan 28 jawaban Termohon, dimana pada 

pokoknya berdasarkan Pasal 10 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2016 

disebutkan bahwa Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak 

 
 

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 

 



687 
 

pilihnya dengan ketentuan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau 

Surat Keterangan kepada KPPS pada saat pemungutan suara dan didaftar 

pada DPTb ke dalam formulir Model A.Tb-KWK. Dengan demikian para Pemilih 

yang terdaftar dalam DPTb bukanlah semata-mata berasal dari Pemilih yang 

menggunakan Suket akan tetapi bisa juga dari para Pemilih yang menggunakan 

KTP elektronik yang tidak terdaftar dalam DPT. Oleh karena itu adalah wajar 

dan masuk akal apabila jumlah DPTb lebih besar daripada jumlah Pemilih yang 

menggunakan Suket. Selisih antara jumlah DPTb dengan jumlah Pemilih yang 

menggunakan Suket tidak bisa disimpulkan sebagai penggelembungan suara 

yang menguntungkan pihak Terkait. 

d. Besarnya selisih DPTb dengan Suket tersebut tidak bisa serta merta disebut 

sebagai penggelembungan suara karena dimungkinkan adanya Pemilih lain 

yang menggunakan KTP elektronik. Adanya Pemilih tambahan yang 

menggunakan KTP elektronik dimungkinkan terjadi karena Pemilih tersebut 

belum terdaftar dalam DPT. Selain itu terdapat beberapa kasus dimana pada 

waktu KPPS membagikan Undangan C6-KWK ke alamat Pemilih ternyata 

Pemilih yang bersangkutan tidak berada di tempat, baik karena bekerja ataupun 

kegiatan lain sehingga KPPS tidak memberikan undangan C6 atau tidak 

menitipkannya kepada orang lain dengan alasan agar C6 tidak disalahgunakan. 

Pada waktu hari pelaksanaan Pemungutan suara Pemilih tersebut kemudian 

mendatangi TPS untuk menggunakan hak pilihnya dengan menunjukan KTP 

Elektronik. Dalam kejadian ini terdapat beberapa kejadian dimana bagian 

pendaftaran KPPS tidak melakukan pengecekan terhadap DPT akan tetapi 

langsung menempatkan Pemilih tersebut sebagai Pemilih Tambahan. 

e. Bahwa terkait dengan banyaknya jumlah DPTb di Provinsi Sulawesi Barat 

adalah merupakan salah satu permasalahan administrasi data kependudukan 

yang masih terjadi pada tingkat nasional baik dalam Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Walikota Tahun 2017, 

maupun dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, Walikota dan Walikota Tahun 2015. Jumlah DPTb dalam Pemilihan 

Gubernur dan Wakil GUbernur di Provinsi Sulawesi Barat menempati jumlah 

yang terkecil yaitu 0,62% atau 16,889 suara, sedangkan dalam Pemilihan 

Gubernur dan Wakil GUbernur Provinsi DKI Jakarta adalah jumlah DPTb 
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mencapai 1,04% atau 237.003 suara. Untuk Pemilihan di Kalimantan Utara 

jumlah DPTbnya adalah1,61% atau 12.832 suara. 

f. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil Pemohon yang membandingkan 

jumlah penerbitan Surat Keterangan (Suket) dengan jumlah Pemilih dari jalur 

Pemilih Pindahan sehingga menyimpulkan selisihnya sebagai suatu 

penggelembungan haruslah ditolak atau dikesampingkan.   

Untuk menguatkan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan 

bertanda TB-009, TB-010, TB-015, TB-017, TB-036, TB-044, TE.3-002, TE.4-001 
dan TE.4-002, TF-001, TF-004 dan saksi yang bernama Ishak Ibrahim, Hasriadi, 
Sulfan Bulo, Bambang Arianto Akbar, Galuh Prihandini dan Suriani Tasikrara 

yang keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara. 

[3.16.2.2] Terhadap dalil a quo, Pihak Terkait membantahnya yang pada 

pokoknya menyatakan sebagai berikut: [keterangan Pihak Terkait selengkapnya 

termuat dalam bagian Duduk Perkara]  

1. Bahwa Pemohon secara sengaja tidak mengungkapkan jumlah total seluruh 

Surat Keterangan yang dikeluarkan di seluruh kabupaten di Provinsi Sulawesi 

Barat, padahal jumlah total surat keterangan yang dikeluarkan untuk seluruh 

kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat adalah sebanyak 16.803 (enam belas ribu 

delapan ratus tiga). Sedangkan dalam Permohonan a quo, jumlah Surat 

Keterangan yang dipersoalkan Pemohon hanya sejumlah 1.395 (seribu tiga 

ratus Sembilan puluh lima) yang berasal dari dua kabupaten yaitu Kabupaten 

Polewali Mandar dan Kabupaten Mamuju Utara. Adapun Penerbitan Surat 

Keterangan sebagai pengganti KTP-el adalah dibenarkan menurut hukum 

termasuk untuk kepentingan Pemilukada sebagaimana diatur dalam Pasal 10 

ayat (1) huruf a Peraturan KPU RI Nomor 14 Tahun 2016. Tidak ada yang bisa 

memastikan penerima Surat Keterangan tersebut menguntungkan pasangan 

calon yang mana dalam Pemilukada. Faktanya di banyak kabupaten yang 

kemenangan mutlak diraih oleh Pemohon juga merupakan daerah yang banyak 

mengeluarkan Surat Keterangan. 

2. Bahwa Penggunaan Surat Keterangan hanyalah salah satu syarat administratif 

bagi Pemilih menggunakan hak pilihnya. Selama sebuah Surat Keterangan 

tersebut diterbitkan oleh Instansi yang berwenang dalam hal ini Dinas 

 
 

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 

 



689 
 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, maka Surat Keterangan 

tersebut merupakan Surat Keterangan yang sah. Surat Keterangan yang tidak 

sah seharusya tidak didefinisikan sebagai Surat Keterangan yang diterbitkan 

setelah penetapan DPT, karena jangka waktu penetapan DPT pun tidak serta 

merta bisa ditafsirkan sebagai batas akhir penerbitan Surat Keterangan 

dimaksud. Oleh karena itu, indikator Surat Keterangan dinyatakan sebagai tidak 

sah haruslah apabila Surat Keterangan tersebut tidak diterbitkan oleh instansi 

yang berwenang.  

3. Pemohon dalam dalil permohonannya juga tidak dapat membuktikan korelasi 

antara penerbitan Surat Keterangan dengan jumlah suara Pihak Terkait. Karena 

Pemilih yang menggunakan Surat Keterangan (Suket) tidak dapat dipastikan 

100% memilih Pihak Terkait sehingga harus dianggap sebagai 

penggelembungan suara. Faktanya, Surat Keterangan tersebut justru lebih 

banyak diterbitkan di kabupaten-kabupaten yang dimenangkan oleh Pemohon 

yaitu :  

Kabupaten Jumlah Suket Suara Paslon 1 Suara Paslon 2 Suara Paslon 3 
Mamuju Tengah 1.051 31.735 5.886 15.549 
Majene 6.009 42.854 21.375 26.651 
Mamuju 1.908 66.954 10.130 46.051 
Mamasa 2.408 43.951 8.767 22.769 
(sumber : https://pilkada2017.kpu.go.id/hasil/t1/sulawesi_barat)  

Dimana Surat Keterangan tersebut juga ada yang diterbitkan sampai 1 hari 

sebelum perhitungan suara (Bukti PT-22). Namun anehnya, Pemohon tidak 

mempermasalahkan hal tersebut. Oleh karenanya, dalil Pemohon dalam 

permohonan a quo yang menyatakan bahwa terjadi dugaan 

penggelembungan suara dengan modus penggunaan Surat Keterangan Yang 

Tidak Sah adalah dalil yang menyesatkan sehingga sudah sepatutnya untuk 

ditolak atau setidak-tidaknya tidak dipertimbangkan.  

Untuk menguatkan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan 

bertanda PT-18 s.d. PT-22 dan saksi Ahmadi, Andi Tahmid Tasbih dan 
Maenunis Amin yang keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian 

Duduk Perkara. 

[3.16.2.3] Bahwa terkait dalil a quo, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat telah 

menyampaikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 21 Maret 2017 dan    
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7 April 2017 yang pada pokoknya menyampaikan keterangan sebagai berikut: 

[keterangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat selengkapnya termuat dalam bagian 

Duduk Perkara] 

Bahwa terhadap Surat Keterangan Kependudukan yang dikeluarkan oleh 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Bawaslu Provinsi 

Sulawesi Barat telah berulang kali mengikuti Rapat Koordinasi dengan KPU 

Provinsi Sulawesi Barat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang dihadiri oleh 

LO Pasangan Calon masing-masing dan Disdukcapil Kabupaten masing-masing 

terkait perkembangan permasalahan Suket yang dihadapi. Bawaslu Provinsi 

Sulawesi Barat juga telah menginstruksikan kepada Panwaslih Kabupaten untuk 

berkoordinasi secara intensif dan berkala kepada Disdukcapil Kabupaten masing-

masing untuk mengetahui perkembangan pengeluaran Suket oleh Disdukcapil 

khususnya pasca Penetapan DPT Tingkat Kabupaten tanggal 6 Desember 2016.  

Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat telah menyampaikan Surat Nomor: 

016/K.Bawaslu-Prov-SR/TU.00.01/I/2017, tanggal 19 Januari 2017 perihal Akses 

Data Pemilih Berbasis Surat Keterangan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil Kabupaten se-Provinsi Sulawesi Barat. Surat tersebut pada dasarnya 

meminta data Pemilih by name by addres yang telah dibuatkan Surat Keterangan 

Kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kabupaten sebelum dan sesudah penetapan Daftar Pemilih Tetap oleh KPU 

Provinsi Sulawesi Barat.  

Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dan jajarannya tidak pernah 

menerima laporan dugaan pelanggaran dan tidak menemukan dugaan 

pelanggaran yang merugikan perolehan suara Pemohon dengan modus 

penggunaan Surat Keterangan (Suket) tidak sah yang terjadi pada tiga kabupaten 

tersebut.  

Untuk memperkuat keterangannya Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat 

menyampaikan alat bukti PK-4 yaitu Surat Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Nomor 

016/K.Bawaslu-Prov-SR/PM.00.01/I/2017, tanggal 19 Januari 2017 perihal Akses 

Data Pemilih berbasis Surat Keterangan. 

[3.16.2.4] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara cermat dan 

mempertimbangkan dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, 
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keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, bukti dan 

saksi para pihak, sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah dari 

rangkaian fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah tidak menemukan 

bukti bahwa pembagian surat keterangan (Suket) kepada masyarakat yang 

menurut Pemohon dibagikan dengan sengaja dan secara serentak beberapa saat 

menjelang Pilkada adalah sebagai upaya untuk melakukan penggelembungan 

Pemilih tidak sah sehingga merugikan Pemohon dan menguntungkan Pihak 

Terkait. Hal utama yang menjadi penilaian Mahkamah dalam kasus Suket ini 

adalah apakah Suket yang dikeluarkan oleh Dukcapil kabupaten beberapa saat 

menjelang Pilkada telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan?  

Menurut Mahkamah dari rangkaian fakta yang terungkap dalam 

persidangan ditemukan fakta bahwa proses pemberian Suket yang dilakukan oleh 

Dukcapil didasarkan pada surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 471.13/10231/DUKCAPIL, bertanggal 29 

September 2016 perihal format surat keterangan sebagai pengganti KTP-el, yang 

dalam surat tersebut dinyatakan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten/Kota dapat menerbitkan Surat Keterangan sebagai pengganti KTP-el, 

yang menerangkan bahwa penduduk tersebut benar-benar sudah melakukan 

perekaman KTP-el dan penduduk yang bersangkutan telah terdata dalam 

Database Kependudukan Kabupaten/Kota dan Surat Keterangan tersebut 

dipergunakan antara lain untuk kepentingan Pemilu, Pilkada, Pillkades, 

Perbankan, Imigrasi dan kebutuhan lainya.  

Untuk menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil  Kementerian Dalam Negeri  tersebut, Pejabat Gubernur Provinsi 

Sulawesi Barat telah mengeluarkan surat Nomor 470/198/SET, bertanggal 27 

Januari 2017, yang ditujukan kepada para Bupati se-Sulawesi Barat perihal 

pedoman penerbitan Surat Keterangan Pengganti KTP-el [vide bukti PT-19]. Surat 

tersebut dibuat sebagai tindak lanjut dari rapat koordinasi antara Pemerintah 

Provinsi Sulawesi Barat, KPU Provinsi Sulawesi Barat, Bawaslu Provinsi Sulawesi 

Barat, Dinas Dukcapil Kabupaten se-Sulawesi Barat, Panwas Kabupaten se-

Sulawesi Barat dan tim penghubung masing-masing pasangan calon.   

Selain itu, pada tanggal 20 Februari 2017, Direktur Jenderal Kependudukan 
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dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri telah pula mengeluarkan surat 

dengan Nomor 471.13/2051/DUKCAPIL perihal Penerbitan Surat Keterangan 

sebagai pengganti KTP-el maupun Surat Keterangan Telah Terdata Dalam 

Database Kependudukan [vide bukti PT-20]. Dalam surat tersebut dijelaskan 

bahwa tanggal 8 Februari 2017 dan tanggal 15 Februari 2017 bukan merupakan 

batas akhir penerbitan Surat Keterangan Pengganti KTP-el maupun Surat 

Keterangan Telah Terdata Dalam Database Kependudukan. 

Dengan demikian menurut Mahkamah, permasalahan terkait keabsahan 

surat keterangan (Suket) tidak serta-merta menjadi tanggung jawab Termohon 

sebagai penyelenggara Pilkada. Adanya kekurangsempurnaan penggunaan 

teknologi komputerisasi yang terjadi hampir di seluruh Indonesia dan menjadi 

permasalahan administrasi data kependudukan sudah terjadi sejak Pemilu 2009, 

sehingga bukan merupakan kesalahan penyelenggara Pilkada sebagai pengguna 

data kependudukan. Dari rangkaian fakta yang terungkap dalam persidangan, 

menurut Mahkamah pemungutan suara yang dilakukan dalam Pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur di Provinsi Sulawesi Barat dilakukan secara langsung oleh 

Pemilih dengan menggunakan surat undangan (C6-KWK), KTP-el atau surat 

keterangan (Suket) serta dilakukan penandatanganan daftar hadir para Pemilih 

satu persatu baik yang menggunakan C6-KWK, KTP-el ataupun Suket sehingga 

akurasinya cukup terjamin. Menurut Mahkamah, cara pemungutan suara yang 

demikian adalah sah adanya. Terlebih lagi, terkait dengan penggunaan KTP-el 

atau Suket dalam Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat 

telah pula ditindaklajnuti oleh Termohon dalam rapat koordinasi antara Termohon, 

Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, Liaison Officer (LO) pasangan calon dan Kepala 

Disdukcapil Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor 09/BA/I/2017, bertanggal 

27 Januari 2017, tentang Penetapan Penggunaan Surat Keterangan Pengganti 

KTP-el dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 

2017 [vide TB-010]. 

Hal lain yang juga menjadi dasar penilaian Mahkamah terkait surat 

keterangan (Suket) ini adalah adanya proses verifikasi yang dilakukan oleh jajaran 

Termohon secara benar pada saat Pemilih hadir di TPS untuk melakukan 

pemungutan suara khususnya bagi Pemilih yang menggunakan KTP-el atau 
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Suket. Dari rangkaian fakta yang terungkap dalam persidangan, terbukti bahwa 

jajaran Termohon telah melakukan verifikasi dengan benar sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan serta telah pula mensosialisasikan kepada 

masyarakat perihal penggunaan KTP-el dan Suket pada saat proses Pemilihan 

khususnya bagi masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT dan/atau belum 

mendapatkan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (C6-KWK).  

Selain itu, berdasarkan keterangan Bawaslu dalam persidangan bahwa 

terkait dalil a quo, Bawaslu tidak menerima laporan terkait dengan modus 

penggunaan Suket tidak sah tersebut. Terlebih lagi, menurut Mahkamah, tidak 

dapat dibuktikan bahwa Pemilih yang hadir di TPS dengan menggunakan KTP-el 

ataupun Suket tersebut akan memilih Pemohon atau pasangan calon manapun. 

Mahkamah tidak menemukan adanya rangkaian fakta lain bahwa kemenangan 

Pihak Terkait di dua kabupaten dan/atau kemenangan Pemohon di empat 

kabupaten adalah disebabkan oleh adanya modus penggelembungan penggunaan 

Suket sebagaimana didalilkan Pemohon. Berdasarkan pertimbangan tersebut di 

atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon a quo tidak terbukti menurut hukum;   

[3.16.3] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan 

suara Pemohon secara masif dengan modus tidak memberikan formulir undangan 

(C6-KWK) kepada Pemilih yang terjadi di Kabupaten Polewali Mandar. 

Untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat atau 

tulisan yang diberi tanda bukti P-1995 dan P-2000 serta saksi yaitu Abdul Wahab 
Abdy dan Muhammad Irfan Syarif yang keterangan selengkapnya termuat dalam 

bagian Duduk Perkara.  

[3.16.3.1] Termohon membantah dalil Pemohon a quo yang pada pokoknya 

menyampaikan keterangan sebagai berikut: [Keterangan Termohon selengkapnya 

termuat dalam bagian Duduk Perkara] 

a. Tidak benar dalil Pemohon pada halaman 125 permohonan a quo, yang 

menyatakan terdapat pengurangan suara Pemohon secara masif dengan 

menggunakan modus tidak memberikan formulir undangan atau C6 kepada 

Pemilih yang terjadi di Kabupaten Polewali Mandar. Dalil Pemohon tersebut 

sangat tidak berdasar karena seakan-akan Pemilih yang tidak mendapatkan 
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Undangan C6 itu tidak bisa melaksanakan hak pilihnya dan mereka yang 

diasumsikan tidak bisa memilih tersebut akan memilih Pemohon.  

b. Menurut Termohon, Formulir Model C6-KWK bukanlah merupakan syarat bagi 

Pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya. Formulir Model C6-KWK 

adalah pemberitahuan bagi para Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya. 

Bagi para Pemilih yang tidak mendapatkan C6-KWK, karena misalnya pada 

waktu pembagian C6-KWK sedang tidak berada di tempat, maka kepada 

Pemilih yang bersangkutan tetap bisa menggunakan hak pilihnya di TPS 

karena namanya sudah terdaftar dalam DPT.  

c. Termohon beserta jajarannya sampai tingkat TPS telah menyampaikan 

pemberitahuan kepada warga masyarakat di berbagai ruang publik baik media 

radio, TV, maupun kepada para Tokoh Masyarakat bahwa bagi para Pemilih 

yang tidak mendapatkan C6-KWK mereka tetap bisa menggunakan hak 

pilihnya dengan mendatangi TPS dengan mengecek namanya yang terdapat 

dalam DPT.  

d. Bahwa terkait adanya penarikan C6-KWK, hal tersebut disebabkan karena 

para penyelenggara Pemilihan pada tingkat KPPS telah berupaya mendatangi 

para Pemilih ke alamatnya, akan tetapi Pemilih tersebut tidak ditemukan atau 

tidak sedang berada di tempat, sehingga Pihak KPPS tidak dapat 

menyerahkan C6 itu kepada orang lain atau dititipkan karena khawatir akan 

disalahgunakan sehingga ditarik kembali. Jadi tidak benar apabila ada modus 

untuk mempengaruhi suara Pemohon dengan tidak membagikan undangan 

memilih. Selain itu tidak dapat dipastikan para Pemilih tersebut apakah akan 

memberikan suaranya kepada Pemohon ataupun Pihak Terkait karena 

Pemilihan berlangsung secara langsung, umum, bebas, dan rahasia (LUBER). 

e. Bahwa berdasarkan Formulir Model DC7-KWK di Provinsi Sulawesi Barat, 

adanya surat pemberitahuan C6-KWK yang tidak dapat disampaikan kepada 

para Pemilih tidak saja terjadi di Kabupaten Polewali Mandar dimana Pihak 

Terkait memperoleh suara tertinggi, akan tetapi terjadi juga di 5 kabupaten 

lainnya di Sulawesi Barat, termasuk di 4 kabupaten dimana Pemohon 

memperoleh suara lebih tinggi daripada Pihak Terkait. Berikut ini data 

selengkapnya hasil rekapitulasi undangan C6-KWK yang tidak dapat 

didistribusikan kepada para Pemilih: 
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TABEL II.B.03 
HASIL REKAPITULSI PENGEMBALIAN C6-KWK 

 PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2017 

NO. KABUPATEN 
PEROLEHAN SUARA 
PASANGAN CALON 

C6 
(DC7-
KWK) 1 3 

1.  MAMASA 43.951 22.769 22.462 
2.  POLEWALI MANDAR 38.331 104.230 28.374 
3.  MAJENE 42.854 26.651 7.588 
4.  MAMUJU 66.909 46.043 10.699 
5.  MAMUJU TENGAH 31.735 15.549 7.625 
6.  MAMUJU UTARA 16.230 29.521 8.061 

JUMLAH 240.010 244.763 84.809 
  (bukti TE.4-007) 
f.   Di Kabupaten Mamasa, dimana Pemohon memperoleh suara tertinggi 

sebanyak 43.951 suara, terdapat 22.482 surat pemberitahuan C6-KWK 

yang tidak dapat disampaikan kepada Pemilih. Begitu juga yang terjadi di 

Kabupaten Mamuju dimana Pemohon memperoleh suara terbanyak yaitu 

66.909 suara, terdapat 10.699 surat pemberitahuan C6-KWK yang tidak 

dapat disampaikan kepada para Pemilih. Hal yang sama terjadi di 

Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamuju Tengah dimana Pemohon 

memperoleh suara terbanyak masih terdapat ribuan surat pemberitahuan 

C6-KWK yang tidak dapat didistribusikan. Jikalau mengikuti alur berpikir 

Pemohon, maka seakan-akan Pihak Terkait yang dirugikan karena 

terdapat puluhan ribu Pemilih yang tidak mendapatkan C6-KWK yang tidak 

dapat memilih, dimana mereka semuanya akan memilih Pihak Terkait, 

padahal belum tentu para Pemilih yang tidak mendapatkan C6-KWK tidak 

dapat memilih dan tidak dapat dipastikan jika mereka memilih akan 

memberikan suaranya kepada Pemohon atau Pihak Terkait.  

g.   Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil Pemohon mengenai 

pengurangan suara Pemohon secara masif dengan menggunakan modus 

tidak memberikan formulir undangan atau C6-KWK kepada Pemilih yang 

terjadi di Kabupaten Polewali Mandar adalah tidak berdasar dan oleh 

karenanya haruslah ditolak. 

Untuk menguatkan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat atau 

tulisan yang diberi tanda TB-030, TB-035, TB-049, TE.3-002, TE.3-004, TE.4-007, 
TF-001, TF-004 serta saksi yaitu Ishak Ibrahim, Hasriadi, Sulfan Bulo, 
Bambang Arianto Akbar, Galuh Prihandini, dan Suriani Tasikrara yang 
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keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara. 

[3.16.3.2] Pihak Terkait membantah dalil Pemohon a quo dengan menyatakan 

sebagai berikut: 

1. Bahwa dalam posita poin IV.3 Permohonan, Pemohon mendalilkan bahwa telah 

terjadi pengurangan suara Pemohon secara masif dengan modus Termohon 

tidak mendistribusikan atau membagikan C6-KWK di Kabupaten Polewali 

Mandar. Dalil ini sesungguhnya merupakan dalil yang mengada-ada, hal 

tersebut karena berdasarkan Formulir Model DB8-KWK berupa rekapitulasi 

pengembalian Formulir C.6-KWK yang tidak terdistribusi di Kabupaten Polewali 

Mandar (Bukti PT-23). Alasan penarikan kembali C6-KWK tersebut adalah 

karena Pemilih meninggal dunia, pindah alamat, tidak dikenal, tidak dapat 

ditemui dan lain-lain. Pemohon pun tidak dapat membuktikan atau menjelaskan 

dengan pasti dalam permohonannya bahwa keseluruhan C6-KWK yang tidak 

didistribusikan tersebut merupakan C6-KWK yang apabila didistribusikan pasti 

memilih Pemohon atau ada korelasi dengan jumlah suara Pemohon, karena di 

antara C6-KWK yang tidak terdistribusikan tersebut ada yang disebabkan 

Pemilih meninggal dunia dan pindah alamat.  

2. Begitu pula dengan dalil Pemohon pada halaman 125 permohonan yang 

menyebutkan bahwa jumlah C6-KWK yang tidak terdistribusi di Kabupaten 

Polewali Mandar sebanyak 7.588 (tujuh ribu lima ratus delapan puluh delapan). 

Dalil ini senyatanya merupakan dalil yang mengada-ada karena berdasarkan 

Formulir Model DB8-KWK Kabupaten Polewali Mandar (vide Bukti PT-23), 

jumlah total Formulir C6-KWK yang tidak terdistribusikan adalah sebanyak 

2.462 (dua ribu empat ratus enam puluh dua). 

3. Hal tersebut kemudian menegaskan bahwa klaim Pemohon pada posita 

permohonan tentang dugaan adanya pengurangan suara Pemohon secara 

masif dengan modus tidak memberikan formulir undangan kepada Pemilih di 

Kabupaten Polewali Mandar adalah dalil yang terbantahkan dan tidak terbukti 

serta tidak sesuai dengan fakta yang terjadi sehingga sudah sepatutnya untuk 

ditolak atau setidak-tidaknya tidak dipertimbangkan.  

Untuk menguatkan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat atau 

tulisan yang diberi tanda PT-23 dan saksi yang bernama Andi Tahmid Tasbih dan 
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Maenunis Amin yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk 

Perkara. 

[3.16.3.3] Bahwa terkait dalil Pemohon a quo, Bawaslu Provinsi Sulawesi 

Barat telah mengemukakan keterangan yang disampaikan dalam persidangan 

pada tanggal 21 Maret 2017 dan 7 April 2017 yang pada pokoknya memuat hal-hal 

berikut: [keterangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat selengkapnya termuat dalam 

bagian Duduk Perkara] 

Bahwa terhadap Surat Pemberitahuan bagi Pemilih (Formulir Model C6-

KWK), Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil 

Penghitungan Suara Tingkat Provinsi Sulawesi Barat oleh KPU Provinsi Sulawesi 

Barat pada tanggal 26 Februari 2017, menyampaikan kepada Ketua dan Anggota 

KPU Provinsi Sulawesi Barat agar dapat memberikan salinan Hasil Rekapitulasi 

Pengembalian Formulir Model C6-KWK yang Tidak Terdistribusi dari Setiap 

Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur (Formulir Model DC7-KWK). 

Bahwa hingga berakhirnya Rapat Pleno tersebut, KPU Provinsi Sulawesi 

Barat tidak dapat memberikan data Formulir Model DC7-KWK tersebut dan hanya 

mendapatkan Hasil Rekapitulasi Pengembalian Formulir Model C6-KWK yang 

tidak terdistribusi dari setiap desa/kelurahan di wilayah kabupaten/kota dalam 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Formulir Model DB8-KWK) dari 

Kabupaten Mamasa, Kabupaten Polewali Mandar, dan Kabupaten Mamuju 
Tengah. Sementara 3 (tiga) kabupaten lainnya yaitu Kabupaten Majene, 
Kabupaten Mamuju, dan Kabupaten Mamuju Utara menjanjikan akan 

memberikan data tersebut beberapa hari setelah rekapitulasi hasil penghitungan 

suara tingkat provinsi selesai dilaksanakan.  

Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat telah meminta kepada KPU 

Provinsi Sulawesi Barat agar permintaan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat yang 

tidak dipenuhi oleh KPU Provinsi Sulawesi Barat dicatatkan dalam Catatan 

Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi 

Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur (Formulir Model DC2-KWK). 

Untuk menguatkan keterangannya, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat telah 
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mengajukan bukti surat atau tulisan yang bertanda PK-20 dan PK-21. 

[3.16.3.4] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara cermat dan 

mempertimbangkan dengan saksama fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, 

menurut Mahkamah, bukti tulisan dan saksi dari Pemohon tidak meyakinkan 

Mahkamah bahwa terdapat pengurangan suara Pemohon yang dilakukan secara 

masif yang dilakukan jajaran Termohon dengan modus tidak memberikan formulir 

undangan (C6-KWK) kepada para Pemilih. 

Mahkamah tidak menemukan adanya rangkaian fakta bahwa tidak 

diberikannya Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (C6-KWK) kepada para 

Pemilih dilakukan secara sengaja dan masif oleh jajaran Termohon dengan tujuan 

untuk memenangkan Pihak Terkait. Hal tersebut diperkuat dengan adanya 

bantahan dari saksi Termohon yang bernama Hasriadi yang pada pokoknya 

menerangkan bahwa di Kabupaten Polewali Mandar Formulir C6-KWK tidak 

dibagikan dikarenakan Pemilih tersebut meninggal atau pindah domisili dan/atau 

memiliki NIK ganda.  

Selain itu, ihwal tidak diberikannya C6-KWK Mahkamah berpendapat bahwa 

Termohon beserta jajarannya telah bersungguh-sungguh untuk menyampaikan 

Formulir C6-KWK kepada para Pemilih. Tambah lagi dalam Pilkada serentak 2017 

ini, prosedur penyampaian surat pemberitahuan pemungutan suara (C6-KWK)  

kepada para Pemilih lebih mudah, dimana apabila KPPS pada saat penyerahan 

C6-KWK Pemilih tersebut tidak ada di tempat, maka Pemilih tetap masih dapat 

meminta Formulir C6-KWK paling lambat satu hari sebelum pemungutan suara 

dengan menunjukan KTP-el atau Suket. Begitupun apabila sampai pada saat hari-

H pelaksanaan pemungutan suara, bagi para Pemilih yang belum mendapatkan 

C6-KWK, maka para Pemilih tetap masih dapat memberikan suara mereka dengan 

menunjukkan KTP-el atau Suket kepada KPPS.  

Terlebih lagi, dari rangkaian fakta yang terungkap dalam persidangan, 

jajaran Termohon telah berupaya maksimal untuk mensosialisasikan kepada 

masyarakat apabila ada Pemilih yang tidak mendapatkan C6-KWK maka Pemilih 

tersebut dapat menggunakan KTP-el atau Suket sehingga Pemilih tetap dapat 

menggunakan hak pilihnya dengan mendatangi TPS dengan terlebih dahulu 

melakukan pengecekan nama dalam DPT. Berdasarkan pertimbangan tersebut di 
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atas, Mahkamah tidak menemukan adanya rangkaian fakta bahwa telah terjadi 

rangkaian upaya masif yang dilakukan oleh jajaran Termohon untuk menghalang-

halangi dan/atau menghilangkan hak konstitusional Pemilih dalam menggunakan 

hak suara mereka pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 

Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017. Dengan demikian dalil Pemohon a quo tidak 

terbukti menurut hukum; 

[3.17] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon selebihnya, Mahkamah tidak 

menemukan bukti yang cukup. Karena itu, Mahkamah tidak menemukan 

relevansinya untuk dipertimbangkan lebih lanjut.  

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, 

Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum; 

4. KONKLUSI 

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di 

atas, Mahkamah berkesimpulan: 

[4.1]   Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 

[4.2] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan 

peraturan perundang-undangan; 

[4.3] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan 

permohonan a quo; 

[4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut 

hukum; 

[4.5] Pokok Permohonan tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum; 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 
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Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5898); 

5. AMAR PUTUSAN 

Mengadili, 

Dalam Eksepsi 

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait. 

Dalam Pokok Perkara  

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan 

Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar 

Usman, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Aswanto, I Dewa 

Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, dan Saldi Isra masing-masing sebagai 

Anggota pada hari kamis, tanggal dua puluh bulan April tahun dua ribu tujuh 
belas dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah  Konstitusi  terbuka  untuk 

umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh enam bulan April tahun dua ribu tujuh 
belas, selesai diucapkan pada pukul 11.52 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi 

yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida 

Indrati, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Manahan 

M.P Sitompul, dan Saldi Isra masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu 

oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa 

hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya. 

 
KETUA, 

ttd. 

Arief Hidayat 

ANGGOTA-ANGGOTA, 
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   ttd. 

Anwar Usman            

ttd. 

Maria Farida Indrati  

ttd. 

Wahiduddin Adams  

ttd. 

Suhartoyo  

ttd. 

Aswanto 

ttd. 

I Dewa Gede Palguna            

ttd. 

Manahan MP Sitompul      

ttd. 

Saldi Isra 

 

     Panitera Pengganti, 

      ttd. 

Hani Adhani 
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